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KATA PENGANTAR

 Sepanjang 2014, seluruh upaya politik luar negeri dan diplomasi Indonesia senantiasa ditujukan 
untuk mendukung dan memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia yang berpegang 
pada prinsip pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. 

Pelaksanaan diplomasi Indonesia secara garis besar dilakukan pada tiga tataran, yaitu pada 
tataran bilateral, kerja sama kawasan, dan kerja sama multilateral. Dan oleh karena itu, buku 
Diplomasi Indonesia 2014 ini secara garis besar dibagi berdasarkan pembagian tataran tersebut. 

Pelaksanaan diplomasi pada ketiga tataran tersebut dilakukan secara sinergis untuk 
mengoptimalkan upaya-upaya diplomasi dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. 
Upaya diplomasi adalah suatu proses multi-tahun, yang mana keberhasilan pada 2014 tidak terlepas 
dari capaian-capaian atau pendekatan-pendekatan (kepada mitra-mitra terkait) yang sudah 
dilakukan pemerintah Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. 

 Buku Diplomasi Indonesia 2014 ini bertujuan untuk menjabarkan langkah-Iangkah yang sudah 
dilakukan dan capaian-capaian yang dicapai Pemerintah Indonesia sepanjang 2014 dalam upaya 
memperjuangkan kepentingan nasional. Referensi terhadap kebijakan, kesepakatan, dan langkah 
yang pernah diambil/dicapai pada tahun-tahun sebelum 2014 adalah dalam rangka menunjukkan 
sifat multi-tahun dari proses diplomasi. Sedangkan capaian 2014 memberikan pijakan bagi kebijakan 
luar negeri Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

Diplomasi Indonesia diarahkan untuk mengupayakan adanya solusi, menjembatani perbedaan 
ke arah kesepahaman dan mendorong terwujudnya konsensus terhadap tantangan-tantangan yang 
dihadapi. Upaya diplomasi mencakup langkah-langkah reaktif dan proaktif pemerintah Indonesia 
dalam menyikapi perkembangan kepentingan nasional serta perkembangan kondisi kawasan dan 
global. Arah diplomasi Indonesia sepanjang 2014 diarahkan bukan saja untuk secara langsung 
menjawab dan mengatasi tantangan-tantangan, melainkan juga untuk mengubah tantangan menjadi 
peluang-peluang bagi pencapaian kepentingan nasional. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia telah 
menciptakan pendekatan-pendekatan yang inovatif guna mempertajam upaya pemerintah dalam 
menjawab, mengatasi, dan mengubah segala bentuk tantangan baik yang dihadapi Indonesia 
maupun yang dihadapi bersama negara-negara lain.
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Pertemuan Presiden RI dengan Pejabat Setingkat Kepala Negara / Kepala 
Pemerintahan di Dalam Negeri tahun 2014

Kawasan Amerika dan Eropa

1. Menerima courtesy call mantan PM Inggris, H.E. Tony Blair, tanggal 11 September 2014.

2. Menerima courtesy call Menlu Amerika Serikat, Senator John Kerry setelah acara inaugurasi Presiden dan 
Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

3. Pertemuan Bilateral dengan Utusan Khusus Federasi Rusia, H.E. Mr. Denis Valentinovich Manturov setelah 
acara inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

Total Amerop : 3 pertemuan

Kawasan Asia, Pasifi k dan Afrika

1. Pertemuan Bilateral dengan Raja Yordania, Paduka H.R.H. Raja Abdullah II, 25 – 26 Februari 2014 dalam 
rangka kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

2. Pertemuan Bilateral dengan PM Palestina, H.E. Mr. Rami Hamdallah di sela-sela the Conference among East 
Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) II pada 1 Maret 2014.

3. Menerima courtesy call Putera Mahkota Brunei Darussalam, Pangeran Haji Muhtadee Billah pada tanggal 
3-7 Mei 2014 dalam rangka penerimaan gelar warga kehormatan di Markas Komando Kopassus, Kormar 
dan Korpakhas. 

4. Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan PM Australia, The Hon. Tony Abbott, MP di Batam, 4 Juni 2014.

5. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Singapura, H.E. Tony Tan Keng Yam, dalam rangka Leaders’ Retreat 
RI – Singapura pada tanggal 5 Juni 2014 di Batam.

6. Pertemuan Bilateral dengan PM Solomon Islands, Hon. Gordon Darcy Lilo, pada tanggal 4-6 Agustus 2014 
dalam rangka kunjungan kerja ke Indonesia.

7. Pertemuan Bilateral dengan PM Singapura H.E. Mr. Lee Hsien Long setelah acara inaugurasi Presiden dan 
Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

8. Pertemuan Bilateral dengan PM Malaysia, Y.A.B. Nadjib Razak setelah acara inaugurasi Presiden dan Wakil 
Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

9. Pertemuan Bilateral dengan PM Australia, The Hon. Tony Abbott, MP, setelah acara inaugurasi Presiden dan 
Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

10. Pertemuan Bilateral dengan PM Papua New Guinea, H.E. Mr. Peter O’Neil, setelah acara inaugurasi Presiden 
dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

11. Menerima courtesy call Vice Chairwoman of The National People’s Republic of China, H.E. Madam Yan Junqi 
setelah acara inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

12. Pertemuan dengan Wakil Presiden Angola, H.E. Mr. Manuel Domingues Vicente, tanggal 30-31 Oktober 2014.

Total Aspasaf : 12 pertemuan

Organisasi Regional/ Internasional

1. Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, H.E. Mr. Ban Ki Moon di sela-sela the 6th Global Forum United 
Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), 28-30 Agustus 2014.

2. Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OKI, H.E. Iyad Ameen Madani di sela-sela the 6th Global Forum United 
Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), 28-30 Agustus 2014.

3. Pertemuan dengan Direktur Jenderal UNESCO, H.E. Irina Bokova di sela-sela the 6th Global Forum United 
Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), 28-30 Agustus 2014.

4. Pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB, H.E. Mr. Ban Ki Moon di sela-sela KTT ASEAN ke 25 di Nay Pyi 
Taw, 11-13 November 2014.

5. Pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, H.E. Mr. Herman Van Rompuy, tanggal 18-19 November 2014.

Total OI : 5 pertemuan
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Pertemuan Presiden RI dengan Pejabat Setingkat Kepala Negara / Kepala 
Pemerintahan di Luar Negeri tahun 2014

Kawasan Amerika dan Eropa

1. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Portugal, H.E. Aníbal Cavaco Silva, pada Kunjungan Kenegaraan 
Presiden RI ke Republik Portugal, 18 – 20 September 2014.

2. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Amerika Serikat, H.E. Barack Obama, di sela-sela KTT APEC, 10-12 
November 2014.

3. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Federasi Rusia, H.E. Vladimir Putin, di sela-sela KTT APEC, 10-12 
November 2014.

4. Pertemuan Bilateral dengan PM Italia, H.E. Matteo Renzi di sela-sela KTT G-20 di Brisbane, Australia, 15 – 16 
November 2014.

5. Pertemuan Bilateral dengan Kanselir Jerman, H.E. Angela Merkel, di sela-sela KTT G-20 di Brisbane, Australia, 
15 – 16 November 2014.

6. Pertemuan Bilateral dengan PM Turki, H.E. Ahmet Davutoglu, di sela-sela KTT G-20 di Brisbane, Australia, 
15 – 16 November 2014.

7. Pertemuan Bilateral dengan PM Perancis, H.E. Francois Hollande, di sela-sela KTT G-20 di Brisbane, Australia, 
15 – 16 November 2014.

Total Amerop : 7 pertemuan

Kawasan Asia, Pasifi k dan Afrika

1. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Filipina, H.E. Benigno S. Aquino III, dalam rangka Kunjungan 
Kenegaraan Presiden RI ke Filipina sekaligus kunjungan kerja menghadiri World Economic Forum on East 
Asia (WEFEA), tanggal 22-24 Mei 2014.

2. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Fiji, Ratu Epeli Nailatikau dan Perdana Menteri Fiji, Voreqe 
Bainimarama pada Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Fiji sekaligus kunjungan kerja menghadiri the 
Pacifi c Islands Development Forum, tanggal 17 – 20 Juni 2014. 

3. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Nauru, Baron Divavesi Waqa di sela-sela the Pacifi c Islands Development 
Forum, tanggal 17 – 20 Juni 2014 di Fiji.

4. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Kiribati, Anote Tong di sela-sela the Pacifi c Islands Development Forum, 
tanggal 17 – 20 Juni 2014 di Fiji.

5. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Timor Leste, Taur Matan Ruak dan PM Timor Leste, Xanana Gusmao 
dalam kunjungan resmi Presiden RI ke Dili pada 25-27 Agustus 2014.

6. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Singapura, H.E. Tony Tan Keng Yam; PM Singapura, H.E. Lee Hsien 
Loong dan mantan PM Singapura, Goh Chok Tong, dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI ke Singapura, 
tanggal 3-4 September 2014.  

7. Pertemuan Bilateral dengan Presiden RRT, H. E. Xi Jinping, di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing, 9 November 
2014.

8. Pertemuan Bilateral dengan PM RRT, H. E. Li Keqiang, di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing, 9 November 
2014.

9. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Viet Nam, H.E. Truong Tan Sang, di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing, 
10 November 2014.

10. Pertemuan Bilateral dengan PM Jepang, H.E. Shinzō Abe, di sela-sela KTT APEC 2014 di Beijing, 10 November 
2014.

11. Pertemuan Bilateral dengan PM Selandia Baru, H.E. John Key, di sela-sela KTT ke-25 ASEAN dan KTT Terkait 
lainnya di Nay Pyi Taw, Myanmar 13 November 2014.

12. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Myanmar, H.E. Thein Sein, di sela-sela KTT ke-25 ASEAN dan KTT 
Terkait lainnya di Nay Pyi Taw, Myanmar 13 November 2014.

13. Pertemuan Bilateral Presiden RI dengan PM India,H.E. Narendra Modi di sela-sela  KTT ke-25 ASEAN dan 
KTT Terkait lainnya di Nay Pyi Taw, Myanmar 13 November 2014.

14. Pertemuan Bilateral dengan PM Australia, The Hon. Tony Abbott, MP, di sela-sela KTT G20 di Brisbane, dalam 
bentuk Working Dinner pada 14 November 2014 dan Corridor Meeting 15 November 2014.
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15. Pertemuan Bilateral dengan Presiden Republik Korea, H.E. Park Geun Hye di sela-sela Kunjungan Kerja 
Presiden RI ke Busan, Republik Korea menghadiri 2014 ASEAN – ROK Commemorative Summit, 10 – 12 
Desember 2014.

Total Aspasaf : 15 pertemuan

Pertemuan Wakil Presiden RI dengan Mitra Negara Sahabat dan Lembaga 
Internasional di Dalam dan Luar Negeri tahun 2014

Kawasan Amerika dan Eropa

1. Pertemuan dengan PM Belanda, H.E. Mark Rutte di sela-sela Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Den 
Haag, Belanda dalam rangka menghadiri the 3rd Nuclear Security Summit 22 – 28 Maret 2014.

2. Pertemuan dengan Ratu Belanda Maxima selaku Special Advocate of the UN Secretary General on Inclusive 
Finance for Development, di sela-sela Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Den Haag, Belanda dalam 
rangka menghadiri the 3rd Nuclear Security Summit 22 – 28 Maret 2014.

3. Pertemuan Bilateral dengan Utusan Khusus Turki, H.E. Mr. Nurettin Canikli setelah acara inaugurasi 
Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

4. Pertemuan Wakil Presiden RI dengan Utusan Khusus Belanda, H.E. Herman Diederik Tjeenk Willink (Menteri 
Negara/Minister van Staat) setelah acara inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 
2014.

Total Amerop : 4 pertemuan

Kawasan Asia, Pasifi k, dan Afrika

1. Pertemuan dengan PM Selandia Baru, H.E. John Key di sela-sela Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Den 
Haag, Belanda dalam rangka menghadiri the 3rd Nuclear Security Summit 22 – 28 Maret 2014.

2. Pertemuan Bilateral dengan Deputi Perdana Menteri Thailand setelah acara inaugurasi Presiden dan Wakil 
Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

3. Menerima courtesy call Menlu Thailand, Gen. Tanasak Patimapragorn setelah acara inaugurasi Presiden 
dan Wakil Presiden RI tanggal 21 Oktober 2014.

4. Menerima courtesy call Utusan Khusus Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka, H.E. Mr. Anura Priyadharsana 
setelah acara inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014 di Istana Negara.

5. Menerima courtesy call Utusan Khusus Presiden Republik Sosialis Viet Nam, H.E. Mr. Dao Viet Trung setelah 
acara inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014 di Istana Negara.

6. Menerima courtesy call Utusan Khusus Presiden Republik Korea, The Hon. Mr. Kim Tae-Hwan dan The Hon. 
Mr. Ham Ji-kyu  setelah acara inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014 di Istana 
Negara.

7. Pertemuan Bilateral dengan mantan PM Jepang, H.E. Mr. Yasuo Fukada, tanggal 2 September 2014.

8. Kunjungan Presiden Rwanda, H.E. Paul Kagame, 30 Oktober – 3 November 2014.

Total Aspasaf : 8 pertemuan

Pertemuan Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan Pejabat 
Setingkat Menteri Negara Sahabat di Dalam Negeri tahun 2014

Kawasan Amerika dan Eropa

1. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Inggris, The Rt. Hon. William Hague, MP, tanggal 28-29 Januari 2014. 

2. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Amerika Serikat, H.E. Mr. John Kerry, tanggal 15-17 Februari 2014.
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3. Pertemuan Bilateral dengan Minister for Cabinet Offi  ce Pemerintah Kerajaan Inggris, Francis Maude, di sela-
sela pelaksanaan Open Government Partnership Regional Meeting di Bali, 6 Mei 2014.

4. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Kanada, H.E. The Hon. John Baird, tanggal 4-5 Agustus 2014.

5. Pertemuan dengan Senator John McCain dan Senator Sheldon Whitehouse, tanggal 11 Agustus 2014.

6. Pertemuan dengan Menlu Spanyol, H.E. Mr. Jose Manuel Garcia-Margallo di sela-sela the 6th Global Forum 
United Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), 28-30 Agustus 2014.

7. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Republik Federal Jerman, H.E. Dr Frank-Walter Steinmeier, pada tanggal 
1-3 November 2014.

Total Amerop : 7 Kunjungan

Kawasan Asia, Pasifi k, dan Afrika

1. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Solomon Islands, H.E. Clay Forau Soalaoi dalam rangka kunjungan para 
Menlu dan Wakil Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Indonesia pada 15 Januari 2014.  

2. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Fiji, Ratu Inoke Kubuabola dalam rangka kunjungan para Menlu dan 
Wakil Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Indonesia pada 15Januari 2014.  

3. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Papua Nugini, H.E. Rimbink Pato dalam rangka kunjungan para Menlu 
dan Wakil Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Indonesia, tanggal 15 Januari 2014.

4. Menerima courtesy call Wamenlu Timor Leste, H.E. Constancio Pinto, 3 Februari 2014.

5. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Singapura, H.E. Mr. K. Shanmugam, 4-5 Februari 2014 dalam rangka 
Foreign Ministers Consultation RI-Singapura.

6. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Timor-Leste, H.E. Mr. Jose Luis Guterres 24 Februari 2014.

7. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Filipina, H.E. Albert F. Del Rosario dalam rangka 6th Joint Commission 
for Bilateral Cooperation between RI – the Philippines, tanggal 24-25 Februari 2014.

8. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Yordania, Nasser Judeh, tanggal 25 Februari 2014.

9. Pertemuan dengan Menlu Brunei Darussalam, HRH. Prince Mohamed Balkiah di sela-sela Pertemuan The 
Conference among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) II di Jakarta pada tanggal 1 
Maret 2014.

10. Pertemuan dengan Menlu Jepang, H.E. Mr. Fumio Kishida di sela-sela pelaksanaan Conference on Cooperation 
Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) II, di Jakarta, tanggal 1 Maret 2014.

11. Pertemuan dengan Menlu Palestina, H.E. Mr. Riad Malki di sela-sela pelaksanaan Conference on Cooperation 
Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) II, di Jakarta, tanggal 1 Maret 2014.

12. Pertemuan dengan Menlu Afrika Selatan, H.E. Ms. Maite Nkoana-Mashabane di sela-sela pelaksanaan 
Conference on Cooperation Among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) II, di Jakarta, 
tanggal 1 Maret 2014.

13. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Iran, H.E. Mohammad Javad Zarif, tanggal 6-7 Maret 2014.

14. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Gambia, Hon. Dr. Aboubacar Senghore, dalam rangka Sidang Komisi 
Bersama I antara RI – Gambia, pada tanggal 11-14 Maret 2014.

15. Menerima courtesy call dengan Parliamentary Senior Vice Minister of Foreign Affairs Jepang, Nobuo Kishi, 
tanggal20 Mei 2014.

16. Pertemuan bilateral Menlu RI – Menlu Filipina, H.E. Mr. Albert F. Del Rosario, tanggal 15 Juli 2014. 

17. Pertemuan Bilateral Menlu RI – Menlu Jepang, H.E. Mr. Fumio Kishida, tanggal 12 Agustus 2014.

18. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Republik Demokratik Rakyat Korea, Ri Su Yong, tanggal 13 Agustus 2014.

19. Pertemuan Bilateral dengan Kunjungan Menlu Australia, The Hon. Julie Bishop, pada 28 Agustus 2014, 
disela-sela the 6th Global Forum United Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), Bali, 28-30 Agustus 
2014.

20. Pertemuan dengan Wakil PM Azerbaijan, H.E. Mr. Elchin Afandiyev, disela-sela the 6th Global Forum United 
Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), Bali, 28-30 Agustus 2014.

21. Pertemuan dengan Menlu Bahrain H.E. Mr. Khalid Bin Ahmed Al Khalifa, disela-sela the 6th Global Forum 
United Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), Bali, 28-30 Agustus 2014.

22. Pertemuan dengan Menlu Khazakhstan, H.E. Mr. Erlan Idrissov , disela-sela the 6th Global Forum United 
Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), Bali, 28-30 Agustus 2014.

23. Pertemuan dengan Menlu Malaysia, H.E. Dato’ Sri Anifah Haji Aman, disela-sela the 6th Global Forum United 
Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), Bali, 28-30 Agustus 2014.
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24. Pertemuan dengan Second Minister of Foreign Affairs & Trade Brunei Darussalam, The Hon. Pehin Dato Lim 
Jock Seng, disela-sela the 6th Global Forum United Nations Alliance of Global Civilization (UNAOC), Bali, 28-30 
Agustus 2014.

25. Pertemuan Bilateral dengan Second Minister of Foreign Affairs & Trade of Brunei Darussalam, The Hon. Pehin 
Dato Lim Jock Seng di Bali Democracy Forum  ke-7, 10 Oktober 2014.

26. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Filipina,  H.E. Mr. Albert F. Del Rosario di Bali Democracy Forum  ke-7, 
pada 10 Oktober 2014.

27. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Republik Korea, H.E. Mr. Yun Byung-se di Bali Democracy Forum  ke-7, 
pada 10 Oktober 2014.

28. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Papua New Guinea, H.E. Mr. Rimbink Pato di Bali Democracy Forum  ke-
7, pada 10 Oktober 2014.

29. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Sri Lanka, H.E. Prof. G.L. Peiris di Bali Democracy Forum  ke-7, pada 10 
Oktober 2014.

30. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Vanuatu, H.E. Mr. Sato Kilman di Bali Democracy Forum  ke-7, pada 10 
Oktober 2014.

31. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Sri Lanka, H.E. Prof GL Peiris, pada Sidang Komisi Bersama RI – Sri 
Lanka, tanggal 12-14 Oktober 2014 di Jakarta.

32. Pertemuan Bilateral dengan Menlu RRT, Wang Yi, di Jakarta, 3 November 2014.

33. Pertemuan Bilateral dengan Menlu UAE, H.H. Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyen, 4 November 2014

34. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Singapura, H.E. Mr. K. Shanmugam, 1-2 Desember 2014.

Total Aspasaf : 34  pertemuan

Pertemuan Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan Pejabat 
Setingkat Menteri Negara Sahabat di Luar Negeri tahun 2014

Kawasan Amerika dan Eropa

1. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Perancis, H.E. Laurent Fabius pada saat kunjungan kerja ke Perancis, 
tanggal 25 Januari 2014.

2. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Portugal, H.E. Rui Machete pada saat kunjungan kerja ke Portugal, 
tanggal 27 Januari 2014.

3. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Latvia, H.E. Edgar Rinkevics pada saat Sidang Komisi Bersama RI – 
Latvia, tanggal 26 Maret 2014.

4. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Jerman, H.E. Frank Walter Steinmeier, di sela-sela pelaksanaan 8th Non-
Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) Ministerial Meeting, Hiroshima, 12 April 2014.

5. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Meksiko, H.E. Jose Antonio Meade, di sela-sela Pertemuan Tingkat 
Menteri Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia (MIKTA) di Meksiko, tanggal 14 April 2014.

6. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Georgia, H.E. Maia Panjikilde, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, 
New York, 25 September 2014.

7. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Aljazair, H.E. Ramtane Lamamra, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, 
New York, 25 September 2014.

8. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Latvia, H.E. Edgar Rinkevics, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, New 
York, 25 September 2014.

9. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Amerika Serikat, H.E. John Kerry, di sela-sela penyelenggaraan KTT 
APEC, 8 November 2014.

10. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Kanada, H.E. John Baird, di sela-sela penyelenggaraan KTT APEC, 8 
November 2014. 

Total Amerop : 10 pertemuan
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Kawasan Asia, Pasifi k, dan Afrika

1. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Jepang, H.E. Mr. Fumio Kishida, di sela-sela pelaksanaan 8th Non-
Proliferation and Disarmament Initiative (NPDI) Ministerial Meeting, Hiroshima, 11 April 2014.

2. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Australia, H.E. Julie Bishop, di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri 
Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia (MIKTA) di Meksiko, tanggal 14 April 2014.

3. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Korea Selatan, H.E. Yung Byung Se, di sela-sela Pertemuan Tingkat 
Menteri Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia (MIKTA) di Meksiko, tanggal 14 April 2014.

4. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Papua Nugini, H.E. Rimbink Pato, di sela-sela penyelenggaraan 47th 
AMM/PMC/21th ARF/4th EAS FMM di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 5-10 Agustus 2014.

5. Pertemuan Bilateral dengan Menludag Selandia Baru, The Hon. Murry McCully,  di sela-sela penyelenggaraan 
KTT APEC di Beijing, 7 November 2014.

6. Pertemuan Bilateral dengan Menludag Australia, The Hon. Julie Bishop, di sela-sela penyelenggaraan KTT 
APEC di Beijing, 8 November 2014.

7. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Republik Korea, H.E. Mr. Yung Byung Se, di sela-sela penyelenggaraan 
KTT APEC di Beijing, 8 November 2014. 

8. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Papua Nugini, H.E. Rimbink Pato, di sela-sela penyelenggaraan KTT 
APEC di Beijing, 8 November 2014.

9. Pertemuan Bilateral dengan Menlu Jepang, H.E. Mr. Fumio Kishida, di sela-sela penyelenggaraan KTT APEC 
di Beijing, 8 November 2014. 

Total Aspasaf : 9 pertemuan
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Bab I
Hubungan Bilateral dengan Negara-Negara Asia Tenggara
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industri pertahanan (alutsista dan 
nonalutsista) dari Indonesia.

Ekonomi
Nilai perdagangan Indonesia - 

Brunei Darussalam pada tahun 2013 
berjumlah USD 863,5 juta, meningkat 
sebesar USD 675,6 juta atau naik 
28% apabila dibandingkan dengan 
kondisi tahun 2012. 

Di bidang investasi, sejauh ini 
terdapat 2 (dua) perusahaan Indonesia 
yang melakukan investasi di Brunei 
Darussalam, yaitu perusahaan/
swasta murni jasa manufaktur yang 
memberikan pelayanan teknik sektor 
pertambangan, dan perusahaan 
industri air minum yang dioperasikan 
perusahaan patungan Indonesia-
Brunei Darussalam. Sedangkan 
investasi Brunei di Indonesia berupa 
Nusa Dua Beach Hotel, Bali senilai 
USD 15 juta.

Indonesia dan Brunei 
Darussalam juga telah melakukan 
pembahasan akhir atas kerja 
sama sektor Perikanan dan 
Kesehatan. Kerja sama ekonomi 
tersebut dimaksudkan untuk lebih 
meningkatkan hubungan/kerja sama 
bilateral di masa-masa mendatang.

Survey potensi pasar yang 
dilakukan KBRI Bandar Seri 
Begawan di pasar/ supermarket 
Brunei Darussalam bahwa sekitar 
3.800 produk makanan/minuman 
(sekitar 40%) yang beredar di pasar 
Brunei Darussalam merupakan 
hasil produksi Indonesia. Namun, 
mengingat produk-produk tersebut 
diekspor melalui pihak ketiga 
(Singapura dan Malaysia), terkesan 
oleh konsumen setempat bahwa 
produk-produk tersebut adalah 
buatan Singapura atau Malaysia. 
Guna lebih meningkatkan ekspor 
produk Indonesia memasuki pasar 
Brunei Darussalam, perlu dilakukan 
upaya jemput-bola secara intens. 
Untuk mendukung program tersebut, 
selama tahun 2014, KBRI-Bandar Seri 

Kantor Perdana Menteri, Pangeran 
Al-Muhtadee Billah, ke Indonesia 
untuk menerima anugerah anggota 
kehormatan dari Kopassus TNI-
AD, Korps Marinir TNI-AL dan 
Paskhas TNI-AU pada tanggal 3-7 
Mei 2014; kunjungan Menteri Luar 
Negeri dan Perdagangan Brunei 
Darussalam, Pangeran Mohamed 
Bolkiah, untuk menghadiri The 
2nd Conference of East Asia and 
Palestinian Development (CEAPAD) 
di Jakarta tanggal 1 Maret 2014; 
kunjungan Panglima TNI, Jenderal 
TNI Moeldoko, untuk menerima 
gelar kehormatan dari Sultan 
Hassanal Bolkiah pada perayaan 
Hari Keputraan (HUT) ke-68 Sultan 
pada 14 Agustus 2014; kunjungan 
Wakil Menteri Pertahanan RI, 
Sjafrie Sjamsoedin, dalam perayaan 
Hari Keputraan sebagai Undangan 
Khusus yang mewakili Pemerintah 
RI; kunjungan kerja delegasi Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT) tanggal 25 September 2014; 
kunjungan 2 (dua) delegasi dari 
Lembaga Administrasi Nasional 
(LAN) pada 11 – 13 Juni 2014 dan 15 – 
19 Juni 2014 untuk melakukan studi 
banding ke sejumlah instansi terkait 
di Brunei Darussalam.

Hubungan kerja sama Indonesia-
Brunei Darussalam di bidang 
pertahanan menunjukkan 
perkembangan yang cukup 
signifi kan, terutama sejak 
berlakunya (mulai 27 Agustus 2010) 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2010 
tentang Pengesahan Memorandum 
Saling Pengertian Antara 
Pemerintah Republik Indonesia 
dan Kerajaan Kebawah Duli Yang 
Maha Mulia Paduka Seri Baginda 
Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara 
Brunei Darussalam Tentang Kerja 
sama Di Bidang Pertahanan. Kerja 
sama tersebut diwujudkan melalui 
kunjungan timbal balik pejabat 
militer, penawaran pendidikan/ 
pertukaran siswa militer dan latihan 
bersama, serta pembelian produksi 

Brunei Darussalam

Hubungan diplomatik RI-Brunei 
telah mencapai 30 tahun pada tahun 
2014 ini. Sejak dibuka pada tahun 1984 
hingga saat ini, hubungan dan kerja 
sama kedua negara berjalan baik di 
segala bidang. Kepentingan utama RI 
di Brunei Darussalam adalah untuk 
mendorong kerja sama perdagangan 
dan investasi serta ketenagakerjaan. 
Dalam hal ini, prioritas kegiatan 
diplomasi diarahkan guna 
mendorong pelaksanaan berbagai 
kesepakatan untuk meningkatkan 
perdagangan, promosi investasi, 
promosi pariwisata serta peraturan 
yang jelas terkait penempatan dan 
perlindungan WNI/TKI.

Politik
Brunei Darussalam secara 

konsisten mendukung integritas 
NKRI. Dukungan Brunei Darussalam 
terhadap pengembangan dan 
promosi nilai-nilai demokrasi yang 
dipelopori Indonesia melalui Bali 
Democracy Forum (BDF) tercermin 
dari partisipasi aktif di tingkat 
kepala negara secara konsisten 
sejak BDF diadakan pada tahun 
2008.  Sementara itu, komitmen 
dan optimis- me Brunei Darussalam 
guna meningkatkan hubungan dan 
kerja sama dengan Pemerintahan 
RI yang baru  ditandai dengan 
kehadiran Sultan Brunei pada 
upacara pelantikan Presiden Joko 
Widodo pada tanggal 20 Oktober 
2014. Capaian positif lainnya adalah 
dukungan tertulis Brunei Darussalam 
atas pencalonan Indonesia di 
organisasi internasional. Menlu 
RI telah melaksanakan pertemuan 
bilateral dengan Second Minister 
of Foreign Affairs & Trade of Brunei 
Darussalam, The Hon. Pehin Dato 
Lim Jock Seng di Bali Democracy 
Forum  ke-7, 10 Oktober 2014.

Beberapa kegiatan saling 
kunjung antara pejabat tinggi kedua 
negara yang penting untuk dicatat 
antara lain kunjungan kerja Putra 
Mahkota dan Menteri Senior pada 

BAB I
Hubungan Bilateral dengan Negara-Negara Asia Tenggara
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tersebut, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono telah menerima 
penganugerahan gelar kehormatan 
Order of Sikatuna with the Rank of 
Raja (Grand Collar) dari Pemerintah 
Republik Filipina. Kunjungan 
Kenegaraan Presiden RI tersebut telah 
menjadi momentum penting kedua 
negara dengan ditandatanganinya 
Agreement between the Government 
of the Republic of Indonesia and the 
Republic of the Philippines Concerning 
the Maritime Boundary Delimitation of 
the Exclusive Economic Zone, tanggal 
23 Mei 2014 di Istana Malacanang. 

Selain itu, kesepakatan kerja 
sama lainnya yang ditandatangani 
dalam kesempatan Kunjungan 
Kenegaraan tersebut adalah: 
• Memorandum of Understanding 

between the Ministry of Education 
and Culture of the Republic of 
Indonesia and the Commission on 
Higher Education of the Republic 
of the Philippines on Higher 
Education Cooperation.

• Memorandum of Understanding 
between the National Counter-
Terrorism Agency of the Republic 
of Indonesia and the Anti-
Terrorism Council of the Republic 
of the Philippines on Combating 
International Terrorism. 

Hal lain yang menunjukkan 
hubungan yang harmonis antara 
Indonesia dan Filipina khususnya 
di tingkat pemimpin kedua negara 
adalah Presiden Filipina, H.E. 
Benigno S. Aquino III telah menerima 
Tanda Kehormatan Bintang Republik 
Indonesia Adipurna dari Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono pada 
pertemuan Bali Democracy Forum 
(BDF) ke-7 tanggal 10 Oktober 2014  
sebagai wujud penghargaan atas 
jasa-jasa Presiden Aquino dalam 
meningkatkan hubungan bilateral 
dan kerja sama yang baik antara 
kedua negara di berbagai bidang. 
Pada saat menerima Adipurna, 
Presiden Filipina menyebut Indonesia 
sebagai mitra terbaik Filipina. Menlu 
RI telah melaksanakan pertemuan 
bilateral dengan Menlu Filipina, 
H.E. Mr. Albert F. Del Rosario di 
Bali Democracy Forum ke-7, pada 10 
Oktober 2014.

dapat meningkatkan mekanisme 
perlindungan TKI di Brunei 
Darussalam, menyelenggarakan 
kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) bagi 
TKI di Brunei Darussalam, bekerja 
sama dengan Criminal Investigation 
Department (CID). 

Sepanjang tahun 2014, KBRI 
Bandar Seri Begawan telah 
menyelesaikan sebanyak 386 
kasus, diantarnya 236 TKI pulang 
ke Indonesia dan sebanyak 132 
TKI kembali bekerja, dan 17 orang 
sisanya ditampung di shelter KBRI.

Filipina

Hubungan diplomatik Indonesia 
dan Filipina memasuki usia ke-65 
tahun di tahun 2014. Pada tahun ini, 
hubungan dan kerja sama kedua 
negara mengalami peningkatan 
yang signifi kan ditandai dengan 
ditandatanganinya beberapa 
kesepakatan kerja sama dan saling 
kunjung antar pejabat tinggi, Menteri 
dan Kepala Negara. Menlu RI juga 
telah melaksanakan pertemuan 
bilateral dengan Menlu Filipina, 
H.E. Albert F. Del Rosario dalam 
rangka 6th Joint Commission for 
Bilateral Cooperation between RI – the 
Philippines, tanggal 24-25 Februari 
2014, serta pertemuan bilateral pada 
tanggal 15 Jui 2014.

 Filipina merupakan negara yang 
memiliki arti penting bagi Indonesia, 
tidak hanya karena berbatasan laut 
langsung dan merupakan sesama 
negara anggota ASEAN, tetapi juga 
sebagai negara yang memiliki peluang 
besar dalam kerja sama perdagangan 
dan people-to-people contact. Peluang 
kerja sama terbuka luas karena 
kedekatan geografi s, sebagai negara 
kepulauan (archipelagic state) dan 
kedekatan latar belakang historis, 
serta kedekatan etnis dan budaya.

Politik
Pada tanggal 22 – 24 Mei 2014, 

Presiden Republik Indonesia, 
Susilo Bambang Yudhoyono telah 
berkunjung ke Manila dalam rangka 
melakukan kunjungan kenegaraan. 
Dalam kesempatan kunjungan 

Begawan telah melakukan kegiatan 
market research, company-to-company 
approached, business meeting, dan 
kunjungan usaha (Trade/Investment 
Mission). 

Sosial Budaya
Diplomasi di bidang sosial budaya 

diarahkan untuk memperkuat people 
to people contact antara rakyat kedua 
negara, mendorong pengembangan 
dan pembinaan potensi diaspora 
Indonesia di Brunei Darussalam 
serta mendorong peningkatan 
citra positif Indonesia. Kegiatan-
kegiatan pembinaan tersebut juga 
telah memberikan kontribusi 
bagi pengembangan citra positif 
Indonesia di kalangan rakyat Brunei 
Darussalam.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Dalam rangka memberikan 
perlindungan kepada warga 
negaranya, Indonesia – Brunei 
Darussalam telah menandatangani 
Agreement on Consular Notifi cation 
and Consular Assistance pada tanggal 
18 Juli 2011. Implementasi dari 
penandatanganan perjanjian ini 
adalah dilaksanakannya The First 
Brunei Darussalam-Indonesia Joint 
Working Group on Consular Matters 
di Bandar Seri Begawan pada tanggal 
21 Juli 2014. Hal-hal yang menjadi 
pembahasan adalah penerapan 
hukum pidana syariah; akses 
konsuler terkait Internal Security Act; 
pertukaran informasi keimigrasian; 
dan penanganan kasus konsuler yang 
melibatkan warga kedua negara. 
Pelaksanaan JWG on Consular 
Matters selanjutnya dijadwalkan 
pada tahun 2015 di Indonesia.

Sebagai Perwakilan yang 
menjalankan fungsi citizen service, 
KBRI Brunei Darussalam telah 
melaksanakan berbagai kegiatan 
outreach untuk melindungi 
kepentingan WNI, khususnya TKI, 
antara lain memberikan bantuan 
dan pendampingan kepada WNI/
TKI yang menghadapi kasus 
hukum di Brunei, pelayanan 
kekonsuleran dan ketenagakerjaan, 
melaksanakan Sosialisasi Hukum 
Pidana Syariah, mengupayakan 
berlanjutnya pembahasan draft MOU 
Ketenagakerjaan yang diharapkan 
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periode yang sama tahun 2013 
sebesar USD 3,86 miliar. Untuk ekspor 
Indonesia ke Filipina pada periode 
Januari – Oktober 2014 sebesar USD 
3,33 miliar atau meningkat 4,45% 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2013 sebesar USD 3,19 milyar, 
sedangkan impor Indonesia dari 
Filipina untuk Januari – Oktober 
2014 sebesar USD 595,39 juta atau 
mengalami penurunan sebesar 11,39 
% bila dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2013 sebesar USD 
670,68 juta.    

Sedangkan di bidang investasi, 
berdasarkan data BKPM, tercatat 
peningkatan yang pesat nilai investasi 
Filipina di Indonesia dari USD 5,9 
juta pada tahun 2013 menjadi USD 
11,5 juta sampai dengan Triwulan III 
2014. Peningkatan ini menempatkan 
Filipina sebagai negara sumber 
investasi asing terbesar ke-11 bagi 
Indonesia. Selain investasi masuk 
dari Filipina ke Indonesia, terdapat 
juga investasi dari Indonesia ke 
Filipina, antara lain di bidang 
pertanian dan konstruksi.

Dari hasil Kunjungan Kenegaraan 
Presiden RI ke Manila tanggal 23 
Mei 2014, salah satu kesepakatan 
yang dicapai adalah pentingnya 
meningkatkan saling kunjung dan 
pertemuan secara rutin antara 
kalangan bisnis Filipina dengan 
kalangan bisnis Indonesia.

Sosial Budaya
Di bidang sosial budaya, 

hubungan antar masyarakat (people-
to-people contact) kedua negara 
memiliki arti yang strategis untuk 
memajukan hubungan bilateral 
dan berpotensi untuk semakin 
ditingkatkan melalui kerja sama di 
bidang pendidikan, kesenian dan 
budaya, kerja sama pariwisata serta 
kepemudaan dan olahraga.

Pemerintah Indonesia melalui 
Perwakilan RI di Filipina senantiasa 
mendorong pelaksanaan program 
pertukaran pelajar/mahasiswa, 
untuk misi kesenian dan budaya 
melalui fasilitasi pengiriman peserta 
Filipina untuk Beasiswa Seni dan 
Budaya Indonesia (BSBI) tahun 2014.

Dalam pelaksanaan hubungan 
bilateral RI-Filipina, Indonesia 
memiliki perhatian besar terhadap 
permasalahan di Filipina Selatan, 
khususnya proses damai antara 
Pemerintah Filipina (GPH) dengan 
Moro National Liberation Front 
(MNLF). Meski di tahun 2014 ini 
Indonesia tidak lagi menjadi Ketua 
Organisation of Islamic Cooperation 
– Peace Committee on Southern 
Philippines (OIC-PCSP), namun 
Indonesia tetap mendukung proses 
perdamaian antara GPH dan MNLF. 
Selain itu, expertise dan best practices 
Indonesia, baik dalam kaitannya 
dengan proses perdamaian dan hal-
hal yang terkait dengan praktek 
Syariat Islam, pendidikan Islam, 
dan ekonomi ataupun perbankan 
Syariah diperlukan dalam proses 
pembentukan Bangsamoro yang 
sedang bergulir saat ini.

Ekonomi
Di bidang ekonomi, sebagaimana 

diamanatkan oleh JCBC ke-6 dan Plan 
of Action RI-Filipina 2014-2016, kerja 
sama ekonomi di tahun 2014 antara 
lain adalah :
• Upaya pembentukan Investment 

Promotion Task Force.
• Pembahasan Memorandum of 

Understanding (MoU) Bidang 
Pertanian.

• Review dan penyusunan MoU di 
bidang kelautan dan perikanan, 
teknologi informasi, dan          
perhubungan udara.

Dalam rangka promosi 
potensi ekonomi Indonesia kepada 
masyarakat umum dan kalangan 
bisnis di Filipina, Perwakilan RI 
di Filipina menggiatkan kegiatan 
promosi, berupa seminar/diskusi 
serta pameran. Kegiatan ini 
dipercaya mampu meningkatkan 
perdagangan dan peningkatan 
intensitas hubungan dan kerja sama 
sosial, budaya, pendidikan.

Dari sejumlah kegiatan 
promosi tersebut memperlihatkan 
hasil berupa peningkatan neraca 
perdagangan dan investasi yang 
selalu positif bagi Indonesia. Neraca 
perdagangan untuk periode Januari 
– Oktober 2014 tercatat sebesar 
USD 3,93 miliar atau mengalami 
peningkatan 1,73% dibandingkan 

Pada tahun 2014, Indonesia 
dan Filipina telah melaksanakan 
Pertemuan ke-6 Joint Commission 
for Bilateral Cooperation (JCBC) di 
Jakarta, pada tanggal 24 Februari 
2014. Dalam pertemuan tersebut, 
kedua negara telah menyepakati 
Plan of Action 2014-2016 between 
Indonesia and the Philippines yang 
menjadi kerangka acuan dalam 
melaksanakan langkah-langkah kerja 
sama konkrit dalam kurun waktu 2 
(dua) tahun. Dalam kesempatan JCBC 
ke-6 tersebut, telah ditandatangani 
pula dokumen Mandatory Consular 
Notifi cation (MCN) antara Indonesia 
dan Filipina.

Terkait perbatasan, 
Indonesia dan Filipina juga telah 
menandatangani Joint Statement 
between the Republic of Indonesia 
and the Republic of the Philippines 
concerning the Delimitation of the 
Continental Shelf Boundary, di Bali, 
tanggal 10 Oktober 2014. Dokumen 
tersebut menekankan komitmen 
bersama dari kedua negara untuk 
memulai perundingan terkait 
penentuan batas Landas Kontinen 
Indonesia dan Filipina.

Dalam rangka melakukan 
kerja sama perbatasan, Indonesia 
dan Filipina setiap tahunnya 
melaksanakan Joint Patrol dan 
Joint Border Committee (JBC) antara 
RI dan Filipina dalam rangka 
mengimplementasikan Perjanjian 
1975 Border Patrol Agreement dan 
Perjanjian kerja sama lintas batas 
(Border Crossing Agreement) 1975.

Komitmen Indonesia dalam 
mendukung proses perdamaian 
di Filipina Selatan juga tetap 
dilaksanakan di tahun 2014 dengan 
mengirimkan Tim Pengamat 
Indonesia (TPI) pada International 
Monitoring Team (IMT) di Mindanao. 
Pada tahun 2014, Indonesia 
mengirimkan angkatan ke-3 dari 
unsur militer sebanyak 6 (enam) 
orang, dan angkatan ke-5 dari 
unsur sipil sebanyak 3 (tiga) orang. 
Pengiriman kontingen TPI-IMT 
ke Mindanao sejak tahun 2012, 
menunjukkan komitmen Indonesia 
untuk membantu dan mendukung 
proses perdamaian di Filipina 
Selatan.
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Agreement di dalam nya terdapat 
peran Indonesia, terjadi penyelesaian 
politik secara komprehesif untuk 
menyelesaikan konfl ik dan pertikaian 
yang terjadi di Kamboja, setelah  
hampir dua dekade berlangsung.

Sepanjang tahun 2011, hubungan 
kerja sama Indonesia-Kamboja di 
bidang politik ditandai oleh peran 
Indonesia untuk menengahi konfl ik 
perbatasan Kamboja dan Thailand 
di kawasan Candi Preah Vihear. 
Peran Indonesia tersebut dalam 
kapasitas sebagai Ketua ASEAN 
sangat dihargai oleh Kamboja. Dalam 
berbagai kesempatan, pemerintah 
Kamboja selalu menekankan 
perlunya keterlibatan Indonesia 
dalam menengahi konfl ik perbatasan 
dengan Thailand.

Ekonomi
Terdapat sejumlah faktor 

yang membuat nilai perdagangan 
dan investasi kedua negara masih 
belum secara maksimal terpenuhi, 
yakni: (1) Sampai saat ini belum 
ada penerbangan langsung dari 
Jakarta – Phonm Penh sehingga 
menyulitkan transportasi barang; (2) 
masih minimnya animo pengusaha 
Indonesia dalam melihat dan 
mengeksplorasi potensi ekonomi 
Kamboja; (3) Infrastruktur dan 
sarana pendukung yang belum 
memadai; (4) Keterbatasan sumber 
daya manusia yang  profesional dan 
berkualitas di Kamboja.

Sosial Budaya
Dalam bidang sosial budaya, 

hubungan RI – Kamboja ditandai 
dengan kesepakatan-kesepakatan 
kerja sama seperti “Cultural 
Heritage Tourism Cooperation – 
Trail of Civilizations (ToC)” , sebuah 
simposium budaya, yang pertama 
kali diselenggarakan di Yogyakarta, 
Agustus 2006. Kegiatan tersebut 
menghasilkan Deklarasi Borobudur 
yang menegaskan komitmen kerja 
sama budaya dan pelestarian warisan 
budaya. Sebagai tindak lanjut untuk 
mengimplementasikan Deklarasi 
Borobudur, “Siem Reap Road Map 
2010-2015” telah diadopsi pada ToC 
ke-4 di Kamboja, April 2010.

di Sekolah Indonesia Davao maupun 
di sekolah-sekolah setempat dengan 
memberikan berbagai beasiswa 
seperti beasiswa unggulan, beasiswa 
bidik misi dan beasiswa siswa miskin. 
Dalam bidang sosial, Indonesia dan 
Filipina memiliki kerja sama saling 
dukung terkait penanggulangan 
bencana alam di mana kedua 
negara rentan terhadap bencana 
alam. Indonesia telah aktif dalam 
memberikan bantuan-bantuan sosial 
baik kepada Pemerintah Filipina 
maupun kepada warga negara 
Indonesia yang terkena musibah.

Kamboja

Hubungan kedua negara 
telah berlangsung dengan baik 
sesuai prinsip-prinsip kemitraan, 
proporsionalitas dan saling 
menguntungkan. Kamboja sangat 
menghargai peran RI untuk 
menengahi konfl ik perbatasan 
Kamboja dan Thailand di kawasan 
Candi Preah Vihear serta upaya 
khusus Menlu Marty Natalegawa 
melalui shuttle diplomacy untuk 
mencapai posisi bersama dalam 
penanganan isu Laut Tiongkok 
Selatan secara damai. Dewasa ini 
hubungan yang erat antara RI dan 
Kamboja tercermin dari saling 
kunjung pejabat tinggi pemerintahan, 
saling dukung posisi dan pencalonan 
dalam organisasi internasional, dan 
berbagai skema kerja sama teknis 
yang difasilitasi RI untuk Kamboja.

Politik
Hubungan Diplomatik RI – 

Kamboja Terjalin sejak tahun 1957. 
Kedua negara menandatangani 
Perjanjian Persahabatan di Jakarta 
pada 13 Februari 1959. Indonesia 
dan Kamboja mempunyai pertalian 
sejarah dan kebudayaan yang 
panjang yaitu sejak abad ke 8-9 
Masehi. Hubungan kedua negara 
telah berlangsung dengan baik 
sesuai prinsip-prinsip kemitraan, 
proporsionalitas dan saling 
menguntungkan.

Indonesia juga memiliki peran 
penting dalam sejarah Kamboja, 
karena melalui Paris Peace 

Kegiatan pameran dan promosi 
serta program kunjungan yang 
dilakukan oleh Perwakilan RI banyak 
melibatkan pelajar, jurnalis, kalangan 
perfi lman dan penulis perjalanan 
wisata (travel writers) dari Filipina ke 
Indonesia dan sebaliknya, antara lain 
melalui pelaksanaan Familiarization 
Trip (Famtrip) bagi wartawan dan 
travel agents Filipina ke Indonesia.

Perwakilan RI juga secara 
aktif menghadiri kegiatan yang 
dilaksanakan di Filipina dalam 
rangka penyebarluasan informasi 
terkati situasi dan perkembangan 
Indonesia di berbagai forum.

Dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat Indonesia dan 
peningkatan kerja sama sosial 
budaya, Perwakilan RI di Filipina juga 
terus mengupayakan pembentukan 
kerja sama Sister City/Sister Province 
salah satunya penjajakan kerja sama 
sister city antara Bandung-Baguio 
City; penjajagan kerja sama sister 
city antara Kabupaten Jombang-
Dagupan City, dan antara Propinsi 
Bali-Propinsi Aklan.

Di bidang pendidikan, Indonesia 
dan Filipina telah lama menjalin 
kerja sama di bidang pendidikan 
antara lain adalah pelatihan bahasa 
Indonesia bagi mahasiswa Filipina, 
pelatihan bahasa Indonesia untuk 
guru dan dosen beberapa kampus 
di Davao City, kegiatan pertukaran 
pelajar, kerja sama sister school; dan 
memberikan beberapa kuliah umum 
tentang peningkatan hubungan 
sosial budaya kedua negara. Selain 
itu, pada tahun 2014 telah berhasil 
ditandatangani 2 (dua) MoU antara 
Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dengan Ateneo de Davao 
untuk bekerja sama di bidang 
pendirian Fakultas Islamic Studies; 
serta MoU antara Universitas Negeri 
Yogyakarta dengan University of 
South Eastern Philippines di bidang 
pertukaran mahasiswa dan dosen.

Terkait bidang pendidikan, 
Perwakilan RI di Davao City juga 
terus memberikan dukungan kepada 
anak-anak keturunan WNI untuk 
dapat terus melanjutkan sekolah baik 
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Direktur GMF juga berkesempatan 
untuk melakukan pertemuan 
khusus dengan Marketing 
Director Lao Airlines. Dalam 
pertemuan tersebut, dibahas 
kemungkinan untuk membuka 
jalur penerbangan langsung 
antara Jakarta - Vientiane atau 
Bali – Vientiane. Ide ini disambut 
baik oleh kedua belah pihak dan 
akan diimplementasikan dalam 
waktu dekat setelah melalui 
beberapa proses kajian.  

b. Indonesia – Laos Investors Meeting
Pada tanggal 4 November 
2014, KBRI Vientiane telah 
menyelenggarakan pertemuan 
“Indonesia – Laos Investors 
Meeting” di Hotel Mercure, 
Vientiane. Acara dibuka oleh 
Duta Besar RI – Vientiane 
bersama dengan Dr. Kikeo 
CHANTHABOURY, Wakil Menteri 
Perencanaan dan Investasi Laos, 
dan Mr. Harimawan Hariyoga, 
Wakil Kepala BKPM. 

Dalam pertemuan ini, para 
pembicara yang merupakan beberapa 
pengembang usaha investasi di Laos, 
memberikan penjelasan mengenai 
potensi-potensi investasi di Laos dan 
perkembangan perekonomiannya. 

Disampaikan juga bahwasanya 
selama tiga tahun berturut-turut Laos 
memiliki rata-rata pertumbuhan 
ekonomi 8%. Posisi Laos yang 
berada di tengah-tengah kawasan 
ASEAN yang berbatasan dengan 
5 negara Asia juga merupakan 
salah satu keuntungan yang perlu 
dipertimbangkan oleh para investor.

Laos telah mengembangkan 
aturan-aturan dan “single window” 
dalam mempermudah investasi 
asing masuk Laos. Selain itu 
Laos juga memiliki 9 Special dan 
Specifi c Economic Zone, yaitu zona 
khusus yang dibuka untuk kegiatan 
perekonomian. Pertemuan ini adalah 
salah satu cara untuk mempersiapkan 
ASEAN Economic Community (AEC) 
2015. Melalui pertemuan ini investor 
dari Indonesia mengetahui peluang 
kerja sama investasi kedua Negara. 
Dengan demikian, diharapkan 
setelah pertemuan ini, akan ada 
banyak investasi Indonesia di Laos, 

Laos. Hal ini tidak hanya bertujuan 
untuk peningkatan perdagangan, 
namun di sisi lain juga akan 
memberikan kontribusi positif dalam 
meningkatkan hubungan sosial 
budaya dan people to people contact 
antara masyarakat kedua negara. 

Politik
Pada periode 2014, Kementerian 

Perhubungan Indonesia dengan 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perhubungan Laos telah 
merumuskan draf Memorandum of 
Understanding Between The Ministry 
of Transportation of The Republic 
of Indonesia and The Ministry of 
Public Works and Transport of The 
Lao People’s Democratic Republic 
Concerning Education and Training 
in The Field of Transportation. 
MoU tersebut diharapkan dapat 
ditandatangani oleh kedua Menteri 
pada tanggal 27/28 November 
2014 pada saat pertemuan ASEAN 
Ministers of Transport Meeting di 
Myanmar.

Ekonomi
Selama tahun 2014, KBRI telah 

mengadakan beberapa pertemuan 
dalam rangka meningkatkan kerja 
sama ekonomi Indonesia – Laos. 
Pertemuan tersebut diantaranya 
adalah:

 a. Indonesia – Laos Business Forum
Pertemuan tersebut dilaksanakan 
bekerja sama dengan Kamar 
Dagang Indonesia (KADIN) 
dan Lao National Chamber of 
Commerce and Industry (LNCCI). 
Dalam pelaksanaannya, acara 
ini dihadiri oleh para pengusaha 
UKM Laos, Direktur Garuda 
Maintenance Facility dan General 
Manager Garuda Bangkok. 
Melalui pertemuan tersebut, para 
peserta diperkenalkan dengan 
kondisi perekonomian Indonesia 
dan perkembangannya serta 
kesempatan untuk berinvestasi di 
Indonesia.
Selain itu, kehadiran Direktur 
Garuda Maintenance Facility 
(GMF) juga dimanfaatkan untuk 
memberikan perkembangan 
terbaru terkait fasilitas GMF yang 
dapat dimanfaatkan oleh pihak 
Lao Airline untuk perawatan 
pesawatnya. Terkait hal ini, 

Atas latar belakang persamaan 
sejarah kedua negara, Indonesia dan 
Kamboja juga telah menandatangani 
berbagai kesepakatan, seperti MoU 
on Sister Temple Province Cooperation 
pada tahun 2007 dan Plan of Action 
MoU pada tahun 2010.

Laos

Pada tahun 2014 hubungan 
diplomatik Indonesia dan Republik 
Demokratik Rakyat Laos memasuki 
usia ke-57 tahun. Sepanjang usia 
tersebut, hubungan bilateral 
keduanya berjalan dengan sangat 
baik, tercermin dari tidak adanya 
isu bilateral yang menghambat 
perkembangan hubungan kedua 
negara. Hubungan ini semakin 
berkembang ke arah yang lebih 
positif  sejak bergabungnya Laos 
menjadi anggota ASEAN pada tahun 
1997.

Sejak saat itu, Pemerintah 
Laos secara konsisten semakin 
mendukung sepenuhnya kedaulatan 
dan integritas wilayah NKRI. Laos 
juga memandang Indonesia sebagai 
sahabat yang dapat diandalkan dan 
memiliki peran penting dalam upaya 
pemeliharaan perdamaian dan 
stabilitas di kawasan. Hubungan baik 
ini kian erat dengan tingginya tingkat 
kehadiran pejabat setingkat Menteri 
pada setiap pertemuan ASEAN di 
Laos. Hal ini mencerminkan eratnya 
hubungan dan kerja sama kedua 
negara dengan kegiatan saling 
dukung di dalam berbagai forum 
bilateral, regional dan internasional.

Namun demikian, selama 57 
tahun hubungan bilateral yang 
terjalin, tingkat kerja sama dalam 
bidang ekonomi dan perdagangan 
masih tergolong minim. Berdasarkan 
pada fakta ini, maka KBRI Vientiane 
menitikberatkan kegiatan sepanjang 
tahun 2014, pada upaya pemantapan 
kerja sama di bidang ekonomi 
dalam rangka meningkatkan 
volume perdagangan kedua 
negara. Selain itu, untuk semakin 
memberikan kontribusi yang positif 
bagi perkembangan ekonomi 
kedua negara, KBRI Vientiane 
dalam berbagai kesempatan 
senantiasa mendorong implementasi 
penerbangan langsung Indonesia – 
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Dalam upaya meningkatkan 
people to people contact KBRI 
Vientiane juga melakukan kegiatan 
Lao – Indonesia Travel Agents 
Meeting. Dalam pertemuan ini, KBRI 
Vientiane mendatangkan 4 (empat) 
travel agent dari Jakarta, Bandung 
dan Bali untuk memberikan paparan 
mengenai potensi pariwisata di 
Indonesia. Kegiatan ini mendapat 
antusias yang baik dan respon positif 
dari para pengusaha travel agent di 
Laos. Diakui mereka, bahwa di Laos 
telah terjadi peningkatan masyarakat 
kalangan menengah ke atas yang 
mulai menjadikan kunjungan wisata 
ke luar negeri, utamanya negara-
negara Asia sebagai bagian dari 
kegiatan liburan mereka.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Pada tahun 2014 KBRI Vientiane 
telah menangani sejumlah kasus 
kejahatan yang dilakukan oleh WNI 
di wilayah akreditasi, yaitu: 

Kasus perampokan oleh 4 
(empat) orang WNI di wilayah 
akreditasi. Kasus ini telah diadili dan 
mereka dijatuhi hukuman selama 
5 tahun penjara dan diwajibkan 
mengembalikan semua hasil 
kejahatan yang mencapai lebih dari 
USD 100.000. Dalam kaitan ini, KBRI 
memberikan bantuan penuh dengan 
menyediakan pengacara untuk 
mendampingi mereka dalam proses 
peradilan. Serta mengunjunginya 
secara teratur untuk mengetahui 
keadaannya.

Membantu penyelesaian kasus 
3 (tiga) orang TKI yang bekerja di 
perusahaan kayu Malaysia yang 
gajinya sekitar setahun tidak dibayar 
karena perusahaan mengalami 
kesulitan keuangan. Dengan bantuan 
KBRI, perusahaan telah membayar 
sebagian besar gaji mereka. Dari 
informasi yang diterima KBRI, 
dua orang WNI tetap bekerja dan 
yang seorang lagi telah pindah ke 
perusahaan lain di Vientiane.

Berbagai kegiatan yang 
dilakukan KBRI sepanjang tahun 2014 
secara nyata berhasil meningkatkan 
hubungan dan kerja sama bilateral 
kedua negara di berbagai bidang. 
Hubungan politik kedua negara 

Bahasa Indonesia utamanya ditujukan 
bagi para peserta Kursus Bahasa 
Indonesia dan alumni penerima 
beasiswa pemerintah Indonesia. Hal 
ini juga ditujukan untuk senantiasa 
menjalin hubungan baik dengan 
para alumni dan mempertahankan 
pengetahuan serta kecintaan mereka 
terhadap Indonesia sebagai upaya 
memperbanyak Friends of Indonesia.

Peningkatan dalam segi sosial 
dan budaya juga tercermin dari 
kuantitas Friends of Indonesia (FoI). 
Dari tahun ke tahun FoI di Laos 
semakin meningkat begitu juga 
keterlibatan mereka dalam setiap 
kegiatan KBRI Vientiane. Dalam 
setiap kegiatannya, KBRI sangat 
terbantu dengan partisipasi yang 
diberikan oleh rekan-rekan FoI.

Dalam hal pemberian beasiswa, 
jumlah pelamar beasiswa tahun ini  
menurun dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Hal ini disebabkan 
berkurangnya fasilitas bantuan 
dan komposisi yang diberikan 
bagi peserta dari Laos, utamanya 
beasiswa Darmasiswa. Sebelumnya, 
khusus untuk peserta Laos, 
panitia penyelenggara senantiasa 
menanggung biaya tiket pulang pergi 
(PP) seluruh peserta. Namun fasilitas 
tersebut ditiadakan terhitung tahun 
2014. Hal ini telah disampaikan 
secara formal baik melalui surat 
resmi kepada Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
maupun secara lisan kepada Menteri 
Pendidikan dan Budayaa saat itu, 
yakni Bapak Muhammad Nuh. Saat 
ini. KBRI Vientiane, terus berupaya 
menindaklanjuti agar fasilitas 
bantuan dan komposisi penerima 
beasiswa bagi masyarakat Laos 
ditingkatkan sebagai bagian untuk 
terus meningkatkan pengaruh 
Indonesia di Laos.

Selain pemberian beasiswa yang 
bersifat gelar, pemerintah Indonesia 
juga memberikan beberapa beasiswa 
non gelar seperti Beasiswa Seni 
dan Budaya Indonesia. Pelatihan di 
bidang teknis sebagai bagian dari 
Kerja Sama Selatan-Selatan juga 
senantiasa diberikan dan diikuti 
dengan baik dari peserta di Laos.

khususnya di bidang agrikulture 
terkait hubungannya dengan upaya 
mendukung program ketahanan 
pangan di Indonesia, mengingat Laos 
memiliki potensi yang sangat besar 
bagi usaha pertanian dan sejenisnya.

Sosial Budaya
Kegiatan promosi wisata, seni 

dan budaya Indonesia umumnya 
dilakukan di Vientiane dan Luang 
Prabang yang merupakan pusat 
kegiatan sosial, budaya dan 
pariwisata di Laos. Selain itu, kedua 
provinsi tersebut juga termasuk 
dalam golongan yang memiliki 
fasilitas pendukung yang cukup 
baik untuk kegiatan yang berkaitan 
dengan seni dan budaya.  

Di Vientiane, yang merupakan 
ibu kota negara, KBRI Vientiane 
sering melakukan promosi wisata 
seni dan budaya. Kegiatan ini 
senantiasa disandingkan dengan 
kegiatan promosi ekonomi dan 
investasi sebagaimana telah 
disebutkan sebelumnya. Meski 
masih tergolong minim, mengingat 
sasaran promosi yang terbatas pada 
peserta pertemuan, namun upaya ini 
cukup efektif untuk mengenalkan 
masyarakat Laos (dalam hal ini 
pengusaha) terhadap potensi 
pariwisata dan produk-produk 
Indonesia.

Di bidang fi lm, Indonesia 
senantiasa terlibat dalam kegiatan 
Festival Film Luang Prabang (FFLP). 
FFLP merupakan kegiatan tahunan 
yang melibatkan partisipasi dari 
pecinta fi lm di negara-negara ASEAN. 
Setiap tahunnya dalam festival ini, 
setidaknya 4 (empat) judul fi lm 
Indonesia diputarkan. Tahun 2014, 
FFLP akan dilaksanakan pada 
tanggal 6 – 11 Desember 2014 dengan 
menayangkan fi lm berjudul Aroma 
of Heaven; Jalanan; The Jungle School 
(Sokola Rimba); The Mangoes; We Are 
Moluccans.

Selain keterlibatan dalam FFLP, 
KBRI Vientiane juga secara regular 
memutarkan fi lm Indonesia di salah 
satu bioskop di Vientiane. Latar 
belakang pemikiran yang mendasari 
kegiatan ini adalah untuk semakin 
mengenalkan budaya dan Bahasa 
Indonesia melalui fi lm. Pengenalan 
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yang mencuat dan sempat menarik 
perhatian publik kedua negara yaitu 
adanya kegiatan pembangunan tiang 
pancang rambu suar (navigational 
beacon) oleh pihak Malaysia di 
Tanjung Datu yang masih menjadi 
wilayah tumpang tindih. Hasil 
koordinasi dengan kementerian 
dan lembaga terkait  di Indonesia 
diindikasikan bahwa lokasi 
pembangunan tiang pancang suar 
tersebut berada di dalam garis landas 
kontinen Indonesia berdasarkan 
perjanjian RI – Malaysia tahun 1969.

Namun melalui serangkaian 
pertemuan konsultasi informal 
yang dilakukan oleh kedua negara, 
Malaysia menyepakati penghancuran 
konstruksi rambu suar tersebut pada 
bulan Oktober 2014.

Hubungan kedua negara selain 
didukung oleh hubungan para 
pemimpin negara yang terjalin sangat 
erat, juga didukung oleh adanya 
kegiatan saling kunjung antar pejabat 
tinggi kedua negara yang sangat 
intensif. Hal ini menjadi bukti bahwa 
kedua negara menyadari pentingnya 
untuk meningkatkan kerja sama dan 
menyelesaikan kasus-kasus yang 
berpotensi konfl ik ataupun sengketa 
di kemudian hari secara damai.

Ekonomi
Di bidang investasi, Malaysia 

selalu menduduki peringkat 10 
besar sebagai investor terbesar di 
Indonesia. Menurut data BKPM, 
pada periode Januari-September 
2014, Malaysia merupakan investor 
terbesar kelima setelah Singapura, 
Jepang, Belanda dan Inggris. Pada 
tahun 2013, investasi Malaysia di 
Indonesia mencapai USD 711,3 
juta, meningkat dibandingkan 
tahun sebelumnya yang sebesar 
USD 529,6 Juta. Sektor perkebunan/
perladangan masih menyumbang 
kontribusi terbesar bagi total nilai 
investasi Malaysia di Indonesia. Ke 
depan diharapkan Malaysia dapat 
berinvestasi di bidang lainnya seperti 
infrastruktur dan sektor manufaktur 
lainnya.  

Sedangkan di bidang 
perdagangan, Kepala negara 
Indonesia dan Malaysia dalam 
Annual Consultation ke-9 di Putajaya, 

Razak dalam acara pelantikan 
Presiden dan Wakil Presiden RI pada 
tanggal 20 Oktober 2014 di Jakarta. 
PM Najib pada kesempatan itu 
juga telah mengadakan pertemuan 
courtesy call dengan Presiden Joko 
Widodo dan mengundang Presiden 
Joko Widodo ke Malaysia.

Sebelumnya, Menlu RI telah 
melaksanakan pertemuan dengan 
Menlu Malaysia, H.E. Dato’ Sri Anifah 
Haji Aman, disela-sela the 6th Global 
Forum United Nations Alliance of 
Global Civilization (UNAOC), Bali, 28-
30 Agustus 2014.

Interaksi kedua negara 
dilatarbelakangi oleh kedekatan 
geografi s, kesamaan tradisi dan 
budaya sehingga sering disebut 
sebagai negara serumpun. Interaksi 
tersebut terbentuk jauh sebelum 
kedua negara merdeka yakni melalui 
asal-muasal dan pertalian keturunan, 
kekerabatan pemerintahan/kerajaan, 
serta hubungan ekonomi dan 
perdagangan. Sebagai sebuah negara 
bertetangga, tidak dapat dihindari 
permasalahan kedua negara tentu 
akan selalu ada. Namun kedua 
negara terus bekerja sama secara 
konstruktif untuk mengelola isu yang 
ada dalam upaya menyelesaikan 
setiap permasalahan yang ada.

Indonesia dan Malaysia telah 
memiliki mekanisme bilateral 
yang mapan dan menjadi wadah 
pembahasan sejumlah isu penting 
yang mewarnai hubungan kedua 
negara, yaitu Konsultasi Tahunan 
(Annual Consultation) untuk 
tingkat Kepala Pemerintahan, Joint 
Commission for Bilateral Cooperation 
(JCBC) untuk Menteri Luar Negeri, 
Working Group untuk Menteri Teknis, 
High Level Committee (HLC) Malindo 
untuk Panglima Angkatan Bersenjata 
dan General Border Committee untuk 
Menteri Pertahanan.

Adapun isu penting yang 
mewarnai hubungan kedua negara 
pada tahun 2014 ini antara lain adalah 
masalah perbatasan baik darat dan 
laut, serta masalah ketenagakerjaan.

Politik
Pada tahun 2014, dalam bidang 

politik terdapat isu perbatasan 

semakin kokoh dan solid yang 
tercermin dari meningkatnya saling 
kunjung pejabat tinggi kedua negara.

Dalam konteks regional, 
perkembangan yang perlu dicermati 
adalah semakin menguatnya 
pengaruh RRT di Laos yang 
sejak dua tahun terakhir mulai 
menggeser pengaruh Vietnam 
yang selama ini sangat dominan. 
Kedepan diperkirakan perebutan 
pengaruh kedua negara ini akan 
terus berlangsung dan meningkat 
yang apabila tidak ditangani secara 
tepat akan berdampak terhadap 
negara-negara disekitarnya dan 
dapat menyeret negara-negara lain 
di luar kawasan, terutama dalam 
upaya membendung pengaruh RRT 
di mainland ASEAN. Dalam kaitan 
ini, ASEAN, khususnya Indonesia 
dapat memainkan peran pentingnya 
agar stabilitas dan keamanan tetap 
terpelihara.

Program kegiatan KBRI Vientiane 
pada tahun 2014 berjalan dengan 
baik dan umumnya mencapai 
sasaran yang ditetapkan. Kendala 
dan tantangan yang dihadapi KBRI 
Vientiane dalam pelaksanaan tugas 
perwakilan antara lain lemahnya 
birokrasi pemerintah Laos, 
rendahnya kualitas SDM, minimnya 
sarana infrastruktur, topografi  Laos 
yang sebagian besar adalah wilayah 
pegunungan. Disamping itu, terdapat 
pula sejumlah kendala lainnya dalam 
mendorong kerja sama ekonomi 
dan perdagangan antara lain belum 
adanya penerbangan langsung 
Indonesia-Laos, tidak tersedianya 
data akurat mengenai potensi 
ekonomi dan investasi di Laos, 
dan kurangnya Home Staff, karena 
Home Staff yang dipulangkan tidak 
secepatnya diberi gantinya sehingga 
menghambat  kegiatan KBRI.

Malaysia

Hubungan Indonesia – Malaysia 
secara umum berjalan dengan baik 
termasuk saat ini dimana Indonesia 
di bawah kepemimpinan Presiden 
Joko Widodo. Hal ini ditandai dengan 
hadirnya Perdana Menteri Malaysia, 
Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul 
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TKI tanpa melalui prosedur 
maupun korban perdagangan 
manusia.  Banyaknya TKI ilegal ini 
dikarenakan di satu sisi adanya 
permintaan tenaga kerja asing yang 
tinggi di Malaysia sedang di sisi lain 
terdapat suplai tenaga kerja yang 
besar dari Indonesia. Berdasarkan 
data e-perlindungan sampai dengan 
akhir tahun 2014 jumlah WNI/BMI 
di Malaysia mencapai 1.3 juta orang. 
Namun berdasarkan pernyataan 
Kementerian Dalam Negeri (KDN) 
Malaysia, diperkirakan terdapat 
sekitar 1,25 juta orang WNI memiliki 
status illegal terkait ijin tinggalnya di 
Malaysia.

Terkait fungsi perlindungan 
terhadap WNI/BMI di Malaysia 
tidak terkecuali para WNI/BMI 
illegal, Perwakilan RI se-Malaysia 
menangani dan menyelesaikan 
berbagai kasus antara lain adalah 
kasus tidak dibayar gaji, kasus 
pidana (traffi  cking, kekerasan fi sik, 
pelecehan seksual dll) dan kasus non 
hukum (sakit, tidak betah kerja dll).

Dalam penyelesaian berbagai 
kasus tersebut, Perwakilan RI 
se-Malaysia juga telah berhasil 
mengurus uang gaji, asuransi, 
santunan dan uang kompensasi yang 
merupakan hak dari para BMI. Selain 
itu, untuk meningkatkan fungsi 
perlindungan, seluruh Perwakilan RI 
di Malaysia juga menyediakan shelter 
bagi BMI bermasalah.

Untuk mengatasi keberadaan 
BMI ilegal di Malaysia, Perwakilan RI 
di Kuala Lumpur juga telah meminta 
secara khusus kepada Kementerian 
Dalam Negeri Malaysia untuk 
mempertimbangkan pengurangan 
denda (compund) bagi BMI yang 
ingin pulang ke Indonesia. Atas 
permintaan tersebut, Pemerintah 
Malaysia bersedia menurunkan 
denda dari maksimum RM 3000 
menjadi RM 300 melalui mekanisme 
voluntary deportation. Kebijakan ini 
berlaku hingga Desember 2014.

Upaya lain yang dilakukan 
oleh Pemerintah Indonesia dalam 
rangka evaluasi perlindungan 
dan penempatan BMI di Malaysia, 
pada tanggal 23-24 Desember 2014 
Pemerintah RI telah melaksanakan 

mendukung perwujudan Komunitas 
Ekonomi ASEAN 2015.

Sosial Budaya 
Terkait dengan permasalahan 

kebudayaan, diperlukan upaya 
yang signifi kan untuk melestarikan 
kebudayaan yang dibawa oleh 
komunitas keturunan Indonesia di 
Malaysia. Para keturunan Indonesia 
ini walaupun bukan WNI namun 
memiliki hak untuk melestarikan 
kebudayaan asalnya yang dibawa 
oleh nenek moyang mereka. 
Demi mendukung pelestarian 
kebudayaan yang dibawa oleh 
komunitas keturunan Indonesia 
di Malaysia, Pemerintah Indonesia 
melalui Perwakilan RI se-Malaysia 
berupaya menerapkan kebijakan 
kerja sama dengan Malaysia di 
bidang kebudayaan dan pariwisata. 
Program kegiatan seperti Beasiswa 
Seni Budaya Indonesia (BSBI) atau 
Friends of Indonesia merupakan 
program yang dimanfaatkan untuk 
menjaring peserta dari Malaysia dan 
menciptakan generasi muda Malaysia 
yang paham tentang Indonesia.

Selain itu peluang untuk 
meningkatkan kerja sama di bidang 
sosial dan budaya antar kedua 
negara juga semakin terbuka setelah 
pemerintah kedua negara terus 
berkomitmen untuk meningkatkan 
hubungan people-to-people contact 
melalui peningkatan hubungan antar 
generasi muda dan antar media untuk 
menghindari kesalahpahaman yang 
menyangkut sosial budaya kedua 
negara. Hal ini juga didukung oleh 
implementasi Nota Kesepahaman 
(MoU) yang dimiliki oleh Indonesia 
dan Malaysia yang akan membuka 
peluang peningkatan kerja sama di 
bidang sosial dan pendidikan yaitu 
MoU Kerja sama Pembangunan 
Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 
(2012), MoU Kerja sama Pemuda dan 
Olahraga (2013) dan MoU on Student 
Pass/Stay Permit and Visa for Higher 
Education Programmes (2013).  

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Perlindungan WNI merupakan 
tantangan utama yang dihadapi oleh 
Perwakilan RI di Malaysia. Tantangan 
ini berasal dari keberadaan TKI ilegal 
yang merupakan korban pengiriman 

Malaysia pada bulan Desember 2012 
menyepakati perlunya peningkatan 
nilai perdagangan bilateral yang 
ditargetkan sebesar USD 30 miliar 
(sekitar RM 90 miliar) pada tahun 
2015. Tren perdagangan Indonesia-
Malaysia terus meningkat yaitu 
sebesar USD 19,01 milliar (2012), USD 
19,70 milliar (2013) dan mencapai 
USD 11,23 Milliar pada periode bulan 
Januari-September 2014. Indonesia 
merupakan salah satu mitra dagang 
terpenting bagi Malaysia. Indonesia 
menduduki peringkat ke delapan 
negara tujuan ekspor terbesar 
bagi Malaysia setelah Tiongkok, 
Singapura, Jepang, Amerika Serikat, 
Thailand, Hong Kong dan Australia.  

Di bidang pariwisata, promosi 
yang dilakukan di antaranya dengan 
menyelenggarakan familiarization 
trip bagi media Malaysia, food 
festival, fashion show, penyebaran 
brosur tentang pariwisata Indonesia, 
serta fasilitasi keikutsertaan 
instansi pemerintah dan pengusaha 
Indonesia dalam pameran pariwisata 
di Malaysia. Kegiatan promosi 
bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan akan besarnya potensi 
pariwisata Indonesia kepada 
masyarakat Malaysia, baik dari 
segi kekayaan budaya, keindahan 
alam, serta untuk tujuan belanja. 
Kegiatan promosi didukung dengan 
memfasilitasi business matching 
antara kalangan industri pariwisata 
di Indonesia dan Malaysia dalam 
bentuk penyelenggaraan table 
top. Hal ini bertujuan untuk 
merealisasikan kerja sama bisnis 
secara nyata dalam bentuk penjualan 
paket perjalanan wisata ke Indonesia 
ke pasar Malaysia.  Peningkatan 
penyebarluasan informasi promosi 
pariwisata Indonesia diyakini dapat 
mendorong peningkatan jumlah 
wisatawan Malaysia ke Indonesia 
yang secara langsung dapat 
meningkatkan hubungan people-to-
people contact. 

Kedua negara juga sepandangan 
dengan pentingnya kerja sama 
sub-regional, seperti IMT-GT, BIMP-
EAGA, IMS-GT dan SIJORI, dalam 
mendorong optimalisasi kerja 
sama ekonomi serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di kedua 
negara maupun di kawasan serta 
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Myanmar, Komisi Pemilihan 
Umum Myanmar, dan LSM HAM 
pada bulan September 2012 
ke Indonesia dalam kerangka 
peningkatan kapasitas pemajuan 
HAM dan demokratisasi di 
Myanmar;

- Terlaksananya pertemuan 
bilateral antara kepala negara RI 
dan Myanmar di sela-sela KTT 
ASEAN di Phnom Penh bulan 
November 2012 yang menegaskan 
dukungan Indonesia terhadap 
pemerintah Myanmar dalam 
penyelesaian konfl ik komunal di 
Rakhine.

Ekonomi
Tren positif perdagangan 

bilateral RI-Myanmar sebesar rata-
rata 30,4% dengan surplus bagi 
Indonesia.

Dalam mengembangkan usaha 
di Myanmar perlu diantisipasi 
beberapa hambatan yang menonjol 
yaitu sistem perbankan yang 
belum terhubung dengan dunia 
internasional, serta insurjensi oleh 
kelompok-kelompok bersenjata 
di perbatasan membuat negara 
tersebut masih dianggap bukan 
tempat yang kondusif dalam berbinis 
bagi sebagian besar pelaku usaha 
Indonesia. Pembentukan working 
group/forum bilateral di bidang 
ekonomi dan perdagangan untuk 
tercapainya target  perdagangan yang 
baru sebesar USD 1 juta tahun 2016.

Proses Ratifi kasi dari pihak 
Indonesia untuk Framework 
Agreement on Trade and Investment 
between Ministry of National Planning 
and Economic Development of the 
Republic of the Union of Myanmar and 
the Ministry of Trade of the Republic of 
Indonesia.

Sosial Budaya
Fasilitasi pemberian program 

pelatihan dan beasiswa seperti 
pelatihan diplomatik, agriculture, 
economic development, cultural 
scholarship dan program 
dharmasiswa.

Fasilitasi pemberian berbagai 
program peningkatan kapasitas 
bagi Myanmar dalam rangka 
membantu Myanmar dalam upaya 

Hingga 31 Desember 2014, 
Pemerintah Indonesia berhasil 
membebaskan 45 WNI dari ancaman 
hukuman mati (20 orang bebas murni 
dan 25 orang turun hukuman.  Sebagian 
besar adalah kasus perdagangan 
narkoba, dan penyelundupan bahan 
berbahaya lainnya.

Myanmar

Myanmar adalah salah 
satu negara Asia terdepan yang 
senantiasa memberikan dukungan 
kepada Indonesia pada masa-masa 
awal kemerdekaan. Kini Pemerintah 
Indonesia secara konsisten dan 
berkesinambungan melaksanakan 
kebijakan constructive engagement 
terhadap Myanmar secara bilateral 
maupun melalui Bali Democracy 
Forum (BDF). Pemri merasa perlu 
memastikan bahwa upaya dan 
langkah-langkah Myanmar untuk 
menuju reformasi dan demokratisasi 
terus berkesinambungan. Dalam 
kaitan ini, kepentingan RI di 
Myanmar adalah terciptanya 
konsolidasi demokrasi di Myanmar, 
perluasan kerja sama ekonomi, 
terselesaikannya konfl ik komunal 
secara bijak, adil dan memperhatikan 
sisi kemanusiaan.

Presiden RI juga telah 
melaksanakan pertemuan bilateral 
dengan Presiden Myanmar, H.E. 
Thein Sein, di sela-sela KTT ke-25 
ASEAN dan KTT Terkait lainnya di 
Nay Pyi Taw, Myanmar 13 November 
2014.

Politik
Upaya mendorong proses 

reformasi politik dan demokratisasi 
serta penyelesaian konfl ik komunal 
di Myanmar:
- Koordinasi dan konsultasi Menlu 

RI-Myanmar guna mendorong 
Myanmar untuk lebih transparan 
dan terbuka untuk bekerja 
sama dalam aspek bantuan 
kemanusiaan dengan komunitas 
internasional dalam mengatasi 
masalah konfl ik komunal di 
Rakhine State. 

- Fasilitasi kunjungan delegasi 
Myanmar yang terdiri dari 
penasihat politik Presiden 
Myanmar, Komnas HAM 

pemulangan 716 Pendatang Asing 
Tanpa Ijin (PATI) WNI dari Malaysia. 
Pemulangan dilakukan menggunakan 
5 pesawat C-130 Hercules Mabes 
TNI AU melalui Pangkalan Tentera 
Udara Diraja Malaysia (TUDM) 
Subang menuju Pangkalan TNI AU 
Halim Perdanakusuma. Kebijakan 
ini merupakan tindak lanjut 
kunjungan Menteri Ketenagakerjaan 
RI ke Malaysia pada tanggal 17-19 
Desember 2014.

Khusus penanganan berbagai 
kasus perdagangan manusia, pada 
tahun 2014 ini Perwakilan RI di 
Malaysia juga telah menjalin kerja 
sama yang erat dengan pihak Polis 
Diraja Malaysia (PDRM). Beberapa 
kasus perdagangan manusia 
berhasil diungkap dan para korban 
warga Indonesia telah berhasil 
diselamatkan.

Selain penanganan kasus dimana 
WNI/BMI sebagai korban, Perwakilan 
RI di Malaysia juga menangani 
berbagai kasus dimana WNI/BMI 
terjerat masalah hukum di Malaysia 
khususnya terkait penyelundupan/
perdagangan narkoba (drugs 
traffi  cking), baik dari Indonesia 
ke Malaysia, maupun perlintasan 
dari negara ketiga seperti Thailand 
dan India ke Indonesia melalui 
Malaysia. Seperti diketahui bersama, 
Undang-undang Malaysia masih 
memberlakukan tuntutan hukuman 
mati dimana salah satunya bagi 
pelaku drugs traffi  cking.

Dalam rangka efektifi tas 
penanganan kasus WNI/BMI 
yang terancam hukuman mati di 
Malaysia, Perwakilan RI se-Malaysia 
membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) 
Hukuman Mati yang ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Kepala 
Perwakilan.

Untuk mendukung pelaksanaan 
tugas, UKK berpedoman pada SOP 
yaitu :
a.  Menerima Informasi WNI 

terancam hukuman mati
b. Pendokumentasian kasus di 

E-Perlindungan dan Buku Besar
c. Laporan ke Pusat
d.  Melakukan pendampingan 

kepada WNI/TKI
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Meeting Indonesia-Singapore High 
Level Committee (CARM-INDOSIN 
HLC) ke-17 yang diketuai bersama 
oleh Panglima TNI dan Commander 
Defence Force Singapura terlaksana 
dengan baik di Singapura tanggal 27-
29 Oktober 2014.  Adapun dinamika 
yang muncul terkait dengan 
penamaan “KRI Usman-Harun” dapat 
diselesaikan melalui dialog dan 
konsensus untuk saling menghormati 
posisi masing-masing pihak. TNI dan 
SAF terus melakukan latihan bersama 
untuk meningkatkan kapasitas 
penanganan bencana, kegiatan 
pelatihan, pertukaran informasi dan 
patroli terkoordinasi. 

Kesepakatan saling dukung 
dalam pencalonan kedua negara: 
anggota Dewan IMO kategori ‘C’ 
periode 2013-2015; beberapa Komite 
di bawah UNESCO; anggota Dewan 
ICAO;  anggota UNCITRAL periode 
2013-2019; anggota Postal Operations 
Council (POC) Universal Postal Union 
(UPU) periode 2013-2016.

Ekonomi
Singapura merupakan salah satu 

mitra penting Indonesia di kawasan 
Asia Tenggara. Dengan modalitas 
Leaders’ Retreat, upaya peningkatan 
kerja sama ekonomi kedua negara 
semakin terarah dan terukur.

Nilai perdagangan bilateral 
Indonesia – Singapura pada tahun 
2013 mencapai USD 42,3 miliar. 
Sampai dengan bulan Juni 2014, nilai 
perdagangan Indonesia – Singapura 
sebesar USD 25,6 miliar atau naik 
1,2% dari periode yang sama tahun 
2013.

Singapura merupakan investor 
asing terbesar kedua di Indonesia. 
Sampai dengan kuartal II (Januari – 
Juni) tahun 2014, realisasi investasi 
Singapura telah mencapai USD 3,4 
miliar atau sekitar 24% dari total 
FDI yang masuk ke Indonesia. Lima 
sektor utama investasi asal Singapura 
terbesar adalah transportasi, 
pergudangan dan telekomunikasi, 
pertanian dan perkebunan, industri 
makanan, pertambangan serta 
industri non-baja.

Singapura merupakan sumber 
wisatawan asing terbesar bagi 

dengan Menlu Singapura, H.E. Mr. K. 
Shanmugam, 4-5 Februari 2014 dan 
pada tanggal 1-2 Desember 2014.

Politik
Hubungan politik kedua negara 

secara umum sangat baik terutama 
dengan adanya mekanisme konsultasi 
reguler tingkat tinggi yakni forum 
Leaders’ Retreat antara Presiden 
RI dengan PM Singapura. Pada 
Leaders’ Retreat di Singapura tanggal 
3 September 2014, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dengan PM Lee 
Hsien Loong mengevaluasi kegiatan-
kegiatan yang telah dilaksanakan 
sejak Leaders’ Retreat pertama tahun 
2010 terutama yang terkait dengan 
perkembangan berbagai Working 
Groups bidang ekonomi, kerja sama 
hukum dan people-to-people. Dalam 
kesempatan tersebut, Presiden RI 
juga melakukan pertemuan bilateral 
dengan Presiden Singapura, H.E. 
Tony Tan Keng Yam; PM Singapura, 
H.E. Lee Hsien Loong dan mantan PM 
Singapura, Goh Chok Tong.

Kedua negara juga telah berhasil 
menyelesaikan perjanjian penetapan 
batas laut wilayah Indonesia – 
Singapura (Treaty Relating to the 
Delimitation of the Territorial Seas 
of the Two Countries in the Eastern 
Part of the Strait of Singapore) yang 
ditandatangani oleh Menlu RI dan 
Menlu dan Menteri Hukum Singapura 
di Singapura tanggal 3 September 
2014. Perjanjian ini merupakan 
perjanjian batas laut wilayah yang 
ketiga antara Indonesia – Singapura.

Sebagai cermin hubungan politik 
bilateral yang baik antara kedua 
negara, Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menerima tanda jasa 
Order of Temasek (First Class) yang 
diserahkan oleh Presiden Tony Tan 
atas keberhasilan dalam memajukan 
hubungan bilateral kedua negara. 

Di bidang keamanan, hubungan 
kerja sama antara TNI dengan 
Singapore Armed Forces (SAF) 
berjalan baik di bidang kerja sama 
intelijen, operasi dan latihan, 
pendidikan dan program khusus, 
logistik, kerja sama antar angkatan 
dan kerja sama yang telah disepakati 
bersama. Mekanisme konsultasi 
bilateral Combined Annual Report 

demokratisasi, rekonsiliasi nasional 
dan pembangunan ekonomi.

Pembukaan kembali jalur 
penerbangan dari Indonesia ke 
Myanmar dan sebaliknya sebagai 
upaya peningkatan kunjungan 
wisatawan dari kedua negara.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Rencana pemindahan Kedutaan 
Besar RI ke Nay Pyi Taw dan 
Penetapan Konsulat Jenderal RI di 
Yangon.

Singapura

Hubungan bilateral kedua 
negara di tahun 2014 mengalami 
peningkatan substantif dan semakin 
berimbang, konstruktif serta saling 
memberikan keuntungan bagi 
kedua negara.  Sepanjang tahun 
2014, intensitas saling kunjung antar 
pejabat tinggi dan parlemen kedua 
negara sangat tinggi. Modalitas 
utama hubungan kedua negara 
adalah adanya hubungan yang 
berkelanjutan, seperti tercermin 
dari adanya forum Leaders’ Retreat, 
pertemuan tingkat menteri luar 
negeri dan 6 (enam) Working Groups, 
yakni Pengembangan Batam, Bintan 
dan Karimun (BBK) dan Kawasan 
Ekonomi lainnya, Investasi, Tenaga 
Kerja, Pariwisata, Perhubungan 
Udara dan Agribisnis. Mekanisme 
bilateral ini sangat efektif dalam 
meningkatkan kinerja perekonomian 
dan kesejahteraan bagi masyarakat 
di kedua negara. Komitmen 
untuk menciptakan stabilitas dan 
perdamaian terbukti juga telah 
memberikan dampak positif dalam 
mengurangi ketegangan di kawasan. 
Presiden RI juga telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Presiden 
Singapura, H. E. Tony Tan Keng Yam, 
dalam rangka Leaders’ Retreat RI-
Singapura pada tanggal 5 Juni 2014 
di Batam. Selanjutnya, pertemuan 
bilateral juga dilakukan antara 
Presiden RI dengan PM Singapura, 
H. E. Mr. Lee Hsien Long, setelah 
acara inaugurasi Presiden dan 
Wakil Presiden RI, pada tanggal 20 
Oktober 2014. Menlu RI juga telah 
melaksanakan pertemuan bilateral 
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bidang. Kedua negara memiliki 
bidang kerja sama yang cakupannya 
luas dan cukup komprehensif serta 
didukung dengan infrastruktur 
bilateral yang cukup mapan, yakni 
Joint Commission Meeting (JCM) 
tingkat Menlu dan berbagai joint 
working group dan forum teknis.

Politik
Sepanjang tahun 2014, penguatan 

hubungan bilateral dan kerja sama 
saling menguntungkan antara kedua 
negara ditandai antara lain dengan 
tingginya intensitas pertemuan 
dan pertukaran kunjungan pejabat 
tinggi kedua negara. Pertemuan 
yang penting untuk dicatat antara 
lain pertemuan bilateral Menlu 
RI dengan Acting Menlu Thailand, 
Sihasak Phuangketkeow di sela-
sela penyelenggaraan 47th AMM/
PMC/21th ARF/4th EAS FMM di Nay 
Pyi Taw bulan Agustus 2014 dan 
kunjungan Wakil Perdana Menteri/
Menteri Luar Negeri Thailand, H.E. 
Mr. Tanasak Patimaprakorn dalam 
rangka menghadiri Pelantikan 
Presiden RI ke-7 di Jakarta tanggal  
21 Oktober 2014. Wakil Presiden 
RI juga telah menerima courtesy 
call Menlu Thailand, Gen. Tanasak 
Patimapragorn setelah acara 
inaugurasi Presiden dan Wakil 
Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

Kerja sama antara angkatan 
bersenjata  Indonesia – Thailand 
telah terjalin sangat baik selama lebih 
dari tiga dasawarsa. Hal tersebut 
direfl eksikan dengan pelaksanaan 
sidang tahunan Indonesia-Thailand 
High Level Committee (ITHLC - 
THAINESIA HLC) -- pada tahun 
2014 dilaksanakan di Bandung --, 
pertukaran siswa militer dan latihan 
militer bersama. Kerja sama antara 
Kepolisian Indonesia dan Kepolisian 
Thailand juga berjalan baik, 
khususnya dalam hal information 
sharing dan Operasi Bersama 
dalam bidang penanggulangan 
kejahatan lintas negara, narkotika, 
dan terorisme. Kepolisian kedua 
negara juga terlibat aktif dalam 
berbagai kegiatan dalam kerangka 
ASEANAPOL. Thailand mengapresiasi 
dukungan dan kontribusi positif 
Indonesia dalam upaya penyelesaian 
damai isu Thailand Selatan.

produksi yang membuat produk 
Indonesia sulit bersaing di pasar 
ekspor. 

Sosial Budaya
Diplomasi Kebudayaan 

merupakan salah satu wujud 
diplomasi soft power Indonesia yang 
dilakukan KBRI Singapura untuk 
meningkatkan hubungan people-to-
people contact.

Untuk meningkatkan promosi 
budaya Indonesia di Singapura, KBRI 
Singapura menerapkan strategi proxy 
untuk meningkatkan promosi budaya 
yaitu dengan mendayagunakan 
peran serta masyarakat Indonesia 
di Singapura dan mengoptimalkan 
peran Rumah Budaya Indonesia 
(RBI) di Sekolah Indonesia Singapura 
(SIS) untuk meningkatkan dukungan 
bagi promosi budaya Indonesia oleh 
masyarakat dan para Indonesianist 
antara lain melalui pemberian kursus 
Bahasa Indonesia bagi penutur asing, 
pelatihan gamelan, kolintang dan 
tarian tradisional Indonesia bagi 
warga Singapura dan warga asing 
lainnya. 

KBRI Singapura juga berperan 
aktif dalam memfasilitasi berbagai 
kegiatan yang diinisiasi oleh 
kelompok masyarakat Indonesia 
di Singapura serta menyambut 
baik kegiatan promosi yang 
diselenggarakan oleh berbagai 
pihak di Singapura guna memajukan 
interaksi masyarakat kedua negara.

Singapura merupakan 
kontributor wisatawan terbesar bagi 
Indonesia. Sementara itu, Indonesia 
juga merupakan kontributor terbesar 
wisatawan ke Singapura

Di bidang perhubungan udara, 
telah ditandatangani Confi dential 
MoU on Air Transport yang akan 
memperluas jalur penerbangan 
langsung Singapura dengan kota-
kota di Indonesia

Thailand

Hubungan bilateral Indonesia–
Thailand secara konsisten terus 
menunjukkan peningkatan di semua 

Indonesia. Dalam periode Januari 
– Juni 2014, jumlah wisatawan asal 
Singapura tercatat 753.357 orang 
atau naik 15,04% dari tahun 2013. 
Jumlah kunjungan wisatawan 
Indonesia ke Singapura tercatat 
sebanyak 3.088.840 orang sepanjang 
tahun 2013.

Beberapa kegiatan yang 
dilakukan KBRI Singapura dalam 
menjalankan misi diplomasi antara 
lain menyelenggarakan Indonesia-
Singapore Business Forum bekerja 
sama dengan Ministry of Trade and 
Industry dan pemangku kepentingan 
ekonomi terkait, menyelenggarakan 
seminar bisnis, menyusun buku 
panduan promosi investasi, 
mengirimkan misi bisnis ke Indonesia 
dan menyelenggarakan kegiatan 
Update from the Region : Investment 
and Business Opportunities in 
Indonesia’s Province sebagai forum 
bagi daerah-daerah potensial di 
Indonesia untuk melakukan promosi 
bisnis di Singapura serta berbagai 
kegiatan penting lainnya. 

Singapura merupakan mitra 
dagang terbesar ketiga bagi Indonesia 
dan sebaliknya Indonesia merupakan 
mitra dagang terbesar kedua di 
ASEAN. Singapura merupakan 
investor asing terbesar kedua setelah 
Jepang.

Kerja sama di bidang ekonomi RI-
Singapura secara umum berjalan baik 
namun terdapat beberapa kendala 
dalam perdagangan, khususnya 
terkait akses pasar dengan ketatnya 
aturan impor produk makanan. 
Dalam hal ini, seluruh produk daging 
dan telur yang diekspor ke Singapura 
hanya diizinkan dari sumber yang 
sudah disahkan oleh Agri-Food and 
Veterinary Authority of Singapore. 
Hingga saat ini, Indonesia belum 
memperoleh pengesahan dari 
otoritas terkait.

Selain itu, tantangan bagi produk 
pertanian Indonesia untuk dapat 
menembus pasar Singapura adalah 
pemenuhan standar sanitary and 
phytosanitary (SPS) dan masih belum 
memadainya fasilitas pemrosesan 
pasca panen seperti cold storage 
dan packaging. Kondisi tersebut 
menyebabkan tingginya biaya 
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Presiden RI juga telah melakukan 
pertemuan bilateral dengan Presiden 
Timor Leste, H. E. Taur Matan Ruak 
dan PM Timor Leste, H. E. Xanana 
Gusmao dalam kunjungan resmi 
Presiden RI ke Dili, pada tanggal 
25-27 Agustus 2014. Menlu RI telah 
menerima courtesy call Wamenlu 
Timor Leste, H.E. Constancio Pinto, 
3 Februari 2014 dan melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu 
Timor-Leste, H.E. Mr. Jose Luis 
Guterres 24 Februari 2014.

Politik
Dukungan terhadap aplikasi 

Timor-Leste di ASEAN. Kerja 
sama dalam pendirian Center for 
Peace Building and Post-Confl ict 
Resolution sebagai pusat dialog 
untuk meningkatkan perdamaian 
dan rekonsiliasi RI dan Timor-Leste. 
Negosiasi perbatasan laut RI-Timor 
Leste

Ekonomi
Perdagangan bilateral kedua 

negara menunjukkan tren yang 
meningkat, dimana surplus untuk 
Indonesia. Pada tahun 2012 dicatat 
kenaikan presentasi dunia usaha 
Indonesia di Timor Leste sebesar 
30%, dari 450 usaha menjadi 588 
usaha yang dimiliki WNI di Timor–
Leste. Penandatanganan MoU 
Development on Regional Integrated 
Economic Approach (DRIEA) sebagai 
upaya pembangunan ekonomi yang 
terintegrasi di kawasan-kawasan 
yang berbatasan, antara lain propinsi 
NTT Indonesia dengan Timor Leste

Sosial Budaya
Komitmen Pemri sebagai mitra 

pembangunan SDM melalui program 
beasiswa dan diklat tahun 2013-2017 
dengan total sebesar USD 6 juta.

Peresmian Rumah Pintar di 
Istana Kepresidenan Timor Leste 
pada 26 Agustus 2014.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Pemberlakuan perjanjian bebas 
visa untuk pemegang paspor dinas 
dan diplomatik

di Provinsi Khon Kaen bulan Oktober 
2014, telah ditandatangani MoU 
antara 14 universitas di Indonesia 
dengan Khon Kaen University dan 
diharapkan kerja sama ini dapat 
segera dimplementasikan oleh 
masing-masing pihak. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

WNI di Thailand sebagian besar 
merupakan tenaga kerja profesional, 
seperti pengusaha, pilot, pramugari, 
dan dokter. Sejalan dengan 
pemberlakuan ASEAN Economic 
Community (AEC) 2015 terdapat 
kecenderungan peningkatan lalu 
lintas manusia antar negara ASEAN, 
termasuk jumlah WNI ke Thailand.

Terbukanya akses melalui 
laut juga menjadi salah satu faktor 
meningkatnya jumlah ABK yang 
masuk ke wilayah Thailand. ABK 
yang tidak memiliki dokumentasi 
lengkap juga menjadi permasalahan 
yang memperoleh perhatian khusus. 
Sepanjang tahun 2014, Pemerintah 
RI terus berkoordinasi secara intensif 
dengan instansi - instansi terkait di 
Thailand agar para ABK WNI dapat 
bekerja secara legal di Thailand dan 
mendapatkan perlindungan hukum 
sesuai peraturan yang berlaku.

Timor Leste

Hubungan bilateral antara 
Indonesia dan Timor-Leste memiliki 
karakter khusus dan arti strategis 
mengingat latar belakang sejarah kedua 
negara. Saat ini, hubungan bilateral 
telah berlangsung dengan sangat 
baik dan kokoh, dimana Pemerintah 
kedua negara telah berketetapan 
untuk membuka lembaran baru 
membina hubungan dan kerja sama 
berdasarkan prinsip-prinsip saling 
menghormati, hubungan bertetangga 
baik dan saling menguntungkan. 
Kedekatan hubungan ini dicirikan 
oleh komitmen bersama untuk 
mengedepankan pendekatan yang 
melihat ke depan (forward looking) 
yang ditumbuhkembangkan melalui 
penguatan kerja sama di berbagai 
sektor.

Ekonomi
Perdagangan Indonesia dan 

Thailand dalam lima tahun terakhir 
mengalami peningkatan rata-rata 
21% dimana total nilai perdagangan 
kedua negara periode Januari – 
Oktober 2014 sebesar US$ 13.21 
milyar.

Investasi Thailand di Indonesia 
periode Januari-September 2014 
mencapai USD 226,6 juta (peringkat 
13), juga meningkat bila dibandingkan 
dengan nilai investasi sepanjang 
tahun 2013 yang berjumlah USD 106,8 
juta (peringkat 20). Upaya-upaya 
yang dilakukan untuk mendorong 
investasi Thailand ke Indonesia 
antara lain melalui kegiatan fasilitasi 
kunjungan pengusaha Thailand 
ke kawasan industri yang ada di 
Indonesia, meningkatkan upaya 
promosi kebijakan dan mendorong 
kalangan bisnis dan pemangku 
kepentingan Indonesia untuk 
memperluas jejaring dengan counter 
part mereka dari  Thailand.

Sosial Budaya
Sejalan dengan peningkatan 

program promosi seni, budaya dan 
pariwisata Indonesia di Thailand, 
tercatat adanya peningkatan jumlah 
peminat studi Bahasa dan Budaya 
Indonesia dan jumlah universitas di 
Thailand yang menawarkan program 
Bahasa dan Budaya Indonesia. Selain 
itu, sejumlah universitas di Thailand 
juga telah mendirikan Indonesia 
Study Center (ISC), antara lain di (i) 
Mae Fah Luang University, Chiang 
Rai; (ii) Universitas Chiang Mai, 
Chiang Mai, dan (iii) Universitas 
Burapha, di Bangsaen; (iv) 
Universitas Srinakharinwirot, Prince 
Songkhla University; (v) Universitas 
Thammasat.

Seiring dengan pesatnya 
perkembangan teknologi informasi, 
kalangan media di kedua negara 
juga telah melakukan peningkatan 
kerja sama bilateral dengan mengisi 
Memorandum of Understanding 
(MoU) yang telah ditandatangani 
sebelumnya. Diantara kerja sama 
dimaksud adalah MoU ANTARA dari 
Indonesia dan MCOT dari Thailand.

Pada kesempatan pertemuan 
CRISU-CUPT Indonesia-Thailand ke-9 
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Sosial Budaya
Hubungan RI – Viet Nam di 

bidang sosial budaya ditandai 
banyak kegiatan kerja sama kedua 
negara antara lain dicapainya 
sejumlah kesepakatan, pertukaran 
seni budaya dan promosi Indonesia, 
program pelatihan baik dalam 
kerangka regional maupun bilateral, 
beasiswa program pasca sarjana ke 
universitas-universitas di Indonesia, 
darmawisata, pelatihan diplomatik, 
dan lokakarya.

Terselenggaranya Viet Nam 
Cultural Day di Indonesia dan di 
Hanoi dalam rangka memperingati 
60 tahun hubungan bilateral 
Indonesia dan Viet Nam

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Repatriasi 57 ABK Viet Nam yang 
berada di Rumah Detensi Imigrasi 
Tarempa. Saat ini, pemerintah 
Viet Nam sedang berupaya untuk 
memulangkan seluruh ABK tersebut. 

Naskah akademik Rancangan UU 
RI rentang pengesahan perjanjian 
timbal balik dalam masalah pidana 
antara ReI dan Republik Sosialis Viet 
Nam sedang diproses lebih lanjut dan 
diteruskan kepada Presiden RI untuk 
mendapat persetujuan lebih lanjut.

Ekonomi
Perdagangan RI-Viet Nam 

mengalami tren positif dengan 
rata-rata kenaikan 25% dalam 
lima tahun terakhir. Perpanjangan 
MoU on Rice Trade hingga 2017. 
Ditandatanganinya: Extradition 
Treaty, Treaty on Mutual Legal 
Assistance in Criminal Matters, 
MoU on Agricultural Commodities 
Cooperation, MoU on Energy and 
Mineral Resources Cooperation, MoU 
on Financial Cooperation, Cooperation 
Agreement between the Chambers of 
Commerce and Industry of Indonesia 
and Vietnam.

Penetapan pencapaian target 
volume perdagangan kedua negara 
sebesar USD 10 milyar pada tahun 
2018. Sejumlah permasalahan 
yang dihadapi: 1) masalah jaringan 
narkoba yang memanfaatkan orang 
Indonesia untuk membawa narkoba 
melalui Viet Nam ke Indonesia, 2) 
masalah perusahaan batu bara PT 
Vietmindo yang belum mendapat izin 
untuk meningkatkan produksinya, 3) 
masalah perpajakan PT Ciputra Hanoi 
yang belum mencapai kesepakatan 
(Ciputra gunakan hitungan tanah 
sesuai kontrak lama, pemerintah Viet 
Nam gunakan harga tanah saat ini), 
4) masalah PT Semen Indonesia di 
Viet Nam (tahun 2014 kemungkinan 
masih ada demo yang akan ganggu 
produktivitas).

Viet Nam

Terdapat 3 (tiga) area kerja sama 
yang mendapat prioritas dalam kerja 
sama bilateral dengan Viet Nam, 
yaitu perdagangan dan investasi, 
pertanian, dan maritim/perikanan. 
Sidang Komisi Bersama Tingkat 
Menlu telah menjadi pangkal tolak 
dalam rangka peningkatan kerja 
sama pertahanan dan keamanan, 
ekonomi, perdagangan dan investasi, 
pertanian, dan perikanan kedua 
negara. 

Presiden RI telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Presiden 
Viet Nam, H.E. Truong Tan Sang, 
di sela-sela KTT APEC 2014 di 
Beijing, pada tanggal 10 November 
2014. Wakil Presiden RI juga telah 
menerima courtesy call Utusan 
Khusus Presiden Republik Sosialis 
Viet Nam, H.E. Mr. Dao Viet Trung 
setelah acara inaugurasi Presiden 
dan Wakil Presiden RI tanggal 20 
Oktober 2014 di Istana Negara.

Politik
Ditandatanganinya PoA in 

the period of 2014 – 2018 for the 
Implementation of the Strategic 
Partnership between the Republic of 
Indonesia and the Socialist Republic 
of Viet Nam oleh Menlu kedua negara 
di sela-sela Pertemuan Pemimpin 
Ekonomi APEC pada 7 Oktober 2013.
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Bab II
Hubungan Bilateral dengan Mitra Strategis
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Afrika Selatan

Afrika Selatan merupakan satu-
satunya negara Afrika yang memiliki 
kesepakatan Kemitraan Strategis 
dengan Indonesia, suatu kemitraan 
yang disepakati melalui Joint 
Declaration on a Strategic Partnership 
for a peaceful and Prosperous Future 
Between the Government of the Republic 
of  Indonesia and the Government of the 
Republic of South Africa pada 17 Maret 
2008.

Prioritas Indonesia dalam 
kemitraan strategis Indonesia dengan 
Afrika Selatan adalah di bidang 
perdagangan, ristek, pertahanan, 
energi dan mineral, dan politik 
khususnya dalam konteks kemitraan 
Asia-Afrika.

Dibanding tahun 2013, nilai 
total perdagangan Indonesia-Afrika 
Selatan tahun 2014 telah mengalami 
penurunan, yaitu dari USD 2,35 
miliar menjadi USD 1,9 milyar. Hal ini 
diakibatkan oleh penurunan ekspor 
produk manufaktur dari Indonesia 
ke Afrika Selatan pada tahun 2014 
dibanding tahun sebelumnya. Kendati 
demikian, selama 5 tahun terakhir 
(2010-2014), perdagangan Indonesia-
Afrika Selatan tumbuh positif rata-rata 
8,09% per tahun.

Hubungan dan kerja sama yang 
erat antara Indonesia dan Afrika 
Selatan pada tahun 2014 ditandai 
antara lain dengan pengiriman misi 
ekonomi Afrika Selatan, yaitu di 
antaranya:
• Kunjungan delegasi komunitas 

pengusaha buah Afrika Selatan 
ke Jakarta, tanggal 31 Agustus-2 
September 2014;

•  Kunjungan delegasi Department of 
Trade and Industry Afrika Selatan 
ke Jakarta tanggal 15-16 September 
2014;

BAB II
Hubungan Bilateral dengan Mitra Strategis 

•  Kunjungan delegasi bisnis Afrika 
Selatan (37 orang) dalam rangka 
Trade Expo Indonesia 2014 tanggal 
8-12 Oktober 2014. 

Sebaliknya, sejumlah misi ekonomi 
ke Afrika Selatan pada tahun 2014, 
antara lain:
•  Keikutsertaan Indonesia dalam 

Pameran Africa’s Big 7 di 
Johannesburg yang diikuti 4 
perusahaan Indonesia, tanggal 22-
24 Juni 2014;

•  Keikutsertaan Indonesia dalam 
Pameran The Getaway Show di 
Johannesburg yang diwakili oleh 
Kemenparekraf dan perusahaan 
bidang pariwisata Indonesia 
tanggal 27-31 Agustus 2014.

Sepanjang tahun 2014, sejumlah 
pejabat negara dari kedua pihak 
telah melakukan saling kunjung. 
Menlu Afrika Selatan berkunjung ke 
Jakarta dan melakukan pertemuan 
bilateral dengan Menlu RI, di sela-sela 
pelaksanaan Conference on Cooperation 
Among East Asian Countries for 

Palestinian Development (CEAPAD) II, 
di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2014. 
Sementara itu, Delegasi Komite IV DPD 
RI yang terdiri dari 7 anggota DPD RI 
juga melakukan kunjungan ke Afrika 
Selatan pada tanggal 18-22 Mei 2014.

Sebagai tindak lanjut dari 
pertemuan kedua Menlu di Jakarta, 
pada bulan Oktober 2014 pejabat 
Direktorat Afrika telah melakukan 
kunjungan ke Afrika Selatan dalam 
rangka persiapan pelaksanaan Sidang 
Komisi Bersama ke-2 RI-Afsel.

Indonesia dan Afrika Selatan 
juga terus melakukan saling dukung 
di berbagai organisasi internasional. 
Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai 
anggota Dewan HAM PBB periode 2015-
2017 tidak lepas dari kesepakatan saling 
dukung Indonesia-Afrika Selatan. 
Afrika Selatan juga memberikan 
dukungan terhadap pencalonan 
Indonesia sebagai anggota Dewan 
International Telecommunication 
Union (ITU) periode 2014-2018, dimana 
Indonesia berhasil terpilih.

II.1 Hubungan Bilateral dengan Mitra-Mitra Strategis Kawasan Asia Pasifi k 
Dan Afrika

Gambar: Menlu RI, R.M. Marty Natalegawa dan Menlu  Afrika Selatan Maite Nkoana-
Mashabane menanda tangani Joint Statement on the Offi  cial Visit, serta MoU on Mutual 
Cooperation on Policy Research and Development, Jakarta 1 Maret 2014.
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Jumlah WNI yang sampai 
pertengahan tahun 2014 menetap 
di wilayah Afrika Selatan, tercatat 
mencapai 432 orang.  

Australia

Hubungan RI-Australia terus 
mencatat kemajuan meskipun terdapat 
dinamika yang mengganggu, antara 
lain kasus penyadapan, kebijakan ‘turn 
back the boat’, serta dokumen wikileaks 
terkait tudingan Pemerintah Australia 
mengenai kasus korupsi pencetakan 
uang di Indonesia. 

Hubungan baik ini juga terlihat 
dari pertemuan bilateral antara Menlu 
RI dengan Menlu Australia, H.E. 
Julie Bishop, di sela-sela Pertemuan 
Tingkat Menteri Meksiko, Indonesia, 
Korea, Turki, dan Australia (MIKTA) di 
Meksiko, tanggal 14 April 2014, serta di 
sela-sela penyelenggaraan KTT APEC di 
Beijing, pada tanggal 8 November 2014. 
Pertemuan bilateral Presiden RI dan 
Perdana Menteri Australia, The Hon. 
Tony Abbott, di Batam pada tanggal 4 
Juni 2014, serta setelah acara inaugurasi 
Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 
20 Oktober 2014. Selanjutnya Presiden 
RI juga melaksanakan pertemuan 
bilateral dengan PM Australia, The Hon. 
Tony Abbott, MP, di sela-sela KTT G20 di 
Brisbane, dalam bentuk Working Dinner 
pada 14 November 2014 dan Corridor 
Meeting 15 November 2014. Menlu 
RI telah melaksanakan pertemuan 
bsilateral dengan Kunjungan Menlu 
Australia, The Hon. Julie Bishop, pada 
28 Agustus 2014, disela-sela the 6th 
Global Forum United Nations Alliance of 
Global Civilization (UNAOC), Bali, 28-30 
Agustus 2014.

Kerja sama di bidang polkam 
kini telah dipulihkan kembali dengan 
disepakatinya Joint Understanding 
on a code of conduct between the 
Republic of Indonesia and Australia 
in implementation of the agreement 
between the Republic of Indonesia and 
Australia on the Framework for Security 
Cooperation (“The Lombok Treaty”) 
pada tanggal 28 Agustus 2014 di Bali. 

Pemimpin kedua negara 
berpandangan mengenai pentingnya 
mengedepankan semangat dan 

komitmen mencari penyelesaian 
damai dalam menghadapi dinamika 
dalam hubungan bilateral guna 
menjaga kelangsungan kerja sama dan 
kemitraan kedua negara berdasarkan 
prinsip mutual benefi t dan mutual 
respect. Hal ini juga didukung oleh 
komitmen pemerintahan PM Tony 
Abbott yang memprioritaskan 
hubungan dengan Indonesia dan 
mengembangkan politik luar negeri 
yang berfokus ke Jakarta (a foreign 
policy that focuses on Jakarta not 
Geneva).

Politik
Partisipasi aktif dalam upaya 

penanganan isu penyadapan dan 
normalisasi hubungan dan kerja 
sama dengan Australia, termasuk 
pembahasan code of conduct kerja 
sama hankam dalam kerangka Lombok 
Treaty

Hingga bulan  Mei 2014, tercatat 
210 dokumen pertemuan dan 
perjanjian, termasuk perpanjangan, 
yang diadakan antara Indonesia dan 
Australia

Hubungan RI-Australia yang telah 
terjalin baik di berbagai bidang dalam 
kerangka kemitraan komprehensif 
terkendala oleh sejumlah isu antara 
lain: kasus penyadapan, kebijakan 
Operation Sovereign Border (OSB) atau 
yang lebih dikenal dengan ‘Turn back 
the boat policy’ serta pelanggaran 
wilayah RI, dan ‘Lake Eyre to West 
Papua Freedom Flotilla’. 

Implementasi code of conduct 
dan pemulihan kerja sama di bidang 
intelijen, joint patrol and military 
practices dan kerja sama  penanganan 
irregular movement of persons.

Ekonomi
Volume perdagangan bilateral 

2009-2013 menunjukkan pertumbuhan 
rata-rata sebesar 9,20%.

Perkembangan investasi Australia 
ke Indonesia selama 2009-2012 cukup 
signifi kan dengan jumlah proyek dan 
nilai investasi yang terus meningkat. 
Terakhir yang cukup menonjol adalah 
pendirian PT Kaltim Nitrate Indonesia 
(KNI), anak perusahaan pertambangan, 
kimia, dan farmasi Orica asal Australia, 
dengan nilai realisasi USD 446 juta.

Komitmen untuk terus mening-
katkan hubungan perdagangan dua 
arah yang lebih berimbang dan volume 
perdagangan sebesar US$ 15 milyar 
diyakini akan tercapai pada tahun 
2015.

Pertemuan pertama Indonesia-
Australia Partnership on Food Security 
in Red Meat and Cattle Sector, 17 April 
2014 di Jakarta. Hasil pertemuan 
adalah penandatanganan ToR dan 
kesepakatan early harvest activities 
melalui program capacity building bagi 
pelajar Indonesia dan PNS RI

Sosial Budaya
Penambahan kuota Work Holiday 

Visa dari 100 menjadi 1000

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Permohonan grasi 2 WN Australia 
terancam hukuman mati di Indonesia, 
a.n.  Andrew Chan dan Myuran 
Sukumaran.

India

Kemitraan Strategis Indonesia-
India yang ditandatangani pada tahun 
2005 terus mengalami peningkatan 
di segala bidang. Kedekatan sejarah, 
kedekatan budaya dan kesamaan 
kepentingan untuk memajukan kerja 
sama yang saling menguntungkan 
adalah faktor pendukung utama untuk 
meningkatkan kerja sama bilateral di 
berbagai bidang. 

Tahun 2014 bagi kedua negara 
adalah tahun pergantian politik di 
mana Indonesia dan India sama-sama 
melaksanakan Pemilihan Umum.  
Kepemimpinan India di bawah PM 
Narendra Modi yang baru terpilih 
semakin menegaskan komitmennya 
terhadap kemitraan strategis, terlebih 
lagi kedua pemimpin memiliki concern 
dan prioritas yang hampir serupa 
terkait upaya penguatan perekonomian 
nasional. 

Saat ini India adalah mitra dagang 
utama Indonesia dan kedua negara 
juga bekerja sama erat dalam kerangka 
PBB, ASEAN, EAS, IORA, dan G20.
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Politik
Sejalan dengan kesepakatan 

penyelenggaraan Annual Summit 
termasuk di sela-sela pertemuan 
internasional, Presiden RI dan PM 
India bertemu di sela-sela KTT ASEAN 
ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, tanggal 
13 November 2014. Kedua pemimpin 
membicarakan berbagai agenda 
untuk peningkatan kerja sama yang 
lebih erat sebagai mitra strategis, 
yaitu penguatan hubungan bilateral 
bermodalkan sejarah budaya, kerja 
sama  perdagangan dan investasi, 
kerja sama energi khususnya batu 
bara, penguatan mekanisme bilateral, 
industri pertahanan, keamanan 
khususnya di bidang  maritim, serta 
penanggulangan terorisme.  

Di tingkat Menteri Luar Negeri, 
telah terselenggara pertemuan bilateral 
Menteri Luar Negeri RI dengan Menteri 
Luar Negeri India, Sushma Swaraj, di 
sela-sela ASEAN Ministerial Meeting 
ke-47 di Naypyitaw, tanggal 9 Agustus 
2014.

Di bidang pertahanan, Indonesia 
dan India selama ini telah saling 
mengirim perwiranya untuk mengikuti 
berbagai kursus/pelatihan kemiliteran. 
Angkatan Laut kedua negara 
mempunyai kegiatan rutin patroli 
terkoordinasi (IND-INDO CORPAT) dan 
saling berpartisipasi dalam latihan 
bersama. Delegasi National Defence 
College (NDC) India juga melakukan 
kunjungan ke Indonesia di bulan Mei 
2014 untuk bertemu dengan pejabat 

militer dan pemerintahan Indonesia, 
serta kunjungan ke industri-industri 
pertahanan di Indonesia.

Di bidang hukum, Indonesia 
telah menyelesaikan proses ratifi kasi 
Mutual Legal Assistance Agreement 
dan Extradition Treaty RI-India yang 
kemudian diundangkan masing-
masing dengan UU No. 9/2014 tanggal 9 
Maret 2014  dan UU No. 13/2014 tanggal 
21 Juli 2014, yang diharapkan semakin 
meningkatkan kerja sama kedua 
negara dalam upaya menanggulangi 
kejahatan lintas negara. 

Pada tingkat parlemen, Ketua 
DPR RI beserta anggota DPD lainnya 
melakukan kunjungan kerja ke India, 
21-24 Agustus 2014, dalam rangka 
peningkatan hubungan kerja sama 
dengan parlemen India.

Ekonomi
Indonesia menjadi mitra dagang 

terbesar India di kawasan ASEAN 
setelah menggeser Singapura dari posisi 
puncak. Dalam catatan Department of 
Commerce India, Indonesia merupakan 
mitra dagang terbesar ke-8 India 
untuk periode fi skal 2013-2014 (April 
2013-Maret 2014) dengan nilai USD 
19,59 milyar. India adalah salah satu 
importir terbesar untuk komoditas 
batu bara dari Indonesia.

Nilai perdagangan bilateral kedua 
negara selama tahun 2014 tercatat 
mengalami kenaikan tipis dari tahun 
sebelumnya. Selama tahun 2014 nilai 

perdagangan bilateral telah mencapai 
USD 10,77 milyar (Januari-Agustus 
2014). Kedua negara saat ini dalam 
proses memulai negosiasi Indonesia-
India Comprehensive Economic 
Cooperation Agreement (II-CECA) dan 
nantinya hasil II-CECA diharapkan 
dapat mendorong peningkatan volume 
perdagangan kedua negara. Indonesia 
dan India telah sepakat dengan target 
nilai perdagangan bilateral menjadi 
USD 25 milyar pada tahun 2015.

Kinerja perdagangan bilateral ini 
ditopang dengan interaksi bisnis yang 
semakin intensif. Pengusaha Indonesia 
banyak mengikuti pameran dagang 
yang diadakan di India. Sedangkan 
keikutsertaan 53 buyer India dalam 
Trade Expo Indonesia (TEI) ke-29 tahun 
2014 di Jakarta yang difasilitasi oleh 
Perwakilan RI menghasilkan transaksi 
bisnis untuk ekspor ke India dengan 
nilai USD 1,25 juta per bulan serta 
rencana investasi di Indonesia sebesar 
USD 1 juta.

Indonesia merupakan negara 
tujuan investasi yang menarik 
bagi India. Beberapa perusahaan 
India telah menanamkan modal di 
sektor infrastruktur, pembangkit 
listrik, tekstil, baja, otomotif, mesin 
pertambangan, perbankan dan barang 
konsumsi. Tercatat nilai investasi India 
pada tahun 2014 (Januari–September) 
sebesar USD 23 juta dalam 114 proyek 
(data BKPM, 2014).

Di bidang pertanian, kunjungan 
Menteri Pertanian RI ke India pada 
bulan Agustus 2014 dalam menghadiri 
pertemuan Regional Consultation 
for the Asia Pacifi c Region on Role of 
Family Farming in the 21st Century di 
Chennai tanggal 7-10 Agustus 2014 
telah dimanfaatkan untuk bertemu 
dengan Menteri Pertanian India 
untuk membahas peningkatan kerja 
sama pertanian antara kedua negara 
mengingat nilai ekspor perdagangan 
komoditas pertanian dari Indonesia 
ke India dalam periode 2013-2014 
mencapai USD 4,78 milyar yang 
didominasi oleh minyak sawit.

Sosial Budaya
Hubungan sosial budaya antara 

Indonesia dan India telah terjalin 
dengan baik sejak dahulu kala, yang 
pengaruhnya dalam seni dan bahasa 

Gambar:  Presiden Joko Widodo dengan PM Narendra Modi di sela-sela KTT ASEAN 
Myanmar. 13 November 2014
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masih terasa di nusantara. Hal ini juga 
tercermin dalam cerita Mahabharata 
dan Ramayana yang masih populer di 
kalangan masyarakat Indonesia. 

Kerja sama pendidikan—termasuk 
pemberian beasiswa bagi mahasiswa 
Indonesia—serta saling kunjung antara 
masyarakat kedua negara khususnya 
kunjungan wisastawan menjadi faktor 
pendukung utama terus terjalinnya 
hubungan masyarakat yang erat di 
kedua negara. Untuk tahun 2014 India 
menerima beasiswa Darmasiswa, 
Kemitraan Negara Berkembang (KNB), 
dan BSBI masing-masing 1 peserta dari 
Pemri.

India memberikan jatah beasiswa 
sebanyak 120 kursi kepada pelajar dan 
mahasiswa Indonesia dan berjanji akan 
meningkatkan jumlah beasiswanya 
untuk Indonesia. Selain itu, telah 
ditandatangani MoU kerja sama 
pendidikan antara Institut Teknologi 
Bandung (ITB) dan TERI University 
India pada bulan Mei 2014.

Di bidang pariwisata, hingga 
bulan September 2014, jumlah 
wisatawan India yang berkunjung ke 
Indonesia mencapai 175.958– suatu 
peningkatan sebesar 15,68 % pada 
periode yang sama tahun sebelumnya, 
yaitu 152.114. Dengan jumlah ini, 
wisatawan India berada di urutan ke-8 
terbesar. Wisatawan India umumnya 
berkunjung melalui pintu masuk 
Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan 
Bandara Ngurah Rai Bali.

Peningkatan jumlah wisatawan 
India ke Indonesia didukung dengan 
adanya maskapai Garuda Indonesia 
dan Jetairways yang telah memiliki 
mekanisme codeshare agreement 
untuk rute Mumbai-Singapura-
Jakarta sejak November 2013. Pihak 
Garuda Indonesia juga merencanakan 
pembukaan penerbangan langsung 
antara Jakarta-Mumbai pada akhir 
tahun 2014.

Suatu simposium dalam rangka 
membahas hubungan bilateral RI-
India diselenggarakan bersama 
antara Kementerian Luar Negeri RI, 
Indonesian Council of World Affairs 
dan Indian Council of World Affairs 
di Jakarta, Mei 2014, sebagai tindak 
lanjut penandatanganan MoU ICWA 

kedua negara pada bulan Oktober 
2013. Kegiatan ini bermanfaat untuk 
membahas peluang dan tantangan, 
serta potensi yang nyata dalam 
mengarahkan kemitraan strategis 
antara Indonesia-India.

Di bidang luar angkasa, Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa Nasional 
(LAPAN) dan Indian Space Research 
Organisation (ISRO)  menyelenggarakan 
3rd Joint Committee Meeting on Outer 
Space dalam rangka kerja sama luar 
angkasa kedua negara di Jakarta, 
17-19 November 2014. Kedua pihak 
membahas beberapa persetujuan 
terkait kerja sama eksplorasi luar 
angkasa serta operasionalisasi fasilitas 
Telemetry, Tracking and Command 
(TTC) yang berada di Pulau Biak, Papua.

Untuk membangkitkan naluri 
kepedulian dan mindset yang baik dan 
benar bagi masyarakart umum tentang 
pentingnya India bagi Indonesia, 
Kementerian Luar Negeri RI bekerja 
sama dengan Foreign Policy Community 
of Indonesia (FPCI) dan Kedubes India 
di Jakarta menyelenggarakan seminar 
bertemakan “Getting India Right: How 
Indonesia can Harness Strategic and 
Economic Opportunities” di Jakarta, 3 
Oktober 2014. Seminar menghadirkan 
pembicara antara lain Wakil Menteri 
Luar Negeri RI dan Dubes India untuk 
Indonesia, dan dihadiri kurang lebih 
300 peserta dari berbagai kalangan.

Jepang

Jepang adalah mitra dagang 
dan investasi utama Indonesia serta 
turut memberikan kontribusi pada 
pembangunan nasional melalui 
kerangka Offi  cial Development 
Assistance (ODA) serta hibah. 
Intensitas hubungan bilateral kedua 
negara mengalami peningkatan sejak 
ditandatanganinya Kemitraan Strategis 
RI-Jepang (Strategic Partnership for 
Peaceful and Prosperous Future) pada 
tahun 2006.

Peningkatan kerja sama juga 
ditandai dengan penguatan mekanisme 
bilateral melalui Strategic Dialogue 
di tingkat Menteri Luar Negeri. Di 
bidang ekonomi, terdapat mekanisme 
bilateral antara lain: Indonesia-Japan 

Economic Partnership Agreement 
(IJEPA), Indonesia-Japan Joint Economic 
Forum (IJJEF), Indonesia-Japan Energy 
Policy Dialogue (IJEPD) dan Indonesia-
Japan Energy Round Table (IJERT). 
Upaya memperkuat kemitraan strategis 
tercermin pada intensitas pertemuan 
di antara pejabat dan pemimpin kedua 
negara yang cukup tinggi. Tahun 
2013 merupakan momen yang cukup 
bersejarah karena menandai 55 tahun 
hubungan diplomatik kedua negara 
dan juga bertepatan dengan 40 tahun 
hubungan ASEAN dengan Jepang.

Menlu RI telah melaksanakan 
pertemuan dengan Menlu Jepang, 
H.E. Mr. Fumio Kishida di sela-sela 
pelaksanaan Conference on Cooperation 
Among East Asian Countries for 
Palestinian Development (CEAPAD) 
II, di Jakarta, tanggal 1 Maret 2014. 
Selanjutnya, Menlu RI telah menerima 
courtesy call Parliamentary Senior 
Vice Minister of Foreign Affairs Jepang, 
Nobuo Kishi, tanggal 20 Mei 2014 dan 
melakukan pertemuan bilateral dengan 
Menlu jepang, H.E. Fumio Kishida, 
pada tanggal 12 Agustus 2014. Wakil 
Presiden RI juga telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan mantan 
PM Jepang, H.E. Mr. Yasuo Fukada, 
tanggal 2 September 2014.

Politik
Presiden RI Joko Widodo telah 

bertemu dengan PM Jepang Shinzo 
Abe dalam pertemuan bilateral di 
sela-sela KTT APEC di Beijing, RRT 
pada 8 November 2014. Pokok-pokok 
pembicaraan antara lain menyangkut 
kerja sama di bidang maritim, 
infrastruktur, peningkatan FDI Jepang 
ke Indonesia, kerja sama people-to-
people, serta membahas isu regional 
dan global (seperti isu Laut Tiongkok 
Selatan, Peace Keeping Operation PBB, 
reformasi PBB, dan isu RDRK). 

Pada tanggal 12-14 Desember 
2013, Presiden RI telah melaksanakan 
kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, 
dalam rangka menghadiri perayaan 
ke-40 ASEAN-Japan Commemorative 
Summit. Di sela-sela penyelenggaraan 
ASEAN-Japan Commemorative 
Summit tersebut, Presiden RI telah 
mengadakan pertemuan bilateral 
dengan Perdana Menteri Jepang, 
Shinzō Abe, memberikan ceramah 
(lecture) di Kensei Kinenkan, serta 
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pertemuan dengan para CEO 
perusahaan terkemuka Jepang anggota 
JAPINDA. Pertemuan bilateral telah 
dimanfaatkan kedua Kepala Negara 
untuk membahas upaya-upaya 
penguatan kerja sama bilateral, serta 
bertukar pandang mengenai isu-isu 
strategis regional. 

Strategi Keamanan Nasional 
(National Security Strategy/NSS) yang 
diluncurkan pada tanggal 17 Desember 
2013 memeberika keleluasaan  
Pemerintah Jepang untuk transfer of 
defense equipment and technology 
dengan negara-negara mitranya, 
termasuk Indonesia. Menteri Luar 
Negeri RI dan Menteri Luar Negeri 
Jepang melakukan pertemuan bilateral 
di sela-sela pelaksanaan the 8th 
Non-Proliferation and Disarmament 
Initiative (NPDI) Ministerial Meeting 
di Hiroshima, Jepang pada tanggal 
11 April 2014. Beberapa pokok 
pembicaraan dalam pertemuan 
tersebut yaitu kebijakan baru Jepang 
dalam transfer peralatan dan teknologi 
pertahanan (arms export), pelaksanaan 
Forum 2+2 (Menteri Luar Negeri 
dan Menteri Pertahanan), rencana 
pelaksanaan pertemuan Friends of 
Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 
(CTBT) di New York bulan September 
2014, dan Undang Undang No. 4 tahun 
1999 tentang Mineral dan Batubara.

Ekonomi
Jepang merupakan ekonomi 

terbesar ketiga dunia dengan Produk 
Domestik Bruto sebesar USD 4,9 triliun 
dan cadangan devisa USD 1,2 triliun. 
Negara ini memiliki keunggulan di 
bidang teknologi dan merupakan 
aktor penting baik dalam tataran 
regional maupun global. Secara 
bilateral, Jepang adalah mitra dagang 
dan investasi utama Indonesia serta 
turut memberikan kontribusi pada 
pembangunan nasional melalui 
kerangka Offi  cial Development 
Assistance (ODA) serta hibah. Nilai 
komitmen ODA Jepang sampai dengan 
2030 adalah sebesar Rp. 411,3 miliar 
dan 45 kegiatan.

Dalam dimensi ekonomi, Jepang 
merupakan salah satu mitra ekonomi 
yang terpenting dan salah satu negara 
mitra dagang terbesar bagi Indonesia. 
Berdasarkan data Kementerian 
Perdagangan RI, total perdagangan 

RI-Jepang tahun 2012 mencapai 
USD 52,90 milyar. Sedangkan untuk 
total perdagangan pada tahun 2013 
mencapai  USD 46.370.847 dan tahun 
2014 tercatat sebesar USD 40,17 milyar. 
Dengan demikian, terdapat penurunan 
volume perdagangan dalam beberapa 
tahun terakhir ini.

Penurunan ini secara tidak 
langsung disebabkan maraknya 
investasi Jepang di Indonesia. Para 
pengusaha Jepang tersebut telah 
mengimpor barang modal asal Jepang 
terutama mesin dan alat penunjang 
produksi lainnya guna menunjang 
proses produksi di Indonesia. Proses 
impor ini telah meningkatkan 
nilai impor dari Jepang sehingga 
mengakibatkan defi sit dalam neraca 
perdagangan Indonesia-Jepang.

Produk-produk ekspor Indonesia 
antara lain: minyak dan gas bumi 
serta produk non-migas seperti kayu 
lapis, mesin-mesin listrik, nikel, hasil 
tambang, hasil perikanan, udang, pulp, 
karet alam, kertas dan produk kertas, 
tekstil dan produk tekstil, furniture, 
mesin, perlengkapan listrik, kopi, 
cokelat, teh dan lainnya. Sedangkan 
produk impor utama dari Jepang ke 
Indonesia di antaranya adalah barang 
modal yang berkaitan dengan kegiatan 
investasi dan kebutuhan industri 
dalam negeri seperti mesin-mesin, 
perlengkapan elektronik, suku cadang 
kendaraan, besi baja, plastik, bahan 
kimia dan produk metal.

Telah terdapat mekanisme 
bilateral antara lain: perjanjian 
perdagangan bebas (Indonesia-Japan 
Economic Partnership Agreement/IJ-
EPA), Indonesia-Japan Joint Economic 
Forum (IJ-JEF), Indonesia-Japan Energy 
Policy Dialogue (IJ-EPD) dan Indonesia-
Japan Energy Round Table (IJ-ERT).

Berdasarkan data BKPM, investasi 
langsung (FDI) dari Jepang ke 
Indonesia selama tahun 2014 mencapai 
USD 2,7 miliar dengan jumlah proyek 
sebanyak 1374 proyek, sedangkan 
pada tahun 2013, realisasi investasi 
Jepang mencapai USD 4,96 miliar (958 
proyek). Sektor-sektor investasi yang 
diminati antara lain: a). alat angkutan 
dan transportasi; b). Logam dasar, 
barang logam, mesin dan elektronik; 
c). Makanan; d). Kimia dasar, barang 

kimia dan farmasi; dan e). Karet, 
barang karet dan plastik.

Sosial Budaya
Hubungan sosial budaya antara 

Indonesia dan Jepang telah terjalin 
dengan baik sejak lama. Untuk 
mewadahi jalinan hubungan kerja 
sama yang lebih baik, telah dibentuk 
beberapa lembaga persahabatan 
Jepang dan Indonesia. Lembaga-
lembaga tersebut antara lain adalah: 
Japan – Indonesia Association 
(Japinda), Organization Council Japan-
Indonesia Friendship (Nihon-Indonesia 
Yukodantai Kyogikai), Tokyo Lagu-
Lagu kai, Tanah Air kai, Merah Putih 
kai, Yayasan Gesang, Teman Sejati kai, 
Hokaido-Indonesia kai, Hiroshima-
Indonesia kai, Kyoto-Indonesia Yuko 
Kyokai, Kansai-Indonesia Yuko Kyokai, 
Okinawa-Indonesia Yuko Kyokai, 
Nagasaki-Indonesia Yuko Kyokai, 
Kyushu-Indonesia Yuko Kyokai, dan 
Garuda Kumamoto kai. Sementara 
itu, di Indonesia juga terdapat banyak 
lembaga persahabatan antara lain; 
Perhimpunan Persahabatan Indonesia 
Jepang (PPIJ) dan Perhimpunan Alumni 
dari Jepang (Persada).

Kerja sama sister city/province 
saat ini juga semakin berkembang. 
Saat ini terdapat 6 sister city/province 
arrangements yang telah dikukuhkan 
dengan MoU yaitu Jakarta-Tokyo, 
Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi 
(Kitakyushu dan Kobe), Medan-
Ichikawa, Jawa Timur-Osaka Prefecture 
dan Papua-Yamagata Prefecture.

Menurut data statistik Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, 
jumlah wisatawan asing dari Jepang 
pada tahun 2014 adalah sebanyak 
486.687 orang, menurun sebesar 1,54 
persen dibandingkan periode yang 
sama tahun 2013. Di sisi lain jumlah 
wisatawan Indonesia ke Jepang pada 
tahun 2013 tercatat sebesar 136.797 
orang, meningkat secara signifi kan 
sebesar 25,8 persen dibandingkan 
tahun 2012 yang hanya  101.498 orang 
dan tahun 2011 yang hanya mencatat 
sebesar 61.911 orang. Peningkatan 
jumlah wisatawan Indonesia ke Jepang 
ini tampaknya mendorong Japan 
National Tourism Organization (JNTO) 
membuka kantor perwakilannya di 
Jakarta tanggal 24 Maret 2014.
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Jepang merupakan negara yang 
penting dalam rangka pengembangan 
sumber daya manusia khususnya 
di bidang pendidikan. Pada tanggal 
5 Juli 2012 telah ditandatangani 
Memorandum Kerja Sama antara 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI dan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Olah 
Raga, Sains dan Teknologi (MEXT) 
Jepang tentang Kerja Sama di bidang 
Pendidikan di Yogyakarta. Kerja sama 
pendidikan RI-Jepang lebih lanjut 
meliputi kerja sama Re-inventing 
Japan Project periode tahun 2012-2017,, 
kerja sama penelitian dan pertukaran 
mahasiswa periode tahun 2012-2015 
(dengan Japan Rectors Consortium).

Japan Overseas Cooperative 
Association (JOCA), sebagai 
implementing agency, mengadakan 
Japan-East Asia Network of Exchange 
Students and Youths (JENESYS) 2.0: 
Japan-ASEAN-Oceanian Students and 
Youth Exchange dengan topik Election 
Program Visit pada 2-10 September 
2014. Kegiatan ini diikuti oleh 56 
peserta dari 9 negara anggota ASEAN 
(termasuk Indonesia) dan Timor Leste. 
Program ini merupakan salah satu 
prioritas Pemerintah Jepang untuk 
mendiseminasikan kebudayaan Jepang 
ke seluruh dunia. 

Dalam program ini, para peserta 
mendapatkan berbagai informasi 
mengenai sistem pemilu di Jepang, 
kemajuan teknologi perusahaan 
Jepang, dan kebudayaan Jepang 
melalui program home stay. Program 
ini merupakan two-way street yang 
dapat digunakan Indonesia untuk 
mempromosikan kebudayaan 
Indonesia serta memperkaya 
pengetahuan peserta dari Indonesia. 
Oleh sebab itu, Indonesia perlu 
menggunakan kesempatan ini 
dengan sebaik-baiknya dan berusaha 
meningkatkan koordinasi antar 
Kementerian terkait (Kementerian 
Pemuda dan Olahraga, Kementerian 
Luar Negeri serta Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi) 
dalam memfasilitasi dan mendukung 
siswa dan mahasiswa Indonesia untuk 
mengikuti program JENESYS 2.0 ini.
Pelaksanaan program pelatihan teknis 
untuk tenaga magang dari Indonesia. 
Hingga 2013, jumlah peserta mencapai 
32.874 orang yang bekerja di 14.442 

perusahaan yang sebagian besar 
berskala kecil-menengah

Fasilitasi pengiriman perawat dan 
perawat lansia Indonesia ke Jepang 
dalam kerangka IJEPA. Hingga Juni 
2013, Pemerintah RI telah berhasil 
mengirimkan 1048 perawat dan 
perawat lansia ke Jepang. Peningkatan 
jumlah pelajar Indonesia yang belajar 
di Jepang (2011: 2160 orang; 2012: 
2192 orang; 2013: 2256 orang) dan 
jumlah pelajar Jepang di Indonesia 
(2011: 144; 2012 dan 2013: 172 orang). 
Peningkatan jumlah turis Jepang yang 
berkunjung ke Indonesia (2011: 412 
ribu; 2012: 445 ribu; 2013: 479 ribu).

Republik Korea

Kemitraan Strategis RI-Republik 
Korea yang ditandatangani tahun 
2006 telah menjadi momentum yang 
mendorong kerja sama kedua negara 
ke arah yang lebih intens. Republik 
Korea merupakan negara yang 
paling aktif dalam menindaklanjuti 
Kemitraan Strategis dengan RI. 
Republik Korea merupakan mitra 
dagang terbesar keempat dan secara 
kumulatif merupakan mitra investor 
terbesar selain juga mitra utama 
dalam industri pertahanan.

Politik
Hubungan bilateral RI-Republik 

Korea terus berkembang, terutama 
sejak ditandatanganinya Joint 
Declaration on Strategic Partnership 
to promote Friendship and Cooperation 
in the 21st Century oleh kedua 
Kepala Negara di Jakarta pada saat 
kunjungan Presiden Republik Korea, 
Roh Moo-Hyun ke Indonesia tanggal 4 
Desember 2006. Dari beberapa negara 
yang menjalin kemitraan strategis 
dengan Indonesia (RRT, Jepang, India, 
Amerika Serikat, Rusia, Republik 
Korea dan Australia), Republik Korea 
merupakan negara yang paling aktif 
dalam menindaklanjuti Kemitraan 
Strategis. Bagi Republik Korea, 
Indonesia memiliki arti strategis dan 
menjadi prioritas utama dalam kerja 
sama pertahanan keamanan di antara 
negara ASEAN karena 99 persen impor 
minyak dan 30 persen perdagangan 
Republik Korea melewati selat Malaka.

Terkait dengan masalah di 
Semenanjung Korea, Indonesia 
senantiasa mendukung diupayakannya 
penyelesaian konfl ik secara damai 
melalui Six-Party Talks, terus 
mendorong denuklirisasi sesuai dengan 
norma-norma Non-Proliferation 
Treaty (NPT) dan Comprehensive Test 
Ban Treaty (CTBT), serta mendukung 
normalisasi hubungan antara Republik 
Korea dan Republik Demokratik Rakyat 
Korea.

Indonesia dan Republik Korea 
termasuk dua negara yang aktif dalam 
upaya internasional menghadapi 
tantangan pemanasan global. 
Pemerintah Republik Korea akan 
mendirikan Global Green Growth 
Institute untuk berbagi pengalaman 
dan teknologi kepada negara-negara 
lain guna turut berkontribusi dalam 
mensukseskan green growth dan 
penanganan pemanasan global. 
Dalam kaitan ini, Indonesia dan 
Republik Korea telah membahas dan 
merintis kerja sama investasi di bidang 
kehutanan dan lingkungan hidup, 
seperti dengan Pemerintah Daerah 
Kalimantan Timur dan Kalimantan 
Selatan dalam konteks REDD. 

Terkait pertemuan tingkat pejabat 
tinggi, pada tanggal 11 Desember 
2014, Presiden RI, Susilo Bambang 
Yudhoyono dengan Presiden Park 
Geun-hye di sela-sela ASEAN-ROK 
Commemorative Summit, tanggal 
11 Desember 2014. Selain itu pada 
tahun 2014, Menteri Luar Negeri RI 
telah berpartisipasi pada pertemuan 
informal antara Meksiko, Indonesia, 
Republik Korea, Turki dan Australia 
(MIKTA) di Meksiko, 13-14 April 
2014. Dalam kesempatan pertemuan 
bilateral antara Menteri Luar Negeri 
RI dan Menteri Luar Negeri Republik 
Korea, disepakati bahwa kedua 
belah pihak akan mendorong upaya 
penyelesaian negosiasi Indonesia-
Korea Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IK-CEPA) 
yang menguntungkan kedua belah 
pihak. Terkait dengan kerja sama 
antara Republik Korea dan ASEAN, 
Menteri Luar Negeri Republik Korea 
menghargai peran aktif Indonesia 
sebagai coordinating country 
hubungan antara ASEAN-Republik 
Korea dan mengharapkan agar ASEAN-
Republic of Korea Commemorative 
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Summit yang akan dilaksanakan pada 
akhir tahun 2014 di Busan dapat 
berlangsung dengan sukses. 

Selanjutnya dalam pertemuan ke-2 
G-to-G yang diadakan di Seoul, Republik 
Korea tanggal 23-25 April 2014, kedua 
belah pihak membahas konfi gurasi 
mesin yang akan digunakan pada 
pesawat KF-X. Pihak Angkatan Udara 
Republik Korea dan TNI-AU sebagai 
end user menginginkan agar pesawat 
tersebut menggunakan double engine, 
namun DAPA justru menginginkan 
single engine. Pemerintah Indonesia 
juga kembali menekankan 
keinginannya untuk membangun 1 
unit prototype di Indonesia.

Wakil Preseiden RI juga telah 
melaksanakan pertemuan bilateral 
dengan Utusan Khusus Presiden 
Republik Korea, The Hon. Mr. Kim Tae-
Hwan dan The Hon. Mr. Ham Ji-kyu  
setelah acara inaugurasi Presiden dan 
Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 
2014 di Istana Negara.

Selanjutnya, Menlu RI telah 
melaksankan pertemuan bilateral 
dengan Menlu Republik Korea, H.E. Mr. 
Yun Byung-Se, di sela-sela Pertemuan 
Tingkat Menteri Meksiko, Indonesia, 
Korea, Turki, dan Australia (MIKTA) 
di Meksiko, tanggal 14 April 2014, di 
sela-sela Bali Democracy Forum ke-7, 
pada 10 Oktober 2014, serta di sela-sela 
penyelenggaraan KTT APEC di Beijing, 
pada tanggal 8 November 2014.

Ekonomi
Kemitraan Strategis telah menjadi 

momentum yang mendorong kerja 
sama kedua negara ke arah yang lebih 
intens, namun menyebabkan Indonesia 
mengalami defi sit yang cukup 
besar selama 5 tahun terakhir. Hal 
tersebut disebabkan oleh penurunan 
permintaan beberapa barang tambang 
Indonesia dari Republik Korea karena 
pengalihan impor Korea ke negara-
negara lain seperti Australia, Jepang, 
dan Amerika Serikat. 

Indonesia adalah mitra dagang 
terbesar kedelapan Republik Korea 
sebagai negara tujuan ekspor, 
sedangkan Republik Korea adalah 
mitra dagang terbesar Indonesia 
yang keempat. Volume perdagangan 
Indonesia dan Republik Korea dalam 

tiga tahun terakhir (2011-2013), total 
perdagangan kedua negara mencapai 
USD 23,01 milyar, atau menurun 
7,36% dari periode yang sama di tahun 
sebelumnya yang mencatat total nilai 
perdagangan sebesar USD 27,02 milyar. 
Pada tahun 2014 total perdagangan 
kedua negara adalah USD 22,46 
milyar dengan defi sit pada neraca 
perdagangan Indonesia sebesar USD 
1,2 milyar. 

Pemerintah dan investor Republik 
Korea telah berkomitmen untuk 
berpartisipasi dalam program Master 
Plan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI) dengan menawarkan 
pembangunan 3 (tiga) mega proyek, 
yaitu: Jembatan Selat Sunda, 
pembangkit tenaga listrik Bojonegara 
dan Multi Industrial Complex untuk 
pengolahan hasil pertanian. Untuk 
mengawal kerja sama ekonomi 
Indonesia-Republik Korea tersebut, 
saat ini telah terbentuk suatu Joint 
Secretariat yang berlokasi di kantor 
Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian. Joint Secretariat 
ini berfungsi untuk memfasilitasi 
masuknya investasi terkait dengan 
proyek MP3EI dari Republik Korea 
ke Indonesia dan mengevaluasi 
kesepakatan kerja sama ekonomi 
kedua negara yang dihasilkan oleh 
forum WLTF.

Terdapat beberapa hal penting 
yang perlu dicermati. Pertama, 
komposisi ekspor Indonesia ke 
Republik Korea  didominasi oleh ekspor 
non migas. Kedua, perkembangan 
nilai impor sektor non-migas dari 
Republik Korea, telah meningkat lebih 
pesat dibanding nilai ekspor sektor 
non-migas Indonesia ke Republik 
Korea.  Sehingga, perlu diwaspadai 
Indonesia akan menghadapi kondisi 
defi sit dalam neraca perdagangan 
antar kedua negara dalam beberapa 
tahun ke depan. Kedua hal tersebut, 
akan menjadi sisi lemah bagi Indonesia 
dalam perdagangan bilateral antara 
Indonesia dan Republik Korea.

Produk ekspor non-migas utama 
Indonesia ke Republik Korea adalah 
barang-barang tambang (batubara, 
nikel, tembaga, dll), karet alam, 
bahan kimia, produk kayu, benang, 
dan peralatan listrik rumah tangga. 

Penurunan permintaan beberapa 
barang tambang Indonesia dari 
Republik Korea disebabkan pengalihan 
impornya ke negara-negara lainnya 
seperti Australia, Jepang, dan Amerika 
Serikat.    

IKEF ke-7 dan 4th Korea-Indonesia 
Working Group on Gas Utilization 
diselenggarakan pada 2 Juni 2014 di 
Jeju, Republik Korea. Pada IKEF ke-7, 
Indonesia menyampaikan keseriusan 
untuk mengembangkan sumber daya 
non-konvensional dan panas bumi, 
serta menyampaikan peluang kerja 
sama di sub sektor kelitbangan dan 
kediklatan sektor ESDM. Pihak Republik 
Korea juga menyampaikan peluang 
kerja sama dalam pengembangan SNG 
dan solar energy system. Sementara 
itu, pada 4th Korea-Indonesia Working 
Group on Gas Utilization juga dilakukan 
penandatanganan MoU antara 
Pertamina dan Korea Register tentang 
FS on LNG Bunkering Terminal dan 
MoU antara PT Cipta Energy Lestari 
dan Hanmie Plant Co terkait biomass 
power plant and wood chip industry in 
Sendawar, East Kalimantan, Indonesia. 

Terkait kerja sama pengembangan 
dan pengoperasian kompleks 
mekanisasi usaha tani (mechanized rice 
farming complex), pihak Korea akan 
menyediakan mesin-mesin pengolahan 
padi dan pelatihan pengoperasian 
mesin serta alih teknologi. Lokasi 
proyek di Kecamatan Purwanegara 
Kabupaten Banjarnegara Jateng dan 
tengah dalam tahap desain konstruksi 
yang diharakan selesai pada akhir 
tahun 2013 sehingga awal 2014 
pembangunan sudah berjalan.

Saat ini Pemerintah Republik 
Korea yang diwakili oleh Kedutaan 
Besar Republik Korea di Jakarta sedang 
menyusun Framework Arrangement 
terkait Proyek Hibah tahun 2014, 
dengan difasilitasi oleh Kementerian 
Luar Negeri RI. Penyaluran hibah 
tersebut akan dilakukan oleh Korea 
International Cooperation Agency 
(KOICA). Terdapat 5 (lima) proyek yang 
akan dilaksanakan dibawah skema 
Framework Arrangement tersebut, 
yaitu: Master Plan and Pilot System 
for Road Data Center Operation in 
Indonesia, Capacity Development for 
Safety Management of Public Facilities, 
Development of the fl ood forecasting 
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and warning system in the upstream 
of Citarum River Basin, Consulting and 
feasibility study on the Establishment 
of Mine Hazard Management Sytem, 
dan Government Security Emergency 
Response (SER) System and National 
Certifi cation Authority (CA) for 
e-Government. Di saat yang bersamaan, 
kedua negara juga tengah menyusun 
konsep Framework Agreement 
yang akan mengatur keseluruhan 
penyaluran hibah dari Pemerintah 
Republik Korea kepada Indonesia.
Peningkatan investasi Republik Korea 
ke Indonesia secara sangat signifi kan, 
baik yang baru maupun ekspansi 
oleh perusahaan raksasa terkemuka 
seperti POSCO, Samsung, Hyundai dan 
Hankook Tires (2011: USD 1,21 milyar; 
2012: USD 1,94 milyar; 2013: USD 2,24 
milyar).

Komitmen Pemerintah dan swasta 
Republik Korea dalam berbagai proyek 
pembangunan infrastruktur di bawah 
MP3EI, pengembangan Green Cars, 
kerja sama agribisnis, dan lingkungan 
hidup. Tren perdagangan bilateral 
positif selama lima tahun terakhir 
dengan kenaikan rata-rata 15,7% dan 
surplus perdagangan selama 2010-
2012.

Partisipasi aktif pada perundingan 
Indonesia-Korea Comprehensive 
Economic Partnership Agreement (IK-
CEPA) yang telah diadakan 7 putaran 
dari tahun 2012-2013.

Indonesia mengalami defi sit yang 
cukup besar dalam perdagangan 
bilateral dengan Republik Korea 
selama 5 tahun terakhir. Hal 
tersebut disebabkan oleh penurunan 
permintaan beberapa barang tambang 
Indonesia dari Republik Korea karena 
pengalihan impor Korea ke negara-
negara lain seperti Australia, Jepang, 
dan Amerika Serikat.

Sosial Budaya
Seiring dengan perkembangan ini, 

people-to-people contact antara kedua 
negara juga menunjukkan intensitas 
yang semakin tinggi. Saat ini tercatat 
sekitar 30.709 warga negara Indonesia 
bekerja atau belajar di Republik 
Korea, sementara itu Kedutaan Besar 
Republik Korea mencatat lebih dari 
40 ribu warga negara Republik Korea 
yang tinggal dan bekerja di Indonesia. 

People-to-people contact juga diperkuat 
dengan pertukaran misi budaya, 
pemuda dan pelajar/mahasiswa serta 
wisatawan antara kedua negara. Pada 
tahun 2013, jumlah wisatawan Korea 
yang berkunjung ke Indonesia tercatat 
mencapai 324.560 orang, sedangkan 
jumlah wisatawan Indonesia ke 
Republik Korea, menurut Korea Tourism 
Agency, mencapai 189.189 orang.

Penguatan people-to-people contact 
(jumlah WNI di Korea mencapai lebih 
dari 37 orang sedangkan jumlah WN 
Korea di RI sebanyak 40 ribu orang; 
jumlah pelajar Indonesia di Korea 
mencapai lebih dari 1.000 orang dan 
jumlah pelajar Korea di Indonesia 
sebanyak 200 orang). Telah juga 
dilakukan fasilitasi pendirian Pusat 
Kebudayaan Korea (Korean Cultural 
Center) di Jakarta pada 18 Juli 2011.

Republik Rakyat Tiongkok

Hubungan bilateral RI-RRT 
mengalami kemajuan pesat dengan 
peningkatan kerja sama menjadi 
Kemitraan Strategis Komprehensif 
pada tahun 2013. Meningkatnya 
perekonomian, baik di Indonesia 
maupun di RRT, pada kenyataannya 
menjadi daya tarik warga kedua 
negara, baik untuk kepentingan 
perdagangan, investasi, pariwisata, 
pendidikan maupun budaya.  Dengan 
semakin meningkatnya arus lalu lintas 
manusia dari kedua negara, diperlukan 
pengelolaan dan kerja sama yang baik 
antara kedua negara. Mekanisme 
bilateral yang telah terbangun di 
berbagai bidang dan tingkatan kiranya 
akan mampu menampung dinamika 
tersebut, disertai harapan bahwa setiap 
permasalahan yang muncul dapat 
diselesaikan melalui cara-cara damai, 
sederajat dan saling menguntungkan.

Sementara itu, hubungan ekonomi 
Indonesia dengan RRT sebagai mitra 
dagang utama dan sumber investasi 
potensial diwarnai dengan upaya 
Pemri mendorong investasi RRT 
pada proyek MP3EI di Indonesia 
dan upaya kedua negara mengelola 
isu ketidakseimbangan neraca 
perdagangan dan akses bagi produk-
produk Indonesia. Kemajuan ekonomi, 
militer, teknologi hingga sumber daya 

manusia dan soft power menjadikan 
RRT sebagai salah satu kekuatan 
baru dunia. Perkembangan ini jelas 
memerlukan perhatian khusus, 
termasuk Indonesia.

Presiden RI telah melakukan 
pertemuan bilkateral dengan Presiden 
RRT, H.E. Xi Jinping dan PM RRT, H.E. Li 
Keqiang, di sela-sela KTT APEC 2014 di 
Beijing, pada tanggal 9 November 2014. 
Menlu RI juga telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu 
RRT, Wang Yi, di Jakarta, pada tanggal 
3 November 2014.

Politik
Penguatan kerja sama bilateral 

melalui penandatanganan dokumen: (i) 
Plan of Action Kemitraan Strategis 2010-
2015; (ii) Joint Communique Presiden RI-
PM RRT April 2011; (iii) Joint Statement 
Presiden RI-RRT Maret 2012.

Peningkatan hubungan bilateral 
dari Kemitraan Strategis menjadi 
Kemitraan Strategis Komprehensif 
melalui penandatanganan dokumen 
Future Direction of Indonesia-China 
Comprehensive Strategic Partnership 
pada saat kunjungan Presiden RRT ke 
Indonesia pada Oktober 2013.

Presiden RI juga telah menerima 
courtesy call Vice Chairwoman  RRT, 
H. E. Madam Yan Junqi setelah acara 
inaugurasi Presiden dan Wakil 
Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014.

Ekonomi
RRT telah menjadi mitra dagang 

utama RI. Nilai perdagangan terus 
meningkat dalam lima tahun terkahir 
dengan kenaikan rata-rata 19,58% 
(2011: USD 49 milyar, 2012: USD 51 
milyar; 2013: USD 52 milyar).

RRT juga menjadi pendukung 
pembangunan infrastruktur di 
Indonesia.
• Preferential buyer’s credit RRT yang 

telah digunakan sebesar USD 1,8 
milyar;

•  Komitmen tambahan pinjaman 
USD 1 milyar (April 2011);

•  Komitmen tambahan pinjaman 
USD 4 milyar (apabila Indonesia 
butuhkan). 

Masalah perbedaan data 
perdagangan kedua negara cukup 
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mencolok dan perlu mendapatkan 
perhatian khusus kedua negara. Hal 
ini penting mengingat Pemimpin 
kedua negara pada tanggal 29 April 
2011 telah menetapkan target nilai 
perdagangan sebesar USD 80 milyar 
pada tahun 2015. Target tersebut akan 
tidak berimbang, mengingat data 
perdagangan RRT selama ini selalu 
melampaui data perdagangan RI. 
Dalam kaitan ini, dikhawatirkan RRT 
akan menproklamirkan pencapaian 
target perdagangan jauh lebih awal 
dibanding RI. Hal ini tentunya akan 
merugikan RI. 

Seiring dengan peningkatan kerja 
sama ekonomi dan pembangunan RRT, 
kompleksitas dan masalah di bidang 
kerja sama ini juga meningkat. Tidak 
sedikit dari komitmen kerja sama 
dan bantuan RRT sulit direalisasikan 
oleh Pemerintah RRT karena faktor 

keterbatasan wewenang dan perlunya 
koordinasi Kementerian Perdagangan 
RRT dengan instansi RRT lain terkait. 
Forum Konsultasi Bersama tingkat 
Menko Perekonomian dan Wakil PM 
diharapkan dapat mempercepat proses 
pengambilan keputusan di pihak RRT. 
Saat ini RRT memiliki forum serupa 
dengan India, Jepang, Korea Selatan 
dan AS.

Seiring dengan peningkatan kerja 
sama bilateral di bidang ekonomi, 
keuangan dan pembangunan, 
Indonesia memandang perlu untuk 
membentuk forum dialog bilateral 
tingkat Menko Perekonomian RI/Wakil 
PM RRT bidang perekonomian

Sosial Budaya
Terkait rencana kerja sama 

pertukaran satwa Komodo-Panda, 
pihak RI keberatan atas permintaan 

pihak RRT agar Indonesia menyediakan 
conservation fund sebesar US$ 1 juta per 
tahun (sesuai skema peminjaman Giant 
Panda). Hal ini mengingat rencana 
pertukaran komodo dan panda ini 
merupakan prakarsa kedua pemimpin 
negara untuk kepentingan konservasi 
Ex-Situ yang dilaksanakan melalui 
mekanisme tukar menukar satwa 
(animal exchange) bukan peminjaman.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Pada tanggal 23-24 November 
2014 telah diadakan Pertemuan 
Kekonsuleran RI-RRT di Bali 
yang membicarakan berbagai 
isu kekonsuleran kedua negara, 
diantaranya menyangkut penjajakan.

II.2  Kawasan Amerika dan Eropa

Amerika Serikat

H ubungan bilateral RI-AS berada 
pada titik terbaik pada sepanjang 
sejarah bilateral pada periode Presiden 
Barack Obama dengan tercapainya 
Kemitraan Menyeluruh (Comprehensive 
Partnership Agreement) pada tahun 
2010. Kemitraan memberikan dasar 
pijakan yang kuat bagi peningkatan 
hubungan dan kerja sama RI-AS 
berdasarkan prinsip kesetaraan (equal 
partnership), berpandangan ke depan 
(forward looking) dan mengoptimalkan 
segala kesempatan (opportunity driven). 

Menlu RI telah melaksankan 
pertemuan dengan Senator John McCain 
dan Senator Sheldon Whitehouse, 
tanggal 11 Agustus 2014. Pada tanggal 
20 Oktober 2014, Presiden RI telah 
menerima courtesy call Menlu Amerika 
Serikat, Senator John Kerry setelah 
acara inaugurasi Presiden dan Wakil 
Presiden RI. Selanjutnya, Presiden 
RI telah melaksanakan pertemuan 
bilateral dengan Presiden Amerika 
Serikat, Barack Obama, di sela-sela KTT 
APEC, pada tanggal 10-12 November 
2014. Dalam kesempatan yang sama 
juga dilaksanakan Pertemuan Bilateral 
antara Menlu RI dengan Menlu 

Amerika Serikat, H.E. John Kerry, di 
sela-sela penyelenggaraan KTT APEC, 8 
November 2014.

Politik
Tahun 2014 menandai 

penguatan kerja sama RI-AS dengan 
dilaksanakannya The 4h Joint 
Commision Meeting (JCM ke-4) tingkat 
Menlu di Jakarta, 17 Februari 2014, 
kunjungan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono ke Washington, DC, 25-
27 September 2014 dan pertemuan 
bilateral Presiden Joko Widodo dan 
Presiden Barack Obama di sela-
sela pertemuan APEC di Beijing, 10 
November 2014.

MoU Indonesia-US dalam 
Triangular Cooperion on South-South 
Cooperation yang ditandatangani 
pada Februari 2014 merupakan 
modalitas dan France Works untuk 
mempromosikan nilai-nilai demokrasi, 
HAM, dan Good Governance di kawasan 
maupun dunia islam. Pihak AS 
memberikan perhatian besar bagi kerja 
sama Indonesia dan AS khususnya 
dalam bidang reformasi militer dan 
Good Governance di Myanmar. Di 
bidang kerja sama militer, melalui 
program Foreign Military Sales (FMS), 

di tahun 2014 telah dikirim 5 unit 
pesawat F-16 yang menjadi awal dari 
proses pengiriman bertahap hingga 
2016. Helikopter Apache direncanakan 
akan dikirim berahap mulai tahun 
2017. Sementara itu, dibidang kerja 
sama penegakkan hukum sepanjang 
tahun 2014 elah diselenggarkan 5 
(lima) pelatihan anti teror yang digelar 
di AS, diikuti sekitar 100 personel Polri 
dari satuan Brimob, Gegana, Densus 88 
AT, dan labfor.

Ekonomi
Di sektor ekonomi tercatat 

peningkatan di bidang perdagangan 
dan investasi. Nilai perdagangan RI-
AS tahun 2013 berdasarkan data US 
Department Commerce mencatat rekor 
tertinggi sepanjang sejarah hubungan 
bilateral kedua negara dengan total 
perdagangan sebesar USD 27,97 
Milyar, meningkat 7,58% dari tahun 
sebelumnya.

Investasi AS di Indonesia terus 
meningkat secara signifi kan dari tahun 
ke tahun yang juga ditandai dengan 
pembentukan Indonesia-US Investment 
Alliance antara US Chamber of 
Commerce dengan KADIN dan APINDO 
pada Mei 2014. Investasi AS tersebut 
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direalisasikan dalam 156 proyek, 
mencakup pertambangan, industri alat 
angkut dan transportasi, makanan, 
industri kimia dan konstruksi. AS 
merupakan investor asing terbesar 
ketiga tahun 2013.

Guna mendukung pencapaian 
target realisasi investasi AS ke 
Indonesia sebesar USD 61 Milyar dalam 
5 tahun ke depan, pada November 
2014 telah dilaksanakan US-Indonesia 
Investment Summit dan kunjungan 
20-20 Investment Association, sebuah 
asosiasi investasi internasional yang 
mewakili pengelolaan aset investasi 
sebesar USD 8 trilyun di Jakarta. 

Dalam penanganan isu-isu 
perdagangan, penyelesaian win-win 
Solutions melalui penndatanganan MoU 
untuk mengakhiri sengketa Cigarettes 
(DS-406) oleh Pemerintah Indonesia 
dan AS di WTO, Jenewa dan bebasnya 
Indonesia dari tuduhan penyelidikan 
Countervailing Duty (CVD) atas impor 
Monosodium Glutamate (MSG).

Pada industri kelapa sawit, pada 
24 September 2014, telah dilakukan 
penandatanganan pledge industri 
kelapa sawit di Indonesia untuk 
menjaga lingkungan dan melindungi 
hak masyarakat lokal dalam produksi 
kelapa sawit secara berkelanjutan 
oleh beberapa perusahaan AS dan 
Indonesia dengan didukung oleh 
KADIN. Penandatanganan tersebut 
disaksikan oleh Presiden RI beberapa 
perwakilan OI, eksekutif perusahaan 
global dan pemerhati lingkungan.

Sosial Budaya
Pendekatan people to people 

menjadi perhatian KBRI guna 
promosi Indonesia baik melalui seni-
budaya maupun kuliner. KBRI telah 
memperkenalkan kuliner Indonesia 
kepada mahasiswa AS, seperti dengan 
Stratford University pada November 
2014 dengan menghadirkan Chef 
Indonesia Sdri. Putri Rizky Mumpuni.

Selain itu, pada tanggal 4 dan 5 
Oktober 2014, untuk kedua kalinya 
diselenggarakan “Annual Event: 
Performing Indonesia 2014: Music 
Dance Ana Theater krom West Java” 
yang diantaranya menampilkan 
pertunjukan angklung oleh 200 anak 
SD dari Washington DC, Maryland dan 

Virginia. Rangkaian acara tersebut 
dihadiri oleh lebih dari 1000 orang 
pengunjung.

Di bidang pendidikan dan 
penelitian, untuk pertama kalinya dual 
master degree berhasil dilaksanakan 
antara universitas di kedua negara 
yaitu Universitas Negeri Semarang 
dengan Ohio State University. Di bidang 
penelitian, pada April 2014 disepakati 
perpanjangan kerja sama selama 5 
tahun antara Harvard Medical School, 
Cambridge, MA dengan UGM yang telah 
berlangsung selama 10 tahun. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Dalam hal perlindungan 
WNI, KBRI Washington DC bekerja 
sama dengan Telkom USA telah 
mengembangkan program SMS 
Perlindungan Selamat Datang, yang 
berupa pengiriman pesan singkat 
mengenai nomor hotline perlindungan 
WNI di Perwakilan RI di AS, yang akan 
diterima oleh para WNI pelanggan 
Telkomsel pada saat ketibaan di AS.

Capaian Pokok Kerja Sama
RI–Brasil

1. Pembukaan kantor Atase 
Pertahanan Brasil di Jakarta.

2. Pengiriman 8 Super Tucano 
EMB-314/A-29.

3. Penandatanganan MoU Kerja 
Sama antara Institute for 
Peace and Democracy dengan 
Fundaçao Alexandre de 
Gusmao (FUNAG).

4. Inisiatif baru untuk 
membentuk MoU Kerja sama 
Pertukaran Informasi terkait 
Tarif dan MoU Budaya.

5. Finalisasi MoU di bidang 
Pertahanan.

Brasil
Hubungan bilateral Indonesia-

Brazil telah berusia 61 tahun. 
Penandatangan Deklarasi Kemitraan 
Strategis Indonesia-Brazil pada tahun 
2008 dan Rencana Aksinya pada tahun 
2009, semakin menunjukan hasil 
capaiannya dalam berbagai sektor. 

Politik
Tahun 2014, merupakan tahun 

pesta demokrasi di kedua negara. Di 

mana pemilihan Umum dilaksanakan 
pada waktu yang berdekatan. 
Peningkatan hubungan bilateral di 
bidang politik ditandai antara lain 
pertemuan bilateral Menlu R.M. Marty 
M. Natalegawa dengan José Antonio 
Dias Toffoli, Minister of the Supreme 
Federal Curt and President of the 
Electoral High Court of Brazil (ketua 
delegasi Brasil ke BDF 2014) di sela – 
sela pertemuan Bali Democracy Forum 
VII di Bali, 10 Oktober 2014. Dalam 
kesempatan tersebut, Indonesia – 
Brasil menjajaki kerja sama demokrasi 
dalam hal teknologi electronic voting 
untuk Pemilihan Umum. 

Selain itu, juga telah ditandatangani 
2 (dua) MoU Kerja sama yaitu: 
• MoU antara Institute for Peace and 

Democracy (IPD) dan the Superior 
Electoral Court (TSE).

• MoU antara Institute for Peace and 
Democracy (IPD) dan Fundacao 
Alexandre de Gusmao (FUNAG), 
dalam rangka penguatan dialog 
terkait kemajuan demokrasi  

Beberapa kunjungan penting 
pejabat tinggi kedua negara antara 
lain: 
• Kunjungan Waka BIN, Marsda 

TNI Maroef Syamsoeddin untuk 
bertemu Wakil Direktur ABIN 
(Agencia Brasileira de Intelegencia), 
Mr. Ronaldo Martins Belham di 
Brasilia (14 Februari 2014).

• Kunjungan Wamendikbud bidang 
pendidikan RI ke Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (13 
Oktober 2014).

Tahun 2014 juga merupakan tahun 
keemasan bagi kerja sama di bidang 
Pertahanan, dimana terdapat 3 (tiga) 
capaian yaitu: 
• Dibukanya kantor Atase 

Pertahanan Brasil di Jakarta dengan 
penempatan Atase Angkatan Darat, 
Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara. 

• Realisasi kerja sama pengadaaan 
alutsista dengan pengiriman 8 dari 
16 Super Tucano EMB-314/A-29 
dari Brasil yang telah dipesan pada 
tahun 2011.  

• Finalisasi Perjanjian Kerja sama 
Pertahanan.

Indonesia dan Brasil juga 
menunjukan kedekatannya melalui 
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kerja sama saling dukung dalam 
pencalonan di berbagai badan-badan 
internasional.

Ekonomi
Kemitraan Strategis Indonesia 

- Brazil semakin terefl eksi dengan 
peningkatan volume perdagangan 
bilateral setiap tahunnya sejak 5 
tahun terakhir. Pada periode Januari – 
Agustus 2014, total nilai perdagangan 
bilateral RI-Brazil tercatat USD 2,5 
milyar, mengalami kenaikan 15,78% 
dari periode yang sama tahun 2013.

Nilai ekspor Indonesia sebesar 
USD  996 juta lebih didominasi oleh 
produk minyak kelapa sawit yang 
meningkat 71%. Nilai impor Indonesia 
mencapai sebesar USD  1,6 milyar, 
yang didominasi oleh produk turunan 
kedelai yang mencapai USD 575 juta 
dan diikuti gula tebu sebesar USD 132 
juta.

Dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 
ke-29 tahun 2014 di Jakarta, terdapat 
13 pengusaha asal Brazil yang turut 
berpartisipasi. Brasil masih merupakan 
sumber investasi luar negeri terbesar di 
Indonesia dari kawan Amerika Selatan 
dan Karibia.

Sosial Budaya
Upaya peningkatan citra Indonesia 

di Brazil telah dilakukan secara intensif 
antara lain melalui pameran pariwisata 
di Sao Paulo (24-28 September 2014) 
dan di Gramado (6 – 9 November 2014).  
Sedangkan untuk diplomasi kuliner, 
pada tanggal 8-9 Maret 2014, telah 
dilaksanakan kegiatan Indonesia Food 
Festival di Hotel Castro, Goiania.

Upaya meningkatkan hubungan 
antar masyarakat juga terus dilakukan. 
Di bidang  pendidikan, untuk tahun 

ajaran 2014/2015, terdapat 4 orang 
peserta asal Brazil penerima beasiswa 
Darmasiswa (tahun sebelumnya 3 
(peserta).  Di sisi lain, Brasil telah 
menawarkan kepada Indonesia 
beasiswa CNPq/TWAS Fellowships 
Program untuk peneliti – peneliti muda 
guna pengembangan penelitian, ilmu 
pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Di bidang olahraga, pada tanggal 
30 Maret 2014, tim sepak bola 
putra dan putri Garuda Baru telah 

berpartisipasi pada telah berpartisipasi 
pada kompetisi Street Child World Cup 
(SCWC) 2014 yang diselenggarakan di 
Espaco Lonier, Rio de Janeiro, Brazil. 
Tim Garuda Baru juga menampilkan 
tarian Indonesia dan pertunjukkan 
angklung.

Sementara itu, Tim Arung jerang 
U-19 Indonesia yang diwakili oleh 
Ciberang Banten Rafting Club pada 
tanggal 9-13 Oktober 2014, telah 
berpartisipasi pada Kejuaraan Dunia 
Arung Jeram R4 (4-rafter) di Foz do 
Iguaçu, Parana, Brazil. Tim yang terdiri 
dari 5 orang atlet, 1 orang pelatih dan 1 
orang asisten pelatih, menduduki posisi 
ke-5 pada nomor sprint dan slalom.

Secara keseluruhan jumlah WNI 
yang berada di Brazil sampai dengan 
bulan Oktober 2014 mencapai 356 jiwa, 
dengan profesi rohaniawan sebanyak 
84 orang, dan pengusaha sebanyak 20 
orang.

Belanda

Hubungan bilateral Indonesia – 
Belanda diwarnai oleh intensifi kasi 
kerja sama berlandaskan Deklarasi 
Bersama Kemitraan Komprehensif oleh 
kedua kepala pemerintahan pada bulan 
November 2013. Selama tahun 2014, 
tercatat pengembangan implementasi 
kerja sama bilateral pada lima bidang 
prioritas: [i] perdagangan dan investasi; 
[ii] pengelolaan air; [iii] infrastruktur 
dan logistik; [iv] pertanian dan pangan; 
dan [v] pendidikan. 

Politik
Belanda menghormati keutuhan 

dan integritas wilayah NKRI. Pemerintah 
Belanda senantiasa menyatakan 
dengan tegas penghormatan terhadap 
kedaulatan dan keutuhan NKRI; dan 
tidak mendukung gagasan separatis 
di Indonesia. Posisi ini terefl eksikan 
dalam kerja sama yang diberikan 
oleh Pemerintah Belanda dalam 
penanganan isu-isu khusus yaitu Papua 
dan RMS. 

Kedekatan hubungan politik 
kedua negara di tahun 2014 ditandai 
dengan intensitas pertukaran 
kunjungan pejabat tinggi Belanda ke 
Indonesia dan sebaliknya. Pada tahun 

2014 tercatat kunjungan Menteri 
Infrastruktur dan Lingkungan Belanda 
(31 Maret 2014), Kunjungan Menteri 
Pertahanan Belanda (19-20 Maret 
2014), serta kunjungan KSAL Belanda 
(23-28 Februari 2014). Selanjutnya, juga 
telah dilaksanakan pertemuan Wakil 
Presiden RI dengan Utusan Khusus 
Belanda, H.E. Herman Diederik Tjeenk 
Willink (Menteri Negara/Minister 
van Staat) setelah acara inaugurasi 
Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 
20 Oktober 2014.

Kunjungan pejabat tinggi 
Indonesia ke Belanda pada tahun 2014 
yaitu Kunjungan Wakil Presiden RI 
ke Belanda (23-27 Maret 2014) dalam 
rangka KTT Keamanan Nuklir, dan 
Kunjungan Menteri Pertahanan RI 
ke Belanda (2-5 Februari 2014) dalam 
rangka penandatanganan MoU di 
bidang Pertahanan. Dalam kesempatan 
tersebut, juga telah dilaksanakan 
Pertemuan Wakil Presiden RI dengan 
PM Belanda, H.E. Mark Rutte dan 
Ratu Belanda Maxima selaku Special 
Advocate of the UN Secretary General on 
Inclusive Finance for Development.

Indonesia juga bekerja sama 
secara erat dengan Ratu Belanda 
Maxima sebagai UN Envoy for Inclusive 
Finance, terkait isu keuangan inklusif. 
Indonesia dan Belanda memandang 
penting akses masyarakat terhadap 
layanan keuangan guna membuka 
potensi ekonomi masyarakat. Pada 
bulan Maret 2014, Wapres RI telah 
bertemu dengan Ratu Maxima untuk 
membahas isu tersebut.

Negara-negara Eropa Barat 
merupakan pemasok besar alutsista 
Indonesia pada kurun waktu 2009-
2014. Menarik untuk dicermati 
bahwa dengan kredensial demokrasi 
Indonesia yang semakin kuat maka 
praktis sudah tidak ada lagi hambatan 
politik bagi negara-negara di kawasan 
Eropa Barat untuk mendorong kerja 
sama pertahanan dengan Indonesia, 
khususnya penjualan alutsista. 
Beberapa transaksi besar yang tercatat 
misalnya pengadaan 4 kapal perang 
kelas Sigma dari Damen Schelde Naval 
Shipyard, Belanda (yang dilanjutkan 
dengan kerja sama pembangunan 
kapal perang PKR di PT PAL Surabaya). 
Di bidang kerja sama teknik triangular, 
pada tahun 2014, Indonesia dan Belanda 



36

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

sepakat untuk akan menginisiasi kerja 
sama dengan ASEAN Institute for Peace 
and Reconciliation.

Di bidang Pertahanan, telah 
ditandatangani MoU pada tanggal 4 
Februari 2014, guna pengembangan 
kerja sama di bidang pendidikan dan 
pelatihan, kunjungan kapal perang, 
logistik, serta operasi pemeliharaan 
perdamaian antara kedua negara. 

Selama tahun 2014, kedua negara 
juga telah berhasil menandatangani 
Memorandum of Understanding between 
the Ministry of Defence of the Republic of 
Indonesia and the Ministry of Defence 
of the Kingdom of the Netherlands on 
Defence-Related Cooperation, Den Haag, 
4 Februari 2014.

Ekonomi
Total nilai perdagangan Indonesia 

dan Belanda pada periode Januari 
– Agustus 2014 mencapai USD 3,26 
miliar, terdiri dari ekspor sebesar USD 
2,68 miliar dan impor sebesar USD 579 
juta.  Surplus berada di pihak Indonesia 
dengan jumlah USD 2,1 miliar. Nilai 
perdagangan bilateral dalam dua 
tahun terakhir mencapai nilai USD 5,13 
miliar dan USD 5,54 miliar pada tahun 
2013 dan 2012.

Di bidang investasi, hingga 
kuartal ketiga tahun 2014 investasi 
Belanda telah mencapai USD 905,9 
juta, meningkat dibandingkan 
dengan  periode yang sama tahun 
2013, yaitu USD 720 juta. Sebagai 
catatan, berdasarkan data BKPM 
tahun 2013, jumlah total investasi 
Belanda ke Indonesia pada tahun 
2013 adalah sebesar USD 927,8 juta 
(berada di urutan ke-6 setelah Jepang, 
Singapura, Amerika Serikat, Korea 
Selatan, Inggris). Nilai ini lebih kecil 
apabila dibandingkan tahun 2011 yang 
mencapai USD 1,35 triliun (berada di 
urutan ke-4 setelah Singapura, Jepang, 
dan  Amerika Serikat). 

Sosial dan Budaya
Beberapa kegiatan kebudayaan 

yang telah diselenggarakan/diikuti oleh 
Indonesia di Belanda, antara lain:
• Festival Seni Pencak Silat Indonesia 

2014, di Museon, Den Haag.
• Penyelenggaraan Acara “Miss and 

Mister Indonesisch” 2014

• Penyelenggaraan Kegiatan Promosi 
“Indonesian Festival : Pesta Rakyat 
2014”

Merujuk pada Perpres Nomor 20 
tahun 2012, pada tanggal 11 Maret 2014 
Presiden RI meratifi kasi Agreement 
Between the Republic of Indonesia and the 
Kingdom of the Netherlands on Payment 
of Dutch Social Insurance Benefi ts in 
Indonesia. Perjanjian bilateral ini 
mengurusi masalah asuransi sosial 
Belanda, yang ditandatangani sejak 6 
Maret 2000.

Inggris

Hubungan bilateral Indonesia-
Inggris ditunjukkan dengan Kunjungan 
Kenegaraan PM Inggris Rt. Hon. 
David Cameron MP ke Indonesia serta 
Presiden RI ke pada tahun 2012. Pada 
kunjungan PM Cameron ke Indonesia 
disepakati “Joint Statement on Closer 
Cooperation Between The Republic of 
Indonesia and The United Kingdom 
on The Relaunch of Indonesia – UK 
Partnership Forum”. Kerja sama ini 
diprioritaskan pada perdagangan, 
investasi, pendidikan, lingkungan 
hidup, demokrasi dan penghormatan 
antar umat beragama. Pada tanggal 11 
September 2014, Presiden RI juga telah 
menerima courtesy call mantan PM 
Inggris, Tony Blair.

Menlu RI telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu 
Inggris, The Rt. Hon. William Hague, 
MP, tanggal 28-29 Januari 2014. 
Pada kunjungan Menlu Inggris, Rt. 
Hon. William Hague MP tahun 2014, 
ditegaskan kembali peran penting 
Indonesia di kawasan dan dunia 
internasional; dukungan penuh 
upaya yang dilakukan Indonesia 
untuk mencapai keamanan dan 
kesejahteraan pada tingkat regional 
dan global. Kedua Menteri Luar 
Negeri juga menyepakati optimalisasi 
penyelenggaraan Partnership Forum II 
pada tahun 2015. Selanjutnya, Menlu 
RI telah melaksanakan pertemuan 
bilateral dengan Minister for Cabinet 
Offi  ce Pemerintah Kerajaan Inggris, 
Francis Maude, di sela-sela pelaksanaan 
Open Government Partnership Regional 
Meeting di Bali, 6 Mei 2014.

Politik
Penguatan kerja sama ditunjukkan 

melalui intensifi kasi saling kunjung 
pejabat tinggi kedua negara, antara 
lain kunjungan Menteri Luar Negeri 
RI dalam konferensi “Global Summit 
to End Sexual Violence in Confl ict”; 
kunjungan Menteri Pertahanan 
RI beserta Delegasi Kementerian 
Pertahanan, TNI dan Komisi I DPR RI 
untuk menghadiri peresmian kapal 
Multi Role Light Frigate (MRLF), 
mengadakan pertemuan dengan Vice 
President BAE System untuk ASEAN, 
Alistair Castle serta menghadiri acara 
Global Business Forum (GBF) guna 
membahas isu-isu perkembangan 
ekonomi global yang dikaitkan dengan 
situasi keamanan yang berkembang, 
termasuk situasi keamanan di Selat 
Malaka dan di Ukraina;  kunjungan 
delegasi Kementerian Hukum dan 
HAM ke Yurisdiksi Jersey dalam rangka 
tindak lanjut proses hukum aset Robert 
Tantular dan Mutual Legal Assistance 
(MLA) dengan Otoritas Pusat Yurisdiksi 
Jersey, penandatanganan Memorandum 
of Understanding (M0U) on Information 
and Financial Intelligence Exchange 
Cooperation antara PPATK dengan UK 
Financial Intelligence Unit (UK FlU), 
Kunjungan Delegasi BPPK, Kemlu RI 
dalam rangka Policy Dialogue and 
Discussion dengan lembaga-lembaga 
think-thank, organisasi internasional 
dan LSM seperti UNHCR, Amnesty 
International, Wilton Park dan Chatham 
House.

Ekonomi
Total perdagangan RI-Inggris 

tahun 2013 bernilai USD 2,716 milyar, 
namun secara umum pada 5 (lima) 
tahun terakhir trend nilai perdagangan 
RI-Inggris menunjukkan peningkatan 
sekitar 2,7% per tahun. Penurunan 
nilai perdagangan kedua negara pada 
tahun 2013 lebih disebabkan karena 
menurunnya nilai impor Indonesia 
terhadap produk-produk dari Inggris. 
Namun, Indonesia mengalami surplus 
perdagangan tahun 2013 sekitar 
40,23% dibandingkan tahun 2012.

Tahun 2013, realisasi investasi 
Inggris sebesar USD 1,08 milyar dan 
menduduki ranking 5 investor terbesar 
di Indonesia setelah Jepang, Singapura, 
Amerika Serikat dan Korea Selatan. 
Lebih dari 90% investasi Inggris di 
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Indonesia terserap di sektor industri 
kimia dasar, barang kimia dan farmasi. 

Hubungan Indonesia-Inggris di 
bidang ekonomi, ditandai dengan 
meningkatnya intensitas kunjungan 
dan inisiatif kerja  sama yang dibentuk 
antara kedua negara serta banyaknya 
forum dan kegiatan yang diinisiasi oleh 
pemerintah Inggris yang menyoroti 
secara khusus peluang bisnis di 
Indonesia. Kunjungan tersebut 
diantaranya kunjungan Menteri 
Kehutanan pada Illegal Wildlife Trade 
Conference; Menkeu RI; Staf Khusus 
Presiden untuk Perubahan Iklim; 
Wamenkeu RI dalam rangka Roadshow 
Global Sukuk; Wamendag RI dalam 
rangka European RSPO Conference dan 
Seminar on Indonesian Sustaianable 
Palm Oil; Dewan Komisioner OJK dan 
Kepala PPM. Kegiatan promosi ekonomi 
seperti Dialogue on the progress of the 
Indonesian Timber Legality Assurance 
System; video conference Vision Group 
2030; Networking Visit dan pertemuan 
dengan North Wales Chamber of 
Commerce, Toyota UK, dan Warwick 
Castle.

Sosial Budaya
KBRI London  berperan aktif 

mendorong pengenalan dan promosi 
budaya Indonesia melalui kegiatan 
seperti Indonesian Food Festiva,; 
Seminar Strategic Contribution for 
Indonesia 2014 (SCI), “Opportunities in 
Indonesia’s Economic Growth: Business 
Innovation and Entrepreneurship”; 
Indonesian Festival (INDOFES); Promosi 
Terpadu Festival Hello Indonesia,; 
Summer Gathering (Picnic) dengan 
Anglo-Indonesian Society dan para 
Indonesianists; Gamelan Composer’s 
Forum di School of Oriental and African 
Studies (SOAS), University of London, 
Festival Kontemporer Indonesia (IKON) 
2014; promosi Kuliner Indonesia pada 
Pan Asian Women Association (PAWA) 
Charity Dinner Programme, serta 
diskusi terbatas Anglo-Indonesian 
Society.

Dalam rangka peningkatkan 
kerja sama pendidikan, kebudayaan, 
penelitian, ilmu pengetahuan dan 
teknologi kunjungan yang dilakukan 
diantaranya kunjungan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan untuk  
menghadiri sesi diskusi Education 
Fast Forward, pertemuan dengan 

Minister of State for Universities 
and Science, serta diskusi dengan 
mahasiswa dan masyarakat; delegasi 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 
untuk memantau dan mengevaluasi 
penerima Beasiswa Pendidikan 
Indonesia (BPI) serta sosialisasi 
beasiswa dan penjajakan kerja sama 
dengan beberapa universitas di Inggris; 
delegasi UI ke University of Oxford, 
Imperial College London, London School 
of Economics and Political Sciences 
(LSE), University of Nottingham, dan 
University College of London (UCL).

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Jumlah WNI di Inggris tahun 2014, 
mencapai 8800 orang dengan lebih 
dari 2000 orang diantaranya adalah 
pelajar. Sejak tahun 2013, Pemerintah 
Indonesia telah mewadahi kerja sama 
kekonsuleran dalam format Dialog 
Kekonsuleran yang dilaksanakan setiap 
tahun. Selain itu KBRI juga memberikan 
pembinaan berbagai macam organisasi 
perkumpulan WNI dan TKI di Inggris. 
Pelayanan kekonsuleran keliling juga 
diberikan dalam rangka memudahkan 
pelayanan kekonsuleran bagi WNI.  

Jerman

Kunjungan Menteri Luar Negeri 
Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ke 
Jakarta pada tanggal 1-3 November 
2014 dalam rangka kunjungan perdana 
pasca terpilihnya Presiden RI, Joko 
Widodo, dan dilantiknya kabinet 
Indonesia Hebat. Dalam kesempatan 
tersebut Menlu Steinmeier melakukan 
berbagai kunjungan, diantaranya 
meninjau aktifi tas Car-Free Day (CFD), 
kunjungan ke Pelabuhan Sunda Kelapa 
dan Kali Baru, penyampaian pidato di 
ASEAN Secretariat serta melakukan 
pertemuan bilateral dengan Menteri 
Luar Negeri RI yang baru dilantik, 
Retno L.P. Marsudi.

Adapun hasil pertemuan bilateral 
antara Menlu Jerman dan Menlu 
RI antara lain: dukungan Jerman 
terhadap prioritas pemerintah RI, 
pengawasan tindak lanjut rekomendasi 
IGAG, pemenuhan target perdagangan 
bilateral 2015, kerja sama manajemen 
pelabuhan, kerja sama sister hospital, 
investasi perusahaan Ferrostaal dan 

Volkswagen, pembahasan persiapan 
Guest of Honor (GoH) Frankfurt 
Book Fair 2015, serta pembahasan 
kemungkinan Perjanjian Bebas Visa 
(PBV).

Menyusul kunjungan dari Menteri 
Luar Negeri Jerman, Senator atau 
Menteri urusan Ekonomi, Tenaga 
Kerja, dan Pelabuhan Negara Bagian 
Bremen, Martin Guthner, juga tercatat 
melakukan kunjungan ke Jakarta pada 
tanggal 5-8 November 2014. Kunjungan 
ini dilakukan dalam rangka menjajaki 
kerja sama capacity building, seaport 
management, serta investasi di bidang 
logistik pelabuhan.

Kunjungan setingkat menteri 
selanjutnya datang dari State Secretary 
(Wakil Menteri) Kementerian Ekonomi, 
Tenaga Kerja, dan Transportasi Negara 
Bagian Niedersachen (Lower Saxony), 
Mrs. Daniela Behrens, yang telah 
berkunjung ke Indonesia pada tanggal 
3-5 Maret 2014 beserta delegasi bisnis.

Politik 
Menlu RI telah melaksanakan 

pertemuan bilateral dengan Menlu 
Jerman, H.E. Frank Walter Steinmeier, 
di sela-sela pelaksanaan 8th Non-
Proliferation and Disarmament Initiative 
(NPDI) Ministerial Meeting, Hiroshima, 
12 April 2014.

Presiden RI telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Kanselir 
Jerman, Angela Merkel, di sela-sela 
KTT G-20 di Brisbane, Australia, pada 
tanggal 15 – 16 November 2014.

Kerja sama di bidang politik, 
pertahanan dan keamanan telah 
berjalan dengan baik. Komunikasi 
intensif secara reguler telah 
berlangsung melalui saling kunjung 
antar pejabat tinggi kedua negara. 
Puncak hubungan kedua negara 
ditandai dengan kunjungan 
kenegaraan Presiden RI ke Jerman dan 
kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman 
ke Indonesia. Kedua Menteri Luar 
Negeri juga melakukan pertemuan 
bilateral pada saat kunjungan Menlu 
Steinmeier ke Jakarta pada tanggal 1-3 
November 2014.  

Setelah pada tahun 2013 
diselenggarakan pertemuan Indonesia-
Germany Advisory Group (IGAG) di 
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Berlin, pada tanggal 28-29 April 2014 
telah diselenggarakan pula pertemuan 
kedua dari kelompok tersebut. 
Pertemuan lanjutan yang diadakan di 
Kementerian Luar Negeri, Jakarta, ini 
dihadiri oleh tiga belas anggota IGAG, 
terdiri atas lima orang anggota dari 
Jerman dan delapan orang anggota 
dari Indonesia, dan dihadiri pula oleh 
Duta Besar Jerman untuk Indonesia, 
Dr. Georg Witschel serta Duta Besar RI 
untuk Jerman, Dr-Ing. H. Fauzi Bowo.

Pada pembukaan pertemuan 
IGAG tersebut, Wakil Menteri 
Luar Negeri RI menggarisbawahi 
peningkatan hubungan bilateral RI-
Jerman di berbagai bidang yang saling 
menguntungkan dan telah mencapai 
lebih dari 60 tahun. Pertemuan 
ini merupakan kontribusi nyata 
kalangan non-Pemerintah terhadap 
pengembangan hubungan bilateral 
RI-Jerman, dan diharapkan dapat 
merumuskan sejumlah rekomendasi 
kebijakan yang konkret bagi kedua 
Pemerintah.  

Isu yang dibahas dalam pertemuan 
tersebut yaitu pengembangan hubungan 
di bidang ekonomi, perdagangan 
dan investasi, pembiayaan UKM, 
kerja sama pendidikan, kebudayaan, 
media, kesehatan, riset dan teknologi, 
keamanan internasional, investasi di 
sektor energi dan lingkungan hidup. 
Selain itu, dibahas pula mengenai kerja 
sama di bidang pertanian, transportasi, 
pariwisata, dan hubungan antar-
masyarakat serta kehidupan antar-
umat beragama. Berdasarkan hasil 
dua kali pertemuan IGAG, pada bulan 
Juni 2014 IGAG telah menyampaikan 

rekomendasi kepada masing-masing 
Kepala Pemerintahan, namun Jerman 
ingin mandat IGAG diperpanjang. 
Sementara RI memandang mandat 
IGAG telah selesai dengan dicapainya 
rekomendasi. Dengan demikian 
pemerintah RI menekankan pada 
tindak lanjut rekomendasi IGAG.

Komisi Yudisial Republik 
Indonesia telah melakukan kunjungan 
ke Jerman pada tanggal 9-16 Juli 
2014 untuk melakukan pertemuan 
dengan Federal Ministry of Justice 
and Consumer Protection dan German 
Judicial Academy.

Ekonomi
Kedua Kepala Negara telah sepakat 

untuk mentargetkan nilai perdagangan 
bilateral menjadi USD 12 miliar pada 
tahun 2015. Pada periode Januari 
s.d. Agustus 2013, nilai perdagangan 
Indonesia-Jerman sebesar USD 4,95 
miliar (ekspor USD 1,91 miliar dan 
impor USD 3,04 miliar) atau meningkat 
6,92% dari periode yang sama pada 
tahun 2012.

Investasi Jerman ke Indonesia 
hingga paruh ketiga 2013 sebesar USD 
22,5 juta, sebanyak 20 proyek. Saat 
ini terdapat sekitar 250 perusahaan 
Jerman yang beroperasi di Indonesia 
dan bergerak di berbagai sektor 
seperti metal dan machinery industry, 
chemical, pharmaceutical industry, 
transport, storage, dan communication 
industry. 

Untuk tahun 2014, Indonesia 
melalui Kementerian Luar Negeri 
dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah menghadiri kembali 
Frankfurt Book Fair pada tanggal 14-19 
Maret 2014 di Berlin dan Frankfurt. 
Kunjungan kali ini juga sebagai 
persiapan dari peran Indonesia sebagai 
Guest of Honor (GoH) FBF 2015.

Sebagai bentuk persiapan 
menjelang FBF 2015, saat ini telah 
dibentuk Komite Nasional FBF dengan 
Sekjen Kemdikbud sebagai ketua. 
Sebagai GoH, nantinya akan dilakukan 
pameran buku dari seluruh dunia 
mengenai Indonesia, dan rangkaian 
acara yang mengangkat Indonesia 
lainnya. Rencananya, pada FBF 2015 
nanti Indonesia akan mengusung tema 
“17,000 Islands of Imagination”. 

Perancis

Hubungan bilateral Indonesia 
dan Perancis yang berlandaskan pada 
Kemitraan Strategis yang diluncurkan 
di Jakarta, tanggal 1 Juli 2011 oleh 
Presiden RI dan Perdana Menteri 
Perancis, François Filion, terus 
mengalami peningkatan. Prioritas 
Indonesia dalam kemitraan strategis 
dengan Perancis terletak pada bidang 
perdagangan, investasi, pendidikan, 
kebudayaan dan pariwisata, 
pertahanan, dan perubahan iklim. 
Presiden RI juga telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan PM 
Perancis, Francois Hollande, di sela-
sela KTT G-20 di Brisbane, Australia, 
pada tanggal 15 – 16 November 2014.

Hasil Pertemuan Bilateral Menlu RI – Jerman di Jakarta, 1-3 November 2014:

• Jerman mendukung prioritas program yang dicanangkan pemerintahan baru RI di bawah kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo

• Mendorong implementasi kemitraan komprehensif dari Jakarta Declaration
• Menindaklanjuti rekomendasi dari Indonesia – German Advisory Group (IGAG) yang terakhir diselenggarakan 

pada 28-29 April 2014
• Penguatan mekanisme bilateral melalui pelaksanaan Bilateral Steering Committee
• Pemenuhan target perdagangan bilateral pada tahun 2015 senilai USD 12 miliar
• Harapan RI agar Jerman turut membantu akses pasar kelapa sawit di Eropa
• Meningkatkan koneksi maritim melalui kerja sama seaport management
• Mewujudkan kerja sama sister hospital
• Pemfasilitasian investasi pabrik Volkswagen di Cikampek dan Ferrostaal di Teluk Bintuni
• Persiapan Indonesia sebagai Guest of Honor (GoH) di Frankfurt Book Fair (FBF) 2015 di Berlin dan Frankfurt
• Pembahasan kemungkinan implementasi Perjanjian Bebas Visa (PBV) RI – Jerman
• Pembahasan isu-isu internasional di Asia dan Eropa, isu Laut Tiongkok Selatan, serta keinginan Uni Eropa untuk 

menjadi anggota East Asia Summit (EAS)
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Politik
Menlu RI berkunjung ke Paris 

dan melakukan pertemuan bilateral 
dengan Menlu Perancis, Laurent 
Fabius pada tanggal 25 Januari 2014. 
Dalam kunjungan tersebut telah 
ditandatangani Perjanjian Bebas Visa 
(PBV) bagi Pemegang Paspor Diplomatik 
dan Paspor Dinas antara Indonesia dan 
Perancis. Dengan telah diratifi kasinya 
PBV tersebut oleh kedua negara, PBV 
mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 
2014.

Secara khusus Menlu Perancis 
menyampaikan bahwa pembukaan 
kembali rute penerbangan Paris-
Jakarta PP oleh Air France pada bulan 
Maret 2014 akan lebih mempererat 
lagi hubungan kedua negara, termasuk 
di sektor pariwisata. Menlu Perancis 
juga menyampaikan apresiasi atas 
keputusan Garuda Indonesia dan, 
sebelumnya, Lion Air untuk membeli 
produk Airbus untuk menambah 
kekuatan armada masing-masing.

Kunjungan 2 Senator Perancis dari 
Komisi Luar Negeri, Pertahanan dan 
Angkatan, Jean-Claude Peyronnet dan 
André Dulait dan pertemuan dengan 
Dirjen Amerop dan Dirjen Multilateral 
pada tanggal 12 Mei 2014.

Sebagai tindak lanjut hasil 
kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke 
Perancis pada tanggal 25 Januari 2014, 
Ditjen Potensi Pertahanan, Kemhan 
RI, bekerja sama dengan UBIFRANCE 
Indonesia telah menyelenggarakan 
Indonesia-French Defense SMEs 
Bilateral Forum pada tanggal 21-22 Mei 
2014 di Jakarta.

Para pejabat Indonesia juga 
melakukan kunjungan balasan ke 
Prancis, seperti kunjungan Sekjen DPR 
RI ke Library Conference di Lyon tanggal 
16-22 Agustus 2014, kunjungan Kepala 
Staf TNI AU tanggal 26-30 Agustus 2014 
untuk meninjau Airbus Helicopter di 
Marignane terkait program oembelian 
alutsista TNI AU berupa enam pesawat 
Helikopter Combat Search and Rescue 
(CSAR) EC 725, dan kunjungan Kepala 
ANRI tanggal 17 -18 September 2014 
Kepala ANRI dalam rangka menjajaki 
kerja sama dengan dua institusi bidang 
kearsipan Perancis, yaitu badan arsip 
audiovisual atau INA (Institut National 
d’Audiovisuel) dan badan arsip 

diplomatik atau Archives Diplomatiques 
di bawah Kemlu Perancis.

Pada tanggal 18 September 2014, 
Wamenlu menerima courtesy call 
dua anggota Komisi Hubungan Luar 
Negeri Parlemen Perancis yakni Mr. 
Jean-Jacques Guillet, politisi senior 
dari partai UMP dan Ketua Grup 
Persahabatan RI-Perancis di Majelis 
Rendah sejak tahun 2002, serta Mr. 
Gwenegan Bui, politisi dari Partai 
Sosialis (Partai berkuasa) dan wakil 
ketua Komisi/Grup Pengkajian tentang 
internet dan Masyarakat Digital di 
Majelis Rendah.  Pertemuan turut 
dihadiri oleh Dubes Perancis di Jakarta 
dan Act. Dir. Eropa Barat. Topik yang 
dibahas antara lain: situasi di Asia 
Tenggara / ASEAN dan khususnya di 
Indonesia serta visi Polugri Indonesia 
ke depannya terkait isu Timur Tengah 
dan ISIS, geopolitik kawasan Asia 
Tenggara, dan hubungan Rusia dengan 
UE.

Pada isu kehutanan, KBRI Paris 
bekerja sama dengan Kelompok 
Persahabatan Indonesia-Perancis pada 
Senat Perancis telah menyelenggarakan 
“Roundtable Discussion on Indonesia’s 
Forest Sector and Sustainable Sourcing 
Policy” pada tanggal 18 Juni 2014 di 
Paris, Prancis. Pertemuan dihadiri oleh 
stakeholders, LSM, parlemen, akademisi 
dan industri/swasta Perancis. Sebagai 
negara di kawasan Asia yang pertama 
kali memiliki kesepakatan FLEGT – VPA 
dengan EU, diharapkan pertemuan 
ini dapat meyakinkan pihak-pihak 
Perancis terkait kesiapan Indonesia 
dalam mengimplementasikan FLEGT – 
VPA. Selain itu, pertemuan dimaksud 
juga dapat dijadikan upaya dalam 
menyukseskan agenda nasional dalam 
mempromosikan produk kehutanan 
Indonesia melalui diseminasi informasi 
kepada para pemangku kepentingan di 
Perancis.

Ekonomi
Kadin Perancis Utara melakukan 

kunjungan ke Jawa Timur didampingi 
Dubes Perancis pada tanggal 11-14 
Maret 2014 sebagai tindak lanjut 
dari kunjungan Pemprov Jawa Timur 
ke Perancis bulan Oktober 2013. 
Delegasi bertemu dengan Wagub dan 
membahas bidang kerja sama 1) blue 
economy 2)agribisnis 3)transportasi. 
Dalam kunjungan ke Jakarta delegasi 

bertemu pejabat Kementerian KP guna 
membahas penyediaan dan diseminasi 
informasi pasar hasil perikanan di 
Prancis kepada eksportir Indonesia 
termasuk pendampingan dalam 
pengembangan akses pasar hasil 
perikanan Indonesia ke Prancis.

Pada bulan Mei 2014, Dirjen 
Perikanan Tangkap bertemu  Ketua 
Kadin/CCI Côte d’Opale dalam rangka 
peningkatan kapasitas di bidang 
manajemen  pelabuhan, pembangunan 
kapasitas karyawan operator 
pelabuhan, dan penyelenggaraan 
twinning program dalam program 
pengembangan pilot project eco-fi shing 
port di Indonesia untuk sejumlah 
pelabuhan di Indonesia, yaitu di Bitung, 
Kendari, Sungailiat dan Pelabuhan 
Ratu.

Perundingan Perjanjian 
Peningkatan dan Perlindungan 
Penanaman Modal (P4M) antara 
Delegasi RI dan Delegasi Perancis telah 
berlangsung sebanyak dua kali (terakhir 
adalah tanggal 16-18 November 2009 di 
Paris). Pada tanggal 23 Januari 2014, 
Kemlu telah menyampaikan kepada 
pihak Perancis bahwa P4M RI-Perancis 
akan diterminasi berdasarkan arahan 
Wakil Presiden RI untuk merevisi 
bentuk P4M.

Indonesia juga berpartisipasi 
pada berbagai pameran yang 
diselenggarakan di Prancis, seperti 
Foire de Paris, Foire de Lyon, Foire de 
Grenoble, dan SIAL-Agroalimentaire 
yang merupakan pameran produk 
makanan dan minuman terbesar yang 
bersifat profesional di Eropa, yang 
dilakukan setiap 2 tahun sekali.

Selain itu, di Marseille dan daerah 
Prancis Selatan, diselenggarakan 
pula Pameran Dagang Nimes (Foire 
de Nimes), Pameran Cokelat Toulouse 
(Salon du Chocolat Toulouse), Pameran 
Pariwisata Internasional, Pameran 
Wayang di Maison de l’Artisanat et des 
Metiers d’Art, Festival Film Cannes, dan 
sebagainya.

Pada tanggal 6-12 Oktober 2014, 
para pengusaha Prancis berpartisipasi 
pada TEI 2014 di Jakarta. Terdapat 26 
peserta dari 17 perusahaan di bidang 
furniture, kopi, busana muslim, 
handicraft, dan makanan olahan
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Nilai perdagangan Indonesia 
dan Perancis selama empat tahun 
terakhir (2009-2013) menunjukkan 
peningkatan rata-rata 3,36%. Selama 
periode Januari s.d. Agustus 2014, nilai 
perdagangan bilateral mencapai USD 
1,62 miliar (dengan nilai ekspor sebesar 
USD 680 juta dan nilai impor sebesar 
USD 943 miliar). Nilai tersebut turun 
8,78% dibanding periode yang sama 
tahun 2013. Hingga triwulan ketiga 
tahun 2014, nilai investasi Perancis 
di Indonesia mencapai USD 88,2 juta 
meliputi 100 proyek.

Sosial Budaya
Jumlah kunjungan wisatawan 

Prancis ke Indonesia pada periode 
bulan Januari-Juli 2014 berjumlah 
111.800 orang atau naik 9,83% dari 
periode yang sama tahun 2013.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Wartawan Perancis Charles 
Thomas Dandois dan Marie Valentine 
Bourrat ditangkap oleh Polres Wamena 
tanggal 6 Agustus 2014 ketika berada 
di TKP saat penangkapan penyuplai 
amunisi untuk kelompok separatis 
bersenjata. Kedua wartawan mengaku 
sedang membuat fi lm dokumenter 
dan menyatakan tidak terlibat dengan 
gerakan separatis, walaupun masuk ke 
Indonesia dengan visa turis dan tidak 
memiliki izin kunjungan jurnalistik. 
Keduanya ditahan di Kantor Imigrasi 
Kelas I Jayapura sebagai tersangka. 
Pihak Kepolisian sedang menyusun 
berkas perkara untuk diajukan kepada 
pengadilan.

Berdasarkan Pertemuan forum 
komunikasi pelaksanaan eksekusi 
hukuman mati terpidana mati WNA, 
Sentul City, 21-23 Agustus 2014, Sergei 
Areskei Atlatoui yang tertangkap oleh 
pihak Kepolisian RI di sebuah pabrik 
pembuatan narkoba di Serang Banten 
pada bulan September 2005, status 

pengajuan grasinya sedang menunggu 
putusan Presiden. Atlaoui telah 
mengajukan grasi pada bulan Juli 2014.

Rusia

Hubungan bilateral Indonesia-
Rusia sepanjang tahun 2014 semakin 
kokoh dan bersifat multidimensional. 
Hal tersebut terutama ditopang oleh 
adanya Deklarasi tentang Kerangka 
Hubungan Persahabatan dan 
Kemitraan antara Republik Indonesia 
dan Federasi Rusia dalam Abad ke-
21 tahun 2003, saling kunjung dan 
komunikasi pada tingkat pimpinan 
tinggi negara yang semakin intens, 
dan kesepakatan-kesepakatan baru 
mengenai kerja bilateral yang semakin 
berkembang.

Dalam mengimplementasikan 
kebijakan Look East, Rusia memandang 
kawasan Asia Timur, Asia Tenggara 
dan wilayah Pasifi k sebagai pasar 
besar dan merupakan sumber 
pendorong pertumbuhan ekonomi 
bagi kawasan Rusia bagian timur. Hal 
ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk 
menggali potensi kerja sama yang 
saling menguntungkan bagi kedua 
negara yang masing – masing memiliki 
peran penting di kawasan, khususnya 
bagi Indonesia dalam mewujudkan 
ASEAN Economic Community 2015 dan 
Rusia dalam pembentukan Eurasian 
Economic Union pada awal tahun 2015.

Politik 
Di bidang politik, peningkatan 

kerja sama tercermin dari semakin 
intensnya saling kunjung antar 
pejabat kedua negara baik di lembaga 
eksekutif, legislatif dan yudikatif. 
Selama tahun 2014 tercatat kunjungan/
pertemuan pejabat penting Indonesia 
ke Rusia antara lain: kunjungan 
Ketua Mahkamah Agung RI (22-27 

Oktober 2014),  kunjungan Ketua dan 
Sekjen Mahkamah Konstitusi RI (12-16 
November 2014), Ketua Badan Tenaga 
Nasional Nuklir (BATAN) (9-11 Juni 
2014), Gubernur Lemhanas (31 Agustus 
– 4 September 2014), Wakil Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) pada (26 Juni 2014) 
dan Panitia Perancang Undang-Undang 
Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia (PPUU DPD RI) pada (11-16 
Februari 2014).

Di tingkat kepala pemerintahan, 
telah dilakukan pertemuan bilateral 
Presiden RI, Joko Widodo dengan 
Presiden Putin di sela-sela KTT APEC 
tanggal 10 November 2014 di Beijing. 
Kedua presiden membahas isu-isu 
bilateral, regional dan internasional 
yang menjadi kepentingan bersama. 
Pertemuan juga mendiskusikan 
langkah-langkah untuk meningkatkan 
dan mengembangkan hubungan 
Indonesia dan Rusia termasuk 
mengundang Rusia untuk menanamkan 
modalnya di sektor energi, pembangkit 
listrik, jalan kereta api, irigasi, pangan 
dan manufaktur di Indonesia. 

Kedua negara juga secara reguler 
melakukan dialog bilateral antara lain 
melalui Forum Sidang Komisi Bersama 
(SKB) Kerja Sama Bidang Perdagangan, 
Ekonomi dan Teknik ke-9 RI-Rusia di 
Jakarta pada 25 Februari 2014,  SKB 
Kerja Sama Teknik Militer di Jakarta 10-
11 November 2014 dan Foreign Policy 
Planning Dialogue. 

Indonesia dan Rusia juga aktif 
dalam berbagai forum kerja sama 
regional antara lain ASEAN-Russia, 
ARF, APEC and ASEM. Kerja sama 
Indonesia dan Rusia juga tercermin 
dari saling dukung kedua negara 
dalam berbagai forum internasional 
antara lain: Dewan HAM periode 2015-
2017, Dewan International Seabed 
Authority (ISA) Kategori C periode 2015-

Kesepakatan Bilateral RI-Rusia 2014

1. Memorandum of Cooperation between the Constitutional Court of the Russian Federation and the Constitutional 
Court of the Republic of Indonesia

2. Memorandum of Understanding between the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia and 
the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation on Enhancing Inter-Parliamentary 
Bilateral Relations

3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian ESDM RI dengan Kementerian Energi Federasi Rusia di 
bidang Energi
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2018 dan Dewan ITU (International 
Telecommunication Union).  

Sementara itu kunjungan Utusan 
Khusus Presiden Putin, Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan 
Rusia, Denis Manturov ke Jakarta 
dalam rangka menghadiri pelantikan 
Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 
20 Oktober 2014, menunjukkan 
perhatian dan komitmen Rusia 
untuk melanjutkan dan memperluas 
kerja sama di segala bidang dengan 
Indonesia. 

Kemitraan strategis Indonesia-
Rusia semakin kokoh dengan 
ditandatangani MoC Kerja sama antara 
Mahkamah Konstitusi RI dengan 
Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia 
pada 13 November 2014. Selain itu 
kerja sama antar parlemen kedua 
negara juga memasuki momentum 
baru dengan ditandatangani Mou 
Kerja sama antara Dewan Perwakilan 
Daerah RI dengan Dewan Federasi, 
Federasi Rusia dalam kunjungan Ketua 
Dewan Federasi Rusia, V.I. Matvienko 
ke Jakarta, 11-12 November 2014. 
Selain memperkuat kerja sama antar 
parlemen, juga dibahas mengenai 
kerja sama dalam bidang ekonomi, 
perdagangan dan investasi. 

Ekonomi
Pembahasan kerja sama ekonomi 

dan perdagangan antara Indonesia dan 
Rusia secara rutin dilakukan dalam 
kerangka Sidang Komisi Bersama 
(SKB) di bawah koordinasi menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian 
RI dan Deputi Perdana Menteri Rusia. 
SKB membawahi kerja sama bidang 
perdagangan, industri, investasi, 
sosial budaya, energi, transportasi 
dan infrastruktur, yang dibahas 
secara detail dalam 5 working group. 
Menindaklanjuti hasil SKB ke-9 yang 
diadakan pada bulan Februari 2014, 
telah diselenggarakan Pertemuan 
Pertama Working Group on Trade, 
Investment and Industry pada tanggal 
21 Agustus 2014 guna membahas 
sejumlah rencana implementasi kerja 
sama dalam bidang perdagangan, 
investasi dan industri.

Total nilai perdagangan RI-
Rusia periode Januari-Agustus 2014 
menurun sebesar 25,85% (USD 1,809 
miliar) dibandingkan dengan periode 

yang sama tahun 2013 (USD 2,440 
miliar). Meskipun demikian, target 
perdagangan bilateral sebesar USD 5 
milyar diharapkan dapat dicapai pada 
tahun 2015. 

Khusus Di bidang perikanan, pada 
17 September 2014, Rusia mencabut 
larangan impor sementara produk ikan 
Indonesia terhadap 15 perusahaan 
Indonesia. Pencabutan larangan ini 
didasari atas hasil analisa bahan – 
bahan yang selama ini telah dilengkapi 
oleh pihak Indonesia, dan atas adanya 
jaminan BKIPM  yang menyatakan 
bahwa sejumlah perusahaan Indonesia 
telah memenuhi persyaratan dan 
norma veteriner serta sanitasi Customs 
Union (Rusia, Belarus dan Kazakhstan). 
Larangan impor tersebut sebelumnya 
diberlakukan pada 1 Juli 2013. Kedepan 
diharapkan setelah pencabutan 
larangan impor ikan tersebut dapat 
ditingkatkan terus tiap tahun hingga 
mencapai USD 30-40 juta.

Untuk meningkatkan investasi 
di Indonesia, khususnya di bidang 
pertanian dan peternakan, pada 
28 Oktober 2014 diselenggarakan 
Indonesia Agriculture Investment 
Forum (IAIF) 2014 di Moskow. Dalam 
forum tersebut hadir wakil-wakil 
dari 13 Provinsi di Indonesia yang 
mempresentasikan potensi pertanian 
masing-masing daerah, pameran 
promosi serta mengadakan one-on-one 
business meeting dengan calon investor 
dan pebisnis Rusia.

Sosial Budaya
Dalam rangka promosi citra dan 

meningkatkan arus wisatawan Rusia 
ke Indonesia, selama tahun 2014 KBRI 
Moskow turut berpartisipasi dalam 
berbagai pameran internasional di 
Rusia seperti World Food Expo, Golden 
Dolphin, Pacifi c International Tourism 
Expo (PITE), Otdykh Leisure, FIDE Expo, 
dan Halal Expo. Pameran-pameran 
tersebut menghadirkan berbagai pihak 
seperti perusahaan industri makanan, 
pelaku bisnis, UKM, tours operators, 
hoteliers, Kementerian terkait dan 
stake holders lainnya.

Dalam bidang pendidikan, KBRI 
Moskow telah menjalin kerja sama 
dengan sejumlah universitas besar di 
Rusia, seperti MGIMO University, St. 
Petersburg University, dan Moscow 

State University. Realisasi kerja sama 
dimaksud, antara lain a) pengiriman 
tenaga pengajar Indonesia secara 
rutin setiap tahun (Dosen BIPA) ke 
sejumlah  universitas di Rusia untuk 
mengajar materi bahasa Indonesia, 
b) menyelenggarakan kuliah dan 
ceramah rutin dalam kegiatan-
kegiatan pada sejumlah universitas 
di Rusia, baik dalam format kuliah 
umum, seminar, workshop, dll c) secara 
terjadwal setiap bulan diselenggarkaan 
ceramah di Moscow State University 
(ISAA) mengenai Indonesia dalam 
berbagai aspek, baik politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya.

Di Rusia terdapat 5 universitas 
yang memberikan program pelajaran 
bahasa Indonesia yaitu 3 di Moskow 
(ISAA, MGIMO dan Universitas 
Ketimuran), 1 di St. Petersburg State 
University dan 1 di Far Eastern Federal 
University di Vladivostok. Selain itu 
terdapat 3 universitas di 3 kota lain 
yang merencanakan untuk membuka 
program bahasa Indonesia yaitu di 
Kazan, Dagestan dan Moskow (Russian 
State Social University). 

Minat pelajar Indonesia untuk 
belajar di sejumlah universitas di 
Rusia semakin bertambah, jumlah 
mahasiswa Indonesia di Rusia pada 
tahun 2014 tercatat total sebanyak 
226 orang. Pada tahun ini (2014), 
mahasiswa baru Indonesia yang 
belajar di Rusia sebanyak 110 orang, 
antara lain terdiri dari 64 orang 
mahasiswa baru penerima beasiswa 
dari Kementerian Pendidikan Federasi 
Rusia, dan 46 orang mahasiswa baru 
penerima beasiswa dari kerja sama 
dengan perusahaan perkeretaapian 
Rusia “RZD” dengan Pemerintah 
Daerah Kalimantan Timur. 

Capaian kesepakatan kerja sama 
di bidang pendidikan ditandai oleh 
telah dilakukannya perpanjangan 
penandatanganan MoU antara pihak 
Universitas Islam Negeri (UIN) Malang 
dengan tiga Universitas di Rusia pada 
tahun 2014, yaitu  Russia Islamic 
University, Kazan (Tatarstan) Moscow 
Islamic University (Moskow), Institute 
of Theology and International Relations 
Makhachkala (Dagestan).

Minat masyarakat Rusia terhadap 
Beasiswa yang ditawarkan Indonesia 
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cenderung meningkat dan sangat 
diminati Rusia, yaitu seperti Program 
Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) 
dan Beasiswa Darmasiswa untuk 
belajar di Indonesia. 

Sementara itu dalam bidang kerja 
sama informasi telah terjalin kerja 
sama antara pihak media di Indonesia 
dengan sejumlah pihak Media di Rusia. 
Bentuk kerja sama tersebut antara 
lain berupa rangkaian dialog dengan 
media, kunjungan ke sejumlah kantor 
berita ternama di Rusia, dan seminar 
yang melibatkan pembicara media dari 
Indonesia dan Rusia, termasuk people-
to-people contact berupa pertemuan 
dan dialog antara mahasiswa 
Indonesia dengan masyarakat Rusia di 
St. Petersburg.

Penyelenggaraan promosi budaya 
Indonesia di Rusia juga ditampilkan 
melalui pergelaran seni dan budaya 
Indonesia, workshops, pertunjukkan 
musik dan tari tradisional Indonesia, 
serta sejumlah kegiatan budaya 
lainnya. Tujuan promosi Indonesia 
melalui sejumlah kegiatan dimaksud 
untuk memperkenalkan ragam 
kekayaan budaya Indonesia kepada 
masyarakat Internasional, khususnya 
Rusia. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Hingga akhir Oktober 2014, tercatat 
659 orang WNI yang berdomisili di 
Rusia. Sebagian besar TKI bekerja 
sebagai spa therapist di berbagai Spa 
Saloon di Moskow, St. Petersburg, Istra 
dan Kazan. Kondisi para TKI relatif 
baik karena mereka diberikan asrama 
serta penghasilan antara USD 400 – 
USD 600 perbulan. 

Permasalahan hukum yang umum 
dihadapi buruh migran Indonesia 
antara lain wan-prestasi kontrak kerja 
oleh majikan/agen di Indonesia maupun 
Rusia; overstay; penyalahgunaan 
peruntukan visa; ksecelakaan di tempat 
bekerja; dan kasus pencurian di tempat 
bekerja. Pada tahun 2013 – 2014, KBRI 
Moskow telah memberikan bantuan 
hukum dan perlindungan kepada WNI 
yaitu 8 kasus TKI, 1 bantuan hukum 
mahasiswa overstay dan  3 kasus ABK. 

KBRI Moskow senantiasa 
membantu memediasi konfl ik TKI 

dengan majikannya serta memberikan 
pendampingan di pengadilan. 
KBRI Moskow juga menangani 
permasalahan yang dihadapi ABK WNI 
yang kapalnya ditahan otoritas Rusia 
karena memasuki dan mengekploitasi 
secara ilegal sumberdaya laut di 
zona eklusif Rusia serta kecelakaan 
kapal. Penyelesaian masalah ABK 
hingga pemulangannya ke Indonesia 
memakan waktu antara 1 – 3 bulan.

Turki

Kedekatan hubungan RI – Turki 
dapat dilihat dari adanya beberapa 
persamaan antara Indonesia 
dan Turki. Keduanya sama-sama 
merupakan negara dengan mayoritas 
penduduknya beragama Islam, sama-
sama sebagai anggota G20, OKI dan D-8 
yang aktif. 

Presiden RI juga telah 
melaksanakan pertemuan bilateral 
dengan PM Turki, Ahmet Davutoglu, 
di sela-sela KTT G-20 di Brisbane, 
Australia, pada tanggal 15 – 16 
November 2014. Selanjutnya, Wakil 
Presiden RI juga telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Utusan 
Khusus Turki, H.E. Mr. Nurettin Canikli 
setelah acara inaugurasi Presiden dan 
Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 
2014.

Hubungan bilateral Indonesia 
dan Turki telah memasuki babak 
baru jalinan kemitraan yang lebih 
kuat dengan disepakatinya Deklarasi 
Bersama Indonesia-Turkey: Towards an 
Enhanced Partnership in a new World 
Setting” oleh Presiden RI dan Presiden 
Turki pada tanggal 5 April 2011 di 
Jakarta.

Politik
Perdana Menteri Turki Ahmet 

Davutoglu menaruh perhatian khusus 
terhadap kesuksesan demokrasi, 
ekonomi dan Islam moderat di 
Indonesia yang menjadi contoh bagi 
negara lain. Hal tersebut disampaikan 
pada pertemuan bilateral atara 
Presiden RI, Joko Widodo, dengan PM 
Turki di sela-sela penyelenggaraan 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 
di Brisbane, Australia, 16 November 
2014. Pada kesempatan G-20 tersebut 

juga telah dilakukan pertemuan antara 
Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. 
Marsudi, dengan Menlu Turki, Mevlut 
Cavusoglu, untuk membahas kerja 
sama di tingkat working level. Turki 
memegang Presidensi G-20 setelah 
Australia mulai 1 Desember 2014.

Menindaklanjuti pertemuan kedua 
Kepala Pemerintahan di Brisbane 
tersebut, telah dikirim delegasi 
Indonesia ke Turki untuk membahas 
kerja sama bilateral penanggulangan 
terorisme dan mengatasi foreign 
terorrist fi ghters (FTF) yang melibatkan 
WNI. Pembahasan dilakukan dalam 
format Pertemuan ke-4 Konsultasi 
Politik RI-Turki dan berlangsung 
tanggal 11-12 Desember 2014 di Ankara. 
Pada tanggal 30 Juni 2014, DPR RI telah 
mengesahkan Persetujuan Pertahanan 
RI-Turki. Indonesia menjadi pihak 
pertama yang meratifi kasi perjanjian 
tersebut. Diharapkan Turki segera 
meratifi kasi agar perjanjian segera 
entry into force.

Mantan Sekretaris Kabinet, Dipo 
Alam, telah mewakili Indonesia untuk 
menghadiri acara pelantikan Presiden 
Turki, Recep Tayyib Erdogan, di Ankara, 
Turki, pada tanggal 28 Agustus 2014. 
Sebaliknya, Minister of Customs and 
Trade dari Turki, Y.M. Nurettin Canikli, 
telah mewakili Turki untuk menghadiri 
acara pelantikan Presiden RI, Y.M. Joko 
Widodo, pada tanggal 20 Oktober 2014 
di Jakarta.

Pada tanggal 10 September 2014, 
Delegasi BNPT telah berkunjung 
ke Turki dalam rangka peninjauan 
lapangan terkait isu jihadist (ISIS). 
Dalam pertemuan tersebut, Tim BNPT 
menyampaikan bahwa terdapat sekitar 
70 WNI yang dicurigai aktif sebagai 
jihadist yang kemungkinan masuk ke 
Suriah maupun Irak melalui pintu-
pintu negara tetangga termasuk Turki.

Ekonomi
Diplomasi ekonomi merupakan 

fokus utama pelaksanaan polugri 
Indonesia terhadap Turki. Hal ini 
sesuai dengan kesepakatan kedua 
Presiden pada tahun 2010 dan 2011 
yang menargetkan nilai perdagangan 
kedua negara mencapai USD 5 
miliar pada tahun 2015. Kunjungan-
kunjungan para pejabat Indonesia ke 
Turki antara lain kunjungan Menteri 
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Pertanian RI, Ir. H. Suswono ke Istanbul 
dan Konya, Turki, tanggal 25-28 Mei 
2014. Mentan menghadiri Forum Bisnis 
mengenai Sustainable Palm Oil/Green 
Campaign, pameran The 12th Konya 
Agriculture Fair 2014, melakukan 
pertemuan bilateral dengan Menteri 
Pertanian Turki, Business Matching 
antara pihak swasta dan pengusaha 
industri pertanian Turki dan Indonesia, 
dan presentasi mengenai Sustaınable 
Palm Oil di Unıversitas Selcuk, Konya. 
Selain itu, pada tanggal 1-5 September 
2014, Menkominfo juga menghadiri 
Internet Governance Forum (IGF) ke-9 
di Istanbul, Turki, dengan mengusung 
tema “Connecting continents for 
Enhanced Multi-stakeholder Internet 
Governance”.

Diplomasi Ekonomi merupakan 
fokus utama pelaksanaan polugri 
Indonesia terhadap Turki. Hal ini 
sesuai dengan kesepakatan kedua 
Presiden pada tahun 2010 dan 2011 
yang menargetkan nilai perdagangan 
kedua negara mencapai USD 5 miliar 
pada tahun 2015. Total perdagangan 
Indonesia dan Turki pada periode 
Januari s.d. Agustus 2014 mencapai 
USD 1,81 miliar dengan surplus di 
pihak Indonesia sebesar USD 159,25 
juta (nilai ekspor sebesar USD 985,06 
juta dan impor sebesar USD 825,8 juta).

Pada kuartal ketiga tahun 2014, 
realisasi investasi Turki di Indonesia 
tercatat sebesar USD 64 juta dalam 20 
proyek. Sementara investor Indonesia 
yang menanamkan modalnya di Turki 
tercatat ada 5 perusahaan daengan 
total nilai proyek sebesar USD 600.000. 
Sektor usaha Turki antara lain di 
bidang transportasi, travel agencies, 
perkayuan, perdagangan umum, hotel/
restoran dan real estate.

Sosial Budaya
Pembukaan program Summer 

School bagi mahasiswa/i dari 
Universitas Fatih Sultan Mehmet 
Vakif ke Universitas Islam Indonesia 
pada tanggal 15-16 Agustus 2014 di 
Yogyakarta. Tujuan dari Summer 
School ini adalah untuk memberikan 
pengenalan terhadap kesenian 
dan kebudayaan Indonesia kepada 
mahasiswa/i Turki yang kemudian 
akan dijadikan bekal pengetahuan 
dalam merancang sebuah bangunan.

Perlindungan WNI dan 
Kekonsuleran

Pada tanggal 5 September 2014, di 
Poso telah ditangkap 4 WNA pemegang 
paspor Turki yang diduga terlibat 
ISIS. Saat ini keabsahan paspor ke-4 
orang tersebut masih sedang dalam 
penyelidikan polisi dengan Kedubes 
Turki melalui fasilitasi Kemlu. Keempat 
WNA tersebut a.n. Ahmet Bozoglan 
(27 tahun), Bayram Altinci (28 tahun), 
Abdulbasit Tuzer (23 tahun), dan 
Bozoglan Ahmet (27 tahun).

Uni Eropa

Hubungan Indonesia dengan 
Uni Eropa telah mengalami 
peningkatan dan perluasan bidang 
kerja sama khususnya dengan mulai 
berlakunya Framework Agreement 
on Comprehensive Partnership and 
Cooperation (PCA) RI-Uni Eropa pada 
tanggal 1 Mei 2014. PCA RI-Uni Eropa 
menjadi payung hukum bagi seluruh 
kerja sama RI-UE dan dasar untuk 
pengembangan berbagai kelompok 
kerja dan dialog sektoral yang menjadi 
kepentingan kedua pihak.

Hubungan Indonesia dengan Uni 
Eropa telah diisi berbagai kerja sama 
sektoral seperti dialog di bidang politik 
dan HAM, kerja sama perdagangan dan 
investasi, tata kelola kehutanan dan 
perdagangan kayu legal, pendidikan, 
energi, dan pembangunan. Hubungan 
bilateral RI-Uni Eropa semakin 
penting dengan perluasan anggota Uni 
Eropa menjadi 28 negara. Kemitraan 
Komprehensif ini diharapkan dapat 
meningkatkan Indonesia menjadi 
mitra strategis Uni Eropa.

Politik
Presiden Dewan Eropa, Herman 

Van Rompuy, telah melakukan 
kunjungan kehormatan kepada 
Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 
19 November 2014 yang membahas 
kerja sama RI-UE seperti pembahasan 
mengenai demokrasi dan Islam di 
Indonesia; peningkatan perdagangan 
dan investasi termasuk pembahasan 
hambatan non-tarif dan Comprehensive 
Economic Partnership Agreement 
(CEPA) RI-Uni Eropa dan pembahasan 
isu mobilitas seperti upaya pembebasan 
visa Schengen.

Semenjak berlakunya PCA, 
rencananya akan dibentuk Komite 
Bersama (Joint Committee) RI-Uni 
Eropa pada tingkat Menteri Luar 
Negeri untuk memantau dan memberi 
arahan kerja sama bilateral RI-UE 
yang selama ini dilaksanakan pada 
tingkat Pejabat Tinggi (Senior Offi  cials). 
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri 
RI dan High Representative of the 
Union for Foreign Affairs and Security 
Policy / Vice-President of the European 
Commission (HR/VP) Uni Eropa sepakat 
untuk memperdalam hubungan RI-Uni 
Eropa dengan mengembangkan sebuah 
dialog strategis guna memastikan 
adanya mekanisme konsultasi politis 
isu strategis yang menjadi kepentingan 
bersama dan isu regional/global pada 
tingkat Menteri Luar Negeri.

Isu HAM yang biasanya ditujukan 
negatif bagi Indonesia semakin jarang 
ditemukan. Isu-isu yang sering diangkat 
dalam diskusi-diskusi di Eropa lebih 
ditujukan pada persoalan pemajuan 
HAM dan peningkatan kesejahteraan 
di Indonesia, khususnya di Papua. 
Penggalangan dukungan mengenai 
hal-hal yang menjadi kepentingan 
Indonesia dapat dilakukan secara 
intensif melalui “Friends of Indonesia” 
di Parlemen Eropa. Salah satu hasil 
yang dicapai adalah pengakuan 
terbuka dari anggota Parlemen Eropa 
atas peran kepemimpinan Indonesia 
baik dalam menciptakan stabilitas di 
tingkat nasional atau regional ASEAN. 
Indonesia konsisten dalam melakukan 
upaya pencerminan moderasi Islam 
di Indonesia sehingga Indonesia kini 
diakui sebagai kekuatan demokrasi 
yang memiliki religious tolerance 
yang menjadi model pluralisme bagi 
masyarakat yang majemuk. 

Ekonomi
Indonesia telah mulai mengem-

bangkan Sistem Verifi kasi Legalitas 
Kayu (SVLK) sejak tahun 2003 yang 
menjadi dasar negosiasi Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade 
- Voluntary Partnership Agreement 
(FLEGT-VPA) RI-Uni Eropa. Indonesia 
dan Uni Eropa memulai negosiasi 
FLEGT-VPA sejak tahun 2007 dan 
setelah proses negosiasi dan ratifi kasi 
yang panjang Perjajian tersebut mulai 
berlaku tanggal 1 Mei 2014. FLEGT-
VPA bertujuan untuk memajukan 
tata kelola kehutanan, menghentikan 
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perdagangan kayu ilegal, serta 
memastikan kayu dan produk kayu 
yang telah diverifi kasi legalitasnya 
yang boleh masuk Uni Eropa. Indonesia 
akan menjadi negara Asia pertama 
yang memiliki VPA dengan Uni Eropa 
sehingga akan memberikan kelebihan 
komparatif dan daya saing tersendiri. 

Pertemuan Menteri Hukum 
dan HAM RI dengan Commissioner 
Agriculture Daian Ciolos Komisi Eropa, 
Brussel, tanggal 29 Januari 2014 dan 
disepakatinya penjajakan stand-alone 
agreement untuk mengatur pendaftaran 
kolektif produk-produk Geographical 
Indication (GI) asal Indonesia di UE, 
seperti kopi 50 Gayo, merica bubuk 
Muntok, kopi Java, madu Sumbawa, 
dan kopi Lintong. Pendaftaran produk 
GI industri akan melindungi produk-
produk Indonesia dari penyalahgunaan 
trade mark dan melindungi konsumen 
memperoleh produk yang asli, serta 
memberikan keunggulan komparatif 
dibandingkan produk-produk sejenis 
di pasar. Pertemuan juga diadakan 
dengan Commissioner Home Affairs 
Cecilia Malmström Komisi Eropa yang 
menyepakati. 

RI dan UE saat ini sedang 
melakukan penjajakan sebuah stand 
alone agreement mengenai produk-
produk Geographical Indication (GI) 
asal lndonesia di UE, seperti kopi Gayo, 
lada putih Muntok, madu Sumbawa, 
kopi Lintong, dan furniture Jepara. 

Briefi ng Seminar oleh European 
Institute for Asian Studies (EIAS) 
dengan tema “EU-Indonesia Trade 
& Investment Relations: Vitalizing 
Economic Partnership”, di Wemmel, 
Belgia, 15 Februari 2014 dimana Dubes 
RI berpartisipasi sebagai panelis. 

European Union-Indonesia 
Business Dialogue ke-5 (EIBD V) telah 
diselenggarakan di Jakarta pada 19 
November 2014 untuk meningkatkan 
business-to-business relations. Selain 
itu, Indonesia (BAPETEN) dan Uni 
Eropa telah menandatangai Financial 
Agreement pada bulan Desember 2014 
dengan dana bantuan sebesar Euro 1,5 
juta untuk keselamatan nuklir.

Sosial Budaya
Indonesia memiliki program 

Indonesia Interfaith Scholarship yang 
diprakarsai oleh Kementerian Agama 
RI dan ditujukan untuk para pemangku 
kepentingan di Uni Eropa. Kegiatan 
ini dilaksanakan untuk meningkatkan 
saling pengertian antar masyarakat 
mengenai kehidupan harmonis antar 
umat agama di Indonesia.

Indonesia dan Uni Eropa sepakat 
untuk membentuk dialog di bidang 
mobilitas dan migrasi guna mendukung 
peningkatan people-to-people contact, 
termasuk upaya untuk pembebasan 
visa Schengen bagi Indonesia. 

Indonesia telah menyelenggara-
kan pameran foto “Portrait of 
Indonesia: Bhinneka Tunggal lka 
(Unity in Diversity)” yang merupakan 
hasil karya dua fotografer Uni Eropa. 
Pameran diselenggarakan di Parlemen 
Eropa, dan Brussels Press Club.



Bab III
Hubungan Bilateral dengan Negara-Negara 

di Berbagai Kawasan
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Fiji

Hubungan RI-Fiji secara umum 
telah berjalan dengan baik dan 
memberikan kontribusi positif bagi 
kerja sama dalam kerangka bilateral, 
regional, dan multilateral. Sejak 2011, 
hubungan bilateral RI-Fiji menuju 
tingkatan baru dengan terlaksananya 
kunjungan PM Frank Bainimarama 
ke Indonesia pada 5-6 April 2011, 
pembukaan Kedutaan Besar Fiji 
di Jakarta, dan penandatanganan 
perjanjian Development Cooperation 
Agreement/ DCA pada 27 Mei 2011. 
Namun hingga saat ini belum ada 
pelaksanaan pertemuan konsultasi/
koordinasi implementasi perjanjian 
tersebut.

Terselenggaranya kunjungan 
kenegaraan Presiden RI ke Nadi, Fiji, 
17-20 Juni 2014 yang merupakan 
kunjungan historis pertama kali 
Kepala Pemerintahan Indonesia ke Fiji 
sekaligus bertepatan dengan peringatan 
40 tahun hubungan diplomatik kedua 
Negara dan menjadi Chief Guest dalam 
Pacifi c Islands Development Forum 
(PIDF) Second Leaders Meeting. Menlu 
RI juga telah melaksanakan pertemuan 
bilateral dengan Menlu Fiji, Ratu Inoke 
Kubuabola dalam rangka kunjungan 
para Menlu dan Wakil Melanesian 
Spearhead Group (MSG) ke Indonesia 
pada 15 Januari 2014.

Diterimanya Indonesia sebagai 
observer pada Melanesian Spearheads 
Group/MSG. Komitmen terhadap 
kedaulatan dan integritas wilayah 
NKRI serta keputusan Fiji untuk tidak 
mendukung aplikasi keanggotaan West 
Papua National Coalition for Liberation 
/ WPNCL di Melanesian Spearhead 
Group /MSG. 

Surplus dalam perdagangan 
bilateral dengan Fiji, khususnya di 
sektor non-migas. Peningkatan kerja 
sama sosial budaya dan teknik, a.l. 
partisipasi pada program BSBI dan 

BAB III
Hubungan Bilateral dengan Negara-Negara di Berbagai Kawasan

III.1 Kawasan Asia dan Pasifi k

berbagai pelatihan capacity building di 
bidang energi mikro-hidro pedesaan 
budidaya dan pengolahan pasca-panen 
(pertanian dan perikanan), teknologi 
perikanan, dan penanggulangan 
bencana.

Pembukaan pusat pelatihan 
teknologi budidaya dan pengolahan 
rumput laut di Desa Mau dan Kerupuk 
Center di Desa Namotomoto Fiji. 
Penyerahan bantuan Pemri berupa 
alat mesin pertanian 10 traktor tangan 
pada 15 Maret 2014 (bantuan pertama 
tahun 2004) dan ngiriman tenaga 
ahli penyuluh pertanian. Terkait 
rencana pendirian MSG Regional 
Police Academy/ RPA, Pemri telah 
memberikan bantuan senilai USD 
500,000 (lima ratus ribu dolar AS) 
bagi pembangunan prasarana gedung 
MSG RPA di Fiji. Bantuan secara resmi 
diberikan oleh Sesmenko Polhukam RI 
kepada PM Fiji di Suva, 8 Januari 2014.

Kontribusi terhadap penguatan 
kerja sama dalam peningkatan 
kapasitas demokrasi di Fiji. Diplomasi 
Indonesia di Fiji menghadapi kendala 
terkait kurangnya konektifi tas (sulit 
dijangkau; tidak terdapat penerbangan 
dan shipping langsung), maupun basis 
ekonomi kepulauan yang terbilang 
kecil sehingga cukup menghambat 
tumbuhnya minat untuk menggali 
peluang, familiaritas dan rasa percaya 
diri menuju peningkatan interaksi 
bisnis maupun people-to-people 
contacts. 

Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon (KS) 
merupakan negara sahabat yang selalu 
menunjukkan posisi mendukung RI, 
termasuk dalam fora PBB, MSG, dan 
PIF. Selain mendukung masalah Papua 
sebagai masalah internal Indonesia, 
pada tahun 1980-an KS juga telah 
mendukung RI dalam penanganan 

terhadap masalah Timor Timur. KS juga 
mulai menunjukkan orientasi untuk 
menerapkan kebijakan “look north” 
untuk mengurangi ketergantungan 
dengan negara besar di Pasifi k Selatan 
dan mendekatkan diri ke Asia. Namun 
dengan karakter mayoritas etnis 
Melanesia maka mudah terpengaruh 
wacana Melanesian brotherhood 
(pernah mengemuka di parlemen SI 
masa konfl ik antar etnis, 2003).

Tahun 2014 menunjukkan 
peningkatan dalam hubungan dan 
kerja sama bilateral RI-Kepulauan 
Solomon dengan kunjungan Perdana 
Menteri Gordon Darcy Lilo ke 
Indonesia, 4-6 Agustus 2014. Bagi 
RI, kunjungan tersebut bermanfaat 
dalam menjalin kerja sama ekonomi 
dan pembangunan yang lebih erat 
dengan negara-negara kawasan 
Pasifi k. Namun demikian, hingga saat 
ini belum ada perjanjian payung untuk 
pengembangan kerja sama di berbagai 
bidang atau pembentukan forum 
pertemuan konsultasi/koordinasi 
implementasi perjanjian. Menlu RI 
juga telah Melaksanakan pertemuan 
bilateral dengan Menlu Solomon 
Islands, H.E. Clay Forau Soalaoi dalam 
rangka kunjungan para Menlu dan 
Wakil Melanesian Spearhead Group 
(MSG) ke Indonesia pada 15 Januari 
2014.

Surplus perdagangan dengan Fiji 
sejak 2011-2013, khususnya di sektor 
non migas. Partisipasi dalam berbagai 
program beasiswa yang ditawarkan 
Pemri, seperti BSBI, Darmasiswa 
dan KTNB serta program pelatihan 
peningkatan kapasitas dalam kerangka 
kerja sama teknik.

Kepulauan Marshall

Sejauh ini hubungan RI – 
Kepulauan Marshall (KM) berlangsung 
dalam konteks kerja sama dengan 
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negara-negara Kepulauan Pasifi k yakni 
dalam mekanisme Pacifi c Islands Forum 
(PIF). Dalam beberapa pertemuan, 
KM mengemukakan keinginannya 
agar Indonesia dapat memainkan 
peran yang lebih besar di kawasan 
Pasifi k. Hal ini sejalan dengan look 
east policy Indonesia yang memang 
ingin lebih merangkul negara-negara 
di Pasifi k. Kerja sama Indonesia – KM 
juga ditunjukkan dalam hubungan 
antarparlemen.

Sebagaimana halnya dengan 
negara-negara lain di kawasan Pasifi k 
Selatan, hubungan dengan KM juga 
terkendala masalah konektivitas. Hal 
ini pula yang menyebabkan rendahnya 
minat KM untuk berpartisipasi dan 
mengikuti berbagai program beasiswa 
dan pelatihan yang ditawarkan dalam 
kerangka kerja sama teknik oleh Pemri. 

Isu lain yang dihadapi Indonesia 
adalah tren perdagangan bilateral 
yang negatif dalam lima tahun terakhir 
serta defi sit Indonesia dalam neraca 
perdagangan dengan KM khususnya di 
sektor non-migas.

Kerajaan Tonga

Secara umum, hubungan dan 
kerja sama dengan Tonga berjalan 
positif namun masih terbatas. Terkait 
masalah Papua, posisi Tonga selalu 
mendukung Papua sebagai bagian 
dari NKRI dan melihatnya sebagai isu 
domestik Indonesia yang tidak perlu 
dicampuri oleh negara lain.
• Pengakuan Tonga terhadap 

keutuhan dan kedaulatan NKRI.
• Surplus perdagangan bagi 

Indonesia dengan kinerja ekspor 
non-migas yang baik dalam lima 
tahun terakhir.

•  Partisipasi Tonga dalam berbagai 
program beasiswa dan pelatihan: 
International Training Program on 
Ecotourism for Pacifi c Countries 
(2011: 1 orang); Bandung Spirit 
Program for Selected Pacifi c Island 
Countries (2011: 1 orang); Arts and 
Culture Scholarship Program. 

•  Komunikasi bilateral yang relatif 
sulit dikarenakan keterbatasan 
sumber daya manusia dan 
hambatan telekomunikasi. 

•  Volume perdagangan bilateral 

relatif masih kecil, antara lain 
dikarenakan kedua belah pihak 
belum sepenuhnya menggali 
potensi pasar, di samping hambatan 
geografi s dan tarif impor yang 
tinggi. Sesungguhnya, potensi pasar 
Tonga tampak cukup berpeluang 
menyerap produk ekspor Indonesia, 
seperti bahan kebutuhan pokok 
rumah tangga, bahan makanan, 
tekstil, sepatu, mebel dan bahan-
bahan konstruksi.

Kiribati

Hubungan bilateral RI-Kiribati 
memasuki babak baru dengan 
diresmikannya pembukaan hubungan 
diplomatik kedua negara pada 
tahun 2013. Pembukaan hubungan 
diplomatik secara politis menegaskan 
kebijakan Look East Pemri dan 
mempererat hubungan bilateral 
dengan negara-negara Pasifi k, 
sekaligus memberikan dukungan satu 
suara negara berdaulat kepada RI di 
forum internasional, seperti berbagai 
forum PBB, Pacifi c Islands Forum (PIF), 
dan ADB. Meskipun ukuran Kiribati 
yang kecil dan letaknya yang relatif 
terisolasi di Pasifi k, perluasan peluang 
ekonomi, kerja sama teknis, dan 
kontak sosial-budaya Indonesia dengan 
Kiribati dapat diupayakan khususnya 
melalui Fiji yang selama ini menjadi 
hub transportasi dan perdagangan 
Kiribati dengan dunia luar.      

Pembukaan hubungan diplomatik 
RI - Kiribati dilakukan di Natadola, 
Fiji, 8 Mei 2013 pada kesempatan 
acara G-77 High-Level Panel of Eminent 
Persons. Penandatanganan dokumen 
resmi Joint Communique Concerning the 
Establishment of Diplomatic Relations 
between the Government of the Republic 
of Indonesia and the Government of the 
Republic of Kiribati pada kesempatan 
itu dilakukan oleh Wakil Menteri Luar 
Negeri RI, Wardana dan Komisaris 
Tinggi Kiribati untuk Fiji, Reteta Rimon.  

Pembukaan hubungan diplomatik 
antara RI dengan Kiribati adalah untuk 
menindaklanjuti persetujuan Presiden 
RI dan pertimbangan DPR RI untuk 
pembukaan hubungan diplomatik 

dengan 21 negara anggota PBB yang 
diusulkan tahun 2010, di sela-sela 
Sidang Majelis Umum PBB ke-66 bulan 
September 2011 di New York, namun 
untuk Kiribati baru bisa dilaksanakan 
di Natadola, Fiji, 8 Mei 2013 dimaksud 
di atas.

Meskipun hubungan secara politik 
baru diresmikan pada tahun 2013, 
hubungan perdagangan kedua negara 
telah berjalan baik. Tren perdagangan 
bilateral menunjukkan perkembangan 
positif dan Indonesia mengalami 
surplus dengan peningkatan kinerja 
ekspor, khususnya non-migas, 26,34% 
dalam lima tahun terakhir.

Pemri juga mengharapkan 
kunjungan Presiden Kiribati ke 
Indonesia, sebagaimana diundang oleh 
Presiden RI dalam pertemuan bilateral 
dengan Presiden Kiribati, Anote Tong, 
di Fiji pada 18 Juni 2014, di sela-sela the 
Pacifi c Islands Development Forum.

Federasi Mikronesia

Hubungan bilateral kedua negara 
berjalan dengan baik, utamanya di 
bidang politik yang diwujudkan antara 
lain melalui saling dukung dalam 
forum multilateral. Sebagai negara 
yang memiliki perjanjian Compact 
of Free Association dengan Amerika 
Serikat, Mikronesia secara umum 
mengikuti kebijakan yang diambil oleh 
AS, termasuk dalam hal dukungan 
terhadap keutuhan dan kedaulatan 
NKRI serta dalam pencalonan di 
Organisasi Internasional.

Mikronesia merupakan host 
country dari Western and Central 
Pacifi c Fisheries Commission (WCPFC), 
organisasi perikanan regional 
dimana Indonesia menjadi salah 
satu anggotanya. Organisasi tersebut 
mengatur dan mengelola konservasi 
sumber daya ikan, khususnya highly 
migratory fi shes di kawasan. Sebagai 
salah satu penghasil ikan, khususnya 
Tuna dunia, partisipasi Indonesia di 
organisasi ini sangat signifi kan bagi 
upaya konservasi dan pengelolaan 
sumberdaya ikan di Indonesia.

Di bidang politik, Mikronesia 
tercatat tidak pernah memberikan 
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dukungan kepada kelompok separatis, 
khususnya OPM, di Indonesia.

Di bidang ekonomi, perdagangan 
bilateral menunjukkan tren positif 
dalam lima tahun terakhir dengan 
kenaikan rata-rata 9% dengan surplus 
bagi Indonesia di sektor non-migas. 
Masalah konektivitas yang menjadi 
hambatan komunikasi. Kebijakan 
Mikronesia sangat tergantung dengan 
AS.

Masalah kekonsuleran dengan 
adanya WNI (ABK/pelaut) yang 
terdampar di wilayah Mikronesia, 
beberapa di antaranya bahkan menikah 
dengan warga setempat dan menetap.  
Penyelesaian pembahasan klaim tiga 
negara (Indonesia-Mikronesia-Papua 
Nugini) atas landas kontinen di luar 
200 mil laut di perairan utara Papua 
(area Eauripik Rise).

Mongolia

Kunjungan kenegaraan Presiden 
ke Mongolia pada 5-7 September 2012 
telah membuka babak baru hubungan 
bilateral Indonesia-Mongolia.

Kunjungan tersebut telah 
menjanjikan peluang baru bagi 
Indonesia, tidak saja menjadikan 
Mongolia sebagai ‘partner of democracy’ 
tetapi juga sebagai ‘partner of economy’. 
Mongolia adalah Ketua Community 
of Democracies sejak Juli 2011 yang 
diharapkan dapat bersinerji dengan 
Bali Democracy Forum, khususnya 
dalam upaya meningkatkan kapasitas 
masyarakat madani dan pertukaran 
pengalaman mengenai demokrasi. 
Sementara dilihat dari aspek pasar 
(jumlah penduduk 2,8 juta jiwa), faktor 
jarak dan geografi s (land-lock) secara 
umum Mongolia belum banyak menarik 
perhatian dalam konteks Trade, 
Tourism and Investment (TTI). Dalam 
perkembangannya, Mongolia kini 
telah berubah dan perekonomiannya 
tumbuh dengan pesat berkat hasil 
pertambangan dan sumber mineral 
lainnya yang berlimpah.

Kerja sama dalam bidang 
demokrasi ditandai dengan partisipasi 
aktif dalam forum BDF (tingkat PM 
2011, tingkat Menlu 2010 dan 2012, 

deputy chairman of parliament 2013). 
Penjajakan pembukaan kedutaan 
besar di masing-masing negara. Tren 
perdagangan bilateral positif dengan 
kenaikan rata-rata 37,47% dalam lima 
tahun terakhir dengan surplus bagi 
RI. Penandatanganan Agreed Minutes 
tentang pembentukan Indonesian Study 
Center di Mongolian National University 
(MNU) pada tanggal 2 Juli 2013.

Hingga saat ini belum tersedia 
jalur penerbangan langsung Mongolia 
ke Indonesia. Kendala transportasi 
tersebut kemungkinan juga menjadi 
faktor utama yang menyebabnya 
sulitnya bagi kedua negara untuk 
mengembangkan kerja sama ekonomi, 
perdagangan, dan pariwisata. 
Karena itu diusulkan agar antara RI-
Mongolia terdapat direct trade yang 
akan mengurangi biaya yang harus 
dikeluarkan.

Untuk dapat mengekspor daging ke 
Indonesia, Pemerintah Mongolia harus 
memenuhi sejumlah persyaratan, 
seperti sertifi kasi halal, higienitas dan 
kualitas, termasuk pembebasan dari 
Foot and Mouth Diseases (FMD). Hal 
ini karena sampai saat ini, Mongolia 
masih masuk dalam daftar negara yang 
belum terbebas dari FMD tersebut.

Nauru

Pembukaan hubungan diplomatik 
Indonesia-Nauru baru dilakukan 
secara resmi pada tanggal 21 Desember 
2012 di New York. Secara politis, 
pembukaan hubungan diplomatik RI-
Nauru memberikan manfaat terutama 
untuk memperkuat dukungan atas 
keutuhan NKRI terkait isu Papua, yang 
gencar dimainkan oleh organisasi 
Papua Merdeka di kawasan Pasifi k. 
Namun, pembukaan hubungan 
diplomatik ini belum memberikan 
kontribusi ekonomi yang signifi kan.

Pandangan Nauru terhadap 
RI sebagai negara yang penting di 
kawasan Asia Pasifi k, akan lebih 
mendorong peningkatan peluang kerja 
sama bilateral dan pembahasan isu 
multilateral seperti perubahan iklim, 
penanggulangan bencana dan kerja 
sama Selatan-Selatan antara kedua 
negara. Sebelum peresmian hubungan 

diplomatik, Nauru telah berpartisipasi 
dalam berbagai program peningkatan 
kapasitas yang diselenggarakan Pemri.

Pembukaan hubungan diplomatik 
RI-Nauru 12 Desember 2012. Fasilitasi 
kunjungan dan pertemuan Presiden 
Nauru Sprent Dabwido dengan 
Presiden RI di sela-sela the 5th Asian 
Ministerial Conference on Disaster Risk 
Reduction (AMCDRR) di Yogyakarta 
pada 22-25 Oktober 2012. Kinerja 
ekspor Indonesia ke Nauru sangat baik 
dengan peningkatan rata-rata 63,76% 
dalam lima tahun terakhir.

Partisipasi peserta asal Nauru 
dalam berbagai program kerja sama 
teknis RI. Tercatat tahun 2007-2012 
terdapat kehadiran Nauru pada 
Bandung Spirit Program for Selected 
Pacifi c Island Countries pada tahun 2011 
dan BSBI (Art and Culture Scholarship 
Program). Pemri menantikan 
kunjungan Presiden Nauru ke 
Indonesia, sebagaimana diundang oleh 
Presiden RI dalam pertemuan bilateral 
di Fiji pada 18 Juni 2014, di sela-sela the 
Pacifi c Islands Development Forum.

Palau

Pembukaan hubungan diplomatik 
dengan Palau merupakan salah satu 
prioritas utama mengingat letak 
geografi s Palau yang berbatasan 
dengan Indonesia. Secara politis, hal 
ini juga penting untuk  memagari 
upaya kelompok separatis di Papua 
(OPM) yang berusaha mencari 
dukungan di kalangan negara-negara 
di kawasan Pasifi k. Pembukaan 
hubungan diplomatik ini juga 
dapat mempermudah upaya Pemri 
untuk memberikan bantuan dan 
perlindungan hukum kepada WNI yang 
ada di Palau.

Komitmen dukungan Pemri 
kepada Pemerintah Palau untuk 
penyelenggaraan the 45th Pacifi c 
Islands Forum and Other Forum Related 
Meetings (PIF Meetings) berupa bantuan 
dana tunai US$ 1.000.000 (satu juta 
dolar AS). Perdagangan bilateral dalam 
lima tahun terakhir menunjukkan 
tren positif dengan kenaikan rata-rata 
15,83% dengan surplus bagi Indonesia 
untuk ekspor non migas.
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Partisipasi Palau dalam program-
program dalam kerangka Kerja sama 
Teknik Antar Negara Berkembang 
(KTNB) yang ditawarkan Indonesia 
terutama di bidang investasi dan UKM. 
Penyelenggaraan berbagai kegiatan 
capacity building yang diikuti oleh 
peserta dari Palau, yaitu Bandung Spirit 
Programme for Pacifi c Countries 2011 
on Disaster Management.

Indonesia dan Palau masih 
memiliki perbedaan dalam metode 
penetapan garis  batas ZEE. Catatan: 
Palau telah menetapkan ZEE secara 
sepihak dan telah terjadi sejumlah 
kasus penangkapan kapal ikan 
Indonesia.

Papua Nugini

Hubungan bilateral RI-PNG hampir 
tidak pernah mengalami konfl ik 
terbuka yang berdampak serius bagi 
hubungan bilateral, meskipun terdapat 
kelompok pengacau keamanan 
Indonesia bermarkas di wilayah PNG 
yang sulit dijangkau. Sisi positif lainnya 
adalah PNG berbatasan darat langsung 
dengan RI, sehingga masyarakat Papua 
Indonesia dan masyarakat PNG telah 
terbiasa melakukan interaksi sosial-
ekonomi yang produktif. Peningkatan 
hubungan bilateral RI-PNG sepanjang 
2013 telah memberikan bobot strategis 
dari hubungan dan kerja sama 
bilateral, khususnya dalam konteks 
menjalin kerja sama ekonomi dan 
pembangunan yang erat antara kedua 
negara. 

Presiden RI juga telah 
melaksanakan pertemuan bilateral 
dengan PM Papua Nugini, H. E. Mr. 
Peter O’Neil, setelah acara inaugurasi 
Presiden dan Wakil Presiden RI pada 
tanggal 20 Oktober 2014. Menlu RI 
telah melaksankana pertemuan 
bilateral dengan Menlu Papua Nugini, 
H.E. Rimbink Pato dalam rangka 
kunjungan para Menlu dan Wakil 
Melanesian Spearhead Group (MSG) ke 
Indonesia, tanggal 15 Januari 2014, di 
sela-sela penyelenggaraan 47th AMM/
PMC/21th ARF/4th EAS FMM di Nay Pyi 
Taw, Myanmar, pada 5-10 Agustus 2014, 
serta di sela-sela penyelenggaraan KTT 
APEC di Beijing, 8 November 2014.

Politik 
Peningkatan hubungan menjadi 

RI-Papua Nugini terlihat dari beberapa 
capaian berikut:
- Kemitraan Komprehensif pada 

saat kunjungan PM PNG Hon. Peter 
O’Neill pada tanggal 17 Juni 2013.

- Penandatanganan Plan of Action 
(PoA) Implementasi Kemitraan 
Komprehensif RI-PNG di Bali pada 
7 Oktober 2013. 

- Penyelenggaraan pertemuan 
Special Session on Border Issues RI-
PNG di Bali, 8-9 Mei 2014.

- Pertemuan Bilateral Menlu RI 
dengan Menlu Papua New Guinea, 
H.E. Mr. Rimbik Pato di Bali 
Democracy Forum  ke-7, pada 10 
Oktober 2014.

Ekonomi
Tren pertumbuhan perdagangan 

terlihat cukup optimis dengan rata-rata 
18,73% dengan surplus bagi Indonesia

Sebagai informasi, saat kunjungan 
kehormatan Menteri-menteri Kabinet 
RI kepada PM Peter O’Neill di Jakarta 
pada 18 Juni 2013, telah ditandatangani 
tiga perjanjian kerja sama bisnis, yaitu: 
1. PT. Pertamina - National Petroleum 

Company PNG (NPCP);
2. KADIN - PNG Chamber of Commerce 

and Industry;
3. PT. Telkom dan Telikom PNG.

Sosial Budaya
Keikutsertaan pada program 

beasiswa (BSBI, Dharmasiswa, KTNB) 
maupun program diklat peningkatan 
kapasitas teknis (pertanian, perikanan, 
pembiayaan mikro, pendidikan 
diplomatik, dan produksi siaran 
dokumenter televisi).

Pembukaan jalur penerbangan 
Air Niugini Port Moresby-Jakarta dan 
–Denpasar pada 2012 yang diresmikan 
pada tanggal 5 Agustus 2013

Perlindungan WNI dan 
Kekonsuleran

Penandatanganan Agreement 
on Visa Exemption for Holders of 
Diplomatic and Service Passports (15 
Januari 2014). Fasilitas bebas visa 
bagi pemegang paspor diplomatik dan 
dinas RI-PNG saat ini sedang menjalani 
proses ratifi kasi.

Berkenaan dengan isu pelintas 
batas WNI asal Papua, diperkirakan 

jumlahnya sekitar 25.000 jiwa tersebar 
di seluruh wilayah PNG. Selama 
ini, Pemerintah PNG senantiasa 
bekerja sama dengan Pemri dalam 
memfasilitasi dan mendorong WNI 
asal Papua yang berada di PNG 
untuk melakukan repatriasi secara 
suka rela ke Indonesia. Pemerintah 
PNG telah berkomitmen membantu 
program repatriasi Indonesia secara 
berkesinambungan. Keberhasilan 
program repatriasi  WNI dari PNG 
ke Indonesia diharapkan akan 
memberikan dampak positif bagi 
kepentingan peningkatan citra RI 
dalam politik internasional, terutama 
dikaitkan dengan berbagai aktifi tas 
yang mendukung kemerdekaan Papua.

Republik Demokratik 
Rakyat Korea

Hubungan RI-RDRK dewasa ini 
difokuskan pada upaya penjajakan 
kerja sama di bidang ekonomi dan sosial 
budaya. Indonesia memanfaatkan 
hubungan tradisional yang telah 
terjalin baik untuk meningkatkan kerja 
sama bilateral dan dalam menyikapi 
masalah-masalah internasional yang 
menjadi kepentingan bersama. Politik 
Luar Negeri RI terhadap RDRK dan 
Republik Korea dijalankan dengan 
menganut prinsip “even-handed policy” 
dalam membina hubungan dengan 
kedua negara tersebut. Indonesia 
senantiasa mendukung upaya unifi kasi 
bangsa Korea merupakan urusan 
internal bangsa Korea. Indonesia 
juga selalu berperan aktif dalam 
upaya perdamaian di Semenanjung 
Korea. Hubungan baik dengan RDRK 
terkendala dengan berbagai isu terkait 
dengan stabilitas di kawasan yang 
juga menjadi perhatian (concern) 
dunia internasional, seperti masalah 
keamanan di Semenanjung Korea, isu 
HAM dan kemanusiaan dan konfl ik 
RDRK dengan sejumlah negara. 
Sementara kerja sama di bidang 
ekonomi dan sosial budaya juga masih 
belum berkembang karena masih 
terbatasnya interaksi b-to-b maupun 
p-to-p antara kedua negara guna 
menggali dan menjajaki potensi kerja 
sama yang bisa dilakukan.

Menlu RI telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu 
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Republik Demokratik Rakyat Korea, Ri 
Su Yong, tanggal 13 Agustus 2014.

Samoa

Bagi Indonesia, Samoa dinilai 
sebagai aset politik di wilayah Pasifi k. 
Samoa memiliki komitmen untuk 
menganggap masalah Papua sebagai 
isu dalam negeri Indonesia dan pejabat 
Samoa sangat jarang mengangkat 
isu Papua dalam setiap kesempatan 
pertemuan. Samoa selalu menolak 
dimasukkannya referensi mengenai 
isu Papua dalam Komunike Besama 
Pacifi c Islands Forum (PIF) berturut-
turut sejak tahun 2007 sampai dengan 
2011. Hubungan bilateral Samoa dan 
Indonesia dalam bidang ekonomi 
dan perdagangan masih belum 
berkembang seperti yang diharapkan, 
sehingga masih dapat ditingkatkan. 

Komitmen dan Pengakuan Samoa 
atas keutuhan  dan kedaulatan NKRI. 
Kinerja ekspor produk non migas 
Indonesia ke Samoa cukup baik dengan 
surplus perdagangan bagi Indonesia. 
Komitmen Pemerintah Indonesia dalam 
pemberian bantuan teknis antara lain 
di bidang pertanian, perikanan, dan 
seni budaya mendapatkan apresiasi 
tinggi dari pemerintah Samoa. 

Selandia Baru

Hubungan Indonesia-Selandia 
Baru berkembang semakin kuat dan 
positif yang ditandai dengan saling 
kunjung secara intensif antara pejabat 
tinggi kedua negara pada berbagai 
tingkatan. Pertemuan antara kedua 
Kepala Pemerintahan pada saat 
kunjungan PM John Key ke Jakarta, 17 
April 2012 telah meletakkan landasan 
yang semakin kokoh dan memberikan 
momentum bagi peningkatan 
hubungan bilateral RI-Selandia Baru. 
Presiden RI juga melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan PM 
Selandia Baru, H.E. John Key, di sela-
sela KTT ke-25 ASEAN dan KTT Terkait 
lainnya di Nay Pyi Taw, Myanmar 13 
November 2014. Selanjutnya, Wakil 
Presiden RI telah melaksanakan 
pertemuan dengan PM Selandia Baru, 
H.E. John Key di sela-sela Kunjungan 

Kerja Wakil Presiden RI ke Den Haag, 
Belanda dalam rangka menghadiri 
the 3rd Nuclear Security Summit 22 
– 28 Maret 2014. Menlu RI juga telah 
melaksanakan pertemuan bilateral 
dengan Menludag Selandia Baru, 
The Hon. Murry McCully, di sela-sela 
penyelenggaraan KTT APEC di Beijing, 
7 November 2014.

Selandia Baru telah memberikan 
43 beasiswa dalam skema New Zealand-
ASEAN Scholars Award. Sementara, 
Indonesia secara kontinyu memberikan 
beasiswa  Darmasiswa dan Beasiswa 
Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 
kepada peserta dari Selandia Baru. 
Pembukaan kembali jalur penerbangan 
langsung Auckland–Denpasar oleh Air 
New Zealand sejak Juni 2012.

Meskipun Pemerintah Selandia 
Baru secara tegas menyatakan 
dukungan terhadap keutuhan wilayah 
Indonesia dalam kerangka NKRI 
termasuk wilayah Papua, sebagaimana 
tercantum dalam setiap dokumen 
Agreed Minutes Joint Ministerial 
Commission kedua negara, namun tidak 
dapat dipungkiri masih adanya elemen 
di parlemen (khususnya Partai Green) 
yang bersimpati terhadap aspirasi 
kemerdekaan sekelompok orang 
Papua. Selain itu sejumlah LSM seperti 
Indonesia Human Rights Committee 
(IHRC), Amnesty International dan LSM 
penggiat HAM lainnya secara terus 
menerus juga mengangkat isu Papua 
dalam berbagai kesempatan. Sebagai 
contoh, terkait dengan penembakan 
Mako Tabuni oleh aparat keamanan 
di Jayapura pada 14 Juni 2012, telah 
terjadi aksi protes di depan Gedung 
KBRI pada 20 Juni 2012. Aksi protes 
tersebut melibatkan LSM Indonesia 
Human Rights Committee, Peace 
Movement Aotearoa, dan West Papua 
Collective on Campus dengan Catherine 
Delahunty (anggota parlemen dari 
Partai Green dan anggota International 
Parliamentarians for West Papua 
(IPWP)) sebagai koordinator. Aksi 
diikuti oleh 12 orang aktivis dan 2 
orang jurnalis.

Penurunan volume perdagangan 
sekitar 80% pada tahun 2010-2012 
disebabkan oleh peraturan impor 
produk pertanian Indonesia seperti 
pembatasan kuota impor daging dan 
produk hortikultura serta pembatasan 

pelabuhan di Indonesia yang dapat 
menerima pengiriman produk 
pertanian. 

Selandia Baru dikenal sebagai 
negara yang tidak terlalu agresif dalam 
melakukan investasi asing. Keberanian 
dan minat perusahaan di Selandia Baru 
untuk melakukan investasi di negara 
lain tidak terlalu besar mengingat 
Selandia Baru lebih menekankan 
pada self-suffi  cient serta kejelasan 
aturan/hukum yang berlaku serta trust 
(kepercayaan).

Terdapat sejumlah kendala dalam 
implementasi Exchange of Letters on 
Temporary Entry di bidang Tenaga 
Kerja, yaitu antara lain persyaratan 
bagi chef adalah chef khusus masakan 
Indonesia yang bekerja di restoran 
Indonesia, sementara di Selandia Baru 
tidak terdapat restoran Indonesia yang 
dikelola secara professional melainkan 
hanya perusahaan keluarga yang telah 
merekrut chef sendiri. Kendala yang 
sama juga dihadapi dalam membuka 
kesempatan bagi guru Bahasa 
Indonesia untuk mengajar di Selandia 
Baru karena hingga saat ini tidak ada 
minat atau demand dari masyarakat 
Selandia Baru untuk mempelajari 
Bahasa Indonesia. Selain itu, apabila 
terdapat kebutuhan guru maka akan 
diutamakan guru Bahasa Indonesia 
yang berasal dari Selandia Baru, 
misalnya WNI yang telah memiliki 
status permanent resident. Demikian 
pula dalam hal halal slaughterers, 
terdapat kewajiban bagi perekrut 
tenaga halal slaughterer untuk 
mengutamakan mempekerjakan halal 
slaughterer yang telah bermukim di 
Selandia Baru. 

Kedua negara belum memiliki 
perjanjian bebas visa bagi passport 
diplomatik dan dinas. Hal ini perlu 
didorong untuk lebih mempererat 
hubungan antara kedua negara.

Tuvalu

Hubungan RI-Tuvalu memasuki 
babak baru dengan diresmikannya 
hubungan diplomatik kedua negara 
melalui penandatanganan Joint 
Communique oleh Menlu RI dan 
Menlu, Perdagangan, Perburuhan 



52

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

dan Pariwisata Tuvalu di sela-sela 
pelaksanaan SMU PBB ke-67, pada 1 
Oktober 2012. Pembukaan hubungan 
diplomatik dengan Tuvalu adalah 
bagian dari kebijakan Pemerintah RI 
untuk membuka hubungan diplomatik 
dengan 21 negara anggota PBB, yang 
mulai dicetuskan pada tahun 2010. 
Meskipun tidak terlihat memiliki 
manfaat realistis mengingat jumlah 
penduduk yang kecil dan letaknya 
yang jauh terisolir di tengah samudera 
Pasifi k, namun peresmian hubungan 
diplomatik dengan Tuvalu kiranya 
diperlukan untuk mempererat 
hubungan bilateral RI dengan negara-
negara dan menggalang dukungan 
mereka di forum internasional, 
khususnya melalui penguatan kerja 
sama teknis dan sosial budaya. Saat 
ini kedua negara sedang dalam proses 
membuka perwakilan diplomatik/ 
perangkapannya untuk mendorong 
peningkatan peluang kerja sama 
dalam berbagai bidang. Pembukaan 
hubungan diplomatik RI-Tuvalu pada 1 
Oktober 2012.

Partisipasi Tuvalu dalam berbagai 
program kerja sama teknis dan beasiswa 
dari Pemri. Surplus perdagangan bagi 
Indonesia pada tahun 2011 dan 2013. 
Kemlu Tuvalu telah menyampaikan 
persetujuan Pemerintah Tuvalu agar 
hubungan diplomatik RI-Tuvalu 
merupakan non-resident basis dengan 
akreditasi KBRI Suva untuk Tuvalu. 
Perkembangan terkini bahwa surat 
keputusan penetapan akreditasi 
KBRI Suva untuk Tuvalu masih dalam 
pemrosesan internal Pemri. 

Vanuatu

Hubungan kedua negara pada 
dasarnya telah berjalan baik dan 
masih berpotensi untuk terus 
dikembangkan mengingat berbagai 
isu dan  tantangan bersama seperti 
perubahan iklim, bencana alam, energi 
dan pembangunan dapat ditangani 
dengan kerja sama erat kedua negara 
baik bilateral maupun regional. 

Namun Adanya pergantian 
pemerintahan di Vanuatu dari PM 
Sato Kilman ke PM Moana Carcasses 
Kalosil pada tanggal 21 Maret 2013 
telah menyebabkan adanya pergeseran 

kebijakan Pemerintah Vanuatu 
dalam melakukan hubungan dengan 
Indonesia. Dalam Agenda Rencana Aksi 
Prioritas 100 hari Pemerintah Vanuatu 
di bawah PM Moana Carcasses yang 
diumumkan pada tanggal 10 April 2013,  
PM Carcasses telah menyampaikan 
rencana dukungan terhadap 
keanggotaan WPNCL di Melanesian 
Spearhead Group (MSG) dan 
penghentian Development Cooperation 
Agreement (DCA) RI-Vanuatu yang telah 
ditandatangani pada 20 Desember 
tahun 2011 di Jakarta.
Capaian Utama
• Penandatanganan Development 

Cooperation Agreement (DCA) oleh 
Menlu RI dan Menlu Vanuatu Alfred 
Carlot, 20 Desember 2011.

•  Penyediaan bantuan teknis untuk 
penyelenggaraan 91st Africa 
Caribbean and the Pacifi c (ACP) 
Council of Ministers dan 37th Session 
of ACP-EU Council of Ministers 
Meeting di Port Vila, 11-16 Juni 
2012.

•  Perdagangan bilateral 
menunjukkan tren positif dengan 
surplus bagi Indonesia untuk 
ekspor di sektor non-migas.

•  Partisipasi peserta dari Vanuatu 
dalam program beasiswa (BSBI) 
dan berbagai program pelatihan 
dalam kerangka kerja sama teknis, 
antara lain di bidang energi mikro-
hidro, perikanan, pengelolaan 
maritime protected areas.

Pemerintahan baru Vanuatu di 
bawah PM Moana Carcasses dikenal 
sebagai pihak yang mempunyai 
pandangan kritis atas isu Papua dan 
dukungannya kepada isu kemerdekaan 
dan aktivis kemerdekaan Papua di 
Vanuatu. Selain itu Edward Natapei 
sebagai Deputi PM merangkap Menlu 
Vanuatu juga mempunyai simpati 
yang besar terhadap isu kemerdekaan 
Papua.

Adanya kedekatan antara aktivis 
West Papua National Council for 
Liberation (WPNCL) yang berbasis di 
Vanuatu dengan Pemerintahan Moana 
menjadi faktor utama meningkatnya 
kampanye agenda West Papua di 
Vanuatu, termasuk dalam kebijakan 
luar negeri PM Moana Carcasses.

Segera setelah  memegang tampuk 
kekuasaan sebagai PM Vanuatu, PM 

Moana Carcasses mengumumkan 
untuk meninjau kembali berbagai 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah sebelumnya (PM 
Sato Kilman), termasuk dalam konteks 
hubungan dengan Indonesia. 

Dalam Agenda Rencana Aksi 
Prioritas 100 hari Pemerintah Vanuatu 
di bawah PM Moana Carcasses yang 
diumumkan pada tanggal 10 April 
2013,  PM Moana Carcasses telah 
menyampaikan rencana dukungan 
terhadap keanggotaan WPNCL di 
Melanesian Spearhead Group (MSG) dan 
penghentian Development Cooperation 
Agreement (DCA) RI-Vanuatu. 

Dukungan Vanuatu terhadap 
keanggotaan WPNCL di MSG telah 
disampaikan oleh PM Vanuatu pada 
Pertemuan Tingkat Tinggi MSG di 
Noumea, tanggal 20-21 Juni 2013. Upaya 
Vanuatu tersebut berhasil digagalkan 
dalam MSG Leaders’ Meeting di 
PNG pada Juni 2014. Sementara 
itu, belum terdapat perkembangan 
lanjutan terkait wacana penghentian 
Development Cooperation Agreement 
(DCA) RI-Vanuatu oleh Pemerintahan.

Menlu RI juga telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu 
Vanuatu, H.E. Mr. Sato Kilman di 
Bali Democracy Forum ke-7, pada 10 
Oktober 2014.

Azerbaijan

Hubungan kedua engara dititik 
beratkan pada kerja sama di bidang 
ekonomi. Azerbaijan diperkirakan 
memiliki cadangan minyak bumi 
kurang lebih 13 milyar barel dan 
cadangan gas sekitar 1,3 trilyun meter 
kubik yang memiliki peran penting 
untuk pasokan gas ke Eropa pada masa 
yang akan datang.

Politik
Pada tahun 2014 Delegasi 

Azerbaijan yang dipimpin oleh Wakil 
PM Azerbaijan, H.E. Elchin Ilyas oghlu 
Afandiyev telah berpartisipasi pada 
6th Global Forum of the UN Alliance of 
Civilization di Bali pada tanggal 29 – 30 
September 2013. Sekjen Mahkamah 
Konstitusi RI telah melakukan 
kunjungan kerja ke Baku dalam rangka 
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menindaklanjuti MoU kerja sama 
antara Mahkamah Konstitusi RI – 
Mahkamah Konstitusi Azerbaijan.

Selain itu beberapa delri telah 
berpartisipasi pada 2nd of the Islamic 
Conference of Labour Minister (ICLM)  
di Baku tanggal 23-26 April 2014, 5th  
Ministerial Conference on the Role 
Woman in Sustainable Development, 
Baku 21-22 Oktober 2014 dan First 
Global Forum on Youth Policies  di Baku 
28-30 Oktober 2014.

Ekonomi
KBRI Baku telah berpartisipasi 

pada  13th Azerbaijan International 
Travel and Tourism Fair (ITF) 2014 di 
Baku, 4-6 April 2014, Luxury Travel 
Mart (LTM)  Baku, 9-10 April 2014, 
19th Azerbaijan International Food 
Industry Exhibition, Baku 22-24 Mei 
2014. Delegasi Azerbaijan juga telah 
berpartisipasi pada kegiatan farmtrip 
ke Bali pada bulan Juli 2014 dan 9-15 
Oktober 2014. Dalam kegiatan Trade 
Expo Indonesia 2014 di Jakarta, tanggal 
8-12 Oktober 2014 juga telah diikuti oleh 
14 pengusaha Azerbaijan dari sektor 
furniture dan produk kayu, otomotif, 
building material dan elektronik.

Total perdagangan Indonesia-
Azerbaijan periode Januari-Agustus 
2014 mencapai USD. 1,8 juta atau naik 
signifi kan sebesar 39,7% dibandingkan 
dengan periode yang sama pada tahun 
2013 yang mencapai nilai USD. 1,3 juta. 
Trend perdagangan Indonesia dengan 
Azerbaijan periode 2009-2013 naik 
22% dimana nilai perdagangan 2013 
sebesar USD. 1,743 juta, atau defi sit 
bagi Indonesia sebesar USD 1,733 juta.

Sosial Budaya
KBRI Baku telah berpartisipasi 

pada kegiatan Global Village pada 
bulan Januari 2014 dan Drink Arround 
the World, 30 Mei 2014. Pada tanggal 5 
April 2014 Indonesia juga telah meraih 
berbagai prestasi medali emas pada 8th 
International Environtmental Project 
Olympiad (INEPO).

Delegasi ISI Yogyakarta juga telah 
berpartisipasi pada 3rd International 
Festival of Classical Musical among the 
Country of the Islamic World, tanggal 
22-26 April 2014. Pada bulan Mei 2014, 
KBRI Baku bekerja sama dengan Pusat 
Studi Indonesia telah melakukan 

promosi budaya tarian Indonesia dan 
berpartisipasi pada 4th International 
Festival yang diselenggarakan di 
ADA University tanggal 14 Nopember 
2014 yang mempromosikan kuliner 
Indonesia. Dalam kegiatan ini juga telah 
dilaksanakan kegiatan Public Lecture 
di ADA University dan Azerbaijan 
University of Languages oleh Ibu 
Sjamsiah Achmad, pakar kesetaraan 
gender dan HAM Perempuan dari 
Indonesia.

Sebanyak 1 (satu) pelajar 
Azerbaijan menerima beasiswa 
Darmasiswa TA 2014/2015 dari Pemri, 
serta 1 (satu) orang mahasiswa 
Azerbaijan yang mengikuti program 
BSBI di Yogyakarta tahun 2014/2015. 
Pada tahun 2014 juga terdapat 
rombongan Global Jaya Internasional 
School Bintaro Jakarta yang telah 
melakukan kegiatan Home Stay  di 
Baku tanggal 13-22 September 2014. 
Jumlah wisatawan Azerbaijan yang 
berkunjung ke Indonesia tercatat 
sebanyak 384 orang. Adapun jumlah 
WNI di Azerbaijan berjumlah 119 
orang (Oktober 2014)

Bangladesh

Sebagai salah satu negara 
pertama yang memberikan pengakuan 
kemerdekaan Bangladesh tahun 1972, 
Indonesia memiliki kepentingan 
besar untuk meningkatkan kerja 
sama bilateral dengan Bangladesh. 
Hubungan kedua negara meningkat 
signifi kan pada tahun 2014, khususnya 
di bidang ekonomi yang terlihat dari 
intensitas perdagangan bilateral 
dengan kenaikan jumlah kunjungan 
pengusaha Bangladesh ke Indonesia. 
Dalam hal ini, seyogyanya Pemri perlu 
meningkatkan promosi perdagangan 
bilateral melalui people-to-people 
contact, pembukaan penerbangan 
langsung, dan peningkatan frekuensi 
saling kunjung.

Politik 
Pada tahun 2014, State Minitser 

for Foreign Affairs Bangladesh, H.E. 
Md. Shahriar Alam telah berpartisipasi 
dalam Bali Demokrasi Forum VII 
pada bulan Oktober 2014. Di sela-sela 
kesempatan tersebut, Wamenlu RI, H.E. 
Dino Patti Djalal melakukan pertemuan 

bilateral dengan State Minister of 
Foreign Affairs Bangladesh, H.E. Md. 
Shahriar Alam, MP pada tanggal 11 
Oktober 2014. Selain itu Commandant 
of Bangladesh Institute of Peace 
Support Operation Training Maj. Gen. 
Maksudur Rahman juga berpartisipasi 
dalam Executive Committee Meeting 
International Asscociation of Peace 
Keeping Training Centre Annual 
Conference bulan Februari 2014. 
Pejabat dan Perwira Bangladesh juga 
turut serta dalam sejumlah pendidikan 
dan pelatihan di Indonesia seperti 
Capacity Building for the New Asian 
African Strategic Partnership (NAASP) 
Member Countries’ Diplomats, Sekolah 
Staf dan Komando TNI – AL (Seskoal), 
dan Second International Course on the 
Law of Armed Confl ict.

Pembukaan hubungan diplomatik 
ini merupakan tonggak sejarah bagi 
rakyat dan pemerintah kedua negara 
dalam meningkatkan hubungan dan 
kerja sama yang menjadi kepentingan 
bersama. Pembukaan hubungan 
memiliki nilai penting dari segi politis. 
Dalam forum multilateral, kedua 
negara memberikan suara dalam 
berbagai forum internasional guna 
memperoleh dukungan suara dalam 
berbagai usulan terhadap resolusi-
resolusi PBB.

Delegasi Indonesia juga 
berpartisipasi dalam sejumlah 
pertemuan pada tahun 2014 di 
Bangladesh seperti Delegasi RI dalam 
32nd Meeting of Minister of Health, WHO 
South-East Asia Region, Delegasi TNI 
dalam 7th Asia Pacifi c Intelligence Chiefs 
Conference, Delegasi TNI- AD dalam 
Pacifi c Army Management Seminar 
XXXVIII, Delegasi DPR RI dalam Regional 
Seminar for Asia Pacifi c Parliaments on 
Ending the Cycle of Violence Against 
Girls in Asia-Pacifi c dan Tim Perwira 
TNI – AU yang mempelajari pengiriman 
pesawat C-130 Hercules dalam Misi 
Penjagaan Perdamaian PBB.

Pada tahun 2014 tercatat partisipasi 
State Minister for Finance, H.E. Mannan 
dan Governor of Bangladesh Bank, 
DR. Atiur Rahman dalam Asia Pacifi c 
Outreach Meeting on Sustainable 
Development Financing pada bulan Juni 
2014 dan delegasi Bangladesh dalam 
World Coral Reef Conference di Manado 
pada bulan Mei 2014.
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Ekonomi
Kedua negara memiliki trend yang 

baik dalam perdagangan bilateral, 
namun neraca perdagangan kedua 
negara masih belum berimbang dan 
selalu surplus dengan nilai yang 
signifi kan bagi Indonesia. Ekspor 
Bangladesh ke Indonesia masih sangat 
terbatas dan sebagian besar berupa 
jute, garmen dan bahan kimia. 

Nilai Perdagangan Indonesia – 
Bangladesh terus mengalami kenaikan 
dari tahun ke tahun khususnya sejak 
tahun 2010 dan terus di atas USD 1 
milyar dengan total perdagangan 
mencapai USD 1,16 milyar pada tahun 
2013 dan surplus untuk Indonesia 
sebesar USD 978,3 ribu.

Total perdagangan pada periode 
Januari – Agustus 2014 mencapai USD 
990,2 ribu atau meningkat sebesar 
29,5% pada periode yang sama tahun 
2013 yang mencapai USD 764,9 
ribu. Nilai tersebut menunjukkan 
keberhasilan upaya promosi di bidang 
ekonomi dan perdagangan, investasi, 
pariwisata, seni budaya, pendidikan 
dan kuliner Nusantara untuk menarik 
minat dan kepercayaan rakyat 
Bangladesh terhadap kualitas produk 
ekspor buatan Indonesia.

KBRI Dhaka telah memfasilitasi 
partisipasi 42 buyers dari Bangladesh 
pada penyelenggaraan 29th Trade Expo 
2014 di Jakarta. Minat pengusaha 
Bangladesh terhadap kerja sama 
bisnis dengan Indonesia terbukti 
dari kunjungan 498 orang pengusaha 
Bangladesh dari Januari – Oktober 2014 
atau lebih tinggi dari tahun 2013 yang 
tercatat sebanyak 468 orang. Selain itu 
KBRI Dhaka juga memfasilitasi 2 (dua) 
perusahaan besar Indonesia yaitu PT. 
Grandtex Indonesia dan PT. Mayora 
untuk membuka kantor pemasaran 
di Bangladesh dalam rangka 
meningkatkan volume penjualan.

Industri strategis Indonesia seperti 
Industri Kereta Api (INKA) Indonesia 
juga telah berhasil memenangkan 
tender pengadaan gerbong penumpang 
senilai USD 75 juta yang diadakan 
oleh Bangladesh Railway. Angkatan 
Laut Bangladesh juga telah memesan 
sebanyak 10 kapal patroli kepada PT. 

Lundin Industry Invest dengan nilai 
kontrak sebesar Rp. 75 milyar. 2 (dua) 
kapal tersebut sedang dalam tahap 
penyelesaian di Banyuwangi.

Dicabutnya Bangladesh dari daftar 
negara calling visa Indonesia juga 
berdampak terhadap peningkatan 
interaksi bisnis dan kerja sama 
ekonomi antara kedua negara, yakni 
terbukanya peluang bagi pelaku 
usaha di Bangladesh untuk menjalin 
perdagangan dengan pelaku usaha 
Indonesia maupun sebaliknya. Salah 
satu hasil nyata, antara lain Industri 
Kereta Api (INKA) Indonesia yang 
berhasil memenangkan tender 
pengadaan gerbong penumpang 
senilai USD 75 juta yang diadakan oleh 
Bangladesh Railway, serta pemesanan 
10 (sepuluh) kapal patrol tipe High 
Speed Patrol Boat monohull (lambung 
tunggal) dari AL Bangladesh kepada 
PT Lundin Industry Invest Indonesia 
dengan nilai kontrak sebesar Rp 75 
miliar.

Sosial dan Budaya
KBRI Dhaka telah berpartisipasi 

dalam Pameran Pariwisata Bangladesh 
International Tourism Fair 2014, 
Pertunjukan Seni 2 (dua) orang perwira 
TNI yang mengikuti pendidikan pada 
Defence Service Command and Staff 
College (DSCSC) yang setingkat Sesko 
Angkatan TNI. Saat ini juga terdapat 1 
(satu) orang mahasiswa Indonesia yang 
menerima beasiswa dari OKI di Islamic 
University of Technology (IOT) di Dhaka 
dan 2 (dua) orang mahasiswi di Asian 
University for Woman di Chittagong, 
Bangladesh melalui program beasiswa 
Maybank.

Tahun 2014, terdapat 4 (empat) 
orang warga negara Bangladesh 
memperoleh beasiswa Darmasiswa, 
sedangkan 2(dua) orang lainnya 
memperoleh beasiswa Kemitraan 
Negara Berkembang (KNB).  Dalam 
bidang pariwisata dalam bulan 
Januari – Oktober 2014 tercatat jumlah 
kunjungan wisatawan Bangladesh ke 
Indonesia sebanyak 6.716 orang atau 
menunjukkan kenaikan 67% dibanding 
tahun 2013. Jumlah WNI di Bangladesh 
per bulan Oktober 2014 sebanyak 592 
orang. 

Bhutan

Hubungan diplomatik dengan 
antara Indonesia dan Bhutan 
diresmikan pada 15 Desember 2011 dan 
berpotensi untuk ditingkatkan kerja 
sama di berbagai bidang. Hubungan 
bilateral baik di bidang politik, 
ekonomi dan sosial budaya diharapkan 
dapat mendongkrak hubungan kerja 
sama kedua negara di berbagai bidang.

Politik 
Pembukaan hubungan diplomatik 

ini merupakan tonggak sejarah bagi 
rakyat dan pemerintah kedua negara 
dalam meningkatkan hubungan dan 
kerja sama yang menjadi kepentingan 
bersama. Pembukaan hubungan 
memiliki nilai penting dari segi politis. 
Dalam forum multilateral, kedua 
negara memberikan suara dalam 
berbagai forum internasional guna 
memperoleh dukungan suara dalam 
berbagai usulan terhadap resolusi-
resolusi PBB. 

Ekonomi
Pemerintah Indonesia terus 

mengembangkan Bhutan sebagai pasar 
non tradisional bagi ekspor Indonesia. 
Total perdagangan Indonesia-Bhutan 
periode Januari-Agustus 2014 mencapai 
USD. 290,5 ribu atau naik signifi kan 
sebesar 436,83% dibandingkan dengan 
periode yang sama pada tahun 2013 
yang mencapai nilai USD. 54,1 ribu. 
Trend perdagangan Indonesia dengan 
Bhutan periode 2009-2013 turun 
49,45% dimana nilai perdagangan 2013 
sebesar USD. 92,0 ribu, atau surplus 
bagi Indonesia sebesar USD 90,6 ribu.

Sosial dan Budaya
Tahun 2014, Pemerintah Indonesia 

dan Bhutan terus berkomunikasi guna 
meningkatkan hubungan kedua negara. 
Hal ini ditandai dengan kunjungan 
Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. 
Ali Ghufron Mukti, Ph.D. Dalam rangka 
menghadiiri Conference on Accelerating 
Universal Health Coverage in South-East 
Asia, 21 – 27 April 2014.
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Iran

Hubungan diplomatik antara 
Republik Indonesia dan Republik Islam 
Iran, yang terbentuk sejak 1950, terus 
mengalami peningkatan. Selama tahun 
2014, pelaksanaan diplomasi Indonesia 
dengan Iran baik secara bilateral, 
regional dan multilateral di bidang 
politik, ekonomi, sosial budaya dan 
kemasyarakatan semakin meningkat. 

Indonesia dan Iran yang memiliki 
hubungan mendalam khususnya 
di bidang agama, sejarah dan 
kemasyarakatan, terus-menerus 
berupaya mengembangkan kerja 
sama yang lebih kuat agar dapat 
memainkan peranan yang lebih luas 
lagi dalam tataran regional dan global. 
Upaya peningkatan dan hubungan 
kedua negara, khususnya di bidang 
pendidikan dan kebudayaan terus 
dilakukan. Selain itu, hubungan 
Indonesia – Iran dalam konteks 
regional dan multilateral, khususnya 
keanggotaan kedua negara di GNB, 
OKI dan D-8, memberikan kesempatan 
yang lebih besar bagi kedua negara 
untuk memainkan peran penting 
dan berkontribusi dalam lingkup 
internasional.

Politik
Penguatan hubungan politik 

ditandai dengan semakin tingginya 
intensitas pertemuan antara pejabat 
kedua negara sepanjang 2014, baik 
pada tingkat menteri luar negeri 

serta wakil menteri luar negeri, ketua 
parlemen, dan pejabat tinggi, (senior 
offi  cials) Kementerian Luar Negeri. Di 
antara bidang kerja sama yang menjadi 
agenda utama kedua negara adalah 
pemajuan isu-isu HAM, pencegahan 
dan pemberantasan kejahatan lintas 
negara, khususnya penyelundupan 
manusia dan lalu lintas gelap narkoba.

Mengawali pertemuan di tahun 
2014, delegasi DPR RI telah melakukan 
kunjungan dalam rangka menghadiri 
the 9th Session of the Parliamentary 
Union of the OIC Member States (PUIC) 
Conference and other related meetings 
pada tanggal 14-19 Februari 2014 di 
Tehran.

Pada 6-7 Maret 2014, Menteri 
Luar Negeri RI menerima kunjungan 
resmi dari Menteri Luar Negeri Iran 
di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut 
keduanya membahas mengenai 
peluang kerja sama guna meningkatkan 
peran masing-masing negara dalam 
pemecahan berbagai masalah regional 
maupun internasional. 

Bersamaan dengan kunjungan 
Menlu Iran, pada tanggal 6 Maret 2014 
telah dilaksanakan pula inaugural 
meeting Dialog HAM  RI-Iran dan Dialog 
Konsuler RI-Iran guna membahas 
isu-isu HAM dan kekonsuleran. pada 
tanggal 7 Maret juga telah dilaksanakan 
Policy Speech Menteri Luar Negeri 
Republik Iran, H.E. Mohammad Javad 
Zarif tentang “Foreign Policy of the 

Islamic Republic of Iran: A Global 
Perspective” di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, Dialog HAM 
Indonesia-Iran yang pertama telah 
diselenggarakan di Tehran pada tanggal 
12-13 Juli 2014 dan dipimpin oleh 
Pejabat Kemlu kedua negara. Dialog 
membahas isu-isu HAM yang terkait 
dengan Post-2015 Development Agenda 
serta isu-isu HAM terkini yang dibahas 
di Dewan HAM PBB dan perkembangan 
terkini mengenai kerangka nasional 
di masing-masing negara di bidang 
pemajuan dan perlindungan HAM.

The First Bilateral Consular 
Consultation Indonesia - Iran juga telah 
dilaksanakan di Serpong, Banten, pada 
tanggal 27 - 29 Oktober 2014. Pertemuan 
dipimpin oleh pejabat Kemlu RI beserta 
KBRI Tehran dan pejabat Kemlu Iran 
dengan perwakilan dari instansi terkait 
kedua negara, seperti Kemenkumham, 
Kejagung, Polri, BNN, Kantor 
Kepresidenan Iran, dan Kedubes Iran 
di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan 
kesepakatan dari kedua negara untuk 
berupaya mencegah munculnya 
masalah-masalah kekonsuleran 
akibat lintas  batas negara, khususnya 
narkotika, perdagangan orang dan 
penyelundupan manusia. 

Terkait kerja sama parlemen, 
delegasi DPR RI melakukan kunjungan 
ke Iran dalam rangka menghadiri 
Konferensi Asian Parliamentary 
Assembly (APA) pada 11-12 Agustus 
2014 dan the 17th General Assembly 
of the Asia-Pacifi c Parliamentarians’ 
Conference on Environment and 
Development pada 23-25 Agustus 2014. 

Ekonomi 
Di tengah tantangan dengan 

adanya sanksi ekonomi terhadap Iran, 
hubungan ekonomi kedua negara tetap 
berjalan baik. Pemerintah Indonesia 
menyambut baik momentum positif 
yang terjadi di Iran dan perundingan 
isu nuklir Iran yang berlangsung. 
Pemerintah RI memandang perlu 
untuk terus meningkatkan kerja sama 
dengan Iran di berbagai bidang serta 
memanfaatkan berbagai peluang 
yang ada. Sejalan dengan itu, pada 
bulan Februari 2014, Presiden RI 
telah menyampaikan surat undangan 
kepada Presiden Rouhani untuk 
mengadakan kunjungan kenegaraan ke 

Gambar: Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa (kiri) dengan Menteri Luar Negeri 
Iran Mohammad Javad Zarif saat kunjungan ke Jakarta, 6-7 Maret 2014.
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Indonesia. Upaya juga dilakukan kedua 
pihak dengan mendorong para pelaku 
usaha baik di Indonesia maupun di 
Iran untuk meningkatkan kerja sama 
perdagangan. 

Nilai perdagangan Indonesia-Iran 
tahun 2013 hanya sebesar USD 568,4 
juta, mengalami penurunan sekitar 
55% dari tahun sebelumnya yang 
mencapai USD 1,256 miliar. Penurunan 
signifi kan ini diyakini terjadi sebagai 
dampak pengetatan sanksi unilateral 
pada 2012. Penurunan nilai terus 
terjadi hingga perdagangan periode 
Januari-Juli 2014 yang hanya mencapai 
USD 299,578 juta, dari USD 344,158 juta 
untuk periode yang sama pada 2013. 
(ini pengulangan dan sama dengan 
para berikutnya) Total perdagangan 
Indonesia-Iran periode Januari-Agustus 
2014 mencapai USD 336 juta. Nilai 
tersebut lebih kecil jika dibandingkan 
dengan total perdagangan pada periode 
yang sama di tahun sebelumnya, 
yakni sebesar USD 441 juta. Meskipun 
demikian, Indonesia mengalami 
surplus perdagangan pada tahun 2013 
sebesar USD 370 juta. Penurunan nilai 
perdagangan utamanya disebabkan 
penurunan impor migas dan kendala 
utama sistem pembayaran dengan 
pihak Iran. 

Peningkatan kerja sama ekonomi 
dan perdagangan antara pihak 
pemerintah dan swasta di kedua 
negara semakin meningkat, antara 
lain dengan semakin intensifnya 
saling kunjung antara pengusaha dan 
pejabat kedua negara pada 2013-2014, 
baik dalam format delegasi dagang, 
business trip, kelompok business tour, 
business visit ke berbagai pameran 
dan konferensi, terbentuknya Komite 
Iran di KADIN serta  terbentuknya 
Indonesia-Iran Business Council baik 
di KADIN Indonesia maupun di Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agricultures (ICCIMA). 
Penandatanganan berbagai MoU Bisnis 
baik untuk produk migas maupun non-
migas serta business deals juga banyak 
yang sudah terealisir dengan baik. 
Selain itu pengusaha Iran setiap tahun 
tetap melakukan kunjungan ke Trade 
Expo Indonesia.

Sebagai upaya mendorong 
peningkatan kontak antara pengusaha 
Indonesia dan Iran, sebanyak 50 

pengusaha sebagai Delegasi ICCIMA 
(KADIN Iran) telah berkunjung ke 
Indonesia pada tanggal 11 Februari 
2014 dan melaksanakan Business Forum 
dengan 130 pengusaha Indonesia. 
Dalam forum tersebut, ditandatangani 
2 MoU antara PT Kreasindo Resource 
Indonesia (KRI) dengan Nakhle 
Barani Pardis (NBP) untuk proyek 
pembangunan kilang minyak, serta 
MoU antara Asosiasi Perusahaan 
Pameran Indonesia (Asperapi) 
dengan Esfahan Province International 
Exhibition Co. mengenai kerja sama 
promosi dan penyelenggaraan 
pameran internasional.

Dalam kunjungan Sekretaris 
Kabinet RI ke Iran dengan didampingi 
Kementerian Luar Negeri RI  telah 
membawa serta delegasi BKPM, 
Kemenperin, Pertamina, BNI dan BRI 
ke Iran tanggal 31 Januari – 2 Februari 
2014, dilakukan pertemuan dengan 
Menteri Perminyakan Iran, Gubernur 
Bank Sentral Iran, Deputi Menteri 
Urusan Ekonomi Keuangan/Kepala 
OIETAI, dan ICCIMA yang menjadi 
terobosan baru untuk meningkatkan 
kerja sama perdagangan dan mencari 
alternatif penyelesaian kendala yang 
ada. 

Sementara itu, Komite KADIN 
RI Komite Bilateral Iran telah 
melaksanakan Business Touring 
pertama ke Iran tanggal 7-15 April 2014 
yang membawa 7 (tujuh) perusahaan 
dari 17 sektor industri dan perdagangan 
terkait. Business Touring tahap dua ke 
Iran juga telah dilaksanakan tanggal 
7-15 Juni 2014 dengan membawa 15 
perusahaan Indonesia dari 11 sektor.

Komite Tetap Iran KADIN  
Indonesia juga telah melakukan 
kunjungan ke Tehran pada tanggal 10-
13 Oktober 2014 yang dipimpin oleh 
Wakil Ketua Kotap Iran KADIN, Rudi 
Radjab yang beranggotakan 20 orang 
terdiri dari pengusaha dan pejabat dari 
Kemendag, Kemenperin dan Kemlu RI. 
Anggota delegasi berasal dari sektor 
industri minyak, gas, petrokimia, 
energi, otomotif, IT syariah banking, 
pariwisata dan general trading. 
Kunjungan ini merupakan momentum 
untuk menaikkan nilai perdagangan 
bilateral pascapemerintahan baru di 
Iran. 

Dalam kunjungan misi dagang ini 
juga dilakukan pertemuan dengan Iran 
Chamber of Commmerce, Industries, 
Mines and Agricultures (ICCIMA) dan 
one on one meeting serta menghadiri 
The 1st International Benchmarking 
Conference Muslim Excellence 
Corporation Awards (MEC) di Tehran 
tanggal 11 Oktober 2014. Kunjungan 
misi dagang tersebut juga merupakan 
tindak lanjut dari MoU antara KADIN 
dengan ICCIMA yang ditandatangani di 
Iran tanggal 27 Agustus 2013. 

Kunjungan wisata masyarakat Iran 
ke Indonesia pada tahun 2014 sampai 
dengan bulan September tercatat 4.716, 
terjadi peningkatan jika dibandingkan 
dengan tahun 2013 sebesar 1.865, 
meskipun  sejak pertengahan   Agustus 
2013 untuk Visa On Arrival tidak 
berlaku lagi bagi warga negara Iran

Sosial Budaya
Sebagai tindak lanjut 

penandatanganan dokumen 
pengaturan tentang program 
pertukaran budaya tahun 2012 – 2014 
di Jakarta, pemerintah Indonesia telah 
menyelenggarakan Festival Budaya 
Indonesia di Tehran, Iran pada 19-25 
September 2013, dengan tema “Seribu 
Tahun Hubungan Indonesia-Iran”. 
Kegiatan festival ini merupakan festival 
budaya Indonesia terbesar sepanjang 
10 tahun terakhir yang bertujuan 
untuk memberikan wawasan dan 
pemahaman kepada masyarakat Iran 
bahwa sebagian dari keragaman 
kebudayaan nusantara memiliki kaitan 
dengan kebudayaan Iran (Persia).

Pada tanggal 24-26 Juni 2014, 
Menristek RI, Prof. Dr. Ir. Gusti M. 
Hatta, MSi, melakukan kunjungan kerja 
ke beberapa fasilitas litbang Iptek Iran, 
yaitu Iranian Space Research Centre, 
Material and Energy Research Centre, 
Royan Institute dan Pardis Technology 
Park. Pada kesempatan kunjungan 
tersebut, telah pula ditandatangani 
pembaharuan MoU Iptek yang berlaku 
untuk jangka waktu 5 tahun (2014 – 
2019) dan dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu yang sama 5 (lima) tahun 
dengan kesepakatan tertulis.

Menteri Riset dan Teknologi 
Republik Indonesia telah melakukan 
kunjungan kerja ke Iran pada tanggal 
24-26 Juni 2014. Dalam kunjungan 
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tersebut Menristek RI melakukan 
pertemuan dengan Menteri Iptek, 
Riset dan Teknologi – Iran dan 
melakukan kunjungan kehormatan 
kepada Wakil Presiden Iran bidang 
Iptek. Dalam kunjungan tersebut juga 
telah ditandatangani pembaharuan 
MoU on Scientifi c and Technological 
Cooperation di Teheran tanggal 24 Juni 
2014. Tujuan utama kunjungan adalah 
menindaklanjuti dan mengembangkan 
kerja sama ristek kedua negara dan 
mengunjungi beberapa fasilitas iptek 
sesuai dengan bidang kerja sama yang 
ada dalam Joint Working Committee.

Pada tanggal 22-23 September 
2014 pelajar Indonesia di Kota Qom 
telah menyelenggarakan dialog antar 
Mahzab Shiah dan Sunni dengan 
menghadirkan ulama dan cendekiawan 
Islam dari kedua negara. Dialog yang 
diselenggarakan d Pusat Riset Taqrib 
ini diharapkan mampu mewujudkan 
persatuan kaum muslimin tidak hanya 
di Iran dan Indonesia tetapi juga di 
seluruh dunia. Saat ini tercatat 329 WNI 
berada di Iran yang sebagian besar 
(232 orang) adalah pelajar/mahasiswa.

Kazakhstan

Perkembangan hubungan kerja 
sama bilateral Indonesia – Kazakhstan 
pada tahun 2014 menunjukkan 
keseriusan yang tinggi dari kedua 
negara untuk mendorong peningkatan 
hubungan serta kerja sama business-
to-business dan people-to-people ke 
tingkatan yang lebih tinggi, khususnya 
melalui berbagai tindak lanjut terhadap 
hasil-hasil Kunjungan Kenegaraan 
Presiden Kazakhstan ke Indonesia pada 
April 2012 dan Kunjungan Kenegaraan 
Presiden Indonesia ke Kazakhstan 
pada September 2013.

Politik
Peningkatan hubungan politik 

setelah kunjungan tingkat Kepala 
Negara antara Indonesia-Kazakhstan 
tercermin dari peningkatan kunjungan 
timbal balik / pertemuan dari pejabat-
pejabat tinggi pemerintahan dan 
parlemen kedua negara sepanjang 
2014.

Dalam kunjungan kerja Menlu 
Kazakhstan sekaligus berpartisipasi 

pada 6th  Global Forum of the United 
Nations Alliance of Civilizations 
(UNAOC) tanggal 29-30 Agustus 
2014 di Bali, Menlu RI dan Menlu 
Kazakhstan melakukan pertemuan 
bilateral pada tanggal 30 Agustus 2014 
dilanjutkan dengan  menandatangani 
MoU Konsultasi Bilateral. Mekanisme 
dialog konsultasi bilateral tersebut 
melengkapi Joint Commission for 
Economic Cooperation (JCEC) yang 
dibentuk tahun 2013, dan memastikan 
tindak lanjut berbagai kesepakatan 
bilateral kedua negara. Kedua Menlu 
sepakat hubungan bilateral kedua 
negara ke depan akan berfokus 
pada ekonomi dan perdagangan dan 
turut mendorong pencapaian target 
perdagangan bilateral sebesar US$ 
100 juta pada tahun 2017 yang telah 
disepakati kedua Kepala Negara di 
tahun 2012.

Dalam kesempatan tersebut, 
Menlu RI menyambut baik undangan 
Kazakhstan kepada Indonesia untuk 
berpartisipasi dalam EXPO 2017 yang 
bertemakan “Future Energy” di Astana, 
10 Juni – 10 September 2017 dan 5th 
Triennial Conference of the Leaders of 
World Traditional Religions pada bulan 
Juni 2015 di Kazakhstan.

Perkembangan kerja sama bidang 
politik lainnya adalah implementasi 
MoU on Counter Terrorism dan MoU 
on Combating Money Laundering 
September 2013 yang terus 
dikembangkan melalui pembentukan 
Joint Working Group on Counter 
Terrorism yang pertemuannya akan 
diselenggarakan pada awal 2015 di 
Kazakhstan. 

Selain kerja sama antara 
pihak pemerintahan kedua negara, 
interaksi dan dialog antara pihak 
parlemen juga terselenggara baik 
melalui kunjungan kerja DPR RI ke 
Kazakhstan pada September 2014 
dan partisipasi Parlemen Kazakhstan 
pada Parliamentary Event on MDGs 
Acceleration and Post 2015 Agenda 12-
13 November 2014 di Surabaya.

Perkembangan peningkatan 
kerja sama bilateral di bidang politik 
tersebut juga mendukung kerja sama 
Indonesia dengan Kazakhstan di fora 
regional dan internasional seperti 
ASEAN, ASEM, OKI, SCO, dan CICA 

dan PBB termasuk kunjungan Menteri 
Keuangan, Gubernur BI dan Delri dari 
berbagai instansi pada Sidang Tahunan 
ke-47 ADB 2-5 Mei 2014 di Astana 
Kazakhstan. 

Ekonomi
Bidang ekonomi merupakan 

fokus dari upaya peningkatan kerja 
sama bilateral Indonesia-Kazakhstan 
sebagaimana terefl eksikan dalam 
kesepakatan dan komitmen kedua 
kepala Negara tahun 2012 dan 2013 
yang menekankan pada tiga prioritas 
koordinasi lintas negara yaitu di 
bidang perdagangan dan investasi 
khususnya untuk mencapai target 
perdagangan sebesar US$ 100 juta pada 
2017; keamanan energi; dan keamanan 
pangan.  

Tren perdagangan bilateral selama 
lima tahun terakhir (2009 s.d. 2013) 
menunjukkan rata-rata peningkatan 
sebesar 5,08%. Namun nilai total 
perdagangan bilateral pada 2013 
sebesar USD 23,6 juta berada 62,6% di 
bawah nilai total tahun sebelumnya 
yaitu, USD 63,2 juta. Sejak tahun 2008 
Indonesia lebih sering mengalami 
defi sit perdagangan yaitu sebesar USD 
16,8 (2011) dan USD 46,2 juta (2012). 
Defi sit perdagangan terjadi karena 
Indonesia lebih banyak mengimpor 
barang tambang dari Kazakhstan 
seperti sulfur dan biji besi. Lonjakan 
pada impor Indonesia dari Kazakhstan 
ini – dengan rata-rata peningkatan 
tahunan (2009 s.d. 2013) sebesar 21,97% 
– dapat diimbangi dengan peningkatan 
penetrasi ekspor Indonesia ke pasar 
Kazakhstan. 

Kerja sama di sektor ekonomi ini 
memerlukan koordinasi yang erat dari 
kalangan pemerintah dan sektor usaha 
melalui hubungan dan komunikasi 
antara para pejabat tingkat menteri dan 
kalangan bisnis untuk merumuskan 
kerja sama konkret di bidang ekonomi, 
termasuk untuk meningkatkan 
stabilitas perdagangan bilateral. 
Kegiatan-kegiatan yang mengarah 
kepada public-private-partnership (PPP) 
pun juga terus digalang dari sejak 2013 
hingga sekarang.

Pemerintah Indonesia dalam 
beberapa tahun terakhir – dengan 
merangkul kalangan bisnis di Indonesia 
– terus berkomunikasi dengan mitra 
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pemerintahan dan kalangan bisnis di 
Kazakhstan untuk lebih memahami 
karakter pasar Kazakhstan. Hal 
ini dilakukan antara lain melalui 
partisipasi Indonesia pada Astana 
Economic Forum terus berlanjut pada 
2014 melalui kunjungan para pejabat 
senior Kementerian Koordinator 
bidang Perekonomian RI, Kementerian 
Perdagangan RI, Kementerian 
Kesehatan RI, Kementerian Keuangan, 
ESDM, BKPM dan Kemlu RI pada 
Astana Economic Forum VII dan World 
Anti-Crisis Conference II (WAC) pada 
21-23 Mei 2014 di mana selain untuk 
memetakan karakter pasar Indonesia 
juga aktif menjadi narasumber bagi 
promosi ekonomi dan investasi di 
Indonesia serta pengembangan kerja 
sama di bidang investasi, perpajakan. 

Kegiatan-kegiatan PPP dan one-
on-one business meeting juga terus 
ditingkatkan antara lain melalui 
Kunjungan Bisnis Delegasi Pengusaha 
Kazakhstan yang dipimpin oleh 
Gubernur Provinsi Kazakhstan 
Selatan ke Indonesia pada 4-6 Mei 
2014; partisipasi sejumlah pengusaha 
Kazakhstan dalam Trade Expo Indonesia 
(TEI) ke-29, di Jakarta, Oktober 2014; 
dan kunjungan kerja delegasi Kemenko 
Perekonomian RI serta Kementerian 
terkait dan para pengusaha Indonesia 
ke Kazakhstan dan Almaty pada 
awal November 2014 dalam rangka 
persiapan JCEC pada awal 2015 dan 
keterlibatan pengusaha dan konsultan 
Indonesia pada EXPO 2017 di Astana 
serta partisipasi Indonesia pada World 

Food Exhibition 2014 di Almaty. Dalam 
rangka upaya meningkatkan volume 
perdagangan kedua negara guna 
mencapai target perdagangan bilateral 
senilai USD 100 juta pada tahun 2017, 
Pemri akan memfasilitasi kunjungan 
delegasi Tim Trade Expo Kazakhstan ke 
Indonesia pada bulan Desember 2014.

Selain itu juga telah dilaksanakan 
berbagai fasilitasi untuk tindak 
lanjut berbagai MoU B2B antara 
berbagai pelaku bisnis Indonesia dan 
Kazakhstan termasuk kesepakatan joint 
venture untuk pembangunan pabrik 
dan infrastruktur lainnya antara kedua 
negara. Fasilitasi pemerintah untuk 
peningkatan kegiatan perekonomian 
termasuk pariwisata juga dilakukan 
antara lain melalui serangkaian 
negosiasi dan expert meeting selama 
2014 untuk penuntasan perjanjian P3B 
(Penghindaran Pajak Berganda) yang 
diharapkan selesai akhir tahun 2014 
dan penyelesaian Bilateral Air Service 
Agreement Indonesia – Kazakhstan. 

Sosial Budaya
Kerja sama bidang sosial budaya 

Indonesia-Kazakhstan termasuk 
cukup aktif khususnya setelah 
penandatanganan MoU Kerja sama 
Kebudayaan serta MoU Kerja sama 
Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik 
pada tahun 2013. Sebagai kunjungan 
budaya balasan delegasi budaya 
Indonesia pada Indonesian Days of 
Culture tahun 2013 maka pada 12-
14 Mei 2014 telah diselenggarakan 
Kazakhstan Days of Culture di 

Jakarta dengan delegasi budaya dari 
Kazakhstan bekerja sama dengan 
Kemdikbud RI sebagai tuan rumah 
dan menampilkan pertunjukan seni 
budaya Kazakhstan, pameran foto di 
Teater Besar Jakarta Theatre TIM serta 
pemutaran Film di Studio XXI TIM.

Kerja sama pada tingkat teknis 
di bidang sosial budaya terus 
berlanjut pada tahun 2014 ini baik 
di bidang promosi pariwisata dan 
budaya, jurnalisme, pendidikan dan 
perlindungan terhadap WNI. Sejumlah 
kerja sama tersebut juga telah 
membuka pintu terhadap peningkatan 
kontak antara masyarakat di kedua 
negara; dan terhadap peningkatan 
kesadaran masyarakat akan kekayaan 
alam (beserta sumber dayanya), tujuan 
wisata, dan produk buatan Indonesia.

Di bidang pendidikan, Pemerintah 
Indonesia telah menawarkan berbagai 
macam skema beasiswa kepada 
pemuda dan pelajar Kazakhstan 
untuk menempuh pendidikan tinggi 
dan mempelajari bahasa serta 
kesenian tradisional Indonesia melalui 
program Darmasiswa dan Beasiswa 
Kesenian dan Budaya Indonesia 
(BSBI). Terdapat 1 orang peserta 
Darmasiswa TA 2013/2014 dan 4 orang 
peserta Darmasiswa TA 2014-2015 asal 
Kazakhstan. Sementara hingga tahun 
2014 ini tercatat 3 (tiga) orang alumni 
BSBI asal Kazakhstan. Selain itu, 
terdapat 1 (satu) orang WN Kazakhstan 
menjadi peserta BSBI 2014/2015.

Pada bulan Agustus 2014 juga 
telah dilakukan fasilitasi terhadap 
kegiatan fam trip jurnalis dan reporter 
TV Kazakhstan dalam peliputan tujuan-
tujuan wisata di Indonesia.  Pemerintah 
Indonesia menganggap penting upaya 
pengembangan tujuan wisata di 
Indonesia mengingat sebagian besar 
dari 2.303 wisatawan Kazakhstan ke 
Indonesia dalam periode Januari-
September 2013 memilih Bali sebagai 
tujuan utama. Untuk ini pembukaan 
jalur penerbangan langsung yang 
telah disepakati antara kedua Negara 
melalui Bilateral Air Service Agreement 
yang telah diparaf persetujuannya 
adalah Jakarta-Astana dan Bali-Almaty. 

Perlindungan pemerintah 
Indonesia terhadap 84 WNI yang 
berada di wilayah Kazakhstan terus 

Gambar: Festival Budaya Kazakhstan di Indonesia 2014, Jakarta, 
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dilakukan sepanjang 2014. WNI di 
Kazakhstan tersebar di beberapa 
kota – antara lain Astana,Almaty, 
Atyrau, Aktau, dan Uralsk – yang 
sebagian besar bekerja sebagai tenaga 
professional di sektor jasa (terapis spa 
dan perhotelan), industri perminyakan, 
dan tenaga pengajar.

Kyrgyzstan

Hubungan bilateral RI dengan 
Kyrgyzstan berjalan baik dan dimulai 
dengan pengakuan Indonesia atas 
kemerdekaan Kyrgyzstan pada 
tanggal 28 Desember 1991. Hubungan 
diplomatik kedua negara dimulai sejak 
1994 yang pelaksanaannya dijalankan 
oleh KBRI Tashkent.

Politik 
Hubungan bilateral Indonesia-

Kyrgyzstan di bidang politik berjalan 
baik dan diwujudkan dengan 
saling dukung di berbagai forum 
internasional.  Saat ini kedua negara 
telah memiliki kerja sama antar-
parlemen dengan penandatanganan 
MoU Kerja sama antara DPR RI dan 
Jogorku Kenesh (Parlemen) Kyrgyzstan 
tahun 2011. Pada tanggal 9-10 Juni 
2014 Delegasi Dewan Perwakilan 
Rakyat RI (DPR-RI) telah berkunjung 
ke Kyrgyzstan guna menghadiri 
International Conference on “The Role 
of Parliament in Advancing Public Policy 

Against Corruption in Kyrgyzstan”, di 
Bishkek. Di sela-sela kegiatan tersebut, 
delegasi Indonesia juga melakukan 
pertemuan dengan Konsul Kehormatan 
RI  untuk Kyrgyzstan untuk membahas 
berbagai upaya peningkatan kerja 
sama antara kedua negara.

Melalui Surat Keputusan Presiden 
RI No. 51/M Tahun 2013 Dubes RI di 
Tashkent telah mengangkat Mr. Eduard 
Kubatov sebagai Konsul Kehormatan 
(Honorary Counsul) RI di Bishkek. 
Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 
2014, telah dibuka kantor Konsul 
Kehormatan RI di Bishkek. Dengan 
adanya Kantor Konsul Kehormatan 
RI, kalangan pemerintah maupun 
pengusaha Kyrgyzstan dapat menjalin 
kerja sama yang erat dengan Indonesia.

Ekonomi 
Nilai total perdagangan Indonesia 

dengan Kyrgyzstan periode Januari-
Agustus 2014 mencapai USD 1,1 juta dan 
Indonesia mengalami surplus sebesar 
USD 53,3 ribu. Total perdagangan 
Indonesia-Kyrgyzstan pada tahun 2013 
mencapai USD 2,2 juta dengan defi sit 
untuk Indonesia sebesar USD 522 ribu. 
Trend perdagangan selama 5 tahun 
terakhir (2009-2013) turun sebesar 
5,5%. 

Dalam rangka mendorong kerja 
sama ekonomi dan perdagangan 
kedua negara, pada tanggal 15-17 
Februari 2014 KBRI Tashkent telah 

mempromosikan produk mebel 
Indonesia yang terbuat dari eceng 
gondok pada pameran “Furniture 
2014” di Bishkek. Selain menampilkan 
berbagai produk mebel skala nasional, 
pameran ini juga dijadikan sebagai 
wadah bagi pertukaran informasi 
diantara produsen, interior designer 
serta pengusaha yang dikoordinir oleh 
Kyrgyz Chamber of Commerce.

Sosial Budaya
Dalam rangka meningkatkan 

hubungan masyarakat kedua 
negara, Pemerintah Indonesia telah 
menawarkan beberapa program 
beasiswa kepada pelajar dari negara-
negara sahabat, termasuk Kyrgyzstan, 
guna mempelajari bahasa dan 
kebudayaan Indonesia serta ilmu-ilmu 
lain di Indonesia Pada tahun 2014, 
tercatat 6 orang pelajar dari Kyrgyzstan 
berpartisipasi dalam program beasiswa 
Darmasiswa.

KBRI juga telah membina 
hubungan baik dengan Kyrgyz National 
University dan Diplomatic Academy of 
the Ministry of Foreign Affairs termasuk 
menyampaikan kuliah umum di kedua 
instansi pendidikan tersebut. Saat ini 
terdapat sekitar 35 WNI di Kyrgyztsan.

Maladewa

Hubungan diplomatik Indonesia-
Maladewa, yang dimulai sejak 1974, 
berjalan cukup baik. Sepanjang 
tahun 2014, pemerintah Indonesia – 
khususnya KBRI Kolombo, Sri Lanka 
(selaku perwakilan pemerintah RI 
yang diakreditasikan kepada Republik 
Maladewa) – senantiasa mengupayakan 
pengembangan hubungan dengan 
pemerintah Maladewa agar turut 
mencakup kerja sama di luar kerangka 
multilateral dan selain misi pemberian 
pelindungan kepada WNI.

Politik
Hubungan diplomatik Indonesia-

Maladewa berjalan baik yang ditandai 
dengan eratnya hubungan kerja sama 
baik secara bilateral maupun dalam 
kerangka kerja sama Organisasi 
Konferensi Islam (OKI) maupun 
Gerakan Non-Blok (GNB).Gambar: Kunjungan DPR-RI ke Kyrgyzstan guna menghadiri International 

Conference on “The Role of Parliament in Advancing Public Policy Against 
Corruption in Kyrgyzstan”.
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Selain itu, pemerintah kedua 
negara terus berkomunikasi guna 
memperoleh dukungan suara dalam 
berbagai kesempatan Indonesia 
mencalonkan diri untuk mengisi posisi 
pada berbagai forum internasional; 
serta guna memperoleh dukungan 
suara dalam berbagai usulan Indonesia 
terhadap resolusi-resolusi PBB. Salah 
satunya, yaitu kehadiran delegasi 
Maladewa dipimpin Minister of the 
President’s Offi  ce Maladewa pada Bali 
Democracy Forum VII tanggal 10-11 
Oktober 2014.

Pada tahun 2014 ini telah dijajaki 
kemungkinan pembukaan perwakilan 
setingkat Konsul Kehormatan di 
Maladewa untuk lebih mendukung 
upaya perlindungan WNI dan BHI serta 
mengembangkan berbagai potensi 
kerja sama yang ada dengan Maladewa.

Ekonomi
Pemerintah Indonesia selama ini 

cukup memanfaatkan secara maksimal 
pasar Maladewa – yang berpenduduk 
sekitar 393.988 (2013) jiwa – sebagai 
tujuan alternatif produk ekspor dari 
Indonesia. Hubungan perdagangan 
antara kedua negara didominasi 
Indonesia, dan nilai ekspor non migas 
dari Indonesia menguasai 99% lebih 
dari nilai total perdagangan bilateral.

Pada 2013, nilai total perdagangan 
bilateral mencapai USD 24,53 
juta dengan surplus Indonesia 
sebesar USS 24,52 juta, sementara 
hingga Oktober 2014 tercatat total 
perdagangan sebesar USD 19.09 juta 
(periode Januari – Agustus 2014) atau 
meningkat sebesar 22,1% dari USD 
15,64 juta. Hubungan ekonomi kedua 
Negara terus mengalami peningkatan 
sepanjang lima tahun terakhir (2009-
2014), dengan pertumbuhan pada nilai 
rata-rata perdagangan bilateral (yaitu, 
sebesar 6,03%; serta pertumbuhan 
pada surplus perdagangan yang terus 
berpihak kepada Indonesia (yaitu, 
sebesar 5,99%).

Diantara potensi kerja sama 
sektoral yang sudah terpantau oleh 
pemerintah Indonesia adalah pada 
sektor pariwisata dan penyaluran 
tenaga kerja, khususnya profesi spa 
therapist – yang merupakan profesi 
mayoritas dari WNI yang bekerja pada 
industri perhotelan dan rekreasi di 

Maladewa. Sedangkan dalam rangka 
mencari peluang agar industri spa dan 
rekreasi Indonesia dapat berkiprah 
di Maladewa, pemerintah Indonesia 
c.q. KBRI Kolombo terus menjaga 
hubungan baik dengan pelaku usaha 
dan otoritas di Maladewa seraya 
memantau perkembangan/kondisi 
pasar setempat. Data KBRI Colombo 
tahun 2013 menunjukkan sekitar 
1300 WNI bekerja dalam sektor 
pariwisata perhotelan dan konstruksi 
di Maladewa.

Sosial Budaya
Kerja sama sosial budaya yang 

dilakukan pemerintah Indonesia 
bersama pemerintah Maladewa 
adalah dalam rangka memberikan 
pelayanan dan perlindungan terhadap 
1.310 WNI di Maladewa; serta untuk 
mengkomunikasikan kekayaan alam 
dan budaya Indonesia yang dapat 
menjadi faktor pendukung penetrasi 
industri spa dan rekreasi Indonesia di 
pasar Maladewa.

Untuk meningkatkan pelayanan 
dan perlindungan terhadap WNI di 
Maladewa, KBRI Kolombo – pada tahun 
2014 telah melaksanakan program 
bantuan dan pendataan Konsuler ke 
Maladewa sekaligus untuk melakukan 
penjajakan pembukaan Konsul 
Kehormatan.

Nepal

Hubungan bilateral RI – Nepal 
memiliki sejarah yang panjang sejak 
Pembukaan Hubungan Diplomatik 
tahun 1960. Indonesia dan Nepal 
sebagai sesama anggota PBB, Gerakan 
Non-Blok dan berbagai organisasi 
internasional lainnya memiliki 
kesamaan pandang tentang berbagai 
isu global, multilateral dan regional. 
Nepal memandang Indonesia sebagai 
negara sahabat yang selama ini 
saling mendukung di berbagai fora 
regional dan internasional sebagai 
salah satu negara demokrasi terbesar 
yang mempunyai pengaruh dalam 
menciptakan stabilitas dan kedamaian 
di kawasan regional.

Politik 
Pada tahun 2014 dalam bidang 

politik dan keamanan KBRI Dhaka 

yang merangkap akreditasi negara 
Nepal telah melakukan kegiatan 
reguler berupa pertemuan dengan 
pejabat baru pemerintah Nepal, yakni 
dengan Menlu Nepal dan Foreign 
Secretary Nepal, pertemuan dengan 
the Federation of Nepalese Chambers of 
Commerce and Industry (FNCCI) tanggal 
8 Mei 2014, serta pelaksanaan kuliah 
umum di Universitas Tribhuvan.

Ekonomi
Upaya untuk terus mendorong 

promosi dan peningkatan hubungan 
dagang dilakukan melalui pertemuan 
bilateral Mendag RI yang didampingi 
Dubes Indonesia untuk WTO dengan 
Minister for Finance Industry And 
Commerce And Supplies The Federal 
Demokratic of Nepal, H.E. Shanker 
Prasad Koirala yang berlangsung di 
Bali, 5 Desember 2014; serta fasilitasi 
kehadiran 3 (tiga) buyers dari Nepal 
pada Penyelenggaraan 29th Trade Expo 
Indonesia 2014 di Jakarta.

Minat pengusaha Nepal terhadap 
kerja sama bisnis dengan Indonesia 
terus meningkat, yang ditunjukkan 
dengan kunjungan 145 orang 
pengusaha Nepal dari bulan Januari 
– Oktober 2014, yang meningkat pada 
tahun 2013 sebesar 150% atau sebanyak 
58 orang. Demikian pula kunjungan 
wisatawan menunjukkan peningkatan 
dari 166 orang menjadi 240 orang 
antara bulan Januari – Oktober 2014.

Neraca perdagangan bilateral 
pada periode Januari – Agustus 2014 
mencapai USD 12,3 juta atau meningkat 
pada periode yang sama pada tahun 
2013 sebesar USD 6,9 juta atau 77,8%. 
Total perdagangan Indonesia dengan 
Nepal pada tahun 2013 mencapai USD 
15,8 juta dan surplus sebesar USD 15,6 
juta untuk Indonesia. 

Sosial Budaya
Upaya untuk memperkenalkan 

Indonesia kepada masyarakat Nepal 
dilakukan KBRI Dhaka antara lain 
melalui jalur pendidikan. KBRI Dhaka 
telah menyebarluaskan informasi 
mengenai program beasiswa 
Darmasiswa dari Pemerintah 
Indonesia dan Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB) kepada mahasiswa 
warga negara Nepal untuk menarik 
minat warga Nepal belajar di Indonesia 
dan mengenal Bahasa dan budaya 
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Indonesia. Pada tahun ajaran 2014/2015 
tercatat 1 (satu) orang warga negara 
Nepal berhasil memperoleh beasiswa 
Darmasiswa. 

Selain itu, adanya Konsul 
Kehormatan RI di Nepal, Mr. Chanda 
Prasadhakal juga meningkatkan people-
to-people contact masyarakat Indonesia 
di Nepal, antara lain terlihat dengan 
lancarnya pelaksanaan Pemilu Anggota 
DPR RI dan Presiden-Wapres RI yang 
dilaksanakan pada April dan Juli 2014, 
serta upaya penyelamatan 14 WNI 
terjebak dalam badai di Himalaya pada 
bulan Oktober 2014. Berkat jaringan 
dan koordinasi yang baik, seluruh WNI 
pendaki tersebut dikabarkan selamat 
dan telah kembali ke Indonesia.

Pakistan

Hubungan Indonesia – Pakistan 
sepanjang tahun 2013 meningkat ke 
arah yang lebih positif khususnya 
pada sektor perdagangan dan people 
to people contact. Pada saat yang 
bersamaan hubungan kedua negara 
juga menunjukkan berbagai potensi 
yang masih bisa dimanfaatkan 
lebih optimal, khususnya dengan 
pemberlakuan Preferential Trade 
Agreement RI-Pakistan pada tahun 
2014.

Politik 
Indonesia dan Pakistan telah 

memiliki hubungan politik yang erat 
sejak lama. Pakistan merupakan salah 
satu mitra kerja sama dalam isu-
isu sentral keamanan dan stabilitas 
kawasan, termasuk penanggulangan 
terorisme, kejahatan trans-nasional 
terorganisir (irregular movement 
of persons, illegal drugs traffi  cking), 
dan pembangunan berkelanjutan di 
berbagai fora internasional.

Duta Besar Pakistan yang baru 
untuk Indonesia baru H.E. Ms. Attiya 
Mahmood telah menyerahkan surat 
kepercayaan kepada Presiden RI pada 
tanggal 22 April 2014. Dalam pertemuan 
kunjungan kehormatan kepada Menlu 
RI tanggal 25 Juni 2014 telah dibahas 
upaya memperkuat komitmen kedua 
Negara dalam meningkatkan dan 
melanjutkan kerja sama yang telah ada, 
mengidentifi kasi peluang dan potensi 

yang perlu ditindaklanjuti baik dalam 
bentuk road map atau plan of action 
termasuk upaya peningkatan fasilitasi 
kunjungan bisnis dari Pakistan ke 
Indonesia dan sebaliknya.

Komitmen bersama untuk tetap 
meningkatkan kerja sama bilateral 
bagi warga negara melalui people 
to people contact dapat dilihat pada 
kunjungan kerja delegasi Pakistan 
ke Indonesia pada tahun 2014, dan 
sebaliknya khususnya dalam isu – isu 
pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development) seperti 
kunjungan Federal Minister for 
Planning, Development and Reforms, 
dalam rangka menghadiri Open 
Government Partnership Meeting di 
Bali, tanggal 6 Mei 2014 atau partisipasi 
Delegasi DPR RI dalam menghadiri 
Asian Parliamentary Assembly  Troika-
Plus Meeting di Islamabad, Pakistan 
tanggal 27 Mei 2014. 

Atas rekomendasi Bank Dunia, 
delegasi pejabat Propinsi Balochistan 
berkunjung ke Indonesia untuk 
memperoleh gambaran langsung 
tentang proses pembangunan 
di Indonesia. Peserta National 
Management Course ke 101, National 

School of Public Policy Pakistan juga 
melanjutkan tradisi kunjungan kerja 
tahunan untuk melihat langsung peran 
Indonesia dalam dinamika kawasan 
dan global.

Sebagai perwujudan bentuk 
penghargaan kepada Pejabat Pakistan, 
Pemerintah RI telah menganugrahkan 
Tanda Kehormatan Bintang Jalasena 
Utama dan Bintang Yudha Dharma 
Utama Presiden RI kepada Pejabat 
KASAL Pakistan 1 Oktober 2014 atas 
jasa-jasanya dalam meningkatkan 
hubungan bilateral Indonesia- Pakistan 
khususnya di bidang pertahanan dan 
maritim.  

Ekonomi
Hubungan ekonomi Indonesia 

– Pakistan sepanjang tahun 2014 
diwarnai oleh meningkatnya ekspor 
Indonesia memasuki pasar Pakistan 
Sejak ditandatanganinya Indonesia-
Pakistan Preferential Trade Agreement 
pada tahun 2013 ekspor Indonesia ke 
Pakistan dan sebaliknya menikmati 
keringanan tarif bea masuk alias tarif 
istimewa. Produk-produk ekspor utama 
Indonesia seperti minyak kelapa sawit, 
batu bara, pakaian jadi, benang katun, 
buah segar, produk olah raga seperti 

Gambar: Penyerahan Surat-surat Kepercayaan Dubes Pakistan untuk Indonesia, 
H.E. Attiya Mahmood kepada Presiden RI, Jakarta, 22 April 2014.
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raket tenis dan bulutangkis, barang-
barang kulit dan produk industri 
lainnya, menikmati tarif khusus yang 
lebih rendah dibanding sebelumnya.

Nilai perdagangan periode Januari-
Agustus 2014 Indonesia-Pakistan 
mencapai USD 1,46 juta atau meningkat 
55% pada periode yang sama di tahun 
sebelumnya yang mencapai USD 944,3 
ribu. Sementara total perdagangan 
kedua Negara pada tahun 2013 tercatat 
USD 1,58 juta dengan surplus bagi 
Indonesia sebesar USD 1,25 juta. Trend 
perdagangan kedua negara dalam lima 
tahun terakhir (2009-2013) mencapai 
rata-rata peningkatan sebesar 25, 4%.

Produk ekspor utama Indonesia 
ke Pakistan adalah kelapa sawit, 
diikuti oleh batubara, produk kacang-
kacangan, benang dan serat staple 
tiruan. Saat ini Pakistan telah menjadi 
pasar ekspor minyak kelapa sawit 
Indonesia terbesar setelah India 
dan Tiongkok. Penjualan produk 
industri otomotif, komoditi jahe dan 
rempah-rempah lainnya juga mulai 
menunjukkan peningkatan yang cukup 
signifi kan. 

Kontribusi peran sektor swasta 
seperti implementasi penandatanganan 
kerja sama Kamar Dagang Kota Jakarta 
dan Kamar Dagang Kota Lahore pada 
tahun 2014 merupakan faktor penting 
yang dapat mendorong peningkatan 
hubungan perdagangan 

Partisipasi misi dagang Pakistan 
pada kegiatan promosi produk 
Indonesia seperti Trade Expo 
Investment tahun 2014 memberikan 
indikasi ketertarikan Pakistan pada 
produk-produk Indonesia  

Di sisi lain, pengusaha Indonesia 
juga terus berpartisipasi dalam 
pameran dagang yang diadakan oleh 
Pakistan, seperti “Expo Lahore” ke–1 
dan ke-2 di Lahore, serta My Karachi-
Oasis of Harmony dan Indonesia Solo 
Exhibition di Karachi. Keikutsertaan 
delegasi bisnis dari Indonesia 
mendapatkan sambutan dan apresiasi 
yang baik dari pemerintah dan 
masyarakat bisnis di Pakistan. 

Beberapa perusahaan Pakistan 
yang menanamkan modalnya di 
Indonesia pada sejumlah 13 proyek 

pada tahun 2013, dengan nilai investasi 
mencapai USD  2,4 juta. 

Sosial Budaya
Hubungan historis kedua negara 

menambah erat kedekatan hubungan 
warga kedua negara. Kerja sama 
promosi budaya pemerintah Indonesia 
dan Pemerintah Pakistan menambah 
kedekatan kedua negara. Promosi fi lm 
Indonesia, pelatihan Bahasa Indonesia 
di Pakistan bagi warga Pakistan, dan 
Beasiswa Darmasiswa dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
dan beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB) kepada masyarakat 
Pakistan merupakan sarana promosi 
budaya dan pendekatan perwakilan 
Indonesia di Pakistan. Untuk tahun 
2014, sebanyak 1 (satu) orang pelajar 
Pakistan mendapatkan beasiswa 
Darmasiswa, serta 2 (dua) orang pelajar 
Pakistan menerima beasiswa KNB. 
KBRI Islamabad juga telah berhasil 
memfasilitasi penyelenggaraan temu 
alumni Pakistan perdana 2014 di 
Jakarta.

Sri Lanka

Hubungan diplomatik Indonesia-
Sri Lanka telah terjalin sejak 1952 
dan menempuh lebih dari 6 dekade 
dengan erat untuk memperluas dan 
memperdalam kerja sama bilateral 
yang ada. Sepanjang tahun 2014 
penguatan kerja sama di berbagai 
bidang semakin terlihat secara nyata 
dan konkret.

Wakil Presiden RI telah menerima 
courtesy call Utusan Khusus Republik 
Demokratik Sosialis Sri Lanka, H.E. 
Mr. Anura Priyadharsana setelah 
acara inaugurasi Presiden dan Wakil 
Presiden RI tanggal 20 Oktober 2014 di 
Istana Negara.

Politik
Hubungan politik Indonesia 

dan Sri Lanka semakin erat melalui 
kunjungan pejabat tinggi dan kerja 
sama saling dukung dalam berbagai 
forum internasional. Sri Lanka 
menghargai Indonesia di Sidang Dewan 
HAM PBB terkait pembahasan resolusi 
Situasi HAM di Sri Lanka. Terkait hal 
tersebut, Utusan Khusus Presiden Sri 
Lanka (Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare of Sri Lanka, 
Hon. Dilan Perera) berkunjung ke 
Jakarta untuk melakukan pertemuan 
dengan Wamenlu RI, H.E. Wardana 
tanggal 5 Februari 2014.

Kedua negara melaksanakan 
Pertemuan Kedua Komisi Bersama 
(SKB) tingkat Menlu pada tanggal 13 
Oktober 2014 di Jakarta. Menlu Sri 
Lanka, H.E. Prof. G.L. Peiris berkunjung 
ke Jakarta dan melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu RI, 
setelah menghadiri Bali Democracy 
Forum VI tanggal 10-11 Oktober di 
Bali. Dalam kesempatan tersebut, telah 
ditandatangani MoU Kerja sama antara 
KADIN Indonesia dan Ceylon Chamber 
of Commerce untuk memaksimalkan 
potensi dan peluang perdagangan 
kedua negara. Menlu Sri Lanka 
juga melakukan pertemuan dengan 
Presiden Terpilih, Bapak Joko Widodo 
pada tanggal 12 Oktober 2014.

Di bidang pertahanan dan 
keamanan, kedua negara telah 
menjalin kerja sama pelatihan antara 
SESKO TNI dengan Sri Lanka Defense 
Services Command and Staff College 
(DSCSC) yang rutin dilakukan setiap 
tahun, yang terlihat dari partisipasi 
seorang Senior Offi  cer Sri Lanka Army 
yang mengikuti PPRA ke-53 Lemhannas 
yang diadakan Kemenhan RI TA 2014-
2015, serta kunjungan Delegasi Sri 
Lanka DSCSC ke Indonesia dalam 
rangka pelatihan keamanan dengan 
SESKO TNI tanggal 13-23 Agustus 2014. 
Selain itu, kerja sama pertahanan 
kedua negara terlihat dari kunjungan 
Chief of Defense Staff Sri Lanka, Gen. J. 
Jayasuriya untuk menjadi pembicara 
dalam Jakarta International Defense 
Dialogue (JIDD) di Jakarta, 18-21 Maret 
2014; penyelenggaraan Annual Defense 
Seminar di Sri Lanka tanggal 18-20 
Agustus 2014 yang dihadiri Dr. Bantarto 
Bandoro, Ketua CSIS Indonesia sebagai 
pembicara seminar; persinggahan KRI 
Frans Kaisiepo 368 dan Tim Satgas 
Maritime Task Force (MTF) Kontingen 
Garuda XXVIII-F/UNIFIL di Colombo 
pada bulan Maret 2014 dan pertemuan 
dengan AL Sri Lanka. 

Sementara itu, guna meningkatkan 
kapasitas dengan bertukar pengalaman 
dan informasi dalam penanggulangan 
terorisme, kedua negara kembali 
mengadakan Joint Working Group on 
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Combating International Terrorism 
(JWG CIT) ke-3 tanggal 4-5 April 2014 
di Bogor, serta kunjungan ke Pusat 
Deradikalisasi di Sentul.

Dubes Sri Lanka di Jakarta, 
H.E. Anoja Wijeyesekera dilantik 
pada tanggal  21 Juli 2014. Dalam 
kesempatan tersebut, Dubes Sri Lanka 
melakukan Kunjungan Kehormatan 
dengan Presiden RI dan dengan Menlu 
RI tanggal 14 Agustus 2014 guna 
membahas persiapan SKB ke-2 kedua 
negara dan peningkatan kerja sama 
ekonomi.

Ekonomi
Kerja sama ekonomi RI-Sri Lanka 

dipertajam untuk mencapai target 
perdagangan bilateral sebesar USD 
1 miliar pada tahun 2015. Volume 
perdagangan kedua negara cukup 
meningkat dengan nilai pertumbuhan 
8,66% dan Indonesia mengalami 
surplus perdagangan dengan tren 
positif sebesar 15,09% pada periode 
2009-2013. Pada tahun 2013 volume 
perdagangan kedua negara tercatat 
sebesar USD 440,46 juta. Pada tahun 
2014 (Januari-Agustus) volume 
perdagangan kedua negara mencapai 
USD 256,5 juta (meningkat atau naik 
1,81% dari periode yang sama tahun 
2013).

Komoditas ekspor Indonesia ke 
Sri Lanka, yaitu aneka produk kertas, 

bahan baku tekstil, produk ban 
kendaraan, semen dan clinker, produk 
kimia, plastik dan kaca, teh, minyak 
kelapa sawit, produk perikanan dan 
makanan ternak. Sementara komoditas 
Sri Lanka yang diimpor oleh Indonesia, 
yaitu teh, produk kaca, karung goni, 
peralatan listrik dan batu berharga.

Guna meningkatkan kerja sama 
ekonomi kedua negara, Kemlu bekerja 
sama dengan KBRI Colombo dan 
Kedubes Sri Lanka Jakarta mengadakan 
Round Table Discussion: Indonesian 
Business Opportunity and Challenges 
in Sri Lanka tanggal 24-25 April 2014 
dan menyelenggarakan Indonesia-Sri 
Lanka Business Forum pertama tanggal 
8-9 Oktober 2014 di Jakarta, yang 
dihadiri oleh 20 pengusaha Sri Lanka, 
pejabat Board of Investment Sri Lanka 
dan K/L terkait. Hasil dari interaksi 
tersebut, yaitu penandatanganan MoU 
Kerja sama antara KADIN Indonesia 
dan Ceylon Chamber of Commerce pada 
tanggal 13 Oktober 2014 di sela-sela 
SKB ke-2, serta pembentukan KADIN 
Komite Bilateral Sri Lanka di Jakarta.

Minat pengusaha Sri Lanka untuk 
melakukan kerja sama ekonomi dengan 
pengusaha Indonesia cukup tinggi, 
terlihat dari naiknya jumlah partisipasi 
pengusaha Sri Lanka dalam Trade Expo 
Indonesia (TEI) 2014 yang berlangsung 
8-12 Oktober 2014 di Jakarta, yaitu 20 
pengusaha (sebelumnya, sebanyak 

9 dan 15 pengusaha Sri Lanka 
berpartisipasi dalam TEI 2012 dan TEI 
2013). Dalam kesempatan TEI 2014, 
Sri Lanka juga termasuk negara yang 
melakukan Business Matchmaking 
dengan Indonesia yang difasilitasi 
Kemendag RI. 

Mengingat kedua negara memiliki 
kesamaan dalam pengembangan 
UKM, pihak National Crafts Council 
(NCC) Sri Lanka bekerja sama dengan 
KBRI Colombo mengundang SMESCO 
Indonesia untuk melakukan program 
pelatihan lanjutan “Kerajinan Bambu 
dan Rotan” di Colombo, 20-29 Mei 
2014. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut 
dari kunjungan Delegasi NCC pada 
bulan April 2014 untuk menghadiri 
INACRAFT 2014 dan melakukan 
pertemuan dengan SMESCO.

Sosial Budaya
Sri Lanka sangat baik dalam 

memanfaatkan tawaran kerja sama dan 
pelatihan dari Pemri dalam program 
peningkatan kapasitas. Pada periode 
tahun 2006-2013 tercatat partisipasi 
Sri Lanka berjumlah 43 orang dari 
28 program capacity building di 
berbagai bidang yang diadakan Kemlu 
bekerja sama dengan berbagai pihak. 
Untuk tahun 2014, tercatat Sri Lanka 
berpartisipasi dalam Workshop on 
Sharing Experience and Best Practices 
on Public Administration and Good 
Governance between Colombo Plan 
Countries tanggal 27-31 Oktober 2014 di 
Indonesia.

Di bidang pendidikan, Pemri 
memberikan bantuan beasiswa kepada 
pelajar Sri Lanka melalui berbagai 
program beasiswa, yaitu Darmasiswa 
dan KNB. Untuk tahun 2014, meskipun 
belum ada partisipasi Sri Lanka pada 
beasiswa KNB, sebanyak 3 pelajar Sri 
Lanka mendapat beasiswa Darmasiswa 
untuk belajar 6 bulan – 1 tahun di 
Indonesia.

Guna meningkatkan people-to-
people contact, kedua negara telah 
setuju untuk menambah frekuensi 
penerbangan maskapai penerbangan 
Mihin Lanka rute Jakarta-Colombo PP 
dari 7 kali seminggu menjadi 14 kali 
seminggu yang dimulai pada awal tahun 
2014, serta operasi penerbangan rute 
Jakarta-Medan PP setiap harinya oleh 
Mihin Lanka. Selain itu, dengan jumlah 

Gambar: Menlu Sri Lanka, H.E. Prof. G.L. Peiris dengan Menlu RI, H.E. R.M. M. 
Marty Natalegawa pada Sidang Komisi Bersama ke-2 RI-Sri Lanka di Jakarta, 13 
Oktober 2014.
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WNI sebanyak 376 jiwa di Sri Lanka, 
juga terdapat organisasi masyarakat 
keturunan/diaspora Indonesia di Sri 
Lanka, yakni Indonesia-Sri Lanka 
Friendship Association (SLIFA). Dalam 
Pertemuan SLIFA Tahunan tanggal 21 
Juni 2014 diadakan oleh KBRI Colombo, 
Dubes RI Colombo dinyatakan sebagai 
Patron SLIFA.

Tajikistan

Terhitung sejak 27 Juli 2014 
Indonesia dan Tajikistan telah 
memasuki dekade kedua dari 
hubungan diplomatik. Hubungan 
kedua negara terjalin dengan baik dan 
terdapat banyak potensi kerja sama 
bilateral yang perlu dijajaki di berbagai 
bidang. Bagi Indonesia, Tajikistan 
memiliki arti penting, khususnya pada 
sektor perdagangan, yaitu sebagai 
pangsa pasar non-tradisional bagi 
produk-produk Indonesia. Sedangkan 
bagi Tajikistan, Indonesia merupakan 
salah satu mitra dagang yang potensial 
karena Indonesia adalah salah satu 
negara tujuan ekspor kapas dan 
alumunium dari Tajikistan. 

Politik
Saat ini, baik Indonesia maupun 

Tajikistan belum memiliki perwakilan 
resmi di negara akreditasi: di pihak 
Indonesia, Tajikistan termasuk dalam 
wilayah akreditasi Kedutaan Besar RI 
di Astana, Kazakhstan dan Indonesia 
direncanakan masuk wilayah 
akreditasi Kedutaan Besar Tajikistan 
di Beijing, China. Meskipun demikian, 
hubungan kedua negara berlangsung 
erat baik pada tingkat bilateral maupun 
multilateral melalui kerja sama saling 
dukung. Pada kunjungan Presiden 
Emomali Rahmon ke Indonesia  bulan 
Oktober 2003 telah ditandatangani 7 
(tujuh) persetujuan/nota kesepahaman, 
yakni  di bidang Kerja Sama Ekonomi 
dan Teknis, P4M, P3B, Perdagangan, 
Pembentukan Komisi Bersama, 
Pariwisata, dan Pendidikan. 

Saat ini terdapat beberapa draft 
MoU yang masih dalam tahap fi nalisasi 
oleh kedua negara, masing-masing di 
bidang pencucian uang dan pendanaan 
terorisme, pariwisata, keolahragaan, 
dan bebas visa untuk paspor diplomatik 
dan dinas. 

Setelah Pertemuan ke-1 Sidang 
Komisi Bersama RI – Tajikistan yang 
terselenggara pada tanggal 24 - 26 Maret 
2008 di Dushanbe, Tajikistan, kedua 
pihak masih menjajaki kemungkinan 
waktu dan tempat terkait pelaksanaan 
Pertemuan ke-2 SKB pada kesempatan 
pertama.

Ekonomi
Volume perdagangan kedua 

negara masih relatif kecil dikarenakan 
harus dilakukan melalui pihak 
ketiga. Kendala utama distribusi 
produk Indonesia ke Tajikistan 
adalah transportasi dan jangka waktu 
pengiriman yang cukup lama (1 bulan) 
sehingga berdampak dengan mahalnya 
harga barang impor dari Indonesia. Hal 
ini disebabkan oleh kondisi geografi s 
Tajikistan yang merupakan landlocked 
country tidak memiliki pelabuhan, 
dengan demikian, barang-barang yang 
masuk dari Indonesia harus melalui 
Pelabuhan Bandar Abbas di Iran.

Adapun angka perdagangan 
bilateral sektor non-migas tahun 2014 
menunjukkan surplus bagi pihak 
Indonesia sebesar USD 406,4 ribu dari 
total perdagangan sebesar USD 418,4 
ribu. Sebaliknya dilihat dari tahun 
sebelumnya, tren perdagangan yang 
mencapai nilai USD1,307,7 mengalami 
penurunan yang signifi kan. Nilai 
tersebut mencerminkan bahwa 
Tajikistan tidak hanya berperan 
sebagai mitra dagang penyedia pasar 
alternatif eskpor nasional, namun juga 
adanya peluang bagi kedua negara 
untuk mengoptimalkan kerja sama 
bilateral di bidang lainnya ditahun-
tahun mendatang.

Sosial Budaya
Pemerintah Tajikistan memberikan 

kemudahan bagi pemegang paspor 
RI untuk melakukan perjalanan ke 
Tajikistan dengan menerbitkan Visa 
on Arrival (VoA) yang berlaku selama 
45 hari. Wisatawan atau pengusaha 
Indonesia cukup menunjukkan 
invitation letter yang menyatakan 
tujuan kunjungan setibanya  di 
bandara Dushanbe. 

Di bidang pendidikan, Pemerintah 
Indonesia melalui Program Beasiswa 
Dharmasiswa oleh Kementerian 
Ristek dan Pendidikan Tinggi telah 
memberikan beasiswa kepada 4 

(empat) pelajar Tajikistan di tahun 
2014. Dengan demikian, total tercatat 
144 pelajar Tajikistan pernah belajar 
di Indonesia terhitung sejak tahun 
2009. Di bidang kerja sama pelatihan 
diplomatik, tercatat sebanyak dua 
orang diplomat Tajikistan pernah 
mengikuti pelatihan diplomatik di 
Indonesia pada tahun 2009 dan 2011. 
Indonesia juga telah memberikan 
bantuan pelatihan teknis kepada 
Tajikistan melalui kerangka kerja sama 
selatan-selatan, pemberian beasiswa 
darmasiswa kepada para pelajar 
Tajikstan, serta pelatihan diplomatik. 

Adapun peluang kerja sama 
dibidang lainnya yaitu masalah 
keamanan non-tradisional, berupa 
ancaman dari gerakan-gerakan 
terorisme maupun kelompok-kelompok 
yang melakukan perdagangan ilegal 
narkotika dan bahan psikotropika. 
Selain itu, partisipasi aktif Tajikistan 
pada forum-forum internasional 
seperti: OKI, GNB dan PBB, dapat 
dimanfaatkan Indonesia untuk 
pengembangan softpower dalam 
meraih dukungan suara pada 
pencalonan anggota dewan HAM atau 
Keamanan di PBB, serta menjalankan 
visi misi polugri yang berbasis pada 
kepentingan nasional. 

Turkmenistan

Indonesia dan Turkmenistan 
membuka hubungan diplomatik pada 
10 Desember 1992 di Moskow. Pada 
awalnya, hubungan diplomatik dengan 
Turkmenistan dilaksanakan oleh KBRI 
Tashkent, kemudian dialihkan ke KBRI 
Moskow. Saat ini hubungan diplomatik 
dengan Turkmenistan dirangkap 
oleh KBRI Tehran. Turkmenistan 
tengah menjajaki pembukaan kantor 
perwakilannya di Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia, namun saat ini 
perwakilan Tajikistan untuk Indonesia 
dirangkap oleh Kedubesnya di Kuala 
Lumpur, Malaysia.

Politik
Turkmenistan telah menunjuk 

Duta Besar Turkmenistan yang 
berkedudukan di Kuala Lumpur, 
sebagai Duta Besar Turkmenistan 
untuk ASEAN pada bulan Mei 2014. 
Penunjukan tersebut merupakan 
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usulan yang pertama dari Turkmenistan 
untuk ASEAN.

Ekonomi
Turkmenistan merupakan salah 

satu negara dengan pertumbuhan 
ekonomi tertinggi di dunia. 
Turkmenistan mempunyai potensi 
kekayaan minyak dan gas bumi yang 
besar, serta memiliki cadangan gas 
bumi terbesar ke-4 di dunia yang 
dapat dimanfaatkan Indonesia untuk 
mencukupi kebutuhan dan mendukung 
program ketahanan energi nasional. 
Dengan lahan pertanian yang luas, 
Turkmenistan mengandalkan kapas 
sebagai komoditi ekspor dan termasuk 
10 besar eksportir kapas dunia.

Perdagangan Indonesia dan 
Turkmenistan masih dilakukan melalui 
negara ketiga. Trend perdagangan 
bilateral selama 5 tahun terakhir naik  
82,34% dimana nilai perdagangan 2013 
sebesar 5,11 juta. Total perdagangan 
periode Januari-Agustus 2014 mencapai 
USD 2,33 juta atau turun 42,88% 
dibandingkan dengan periode yang 
sama pada tahun 2013 sebesar USD 4,07 
juta. Pada tahun 2013 untuk pertama 
kalinya dalam 5 tahun terakhir (2009-
2013) Indonesia mengalami defi sit 
perdagangan sebesar USD 733,3 ribu. 
Namun, pada periode Januari-Agustus 
2014 Indonesia kembali mengalami 
surplus perdagangan sebesar USD 2,02 
juta.

Sosial Budaya
Sepanjang tahun 2014, tercatat 

terdapat dua orang mahasiswa 

Turkmenistan yang menerima 
beasiswa Darmasiswa di Universitas 
Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas 
Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.  

Uzbekistan

Hubungan bilateral Indonesia–
Uzbekistan semakin berkembang sejak 
pembukaan hubungan diplomatik 
pada 1992. Kedua negara terus 
meningkatkan kerja sama dengan 
Indonesia di segala bidang. 

Politik
Hubungan bilateral Indonesia-

Uzbekistan di bidang politik berjalan 
dengan baik. Di forum internasional, 
hubungan kedua negara berjalan baik 
termasuk pemberian saling dukung 
pada isu-isu tertentu. Pemerintah 
Uzbekistan mendukung pencalonan 
kembali Indonesia sebagai anggota UN 
Human Rights Council (Dewan HAM) 
periode 2015-2017 dan pencalonan 
Indonesia pada Council of International 
Telecommunications Union (ITU) 
untuk kawasan Asia. Sebaliknya 
Indonesia memberikan dukungan 
atas pencalonan kota Samarkand, 
Uzbekistan sebagai tuan rumah 
penyelenggaraan the 99th Session of 
UNWTO Executive Council pada tanggal 
1-4 Oktober 2014.

Di tingkat multilateral, Pemerintah 
Uzbekistan selalu berpartisipasi dalam 
event internasional tahun 2014 yang 

dilaksanakan di Indonesia, melalui 
keterwakilan Dubesnya di Jakarta, 
Shavkat Jamolov, yaitu Bali Democracy 
Forum, the 2014 Global Forum of the 
United Nations Alliance of Civilizations 
(UNAOC) di Bali, 29-30 Agustus 2014, 
dan The fi rst OIC International Forum 
on Islamic Tourism, bearing the theme 
of ‘Islamic Tourism: Prospects and 
Challenges’ di Jakarta, 2-3 Juni 2014.

Dalam upaya meningkatkan dan 
memperluas hubungan kerja sama 
antara Indonesia dan Uzbekistan, kedua 
negara telah melaksanakan enam kali 
pertemuan Komisi Kerja sama Bilateral 
(KKB) pada level Deputy Minister/
Direktur Jenderal dengan tempat 
pelaksanaan  bergantian. KKB ke-6 
telah dilaksanakan di Jakarta tanggal 
11-12 Maret 2014 dengan hasil antara 
lain: Indonesia akan menjajaki ekspor 
CPO ke Uzbekistan dan sebaliknya 
Uzbekistan menjajaki ekspor kapas 
ke Indonesia; mendukung segera 
dilakukannya pertemuan teknis antara 
otoritas perdagangan kedua negara 
terkait prosedur pemberian status 
Most Favored Nation dalam upaya 
impelementasi Trade Agreement; dan 
sepakat untuk meningkatkan kerja 
sama di bidang energi dimana delegasi 
Indonesia tertarik untuk bekerja sama 
di bidang coal gassifi cafi on, sementara 
delegasi Uzbekistan tertarik untuk 
mendapatkan pelatihan di sektor migas 
dari Pertamina.

Dalam kunjungan kerja Deputi 
Menlu Uzbekistan tersebut juga telah 
dilakukan rangkaian pertemuan dengan 
Wakil Menteri Perdagangan RI dan 
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif RI tanggal 11 Maret 2014. 
Selain itu juga dilakukan pertemuan 
dengan pihak PT. Pertamina tanggal 10 
Maret 2014. Kunjungan Deputi Menlu 
Uzbekistan dan penyelenggaraan 
KKB ke-6 telah membawa momentum 
positif untuk lebih mempererat dan 
meningkatkan kerja sama bilateran 
RI-Uzbekistan. Kedua negara telah 
berupaya meningkatkan kerja sama di  
berbagai bidang dan mengidentifi kasi 
potensi bidang-bidang kerja sama yang 
dapat digali dan dimanfaatkan secara 
optimal.

Ekonomi
Perdagangan Indonesia-Uzbekis-

tan masih fl uktuatif. Pada tahun 2013 
Gambar: Pertemuan Komisi Konsultasi Bilateral (KKB) Indonesia - Uzbekistan ke-6 
di Jakarta, 11-12 Maret 2014.
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total perdagangan kedua negara 
naik 265% menjadi USD 33,6 juta 
dari tahun 2012 senilai USD 9,2 juta. 
Nilai total perdagangan Indonesia 
dengan Uzbekistan pada periode 
Januari-Agustus 2014 mencapai 
USD 10,6 juta. Selain itu, neraca 
perdagangan Indonesia-Uzbekistan 
pada periode Januari-Agustus tahun 
2014 juga mengalami surplus sebesar 
USD 1,12 juta. Nilai perdagangan 
ini jauh melebihi nilai perdagangan 
pada periode yang sama di tahun 
sebelumnya yang justru mengalami 
defi sit sebesar USD 7,1 juta. Hingga saat 
ini, Indonesia dan Uzbekistan terus 
berupaya meningkatkan perdagangan 
langsung yang selama ini lebih banyak 
dilakukan melalui negara ketiga.

Delegasi Kementerian Keuangan 
Uzbekistan telah melakukan kunjungan 
ke Indonesia tanggal 10-14 Maret 2014 
dalam kegiatan Study Tour on Aid 
Coordination Architechture in Indonesia 
di Jakarta. 

Uzbekistan telah berpartisipasi 
dalam kegiatan Indonesia’s Oil and 
Gas Partnership Program 2014 dengan 
mengirimkan dua orang peserta dari 
NHC Uzbekneftegaz pada tanggal 8-21 
Juni 2014 di Jakarta.

Sosial dan Budaya
Guna meletakkan landasan 

hubungan bilateral yang kokoh ke 

depan, KBRI Tashkent telah membina 
hubungan baik dengan sejumlah 
lembaga pendidikan tinggi di 
Uzbekistan, terutama di kota Tashkent 
dan Samarkand. Tiga di antara lembaga 
pendidikan tersebut telah memiliki 
Center of Indonesia atau Jurusan bahasa 
Indonesia, yaitu: Uzbekistan State of 
World Languages University (USWLU), 
Tashkent Institute of Oriental Studies 
(TIOS), dan Samarkand State University. 
Dalam hal ini KBRI memberikan kerja 
samanya dalam bentuk bantuan buku-
buku/materi pelajaran, kamus, brosur 
tentang Indonesia dan perlengkapan 
kelas lainnya, serta fasilitasi untuk 
perlombaan/pementasan. Di bidang 
kesenian, KBRI telah memberikan 
pelatihan tari dan musik angklung 
kepada siswa-siswa musik di Tashkent 
Conservatory serta di USWLU dan 
membentuk pusat latihan tari 
Indonesia di Samarqand Youth Center.

Ketertarikan pelajar Uzbekistan 
untuk mengikuti program beasiswa 
dari Pemerintah Indonesia seperti 
Darmasiswa, Kerja sama Negara 
Berkembang (KNB) dan Beasiswa Seni 
dan Budaya Indonesia (BSBI) cukup 
tinggi. Pada tahun 2014, tercatat 17 
orang pelajar Uzbekistan berpartisipasi 
dalam beasiswa Darmasiswa, 2 (dua) 
orang penerima beasiswa program 
KNB, serta 1 (satu) orang program 
BSBI dari Pemri. Selain itu, dalam 
upaya peningkatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia pada jurusan 
Bahasa Indonesia di Uzbekistan, 
Kemendikbud RI telah mengirimkan 
satu orang pengajar untuk ditugaskan 
di Uzbekistan State of World Languages 
University (USWLU).

Penguatan hubungan antar 
masyarakat kedua negara ‘people-
to-people contact’ dilakukan 
melalui pembentukan Uzbekistan-
Indonesia Friendship Association yang 
merupakan bagian dari Council of 
Friendship and Cultural Enlightment 
Relations with Foreign Countries of 
Uzbekistan, pemeliharaan kerja sama 
dengan organisasi pemuda Uzbekistan 
‘Kamolot’, serta pembinaan hubungan 
dengan federasi-federasi olahraga 
di Uzbekistan. Terkait dengan ini, 
KBRI telah membangun hubungan 
erat dengan Asosiasi Pencak Silat 
Uzbekistan, yang sejak diperkenalkan 
pada tahun 2008, telah berkembang 
pesat di Uzbekistan dan saat ini 
memiliki anggota lebih dari 5 ribu 
orang anggota. Pada tahun ini, Dubes RI 
Tashkent membuka kejuaraan Pencak 
Silat “Championship of Uzbekistan” 
di Tashkent, 1 Maret 2014. Untuk itu, 
di masa mendatang akan diupayakan 
untuk mendatangkan pelatih dari 
Indonesia atau mengirimkan pelatih 
Uzbekistan untuk belajar pencak silat 
di Indonesia. Sebagai bagian dari misi 
meningkatkan citra Indonesia, KBRI 
aktif melakukan promosi seni-budaya 

Gambar: Promosi Kesenian Indonesia di Kota Samarkand Tahun 2014
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dan kuliner Indonesia di negara 
akreditasi dalam kegiatan festival rutin 
tahunan atau pagelaran solo, antara 
lain:  Festival of Cultural Traditions 
and National Cuisine, TWIG Annual 
Spring International Food Festival, 
festival makanan tradisional ‘Tassano’, 
Festival Makanan Tradisional di 
Tashkent International School, Festival 
Kebudayaan di World Languages 
University, Cultural Week Festival di 
Westminster International University 
Tashkent, Festival Kebudayaan oleh 
Samarqand State University, Festival 
Day of Open Doors oleh Tashkent 
Professional Tourism College, 
Indonesian Brunch di International 
Hotel, dan Gourmet Lunch Gathering. 
Pada kegiatan festival semacam ini, 
stand KBRI juga memamerkan benda-

benda seni maupun membagikan 
leafl et mengenai Indonesia.

Selain itu atas permintaan stasiun 
TV atau kantor surat kabar setempat, 
Duta Besar RI juga sering tampil dalam 
wawancara eksklusif, seperti: di TV 
Ehtirom, TV Dunyo Boy’lob, koran 
Uzbekistan Today, majalah Panorama, 
serta media cetak lokal berbahasa 
Rusia dan Uzbekistan lainnya.

Delegasi Indonesia yang dipimpin 
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif RI telah menghadiri dan 
memimpin sidang Executive Council 
UNWTO ke-99 di Samarkand tanggal 
1-4 Oktober 2014. Tim Taekwondo 
Indonesia juga berpartisipasi pada 
21st Asian Taekwondo Championship 

dan 3rd Asian Taekwondo Poomsae 
Championship yang berlangsung di 
Tashkent tanggal 25-28 Mei 2014 dan 
berhasil meraih 2 medali perak dan 
1 perunggu. Tim Gulat Indonesia 
juga berpartisipasi dalam United 
World Wrestling  Championship yang 
berlangsung di Tashkent pada tanggal 
8-14 September 2014. Indonesia 
merupakan satu-satunya negara 
Asia Tenggara yang mengirimkan 
peserta dalam kejuaraan dunia gulat 
internasional ini.

Saat ini terdapat sekitar 49 
WNI di Uzbekistan yang terdiri dari 
professional; TKI formal di bidang 
kesehatan dan pertambangan; TKI 
sektor jasa, serta dua Badan Hukum 
Indonesia.

III.2 Kawasan Timur Tengah

Aljazair

Hubungan Indonesia dengan 
Aljazair telah dirintis sejak masa 
perjuangan bangsa Aljazair merebut 
kemerdekaan. Hubungan bilateral 
Indonesia-Aljazair pada tahun 2014 
menunjukkan hubungan yang semakin 
kokoh. 

Politik 
Kedua negara pada tahun 

2014 terus berupaya meningkatkan 
hubungan bilateral di berbagai 
bidang. Di bidang politik, beberapa 
Pejabat Tinggi Indonesia berkunjung 
ke Aljazair, antara lain  kunjungan 
Menteri BUMN, Bapak Dahlan 
Iskan, Pejabat Kementerian BUMN, 
Pejabat Sekretariat Kabinet, Pejabat 
Kementerian ESDM, Pejabat Kemendag, 
dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selain 
itu, terdapat pula kunjungan dari PT. 
Pertamina.

Sebaliknya, terdapat kunjungan 
Pejabat Aljazair ke Indonesia, antara 
lain kunjungan Anggota Parlemen 
Aljazair dalam rangka menghadiri 
Forum ke-6 Aliansi Peradaban PBB 
yang diselenggarakan di Bali serta 
Kunjungan Direktur Asia Oriental dan 
Oceania Pasifi k, Kemlu Aljazair dalam 
rangka menghadiri pemakaman Dubes 
RI Bapak Ahmad Ni’am Salim. 

Kedua negara juga saling 
memberikan dukungan dalam 
organisasi internasional, antara 
lain saling dukung dalam 
keanggotaan Dewan International 
Telecommunication Union (ITU) 
periode 2014 – 2018, dukungan Aljazair 
terhadap pencalonan Indonesia sebagai 
anggota Independent and Permanent 
Commision on Human Rights (IPHRC) 
pada OKI periode 2015-1018, dan juga 
dalam pencalonan Indonesia sebagai 
anggota Dewan HAM PBB periode 2015-
2017, serta dukungan Indonesia atas 
pencalonan Lajazair sebagai anggota 
Dewan Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women 
(CEDAW) tahun 2014. 

Atas permintaan Aljazair, pada 
tanggal 25 September 2014, di sela-sela 
SMU PBB ke-69, Menlu RI mengadakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu 
Aljazair, Ramtane Lamamra. 

Ekonomi
Nilai perdagangan kedua negara 

untuk periode Januari - September 
2014 senilai USD 429 juta, mengalami 
penurunan sebesar 21 % dibandingkan 
periode yang sama pada tahun 
2013 yang mencapai USD 544 juta. 
Sedangkan nilai total perdagangan RI-
Aljazair pada tahun 2013 mencapai 
USD 429 juta. 

Angka tersebut belum 
merefl eksikan potensi ekspor 
Indonesia dan potensi pasar Aljazair. 
Seharusnya kekayaan migas Aljazair 
dan hubungan politik yang baik bisa 
menjadikan Aljazair sebagai mitra 
potensial hubungan perdagangan 
Indonesia. Beberapa produk Indonesia 
yang telah berhasil di ekspor ke 
Aljazair di antaranya kopi, rempah-
rempah, tekstil dan furnitur. Dalam 
perdagangan bilateral, Indonesia masih 
mengalami defi sit yang disebabkan 
tingginya impor migas Indonesia.

Keseriusan Aljazair dalam upaya 
menjajai potensi-potensi kerja sama 
perdagangan dengan Indonesia 
tercermin dengan banyaknya 
pengusaha Aljazair yang berkunjung 
ke Indonesia. Tercatat 39 pengusaha 
hadir pada Trade Expo Indonesia dan 
103 orang pengusaha yang hadir dan 
berpartisipasi pada pameran Interfood. 
Selain itu, terdapat kunjungan 
Gubernur Annaba dan Wakil Direktur 
ALGEX dalam rangka Pameran 
Interfood, kunjungan Gubernur Bank 
Aljazair dan Anggota Komisi Perbankan 
Aljazair untuk memenuhi undangan 
Gubernur Bank Indonesia.

Sosial Budaya
Dalam rangka meningkatkan 

hubungan persaudaraan dan people to 
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people contact, KBRI Alger bekerja sama 
dengan beberapa tokoh masyarakat 
Aljazair mendirikan Asosiasi 
Persahabatan dan Persaudaraan 
Indonesia-Aljazair pada Februari 2014. 
Saat ini ketua Asosiasi dijabat oleh 
Ketua Kadinda Provinsi Biskra, dan 
asosiasi ini beranggotakan 80 orang 
dari berbagai profesi. 

Dalam bidang pendidikan, KBRI 
mengundang Biro Hukum dan Kerja 
Sama Luar Negeri Kementerian Agama 
RI beserta sejumlah rektor perguruan 
tinggi Islam pada bulan Januari 
2014 untuk menjajaki kerja sama 
pendidikan tinggi antara Indonesia 
dan Aljazair. Selain itu, KBRI Alger 
turut mendampingi Penandatanganan 
Memorandum Saling Pengertian 
Bidang Kerja Sama Kearsipan antara 
Arsip Nasional RI dengan Arsip 
Nasional Aljazair, Mei 2014. 

Dalam upaya mempromosikan 
pariwisata dan budaya Indonesia, KBRI 
Alger telah melakukan serangkaian 
aktivitas, antara lain partisipasi dalam 
Pameran Pariwisata Internasional ke-
15 “Sitev 2014” pada bulan Mei 2014, 
Kegiatan Indonesia Dish Day di Sekolah 
El Kalimat, Bouzareah, pada bulan 
Juni 2014, Pentas seni dan budaya 
kolaborasi antara “Studio 26 Dance 
Co” dengan Tim Gamelan KBRI Alger, 
yang diselenggarakan di beberapa 
kota pada bulan Juni 2014, serta turut 
berpartisipasi dalam kegiatan tahunan 
penggalangan dana dalam acara 
Hidangan Makan Siang Internasional 
di bulan Juli, 2014.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran 

Hingga bulan November 2014, 
tercatat sebanyak 863 WNI yang terdiri 
dari 41 staf KBRI, 13 pekerja profesional 
dan 809 Buruh Migran Indonesia (BMI). 

Selama tahun 2014, tidak teradapat 
permasalahan serius yang dihadapi 
BMI di Aljazair. Terdapat satu pekerja 
PT. Wijaya Karya yang meninggal akibat 
kecelakaan kerja pada bulan Januari 
2014. Jenazah telah dipulangkan ke 
Indonesia setelah mendapat perawatan 
di Prancis dengan seluruh biaya 
ditanggung PT. Wijaya Karya.

Kini terdapat 4 (empat) perusahaan 
Indonesia yanag beroperasi di Aljazair, 

yaitu PT. Wijaya Karya (WIKA) yang 
melaksanakan proyek pembangunan 
jalan tol, PT. Pertamina Tbk, yang 
mengakuisisi ladang minyak Conoco 
Phillips, PT. Wijaya Engindo Nusa 
(WEN) yang melaksanakan kontrak 
dengan Kellog Brown & Root Int’l Inc., 
serta PT. Indofood yang dalam waktu 
dekat akan membuka pabrik Indomie 
di Aljazair. 

Bahrain

Hubungan bilateral antara 
Indonesia dan Bahrain telah terjalin 
baik sejak dibukanya hubungan 
diplomatik kedua negara pada tahun 
1976. Hubungan tersebut semakin erat 
sejak dibukanya Kedutaan Besar RI 
di Manama, Bahrain pada tanggal 29 
Desember 2010 serta kedatangan Duta 
Besar RI pertama yang berkedudukan 
di Bahrain pada tanggal 20 Oktober 
2012. Kerajaan Bahrain sendiri telah 
membuka Kedutaan Besarnya di 
Jakarta meskipun belum memiliki 
Duta Besar. Untuk itu, Duta Besar 
RI Manama terus berupaya untuk 
mendorong penunjukan Duta Besar 
Kerajaan Bahrain untuk Indonesia. 

Politik 
Kerja sama di bidang Politik 

dan Keamanan antara Indonesia 
dan Bahrain tercermin erat dengan 
adanya kerja sama saling memberikan 
dukungan di berbagai forum kerja 
sama internasional serta saling kunjung 
antar pejabat tinggi kedua negara. 

Kegiatan-kegiatan bidang politik 
dan keamanan yang telah dilaksanakan 
oleh KBRI Manama selama tahun 2014, 
antara lain Peringatan HUT ASEAN ke-
47 yang dilaksanakan pada tanggal 8 
Agustus 2014 dan Resepsi Diplomatik 
Peringatan HUT Proklamasi RI ke-69 
yang dilaksanakan pada tanggal 22 
September 2014 di Gulf Convention 
Center, Bahrain sebagai puncak 
rangkaian kegiatan peringatan HUT 
Proklamasi RI ke-69.

Pada kesempatan lain, Delegasi 
Kerajaan Bhrain yang dipimpin oleh 
Ambassador Karim Ebrahim Al-Shakar, 
Undersecretary For International 
Affairs, Kementerian Luar Negeri 
Kerajaan Bahrain, telah menghadiri 

pertemuan the 6th United Nations 
Alliance of Civilizations (UNAOC) yang 
dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 
Agustus 2014 di Bali.

Ekonomi 
Pada periode Januari – September 

2014, total perdagangan antara 
Indonesia dan Bahrain mencapai USD 
159.971.100 atau meningkat sebesar 
55,80 %. Indonesia masih mengalami 
defi sit terutama disebabkan besarnya 
impor migas. 

Kegiatan-kegiatan bidang 
ekonomi dan pembangunan yang telah 
dilaksanakan oleh KBRI Manama selama 
tahun 2014 adalah mendatangkan 
beberapa pengusaha untuk berkunjung  
ke Trade Expo Indonesia ke-29  pada 
tanggal 8-12 Oktober 2014 di Jakarta. 
Pada kesempatan yang sama, para 
pengusaha tersebut turut menghadiri 
beberapa acara dan bertemu dengan 
pejabat Indonesia, yakni Pertemuan 
Trade and Investment Forum yang 
diadakan Kementerian Perdagangan 
RI dan Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) pada tanggal 9 Oktober 
2014, pertemuan dengan Sekretaris 
Kementerian Koperasi dan UKM pada 
tanggal 10 Oktober 2014, dan pertemuan 
dengan Dirjen Pengembangan Ekspor 
Nasional Kementerian Perdagangan 
RI. Selain itu, para pengusaha Bahrain 
turut menjajaki kerja sama antara 
organisasi Cat Society of Bahrain and 
Pet Animals (CSBPA) dengan Pengurus 
Persatuan Kinologi Indonesia (PERKIN). 

KBRI juga turut memfasilitasi 
keikutsertaan Indonesia pada Bahrain 
Animal Production Show  yang 
dilaksanakan pada tanggal 21-24 
Maret 2014. Keikutsertaan Indonesia 
ini diwakili oleh 3 lembaga yakni 
Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA), 
Kementerian Pertanian RI, PT. IPB 
Shigeta Animal Pharmaceuticals, dan 
JAPFA Comfeed Indonesia/ TROBOS 
Lovestock Magazine. Keikutsertaan 
ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi positif pada peningkatan 
kerja sama ekonomi, khususnya dalam 
industri peternakan. 

Sosial Budaya
Di bidang Sosial dan Budaya, KBRI 

Manama terus melaksanakan upaya 
promosi untuk meningkatkan jumlah 
wisatawan Bahrain ke Indonesia. 
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Salah satu upaya tersebut adalah 
melalui kerja sama dengan Direktorat 
Pengembangan Pasar dan Informasi 
Pariwisata, Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif RI untuk 
menyelenggarakan Familiarization 
Trip (FamTrip) bagi tour operator 
dan Jurnalis Bahrain ke Indonesia 
yang dilaksanakan pada tanggal 22 
– 28 Agustus 2014. Penyelenggaraan 
FamTrip 2014 merupakan yang 
ketiga kalinya sejak pertama kali 
diselenggarakan dan diikuti oleh 
5 (lima) orang yang merupakan 
perwakilan dari 2 agen perjalanan 
(Dadabhai Travel dan Algosaibi Travel) 
serta dari 3 media massa (The Arab 
Traveller Magazine/Albilad Newspaper, 
Arabian Magazines dan Bahrain This 
Week).

Selain Famtrip, KBRI Manama 
bekerja sama dengan Kementerian 
Kebudayaan Kerajaan Bahrain juga 
telah menyelenggarakan Indonesian 
Film Festival (Festival Film Indonesia) 
pada tanggal 12  - 15 Mei 2014. 
Pelaksanaan kegiatan ini mendapat 
sambutan positif dari Pemerintah 
Kerajaan Bahrain, media, dan juga 
para penonton FFI 2014. 

Di bidang olahraga, Kontingen 
Indonesia berpartisipasi dalam 
turnamen olah raga bulu tangkis 
di Bahrain  bertajuk BKS-Optima 
International Club Championship 2014 
yang diselenggarakan di Manama, 
Bahrain pada tanggal 28 - 31 Oktober 
2014. Selain itu, kontingen Indonesia 
juga bermain pada Centenary Li-Ning 
Bahrain International Challenge 2014 
pada tanggal 4 – 8 November 2014 
dimana Indonesia berhasil menjadi 
juara untuk kelas Tunggal Putra dan 
ganda Putra.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran 

Di bidang ketenagakerjaan dan 
perlindungan WNI dan BHI, Delegasi 
BNP2TKI yang diketuai oleh Deputi 
Kerja sama Luar Negeri dan Promosi, 
Dr. Endang Sulistyaningsih dan 
didampingi Duta Besar RI Manama 
telah bertemu dengan Chief Executive 
Offi  cer (CEO) Labor Market Regulatory 
Authority (LMRA) pada tanggal 24 Maret 
2014. Kunjungan ini dimaksudkan 
untuk menindaklanjuti kerja sama 
antara dua lembaga tersebut setelah 

kunjungan Delegasi LMRA ke Indonesia 
pada bulan Mei 2013. 

Dalam rangka mempromosikan 
pengiriman tenaga kerja terampil dari 
Indonesia ke Bahrain, KBRI Manama 
telah menyelenggakan  Employment 
Business Meeting (EBM) pada tanggal 
24 Maret 2014 dengan nara sumber 
dari BNP2BMI dan tiga Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
Swasta (PPTKIS). Acara ini dihadiri oleh 
38 prospective employers /employment 
agencies setempat.

Irak

Hubungan bilateral Irak – 
Indonesia tahun 2014 banyak 
dipengaruhi oleh perkembangan 
situasi politik dan keamanan, terutama 
dengan adanya kelompok teroris 
ISIS, serta meningkatnya kebutuhan 
Indonesia terhadap sumber energi. 
Dalam bidang sosial dan kekonsuleran, 
hubungan bilateral terfokus pada 
masalah ketenagakerjaan serta 
pelintas batas yang menjadikan 
Indonesia sebagai batu loncatan untuk 
berimigrasi ke Australia.

Politik 
Situasi politik di Irak yang diwarnai 

oleh perubahan kepemimpinan sebagai 
hasil dari pemilihan umum, serta 
dinamika politik regional dan global, 
merupakan faktor yang menjadi salah 
satu penyebab meningkatnya ancaman 
kelompok teroris ISIS. Terdapat 
keinginan yang kuat di kalangan 
pemimpin keagamaan di Irak untuk 
meluruskan berbagai informasi yang 
berkembang, seolah-olah konfl ik di Irak 
adalah akibat pertikaian pendukung 
antar mazhab seperti banyak dilansir 
media Barat.

Ketua Parlemen Irak Osama an-
Noujaifi , Ketua faksi kelompok Sunni di 
Parlemen, ketika menerima kunjungan 
kehormatan Ketua MPR RI tanggal 15 
Mei 2014, menegaskan bahwa konfl ik 
di Irak bukan pertikaian antar mazhab, 
tapi pertentangan yang dipicu konfl ik 
regional dan global. Ketua Parlemen 
Irak mengimbau agar Indonesia, 
sebagai negara berpenduduk Islam 
terbesar, tidak terpancing provokasi 
yang dapat memecah belah umat Islam. 

Dubes RI dalam berbagai kesempatan 
pertemuan menyampaikan perlunya 
pertemuan pemimpin agama dan 
semua pemangku kepentingan terkait 
Indonesia dan Irak. Pada tanggal 29 
Oktober – 2 November 2014, delegasi 
yang dipimpin oleh Ketua Waqaf Shiah, 
Sunni (setingkat menteri) dan wakil 
dari Kementerian Pertahanan serta 
Kementerian Luar Negeri Irak telah 
berkunjung ke Indonesia bertemu 
dengan Menteri Luar Negeri RI, 
Menteri Agama, Ketua MUI dan tokoh 
ulama terkemuka.

Walaupun terkendala koordinasi 
antar kementerian maupun di antara 
unit-unit terkait di Kementerian Luar 
Negeri Irak, upaya untuk mendapatkan 
dukungan bagi pencalonan RI pada 
berbagai organisasi internasional 
masih dapat dilaksanakan. Pentingnya 
hubungan bilateral RI – Irak yang 
sudah terjalin sejak perjuangan 
kemerdekaan RI merupakan salah satu 
faktor keberhasilan mengupayakan 
saling dukung kedua negara dalam 
pencalonan di berbagai organisasi 
internasional.

Ekonomi 
Nilai total perdagangan Indonesia-

Irak tahun 2013 mencapai USD 45,5 juta, 
yang mengalami kenaikan tipis  dari 
tahun 2012 yang mencapai USD 44,9 
juta. Sedangkan untuk periode Januari-
September 2014 mencapai USD 550,7 
juta, yang merupakan peningkatan 
yang cukup signifi kan sebesar 63,42 
% dibanding periode yang sama pada 
tahun 2013 yang mencapai USD 31 juta.

Sebagai negara produsen minyak 
terkemuka, Irak merupakan salah 
satu alternatif penting untuk menjadi 
pemasok minyak mentah bagi 
Indonesia. Untuk itu, Indonesia telah 
menandatangani MoU kerja sama 
Energi RI-Irak pada tanggal 14 Maret 
2013 yang menyetujui pasokan minyak 
mentah sampai 3 juta barel dari Irak 
yang akan diolah dalam kilang minyak 
(refi nery) yang akan dibangun bersama 
oleh kedua negara. Namun hingga 
saat ini upaya untuk merealisasikan 
kerja sama masih terkendala masalah 
struktural dan birokratis di dalam 
negeri RI, serta perubahan pimpinan 
Kementerian Perminyakan Irak. Saat 
ini KBRI sedang memfasilitasi upaya 
realisasi rencana pembangunan yang 
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dilakukan suatu konsorsium swasta 
RI, dengan harapan perubahan 
kepemimpinan di Indonesia dan Irak 
akan dapat merealisasikan rencana 
dimaksud.

Upaya untuk mempromosikan 
ekspor non-migas ke Irak dilakukan 
dengan memanfaatkan berbagai 
pameran dagang, termasuk dalam 
kerangka TEI pada tanggal 9 – 14 Oktober 
2014, International Furniture and Craft 
Indonesia Fair (IFFINA) pada 14 – 17 
Maret 2014, serta fasilitasi langsung 
setiap inquiry yang disampaikan 
kepada KBRI. Dalam kesempatan TEI, 
KBRI telah memfasilitasi pertemuan 
60 pengusaha Irak dengan hampir 
150 pengusaha Indonesia yang 
dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2014 
di Jakarta. Dalam temu bisnis tersebut 
dicatat transaksi pembelian produk 
dari beberapa perusahaan Indonesia, 
di antaranya pembelian polyester, 
pembelian 2 kontainer charcoal, serta 
pembelian 40 kontainer produk sabun 
oleh satu perusahaan di Sulaymaniah. 
Sampai saat ini realisasi kontak dagang 
lain masih berlanjut antara berbagai 
perusahaan terkait RI - Irak.

Sosial Budaya 
Sebagai tindak lanjut dari 

diberlakukannya ketentuan visa 
baru bagi WN Irak untuk berkunjung 
ke Indonesia, telah berlangsung 
pertemuan bilateral antara Dubes 
RI Baghdad dengan Wakil Menteri 
Imigrasi Irak (tanggal 4 Februari 
2014) membahas aspek terkait dengan 
perlindungan pelintas batas yang 
menggunakan jalur laut ke Australia, 
serta pengaturan bebas visa bagi 
pemegang paspor diplomatik dan 
dinas. Masalah konsuleran lain yang 
menonjol adalah masuknya 900 BMI ke 
Irak, terutama non-skilled, yang datang 
secara illegal dari berbagai negara 
sekitar Irak.

Sampai saat ini upaya 
merealisasikan Sidang Komisi Bersama 
(SKB) RI – Irak ke-7, yang seharusnya 
dilaksanakan tahun 2012 di Irak masih 
belum dapat diwujudkan. Beberapa 
perkembangan politik di dalam negeri 
kedua negara, termasuk perubahan 
kepemimpinan karena pemilu yang 
berlangsung tahun 2014, menjadi faktor 
tertundanya SKBtersebut. Di samping 
itu, upaya penyelesaian hutang luar 

negeri Irak kepada Indonesia yang 
berjumlah sekitar US$ 70 juta terkait 
dengan oil for food program, juga 
masih belum dapat terselesaikan.

Kuwait

Selama tahun 2014, KBRI 
Kuwait telah mampu mewujudkan 
berbagai capaian baik di bidang 
politik, ekonomi, sosial budaya serta 
kekonsuleran dan ketenagakerjaan. 
Hal ini ditandai dengan meningkatnya 
hubungan kerja sama politik, ekonomi 
dan sosial budaya antara RI-Kuwait 
serta peningkatan pelayanan berbasis 
perlindungan di bidang kekonsuleran 
dan ketenagakerjaan. 

Politik 
Sebagai wujud hubungan RI-

Kuwait yang semakin kuat, Kuwait 
memberikan dukungan bagi 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan ITU 2014-2018 dan anggota 
Dewan HAM PBB 2015-2017. 

Selain itu, KBRI Kuwait juga aktif 
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
di Kuwait, di antaranya sebagai Delri 
pada “2nd Humanitarian Pledging 
Conference for Syria” di Kuwait 
tanggal 15 Januari 2014, dan bekerja 
sama dengan Sekretariat Provisional 
“Asia Cooperation Dialogue” (ACD) 
untuk penyelenggaraan kegiatan di 
Indonesia, yaitu ”ACD Workshop on 
Promotion and Standardization on 
Biofuels” di Jakarta pada tanggal 29-30 
Oktober 2014.

KBRI Kuwait juga berhasil 
mendorong partisipasi delegasi Kuwait 
dalam kegiatan yang diadakan di 
Indonesia, di antaranya pada “2nd 
Conference on Cooperation among 
East Asian Countries for Palestinian 
Development” (CEAPAD II) di Jakarta 
pada 1 Maret 2014, “Open Government 
Partnership Regional Asia Pacifi c 
Conference” di Bali pada tanggal 6-7 
Mei 2014, serta “Sixth Global Forum 
of UNAOC” pada tanggal 29-30 Agustus 
2014 di Bali. KBRI Kuwait juga turut 
memfasilitasi kunjungan balasan 
anggota Majelis Nasional Kuwait ke 
Indonesia pada tanggal 1-3 September 
2014.

Ekonomi 
Nilai perdagangan kedua negara 

untuk periode Januari-September 
2014 tercatat sebesar USD 1.241 juta, 
mengalami kenaikan sebesar 32,61 % 
dari periode yang sama tahun 2013 yang 
tercatat sebesar USD 936,3 juta. Selama 
lima tahun terakhir (2009–2013), 
Indonesia mengalami defi sit neraca 
perdagangan yang disebabkan oleh 
impor migas dari Kuwait dalam jumlah 
besar. Dari nilai total perdagangan 
tahun 2013, ekspor Indonesia hanya 
senilai USD 143,46 juta, berbanding 
impornya yang mencapai USD 1,440 
miliar (USD 1,148 miliar di antaranya 
merupakan impor produk migas).

Sebagai upaya meningkatkan 
hubungan ekonomi Indonesia dengan 
Kuwait, KBRI Kuwait senantiasa 
memfasilitasi kunjungan delegasi 
perdagangan dari Indonesia maupun 
sebaliknya dalam keikutsertaan dalam 
pameran maupun acara-acara lainnya. 
Pada tahun 2014, KBRI kuwait telah 
memfasilitasi beberapa kunjungan, 
antara lain kunjungan PT. Kriya 
Nusantara sekaligus Sekjen Asosiasi 
Mebel dan Kerajinan Indonesia 
(AMKRI) ke Kuwait pada tanggal 24-
28 Maret 2014, kunjungan pengusaha 
Kuwait ke pameran IFEX dan IFFINA 
tahun 2014 di Jakarta tanggal 11-14 
Maret dan 14-17 Maret 2014, kunjungan 
Chairman Abdulamir & Hussain Al-
Arbash ke Indonesia (Jakarta dan 
Lombok) pada tanggal 7-11 Agustus 
2014, kunjungan pengusaha Kuwait 
pada “3rd Indonesian Coffee Festival”, 
17-19 Oktober 2014 di Bali, serta 
kunjungan Kementerian Perdagangan 
Kuwait pada pameran INTERFOOD 
Indonesia di Jakarta pada tanggal 12-15 
November 2014.

KBRI Kuwait juga turut 
memfasilitasi keikutsertaan pengusaha 
Indonesia dalam berbagai kegiatan 
di Kuwait, seperti partisipasi 16 
orang pengusaha wanita Indonesia 
bidang perhiasan dan fashion pada 
Indonesian Festival (INAFEST) di 
Kuwait pada tanggal 9-11 Maret 2014, 
partisipasi pada Kuwait Travel Market 
pada tanggal 28-30 April 2014, dan 
partisipasi Direktur Kuwait Foreign 
Petroleun Exploration Company 
(KUFPEC) pada Indonesia’s Oil  Gas 
Partnership Program di Indonesia pada 
tanggal 8-21 Juni 2014
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Sosial Budaya
Di bidang sosial-budaya, hubungan 

kerja sama bilateral berjalan dengan 
erat. Kerja sama pendidikan antara 
Perguruan Tinggi di Indonesia dan 
Perguruan Tinggi di Kuwait telah 
terjalin dan tengah dijajagi. Selain itu, 
Pemerintah Kuwait juga memberikan 
beasiswa kepada pelajar-pelajar 
Indonesia untuk belajar bahasa Arab 
di Pusat Studi Bahasa Arab Universitas 
Kuwait.

Beberapa kegiatan KBRI Kuwait 
pada tahun 2014 antara lain Pemutaran 
Film Indonesia “Emak Ingin Naik Haji” 
pada Festival Qurain tgl 15 Januari, 
Partisipasi KBRI Kuwait pada festival 
Hala Februari tanggal 31 Januari – 4 
Februari 2014, pertemuan Delegasi 
Komite Olimpiade Indonesia (KOI) 
dengan Presiden Olympic Council of 
Asia dalam rangka pembahasan tuan 
rumah Asian Games 2018 pada tanggal 
24 – 26 Juli 2014, Fasilitasi dan dukungan 
bagi tim sepakbola Persipura pada 
perempat fi nal dan semi fi nal piala AFC 
2014 di Kuwait, serta menjembatani 
pemberian beasiswa Kursus Bahasa 
Arab oleh Universitas Kuwait bagi dua 
siswa dari Aceh untuk belajar di Pusat 
Bahasa Arab Universitas Kuwait untuk 
tahun ajaran 2014/2015.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

KBRI Kuwait secara konsisten 
terus memberikan perlindungan 
hukum terhadap hak-hak para WNI 
dan Tenaga Kerja sektor Domestik 
(PLRT) di Kuwait.  Pada tahun 2014, 
telah diselesaikan rancangan naskah 
Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang 
Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus 
RI-Kuwait. Perjanjian ini diharapkan 
semakin meningkatkan hubungan 
bilateral antara kedua negara.

Guna mempromosikan tenaga 
kerja terampil Indonesia di Kuwait, 
delegasi BNP2TKI dan Kemlu telah 
melaksanakan Employment Business 
Meeting (EBM) di Kuwait pada 
tanggal 25-26 Maret 2014 dengan 
mempertemukan 3 (tiga) Perusahaan 
Pengerah Tenaga Kerja Indonesia 
Swasta (PPTKIS) dengan 15 prospective 
employer/ employment agency di 
Kuwait. 

Lebanon

Secara umum, hubungan 
diplomatik RI-Lebanon selama tahun 
2014 terjalin dengan baik. Terkait 
upaya perlindungan WNI di luar 
negeri, Beirut telah menjadi jalur 
transit bagi WNI/BMI yang direpatriasi 
dari Damaskus. 

Di tahun 2014 ini perkembangan 
situasi politik, keamanan, ekonomi dan 
sosial Lebanon secara dominan masih 
dipengaruhi oleh krisis yang terjadi di 
Suriah sebagaimana tahun 2013. Hal ini 
sedikit banyak mempengaruhi upaya 
KBRI Beirut dalam melaksanakan 
berbagai program kerja, namun tidak 
menghalangi upaya meningkatkan 
hubungan dan kerja sama bilateral 
Indonesia dan Lebanon di berbagai 
bidang.

Politik
Dalam bidang politik dan 

keamanan, kerja sama kedua negara 
terjalin dengan baik, termasuk 
kerja sama di forum internasional. 
Sikap saling dukung di antara kedua 
negara pada organisasi internasional 
antara lain saling dukung dalam 
pemilihan anggota Dewan Hak Asasi 
Manusia PBB, dimana Indonesia 
berhasil terpilih sebagai anggotanya. 
Selain itu Lebanon juga mendukung 
Indonesia dalam Dewan International 
Telecommunication.

Aktifi tas diplomasi Indonesia 
cukup mendapat tantangan tersendiri 
akibat tidak stabilnya Pemerintah 
Lebanon. Dimulai dari krisis 
pemerintah karena tidak adanya 
Perdana Menteri defi nitif di Lebanon, 
hingga tidak adanya jabatan Presiden 
yang mengakibatkan banyak fungsi-
fungsi pemerintahan Lebanon yang 
tidak dapat berjalan, khususnya dalam 
hal strategi pengamanan Lebanon. 
Gangguan keamanan akibat konfl ik 
di Suriah turut berdampak pada 
Lebanon. Selama 2014 telah terjadi 
dua kali pertempuran besar antara 
pasukan Lebanese Armed Forces (LAF) 
dan Internal Security Forces (ISF/Polisi) 
melawan pihak ekstrimis Islam dari 
organisasi Islamic States of Iraq and 
Sham (ISIS) dan the Nusra Front. 

Dalam kerja sama di bidang politik 
dan keamanan, Indonesia ikut serta 

dalam misi penjaga perdamaian PBB 
di bawah bendera United Nations 
Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) di 
Lebanon Selatan. Jumlah kontribusi 
Indonesia di UNIFIL sejak 2006 
terus meningkat. Bahkan Indonesia 
merupakan penyumbang pasukan 
terbesar di Lebanon pada tahun 2014 
dengan jumlah personil mencapai 
1.264 anggota pasukan yang tersebar 
di 11 Satuan Tugas dan Military Staff 
serta Senior Staff Offi  cers. Selain 
mengirimkan pasukan, Indonesia juga 
turut mengirim kapal-kapal perang 
kelas Sigma ke Lebanon untuk bertugas 
dibawah Maritime Task Forces (MTF) 
UNIFIL, yaitu KRI Frans Kaisiepo (368) 
pada bulan Maret 2014, dan KRI Sultan 
Iskandar Muda (367)  pada bulan 
Oktober 2014

Partisipasi Indonesia yang besar di 
UNIFIL tersebut memberikan political 
respect dan Political benefi t bagi 
Indonesia, di samping apresiasi yang 
tinggi dari pemerintah dan masyarakat 
Lebanon. Hal ini juga tercermin dari 
kebijakan Lebanon untuk memberikan 
dukungan kepada Indonesia di forum-
forum Internasional. Kontribusi suatu 
negara di TCC (Troops Contributing 
Countries) UNIFIL menjadi salah satu 
pertimbangan utama Lebanon dalam 
memberikan dukungannya.

KBRI Beirut telah menerima dan 
memfasilitasi kunjungan-kunjungan 
yang terkait politik dan keamanan, 
antara lain Kunjungan Kepala Staf 
Angkatan Laut TNI, Laksamana 
Marsetio pada tanggal 24 – 27 April 
2014 guna bertemu Navy Commander 
Lebanon, Kunjungan Badan Legislatif 
DPR RI ke Lebanon pada tanggal 16 
– 19 September 2014 guna bertemu 
Parlemen Lebanon, serta Kunjungan 
Wakil Asisten Operasi Kasal TNI 
Laksamana Pertama Didik Wahyudi 
pada tanggal 11-13 November 2014 
dalam rangka serah terima penugasan 
KRI Frans Kaisiepo kepada KRI Sultan 
Iskandar.

Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, tahun 

2014 masih terdampak spill-over krisis 
Suriah yang mempengaruhi stabilitas 
ekonomi dan pembangunan Lebanon 
serta daya beli masyarakat setempat. 
Sepanjang tahun 2014, indikator-
indikator perekonomian Lebanon 
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masih menunjukkan sentimen negatif, 
di mana World Bank, Banque du 
Liban maupun organisasi resmi PBB 
memprediksi pertumbuhan ekonomi 
Lebanon sampai akhir tahun tidak jauh 
dari kisaran antara 0% - 2%. 

Upaya diplomasi ekonomi dan 
perdagangan oleh KBRI Beirut di 
tahun 2014 telah memberikan dampak 
kenaikan ekspor Indonesia ke Lebanon 
yang mencapai USD 56,8 juta per 
September 2014 atau naik 0,7 % dari 
periode sama tahun 2013. 

Sepanjang tahun 2014, KBRI 
Beirut telah melakukan beberapa 
kegiatan fasilitasi bisnis dan promosi 
perdagangan dan pariwisata, 
diantaranya: Business meeting 
Indonesia – Lebanon Tour & Travel 
Gathering untuk mempromosikan 
paket wisata Indonesia, terutama 
untuk pasar honeymooners, 
penjajakan pembentukan Indonesia – 
Lebanon Business Council dengan Mr. 
Ali El Masri, Presiden China – Lebanon 
Business Council, serta pendampingan 
kunjungan pengusaha Lebanon di 29th 
Trade Expo Indonesia. 

Sosial Budaya
Dalam bidang sosial budaya, KBRI 

berhasil meningkatkan perluasan 
informasi mengenai Indonesia melalui 
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 
promosi Indonesia dan peliputan 
Indonesia di beberapa media cetak 
dan televisi, termasuk wawancara 
duta besar dan peliputan keberadaan 
Kontingen Garuda di UNIFIL yang juga 
menjalankan fungsi promosi Indonesia 
kepada masyarakat setempat. 

Selain itu, KBRI Beirut masih 
mengupayakan pembaharuan 
kerja sama kepemudaan dan olah 
raga antara kedua negara dengan 
memperpanjang Memorandum of 
Understanding between the State 
Ministry of Youth and Sports Affairs 
of the Republic of Indonesia and the 
Ministry of Youth and Sports of the 
Republic of Lebanon on Youth and 
Sports Cooperation yang telah berakhir 
pada tanggal 23 September 2013. 
Pihak Lebanon berkeinginan untuk 
dapat memperpanjang MoU dimaksud 
selama 5 tahun. 

Terkait kerja sama pendidikan, 
KBRI Beirut terus mengupayakan 
kelangsungan penerimaan beasiswa 
studi S1 bidang kajian Islam bagi pelajar 
Indonesia yang ingin melanjutkan 
kuliahnya di Lebanon, yakni di 
perguruan-perguruan tinggi yang 
selama ini menampung mahasiswa 
asal Indonesia.

Selama tahun 2014, KBRI Beirut 
telah melakukan beberapa kegiatan 
promosi budaya, pariwisata dan 
pengenalan tentang Indonesia di Beirut, 
antara lain pertunjukan kebudayaan 
kolintang dan angklung dalam The 
Women’s League Garden Party 
pada bulan Mei 2014, pertunjukan 
kebudayaan kolintang dalam Coffee 
Morning Diplomatic Spouse Association 
in Lebanon pada Mei 2014, pertunjukan 
kebudayaan angklung dalam Fund 
Raising Gala Dinner Diplomatic Spouse 
Association in Lebanon pada Mei 2014, 
serta pertunjukan kebudayaan tarian 
dan angklung dalam pameran produk 
Indonesia di Beirut City Center, Beirut 
Marathon, dan pada program live 
B-Beirut episode 907 TV LBCI.

Dalam kaitan dengan promosi 
pariwisata, sampai data terakhir 
tanggal 27 November 2014 tercatat 
842 visa turis telah dikeluarkan KBRI 
Beirut bagi pemohon visa Lebanon 
yang berkunjung ke Indonesia untuk 
berwisata. Sebagaimana trend tiap 
tahun, diperkirakan tahun ini total 
jumlah visa turis yang akan dikeluarkan 
akan mencapai lebih dari 1.000 visa.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Diplomasi Perlindungan WNI/
BMI dan Badan Hukum Indonesia oleh 
KBRI Beirut termasuk pemulangan 
(repatriasi) para WNI/BMI yang bekerja 
sebagai domestic workers di Suriah 
menyusul terjadinya konfl ik bersenjata 
di Suriah yang terjadi sejak Maret 2011. 

Hingga bulan Oktober 2014, 
tercatat 1.338 WNI/BMI telah berhasil 
dipulangkan melalui Lebanon setelah 
berkoordinasi dengan KBRI Damaskus. 
Dalam proses repatriasi, KBRI Lebanon 
senantiasa menjamin pemenuhan 
kebutuhan para BMI selama menunggu 
jadwal pemulangan.

Untuk memperlancar proses 
pemulangan, KBRI Beirut telah berhasil 
melakukan pendekatan dengan related 
key authority yakni General Security 
(imigrasi) yang telah memberikan 
fasilitas pembebasan biaya ijin masuk 
dan ijin tinggal di Lebanon sebesar LL 
50.000 (US$ 33,3 per orang) yang hanya 
diberikan kepada Indonesia. 

Libya

Sehubungan dengan revolusi 
yang berlangsung di Libya sejak tahun 
2011, Pemerintah RI terus mencermati 
perkembangan yang terjadi di negara 
tersebut dan mengambil kebijakan 
yang terbaik bagi kepentingan nasional 
RI.

Politik
Berbagai perkembangan penting 

situasi di Libya terus diikuti dengan 
cermat oleh Pemerintah RI selama 
2014, terlebih dengan dinamika 
keamanan dan ketertiban serta kondisi 
politik yang kurang kondusif, antara 
lain adanya dualisme pemerintahan 
menyusul pelaksanaan pemilu, yaitu 
antara bentukan Kongres Nasional 
Libya yang berpusat di Tripoli dan 
didukung oleh pasukan koalisi Libya 
Down, serta House of Representative 
(HoR)  yang didukung pasukan Libyan 
National Army (LNA). 

Pertempuran antara kedua 
faksi pemerintahan yang didukung 
kelompok bersenjata ini terjadi di 
berbagai wilayah Libya, utamanya di 
kawasan Jebel Nafusa dan kota Kikla 
dan Benghazi. Pernyataan dari kedua 
pihak yang bertikai menimbulkan 
ketegangan dan kekhawatiran akan 
terjadinya perang terbuka. Sebagai 
akibatnya, banyak warga yang 
meninggalkan Libya dan mengungsi ke 
Tunisia. 

Pemerintah Indonesia yang 
telah mengoperasikan kembali KBRI 
Tripoli sejak 3 Desember 2011 setelah 
dinonaktifkan pada 27 Maret 2011 
akibat krisis politik yang memuncak, 
harus memindahkan operasional KBRI 
Tripoli ke wilayah Djerba, Tunisia, 
pada tanggal 3 Agustus 2014, menyusul 
meningkatnya kekerasan di Tripoli. 
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Kondisi keamanan di Libya turut 
diperburuk dengan keberadaan 
kepompok-kelompok teroris yang 
diduga pendukung ISIS. Sebagai 
implikasinya, senjata api, obat obatan 
terlarang, serta kriminalitas tersebar 
dan meningkat tajam.

Ekonomi
Pemerintah kedua negara terus 

mendorong pelaku usaha dari kedua 
negara untuk menjalin kerja sama 
perdagangan dan investasi.  Sejalan 
dengan upaya perbaikan sektor 
ekonomi yang dilakukan Pemerintah 
Libya, Indonesia juga berupaya untuk 
ikut ambil bagian dalam pembangunan 
kembali Libya. Dalam kaitan ini, 
KBRI Tripoli terus melakukan 
pendekatan kepada pihak-pihak 
terkait dari berbagai institusi seperti 
KADIN, Komite Ekonomi Dewan Kota, 
Kementerian Perdagangan, pengusaha 
dan lainnya guna menjajagi kerja 
sama di bidang ekonomi dan mencari 
peluang pasar.

Pendekatan juga dilakukan 
untuk mempromosikan kegiatan 
perdagangan dan investasi di Indonesia 
seperti, Trade Expo Indonesia, yang 
selalu diselenggarakan setiap tahun di 
Jakarta. Selain itu, KBRI juga melakukan 
survei pasar untuk mengetahui produk-
produk yang beredar di pasar Libya 
pasca revolusi Libya. 

Terkait  dengan kondisi politik 
dan keamanan yang semakin tidak 
kondusif dan fl uktuatif, maka Nilai 
total perdagangan RI-Libya pada tahun 
2013 hanya mencapai USD 437,89 juta, 
sedangkan nilai perdagangan untuk 
periode Januari-September 2014 
juga hanya senilai USD 29 juta atau 
mengalami penurunan 93,13 % bila 
dibandingkan dengan periode yang 
sama pada tahun 2013 yang mencapai 
USD 422,88 juta.

Dalam kaitan itu, rencana delegasi 
pengusaha Tripoli untuk menghadiri 
Trade Expo Indonesia 2014 di Jakarta 
turut dibatalkan. Namun demikian, 
KBRI Tripoli tetap menjalin komunikasi 
dengan para pengusaha dan pejabat 
terkait, untuk menjaga hubungan baik 
yang selama ini terjalin.  Hubungan 
ekonomi Indonesia – Libya berpotensi 
untuk lebih dikembangkan, terutama 

untuk sektor minyak dan gas bumi, jasa 
konstruksi, investasi, ekspor non migas, 
dan pengiriman tenaga profesional.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran 

Sehubungan dengan terus 
memburuknya kondisi politik dan 
keamanan di Libya, maka KBRI Tripoli 
bekerja sama dengan KBRI Tunis 
sejak 29 Juli 2014 terus melakukan 
evakuasi WNI yang berada di Libya 
menggunakan jalur darat melalui 
Perbatasan Ras Jedir menuju Tunis, 
Tunisia untuk kemudian dipulangkan 
ke Indonesia.

Sebelum memindahkan tempat 
operasinya, KBRI Tripoli sudah 
meminta WNI yang tengah berada 
di Libya untuk segera meninggalkan 
Libya. Sebagian WNI, seperti para 
pekerja profesional dengan segera dan 
sukarela mengevakuasi diri dengan 
biaya  sendiri. Sementara sebagian WNI 
lain didampingi KBRI Tripoli bersama-
sama menuju wilayah Tunisia melalui 
jalur darat.

Sampai saat ini, tercatat lebih dari 
180 WNI telah direpatriasi dari Libya, 
baik melalui pemulangan mandiri 
maupun pemulangan yang difasilitasi 
oleh Kemlu. Adapun WNI yang masih 
berada di Libya dan belum bersedia 
di evakuasi tercatat berjumlah 40 
orang. KBRI Tripoli terus memonitor 
perkembangan situasi dan kondisi yang 
ada, serta menghimbau setiap WNI 
agar bersedia dievakuasi ke wilayah 
yang lebih aman.

Mauritania

Republik Islam Mauritania 
merupakan negara di bagian utara 
Afrika yang merdeka sejak 28 
November 1960. Hubungan dipomatik 
Indonesia dengan Mauritania secara 
resmi dimulai pada september 2011. 
Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia – Mauritania 
berlangsung baik.

Politik 
Menlu RI telah melakukan 

peertemuan dengan Menlu Mauritania, 
H.E. Mr. Hamadi Ould Baba Ould 

Hamadi pada tanggal 25 September 
2013 di sela-sela SMU PBB ke-68. 
Dalam pertemuan tersebut, hal-hal 
yang mengemuka antara lain adalah 
undangan Menlu Mauritania kepada 
Menlu RI untuk melakukan kunjungan 
ke Mauritania dalam waktu dekat, 
dorongan peningkatan hubungan 
diplomatik antara kedua negara, dan 
usulan untuk mengadakan  dialog 
antar agama, antara lain dengan 
mengirimkan para Imam Mauritania 
untuk berkunjung ke Indonesia.

Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi Mauritania 

berdasarkan data Bank Dunia sebesar 
6.7%. Potensi terbesar ekonomi 
Mauritania terdapat pada bidang 
pertambangan, mengingat Mauritania 
memiliki cadangan berbagai macam 
mineral seperti bijih besi, emas, 
tembafa, dan fosfat. Minyak bumi 
baru ditemukan pada tahun 2001 
dan dipercaya dapat menjadi sumber 
utama ekonomi Mauritania di masa 
depan.

Pada periode Januari-September 
2014, nilai perdagangan RI-Mauritania 
tercatat sebesar USD 79,22 juta, turun 
4,99 % dibandingkan periode yang 
sama tahun 2013. Indonesia mencatat 
surplus perdagangan sebesar USD 
67,25 juta, turun 14,16 % dari periode 
yang sama tahun 2013). Sementara 
itu, nilai perdagangan RI-Mauritania 
sepanjang tahun 2013 tercatat USD 
96,75 juta, dimana indonesia surplus 
USD 95,47 juta.

Perusahaan Indonesia juga telah 
berinvetasi di Mauritania. Dalam 
catatan KBRI Rabat, terdapat 2 
perusahaan Indonesia yang berbisnis 
di Mauritania, yaitu PT. Epiterma Mas 
(pertambangan emas, joint venture), 
dan PT. Bakrie Brothers (eksploitasi 
pertambangan). 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Hingga bulan November 2014, 
KBRI Rabat telah menerbitkan 1 visa 
bagi WN Mauritania, dan saat ini 
tercatat sebanyak 3 orang WNI yang 
tinggal di Mauritania. 
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Maroko

Hubungan diplomatik RI-Maroko 
telah dimulai sejak tahun 1960, 
yang ditandai dengan kunjungan 
kenegaraan Presiden Soekarno. 
Maroko menganggap Indonesia 
sebagai negara yang sangat penting, 
karena salah satu faktor pendukung 
kemerdekaan Maroko adalah 
undangan Presiden Soekarno kepada 
pejuang kemerdekaan Maroko pada 
Konferensi Asia-Afrika di tahun 1955. 
Hingga kini, kedua negara saling 
bekerja sama dalam berbagai isu yang 
relevan pada tingkat bilateral, regional, 
dan multilateral.

Atas capaian dan peningkatan 
hubungan dan kerja sama Indonesia-
Maroko, Raja Maroko, H.E.Mohammed 
VI telah memberikan bintang 
kehormatan Alawite Grand Cordon Al-
Wissam kepada Dubes RI Rabat, Drs. 
H. Yosaro Widjaya pada Kunjungan 
Perpisahan dalam rangka pengakhiran 
tugas pada tanggal 17 Oktober 2014. 
Bintang kehormatan Alawite Grand 
Cordon Al-Wissam merupakan bintang 
kehormatan dengan kelas tinggi yang 
dianugerahkan oleh Raja Maroko 
kepada masyarakat sipil. Selain itu, 
Dubes RI juga telah dianugerahi 
penghargaan khusus oleh Universitas 
AL-Alakhawayn Ifrane pada 29 Oktober 
2014 dan Special Achievement Award 
oleh Rabat Diplomatic Foundation pada 
14 November 2014. 

Politik 
Indonesia dan Maroko memiliki 

banyak kesamaan pandangan dalam 
menyikapi berbagai masalah regional 
maupun internasional. Maroko juga 
banyak memberikan dukungan 
terhadap pencalonan Indonesia di 
berbagai organisasi internasional. 

Pada tahun 2014, tercatat berbagai 
kunjungan tingkat pejabat tinggi 
Indonesia ke Maroko, antara lain 
Kunjungan Badan Legislasi DPR RI ke 
Parlemen Maroko, Kantor Pengawasan 
Obat dan Makanan, dan Kantor Bea 
Cukai Maroko pada Februari 2014, 
Kunjungan Menteri Pembangunan 
Daerah Tertinggal RI pada bulan 
Mei 2014 untuk bertemu dengan 
Menteri Solidaritas, Perempuan 
dan Pembangunan Sosial Maroko, 
Kunjungan Panja RUU Pengelolaan 

Keuangan Haji Komisi VIII DPR RI 
untuk bertemu dengan Kementerian 
Wakaf dan Urusan Islam Maroko dan 
Kementerian Pariwisata Maroko pada 
bulan Agustus 2014, Kunjungan Ketua 
MPR RI untuk bertemu dengan Kepala 
Pemerintahan/ Perdana Menteri 
Maroko dan Ketua Senat Parlemen 
Maroko, serta Kunjungan Badan Kerja 
Sama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI 
untuk bertemu dengan ketua House of 
Representatives/ DPR Maroko, Ketua 
Komisi Luar Negeri DPR Maroko, dan 
ketua Komisi Persahabatan Parlemen 
Indonesia-Maroko pada tanggal 17-22 
September 2014.

Dalam kunjungan Ketua MPR RI 
dengan Ketua Senat Parlemen Maroko, 
kedua pihak sepakat untuk mendorong 
peningkatan kerja sama bilateral kedua 
negara, termasuk dengan mendorong 
terselenggaranya Pertemuan ke-2 
Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-
Maroko yang tertunda pelaksanaannya 
sejak tahun 2010. 

Ekonomi 
Berdasarkan data Kementerian 

Perdagangan RI, pada periode Januari-
September 2014, nilai perdagangan 
RI-Maroko tercatat sebesar USD 162,84 
Juta, meningkat 19,56 % dibanding 
periode yang sama tahun 2013. 
Indonesia pada periode itu mencatat 
defi sit neraca perdagangan sebesar 
USD 41 juta, berkurang 10% dari 
periode yang sama tahun 2013.  

Dalam rangka meningkatkan 
perdagangan antara RI-Maroko, 
KBRI Rabat secara aktif melakukan 
berbagai kegiatan promosi ekonomi, 
antara lain Business Meeting dan one 
on one meeting dengan pengusaha 
dari Sumatera Barat pada bulan 
Mei, pertemuan dengan pengusaha 
dari Jawa Barat yang disertai Bench 
Marking dan partisipasi pada Pameran 
Internasional SIAM Meknes pada 
bulan April 2014. Selain itu, KBRI 
turut berpartisipasi pada ASEAN 
Food Festival and charity bazaar pada 
tanggal 11 Mei 2014. 

KBRI Rabat juga memfasilitasi 
kunjungan pengusaha Maroko, seperti 
kunjungan 14 pengusaha Maroko dan 6 
delegasi Dewan Daerah Fes-Buolmane 
ke Indonesia dalam rangka menghadiri 
Trade Expo Indonesia (TEI) yang 

dilanjutkan dengan penandatangan 
MoU Kerja Sama Provinsi Bersaudara 
(sister Province) antara Provinsi 
Sumatera Barat dengan daerah Fes-
Boulmane (Maroko). Selain itu, KBRI 
juga memfasilitasi proses pembukaan 
kantor Trading House perwakilan 
Provinsi Jawa Barat di Casablanca pada 
bulan Oktober 2014 serta pengangkatan 
konsul kehormatan Indonesia di 
Casablanca, Mr. Hassene Berkani, 16 
Oktober 2014.

Sosial Budaya
Sepanjang tahun 2014, KBRI 

Rabat aktif mempromosikan 
kekayaan budaya Indonesia dalam 
rangka pengenalan kekayaan budaya 
Indonesia. Beberapa kegiatan yang 
dilakukan antara lain Indonesian 
Day di Kota Mohammedia pada 24 
Maret 2014 bekerja sama dengan 
Universitas Hassan II Mohammedi, 
Penyelenggaraan Indonesia-Morocco 
Cultural Day tanggal 25-26 September 
2014 di Fes bekerja sama dengan 
Universitas Sidi Mohammed ben 
Abdillah Fes, partisipasi pada Pameran 
Morocco-Asia Forum ke-3 tanggal 
13 November 2014, partisipasi tim 
kesenian Indonesia dalam Festival 
Internasional Kebudayan Pemuda di 
Kota Asllah pada tanggal 26 Agustus 
2014, dan fasilitasi tim kesenian 
SMP Al-Azhar 19 Cibubur pada 8th 
International Childrens Folklore 
Festival, 17-24 Agustus 2014 di Rabat.

Di bidang pendidikan, pada tahun 
2014 juga telah ditandatangi beberapa 
MoU kerja sama antara lembaga-
lembaga pendidikan Indonesia dan 
Maroko, antara lain: Kerja sama antara 
Pusat Studi Al-Quran (PSQ) Jakarta 
dengan Pusat Studi Alquran Ikatan 
Muhammadiyah Ulama Maroko dan 
dengan Institut Studi Ilmu Qiraat dan 
Studi AL-Quran Mohamed VI, Kerja 
Sama antara IAIN Imam Bonjol Padang 
dengan Universitas Sidi Mohamed ben 
Abdellah (USMBA) Fes dan dengan 
Institut Darul Hadist Rabat. Sebagai 
implementasi dari MoU dimaksud, 
USMBA telah mengirim Dr. Zhor 
Houti guna mengajar Bahasa Arab di 
IAIN Imam Bonjol Padang pada bulan 
Oktober 2014 – Januari 2015. Selain 
itu, Dr. Zhor juga akan menjajaki 
kemungkinan dibukanya Pusat 
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Kebudayaan Maroko di Indonesia.  
Selain itu, KBRI Rabat melalui fasilitasi 
Kemdikbud RI kembali membuka mata 
kuliah Bahasa Indonesia di Universitas 
Mohamed V Rabat dan Kursus Bahasa 
Indonesia di KBRI Rabat dengan 
pengajar Dr. Sri Marmoah, M.Pd dari 
Universitas Batanghari Jambi. 

Pemerintah Maroko pada bulan 
Oktober 2014 memberikan beasiswa 
kepada 19 Mahasiswa Indonesia 
untuk belajar Studi Islam di berbagai 
perguruan tinggi di Maroko. Hingga 
kini, secara keseluruhan terdapat 73 
mahasiswa Indonesia tingkat S1, S2 dan 
S3 yang tengah menyelesaikan studinya 
di Maroko. Di lain pihak, terdapat 1 
mahasiswi Maroko yang mengikuti 
program Beasiswa Seni dan Budaya 
Indonesia (BSBI) pada Maret-Juni 2014.

Di bidang Kekonsuleran, hingga 
bulan November 2014, KBRI Rabat telah 
menerbitkan 97 visa yang terdiri dari 
17 visa diplomatik dan 80 visa biasa. 
Hal ini hanya sebagian dari jumlah 
kunjungan WN Maroko ke Indonesia, 
mengingat adanya kebijakan bebas 
visa selama 30 hari. KBRI Rabat juga 
telah memfasilitasi pemulangan 7 
WNI yang bekerja sebaga PRT/BMI di 
Maroko. Hingga bulan November 2014, 
tercatat sebanyak 278 WNI yang tinggal 
Maroko.

Mesir

Politik
Tahun 2014 merupakan era 

penting bagi hubungan RI-Mesir 
dengan terpilihnya Presiden yang 
baru di kedua negara. Dalam hal ini, 
masing-masing pemerintah telah 
menyampaikan ucapan selamat atas 
pelaksanaan pemilu di kedua negara 
dan menyatakan komitmennya untuk 
meningkatkan hubungan di berbagai 
bidang yang lebih erat di masa 
mendatang.

Akibat invasi Israel ke Gaza pada 
Juli-Agustus 2014, hubungan Indonesia-
Mesir menjadi semakin penting karena 
besarnya antusiasme masyarakat 
Indonesia untuk mengirimkan bantuan 
ke Gaza. Mengingat Indonesia tidak 
memiliki hubungan diplomatik dengan 
Israel, salah satu cara paling praktis 

mengirimkan bantuan Indonesia ke 
Gaza adalah melalui Mesir, yakni 
pintu perbatasan Rafah menuju Jalur 
Gaza. KBRI Cairo terus berupaya 
memfasilitasi penyampaian bantuan 
kemanusiaan yang terus mengalir, 
di antaranya 5 (lima) ambulans 
yang disumbangkan oleh organisasi 
relawan Indonesia. Sebagian bantuan 
dari Indonesia dapat disalurkan ke 
Gaza, tetapi sempat tertunda karena 
ditutupnya pintu perbatasan Rafah 
oleh Pemerintah Mesir akibat kegiatan 
operasi militer di wilayah Sinai .

Indonesia juga turut berpartisipasi 
pada Cairo International Conference 
on Palestine: Reconstructing Gaza, 12 
Oktober 2014 yang diselenggarakan 
atas kerja sama Mesir, Norwegia, dan 
Palestina. Pada konferensi tersebut, 
Pemerintah Indonesia menegaskan 
kembali komitmennya untuk 
memberikan  bantuan sebesar USD 1 
juta kepada Palestina. 

Pada tahun 2014 ini, semestinya 
kedua negara menyelenggarakan 
Sidang Komisi Bersama (SKB) dan 
Konsultasi Bilateral, tetapi mengingat 
kesibukan pejabat kedua negara, 
akhirnya dilaksanakan Policy Dialogue. 
Policy Dialogue diselenggarakan 
dengan kehadiran delegasi Indonesia 
ke Mesir pada September 2014. Dalam 
forum itu, kedua negara menyepakati 
untuk menandatangani MoU on 
Diplomatic and Education Training 
serta segera memfi nalisasi Agreement 
on Visa Exemption for Holders of 
Diplomatic and Service Passports, 
MoU on Air Service Agreements dan 
MoU on Fisheries, yang diharapkan 
kesemuanya dapat ditandatangani 
dalam pertemuan Konsultasi Bilateral 
tahun 2015.

Selain itu, KBRI Cairo juga 
telah menyelesaikan pembahasan 
Memorandum of Cooperation dengan 
Liga Arab yang bermarkas di Cairo dan 
siap untuk ditandatangani oleh Menlu 
RI dan Sekjen Liga Arab.

Ekonomi
Sejumlah 39 pebisnis Mesir 

turut berpartisipasi pada Trade Expo 
Indonesia 2014. Nilai transaksi yang 
dicapai sebesar USD 1,93 juta, terdiri 
dari berbagai komoditas seperti kopi, 
steel bearings, perlengkapan bayi, 

garmen, makanan olahan, furniture, 
dll. Para pelaku usaha Mesir juga 
berminat pada produk lain, seperti 
tuna kaleng, perhiasan, makanan 
olahan, karet, manik-manik, peralatan 
medis, buah segar, arang briket, kertas, 
dan kayu lapis. Inquiry tersebut telah 
disampaikan kepada eksportir atau 
produsen di Indonesia. 

Atas peran besar importir Mesir, 
Baraka Contracting and Trading 
Est., Kementerian Perdagangan RI 
memberinya penghargaan Primaduta 
Award untuk kategori manufaktur. 
Baraka Contracting and Trading Est. 
mengimpor ban kendaraan merk GT 
Radial yang memiliki pangsa pasar ke-3 
terbesar di Mesir selama lebih dari 25 
tahun.

Sosial Budaya 
Hubungan sosial budaya kedua 

negara berlangsung dengan baik 
khususnya di bidang people to people 
contact yang antara lain ditandai 
dengan keberadaan 3.800 mahasiswa 
Indonesia yang belajar agama Islam 
di Universitas Al-Azhar. Terkait hal 
itu, pada 2 Oktober 2014, Presiden RI 
menggelar peresmian secara simbolis 
asrama “SBY”, di Masjid Baiturrahim 
Istana Negara. Asrama yang dapat 
menampung 1.200 mahasiswa ini 
bernilai Rp 54 miliar. Asrama ini akan 
digunakan oleh 50 persen pelajar 
Indonesia, 25 persen pelajar Mesir, dan 
sisanya bagi mahasiswa berprestasi 
dari negara lain. Asrama tersebut 
menjadi satu-satunya asrama negara 
asing yang berada di dalam area 
kampus Al-Azhar. 

Upaya Indonesia untuk 
meningkatkan promosi kebudayaan 
juga mendapatkan dukungan yang 
sangat baik dari Pemerintah Mesir. 
Hal itu tercermin dari penjajakan 
pembentukan Kota Kembar Jakarta-
Cairo, Palembang-Cairo, dan 
pengaktifan kembali MoU Kota Kembar 
Yogyakarta-Ismailia.

KBRI Cairo juga menyelenggarakan 
kegiatan promosi terpadu yang 
mencakup isu sosial budaya, ekonomi 
dan pendidikan dengan tajuk Festival 
Yalla Indonesia 2014. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan dengan menggandeng 
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi 
DKI Jakarta. Pada kegiatan tersebut 
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telah dilaksanakan festival selama 
empat hari, dan tiga hari di Cairo Opera 
House, sebuah gedung opera besar nan 
monumental di Mesir.

Sebagai wujud dari pelaksanaan 
soft power diplomacy, Mesir juga 
berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan 
yang dilakukan oleh Indonesia pada 
Indonesia-Africa and Middle East 
Technical Cooperation  Program on 
Good Governance, Mei 2014  dan the 
9th Promotion of Indonesian Language 
and Culture for Foreign Diplomats, 
September 2014.  

Dari sektor wisata, tercatat 
kunjungan Wisatawan Mesir ke 
Indonesia meningkat sekitar 16 
persen pertahun. Jumlah kunjungan 
wisatawan Mesir ke Indonesia selama 
lima tahun terakhir adalah 3.025 orang 
(2010), 3.304 (2011), 4.253 (2012), 5.420 
(2013), dan 5.199 (periode Januari-
Agustus 2014). 

Fungsi Pusat Kebudayaan dan 
Informasi Indonesia (Puskin) telah 
mampu menjadi agent of promotion, 
sehingga sekitar 1.500 warga Mesir 
telah mendapatkan pengajaran 
bahasa Indonesia sejak tahun 2011. 
Peningkatan minat juga terjadi pada 
pelatihan tari dan seni pencak silat. 
Setiap kali menampilkan ragam 
kebudayaan di berbagai festival 
internasional di beberapa daerah 
di Mesir, Indonesia senantiasa 
mendapatkan sambutan yang sangat 
meriah. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Indonesia mampu memulangkan 
4 orang WNI dari Jalur Gaza yaitu 
Sdri. Ikah Subaikah (BMI informal) 
dan Sdri. Rina Wati beserta kedua 
anaknya dan suaminya warga Palestina 
di tengah berkecamuknya konfl ik 
Palestina dan Israel di Jalur Gaza. 
Untuk kasus Sdri. Ikah Subaikah, KBRI 
telah mengupayakan hak-haknya yang 
langsung dibayar USD 7.500 dan akan 
ditransfer sebesar USD 500. Sementara 
sisa gaji lainnya sebesar USD 12.000 
terus diupayakan dengan bantuan 
komunikasi relawan WNI di Gaza.

Indonesia juga berhasil 
membebaskan 8 orang dari kasus 
hukum yang mengambil gambar 

instalasi militer, warga yang dilaporkan 
mencuri oleh majikannya dan kasus 
hukum Chef dari kasus percobaan 
pembunuhan sesama rekan kerja di 
hotel. Tercatat pula hak BMI di Mesir 
yang berhasil diperjuangkan sebesar 
USD 30.635 dan kasus yang berhasil 
diselesaikan sebanyak 447 orang.

Oman

Situasi di Oman saat ini  cukup 
aman,  damai dan kondusif. Sebagai 
sesama emerging economies penting 
di kawasan, Indonesia menyadari 
nilai strategis penguatan hubungan 
bilateral Indonesia-Oman. Oleh karena 
itu, KBRI Muscat meletakkan tujuan 
penguatan dan perluasan hubungan 
bilateral Indonesia dan Oman di tengah 
pesatnya dinamika perubahan regional 
dan global saat ini.

Politik 
Indonesia dan Oman senantiasa 

menjalin saling dukung terhadap isu-
isu dan keanggotaan yang menjadi 
kepentingan bersama di berbagai 
forum bilateral, regional, dan 
multilateral. Peningkatan pemahaman 
dan pengertian masyarakat dan 
Pemerintah Oman terhadap dinamika 
kehidupan poleksosbud dan keamanan 
di Indonesia pun selalu digalakkan. 
Pihak Oman selalu memfasilitasi dan 
membantu kapal-kapal perang RI 
yang akan menuju ke atau kembali 
dari Lebanon di bawah United Nations 
Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang 
singgah dalam rangka mengisi bahan 
bakar. Begitu pula pesawat udara VIP 
Indonesia selalu diberi izin melintas di 
wilayah udara Oman.

Pemberian dukungan terhadap 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) dari Pemerintah maupun 
rakyat Oman tetap konsisten, tidak 
terdapat hal-hal negatif yang dapat 
memengaruhi sikap dan pandangan 
pemerintah maupun masyarakat Oman 
terhadap kesatuan NKRI.

Ekonomi  
Nilai total perdagangan RI-Oman 

pada tahun 2013 sebesar USD 462,33 
juta, turun dari USD 464,02 juta pada 
tahun 2012. Adapun nilai perdagangan 
untuk periode Januari-September 2014 

senilai USD 332,9 juta atau mengalami 
penurunan sebesar 8,49% bila 
dibandingkan dengan periode yang 
sama pada tahun 2013 sebesar USD 
363,7 juta.

Sebagai upaya diplomasi ekonomi, 
KBRI menayangkan media iklan 
di bioskop (cinema advertisement/
cinema ad) untuk menunjang nation 
branding dengan harapan dapat 
mengenalkan wajah Indonesia secara 
lebih utuh kepada kalangan pebisnis 
dan masyarakat luas di Oman, bahwa 
Indonesia merupakan negara yang 
kaya dengan kemajuan ekonomi dan 
pembangunannya, potensi investasi,  
dan memiliki keindahan alam 
pariwisata, tidak hanya sekedar negara 
pengirim BMI sektor non-formal. 

Selain itu, KBRI aktif menjemput 
bola melakukan pendekatan kepada 
pelaku-pelaku bisnis di provinsi-
provinsi Oman guna mengenalkan 
Indonesia secara baik dan 
mempromosikan potensi ekonomi 
Indonesia. 

KBRI juga mendorong dan 
memfasilitasi kunjungan KADIN dan 
kalangan pebisnis Oman ke Indonesia, 
di antaranya kunjungan pengusaha 
Oman untuk hadir pada kegiatan 
Trade Expo Indonesia bertempat di 
Kemayoran, Jakarta, tanggal 8-12 
Oktober 2014. Delegasi pebisnis Oman 
terdiri dari 4 orang yang dipimpin 
oleh Kementerian Perdagangan Oman. 
Selama di Indonesia mereka menjajaki 
kerja sama dengan perusahaan-
perusahaan di bidang produk-produk 
pertanian, mesin pertanian, buah-buah 
yang dikeringkan (dry fruits) serta 
mengadakan kunjungan ke beberapa 
perusahaan terkait pembibitan jagung, 
buah-buahan, dan beberapa jenis 
tanaman lainnya. 

Dalam upaya mendorong 
pengusaha Indonesia untuk melakukan 
penetrasi pasar ke Oman, KBRI Muscat 
mengajak pengusaha Indonesia untuk 
berpartisipasi dalam berbagai pameran 
perdagangan yang diselenggarakan di 
Oman yang mempunyai nilai strategis 
sebagai pintu gerbang masuknya 
barang-barang Indonesia ke Oman.

KBRI juga terus melakukan upaya 
promosi produk-produk Indonesia 
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dengan memperkenalkan produk 
Indonesia secara langsung melalui 
pendekatan secara personal baik ke 
distributor dan importir di Oman 
maupun kalangan pengusaha di 
Oman. Produk Indonesia kacang Dua 
Kelinci telah dikenalkan ke distributor/
importir produk food and beverages di 
Muscat. Menurut rencana, Dua Kelinci 
akan melakukan ekspor perdana pada 
akhir 2014. 

Sosial Budaya
KBRI terus berkoordinasi dan 

berkerja sama dengan Kemenparekraf 
RI dalam pengadaan materi promosi 
pariwisata dan produk ekonomi kreatif 
Indonesia, selain melakukan diseminasi 
informasi mengenai Indonesia kepada 
pemerintah, kalangan media, dan 
masyarakat Oman.

Tayangan cinema advertisement/
cinema ad juga digunakan untuk 
mempromosikan kondisi sosial dan 
budaya Indonesia yang dapat menarik 
wisatawan Oman. Hasilnya, kunjungan 
WNA dari Oman ke Indonesia 
meningkat. Periode Januari-September 
2014, KBRI tercatat telah menerbitkan 
visa kunjungan sebanyak 343, 
meningkat 65% dibanding periode yang 
sama pada tahun 2013. Meski angkanya 
belum terlalu besar, peningkatan 
tersebut dapat dijadikan pijakan untuk 
terus menggenjot kunjungan warga 
Oman ke Indonesia.

Kerja sama teknik juga dilakukan, 
khususnya terkait penanganan bencana 
alam di kedua negara. Pihak terkait 
di kedua negara terus berkomunikasi, 
baik secara langsung maupun melalui 
KBRI Muscat.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Jumlah WNI di Oman mencapai 
35.349 orang per Oktober 2014, 
dimana 95 % merupakan pekerja 
migran domestic workers. Oleh karen 
itu, perlindungan BMI menjadi salah 
satu fokus KBRI, baik yang bersifat 
penyelesaian masalah maupun yang 
bersifat pencegahan. Hasilnya, tahun 
ini mulai terlihat dengan berkurangnya 
jumlah WNI yang melakukan 
pengaduan langsung ke KBRI Muscat 
dengan kisaran 49 % dibanding periode 
2013.

Palestina

Isu Palestina sepanjang tahun 
2014 diwarnai oleh perang selama 
53 hari di Gaza, serta Yahudisasi dan 
serbuan kelompok ekstrimis Israel 
terhadap kompleks Masjid Al Aqsha 
di Yerusalem. Namun, dukungan 
Pemri terhadap Palestina tidak pernah 
berhenti. Selain turut aktif dalam 
berbagai resolusi yang terkait dengan 
Palestina di berbagai forum regional 
dan internasional, Pemri juga aktif 
mendukung pembangunan Palestina 
dengan menjadi tuan rumah dalam 
CEAPAD II di Jakarta pada bulan 
Maret 2014 dan memberikan bantuan 
pembangunan SDM melalui skema 
pembangunan kapasitas. Pemri juga 
telah menyampaikan pledge sebesar 
USD 1 juta kepada Pemerintah Palestina 
guna rekonstruksi Gaza pasca perang 
53 hari.

Politik 
Capaian utama hubungan kedua 

negara tahun 2014 adalah kunjungan 
Delegasi Palestina ke Indonesia, 
dipimpin oleh Perdana Menteri Dr. 
Rami Hamdallah didampingi Menlu 
Dr. Riyad Malki; Menteri Perekonomian 
Jawad N.A. Hirzallah; dan Menteri 
Perencanaan dan Administrasi 
Pembangunan, Mohammad Abu 
Ramadan pada 28 Pebruari – 1 Maret 
2014. 

Selain kunjungan dalam 
kerangka bilateral, delegasi juga 
berpartisipasi dalam Conference 
of East Asian Countries for the 
Palestinian Development (CEAPAD) 
II. Kunjungan tersebut juga ditandai 
dengan penandatanganan 3 MoU, 
yakni Kerja Sama Pendidikan Tinggi, 
Kerja Sama Pariwisata, dan Kerja Sama 
Ekonomi. Dalam kesempatan tersebut,  
Menlu RI telah Pertemuan dengan 
Menlu Palestina, H.E. Mr. Riad Malki 
di sela-sela pelaksanaan Conference 
on Cooperation Among East Asian 
Countries for Palestinian Development 
(CEAPAD) II, di Jakarta, tanggal 1 Maret 
2014.

Di sisi lain, tedapat 2 kali 
kunjungan Delegasi Pemri ke Palestina, 
yakni kunjungan delegasi Ketua MPR RI 
pada 20 – 21 Mei 2014 dan kunjungan 
Wakil Ketua DPR dan Komisi I DPR RI 
pada 19 – 20 September 2014. Dalam 

pertemuan bilateral, Delegasi Pemri 
menyampaikan kembali dukungan 
terhadap perjuangan Palestina, simpati 
terhadap penderitaan rakyat di Gaza, 
serta mengharapkan agar proses 
rekonsiliasi internal dapat berjalan 
lancar guna mendukung perjuangan 
Palestina.

Pada 2014, juga tercatat sejarah 
penyerahan surat-surat kepercayaan 
Dubes RI untuk Palestina yang pertama 
kalinya di Ramallah pada tanggal 
22 Maret 2014, mengingat selama 
ini proses penyerahan dimaksud 
dilakukan di Amman.

Ekonomi
Diplomasi ekonomi yang ditujukan 

kepada Palestina selama ini dilakukan 
melalui negara ketiga, yakni Yordania, 
mengingat banyak pengusaha Palestina 
yang bermukim dan menjalankan 
usahanya dari Yordania. Hal ini 
dapat dimengerti mengingat restriksi 
terhadap lalu lintas barang dan jasa 
di wilayah Palestina masih sangat 
besar sehingga kelancaran untuk 
menjalankan usaha di wilayah tersebut 
masih mengalami hambatan.

Restriksi ini sangat berdampak 
pada perkembangan ekonomi Palestina 
di mana semua kegiatan ekspor barang 
dari Palestina dan pembangunan fi sik 
sangat tergantung pada Israel. Karena 
itu, dalam berbagai kesempatan 
pemimpin dan pejabat Palestina sangat 
mendorong negara-negara yang selama 
ini menjadi pendukung dan sahabat 
Palestina untuk melakukan investasi 
dan perdagangan di Palestina, selain 
untuk melepas ketergantungan dari 
Israel.

Di bidang ekonomi bilateral, 
dengan selesainya periode pemberian 
bantuan pelatihan bagi pejabat 
Palestina, maka dapat dipertimbangkan 
peningkatan kerja sama ekonomi 
khususnya sektor perdagangan. 
Kegiatan seperti pameran perdagangan 
di wilayah Palestina, yang didukung 
oleh kementerian/instansi terkait di 
Indonesia, akan lebih memberikan 
bobot pengakuan akan dukungan nyata 
Indonesia terhadap perjuangan rakyat 
Palestina. Sementara itu, Kepala Otoritas 
Moneter Palestina berkesempatan 
hadir dalam pertemuan Central Bank 
Governors from The Organization of 
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The Islamic Conference (OIC) Countries 
di Surabaya, 5 – 6 Nopember 2014. 
Adapun nilai perdagangan Indonesia-
Palestina yang tercatat Kemendag RI 
pada 2013 sebesar USD 553 ribu, turun 
hampir 50 % dari USD 1 juta pada 2012. 
Namun, tahun 2014 ini terdapat tren 
membaik, tercatat USD 688 ribu pada 
periode Januari-September, meningkat 
hampir 100 % dibanding periode yang 
sama tahun 2013 yang hanya sebesar 
USD 345 ribu.

Sosial Budaya
People to people contact di antara 

kedua negara terjalin dengan baik. 
Hal ini ditandai dengan banyaknya 
LSM Indonesia yang sangat sering 
berkomunikasi dengan Palestina, 
baik rakyat maupun pemerintahnya. 
Bantuan-bantuan LSM ini pun mengalir 
cukup deras ke Palestina. Menurut 
catatan Kemlu RI, sejak periode 2009 
saat pecah invasi Gaza hingga 2014, 
bantuan lima LSM Indonesia, yaitu 
PKPU, MER-C, ACT, BSMI, dan KNRP 
totalnya mencapai Rp 200 miliar. Hal 
itu belum mencakup LSM-LSM lain 
yang barangkali belum terdeteksi oleh 
Kemlu.

Sementara di bidang pendidikan, 
melalui upaya-upaya promosi yang 
dilakukan,  terdapat peningkatan 
jumlah pelajar Palestina (baik WN 
Palestina maupun WN Yordania 
keturunan Palestina) yang belajar 
di perguruan-perguruan tinggi 
di Indonesia dengan pembiayaan 
beasiswa maupun pembiayaan 
personal. Tercatat 45 mahasiswa 
Palestina yang saat ini sedang belajar 
di Perguruan Tinggi Indonesia. 

Melalui upaya bersama KBRI 
Amman dan ikatan alumni Palestina 
yang belajar di Indonesia telah 
dibentuk Palestinian-Indonesian 
Friendship Association (PIFA) yang 
dilegalisasi otoritas setempat (Kemdagri 
Palestina) tanggal 1 Oktober 2013. 
PIFA berfungsi dan berperan dalam 
mempererat hubungan P to P kedua 
negara, khususnya dalam memediasi 
hal-hal terkait hubungan sosial budaya 
kedua negara.  Di antara hasil nyata 
PIFA adalah memediasi penyaluran 
beasiswa Indonesia kepada pelajar 
Palestina serta pengiriman Jerussalem 
Ensemble Musicians ke Indonesia. 

Persatuan Emirat Arab 
(PEA)

Hubungan RI-PEA sepanjang 
tahun 2014 telah berjalan baik. Selain 
itu, kedua negara juga melanjutkan 
upaya saling dukung pada pencalonan 
di organisasi-organisasi Internasional.

Politik 
Hubungan politik kedua negara 

terus meningkat yang ditandai dengan 
kunjungan resmi Menlu PEA Sheikh 
Abdullah bin Zayed Al Nahyan pada 
3-4 November 2014. Dalam pertemuan 
bilateral, Menlu kedua negara sepakat 
meningkatkan kerja sama di berbagai 
bidang. 

Kedua Menlu juga sepakat untuk 
segera menyelenggarakan Sidang 
Komisi Bersama (SKB) I yang hingga 
kini belum mendapatkan momentum 
yang tepat. Menurut pembicaraan 
kedua Menlu, SKB I RI-PEA diharapkan 
dapat dilaksanakan pada kwartal 
pertama 2015. 

Sebelumnya, di Abu Dhabi, 2 
Februari 2014, kedua negara juga telah 
menandatangani dua perjanjian, yaitu 
Perjanjian mengenai Bantuan Timbal 
Balik dalam Masalah Pidana antara 
Republik Indonesia dan Persatuan 
Emirat Arab (Treaty on Mutual 
Legal Assistance in Criminal Matters 
between the Republic of Indonesia 
and the United Arab Emirates) dan 
Perjanjian antara Republik Indonesia 
dan Persatuan Emirat Arab mengenai 
Ekstradisi (Treaty between the 
Republic of Indonesia and the United 
Arab Emirates on Extradition). Kedua 
perjanjian tersebut saat ini tengah 
dalam proses internal (ratifi kasi) 
masing-masing.

Ekonomi 
Nilai total perdagangan RI-

Persatuan Emirat Arab pada tahun 2013 
mencapai USD 3,39 miliar, naik sedikit 
dibandingkan USD 3,35 miliar pada 
tahun 2012. Adapun nilai perdagangan 
untuk periode Januari-September 2014 
senilai USD 3,16 miliar atau mengalami 
peningkatan sebesar 31,26% bila 
dibandingkan dengan periode yang 
sama pada tahun 2013 sebesar USD 2,4 
miliar.

Pertemuan bilateral Menlu kedua 
negara juga menghasilkan kesepakatan 
untuk bekerja sama di bidang 
renewable energy. Dalam hal ini, Menlu 
PEA menyebutkan bahwa pihaknya 
kini tengah fokus untuk meningkatkan 
investasi di luar negeri. Indonesia yang 
berencana membangun 35 pembangkit 
listrik, mempersilakan investor asing 
untuk menggarap 15 di antaranya. 
Menlu PEA pun berjanji menyampaikan 
kesediaannya untuk menghadirkan 
investor PEA ke Indonesia.

Pada arena Trade Expo Indonesia 
(TEI) 2014, KJRI Dubai mengajak 
60 pengusaha dari Dubai dan nilai 
transaksi yang dihasilkan pada buyers 
tersebut hanya pada TEI mencapai USD 
10,6 juta. 

Sosial Budaya
Pada tahun 2014 ini, terdapat 

41 siswa Indonesia usia SMP yang 
memperoleh beasiswa dari Abu Dhabi 
Educational Council (ADEC) untuk 
bersekolah di Ma’had Islami School for 
Boys, Al Ain. Selain itu, terdapat pula 
mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang 
memperoleh beasiswa dari universitas-
universitas di PEA tanpa melalui skema 
G to G.

Kegiatan promosi Indonesia 
dilakukan di antaranya dengan 
memfasilitasi delegasi Indonesia yang 
dikoordinasi oleh Kemanparekraf 
dalam pameran industri wisata 
terbesar di kawasan Timur Tengah 
dan Afrika Utara bertajuk Arabian 
Travel Market, ¬5-8 Mei 2014. Dalam 
pameran tersebut, delegasi Indonesia 
menyajikan keunggulan pariwisata 
dan kesenian Indonesia.

Perwakilan RI di Abu Dhabi dan 
Dubai juga selalu memerhatikan 
pembinaan masyarakat Indonesia. Hal 
itu di antaranya dilakukan dengan 
pelaksanaan upacara hari-hari besar 
nasional, perlombaan olah raga 
antar WNI, bazaar produk Indonesia, 
panggung hiburan, dan kegiatan-
kegiatan keagamaan seperti pengajian, 
buka puasa bersama, Shalat Id, dan 
perayaan Natal. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran 

Dengan telah adanya perjanjian 
bebas visa bagi pemegang paspor 
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diplomatik dan dinas RI-PEA, selain 
bandara-bandara PEA yang menjadi 
hub penerbangan di Timur Tengah, 
para pejabat dan pejabat tinggi 
Indonesia pun banyak yang transit di 
Abu Dhabi ataupun Dubai. Sejak 2009 
hingga 2014, rombongan Presiden RI 
saja telah transit di Dubai sebanyak 24 
kali, terakhir pada 18 September 2014 
lalu saat bertolak menuju Portugal dan 
Amerika Serikat. Untuk itu, Perwakilan 
RI di PEA selalu menjaga hubungan 
baik dengan para pejabat penting di 
PEA, seperti Director of Foreign Offi  ce, 
Director General of Department of 
Airport Security, dan Dubai Police.

Dengan jumlah WNI yang lebih dari 
85.763 orang dan mayoritas adalah BMI 
informal, perlindungan WNI menjadi 
salah satu prioritas utama diplomasi 
RI di PEA. Selain menyelesaikan 
masalah-masalah yang dihadapi 
BMI, sebagai bentuk pencegahan, 
Perwakilan RI sejak 15 Oktober 2013 
telah menghentikan proses verifi kasi 
dan legalisasi job order dan perjanjian 
kerja bagi penempatan BMI informal. 
Kemnakertrans RI juga pada 10 April 
2014 secara tegas menghentikan 
sementara proses penempatan BMI di 
PEA.

Qatar

Selama periode 2014, secara umum 
hubungan bilateral kedua negara 
berjalan dengan baik. Upaya-upaya 
ke arah peningkatan hubungan kedua 
negara terus dilakukan di berbagai 
bidang.

Politik
Hubungan politik yang baik kedua 

negara di antaranya ditandai dengan 
kehadiran Wakil PM H.E. Ahmed 
bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud 
pada penyelenggaraan UNAOC di 
Bali, 29-30 Agustus 2014. Sebelumnya, 
utusan khusus Presiden RI, Dubes 
Wahid Supriyadi mengantarkan 
surat undangan UNAOC dan diterima 
langsung oleh Emir Qatar H.H. Syekh 
Tamim bin Hamad bin Khalifa AL 
Thani. Selain itu, dalam berbagai 
kesempatan saat KBRI Doha menemui 
pejabat-pejabat tinggi negara Qatar, 
mereka menyatakan dukungannya 
kepada persatuan NKRI.

Di bidang pertahanan dan 
keamanan, kerja sama kedua negara 
semakin meningkat. Indonesia selalu 
diundang untuk berpartisipasi pada 
kegiatan-kegiatan di Qatar, seperti 
pelatihan militer Falcon dan pameran 
peralatan militer Dimdex. Sebaliknya, 
Indonesia juga selalu mengundang 
Qatar pada kegiatan pameran seperti 
Indo Defence dan pelatihan militer yang 
diselenggarakan kementerian terkait. 
Tahun 2014, Qatar mengirimkan 
delegasi dari semua unsur angkatan 
bersenjatanya untuk menghadiri 
Indo Defence 2014. Qatar juga 
menunjukkan minatnya untuk melihat 
perkembangan industri strategis dan 
militer di Indonesia, seperti PT DI, PT 
Pindad, dan PT PAL. 

Ekonomi 
Nilai total perdagangan RI-Qatar 

pada tahun 2013 mencapai USD 
1,57 miliar, sedikit turun dari tahun 
2012 yang mencapai USD 1,69 miliar. 
Adapun periode Januari-September 
2014 tercatat USD 1,33 miliar, naik 2,77 
% dibanding periode yang sama tahun 
2013. Defi sit ada pada pihak Indonesia 
mengingat impor atas produk minyak 
dan gas dari Qatar yang sangat tinggi 
untuk memenuhi kebutuhan energi 
di tanah air. Selain itu, defi sit juga 
disebabkan belum tingginya penetrasi 
pengusaha Indonesia ke Qatar. Untuk 
mendukung diplomasi ekonomi, 
KBRI melakukan pendekatan dengan 
kalangan pemerintah dan dunia 
usaha Qatar, termasuk Qatar Chamber 
of Commerce and Industry. Pada 14 
Oktober 2014, KBRI memfasilitasi one 
on one meeting pengusaha Indonesia 
yang tergabung dalam Kadin Timur 
Tengah dengan pengusaha Qatar. 

Saat ini Qatar telah menanamkan 
investasi pada sector perbankan dan 
telekomunikasi di Indonesia. Pada April 
2014, Presiden Joko Widodom, yang saat 
itu masih menjabat sebagai Gubernur 
DKI Jakarta, telah menyampaikan 
undangan kepada Qatar Investment 
Authority untuk berkunjung ke Jakarta 
dan menanamkan investasi pada 
proyek Jakarta Giant Sea Wall. 

Delegasi Qatar juga hadir pada 
berbagai pertemuan dan pameran 
internasional di Indonesia, di antaranya 
Trade, Tourisme and Investment Expo 
Indonesia.

Sosial Budaya
Salah sat u fokus utama perhatian 

Pemri di Qatar adalah keberadaan BMI 
informal, terutama penata laksana 
rumah tangga. Selain memonitor 
sekitar 40.000 BMI, Pemri pada 
periode Januari-November 2014 
berhasil memperjuangkan hak gaji 
BMI bermasalah sebesar QR 80.509,- 
(Rp 249.308.400,-) dan klaim asuransi 
kematian sebesar QR 75.000,- (Rp 
249.308.400,-). 

Selain itu, Pemri berhasil 
memulangkan Yayan Isdiantoro bin 
Untung, terdakwa perzinahan dan 
pembunuhan (Almh.) Tita Rosita 
bt. Udin Tahi yang saat meninggal 
tengah mengandung 3 bulan anak 
hasil hubungan di luar nikah dengan 
Yayan. Awalnya jaksa menuntut 6,5 
tahun penjara dan diyat sebesar QR 
200.000,- (Rp 664.834.500,-), tetapi 
dapat dibebaskan dan kembali ke 
tanah air setelah menjalani 3 tahun 
masa tahanan.

Di bidang pendidikan, KBRI 
Doha telah menjembatani kerja sama 
Institut Studi Islam Darussalam (ISID) 
Gontor, Universitas Sumatera Utara, 
dan Universitas  Muhammadiyah 
Semarang dengan Qatar Foundation, 
Qatar University, dan perguruan tinggi 
lainnya di Qatar. Saat ini, setidaknya 
terdapat 4 orang mahasiswa asal ISID 
Gontor yang mendapatkan beasiswa 
S-2 dari Qatar Foundation.

Sudan

Hubungan Indonesia–Sudan 
telah terjalin dengan baik, khususnya 
sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 
di Bandung. Hingga kini, Sudan 
senantiasa konsisten mendukung 
keutuhan dan integritas NKRI. 
Sudan juga merupakan salah satu 
pendukung  kebijakan luarnegeri 
RI di berbagai forum internasional, 
termasuk dukungan pada pencalonan-
pencalonan Indonesia di organisasi-
organisasi internasional. 

Politik 
Hasil-hasil nyata dari hubungan 

politik bilateral yang sangat dirasakan 
manfaatnya oleh Indonesia tidak 
terhitung jumlahnya. Di antaranya 
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reputasi positif dan pengakuan 
dari Sudan dan UNAMID terhadap 
partisipasi Indonesia (kontingen 
Farmed Police Unit/FPU) dalam 
menjaga perdamaian dan stabilitas di 
Sudan. Keberhasilan Indonesia terpilih 
sebagai anggota Dewan HAM PBB 2015-
2017 dan anggota Dewan Internatonal 
Telecommonication Union (ITU) 2014-
2018 juga tak lepas dari dukungan 
Sudan. 

Selain itu, kunjungan pejabat 
di antara kedua negara pada tahun 
2014 cukup intens. Dari Indonesia, 
di antaranya Tim Supervisi Mabes 
Polri yang dipimpin oleh Kepala Divisi 
Hubungan Internasional, delegasi 
Mahkamah Agung, dan delegasi Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT). Selain mengunjungi personel 
Polri yang tengah bertugas di wilayah 
El-Fasher, Darfur di bawah naungan 
UNAMID, delegasi Polri juga membahas 
rancangan nota kesepahaman 
antara lembaga kepolisian kedua 
negara dalam bidang capacity 
building, penanggulangan kejahatan 
transnasional, dan kontraterorisme. 

Kepala BNPT juga memimpin 
delegasi melaksanakan kunjungan 
ke Sudan pada 22-25 November 
2015. Di Sudan, Delegasi BNPT 
menemui Sudan National on Counter 
Terrorism Commission (SNCTC). 
Dalam pertemuan tersebut, dibahas 
juga rencana penyusunan MoU antara 
BNPT dan SNCTC. Delegasi BNPT yang 
menyertakan mantan Wakil Menteri 
Agama, Prof. Dr. Nasarudin Umar, 
juga memberikan Training of Trainers 
(ToT) kepada mahasiswa Indonesia di 
Sudan dengan tema “Moderasi Islam: 
Upaya Membangun Peran Mahasiswa 
dalam Pencegahan Radikalisme dan 
Terorisme”. 

Adapun dari Sudan, hadir ke 
Indonesia di antaranya Menteri 
Pariwisata Sudan, Ketua Dewan Zakat 
Nasional Sudan, pejabat Bank Sentral 
Sudan, dan delegasi parlemen Sudan. 
Menteri Pariwisata Muhammad Abdel 
Karim El Had datang untuk menghadiri 
the 1st International Forum on Islamic 
Tourism, 2-3 Juni 2014, sedangkan 
Ketua Dewan Zakat Ahmed Abdel 
Rozaq Mukhtar menghadiri the 3rd 
International Conference on Inclusive 
Islamic Finance Safety Working Group 

on Zakat Principle, 28-29 Agustus 2014. 
Sementara itu, pejabat Central Bank of 
Sudan (CBOS) menghadiri pertemuan 
Central Bank Governors from The 
Organization of The Islamic Conference 
(OIC) Countries di Surabaya, 5 – 6 
November 2014. Delegasi parlemen 
yang sebagian besar berasal dari partai 
penguasa, National Congress party 
(NCB) juga berkunjung ke Indonesia 
untuk menjajaki kerja sama di bidang 
pertanian dan peternakan. 

Ekonomi 
Volume perdagangan RI-Sudan 

pada tahun 2013 mencapai USD 87 
juta. Angka perdagangan tersebut naik 
sedikit dari tahun 2012 yang mencapai 
USD 84,41 juta. Pada periode Januari-
September 2014, volume perdagangan 
kedua negara mencapai USD 55,72 
juta, turun sebesar 19,61% dari periode 
yang sama tahun 2013 yang senilai USD 
69,31 juta. 

Pada tanggal 1-2 November 2014, 
Dubes RI Khartoum berkunjung 
Gedarif State untuk menghadiri 
acara panen perdana proyek uji coba 
penanaman padi Indonesia. Selain itu, 
kunjungan dilakukan ke Gezira State 
untuk mempresentasikan keunggulan 
penanaman padi Indonesia.

Sosial Budaya
Hasil nyata dari kerja sama 

bilateral di bidang sosial budaya dapat 
terlihat dari meningkatnya kunjungan 
wisatawan Sudan ke Indonesia 
sebagai dampak positif promosi 
wisata dan budaya Indonesia dalam 
berbagai festival atau pameran yang 
diselenggarakan di Sudan. Indonesia 
juga semakin dikenal oleh masyarakat 
Sudan seiring meningkatnya liputan 
Indonesia oleh media cetak dan 
elektronik di Sudan. 

Hubungan bilateral di bidang 
pendidikan juga meningkat sebagai 
dampak partisipasi aktif dan 
pendekatan intensif terhadap pihak 
terkait pendidikan di Sudan. Selama 
tahun 2014 ini, 150 mahasiswa baru 
asal Indonesia telah tiba di Sudan 
untuk melanjutkan pendidikan (S1, 
S2, S3) di berbagai perguruan tinggi 
di Sudan. Jumlah ini merupakan yang 
tertinggi sejak tahun 2006.

Suriah

Hubungan Indonesia–Suriah pada 
tahun 2014 secara umum berlangsung 
dengan baik, walaupun eskalasi 
konfl ik internal di negara tersebut 
berpengaruh terhadap keberadaan 
WNI di Suriah, terutama dari aspek 
keamanan. 

Hubungan bilateral Indonesia-
Suriah memiliki nilai historis yang 
mendalam, karena Suriah merupakan 
salah satu negara Arab yang pertama 
memberikan pengakuan atas 
kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 
1947, Wakil Tetap Suriah di PBB, Faris 
Al Khouri, turut memperjuangkan 
dengan gigih agar masalah Indonesia 
dibahas di PBB hingga kemudian 
keluarlah resolusi tentang penghentian 
agresi militer Belanda serta dicapainya 
penyelesaian damai melalui 
perundingan. Krisis Suriah yang 
berlangsung sejak Maret 2011 hingga 
kini membuat kondisi dalam negeri 
Suriah belum kondusif. Krisis tersebut 
pun berdampak pada menurunnya 
intensitas hubungan Indonesia-
Suriah. Namun, Pemri masih tetap 
membuka KBRI Damaskus. Sejak krisis 
tersebut hingga saat ini, tidak terdapat 
hubungan G to G yang tercermin dari 
saling kunjung pejabat kedua negara.

Semua kegiatan peningkatan 
hubungan bilateral kedua negara 
sejak 2011 terhenti. Begitu pula 
semua kegiatan promosi ekonomi, 
budaya, dan sosial, karena kondisi 
Suriah yang belum kondusif. Saat 
ini, hubungan bilateral kedua negara 
hanya sebatas saling dukung dalam 
fora internasional. Tercatat sejak krisis, 
Suriah telah memberikan 8 dukungan 
bagi pencalonan Indonesia di berbagai 
organisasi internasional baik secara 
unilateral maupun saling dukung. 

Sejak 2010, Kedubes Suriah di 
Jakarta hanya dipimpin oleh seorang 
Kuasa Usaha Sementara yang bergelar 
Counsellor, sedangkan Indonesia tidak 
pernah mengosongkan posisi Duta 
Besarnya di Damaskus. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Sejak krisis Suriah, semua 
aktivitas KBRI Damaskus dipusatkan 
untuk memberikan pelayanan dan 
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perlindungan kepada WNI, yang 95% 
terdiri atas BMI perempuan, dengan 
merepatriasi mereka ke tanah air. Hal 
ini sesuai arahan Pemri yang telah 
menetapkan program repatriasi WNI 
dari Suriah sebagai program nasional.

Dalam rangka menindaklanjuti 
kebijakan tersebut, pada Maret 2012 
Pemri mengirimkan Tim Terpadu 
Penanganan dan Penyelamatan 
WNI di Suriah yang dipimpin oleh 
Deputi Kemenko Polhukam guna 
memperlancar proses repatriasi 
dan penyelematan WNI. Kegiatan 
repatriasi semakin memuncak sejak 
ditetapkannya Damaskus pada kondisi 
darurat I pada Desember 2012.

Sejak krisis, KBRI Damaskus 
mencatat keberhasilan pemulangan 
8.300 WNI dari Suriah. Repatriasi 
tersebut dilakukan baik melalui 
Bandara Internasional Damaskus saat 
masih dapat digunakan hingga Oktober 
2012, maupun melalui Bandara 
Internasional Beirut sejak akhir 2012 
hingga saat ini. Terkait kekonsuleran, 
saat ini KBRI Damaskus mengontrak 
dua pengacara untuk menangani 
kasus-kasus BMI. Kedua pengacara 
tersebut dibagi sesuai wilayah kerja. 
Mr. Sami Makieh, mantan hakim 
pengadilan militer yang beralih profesi 
sebagai pengacara, bertugas di wilayah 
Damaskus dan sekitarnya, sementara 
Mr. Mohammad Akra bertugas di 
wilayah Aleppo dan sekitarnya. 
Keberadaan para pengacara ini 
dipandang efektif dalam “menagih” 
gaji BMI yang belum dibayarkan 
oleh majikan-majikan mereka. Saat 
mengetahui bahwa gaji mereka ditagih 
oleh pengacara, para majikan lebih 
memilih untuk segera membayarkan 
gaji BMI daripada dilaporkan ke 
kepolisian, dimasukkan dalam daftar 
pencarian orang (DPO) , hingga dicekal 
saat hendak bepergian ke luar Suriah. 

Tunisia

Selama 2014, Tunisia terus 
memantapkan proses transisi 
demokrasinya melalui keberhasilan 
pengesahan konstitusi baru dan 
pelaksanaan Pemilu kedua pasca 
revolusi 2011. Keberhasilan Tunisia 
ini tidak lepas dari kearifan seluruh 

kekuatan politik yang mengutamakan 
dialog, konsensus, dan nilai-nilai 
pluralisme. Perubahan yang sedang 
terjadi di Tunisia ini merupakan 
peluang bagi Indonesia untuk 
meningkatkan perannya dalam proses 
transisi sekaligus pembangunan 
ekonomi.

Politik 
Sejak 2012, Indonesia secara 

konsisten mendukung pemajuan 
demokrasi Tunisia melalui berbagai 
kegiatan capacity building dan berbagi 
pengalaman. Hal ini pun mendapat 
apresiasi dari berbagai pihak di Tunisia 
karena dinilai dilakukan secara tulus 
dan dengan rendah hati.

Dalam melanjutkan dukungan 
tersebut, pada 18-24 Mei 2014, dua 
orang pejabat Pemerintah Tunisia 
disertakan dalam sebuah workshop 
bertajuk Indonesia-Africa and Middle 
East Technical Program on Good 
Governance yang dilaksanakan di 
Jakarta dan Surabaya. Kegiatan 
ini sejalan dengan salah satu 
prioritas Pemerintah Tunisia terkait 
transparansi dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Pada 7-11 September 2014, 
KBRI Tunis bekerja sama dengan 
Institute for Peace and Democracy 
(IPD) menyelenggarakan pertemuan 
kedua Forum Demokrasi Indonesia-
Tunisia. Kegiatan ini berlangsung di 
saat yang tepat karena Tunisia tengah 
mempersiapkan diri untuk menye-
lenggarakan pemilihan parlemen 
dan presiden yang akan menandai 
berakhirnya masa transisi. 

Pada penyelenggaraan pemilihan 
legislatif, 26 Oktober 2014, Indonesia 
melalui IPD juga mengirimkan tim 
peninjau. Kehadiran tim peninjau ini 
juga diapresiasi banyak pihak di Tunisia 
mengingat Indonesia merupakan salah 
satu penyelenggara pemilu terbesar di 
dunia.

Hubungan baik kedua negara juga 
tercermin dari saling dukung pada 
fora internasional. Tahun ini, Tunisia 
mendukung dua pencalonan Indonesia 
pada keanggotaan Dewan HAM 
PBB periode 2015-2017 dan Dewan 
International Telecommunication Union 
(ITU) periode 2014-2018.

Ekonomi 
Nilai total perdagangan RI-Tunisia 

periode Januari-September 2014 
mencapai USD 84,25 juta, mengalami 
penurunan 4,56 % dibandingkan 
periode yang sama tahun 2013 sebesar 
USD 88,37 juta. Dari nilai tersebut, 
Indonesia mengalami surplus sebesar 
USD 47,8 juta dengan nilai ekspor 
USD 66 juta dan impor USD 18,2 juta. 
Dalam lima tahun terakhir, total 
perdagangan RI-Tunisia menunjukkan 
tren peningkatan sebesar 19,62 % dari 
USD 54,46 juta pada 2009 menjadi USD 
101,99 juta pada 2013. 

KBRI Tunis sekuat tenaga 
berupaya meyakinkan para pengusaha 
dan investor Indonesia untuk melihat 
peluang yang ada di Tunisia. Di 
antara hasilnya, PT. Bio Farma telah 
menandatangani MoU dengan Institut 
Paster Tunisia terkait Kerja Sama 
Pengembangan Produksi Vaksin. 

Tahun 2014 juga ditandai 
kembalinya investasi PT. Medco Energi 
Internasional Tbk. ke Tunisia dengan 
pengambilalihan seluruh saham Storm 
ventures International Ltd. milik 
perusahaan Kanada, Chinook Energy 
Inc. senilai USD 114,03 juta. Dalam 
akuisisi ini, Medco mengambil alih 
lima blok onshore di wilayah Selatan 
Tunisia dan tiga blok offshore di pantai 
Timur Laut Tunisia.

Hubungan ekonomi kedua negara 
juga ditandai dengan berdirinya Tunisia 
– Indonesia Business Association (TIBA) 
yang diresmikan pada tanggal 12 Juni 
2014 oleh Menteri Perindustrian, Energi, 
dan Pertambangan Tunisia, Mr. Kamel 
Bennaceur, disaksikan mantan Menteri 
Luar Negeri RI, Dr. Alwi Shihab. TIBA 
merupakan wadah untuk meningkatkan 
hubungan dan jejaring kerja sama para 
pelaku usaha kedua negara. Hal itu 
mengingat nilai perdagangan RI-Tunisia 
belum mencapai jumlah yang signifi kan 
dibandingkan dengan potensi yang ada. 

Sosial Budaya
KBRI Tunis secara rutin turut 

berpartisipasi dalam berbagai acara 
promosi dan festival, baik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah 
maupun masyarakat setempat. 
Sepanjang 2014, Indonesia setidaknya 
telah mengikuti tujuh pameran/
festival seni budaya, pertunjukan tari, 
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musik angklung dan kolintang, serta 
kuliner Indonesia. Selain itu, KBRI juga 
menyelenggarakan Indonesian Day 
yang mempromosikan pendidikan, 
seni budaya, dan fi lm Indonesia 
di Universitas Sousse pada 13-14 
November 2013.

Saat ini, terdapat 62 mahasiswa 
Indonesia yang sedang menimba ilmu 
di Tunisia, terdiri dari 10 orang belajar 
bahasa Arab (sebelum ke tingkat S1), 28 
orang program S1, 20 orang program 
S2, dan 4 orang program S3. Mereka 
umumnya mengambil studi keislaman 
di Universitas Zaitouna, Universitas 9 
April, dan Universitas Manouba. 

Selain itu, untuk tahun akademik 
2014-2015, KBRI Tunis memfasilitasi 
35 calon mahasiswa ke Kementerian 
Pendidikan Tinggi Tunisia untuk 
menempuh jenjang S1/S2/S3 di 
sejumlah universitas di Tunisia. Dari 
hasil seleksi, 13 orang calon mahasiswa 
S1 dan 5 orang calon mahasiswa S2 
berhasil diterima.

Kegiatan saling kunjung, kerja 
sama antarperguruan tinggi, dan 
pertukaran tenaga pengajar juga cukup 
intensif dilakukan pihak-pihak terkait 
di kedua negara, seperti Kementerian 
Agama RI, UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
Institut Studi Islam Darussalam Gontor 
Ponorogo, dan Sekolah Tinggi Agama 
Islam NU Jakarta (Indonesia), serta 
Universitas Manouba, dan Universitas 
Sousse, Universitas Zaitouna (Tunisia). 

Warga Tunisia juga mendapatkan 
beasiswa unggulan, masing-masing 
satu orang  pada program Beasiswa 
Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 
dan Beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB). 

Kedua negara juga mengirimkan 
delegasinya pada Musabaqah Tilawatil 
Quran (MTQ) Internasional III yang 
berlangsung di Palembang (23-27 
September 2014), Musabaqah Tilawatil 
Quran (MTQ) Internasional IV yang 
berlangsung di Bardo, Tunis (3-9 Mei 
2014), dan Konferensi Imam Masjid 
Sedunia di Pekanbaru (2-6 Desember 
2014).

Yaman

Hubungan rakyat Indonesia 
dengan rakyat Yaman telah terjalin 
jauh sebelum kedua negara merdeka. 
Banyak orang-orang Yaman 
berkunjung ke Indonesia dan banyak 
orang Indonesia yang berkunjung ke 
Yaman. Pada mulanya kedatangan 
warga Yaman ke Indonesia dengan 
tujuan berdagang dan menyebarkan 
agama Islam, sementara kedatangan 
orang Indonesia untuk menuntut ilmu 
agama Islam.  

Politik 
Yaman selalu mendukung 

keutuhan Negara Kesatuan Indonesia 
(NKRI) dan memiliki komitmen kuat 
untuk menjalin persahabatan yang 
erat dengan bangsa Indonesia. Pada 
resepsi diplomatik dalam rangka 
memperingati HUT Kemerdekaan 
RI di Sana’a, Presiden Yaman 
mengutus Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Dr. Sa’dudin bin Talib 
sebagai Guest of Honor. Presiden 
Yaman Abdo Rabbo Mansour Hadi juga 
mengirimkan ucapan Selamat atas 
pelantikan Presiden Indonesia Joko 
Widodo. 

Untuk meningkatkan hubungan 
bilateral, khususnya untuk melayani 
dan melindungi kepentingan WNI 
di Yaman, KBRI Sana’a menemui 
Menteri Dalam Negeri Yaman. KBRI 
juga menjelaskan  pelaksanaan pemilu 
legislatif dan pemilu Presiden RI yang 
dilaksanakan bagi WNI di Yaman. 

Di fora internasional, Yaman 
telah memberikan dukungan pada 
pencalonan Indonesia saat pemilihan 
anggota Dewan International 
Telecommunication Union periode 
2014–2018 dan anggota Dewan Hak 
Asasi Manusia PBB periode 2015 – 2017.  
Adapun Indonesia menjadi anggota 
Friends of Yaman yang mendukung 
transisi politik secara damai dan 
pembangunan nasional Yaman.

Ekonomi 
Transisi politik yang dihadapi 

Yaman saat ini turut berpengaruh 
bagi perkembangan perekonomian. 
Namun, perdagangan RI-Yaman dapat 
bertahan, setidaknya tidak sampai 
menurun, meski naiknya pun tidak 
tinggi. Periode Januari-September 2014, 

volume perdagangan kedua negara 
mencapai USD 122,34 juta, naik 1,26% 
dari USD 120,81 juta pada periode yang 
sama tahun sebelumnya. Adapun tren 
volume perdagangan sejak 2009 hingga 
2014 tercatat naik 12,09%, yakni dari 
USD 104,49 juta menjadi USD 159,38 
juta. 

Untuk terus menggenjot 
perdagangan kedua negara, KBRI 
Sana’a mendekati pihak-pihak 
pemangku kepentingan ekonomi di 
Yaman. KBRI juga mendukung upaya 
kerja sama pengusaha Indonesia dan 
Yaman dalam produksi tuna kalengan 
dengan kandungan minyak zaitun 
pertama di Yaman. Hasilnya, sejak awal 
2014 hingga November, telah terjadi 
pengiriman tuna kalengan sebanyak 
4 kontainer dari Surabaya, ekuivalen 
dengan 68.400 kg. Ke depan, guna 
memenuhi pasar Yaman, direncanakan 
akan mendatangkan tuna kalengan 
dari Sulawesi yang tentu dapat 
meningkatkan ekspor Indonesia.

Delegasi dari Bank Sentral Yaman 
juga turut hadir dalam pertemuan 
Central Bank Governors from The 
Organization of The Islamic Conference 
(OIC) Countries di Surabaya, 5 – 6 
Nopember 2014. Selain itu, sebanyak 
enam pengusaha Yaman menghadiri 
Trade Expo Indonesia (TEI) pada 
tanggal 8-12 Oktober 2014 di jakarta, 
dan dilanjutkan pertemuan dengan 
pengusaha di Surabaya pada 21 Oktober 
2014 terkait rencana pengusaha Yaman 
mengembangkan Ice Cream Indonesia 
dengan nama de Bolivia di Timur 
Tengah, termasuk Yaman, melalui jalur 
waralaba.

Sosial Budaya
Untuk semakin mengenalkan 

Indonesia pada masyarakat Yaman, 
KBRI Sana’a mempromosikan seni, 
budaya, dan keanekaragaman 
Indonesia melalui berbagai media, 
baik cetak maupun elektronik. Di 
antara stasiun televisi yang turut 
mempromosikan Indonesia di Yaman 
adalah Yemen TV, Yemen Today, dan 
Yemen Shabab. Sementara media cetak 
di antaranya adalah Yemen Observer, 
Civil Association and Meteorology 
Authority, dan Al-Thaura.

“Kekayaan” Indonesia yang pernah 
ditampilkan antara lain Tari Saman 
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(Aceh), Tari Peresean (Lombok, Bali) 
Tari Sajojo (Papua), Pencak Silat dan 30 
masakan khas Indonesia, di antaranya 
nasi tumpeng dan sate lilit Bali. Stasiun 
Yemen TV juga pernah menampilkan 
liputan Pekan Pameran Batik, yang 
diselenggarakan pada 11–18 September 
2014.

Selain itu, 10 akademisi Yaman 
telah melaksanakan kunjungan 
ke Indonesia untuk mempererat 
kolaborasi dengan akademisi tanah 
air terkait disiplin ilmu bioetika dan 
pengembangan pembelajaran jarak 
jauh melalui Conference on “Building 
Capacity in Bioethics, Yemen–Indonesia 
Partnership” di Universitas Gadjah 
Mada (UGM), Yogyakarta tanggal 8-14 
November 2014 dan The Presidents’ 
Summit on Open Education Model 
(ICDE) di Bali, 19-21 November 2014.

Tahun ini, terdapat 6 warga Yaman 
yang menerima beasiswa Darmasiswa 
dan 4 lainnya menerima beasiswa 
Kemitraan Negara Berkembang 
(KNB) untuk mendalami pendidikan 
di Indonesia. Delegasi pesilat Yaman 
juga berkunjung ke Indonesia untuk 
mengikuti pelatihan di Solo dan Jakarta, 
22 Juni-13 Juli 2014 dan pelatihan 
wasit di Bangka Belitung, November-
Desember 2014.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Perlindungan WNI menjadi salah 
satu prioritas pekerjaan Pemri di 
Yaman, mengingat banyaknya WNI 
yang tinggal di Yaman, baik menjadi 
pelajar, BMI informal, maupun pelaut/
ABK. Bahkan ada pula WNI jamaah 
umrah yang telantar di Yaman. 
Pada 2014, tercatat setidaknya KBRI 
membantu memakamkan atau 
mengirimkan 3 WNI yang meninggal di 
Yaman, terdiri dari 2 orang ABK dan 1 
orang jamaah umrah. KBRI Sana’a juga 
membantu pengurusan hak ahli waris 
ABK yang meninggal.

Saat terjadi krisis politik di 
Yaman sejak Juli 2014, sebanyak 70 
WNI juga meminta perlindungan ke 
KBRI Sana’a untuk ditampung. Pada 
November 2014, masih tersisa 21 orang 
yang ditampung di KBRI, sedangkan 
sisanya telah direpatriasi ke tanah air. 
Terkait krisis politik Yaman tersebut, 
sebanyak 123 WNI telah dipulangkan 

ke Indonesia melalui pemulangan yang 
dilakukan pada Oktober-November 
2014.

Yordania

Hubungan kedua negara pada 
2014 ini berjalan dengan sangat baik di 
berbagai bidang. Bahkan Raja Abdullah 
II telah berkunjung ke Indonesia pada 
25-26 Februari 2014.

Politik 
Eratnya hubungan politik kedua 

negara ditandai dengan pertemuan 
tingkat tinggi yang dilakukan pada 
tanggal 25–26 Februari 2014 melalui 
kunjungan kerja Raja Abdullah II 
beserta delegasi pengusaha dan sektor 
ekonomi ke Jakarta. Raja melakukan 
pembicaraan bilateral dengan Presiden, 
melakukan tatap muka dengan para 
pengusaha Indonesia dalam forum 
bisnis, dan melakukan pertemuan 
dengan para ulama Indonesia dalam 
acara sufi  gathering.

Selama pelaksanaan kunjungan 
tersebut, beberapa hal yang dihasilkan 
antara lain kesepakatan tentang 
kerja sama konsultasi bilateral, kerja 
sama penyelesaian masalah BMI, 
serta penguatan kerja sama di bidang 
pertahanan dan keamanan.

Selain itu, tercatat kunjungan 
delegasi Ketua MPR RI sebagai tamu 
dari Senat Yordania pada 17–19 
Mei 2014 serta kunjungan delegasi 
GKSB DPR RI ke Yordania. Hal itu 
menunjukkan capaian dari upaya 
peningkatan kerja sama di bidang 
politik dan mempererat people to 
people contact. Dalam kunjungan 
tersebut, terjalin kesepakatan dan 
kesepahaman tentang kebijakan 
luar negeri kedua negara yang sama, 
yakni mendorong perdamaian dan 
keamanan global, dukungan terhadap 
Palestina, serta moderasi Islam.

Kerja sama di bidang hankam juga 
tengah dirintis dan ditingkatkan antara 
lain melalui kesertaan wakil RI sebagai 
pengamat dalam latihan militer Eager 
Lion 2013 dan Eager Lion 2014 yang 
dilaksanakan di Yordania sebagai 
delegasi pengamat. Latihan militer 
gabungan ini diikuti oleh sekitar 8.000 

personil militer dari 19 negara antara 
lain AS, Yordania, Bahrain, Kanada, 
Ceko, Mesir, Perancis, Italia, Irak, Arab 
Saudi, Kuwait, Libanon, Pakistan, 
Polandia, Qatar, Inggris, Turki, dan 
Persatuan Emirat Arab (PEA). 

Pemri juga mengirimd delegasi 
sebagai pengamat dalam The 6th 
Warrior Competition  pada 30 April–5 
Mei 2014 yang diikuti oleh 33 tim 
dari berbagai negara di Asia, Eropa, 
dan Amerika. Delegasi RI juga hadir 
dalam pelaksanaan pameran industri 
pertahanan Yordania, SOFEX 2014, 
pada tanggal 5-8 Mei 2014.

Ekonomi 
Nilai perdagangan Indonesia-

Yordania pada 2013 sebesar USD 
475,12, turun dibandingkan 2012 
yang mencapai USD 500,3 juta. Pada 
periode Januari-September 2014, nilai 
perdagangan kedua negara sebesar 
USD 238,8 juta, turun cukup drastis 
hingga 38,1% dibanding periode yang 
sama pada 2013 yang mencapai USD 
385,75 juta. Padahal, tren perdagangan 
kedua negara selama 2009–2013 masih 
menunjukkan tren peningkatan rata-
rata sebesar 17,17%.

Tren perdagangan ini direspons 
dengan upaya peningkatan hubungan 
dan kerja sama di bidang ekonomi, 
ditandai dengan beberapa kegiatan 
yang bersifat promosi produk 
perdagangan non-migas, fasilitasi 
kunjungan pejabat dan pengusaha 
Indonesia ke wilayah akreditasi serta 
pendampingan kunjungan pengusaha 
Yordania dan Palestina ke Indonesia 
serta pelayanan inquiry. 

Selain itu, telah dilakukan 
pembuatan bahan promosi ekonomi 
berupa pembuatan Calender of Events 
2014, Buku Profi l Produk Unggulan 
Indonesia, CD daftar eksportir 
Indonesia, dan Buku Profi l Ekonomi 
Yordania. Dibuat dan disebarluaskan 
pula beberapa brosur mengenai 
acara pameran dan promosi yang 
diselenggarakan di Indonesia, 
seperti Trade Expo Indonesia dan 
MEUSINDO 2014. Saat delegasi 
Yordania berpartisipasi pada TEI dan 
MEUSINDO, KBRI pun memfasilitasi 
dan melakukan pendampingan.
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Dalam acara kunjungan Raja 
Abdullah II ke Indonesia pada 25-26 
Februari 2014, Ketua KADIN Yordania 
dan para pengusaha Yordania turut 
menjadi anggota delegasi bisnis. Dari 
Indonesia, delegasi yang dipimpin 
Direktur Jenderal Pengembangan 
Ekspor Nasional Kemendag RI 
berkunjung ke Yordania pada tanggal 
31 Mei-3 Juni 2014 dalam rangka misi 
dagang serta penandatangan kerja 
sama dengan Investment Commission.

KBRI juga mempromosikan produk 
makanan dan kerajinan Indonesia 
melalui partisipasi KBRI Amman dalam 
berbagai acara sosial di Yordania, 
termasuk membantu agen produk 
PT. Indofood dan produk Indonesia 
lainnya. 

Sebagai hasil dari Joint Project 
antara Jordan Phosphate Mines 
Company (JPMC) dan PT. Petrokimia 
Gresik, telah dilakukan peresmian 
pembangunan pabrik pupuk Petro 
Jordan Abadi di Gresik, Indonesia, 
tanggal 19 Oktober 2014. Peresmian 
tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN 
RI Dahlan Iskan, Menteri Perindustrian 
dan Perdagangan Yordania Hatem 
Halawani, Ketua JPMC Amer Majali, 
dan pimpinan PT Petrokimia Gresik.

Sosial Budaya
Untuk mempromosikan potensi 

wisata Indonesia, KBRI Amman 
menggaet Roya TV, stasiun TV 
swasta dengan tingkat pemirsa dan 
rating tertinggi di Yordania saat 
ini, untuk bermitra dalam program 
Familiarization Trip 2014 yang meliput 

potensi pariwisata Jawa Tengah, 
bekerja sama dengan Pemprov Jawa 
Tengah. Hasil liputan telah diputar 
dalam 4 episode yang ditayangkan 
sejak 17 Agustus 2014.

Jumlah wisatawan Indonesia 
ke wilayah Yordania diperkirakan 
mencapai angka 50.000 pertahun (data 
2012–2014). Hal tersebut khususnya 
terkait dengan keberadaan Yordania 
sebagai tempat transit wisatawan 
religi yang akan berkunjung ke 
Palestina serta keberadaan situs-situs 
suci umat Islam maupun Kristiani 
yang menjadikan Yordania menjadi 
tujuan tetap wisata religi umat Islam 
dan Kristiani Indonesia. Untuk 
meningkatkan volume wisatawan 
Yordania berkunjung ke Indonesia, 
KBRI telah melaksanakan serangkaian 
kegiatan, di antaranya pagelaran 
budaya dan bazaar produk Indonesia 
di tempat-tempat strategis, termasuk  
di sekolah, perguruan tinggi, dan 
pusat perbelanjaan. KBRI juga telah 
menyebarluaskan pamfl et, leafl et 
dan booklet tentang Indonesia 
untuk dibagikan kepada para calon 
wisatawan yang ingin berkunjung. 

Perlindungan WNI/BMI juga 
menjadi fokus perhatian KBRI Amman. 
Pada Desember 2013, Dirjen Binapenta, 
Kemenakertrans RI berkunjung ke 
Yordania. Dalam pertemuan dengan 
counterpart Yordania, dibahas 
kemungkinan membuka kembali 
moratorium pengiriman BMI ke 
Yordania, tetapi dengan arah kebijakan 
yang diinginkan oleh pemerintah 
Indonesia, yaitu sesuai Road Map 2017 

yang berorientasi pada pekerja formal 
dan terampil dengan posisi pekerjaan 
khusus seperti baby sister,  cooker, dan 
house keeper.

Salah satu hasil kunjungan 
tersebut adalah disepakatinya rencana 
penandatanganan Nota Kesepahaman 
(MoU) baru di bidang ketenagakerjaan 
yang diproyeksikan lebih kuat 
dalam menghormati martabat dan 
melindungi tenaga kerja Indonesia 
yang bekerja di Yordania. Draft MoU 
baru tersebut telah disampaikan oleh 
Pemri dan masih menunggu respons 
dari pihak Yordania. 

Terkait dengan moratorium 
pengiriman BMI ke Yordania, meski 
Yordania telah memiliki peraturan 
yang mengatur tenaga kerja asing di 
sektor domestik, pada kenyataannya 
law enforcement khususnya bagi kasus 
yang menimpa BMI masih sangat 
rendah. Karena itu, moratorium 
pengiriman BMI dapat dicabut dengan 
catatan MoU telah berkontribusi 
terhadap perlindungan BMI di 
Yordania. 

Di bidang pendidikan, tercatat 
peningkatan jumlah pelajar Yordania 
yang belajar di perguruan-perguruan 
tinggi di Indonesia baik melalui 
pembiayaan beasiswa maupun 
pembiayaan personal. Saat ini 
setidaknya terdapat 30 mahasiswa 
Yordania tengah belajar di berbagai 
perguruan tinggi Indonesia.
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Afrika Sub Sahara adalah 
kawasan yang penuh potensi dilihat 
dari perspektif ekonomi. Selain kaya 
sumber daya alam, Afrika Sub-Sahara 
secara meyakinkan menunjukkan 
tren kemajuan ekonomi yang positif. 
Menurut IMF World Economic Outlook 
Report 2014, dari 10 negara dengan 
pertumbuhan ekonomi tercepat di 
dunia pada tahun 2014, 6 merupakan 
negara Afrika Sub-Sahara yaitu 
Chad (9,6%), Demokratik Republik 
Kongo (8,6%), Pantai Gading (8,5%),  
Mozambique (8,3%), Ethiopia (8,2%) 
serta Sierra Leone(8%).

Kawasan Afrika-Sub Sahara 
dengan penduduk sekitar 800 juta 
jiwa juga menjanjikan dari segi pasar. 
Menurut McKinsey Global Institute, 
pada tahun 2020 jumlah gabungan 
keseluruhan PDB negara-negara 
Afrika akan mencapai USD 2,6 trilyun 
dengan jumlah belanja konsumen 
mencapai USD 1,4 trilyun. J  umlah 
kelas menengah yang pada tahun 2010 
mencapai 34%, diperkirakan akan terus 
tumbuh di tahun-tahun mendatang. 
Indonesia saat ini memiliki hubungan 
diplomatik dengan 43 negara Afrika 
sub-Sahara dengan 11 Perwakilan RI 
(10 KBRI dan 1 KJRI) dan 2 ITPC (di 
Afrika Selatan dan Nigeria). Masih 
terdapat 4 negara di kawasan yang 
masih belum mempunyai hubungan 
diplomatik dengan Indonesia, yaitu: 
Chad, Guinea Equatorial, Republik 
Afrika Tengah dan Sudan Selatan. 
Pemri terus berupaya mengop-
timalkan berbagai mekanisme bilateral 
yang ada (1 Kemitraan Strategis 
dengan Afrika Selatan, 11 SKB dan 
berbagai MoU) dan menciptakan 
mekanisme baru. Indonesia juga terus 
mengoptimalkan status permanent 
observer pada Uni Afrika (sejak 2012) 
untuk memperkuat hubungan dengan 
kawasan.

Selain itu, Indonesia juga telah 
turut berkontribusi di sejumlah 
Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB 
di negara-negara Afrika. Sampai 
dengan Oktober 2014, Pemri telah 
mengirimkan 376 personel keamanan 
yang bergabung dengan MONUSCO/
Kongo, MINUSCA/Afrika Tengah, 
UNMISS/Sudan Selatan, UNMIL/Liberia 
dan MINUSMA/Mali. 

Sebagai bagian dari upaya 
sistematik menggarap potensi ekonomi 
Afrika Sub-Sahara, khususnya dalam 
konteks pasar non-tradisional, 
Indonesia telah melakukan beberapa 
upaya aktif diantaranya keikutsertaan 
pada berbagai pameran ekonomi dan 
pertemuan bisnis. Indonesia juga telah 
memiliki perjanjian perdagangan dan 
penghindaran pajak berganda dengan 
sejumlah negara Afrika.

Perdagangan RI-Afrika menunjuk
kan tren positif dalam 5 tahun terakhir. 
Pada tahun 2014 nilai perdagangan RI-
Afrika Sub-Sahara mencapai USD 9,12  
milyar, naik 121,6 % dibanding 2010 
atau 9,09% bila dibandingkan dengan 
tahun 2013. Negara-negara mitra 
dagang utama Indonesia di Afrika, 
antara lain Nigeria, Afrika Selatan, 
Angola, Pantai Gading dan Djibouti.

Di sisi investasi, negara-negara 
Afrika-Sub Sahara telah menunjukkan 
minat untuk melakukan investasi 
di Indonesia. Pada tahun 2014, nilai 
investasi dari kawasan ini mencapai 
USD 663,6 juta, atau mengalami 
kenaikan sekitar 1948% dibandingkan 
tahun 2010 (USD 32,4 juta). 

Sebaliknya, hingga saat ini 
terdapat sekitar 20 badan usaha asal 
Indonesia yang telah melakukan 
penanaman modal dan beroperasi 
di kawasan Afrika Sub Sahara, 
antara lain di Nigeria, Ethiopia, 
Kenya, Ghana, Liberia, Tanzania, 
Uganda dan Mozambik. Investasi 

Indonesia di Afrika, baik secara 
independen maupun dalam bentuk 
joint venture dengan mitra setempat 
atau internasional mencakup berbagai 
sektor, termasuk industri pangan, agro-
industri/perkebunan, industri kimia, 
pertambangan (migas) dan lain-lain. 
Sekitar 2000 tenaga kerja Indonesia, 
skilled dan semi skilled, saat ini bekerja 
di berbagai negara Afrika. 

Namun angka-angka capaian 
tersebut, masih jauh dari potensi kerja 
sama ekonomi yang ada. Sudah saatnya 
political attachment yang kuat antara 
Indonesia dengan negara-negara Afrika 
sejak prakarsa dan kepemimpinan RI 
dalam KAA 1955, ditransformasikan 
menjadi hubungan kerja sama 
ekonomi yang produktif dan saling 
menguntungkan, termasuk kehadiran 
ekonomi Indonesia secara nyata yang 
tercermin dengan meningkatnya 
keberadaan  perusahaan-perusahaan 
Indonesia di Afrika. 

Kerja sama teknik dan 
capacity building merupakan salah 
satu instrumen penting dalam 
meningkatkan hubungan bilateral 
dengan negara-negara di kawasan. 
Instrumen ini perlu dikelola dan 
dipresentasikan secara efektif sehingga 
dapat memelihara political attachment 
dan memperkuat kerja sama ekonomi 
yang saling menguntungkan sekaligus 
menjadi gateway produk-produk 
Indonesia. Selama periode 2006-2014, 
Indonesia telah memberikan pelatihan 
di bidang pertanian, pendidikan, 

III.3 Kawasan Sub-Sahara Afrika

Gambar: Presiden RI Joko Widodo  bersama Wapres Angola Manuel Domingos Vicente, 
Jakarta, 31 Oktober 2014
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UKM, perikanan, perairan, dan good 
governance kepada 597 peserta dan 
menawarkan beasiswa kepada 180 
orang dari Afrika Sub-Sahara. Pada 
akhir tahun 2013, Pemri memberikan 
sumbangan 50 traktor kepada Ethiopia, 
Gambia, Mozambique, Kenya, Senegal, 
Tanzania dan Zimbabwe sebagai 
wujud kerja sama antara Kementerian 
Pertanian RI, Kementerian Luar Negeri 
dan jajaran perwakilan.

Dari perspektif diplomasi 
ekonomi, Kemlu secara berkelanjutan 
menggalang antusiasme dengan 
memberikan kepada kalangan 
pengusaha Indonesia dan stakeholders 
lainnya informasi menyeluruh tentang 
peluang dan berbagai potensi yang 
ada di wilayah Afrika sebagai pasar 
non-tradisional. Selain itu, Kemlu 
juga intensif menggalang minat dan 
mengangkat potensi dan keunggulan 
ekonomi Indonesia bersama-sama 
dengan seluruh stakeholders nasional 
dalam rangka melakukan penetrasi 
dan terobosan diplomasi ekonomi dan 
capacity building ke Afrika.

Angola

Hubungan bilateral RI–Angola 
dilaksanakan melalui KBRI Windhoek, 
Namibia. Sepanjang tahun 2014, 
hubungan bilateral tersebut berjalan 
dengan baik.

Politik
Indonesia dan Angola juga terus 

melanjutkan kerja sama saling dukung 
pada berbagai organisasi internasional. 
Pada tahun 2014, Indonesia telah 
memberikan dukungan unilateral 
terhadap pencalonan Angola sebagai 
Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan 
PBB untuk periode 2015-2016. 

Hubungan baik Indonesia-Angola 
tahun 2014 ditandai oleh kunjungan 
Wakil Presiden Angola, Manuel 
Domingos Vicente ke Jakarta pada 
tanggal 31 Oktober-3 November 2014. 
Wakil Presiden Angola dalam hal 
ini diutus oleh Presiden Angola, Jose 
Eduardo Dos Santos untuk memenuhi 
undangan Presiden RI untuk 
berkunjung ke Jakarta. Salah satu hasil 
konkrit kunjungan Wakil Presiden 
Angola adalah ditandatanganinya 

perjanjian kerja sama antara 
Pertamina dan Sonangol (BUMN energi 
Angola) yang mencakup joint venturing 
investasi pembangunan kilang minyak 
dan proyek kerja sama sektor upstream 
migas di Angola dan negara-negara 
lain.

Di samping itu, Pemerintah Angola 
mengutarakan harapan agar Indonesia 
dapat membuka perwakilannya di 
Luanda, Ibukota Angola. Di sisi lain, 
Pemerintah Angola juga berencana 
untuk membuka perwakilan di Jakarta.

Ekonomi
Angola merupakan salah satu 

penyuplai minyak terbesar bagi 
Indonesia dari wilayah Afrika Sub-
Sahara. Pada tahun 2014, Nilai total 
perdagangan Indonesia–Angola 
mencapai USD 399 juta, meningkat 5,8% 
dibanding pada tahun 2013. Sepanjang 
periode 2010-2014, perdagangan 
bilateral tumbuh positif rata-rata 
27,73% per tahun. 

Produk ekspor Indonesia ke 
Angola meliputi palm oil, makanan, 
kendaraan bermotor, kosmetik, kertas, 
furnitur dan produk kimia. Sementara 
itu, minyak bumi menjadi komoditas 
ekspor utama Angola ke Indonesia.

Sosial Budaya
Sampai dengan saat ini, tercatat 

jumlah WNI yang berada di Angola 
mencapai 272 orang. WNI tersebut 
umumnya bekerja sebagai profesional 
di perusahaan minyak nasional 
maupun asing, pada sektor hospitality, 
konstruksi pelayaran dan perkebunan 
serta sebagai misionaris.

Dalam hal kerja sama teknik dan 
capacity building, PT. Badak NGL tetap 
dipercaya oleh pihak Angola LNG untuk 
melatih 131 personelnya di bidang 
industri gas. 

Di samping itu, PT. Badak NGL 
juga telah telah menjalin kerja sama 
dengan perusahaan gas nasional 
Angola, Sonagas antara lain dengan 
mengirimkan 26 tenaga ahlinya ke 
Angola dan menerima lebih dari 100 
karyawan Sonagas di pusat pelatihan 
PT. Badak NGL selama 3 tahun terakhir.

Benin

Benin merupakan salah satu 
negara rangkapan KBRI Abuja, Nigeria. 
Hubungan bilateral Indonesia–Benin 
sepanjang tahun 2014 berjalan baik. 

Kerja sama dengan Konhor RI 
dalam rangka promosi ekonomi dan 
sosial budaya telah meningkatkan 
citra Indonesia, antara lain tergambar 
dalam peningkatan nilai perdagangan 
kedua negara. 

Total nilai perdagangan RI–Benin 
tahun 2014 mencapai USD 244,2 juta 
dimana ekspor RI sebesar USD 213,12 
juta dan impor USD 31,1 juta, meningkat 
154,5% dibanding tahun 2013. Tren 
total nilai perdagangan ini positif 
10,02% sepanjang periode 2010-2014. 
Pada TEI 2014, Benin mengirimkan 10 
delegasi pengusaha.

Selama periode 2006-2014, tercatat 
2 warga negara Benin masing-masing 
memperoleh pelatihan diplomatik 
dan beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang.

Botswana

Hubungan diplomatik Indonesia 
dan Botswana ditandai dengan 
penandatanganan joint communiqué di 
New York tanggal 29 Maret 2012.

Botswana merupakan salah satu 
wilayah rangkapan KBRI Pretoria, 
sedangkan Botswana menangani 
hubungan diplomatik dengan 
Indonesian melalui Kedubesnya di 
Canberra.

Terpilihnya Indonesia sebagai 
anggota Dewan HAM PBB periode 
2015-2017 tidak lepas dari dukungan 
Botswana dan 27 negara Afrika Sub-
Sahara lainnya.

Total nilai perdagangan RI–
Botswana tahun 2014 mencapai USD 
285,5 ribu, menurun  82,7% dari tahun 
2013. Ekspor RI sebesar USD 282,4 dan 
impor dari Botswana senilai USD 3 
ribu. Nilai perdagangan RI-Botswana 
tumbuh 14,18% per tahun sepanjang 
periode 2010-2014. 
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Selama periode 2006-2014, 
Pemerintah Indonesia telah 
menawarkan beasiswa Kemitraan 
Negara Berkembang kepada 2 warga 
negara Botswana.

Burkina Faso

Hubungan bilateral Indonesia-
Burkina Faso dirangkap melalui KBRI 
Abuja, Nigeria. Pada tahun 2014, 
hubungan baik kedua negara di bidang 
politik berbuah dukungan Burkina 
Faso terhadap pencalonan Indonesia 
sebagai anggota Dewan HAM periode 
2015-2017, dimana Indonesia berhasil 
terpilih. Terpilihnya Indonesia sebagai 
anggota Dewan ITU periode (2014-2018) 
juga tidak lepas dari kesepakatan saling 
dukung dengan Burkina Faso. Burkina 
Faso juga memperikan dukungan atas 
pencalonan Meiditomo Sutyarjoko 
sebagai anggota Radio Regulations 
Board (RRB) ITU periode 2015-2018.

Pada tahun 2014, perdagangan RI–
Burkina Faso tercatat sebesar USD 74,7 
juta, menurun 22,25% dari tahun 2013 
yang mencapai USD 96,1 juta. Indonesia 
dalam hal ini mengalami defi sit senilai 
USD 76 juta akibat jumlah impor kapas 
yang besar. Sepanjang periode 2010-
2014, nilai perdagangan tumbuh rata-
rata 9,5% tiap tahunnya.

Burundi

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia dengan Burundi 
berjalan dengan baik. KBRI di Dar 
es Salaam, Tanzania, dalam hal ini 
diakreditasikan juga untuk menagani 
hubungan diplomatik dengan Burundi.

Burundi pada tahun 2014 
memberikan dukungan unilateral 
kepada Indonesia atas pencalonan 
sebagai anggota Dewan HAM PBB 
periode 2015-2017, dimana Indonesia 
berhasil terpilih. Nilai perdagangan 
Indonesia–Burundi pada tahun 2014 
tercatat sebesar USD 365 ribu, menurun 
2,54% dibanding tahun 2013. Pada 
tahun 2014, Indonesia memberikan 
beasiswa kepada 3 warga negara 
Burundi untuk program bergelar.

Cabo Verde

Hubungan Indonesia–Cabo Verde 
sepanjang tahun 2014 berjalan dengan 
baik. Cabo Verde tercatat memberikan 
dukungan kepada Indonesia dalam 
pencalonan sebagai anggota Dewan 
HAM PBB periode 2015-2017. Dalam 
pencalonan tersebut Indonesia berhasil 
terpilih. 

Pada tahun 2014, nilai perdagangan 
tercatat USD 937 ribu, mengalami 
sedikit penurunan dibanding tahun 
2013 yang mencapai USD 1,19 juta.  

Djibouti

Indonesia mengakreditasi Djibouti 
dari KBRI Addis Ababa. Selain itu, Mr. 
Liban Houssein Farah telah ditunjuk 
sebagai Konsul Kehormatan RI untuk 
Djibouti sejak tanggal 3 Oktober 2013.

Indonesia memperoleh dukungan 
secara unilateral dari Djibouti atas 
pencalonan sebagai anggota Dewan 
HAM PBB periode 2015-2017, dimana 
Indonesia berhasil terpilih.

Dalam kesempatan menyampai-
kan salam perpisahan atas berakhirnya 
masa tugas, pada tanggal 5 November 
2014 Dubes LBBP RI untuk Djibouti 
berkedudukan di Addis Ababa, 
Ethiopia, Ramli Saud telah mengadakan 
pertemuan dengan Menteri Luar Negeri 
Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf. 
Pada kesempatan tersebut, Menlu 
Djibouti mengapresiasi peningkatan 
hubungan bilateral kedua negara yang 
berlangsung dinamis.

Di bidang ekonomi, pada tahun 
2014, nilai total perdagangan kedua 
negara mencapai USD 307 juta, naik 
sebesar 7,07 persen dibanding tahun 
sebelumnya.

Pada tahun 2014, di ibu kota 
Djibouti tercatat 8 orang WNI yang 
bekerja di industri pariwisata.

Eritrea

Hubungan bilateral dengan Eritrea 
dilaksanakan melalui KBRI Khartoum, 
Sudan. Sementara itu, Indonesia 
diakreditasi oleh Kedutaan Eritrea di 
New Delhi, India. Sepanjang tahun 
2014, hubungan bilateral tersebut 
berlangsung dengan baik. Eritrea 
tercatat memberikan dukungan 
(lisan) terhadap pencalonan Indonesia 
sebagai anggota Dewan HAM PBB 
periode 2015-2017, dimana Indonesia 
akhirnya terpilih. Hubungan 
perdagangan Indonesia dan Eritrea 
masih melalui pihak ketiga, umumnya 
dari Arab Saudi dan Persatuan Emirat 
Arab. Sejumlah produk Indonesia 
seperti kertas dan alat-alat tulis telah 
memasuki di pasaran Eritrea.

Nilai total perdagangan RI–Eritrea 
pada tahun 2014 sebesar USD 9,74 
juta, naik 58,42% dibandingkan tahun 
2013. Ekspor Indonesia mendominasi 
perdagangan bilateral, sementara nilai 
impor Indonesia dari Eritrea hanya 
sebesar USD 0,15 juta.

Ethiopia

Hubungan politik, ekonomi dan 
sosial budaya antara Indonesia dan 
Ethiopia dalam tahun 2014 terus 
mengalami kemajuan. 

Politik
Ethiopia berpeluang untuk 

menjadi hub kerja sama Indonesia 
di kawasan Afrika, karena markas 
besar Uni Afrika (UA) dan Komisi 
Ekonomi PBB untuk Afrika berada di 
ibukota Ethiopia, Addis Ababa. Sejak 
tahun 2012 Indonesia telah menjadi 
permanent observer pada Uni Afrika 
dan Pemerintah RI bertekad untuk 
mengoptimumkan status/mekanisme 
tersebut bagi penguatan aktifi tas 
diplomasi RI di Afrika.

Pada pertemuan Dubes LBBP RI 
untuk Ethiopia dengan Menlu Ethiopia, 
Dr. Thedros A. Ghebreyesus tanggal 
7 November 2014, Menlu Ethiopia 
menyampaikan rencana Pemerintah 
Ethiopia untuk membuka perwakilan 
di Indonesia. 
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Ekonomi
Nilai perdagangan bilateral pada 

tahun 2014 sebesar USD 72,3 juta, 
naik 26,18% dibanding tahun 2013. 
Tren perdagangan kedua negara 
terus meningkat dengan rata-rata 
kenaikan sebesar 42,17% pada periode 
2010-2014. 24 pengusaha Ethiopia 
menghadiri Trade Expo Indonesia 
(TEI) 2014 di Jakarta yang dilanjutkan 
dengan kegiatan forum bisnis dan 
pengenalan potensi daerah di Jambi 
pada Oktober 2014.

Terdapat berbagai perusahaan 
Indonesia yang telah memasarkan 
produknya ke Ethiopia. Ekspor 
Indonesia ke Ethiopia didominasi oleh 
sabun dan produk sabun, kertas, ban 
mobil, suku cadang, furniture serta 
tekstil. 

Sosial Budaya
Saat ini tercatat 66 WNI berada 

di Ethiopia. Pada awal tahun 2014, 
sebagai bagian dari bantuan kapasitas 
di bidang pertanian kepada Ethiopia, 
Pemri atas kerja sama Kementerian 
Pertanian dan Kementerian Luar 
Negeri telah memberikan bantuan 10 
(sepuluh) unit traktor tangan kepada 
Ethiopia. Di bidang pendidikan, 
seorang WN Ethiopia tercatat sebagai 
penerima beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

Gabon

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia–Gabon berjalan 
dengan baik. Dalam lingkup 
multilateral, Gabon memberikan 
dukungan atas pencalonan 
Indonesia sebagai anggota Dewan 
ITU periode 2014-2018. Indonesia 
dalam kesempatan tersebut akhirnya 
terpilih sebagai anggota Dewan ITU. 
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota 
Dewan HAM PBB periode 2015-2017 
juga tidak lepas dari dukungan Gabon.

Sebanyak 230 macam produk 
Indonesia telah dipasarkan di Gabon, 
sebaliknya Gabon mengekspor 47 
produknya ke Indonesia. Nilai total 
perdagangan Indonesia–Gabon pada 
tahun 2014 mencapai USD 20,8 juta, 
meningkat sebesar 23,91% dibanding 
tahun sebelumnya.

Per Oktober 2014, tercatat 
sebanyak 702 orang WNI yang menetap 
di Gabon dengan mayoritas WNI adalah 
pekerja di sektor formal dan informal.  

Gambia

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral antara Indonesia dan 
Gambia berjalan baik dan mengalami 

peningkatan di berbagai bidang. 
Dalam lingkup multilateral, Gambia 
telah memberikan dukungan atas 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan ITU periode 2014-2018, dimana 
Indonesia berhasil terpilih.

Pada kesempatan kunjungan 
Menlu Gambia, Y.M. Aboubacar 
Abdoullah Senghore ke Indonesia 
tanggal 12-13 Maret 2014 ke 
Indonesia, Menlu kedua negara telah 
menandatangani MoU Pembentukan 
Sidang Komisi Bersama (SKB) RI–
Gambia, sekaligus memimpin bersama 
SKB Pertama RI-Gambia pada tanggal 
13 Maret 2014 di Jakarta. Turut hadir 
dalam SKB tersebut Menteri Kesehatan 
dan Kesejahteraan Sosial Gambia, 
Y.M. Omar Sey, dan sejumlah pejabat 
tinggi dari berbagai kementerian 
teknis Gambia. Dalam SKB telah 
dibahas penguatan hubungan bilateral 
RI–Gambia dalam berbagai bidang 
termasuk perdagangan, pertanian, 
pendidikan, kesehatan dan kerja sama 
teknik. 

Nilai total perdagangan Indonesia-
Gambia pada tahun 2014 tercatat 
sebesar USD 42,93 juta naik 11,5% 
dibanding tahun 2013.

Dua warga negara Gambia pada 
bulan Mei 2014 tercatat mengikuti 
pelatihan di bidang good governance  

Gambar: Menlu RI, R.M. Marty Natalegawa dan Menlu Gambia, Aboubacar A. Senghore memimpin SKB Pertama RI-Gambia, 13 Maret 
2014 di Jakarta. 
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yang diselenggarakan oleh Pemri. Di 
bidang pertanian, pada Februari 2014, 
Indonesia telah menyerahkan bantuan 
5 (lima) unit traktor tangan kepada 
Gambia sebagai salah satu bentuk 
komitmen Indonesia untuk membantu 
pembangunan kapasitas Gambia di 
bidang pertanian.  

Ghana

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia – Ghana berjalan 
dengan baik. Dalam rangka penguatan 
hubungan bilateral, Pemerintah Ghana 
mempertimbangkan untuk membuka 
kedutaannya di Jakarta. Kedua 
negara saat ini juga sedang menjajaki 
kemungkinan pembentukkan Komisi 
Bersama RI-Ghana.

Nilai total perdagangan Indonesia-
Ghana pada tahun 2014 mencapai USD 
240,9 juta. Sampai bulan September 
2014, terdapat 3 perusahaan Indonesia 
yang menanamkan modalnya di Ghana. 
Pada TEI 2014, 7 pengusaha hadir dari 
Ghana.

Guinea

Guinea merupakan salah satu 
negara rangkapan KBRI Dakar, 
Senegal. Hubungan bilateral RI-Guinea 
berlangsung dengan baik. Sebagai 
sesama negara anggota OKI dan GNB, 
hubungan di antara kedua negara 
dapat saling menguatkan. Guinea 
juga merupakan salah satu negara di 
Sub Sahara Afrika yang memberikan 
dukungannya kepada Indonesia dalam 
berbagai pencalonan di organisasi 
internasional.

Secara umum, nilai perdagangan 
diantara kedua negara menunjukkan 
tren yang positif sejak 2010-2014, 
tumbuh rata-rata 21,03% per tahun. 
Nilai total perdagangan Indonesia-
Guinea pada tahun 2014 tercatat USD 
47,8 juta, turun 3,71% dibandingkan 
tahun 2013. 

Hubungan dagang ini dapat lebih 
ditingkatkan mengingat Guinea tidak 
hanya merupakan pasar dengan 
potensi 11,8 juta jiwa bagi produk 

ekspor Indonesia, melainkan juga 
peluang bagi Indonesia mengingat 
berlimpahnya sumber daya mineral 
dan tambang yang belum tereksploitasi 
disana.

Pada bulan April 2014, KBRI 
Dakar telah berhasil memulangkan 
2 (dua) orang ABK yang memiliki 
permasalahan dengan kapal 
berbendera Korea Selatan di Guinea. 

Guinea Bissau

Pasca pelaksanaan Pemilu dan 
terpilihnya Presiden Jose Mario Vaz, 
hubungan bilateral Indonesia – Guinea 
Bissau tahun 2014 pada prinsipnya 
berlangsung baik.

Kedua negara juga memiliki 
hubungan yang harmonis sebagai 
sesama negara anggota Organisasi 
Kerja sama Islam (OKI). Dalam 
tahun 2014 dan guna meningkatkan 
intensitas hubungan bilateral kedua 
negara, pemerintah Guinea Bissau yang 
baru telah mengeluarkan keputusan 
mengenai pembukaan kantor 
perwakilan diplomatik Guinea-Bissau 
di Jakarta dan telah mengangkat Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 
untuk Republik Indonesia. Penyerahan 
surat-surat kepercayaan Duta Besar 
Guinea-Bissau kepada Presiden RI 
belum terlaksana hingga saat ini.

Di bidang ekonomi, nilai total 
perdagangan Indonesia-Guinea Bissau 
pada tahun 2014 tercatat USD 5,05 
juta, mengalami kenaikan sebesar 
2,61% dibanding tahun sebelumnya 
senilai USD 4,92 juta. Walaupun nilai 
perdagangan belum terlalu signifi kan, 
terdapat potensi untuk kerja sama 
dalam bidang agri-bisnis.

Kamerun

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia-Kamerun berjalan 
baik. Kamerun-Indonesia sepakat 
saling dukung dalam pencalonan untuk 
dewan HAM PBB 2015-2017.

Nilai total perdagangan Indonesia-
Kamerun pada tahun 2014 tercatat 

USD 76,09 juta, meningkat 43,03% 
dibanding tahun sebelumnya. Pada TEI 
2014, Kamerun mengirim 33 delegasi 
termasuk beberapa pejabat dari 
Kementerian Perindustran.

Berdasarkan data KBRI Abuja, 
hingga bulan Oktober 2014, terdapat 
60 orang warga negara Indonesia yang 
berdomisili di Kamerun, terkonsentrasi 
di wilayah-wilayah sentra industri kayu 
Kamerun.

Kenya

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia dengan Kenya 
berjalan baik.

Politik
Dalam rangka mempersiapkan 

Sidang Komisi Bersama ke-2 RI-Kenya, 
KBRI dan Kemlu RI telah melakukan 
serangkaian pertemuan dengan 
pejabat senior di jajaran Kemlu 
dan Kementerian Perekonomian 
Kenya dengan membawa pesan 
komitmen penuh Pemerintah RI untuk 
membangun hubungan menyeluruh 
dengan prioritas pada kerja sama 
ekonomi yang saling menguntungkan 
antara Indonesia dengan Kenya dan 
negara-negara Afrika lainnya.

Dari sisi politik, hubungan 
Indonesia dan Kenya terus mengalami 
kemajuan. Hal tersebut antara lain 
ditandai dengan saling dukung dalam 
pencalonan sebagai dewan HAM 
2015-2017. Kenya juga memberikan 
dukungan atas pencalonan Meiditomo 
Sutyarjoko sebagai anggota Radio 
Regulations Board (RRB) ITU periode 
2015-2018, melalui kesepakatan saling 
dukung.

Ekonomi
Pada tahun 2014, nilai total 

perdagangan kedua negara mencapai 
USD 205,86 juta, terdiri dari ekspor 
Indonesia sebesar USD 196,19 juta 
dan impor Indonesia dari Kenya 
senilai US$ 9,67 juta. Nilai tersebut 
merupakan penurunan sebesar 16,7% 
dibandingkan tahun lalu. 

Terdapat perusahaan Indone-
sia yang telah menanamkan 
investasinya di Kenya yang 
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bergerak di bidang engineering, 
procurement and construction yang 
telah menandatangani kontrak 
pembangunan perumahan dan pusat 
perbelanjaan senilai USD 45 juta, 
serta perusahaan produk pangan yang 
membangun pabrik pembuatan mie 
instan di Mombasa. 

Indonesia juga telah berpartisipasi 
dalam berbagai pameran di Kenya 
yang difasilitasi oleh Kemlu dan KBRI 
seperti Kenya International Trade Expo 
(KITE) pada bulan Oktober 2014.

Sosial Budaya
Salah satu bentuk pemberian 

capacity building oleh Indonesia pada 
akhir tahun 2013 yaitu pemberian 
beasiswa kemitraan negara 
berkembang dan hibah traktor tangan 
yang berjumlah 10 unit yang tiba dan 
diterima pihak Kenya pada tahun 2014.

Hingga bulan Oktober 2014, KBRI 
Nairobi mencatat sejumlah 136 WNI 
yang tinggal di Kenya. Dari jumlah 
tersebut, sebanyak 15 orang merupakan 
tenaga kerja profesional termasuk 
pilot, dosen, supervisor, organisasi 
internasional dan rohaniwan. Selain 
itu, terdapat 20 orang  yang menjadi 
TKI formal.

Uni Komoro

Hubungan bilateral Indonesia-
Uni Comoros dilaksanakan oleh KBRI 
Dar es Salaam. Sepanjang tahun 
2014, hubungan bilateral tersebut 
berlangsung baik. Hal tersebut 
dapat diidentifi kasi khususnya dari 
hubungan politik dan ekonomi.

Di bidang politik, hubungan kedua 
negara diwarnai oleh saling dukung 
pada pencalonan masing-masing 
kepentingan kedua pihak di lembaga 
internasional (PBB) maupun lembaga 
internasional lainnya. Untuk bidang 
ekonomi, nilai total perdagangan 
Indonesia-Uni Komoro pada tahun 2014 
tercatat USD 3,04 juta. Nilai tersebut 
naik 6,6% dibanding tahun sebelumnya 
senilai USD 2,85 juta.

Lesotho

Hubungan bilateral Indonesia-
Lesotho dilaksanakan oleh KBRI 
Pretoria, Afrika Selatan dan 
berlangsung dengan baik. Pada 
tahun 2014, Pemerintah Indonesia 
memberikan beasiswa dalam kerangka 
Kemitraan Negara Berkembang kepada 
satu warga negara Lesotho.

Pada tahun 2014, nilai perdagangan 
bilateral mencapai USD 965 ribu, 
meningkat sekitar 118% dibanding 
tahun 2013 sebesar USD 411 ribu.

Liberia

Hubungan bilateral Indonesia-
Liberia dirangkap oleh KBRI Abuja, 
Nigeria. Beberapa kegiatan capacity 
building yang diikuti maupun khusus 
ditujukan bagi WN Liberia telah 
dilaksanakan, di antaranya:
• Pelatihan di bidang agro industri, 

15-28 September 2013
• Indonesia-Africa and Middle East 

Technical Cooperation Program on 
Good Governance, 18-24 Mei 2014

Indonesia secara konsisten 
mendukung perdamaian di Liberia 
dengan mengirimkan pasukan penjaga 
perdamaian di bawah United Nations 
Missions in Liberia (UNMIL).  Pada 
tahun 2014, terdapat satu military 
expert Indonesia bertugas untuk 
UNMIL.

Pada tahun 2014, nilai 
perdagangan tercatat sebesar USD 
23,3 juta, menurun 15,12% dibanding 
tahun lalu yang tercatat senilai USD 
27,48 juta.. Terdapat perusahaan 
Indonesia yang beroperasi di Liberia 
bergerak di bidang perkebunan kelapa 
sawit.  Sementara itu, terdapat dua 
perusahaan Liberia yang beroperasi di 
Indonesia dalam bisnis ekspor-impor.

Di bidang perlindungan WNI, 
Pemri telah berhasil mengevakuasi 
secara keseluruhan 109 WNI yang 
bekerja di Liberia. Evakuasi tersebut 
dilakukan terutama mengingat 
maraknya penyebaran virus Ebola di 
negara tersebut.

Madagaskar

Politik
Hubungan diplomatik Indone-

sia dengan Madagaskar direpresen-
tasikan oleh KBRI Dar es Salaam. Di 
forum internasional, Madagaskar 
memberikan dukungan atas 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan HAM PBB periode 2015-2017 
melalui kesepakatan saling dukung. 
Madagaskar juga mendukung 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan ITU periode 2014-2018. 

Pada bulan Juni 2014, Wantimpres 
RI, Emil Salim, berkunjung ke 
Madagaskar atas undangan Universitas 
Antananarivo. Dalam kesempatan 
kunjungan tersebut Emil Salim telah 
bertemu dengan Presiden Madagaskar 
dan beberapa Menteri serta pejabat 
lainnya antara lain dalam rangka 
berbagi pengalaman Indonesia dalam 
program perencanaan pembangunan 
nasional.  Sementara itu, delegasi 
Kementerian Lingkungan Hidup 
Madagaskar berkunjung ke Indonesia 
guna menghadiri World Coral Reef 
Conference di Manado, pada tanggal 14-
17 Mei 2014. 

Ekonomi
Hubungan ekonomi Indonesia-

Madagaskar berjalan baik dan 
menunjukkan trend positif. Saling 
kunjung pengusaha Madagaskar ke 
Indonesia dan sebaliknya berlangsung 
cukup reguler. Terdapat sekitar 2000-
an produk Indonesia yang telah masuk 
di pasar Madagaskar. Pada tahun 2014, 
nilai perdagangan tercatat mencapai 
USD 66,16 juta, turun 15,81% dibanding 
tahun 2013 yang tercatat seniali USD 
78,6 juta.

Dalam mempromosikan produk-
produk Indonesia, Indonesia telah 
berpartisipasi dalam Pameran 
Dagang Internasional Madagaskar 
(FIM) di bulan Mei 2014. Lima 
perusahaan Indonesia tercatat hadir 
mempromosikan produknya di 
acara tersebut yang difasilitasi dan 
didampingi oleh pejabat Kemlu RI 
bersama KBRI Antananarivo. Dalam 
kesempatan TEI 2014, terdapat 10 
pengusaha Madagaskar yang hadir dan 
melakukan transaksi/penjajakan order 
dengan pengusaha Indonesia.   
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Sosial Budaya
Dalam bidang pertanian, 

telah dilaksanakan kerja sama 
pengembangan sistem budidaya 
kedelai di Madagaskar yang turut 
melibatkan Kementerian Pertanian. 
Delegasi Tim Ahli Kedelai Republik 
Indonesia juga mengadakan promosi 
dan sosialisasi pengolahan kedelai 
menjadi aneka bentuk panganan 
sebagai bentuk kontribusi Indonesia 
dalam membantu program ketahanan 
gizi nasional Madagaskar. Di bidang 
kerja sama peningkatan kapasitas, 
pada tahun 2014 Indonesia telah 
memberikan beasiswa kepada 21 
warga negara Madagaskar dalam 
bentuk beasiswa Dharmasiswa (untuk 
11 orang) dan beasiswa Kerja sama 
Negara Berkembang (10 orang). Dua 
warga negara Madagaskar juga tercatat 
mengikuti pelatihan di bidang good 
governance yang diselenggarakan oleh 
Pemri. 

Di samping itu, KBRI 
Antananarivo telah memfasilitasi 
kerja sama Universitas Trisakti dan 
Universitas Antananarivo yaitu 
dalam mendatangkan Guru Besar 
Fakultas Teknik Perminyakan 
Universitas Trisakti untuk mengajar 
di Politeknik Perminyakan Universitas 
Antananarivo. 

Malawi

Hubungan diplomatik Indonesia-
Malawi telah dibuka melalui 
penandatanganan joint communiqué 
di sela-sela sesi ke-69 Sidang Majelis 
Umum PBB di New York oleh 
kedua Menteri Luar Negeri, tanggal 
29 September 2014. Hubungan 
Indonesia dan Malawi dalam hal ini 
diakreditasikan kepada KBRI Harare, 
Zimbabwe.

Meskipun hubungan diplomatik 
baru saja dibuka, perdagangan 
Indonesia-Malawi cukup berkem-
bang. Pada tahun 2014, nilai 
perdagangan mencapai USD 21,58 juta, 
menurun 13,26% dibanding tahun 
sebelumnya yang tercatat senilai USD 
24,9 juta. Indonesia dan Malawi juga 
melakukan saling dukung pada forum 
internasional. Terpilihnya Indonesia 
sebagai anggota Dewan HAM PBB 

periode 2015-2017 tidak lepas dari 
dukungan Malawi melalui kesepakatan 
saling dukung.

Mali

Sebagai sesama negara anggota 
OKI, Mali dan Indonesia dapat saling 
memperkuat hubungan bilateralnya 
terkait berbagai isu internasional. 

Mali merupakan negara yang 
dapat diharapkan untuk menggalang 
dukungan bagi pencalonan Indonesia 
di berbagai badan PBB dan OI lainnya. 
Mali telah menyatakan dukungannya 
atas pencalonan Indonesia sebagai 
anggota the United National Human 
Rights Council untuk wilayah Asia-
Pasifi k periode 2015-2017 serta 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan International Telcommunication 
Union (ITU) untuk wilayah Asia dan 
Australia periode 2014-2018. Pada bulan 
Januari 2014, Dubes LBBP RI untuk 
Republik Mali yang berkedudukan di 
Dakar, Andradjati, menyerahkan surat 
kepercayaan kepada Presiden Republik 
Mali, Y.M. Tn. Ibrahim Boubacar Kéita, 
di Istana Kepresidenan Mali. 

Pada kesempatan ini, Presiden IBK 
menyampaikan keinginan Pemerintah 
Mali untuk menjalin kerja sama di 
bidang pengadaan alutsista bagi 
Angkatan Bersenjata Mali sekaligus 
membuka peluang bagi PT Dirgantara 
Indonesia untuk menjual produknya. 
Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia–Mali mengalami 
peningkatan di bidang ekonomi 
perdagangan. Nilai perdagangan tahun 
2014 tercatat USD 63,16 juta, naik 
25,61% dibanding tahun 2013.

Mali merupakan salah satu pasar 
potensial bagi produk ekspor Indonesia 
dengan pangsa pasar 15,3 juta jiwa 
selain merupakan pemasok kapas 
utama bagi bahan baku industri tekstil 
di Indonesia.

Mauritius

Pada tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia dengan Mauritius 
berjalan dengan baik. KBRI Nairobi, 

Kenya, diakreditasikan untuk 
melakukan hubungan diplomatik 
dengan Mauritius. Indonesia dan 
Mauritius juga bekerja sama dengan 
baik di forum-forum multilateral. 
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota 
Dewan HAM PBB periode 2015-2017 
juga sedikit banyak atas dukungan 
Mauritius yang dihasilkan dari 
kesepakatan saling dukung.

Mauritius merupakan negara 
Afrika terbesar yang berinvestasi 
di Indonesia dengan nilai investasi 
USD 1.058 milyar pada tahun 2012. 
Menurut BKPM, nilai investasi 
Mauritius menempati urutan 5 
terbesar di Indonesia. Selama Kuartal 
III 2014, realisasi investasi Mauritius di 
Indonesia mencapai USD 438 juta.

Di bidang perdagangan, Pada tahun 
2014, nilai perdagangan mencapai USD 
65,88 juta, menurun 15,82% dibanding 
tahun 2013 yang tercatat sebesar , 
USD 78,3 juta. Berdasarkan data KBRI 
Nairobi, hingga Oktober 2014, terdapat 
114 WNI berada di Mauritius, yang 
mayoritas bekerja di sektor kesehatan, 
pendidikan, konstruksi dan hospitality.

Mozambik

Hubungan bilateral diantara 
Indonesia–Mozambik berjalan baik 
dan terus meningkat di tahun 2014 
khususnya di bidang ekonomi dan 
sosial budaya. Pada tahun 2014 
angka perdagangan kedua negara 
mencapai USD 141,67 juta (ekspor 
Indonesia senilai USD 114,96 juta), 
menurun 20,72% dibanding tahun 
2013 yang tercatat sebesar USD 178,70 
juta. Dalam rangka meningkatkan 
perdagangan bilateral, KBRI Maputo 
telah melakukan outreach terhadap 
kalangan pengusaha Mozambik. Upaya 
ini sukses menghadirkan sekitar 32 
pengusaha Mozambik pada kegiatan 
TEI 2014 di Jakarta bulan Oktober 
2014. Selain itu, pada pameran dagang 
internasional tahunan (FACIM ke-
50) di Maputo sebanyak 9 (sembilan) 
perusahaan Indonesia turut serta. 

Pada Juni 2014, sebanyak 30 UKM 
yang berlatar belakang designer, wakil 
asosiasi kapas, asosiasi usaha kecil dan 
menengah, sektor publik dan swasta, 
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dari propinsi Maputo, Gaza, dan 
Inhambane telah mengikuti Pelatihan 
Peningkatan Kapasitas Industri Tekstil, 
“Sewing and Batik Processing”. Tercatat 
pula partisipasi seorang pejabat 
Kementerian Kehakiman Mozambik 
pada pelatihan Indonesia-Africa and 
Middle East Technical Cooperation 
Program on Good Governance pada 
bulan Mei 2014.

Di bidang pendidikan, Indonesia 
telah memberikan beasiswa kepada 2 
warga negara Mozambik untuk belajar 
Bahasa Indonesia dan seni fotografi  
di Universitas Kristen Petra Surabaya. 
Sementara itu, sebagai bagian dari 
bantuan kapasitas di bidang pertanian 
Pemri telah memberikan 5 traktor 
tangan kepada pihak Mozambik.

Terkait perlindungan WNI dan BHI, 
KBRI Maputo telah memulangkan dan 
menyerahkan WNI a.n. Muhammad 
Yusuf Salim, mantan pelaut yang hidup 
sebagai gelandangan selama 24 tahun 
di Maputo kepada keluarga pada bulan 
April 2014.

Namibia

Politik 
Dalam rangka meningkatkan 

kualitas kerja sama bilateral antara RI-
Namibia, pada bulan November 2014 
KBRI Windhoek dan Kemlu RI telah 
melakukan Review Meeting kerja sama 
bilateral RI-Namibia dengan pejabat 
senior di jajaran Kemlu Namibia. Selain 
itu juga dilakukan  pertemuan dengan 
Ketua Kamar Dagang dan Industri 
Namibia serta pengusaha lokal. 

Dalam kerangka kerja sama 
multilateral, hubungan Indonesia dan 
Namibia terus mengalami kemajuan. 
Hal tersebut antara lain ditandai 
dengan dukungan Namibia (lisan) atas 
pencalonan RI sebagai Dewan HAM 
PBB periode 2015-2017. 

Selain itu, Namibia memberikan 
dukungan kepada RI untuk terpilih 
kembali sebagai anggota Dewan 
ITU periode 2014-2018 dan Bapak 
Meiditomo Sutyarjoko sebagai anggota 
Radio Regulations Board (RRB) ITU 
periode 2015-2018.

Sebagai tindak lanjut MoU Kerja 
sama Pencegahan dan Pemberantasan 
Kejahatan Transnasional dan 
Peningkatan Kapasitas antara 
Kepolisian RI dan Namibia, pada Juni 
2014 KBRI Windhoek memfasilitasi 
partisipasi Mr. Titus Shikongo dari 
Namibian Police dalam Thematic 
Meeting on Police Operations within 
the Strategic Guidance Framework for 
International Police Peacekeeping di 
Hotel Bodobudur Jakarta.

Ekonomi
Nilai total perdagangan bilateral 

RI-Namibia pada tahun 2014 sebesar 
USD 4,49 juta, meningkat 35,24% 
dibanding tahun sebelumnya yang 
tercatat sebesar USD 3,32 juta. 
Kunjungan pengusaha Namibia 
ke Indonesia baik secara individu 
maupun dalam delegasi Namibia ke TEI 
2014, keikutsertaan Indonesia dalam 
Namibia Tourism Expo, serta dalam 
Namport Erongo Business and Tourism 
Expo merupakan beberapa upaya 
diplomasi ekonomi dengan Namibia. 
Pada TEI 2014, Namibia mengirim 16 
delegasi pengusaha termasuk 3 orang 
gubernur dan 1 walikota.

Sosial Budaya
Jumlah WNI yang tercatat di 

KBRI Windhoek per Oktober 2014 
adalah 108 jiwa, dengan mayoritas 
berprofesi sebagai anak buah kapal 
(ABK). Di bidang pendidikan, tercatat 
seorang warga negara Namibia sebagai 
penerima beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang.

Niger

Hubungan bilateral Indonesia–
Niger pada tahun 2014 berlangsung 
dengan baik. Niger merupakan negara 
akreditasi KBRI Abuja, Nigeria. Dalam 
lingkup multilateral, Niger memberikan 
dukungan atas pencalonan Indonesia 
sebagai anggota Dewan HAM PBB 
periode 2015-2017.

 Nilai perdagangan diantara kedua 
negara meskipun masih relatif kecil 
namun menunjukkan peningkatan 
sepanjang periode 2010-2014. Nilai 
total perdagangan bilateral RI-Niger 
pada tahun 2014 sebesar USD 15,34 
juta, meningkat 252,64% dibanding 
tahun sebelumnya.

Nigeria

Hubungan bilateral RI-Nigeria 
berjalan baik pada tahun 2014, 
khususnya di bidang ekonomi dan 
sosial-budaya.

Upaya peningkatan hubungan 
bilateral kedua negara antara lain 
ditandai dengan kunjungan dignitaries. 
Pada bulan Februari 2014, Menteri 
Perencanaan dan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas, Dr. Amida 
S. Alisjahbana berkunjung ke Abuja 
dalam rangka menghadiri pertemuan 
Steering Committee of the Global 
Partnership. 

Gambar: Menlu RI Marty R.M. Natalegawa berbincang akrab dengan Menlu Nigeria 
Prof. Viola Onwuliri, di sela The 6th Global Forum of the UNAOC, Bali, Agustus 2014. 
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Sebaliknya, Minister of State 
Foreign Affairs Nigeria, Prof. Viola 
Onwuliri beserta delegasi hadir di 
Bali dalam acara the Sixth Global 
Forum of the United Nations Alliance of 
Civilization pada Agustus 2014.

Dalam lingkup multilateral, 
Nigeria memberikan dukungan kepada 
RI untuk terpilih kembali sebagai 
anggota Dewan HAM PBB periode 
2015-2017. Nigeria juga mendukung 
Indonesia pada pencalonan sebagai 
anggota Dewan ITU periode 2014-2018. 

Ekonomi
Nigeria merupakan salah satu 

mitra dagang terpenting RI di Afrika. 
Nilai total perdagangan tahun 2014 
mencapai USD 3,9 milyar, naik 7,44% 
dibanding tahun sebelumnya. Nigeria 
dalam beberapa tahun terakhir 
merupakan mitra perdagangan 
terbesar Indonesia di Afrika.  

Kegiatan promosi ekonomi dan 
investasi yang telah dilakukan pada 
tahun 2014 di antaranya adalah misi 
dagang dan diplomasi ekonomi. Dalam 
hal ini, KBRI Abuja telah mengundang 
sejumlah pelaku usaha RI untuk ikut 
serta dalam berbagai pameran dagang 
selama tahun 2014 antara lain Abuja 
Trade Fair dan Lagos Internasional 
Trade Fair.   

Pada TEI 2014, sebanyak 250 
peserta dari lima negara akreditasi 
KBRI Abuja telah hadir di Indonesia, 
jumlah terbanyak dari negara-negara 
Afrika Sub-Sahara. Dalam kesempatan 
tersebut, peserta tidak hanya 
mengunjungi Trade Expo, namun juga 
menghadiri berbagai program seperti 
forum bisnis dan kunjungan ke pusat 
industri dan pariwisata.  

Sosial Budaya
Hingga Februari 2014, tercatat 

sebanyak 457 WNI menetap di Nigeria 
dengan 47 orang bekerja sebagai tenaga 
profesional. Di bidang pendidikan, 4 
warga negara Nigeria tercatat sebagai 
penerima beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang dan 4 orang penerima 
beasiswa Dharmasiswa tahun 2014.

Pantai Gading

Hubungan bilateral RI-Pantai 
Gading dilaksanakan melalui KBRI 
Dakar, Senegal. Sepanjang tahun 2014, 
hubungan bilateral antara Indonesia 
dan Pantai Gading berjalan sangat baik. 
Nilai perdagangan RI-Pantai Gading 
pada tahun 2014 tercatat USD 149,29 
juta. Angka tersebut meningkat sebesar 
139,4% dibanding tahun sebelumnya 
yang senilai USD 62,4 juta. Untuk 
memperkuat hubungan ekonomi, 
kedua negara telah menunjuk konsul 
kehormatan masing-masing di Jakarta 
dan Abidjan.

Jumlah WNI yang hingga Agustus 
2014 menetap di Pantai Gading 
adalah sebanyak 27 WNI, dimana 6 
diantaranya adalah pelajar.

Republik Demokratik 
Kongo

Republik Demokratik Kongo 
merupakan salah satu negara 
rangkapan KBRI Dakar, Senegal. Di 
bidang ekonomi, perkembangan 
perdagangan kedua negara mengalami 
peningkatan. Nilai total perdagangan 
Indonesia-RDK pada tahun 2014 
mencapai USD 38,56, meningkat 
disbanding tahun sebelumnya 
yang tercatat sebesar USD 3,5 ribu. 
Berdasarkan data dari KBRI Dakar, 
hingga bulan Agustus 2014 terdapat 
199 WNI berdomisili di RDK, 187 
orang diantaranya adalah pekerja 
professional, dan 11 orang rohaniwan.

Republik Kongo

Hubungan bilateral Indonesia – 
Republik Kongo selama tahun 2014 
tetap berlangsung baik. Rep. Kongo 
tercatat memberikan dukungan atas 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan HAM PBB periode 2015-2017 
melalui kesepakatan saling dukung. 
Adapun nilai total perdagangan 
Indonesia-Republik Kongo pada 
periode tahun 2014 tercatat USD 121,11 
juta, naik sekitar 261,45% disbanding 
tahun 2013. 

Rwanda

Hubungan antara Indonesia-
Rwanda berjalan baik pada tahun 
2014. Pada 30 Okt - 4 Nov 2014, 
Presiden Republik Rwanda, Paul 
Kagame, didampingi Ibu Negara dan 
delegasi telah melakukan kunjungan 
pribadi ke Indonesia. Presiden Rwanda 
melakukan pertemuan informal 
dengan Wakil Presiden RI dan Ketua 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di 
Jakarta. Dalam lingkup multilateral, 
Rwanda telah memberikan dukungan 
atas pencalonan Indonesia sebagai 
anggota Dewan HAM PBB periode 
2015-2017 dan anggota Dewan ITU 
periode 2014-2018 dimana Indonesia 
berhasil terpilih. Pada tahun 2014, 
nilai perdagangan bilateral mencapai 
USD 1,62 juta, naik 30,73% dibanding 
tahun sebelumnya yang tercatat 
sebesar USD 1,24 juta. Indonesia telah 
memberikan beasiswa Kemitraan 
Negara Berkembang kepada 3 warga 
negara Rwanda untuk tahun ajaran 
2014/2015.

Sao Tome and Principe

Hubungan diplomatik Indonesia 
dengan Sao Tome dan Principe baru 
dibuka pada tanggal 27 September 
2011. Nilai total perdagangan 
Indonesia–Sao Tome & Principe pada 
tahun 2014 sebesar USD 1,18 juta, 
meningkat 66,71% dibanding tahun 
sebelumnya.

Senegal

Hubungan  diplomatik RI – 
Senegal yang secara resmi dibuka 
pada tanggal 3 Oktober 1980, hingga 
tahun 2014 terus berlanjut baik di 
tingkat bilateral maupun multilateral. 
Dalam kerangka multilateral, Senegal 
tercatat memberikan suaranya dalam 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan ITU periode 2014-2018.

Di bidang kerjasama ekonomi, 
tren perdagangan RI-Senegal selama 
tahun 2010 – 2014 mengalami 
peningkatan sebesar 30,5%. Nilai total 
perdagangan Indonesia-Senegal pada 
tahun 2014 sebesar USD 78,25  juta, 
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meningkat dibanding tahun 2013 yang 
mencapai USD 58,78. Senegal juga rutin 
mengirimkan delegasi bisnis pada TEI. 
Pada periode Januari-Februari 2014, 
Pemerintah Indonesia memberikan 
hibah 5 hand tractor kepada Senegal 
sebagai bagian dari kerja sama capacity 
building.

Seychelles

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia-Seychelles berjalan 
baik. Setelah kunjungan resmi Menteri 
Luar Negeri Republik Seychelles, Jean-
Paul Adam ke Indonesia, 22 November 
2013,  kedua negara berminat untuk 
meningkatkan kerja sama di sektor-
sektor perdagangan, investasi, 
pariwisata, maritime safety termasuk 
penanggulangan bajak laut, serta 
pengembangan UKM dan pemberian 
capacity building. Pada tahun 2014, 
nilai total perdagangan RI-Seychelles 
mencapai USD 7,05 juta. Selain itu, sejak 
tahun 2012, data BKPM menunjukkan 
investasi Seychelles di Indonesia 
berada di posisi 16 negara asal foreign 
direct investment di Indonesia atau 
terbesar kedua dari Afrika Sub-Sahara, 
setelah Mauritius. Tercatat investasi 
dari Seychelles sampai dengan kuartal 
ke-3 tahun 2014 mencapai sekitar USD 
115 juta.

Hingga bulan November 2014, 
terdapat peningkatan jumlah WNI 
yang berdomisili di Seychelles menjadi 
225 orang. Para WNI yang bekerja 
di Seychelles adalah skilled-workers, 
sebagian besar bekerja di sektor 
pariwisata dan perhotelan. Peluang 
seperti ini perlu terus dioptimalkan ke 
depan.

Sierra Leone

Pada tahun 2014 hubungan 
bilateral antara Indonesia dan Sierra 
Leone berlangsung baik terutama di 
bidang sosial-budaya dan ekonomi. 
Nilai total perdagangan kedua 
negara pada tahun 2014  tercatat USD 
25,30 juta,  meningkat 18,45 persen 
dibandingkan tahun 2013.

Di bidang sosial budaya, pada 
tahun 2014, 2 (dua) pelajar/mahasiswa 
Sierra Leone tercatat sebagai 
penerima beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB).

Somalia

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia – Somalia 
pada prinsipnya berjalan dengan 
baik, meskipun cenderung kurang 
berkembang mengingat situasi 
politik domestik Somalia yang baru 
memiliki pemerintahan.  Setelah dua 
dekade didera konfl ik dan instabilitas, 
pada akhir tahun 2012 Somalia 
berhasil memilih presiden baru yang 
mendapatkan harapan tinggi dari 
rakyat Somalia dengan dukungan 
internasional membawa Somalia 
menuju perdamaian, rekonstruksi dan 
pembangunan. Dengan tren tersebut, 
ke depan hubungan dan kerja sama 
RI-Somalia dapat lebih berkembang, 
khususnya di bidang ekonomi dan 
perdagangan. Nilai perdagangan 
Indonesia-Somalia pada tahun 2014 
sebsar USD 36,71 juta, naik 66,23% 
dibanding tahun 2013 yang mencapai 
USD 22,08 juta.

Swaziland

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral Indonesia dengan Swaziland 
khususnya di bidang ekonomi 
mengalami penurunan. Nilai total 
perdagangan Indonesia-Swaziland 
pada tahun 2014 tercatat USD 3,18 
juta, turun 64,52% dibanding tahun 
2013. Untuk mendorong peningkatan 
perdagangan, KBRI Pretoria, 
ITPC Johannesburg dan beberapa 
perusahaan Indonesia telah ikut serta 
dalam Swaziland International Trade 
Fair pada bulan September 2014.

Tanzania

Politik
Sepanjang tahun 2014, hubungan 

bilateral kedua negara berjalan dengan 
baik di berbagai bidang khususnya 
bidang sosial-budaya dan kerja sama 
teknik. Dalam kerangka multilateral, 
Tanzania telah memberikan 
dukungannya atas pencalonan 
Indonesia sebagai anggota Dewan HAM 
PBB periode 2015-2017 dan anggota 
Dewan ITU periode 2014-2018.

Ekonomi
Nilai total perdagangan Indonesia-

Tanzania pada tahun 2014 tercatat USD 
222,14 juta. Walaupun jumlah tersebut 
relatif lebih besar dibandingkan 
dengan perdagangan Indonesia dengan 
negara Afrika lainnya, nilai tersebut 
merupakan penurunan sebesar 9% 
dibanding 2013. Guna meningkatkan 
angka ini, KBRI Dar Es Salaam 
melakukan beberapa upaya antara lain 
berpartisipasi dalam Dar es Salaam 
International Trade Fair (Saba-saba) 
pada bulan Juli 2014, Pameran Nane-
nane di Morogoro bulan Agustus 2014 
serta Mbeya International Trade Fair 
bulan Oktober 2014. 

Sosial Budaya
Salah satu aspek penting dan 

produktif dalam hubungan bilateral 
Indonesia-Tanzania adalah kerja sama 
capacity building sektor pertanian. 
Sejak tahun 1996, Indonesia telah 
memberikan bantuan capacity building 
ke Tanzania baik dalam bentuk 
bantuan pengiriman ahli dan petani 
maupun peneliti di bidang pertanian. 

Gambar: Wapres RI dengan Presiden Rwanda Paul Kagame, Jakarta, 31 Oktober 2014
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Indonesia juga telah membangun 
Farmer’s Agricultural and Rural 
Training Centre (FARTC) berlokasi di 
Mkindo, Morogoro, Tanzania yang 
tidak saja dimanfaatkan oleh kalangan 
petani setempat tetapi juga negara-
negara tetangga. Pihak Tanzania sendiri 
mengakui bahwa berkat bantuan dan 
fasilitasi Indonesia, produksi tanaman 
padi yang sebelumnya hanya berkisar 
2 ton per hektar pada tahun 1996 
berhasil ditingkatkan menjadi 6 ton per 
hektar pada tahun 2008.

Selama tahun 2014 kegiatan kerja 
sama terkait pertanian antara lain: 
• The 3nd Joint Agricultural Coope-

ration Committee RI-Tanzania, 
November 2014 di Jakarta;

•  Kunjungan kerja ke FARTC, dalam 
rangka pemberian bantuan sarana 
penunjang kegiatan diklat, Maret 
2014;
- Peresmian program pertanian 

nasional tahun 2014 di FARTC, 
Juni 2014;

- Pembagian 10 hand tractor 
hibah Pemerintah Indonesia 
pada awal tahun 2014 kepada 
pusat pelatihan pertanian di 
Mkindo dan Soga.

Indonesia juga telah memberikan 
beasiswa pendidikan S-2 dalam 
kerangka Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB) kepada dua 
mahasiswa Tanzania di bidang 
akuakultur (IPB) dan sosiologi (Unair) 
dan satu beasiswa Darmasiswa 
pada tahun 2014. Untuk lebih 
memperkenalkan Indonesia di 
Tanzania, terutama dalam bidang 
budaya, KBRI Dar es Salaam juga 
mengikuti the 9th Asian Film Festival di 

Dar es Salaam pada bulan Oktober 2014 
dengan menayangkan fi lm “Di Bawah 
Lindungan Ka’bah”.

Di sela-sela “Youth Leaders 
in Action (YLA) Capacity-Building 
Conference” tanggal 20-24 Januari 2014 
di Dar es Salaam, delegasi Kemenpora 
RI, melakukan pertemuan dengan Act. 
Youth Development Director, Ministry of 
Information, Youth, Culture and Sport 
Tanzania. Pertemuan dilakukan guna 
menjajaki sistem pertukaran pemuda 
melalui sarana ICT.

Kerja sama teknik lainnya 
diwujudkan dengan kunjungan 41 
anggota Tanzanian People’s Defence 
Force (TPDF) untuk mengikuti kegiatan 
yang diselenggarakan Indonesian 
National Defence Forces Peacekeeping 
Center (INDF PKC). Sebanyak 2 (dua) dari 
41 orang mengikuti senior level Peace 
Support Operation Course, 4-8 Agustus 
2014, sedangkan 39 lainnya mengikuti 
Garuda Chanti Dharma 2014, Global 
Peace Operations Initiatives (GPOI), 
Capstone Exercise, Sentul, 18 Agustus 
– 1 September 2014. Selain itu saat ini 
terdapat 1 Perwira Tanzania sedang 
mengikuti SESKOAD di Bandung.

Togo

Hubungan bilateral Indonesia–
Togo tahun 2014 berjalan baik. 
Dalam kerangka multilateral, Togo 
memberikan suaranya dalam 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan HAM PBB periode 2015-
2017. Togo juga telah mendukung 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 

Dewan ITU periode 2014-2018 dan 
pencalonan Meiditomo Sutyarjoko 
sebagai anggota Radio Regulations 
Board (RRB) ITU periode 2015-2018, 
melalui kesepakatan saling dukung.

Di bidang ekonomi perdagangan. 
Nilai total perdagangan diantara 
kedua negara pada tahun 2014 tercatat 
sebesar USD 143,14 juta, meningkat 
65,81% persen dibanding tahun 2013. 
Nilai ekspor RI tahun 2014 senilai 
USD 132,9 juta, sementara nilai impor 
Indonesia dari Togo sebesar USD 10,15 
juta. 

Pada bulan Juni 2014, Indonesia 
melantik Konsul Kehormatan RI untuk 
Togo, Sdr. Iroko Kossi Armand. Dengan 
demikian, diharapkan hubungan 
bilateral di antara kedua negara 
diharapkan meningkat, terutama di 
bidang perdagangan, sosial budaya dan 
perlindungan WNI di Togo. Togo pada 
TEI 2014 tercatat telah mengirimkan 10 
delegasi bisnis.

Produk ekspor utama Indonesia ke 
Togo adalah minyak sawit dan sayuran, 
kertas, sabun dan komponen otomotif, 
sedangkan impor dari Togo adalah 
kapas, besi dan baja. 

Uganda

Dalam kerangka multilateral, 
Uganda telah memberikan suaranya 
dalam pencalonan Indonesia sebagai 
anggota Dewan HAM PBB periode 
2015-2017. Togo juga telah mendukung 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan ITU periode 2014-2018 dan 
pencalonan Meiditomo Sutyarjoko 
sebagai anggota Radio Regulations 
Board (RRB) ITU periode 2015-2018, 
melalui kesepakatan saling dukung.

Nilai total perdagangan kedua 
negara pada tahun 2014 sebesar USD 
20,3 juta, dengan ekspor Indonesia 
sebesar USD 9,6 juta dan impor 
Indonesia sebesar USD 10,7 juta yang 
antara lain terdiri dari kapas, produk 
kulit dan kayu. Produk Indonesia yang 
diekspor ke Uganda antara lain CPO, 
kertas dan produk kertas serta furnitur. 
Melalui kerangka Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB), Indonesia telah 
memberikan beasiswa pendidikan S-2 
kepada tujuh mahasiswa dari Uganda.

Gambar: Partisipasi RI dalam 9th Asian Film Festival di Dar Es Salaam bulan Oktober 
2014.
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Zambia

Hubungan bilateral RI-Zambia 
dilakukan melalui KBRI Harare, 
Zimbabwe. Dalam kerangka kerja sama 
multilateral, Zambia telah memberikan 
dukungannya atas pencalonan 
Indonesia sebagai anggota Dewan HAM 
PBB periode 2015-2017. 

Nilai total perdagangan Indonesia-
Zambia pada tahun 2014 mencapai USD 
13,2 juta, turun 24,3% dibandingkan 
tahun sebelumnya yang tercatat 
sebesar USD 17,4 juta. Zambia tercatat 
mengirimkan 12 delegasi bisnis untuk 
berpartisipasi pada TEI 2014.

Di bidang sosial budaya, pada 
tahun 2014 tercatat seorang WN 
Zambia sebagai penerima beasiswa 
Kemitraan Negara Berkembang (KNB).

Sampai dengan Desember 2014, 
tercatat 420 orang WNI berdomisili 
di Zambia, yang sebagian besar 
merupakan tenaga kerja di perusahaan 
pertambangan Indonesia yang 
berinvestasi di Zambia. 

Zimbabwe

Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral antara kedua negara berjalan 
baik di berbagai bidang. 

Nilai total perdagangan antara 
kedua negara pada tahun 2014 
mencapai USD 32,74 juta, turun 6,8% 
dibanding tahun sebelumnya. Sebagai 
upaya peningkatan perdagangan 
tersebut, KBRI Harare telah 
berpartisipasi pada berbagai pameran 
perdagangan di Zimbabwe, antara 
lain Zimbabwe International Trade Fair 
pada bulan April 2014.

KBRI Harare juga telah aktif 
melakukan forum bisnis dan 
promosi  kegiatan TEI 2014 antara 
lain di  Bulawayo dan Victoria Falls. 
Penggalangan tersebut berhasil 
menjaring 33 pengusaha Zimbabwe 
dan 12 pengusaha Zambia yang hadir 
pada pameran TEI 2014 bulan Oktober 
2014 di Jakarta. 

Di bidang sosial budaya, 
promosi budaya dilakukan melalui 
keikutsertaan KBRI Harare dalam 
berbagai pameran dan festival seperti 
Harare International Festival of the Arts 
(29 April-4 Mei 2014) dan Sanganai 
Tourism Exhibition (16-18 Oktober 
2014). Selain itu, KBRI Harare juga ikut 
serta dalam Zimbabwe International 
Film Festival (4-11 Oktober 2014) 
dengan melaksanakan workshop dan 
pemutaran fi lm ‘Soekarno’. 

Pada tanggal 17 Mei 2014, 
Kementerian Luar Negeri bekerja sama 
dengan Kedutaan Besar Zimbabwe 
dan Kedutaan Besar Sudan telah 
menyelenggarakan peringatan Africa 
Day dalam bentuk friendly football 
match, pameran foto dan pertunjukan 
seni budaya yang melibatkan diplomatic 
corps, pengusaha maupun masyarakat 
umum baik WN Indonesia maupun WN 
Afrika yang berada di Indonesia. 

III.4 Kawasan Amerika Utara dan Tengah

Belize

Pemerintah RI telah 
menandatangani Komunike Bersama 
Mengenai Pembukaan Hubungan 
Diplomatik antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Pemerintah Belize pada 
tanggal 9 Juli 2014 oleh Duta Besar RI 
dan Duta Besar Belize di Mexico City. 

Pembukaan hubungan diplomatik 
ini didasari semangat Pemerintah 
RI untuk memperkuat hubungan 
persahabatan dan kerja sama yang 
selama ini terjalin antar kedua 
negara. Dengan dibukanya hubungan 
diplomatik ini, RI dan Belize diharapkan 
dapat saling mendukung di berbagai 
forum internasional dan dapat 
meningkatkan kerja sama bilateral 
baik di bidang politik, ekonomi, sosial-
budaya, perdagangan, dan pendidikan.

Belize merupakan sebuah negara 
dengan sistem demokrasi parlementer, 
dan dipimpin seorang gubernur 
jenderal sebagai kepala negara dan 

perdana menteri sebagai kepala 
pemerintahan. Negara dengan populasi 
sebesar 350.000 jiwa ini memiliki 
komoditas ekspor antara lain kayu dan 
produk kayu, lilin, sabun, kapas, mesin, 
kapal, besi, baja, produk kosmetik, 
kullit dan produk kulit. Adapun GDP 
PPP per kapita Belize adalah USD 8.013, 
sementara GDP PPP-nya adalah USD 2,8 
milyar. Sejauh ini hubungan ekonomi 
bilateral telah berlangsung dengan 
nilai perdagangan pada periode 
Januari-Agustus 2014 mencapai USD 
2,95 juta, meningkat 60,27% dibanding 
periode yang sama pada  tahun 2013.

El Salvador

Hubungan diplomatik RI-
El Salvador dibuka pada tanggal 
23 September 2011 melalui 
penandatanganan Joint Communique 
pembukaan hubungan diplomatik RI-
El Salvador oleh Menlu kedua negara 
di sela-sela SMU PBB ke-66 di New York. 

Kunjungan pertama pejabat tinggi 
Indonesia ke El Salvador dilakukan 
oleh Direktur Jenderal Amerika dan 
Eropa (Kemlu RI) ke San Salvador 
pada tanggal 31 Januari-1 Februari 
2013. Dalam kesempatan tersebut 
ditandatangani  MoU between the 
Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Indonesia and the Ministry 
of Foreign Affairs of the Republic of 
El Salvador on Bilateral Consultation  
sebagai dasar penyelenggaraan Forum 
Konsultasi Bilateral (FKB).   

Untuk kerja sama di dalam forum 
FEALAC, El Salvador telah memenuhi 
undangan Menlu RI menghadiri Foreign 
Minister Meeting (FMM) VI FEALAC di 
Nusa Dua, Bali, pada tanggal 13-14 Juni 
2013 dengan mengirimkan Wamenlu 
Jaime  Alfredo Miranda Flamenco. 
El Salvador juga telah memberikan 
dukungan atas pencalonan Indonesia 
di Dewan HAM PBB dan Dewan ITU. 
Indonesia dalam hal ini memberikan 
dukungan kepada El Salvador di 
Committee on Economic, Social and 
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Cultural Rights (CESCR).  Selama tahun 
2009-2013, perdagangan RI-El Salvador 
menunjukkan kenaikan sebesar 5,74%. 
Pada periode Januari-Oktober 2014, 
nilai perdagangan RI-El Salvador 
tercatat mencapai USD 9,74 juta 
(ekspor Indonesia USD 9,55 juta, dan 
impor Indonesia USD 187.800). Nilai ini 
menurun dari nilai perdagangan pada 
periode yang sama pada tahun 2013 
yang mencapai USD 63,85 juta (dengan 
nilai ekspor Indonesia USD 8,11 juta, 
dan impor Indonesia USD 55,75 juta).

Indonesia akan terus 
meningkatkan presence and infl uence 
di El Salvador, antara lain melalui 
saling kunjung pejabat tinggi atau 
kalangan pengusaha (misi dagang), 
pembentukan business forum, tawaran 
kerja sama teknik, dan promosi budaya.

Guatemala

Politik
Hubungan diplomatik RI-

Guatemala dibuka pada 29 April 1992. 
Dengan pertimbangan kedekatan 
geografi s, pada tahun 2008 perangkapan 
Guatemala yang sebelumnya ditangani 
oleh PTRI New York dialihkan kepada 
KBRI Mexico City. Menindaklanjuti 
hal tersebut, KBRI Mexico City telah 
melakukan penjajagan pembentukan 
mekanisme konsultasi bilateral dengan 
Guatemala.

Berdasarkan hasil pertemuan 
Wamenlu Guatemala dengan Menlu RI 
di sela-sela PTM FEALAC di Bali, Juni 
2013, dalam waktu dekat pemerintah 
Guatemala berencana untuk membuka 
kembali Kedubes Guatemala di Jakarta 
yang ditutup sejak tahun 1993 karena 
keterbatasan anggaran.

Indonesia dan Guatemala menjalin 
hubungan yang cukup erat di berbagai 
aspek. Di fora multilateral, kedua 
negara berhubungan erat dalam 
kerangka FEALAC dan F-11, yang 
terwujud dalam bentuk saling dukung 
dan intensitas pertemuan di sela-sela 
fora multilateral. Guatemala dalam hal 
ini telah memberikan dukungan atas 
pencalonan Indonesia di Dewan ITU.

Ekonomi
Nilai total perdagangan RI-

Guatemala pada periode Januari-
Oktober 2014 mencapai USD 30,22 juta 
(ekspor Indonesia USD 29,51 juta, dan 
impor Indonesia USD 713.500). Nilai ini 
menurun 15,9% dibandingkan capaian 
pada rentang yang sama di tahun 2013, 
USD 35,93 juta (ekspor Indonesia USD 
29,93 juta, dan impor Indonesia USD 6 
juta).

Indonesia tengah menegosiasi-
kan dua perjanjian yaitu: Basic 
Agreement on Economic, Scientifi c and 
Technical Cooperation dan Agreement 
on the Exemption of Visa Requirements 
for its Respective Nationals Holders of 
Diplomatic, Offi  cial or Service Passports. 

Sosial Budaya
Sementara di bidang sosial-budaya, 

telah terjalin kerja sama berupa 
partisipasi seorang diplomat Guatemala 
bernama Marco Vinicio Quan Ramirez, 
dalam  11th International Training 
Course for Mid-Career Diplomats 
tahun 2013 yang diselenggarakan 
oleh Pusdiklat Kemlu RI. Pemerintah 
RI juga telah menawarkan beasiswa 
Darmasiswa dan KNB kepada pelajar 
Guatemala.

Indonesia akan berupaya 
mempererat hubungan kedua 
negara, baik melalui misi dagang, 
pembentukan business forum, tawaran 
kerja sama teknik, maupun promosi 
budaya. Hingga Oktober 2014, jumlah 
WNI di Guatemala tercatat sebanyak 
satu orang.

Honduras

Hubungan diplomatik RI-Honduras 
dimulai sejak tahun 1998. Honduras 
merupakan wilayah akreditasi KBRI 
Mexico City, sementara Perwakilan 
Tetap Honduras di New York 
merangkap Indonesia. KBRI Mexico 
City telah melakukan penjajagan 
pembentukan mekanisme konsultasi 
bilateral dengan Honduras.

Hingga saat ini hubungan bilateral 
kedua negara masih sangat terbatas 
dalam bentuk saling dukung di 
berbagai  fora internasional dan PBB 
seperti dalam Dewan HAM.

Dalam lingkup kerja sama regional, 
kedua negara menjadikan hubungan 
bilateral sebagai poros konektivitas 
dan penguat hubungan antar kawasan, 
yang antara lain dilakukan melalui 
FEALAC (Forum for East Asia and Latin 
America Cooperations).

Pada periode Januari-Oktober 
2014, total nilai perdagangan RI-
Honduras tercatat sebesar USD 6,29 juta 
(dengan ekspor Indonesia sebesar USD 
5,67 juta, dan impor Indonesia sebesar 
USD 622.700). Angka ini menunjukkan 
penurunan 16,13% dibanding capaian 
pada rentang yang sama di tahun 2013, 
yaitu USD 7,5 juta (ekspor Indonesia 
sebesar USD 6,26 juta, dan impor 
Indonesia sebesar USD 1,3 juta).

Jumlah WNI di Honduras hingga 
Oktober 2014 tercatat hanya 1 orang.

Kanada

Indonesia dan Kanada telah 
membuka hubungan diplomatik sejak 
tahun 1952. Hubungan bilateral RI-
Kanada terus meluas dan berkembang. 
Selama tahun 2014 KBRI Ottawa, 
KJRI Toronto dan KJRI Vancouver 
aktif melakukan berbagai kegiatan 
diplomasi di negara akreditasi. 
Hubungan bilateral terjalin dengan 
baik tidak hanya di level eksekutif 
tetapi juga pada level legislatif dan 
people to people contact termasuk di 
kalangan pengusaha.

Menlu RI telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu 
Kanada, H.E. The Hon. John Baird, 
tanggal 4-5 Agustus 2014. Selanjutnya, 
Pertemuan Bilateral antara Menlu 
RI dengan Menlu Kanada, H.E. John 
Baird, juga dilaksanakan di sela-
sela penyelenggaraan KTT APEC, 8 
November 2014.

Politik
Indonesia dan Kanada telah 

menyelenggarakan Pertemuan IV 
Forum Konsultasi Bilateral (FKB) yang 
berlangsung di Jakarta, Indonesia, 5 
Agustus 2014. Delegasi kedua negara 
dipimpin oleh Menteri Luar Negeri 
masing-masing dan telah menghasilkan 
Plan of Action 2014-2019 sebagai 
blueprint arah peningkatan kerja sama 
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di bidang politik, ekonomi dan sosial 
budaya. Isu-isu yang dibahas meliputi 
isu-isu bilateral (politik dan keamanan, 
ekonomi dan pembangunan, sosial 
budaya, pendidikan dan Iptek); isu-
isu regional dan global (ASEAN, 
Laut Tiongkok Selatan, Timur 
Tengah,Ukraina, APEC, kejahatan lintas 
batas, interfaith dialogue, HAM dan 
WTO). Selain itu, juga dilaksanakan 
pertemuan I Commercial Dialogue yang 
melibatkan kalangan dunia usaha 
Indonesia dan Kanada.

Dalam kerangka kerja sama 
regional ASEAN, Indonesia sebagai 
negara besar di ASEAN Berperan dalam 
peningkatan hubungan Kanada dan 
ASEAN yang dapat ditunjukkan melalui 
kehadiran Menlu Kanada, The Hon. 
John Baird pada pertemuan ASEAN 
PMC Session with Canada sejak 2011-
2014. Peningkatan perhatian Kanada 
terhadap ASEAN juga tercermin dari 
pembukaan Kedutaan-kedutaan 
Besar Kanada di sejumlah negara-
anggota ASEAN serta pembukaan 
Misi Diplomatik Kanada untuk ASEAN 
yang akan dipimpin oleh Duta Besar 
yang terpisah dari Duta Besar bilateral 
untuk Indonesia

Ekonomi
Upaya-upaya yang dilakukan guna 

mendapatkan peluang peningkatan 
kerja sama bilateral, antara lain 
pertemuan-pertemuan dengan 
pejabat CIDA (Canadian International 
Development Agency), pertemuan 
dengan Canadian Association, 4 
Februari dan 22 Mei 2014 dalam 
rangka penjajakan kerja sama 
koperasi; Pertemuan dengan Canada 
Chamber of Commerce tanggal 18 
Februari 2014 guna mendorong KADIN 
bergabung dalam B20 Coalition guna 
meningkatkan interaksi dengan Kamar 
Dagang dan Industri negara-negara 
G20, yang pada gilirannya memberi 
manfaat bagi Indonesia dalam hal 
peningkatan perdagangan dan 
investasi; dan Pertemuan dengan Acting 
Assistant Deputy Minister, Agriculture 
Ana Agri-Food Canada, 6 Maret 2014 
yang bertujuan meningkatkan kerja 
sama pertanian.

Di bidang perdagangan, menurut 
Industry Canada, volume perdagangan 
kedua negara mencapai CAD 2,99 
milyar (2012), CAD 3,28 milyar (2013) 

dan CAD 2,62 millyar (Januari-
September 2014). Impor Kanada dari 
Indonesia antara Januari–September 
2014 tercatat CAD 1,14 milyar atau naik 
9,2% dibandingkan periode yang sama 
2013 (CAD 1,05 milyar).

Berdasarkan data BKPM, 
Penanaman Modal Asing (PMA) 
Kanada di Indonesia mencapai USD 
147,9 juta (2010), USD 2,2 juta (2011), 
USD 8,5 juta (2012), USD 124 juta (2013) 
dan USD 5,8 juta (Triwulan II 2014). 
Data menunjukkan peningkatan PMA 
Kanada di Indonesia antara 2011-2013, 
dan diharapkan pada 2014 juga naik. 
Lima sektor utama investasi Kanada di 
Indonesia adalah pertambangan, jasa, 
perdagangan, industri makanan, hotel 
dan restoran.

Di samping itu telah dilakukan 
realisasi penandatanganan MoU 
between The Directorate General of 
National Export Development of The 
Ministry of Trade of The Republic of 
Indonesia and Trade Facilitation Offi  ce, 
Canadian Export Development di 
Montreal, 2 April 2014. MoU tersebut 
bertujuan memfasilitasi kerja sama 
pengembangan ekspor Indonesia 
seperti promosi ekspor pertukaran 
informasi dan peningkatan kapasitas 
SDA. 

Dalam konteks kerja 
sama multilateral, dilakukan 
Penandatanganan MoU Kerja sama 
Bidang Penerbangan Sipil antara DGCA 
dengan ACAC (European Civil Aviation 
Conference) di bidang safety, security, 
environmental and aviation training 
personil, di Singapura, 11 Februari 
2014 antara Dirjen Perhubungan Udara 
dengan Presiden ECAC. Perwakilan 
RI di Kanada juga merangkap sebagai 
Perwakilan Tetap RI untuk International 
Civil Aviation Organisation (ICAO) telah 
berhasil meningkatkan peran aktif 
Indonesia dalam berbagai inisiatif ICAO 
khususnya yang terkait dengan aspek 
keamanan dan lingkungan bandara.

Sosial Budaya
Upaya memperkenalkan Indonesia 

kepada masyarakat Kanada dilakukan 
baik secara mandiri maupun bekerja 
sama dengan masyarakat Indonesia 
antara lain berpartisipasi pada 
festival multikultur dan pariwisata. 
Salah satu festival besar yang diikuti 

adalah Servus Heritage Festival di 
Edmonton yang menyedot ratusan 
ribu pengunjung; Melakukan promosi 
seni budaya Indonesia, penjajakan 
kerja sama pendidikan termasuk 
penawaran beasiswa Darmasiswa dan 
Beasiswa Seni Budaya. Sementara 
dalam mengoptimalkan penyampaian 
informasi kepada masyarakat Indonesia 
dan Kanada Perwakilan RI di Kanada 
menggunakan website dan sosial media. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Dalam rangka promosi TKI, KJRI 
Vancouver memfasilitasi kunjungan 
Delegasi BNP2TKI yang dipimpin 
oleh Deputy Kerja sama Luar Negeri 
dan Promosi, 21-23 April 2014, yang 
bertujuan melakukan perundingan 
dan penandatanganan MoU antara 
BNP2TKI dengan Cargill Meat Solutions 
on The Placement and Protection of The 
Indonesian Overseas Workers in Alberta, 
Canada. Kedua pihak menandatangani 
MoU tersebut pada 24 April 2014 secara 
ad referendum.

Kosta Rika

Hubungan diplomatik RI-Kosta 
Rika dimulai sejak penandatanganan 
komunike bersama di New York 
pada tanggal 9 Januari 1985. Selain 
sama-sama memiliki perhatian yang 
besar terhadap masalah lingkungan 
hidup, kedua negara juga merupakan 
anggota pendiri kerja sama F-11. Di 
tingkat regional, RI dan Kosta Rika 
terlibat aktif dalam kerja sama inter-
regional FEALAC.  Kosta Rika juga 
telah memberikan dukungan atas 
pencalonan Indonesia di Dewan 
HAM PBB. Sementara di Dewan ITU, 
Indonesia dan Kosta Rika saling 
memberikan dukungan untuk 
pencalonan.

Pemerintah RI dan Kosta Rika telah 
menandatangani dua perjanjian, yakni 
Persetujuan Bebas Visa bagi Pemegang 
Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas, 
serta MoU Konsultasi Bilateral. Kedua 
perjanjian ini ditandatangani oleh 
Menlu kedua negara saat kunjungan 
Menlu Kosta Rika ke Jakarta, 28-
29 Oktober 2013. Selama 27 tahun 
hubungan diplomatik, baru kali ini 
berlangsung kunjungan tingkat Menlu. 
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Dalam usaha meningkatkan 
hubungan bilateral, perdagangan, dan 
upaya perlindungan kepada ABK WNI 
yang bekerja di kapal perikanan Kosta 
Rika, melalui Keppres tertanggal 16 
Oktober 2014, Luis Fernando Monge 
Rojas telah ditetapkan sebagai Konsul 
Kehormatan RI di San Jose, Kosta Rika.

Nilai perdagangan RI-Kosta Rika 
pada periode Januari-Oktober 2014 
mencapai USD 25,13 juta (ekspor 
Indonesia sebesar USD 21,43 juta, dan 
impor Indonesia sebesar USD 3,69 juta). 
Angka ini menurun hingga 41,43% 
dibanding capaian pada rentang yang 
sama pada tahun 2013 yaitu USD 42,91 
juta (dengan ekspor Indonesia sebesar 
USD 17,12 juta, dan impor sebesar USD 
25,79 juta).

Indonesia perlu meningkatkan 
presence and infl uence di Kosta Rika, 
baik melalui saling kunjung pejabat 
tinggi atau kalangan pengusaha (misi 
dagang), pembentukan business forum, 
tawaran kerja sama teknik, ataupun 
promosi budaya. Jumlah WNI di Kosta 
Rika hingga Oktober 2014 tercatat 
sebanyak 11 orang.

Meksiko

Sepanjang tahun tahun 2014 
kualitas hubungan Indonesia dan 
Meksiko semakin ditingkatkan 
melalui komitmen kedua negara 
untuk memperkuat kerja sama dalam 

kerangka Plan of Action (PoA) Indonesia 
– Meksiko 2015-2020, yang disepakati 
oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono dan Presiden Enrique Pena 
Nieto di sela-sela Sidang Umum PBB 
ke-69, September 2014 di New York. 
PoA tersebut mencakup implementasi 
23 persetujuan kerja sama bilateral 
RI-Meksiko serta inisiatif baru kerja 
sama di berbagai bidang. Diharapkan 
agar draft PoA dapat segera difi nalisasi 
untuk implementasi lebih lanjut.

Menlu RI telah melaksanakan 
pertemuan bilateral dengan Menlu 
Meksiko, H.E. Jose Antonio Meade, di 
sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri 
Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan 
Australia (MIKTA) di Meksiko, tanggal 
14 April 2014.

Politik
Di bidang politik, di sela-sela 

Pertemuan MIKTA (Mexico, Indonesia, 
Korea, Turkey, Australia) Foreign 
Ministers’ Retreat kembali dilaksanakan 
pertemuan bilateral Menlu RI dan 
Menlu Meksiko (April). 

Upaya KBRI Mexico City untuk 
meningkatkan kualitas hubungan 
di bidang politik juga dilakukan 
dengan mendorong saling kunjung 
dan kehadirian para pejabat 
tinggi pemerintah dan parlemen 
kedua negara dalam pertemuan 
internasional. Selain itu, Indonesia 
dan Meksiko juga berkomitmen untuk 
saling dukung dalam pencalonan di 
organisasi internasional. Di bidang 

keamanan, kedua negara juga tengah 
menjajaki tindak lanjut implementasi 
Nota Kesepahaman Kerja sama Teknis 
di bidang pemberantasan perdagangan 
gelap narkoba dan psikotropika dan 
kejahatan internasional.

Ekonomi
Sepanjang tahun 2014, KBRI Mexico 

City senantiasa berupaya meningkatkan 
kerja sama ekonomi, investasi 
dan perdagangan dengan antara 
lain, memfasilitasi bagi pengusaha 
Indonesia yang berpartisipasi dalam 
pameran produk/dagang dan promosi 
investasi, menyelenggarakan business 
meeting dengan pengusaha, Kamar 
Dagang dan asosiasi-asosiasi bisnis 
dan memberikan presentasi terkait TTI 
Indonesia dan penyelenggaraan TEI 
setiap tahunnya di beberapa kota besar 
di Meksiko. KBRI Mexico City telah 
melakukan penjajakan kerja sama 
sister city antara San Luis Potosi dan 
Semarang dan antara Los Cabos dan 
Mataram.

Hubungan perdagangan kedua 
negara menunjukan peningkatan, 
khususnya volume ekspor Indonesia 
ke Meksiko.  Menurut data statistik 
Kementerian Perdagangan RI, ekspor 
ke Meksiko selama periode Januari–
Agustus 2014 mengalami peningkatan 
22,72% dari USD 467,10 juta pada tahun 
2013 menjadi USD 573,23 juta pada 
tahun 2014.  Adapun, total perdagangan 
kedua negara selama periode dimaksud 
mencapai USD 705,47 juta.

Gambar : Asia Pacifi c Parliamentary Forum (APPF) di Puerto Vallarta, Januari 2014.
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Sejumlah perusahaan produsen 
dan distributor produk Indonesia 
telah mengikuti pameran dagang 
di Meksiko, diantaranya PT Mayora 
Indah Tbk (makanan, permen), PT 
Sinar Sosro (minuman teh botol), PT 
Dua Kelinci (food and beverage), PT. 
Bali Maya Permai (food canning/fi sh/
seafood) dan PT Nutrifood (produk 
bebas gula/Tropicana Slim). Dalam 
hal ini PT Mayora Indah Tbk telah 
menandatangani kontrak penjualan 
dengan perusahaan di Meksiko untuk 
pemasaran beberapa produknya 
seperti permen kopiko, permen choki-
choki dan kopi sachet.

Perusahaan Meksiko yang bergerak 
di bidang makanan olahan dengan 
bahan baku gandum (oat), Grupo 
Industrial Vida International, telah 
menyampaikan ketertarikan untuk 
menanamkan modal di Indonesia.  
Perusahaan tersebut telah mengadakan 
kunjungan ke Indonesia pada bulan 
Mei 2014 untuk melakukan riset pasar 
dan menganalisa potensi investasi di 
Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari 
kunjungan tersebut, KBRI Mexico 
City juga telah mengatur pertemuan 
antara pihak Grupo Industrial Vida 
Internasional dan pejabat Indonesia 
Investment Promotion Center (IIPC) New 
York di New York City pada tanggal 8 
September 2014.

Sebagai implementasi kerja sama 
teknis bilateral, telah diselenggarakan 
Lokakarya Pertama Indonesia-Mexico 
Scientifi c Forum on Agricultural Science 
and Technology di Veracruz (November 
2013). KBRI Mexico City juga 
mendorong partisipasi Meksiko dalam 
Lokakarya Kedua Indonesia-Mexico 
Scientifi c Forum on Agricultural Science 
and Technology yang berlangsung di 
Bogor tanggal 4-7 November. Dalam 
pertemuan diusulkan 3 (tiga) proyek 

kerja sama yang saat ini dalam 
pertimbangan Pemerintah Pusat. Selain 
itu, Kementerian Kesehatan Meksiko 
juga mengusulkan 3 (tiga) Proyek Kerja 
sama yang masih dalam pertimbangan 
pusat. Meksiko telah berpartisipasi 
dalam Oil and Gas Partnership Program 
2014 yang berlangsung di berbagai kota 
di Indonesia (8-21 Juni).

Terlaksananya misi Pejabat 
Tinggi Pemerintah/Delegasi RI 
pada pertemuan terkait ekonomi, 
pembangunan dan lingkungan yang 
diadakan di Meksiko, yaitu Menteri 
Lingkungan Hidup RI untuk menghadiri 
Sidang ke-5 Global Environmental 
Facility (GEF) di Cancun (Mei), Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas yang menjadi salah 
satu co-chair dalam Pertemuan Global 
Partnership for Effective Cooperation 
(GPEDC) di Mexico City (Mei), Deputi 
Gubernur Bank Indonesia sebagai 
panelis pada International Forum For 
Financial Inclusion Mexico 2014, di 
Mexico City (Juni), dan Deputi Menteri 
Koperasi dan UKM RI menghadiri 
Micro Credit Summit di Merida, Yucatan 
(September).

Dalam rangka mendukung 
upaya diplomasi investasi, KBRI telah 
mengadakan Breakfast Meeting yang 
diselenggarakan KBRI Mexico City 
bersama Bank Indonesia New York 
dan IIPC New York pada tanggal 20 
Maret 2014 di Mexico City. Acara 
tersebut merupakan langkah awal 
untuk penyelenggaraan Investment 
Day RI-Mexico yang direncanakan 
akan berlangsung pada tahun 2015. 
Indonesia juga berpartisipasi dalam 
Mega Feria Acapulco, Guerrero 
(Januari). Partisipasi pengusaha 
Indonesia dalam pameran dagang di 
Meksiko, yaitu Expo Alimentaria 2014 
di Mexico City (3-5 Juni), Intermoda 

Expo di Guadalajara (15-18 Juli), dan 
Abastur di Mexico City (1-4 September).  

Terselenggaranya business meeting 
dengan para pengusaha, Kamar 
Dagang dan asosiasi-asosiasi bisnis 
serta presentasi terkait TTI Indonesia 
dan penyelenggaraan TEI 2014 di 
Guadalajara (Juli 2014), di negara-
negara bagian di Meksiko (Los Cabos, 
San Luis Potosi, Hidalgo, Guadalajara, 
Sonora), Tegucigalpa dan Guatemala 
City sepanjang tahun 2014.

Sosial Budaya
Melalui kerja sama promosi seni 

budaya dengan berbagai pihak terkait 
di negara bagian dan di Indonesia, saat 
ini seni dan budaya Indonesia semakin 
dikenal dan diapresiasi oleh negara 
akreditasi, ditandai dengan banyaknya 
undangan dari pemerintah/pemangku 
kepentingan dari berbagai wilayah/
negara akreditasi kepada Indonesia 
untuk menjadi Guest Country/
berpartisipasi dalam acara/festival 
budaya setempat.

Kerja sama di bidang pendidikan 
dengan Meksiko juga semakin 
meningkat, ditandai dengan 
negosiasi dan Peñandatanganan 
Nota Kesepahaman/MoU kerja sama 
pendidikan dan/atau seni dan budaya 
antar perguruan tinggi di Meksiko 
dan Indonesia, dan meningkatnya 
jumlah peserta beasiswa Darmasiswa 
dan KNB. KBRI juga telah membina 
dan memfasilitasi pembentukan 
Indonesian Diaspora Network – 
Meksiko dan Keluarga Pengajian 
Muslim Indonesia di Meksiko.

Pada tahun 2014, KBRI Mexico 
City mengadakan promosi produk dan 
budaya Indonesia di negara bagian 
yaitu Festival Cultural Zacatecas di 
Zacatecas (Februari), Ferias Culturas 

Capaian Pokok Kerja Sama RI- Mexico
Sejumlah hasil implementasi kerja sama bilateral yang dicapai tahun 2014 adalah:
(1) Ditandatanganinya Perjanjian Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas dan disepakatinya 

penyusunan Plan of Action RI – Mexico 2015-2020,
(2) Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dan Belize melalui penandatanganan Komunike Bersama (Joint 

Communiqué) (9 Juli) 
(3) Kunjungan DPR-RI pada Januari 2014 dalam rangka Pertemuan Asia Pacifi c Parliamentary Forum (APPF) di 

Puerto Vallarta dan kunjungan kerja Komisi Luar Negeri Asia Pasifi k Senat Meksiko (Camara de Senadores) ke 
Indonesia (Agustus).

(4) Dukungan Meksiko terhadap pencalonan kembali Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB (2015-
2017) dan Dewan International Telecommunication Union (ITU) (2014-2017).
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de las Amigas di Mexico City (Mei), 
Festival Internacional de Expresiones 
Culturales di Iztapalapa (September), 
dan ASEAN Bazaar 2014 (November). 
Upaya promosi budaya juga dilakukan 
melalui kegiatan pelatihan rutin seni 
tari dan seni musik gamelan Bali yang 
melibatkan para alumni beasiswa 
Darmasiswa.

Untuk memajukan kerja sama 
pariwisata, KBRI Mexico City telah 
hadir dalam Peringatan World Tourism 
Day  2014 yang diselenggarakan United 
Nations World Tourism Organization 
di kota Guadalajara (26-28 September) 
dan telah bekerja sama dengan 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif dalam penyelenggaraan 
Familirization Trip ke Pulau Bali dan 
Pulau Komodo bagi penulis wisata yang 
tergabung dalam PYET (Association of 
Tourist Journalist and Editor) – Mexico 
(25 – 31 Oktober).

Di bidang pendidikan, telah 
ditandatangani perjanjian kerja 
sama pendidikan antara Universitas 
Padjajaran Bandung dan Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
(Maret 2014), San Luis Potosi. 
Perjanjian ini akan ditindaklanjuti 
tahun 2015 dengan pertukaran pelajar 
dan pengiriman misi kesenian ke San 
Luis Potosi.

Nikaragua

Hubungan diplomatik RI-
Nikaragua terjalin sejak tahun 1988. 
Sampai saat ini, perwakilan RI di 
Nikaragua dirangkap di KBRI Mexico 
City, sedangkan perwakilan Nikaragua 
di New York merangkap Indonesia. 
Kedua negara sepakat untuk bersama-
sama menjadikan hubungan bilateral 
sebagai poros konektivitas dan penguat 
hubungan antar kawasan, yang 
antara lain dilakukan dalam kerangka 
FEALAC.

Pada tanggal 18 Juni 2013, Menlu 
Nikaragua telah melakukan kunjungan 
ke Indonesia. Dalam pertemuan 
tersebut disepakati beberapa kerja 
sama dalam rangka peningkatan 
hubungan bilateral, yaitu MoU 
Pembentukan Mekanisme Konsultasi 
Bilateral dan Persetujuan antara 

Pemerintah Republik Nikaragua dan 
Pemerintah RI Mengenai  Pembebasan 
Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik 
atau Paspor Dinas. Dari hasil 
kunjungan kerja Menlu tersebut, 
diidentifi kasi peluang kerja sama saling 
menguntungkan di berbagai bidang, 
antara lain: 
• pengembangan perkebunan kelapa 

sawit yang melibatkan pengusaha 
Indonesia di lahan seluas 1,5 juta 
hektar di Nikaragua; 

•  undangan kepada Indonesia dalam 
proyek pembangunan infrastruktur 
pendukung dalam pembangunan 
Kanal Nikaragua; dan 

•  pengiriman tenaga ahli Indonesia 
ke Nikaragua untuk pelatihan 
pengolahan furnitur berbahan 
dasar pohon kelapa. 

Sebelumnya telah terdapat pula 
persetujuan antara kedua negara, yakni  
Persetujuan Dasar mengenai Kerja 
sama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan 
dan Teknik antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah 
Nikaragua; dan Pertukaran Nota 
antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Pemerintah Nikaragua mengenai 
Pembentukan Komisi Bersama di 
Bidang Kerja Sama Ekonomi, Ilmu 
Pengetahuan dan Teknik.

Di fora multilateral, Indonesia dan 
Nikaragua sudah saling mendukung. 
Pemerintah RI telah melakukan 
demarche permintaan dukungan 
kepada Pemerintah Nikaragua bagi 
penandatanganan Bali Declaration 
on Transitioning to Low Global 
Warming Potential Alternatives to 
Ozone Depleting Substances (Deklarasi 
Bali), serta pencalonan keanggotaan 
Indonesia pada ISO Council 2013-2014; 
POC UPU 2013-2016; UNCITRAL 2013-
2019; dan Council of the ICAO, in Part 
III 2013-2016.

Nilai perdagangan RI-Nikaragua 
pada periode Januari-Oktober 2014 
tercatat senilai USD 11,99 juta (ekspor 
Indonesia sebesar USD 11,83 juta, 
dan impor Indonesia sebesar USD 
154.100). Angka ini menurun 47,55% 
dibandingkan capaian pada rentang 
yang sama pada tahun 2013, yaitu USD 
22,85 juta (ekspor Indonesia sebesar 
USD 22,03 juta, dan impor Indonesia 
sebesar USD 827.600).

Indonesia perlu meningkatkan 
presence and infl uence di wilayah 
tersebut, antara lain melalui saling 
kunjung pejabat tinggi atau kalangan 
pengusaha (misi dagang), pembentukan 
business forum, tawaran kerja sama 
teknik, dan promosi budaya.

Jumlah WNI di Nikaragua per 
Oktober 2014 tercatat sebanyak satu 
orang. 

Panama

Hubungan diplomatik RI-Panama 
berlangsung sejak tahun 1979 dengan 
ditandatanganinya MoU oleh kedua 
negara, yang ditindaklanjuti dengan 
pembukaan Kedutaan Besar Panama 
di Jakarta pada tahun 1999. Indonesia 
telah membuka Kedutaan Besar RI di 
Panama City pada tahun 2010, setelah 
sebelumnya Panama dirangkap oleh 
KBRI Mexico City. Pembentukan FKB 
RI-Panama sedang dalam proses 
penjajakan oleh kedua belah pihak. 

Pada tataran regional, kerja 
sama antara Indonesia dan Panama 
terjalin melalui Forum on East 
Asia and Latin American Countries 
(FEALAC). Panama hadir dalam KTM 
FEALAC VI di Bali pada tahun 2013. 
Selain itu, Indonesia dan Panama 
telah saling memberikan dukungan 
untuk kandidat masing-masing pada 
badan-badan internasional. Panama 
telah menyampaikan dukungannya 
terhadap pencalonan RI di Dewan HAM 
periode 2015-2017, Indonesia telah 
menyampaikan dukungannya terhadap 
pencalonan Panama di Dewan HAM 
periode 2016-2018. Panama juga telah 
mendukung pencalonan Pemri dalam 
Komisi Pembangunan Berkelanjutan 
pada Sidang ECOSOC tanggal 27-28 
April 2005.

Nilai perdagangan RI-Panama pada 
periode Januari-Oktober 2014 tercatat 
sebesar USD 127,61 juta, dengan surplus 
di pihak Indonesia sebesar USD 49,15 
juta. Capaian ini terbilang menurun 
8,41% jika dibandingkan dengan total 
perdagangan pada rentang yang sama 
di tahun 2013, yaitu USD 139,34 juta 
(dengan surplus di pihak Indonesia 
sebesar USD 112,89 juta). 
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Sepanjang tahun 2014, Direktorat 
Amerika Selatan dan Karibia telah 
menyelenggarakan serangkaian 
kegiatan Roundtable Discussion guna 
mempromosikan potensi ekonomi 
negara-negara di wilayah Amerika 
Selatan dan Karibia kepada para 
pengusaha dan pemangku kepentingan 
di sejumlah daerah, antara lain: Batam, 
Solo, Makassar, Balikpapan, Lombok, 
dan Pekalongan.

Secara umum, hubungan 
persahabatan Indonesia dengan 11 
negara di kawasan ini terjalin dengan 
baik. Hingga saat ini sangat sedikit 
atau hampir tidak ada hal-hal yang 
mengganggu hubungan Indonesia di 
kawasan ini, mengingat mayoritas 
negara-negara di kawasan ini sama-
sama merupakan negara berkembang. 
Dalam membina dan memanfaatkan 
kondusifnya hubungan Indonesia 
di kawasan, Ditjen Amerop, c.q. 
Direktorat Amerika Selatan dan Karibia 
adalah unit yang menjadi motor utama 
pelaksanaan diplomasi Indonesia di 
kawasan yang penduduknya sebagian 
besar berbahasa Spanyol dan Portugis.

Sesuai dengan sasaran dan fokus 
peningkatan hubungan kerja sama 
ekonomi di kawasan, sepanjang 
tahun 2014 Direktorat ini telah 
menyelenggarakan serangkaian 
kegiatan Roundtable Discussion guna 
mempromosikan potensi ekonomi 
negara-negara di wilayah Amerika 
Selatan dan Karibia kepada para 
pengusaha dan pemangku kepentingan 
di sejumlah daerah, antara lain: Batam, 
Solo, Makassar, Balikpapan, Lombok 
dan Pekalongan.

Secara geografi s dan politis, 
kawasan Amerika Selatan mencakup 
dua belas negara berdaulat yaitu 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Kolombia, Ekuador, Guyana, Paraguay, 
Peru, Suriname, Uruguay dan 
Venezuela. Di samping itu terdapat 
dua daerah yang belum berdaulat 
yaitu Guyana Perancis yang berada 
di bawah kekuasaan Perancis dan 
Kepulauan Falkland (Malvinas) yang 
masih menjadi sengketa antara Inggris 
dengan Argentina. Luas wilayah 
kawasan Amerika Selatan mencapai 
17,8 juta km² dengan jumlah penduduk 

mencapai 691 juta pada tahun 2013 
yang terdiri dari beragam etnis dan 
ras yaitu suku Indian (penduduk asli), 
Eropa, Mestizo, Afrika dan Asia dengan 
mayoritas masyarakatnya berbahasa 
Spanyol dan Portugis dengan gaya 
hidup mencerminkan tradisi Barat.

Argentina

Politik
Sepanjang tahun 2014 hubungan 

diplomatik RI-Argentina yang dimulai 
sejak 30 Juni 1956 terjalin dengan 
baik. Di fora internasional, RI dan 
Argentina saling mendukung terhadap 
kepentingan satu sama lain, termasuk 
juga memperjuangkan kepentingan 
negara-negara berkembang dan 
terciptanya tata dunia baru yang tertib 
dan adil. 

Ekonomi
Bagi Argentina, RI merupakan 

mitra dagang kedua terbesar dari 
kawasan Asia Tenggara. Pada 
periode Januari-Oktober 2014, nilai 
perdagangan RI-Argentina mencapai 
USD 1,4 milyar (menurun 21,2% dari 
capaian periode yang sama tahun 2013, 
USD 1,78 milyar), dengan defi sit di 
pihak RI sebesar USD 999 juta. 

Di sela-sela pertemuan KTT G20 di 
Brisbane, Australia, 15-16 November 
2014, Menteri Luar Negeri RI, Y.M. Retno 
L.P. Marsudi melakukan pertemuan 
bilateral dengan Menteri Luar Negeri 
Argentina, Y.M. Héctor Timmerman 
yang membahas isu-isu bilateral dalam 
rangka meningkatkan hubungan 
bilateral kedua negara khususnya di 
sektor ekonomi dan perdagangan.

Pertemuan kedua Menlu juga 
menekankan pentingnya kedua 
negara mendorong kerja sama 
antar kementerian terkait di negara 
masing-masing untuk mendorong 
peningkatan kunjungan misi dagang 
dan menyelesaikan berbagai isu 
perdagangan yang selama ini 
menghambat peluang kerja sama.

Argentina memiliki banyak 
ilmuwan yang memberikan kontribusi 
pada kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di bidang kesehatan. 
Hal ini mendorong Pusat Jantung 
Nasional Harapan Kita berkunjung ke 
Argentina pada tanggal 12-17 Agustus 
2014 dan menjalin kerja sama dalam 
alih teknologi transplantasi stem cell 
sebagai teknik pengobatan penyakit 
jantung.

Sosial Budaya
Dalam rangka memperkenalkan 

seni dan budaya Indonesia di 
Argentina, pada tanggal 6 Agustus 
2014, KBRI Buenos Aires menampilkan 
permainan interaktif angklung yang 
diawali dengan penampilan tari topeng 
di Centro Nacional de la Murcia, Buenos 
Aires, Argentina. Selain itu guna 
meningkatkan people to people contact, 
3 (tiga) warga negara Argentina telah 
menerima beasiswa Darmasiswa 
untuk periode 2014/2015. Jumlah WNI 
di Argentina yang tercatat hingga 
Februari 2014 sebanyak 640 orang.

Capaian Pokok Kerja Sama RI- 
Argentina

Penandatangan MoU of 
Cardiovascular Medical Service, 
Training and Research Cooperation 
antara Pusat Jantung Harapan Kita 
dan Clinica San Nicolas, Buenos 
Aires 14 Agustus 2014.

Bolivia

Hubungan diplomatik Indonesia-
Bolivia telah berlangsung sejak tahun 
1963. Perwakilan diplomatik Indonesia 
dirangkap dari KBRI Lima di Peru dan 
perwakilan diplomatik Bolivia untuk 
Indonesia dirangkap dari Kedutaan 
Besar Bolivia di Beijing. Hubungan 
bilateral kedua negara di bidang politik 
masih terbatas pada saling dukung 
pencalonan masing-masing negara 
dalam berbagai organisasi/forum 
internasional.

Pada periode Januari – Agustus 
2014, nilai perdagangan Indonesia – 
Bolivia mencapai USD 5,4 Juta. Nilai 
ekspor Indonesia ke Bolivia sebesar 
USD 5,3 juta dan nilai impor sebesar 
USD 89.400.  Jumlah WNI di Bolivia 
yang tercatat sampai dengan Desember 
2014 sebanyak 10 orang.

III.5 Kawasan Amerika Selatan
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Chile

Politik
Sejak dibukanya hubungan 

diplomatik Indonesia dan Chile pada 
tahun 1965, kedua negara terus 
meningkatkan hubungannya di bidang 
politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pada tahun 2015, hubungan 
diplomatik kedua negara akan 
memasuki usia 50 tahun yang 
diharapkan dapat meningkatkan 
hubungan bilateral kedua negara. 

Ekonomi
Dalam rangka meningkatkan 

hubungan ekonomi, Indonesia dan 
Chile sedang membahas pembentukan 
Indonesia-Chile Comprehensive 
Economic Partnership Agreement 
(IC-CEPA) sebagai tindak lanjut dari 
hasil Joint Study Group on Free Trade 
Agreement Indonesia – Chile tahun 
2009. Sebagai tindak lanjut, telah 
dilaksanakan perundingan pertama 
Trade in Goods (TIGs) IC-CEPA di 
Santiago, Chile pada tanggal 26-27 Mei 
2014.

KBRI Santiago dan ITPC Santiago 
bekerja sama dengan Asosiasi Pedagang 
Pasifi k Chile telah menyelenggarakan 
Business Forum and One on One Meeting, 
serta promosi handycraft Indonesia 
di Santiago, Chile 28 Mei 2014. Pada 
periode Januari-Oktober 2014, nilai 
perdagangan RI-Chile mencapai USD 
359,2 juta, atau meningkat 5,18% dari 
capaian periode yang sama tahun 2013 
(USD 341,5 juta).

Sosial Budaya
Pada tanggal 19-25 Mei 2014, KBRI 

Santiago telah menyelenggarakan 
Pekan Film Indonesia dengan 
menghadirkan dua sutradara 
Indonesia, saudara Joko Anwar dan 
saudara Gerzon R. Ajawalla. Kegiatan 
dilaksanakan di Cineteca La Moneda 
dan juga di Universitas Valparaiso yang 
menayangkan fi lm “Pintu Terlarang” 
dan “Janji Joni”.

Dalam rangka menyongsong 50 
Tahun hubungan diplomatik Indonesia 
– Chile, pada tanggal 28 Mei 2014, KBRI 
Santiago telah menerbitkan buku 
“Menyongsong 50 Tahun Hubungan  
Indonesia – Chile”. Buku tersebut 
memuat sejarah hubungan bilateral 
dan berbagai peristiwa penting sejak 
pembukaan hubungan diplomatik 
diantaranya saling dukung antar 
negara, gambaran mengenai peluang 
dan potensi investasi Chile dan 
Indonesia, serta pariwisata kedua 
Negara. Jumlah WNI di Chile yang 
tercatat sampai dengan Desember 2013 
sebanyak 162 orang.

Ekuador

Hubungan diplomatik Indonesia – 
Ekuador yang telah berlangsung sejak 
29 April 1980 senantiasa terjalin baik. 
Pemerintah Ekuador juga memberikan 
dukungannya terhadap Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 
meski tidak tertulis. 

Poli tik
Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Ekuador menyetujui 
penundaan pelaksanaan Sidang Komisi 
Bersama (SKB) dan Forum Konsultasi 
Bilateral (FKB) ke-3 yang rencananya 
akan diselenggarakan tahun 2014 di 
Ekuador. Penundaan ke tahun 2015 
tersebut dikarenakan padatnya jadwal 
kementerian dan adanya transisi 
pemerintahan baru Presiden Joko 
Widodo. 

Dalam rangka meningkatkan 
kerja sama antar parlemen setelah 
dibentuknya Grup Persahabatan 
dan Koordinasi Antar Parlemen 
Indonesia–Ekuador,  pimpinan MPR 
pada akhir 2014 merencanakan 
kunjungan ke Ekuador. Tujuan 
kunjungan adalah meningkatkan 
hubungan kerja sama antar parlemen 
dan pimpinan pemerintahan Ekuador. 
Kunjungan tersebut ditunda mengingat 
padatnya jadwal di Indonesia pada 
bulan tersebut. Kedua negara juga 
menguatkan hubungan bilateral dalam 
pemberian saling dukung pencalonan 
di berbagai organisasi internasional.

Ekonomi
Total nilai perdagangan Indonesia 

– Ekuador periode Januari – Agustus 
2014 mencapai USD 86,79 juta dengan 
jumlah ekspor sebesar USD 62,46 juta 
dan impor sebesar USD 24,33 juta. Nilai 
ini mengalami peningkatan sebesar 
66,69% dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2013. 

Sebagai tindak lanjut 
penandatanganan “Persetujuan 
Kerja Sama di Bidang Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Perminyakan 
dan Petrokimia” antara Badan Diklat 
ESDM dengan Universitas Laica Eloy 
Alfaro, tengah dibahas penyelenggaran 
pelatihan SDM perminyakan dan 
gas Ekuador oleh tenaga ahli dari 
Indonesia. 

Pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Ekuador telah memfi nali-
sasi draft Perjanjian Penghindaran 
Pajak Berganda (P3B) dan siap untuk 
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 
ke-29 tahun 2014, telah diupayakan 
fasilitasi kerja sama antara sejumlah 
produsen Indonesia dengan para buyer 

Gambar: Perundingan pertama Indonesia-Chile CEPA di Santiago, Chile, 26-27 Mei 2014.
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potensial dari Ekuador, di antaranya 
penjajakan kerja sama dengan 
produsen bola sepak PT. Kones Taeya. 
Selain itu disampaikan pula enquiry 
sejumlah pengusaha Ekuador terkait 
informasi produk virgin coconut oil, 
pita perekat (adhesive) dan peralatan 
rumah tangga dari alumunium.

Sosial Budaya
Sebagai upaya memperkenalkan 

Indonesia kepada masyarakat 
Ekuador, Indonesia telah melakukan 
berbagai kegiatan budaya dan promosi 
pariwisata Indonesia antara lain 
penyelenggaraan workshop pembuatan 
batik, promosi bersama kain tenun dan 
alat musik sasando, serta berpartisipasi 
dalam Feria Internacional del Turismo 
ec Ecuador (FITE) pada tanggal 25 – 28 
September 2014 di Quayaquil.

Di bidang kerja sama teknik, 
Pemerintah Ekuador menyetujui 
usulan pembentukan kerja sama di 
bidang penanggulangan bencana 
khususnya peringatan dini terhadap 
tsunami dan gunung api seperti yang 
diusulkan pihak Indonesia. Mengingat 
pengalaman Indonesia dalam hal 
emergency management terhadap 
ancaman gempa bumi, tsunami, dan 
gunung api, Pemerintah Ekuador 
mengusulkan kerja sama di bidang-
bidang lain yaitu recuperation process, 
human relocation dan risk-focused 
infrastructure design. 

Presiden Ekuador, Rafael Correa 
Delgado, melalui suratnya tertanggal 
9 Januari 2014 kepada Presiden 
RI menyampaikan penghargaan 
kepada Pemerintah Indonesia atas 
komitmennya untuk memberikan 
kontribusi Program Yasuni Ishpingo-
Tambococha-Tiputini (Yasuni ITT 
Initiative) meskipun Pemerintah 
Ekuador membatalkan program 
dimaksud. Dalam upaya penguatan 
people-to-people contacts, saat ini 
sedang disusun program Promoteo 
yang merupakan proyek Pemerintah 
Ekuador untuk memperkuat sektor 
pendidikan tinggi, inovasi, dan 
pengembangan teknologi dalam rangka 
pengembangan proyek akademis/
ilmiah bersama. Hal ini disampaikan 
dalam kesempatan Courtesy Call antara 
Duta Besar Ekuador dan Direktur 
Jenderal Amerika dan Eropa pada 
bulan Juni 2014. Jumlah warga negara 

Indonesia di Ekuador hingga Juni 2014 
tercatat sebanyak 40 orang.

Guyana

Hubungan diplomatik antara 
Republik Indonesia dengan Guyana 
dibuka secara resmi pada tanggal 27 
Agustus 1999, dengan pelaksanaan 
dilakukan melalui KBRI Paramaribo, 
Suriname. Dalam rangka mendukung 
upaya promosi dan peningkatan 
hubungan bilateral, Presiden RI telah 
mengangkat kembali Mr. Sheikh 
Niamatali sebagai Konsul Honorer RI 
untuk periode 2013-2018.

Politik
Sejak pembukaan hubungan 

diplomatik, kedua negara telah 
menjalin kerja sama yang baik dan 
tidak terdapat permasalahan politik 
yang mengganggu. Selain itu, kedua 
negara menjalin kerja sama di forum 
internasional melalui saling dukung 
posisi dan pencalonan masing-masing 
di berbagai organisasi internasional. 

Ekonomi
Pada periode Januari–Agustus 

2014, total nilai perdagangan bilateral 
Indonesia – Guyana sebesar USD 1,5 
juta yang seluruhnya merupakan nilai 
ekspor Indonesia. Meskipun potensi 
perdagangan bilateral kedua negara 
masih terbuka lebar, namun hubungan 
perdagangan kedua negara masih 
terbatas dan banyak dilakukan melalui 
pihak ketiga. 

Guyana merupakan salah satu 
pasar tenaga kerja yang terbuka 
bagi WNI. Hingga bulan Oktober 
2014, tercatat 172 WNI yang bekerja 
di Guyana, khususnya di bidang 
perikanan dan perkayuan. Tenaga 
Kerja Indonesia mempunyai 
reputasi yang baik di Guyana karena 
memiliki semangat kerja yang tinggi 
dan keahlian, terutama di bidang 
perkayuan. 

Sosial Budaya
Pemerintah Guyana juga telah 

menyampaikan harapan agar 
Indonesia dapat mendukung upaya 
pembangunan sumber daya manusia di 
Guyana. Dalam kaitan ini, Pemerintah 
RI telah mendorong agar Pemerintah 

dan masyarakat Guyana dapat 
memanfaatkan beasiswa yang secara 
rutin ditawarkan oleh Pemerintah 
Indonesia kepada seluruh negara 
sahabat.

Kolombia

Hubungan diplomatik Indonesia – 
Kolombia terjalin sejak 15 September 
1980. Kedua negara telah memiliki 
mekanisme Sidang Komisi Bersama 
(SKB). Penguatan hubungan juga 
terlihat dari meningkatnya intensitas 
kunjungan delegasi teknis Kolombia ke 
Indonesia sepanjang tahun 2014.

Kunjungan tersebut merupakan 
implementasi dari hasil SKB RI – 
Kolombia (3 April 2013) guna tukar 
menukar pengalaman, kebijakan dan 
strategi di berbagai bidang.  

Politik
Di bidang politik, penguatan 

hubungan Indonesia - Kolombia 
nampak dari kegiatan kunjungan 
Delegasi Colombian Agency for 
Reintegration (ACR), 17 – 25 Agustus 
2014, dan kunjungan Delegasi the High 
Military Academy of Colombia, 11 – 13 
Juni 2014. Indonesia dan Kolombia 
juga telah menunjukkan saling dukung 
untuk pencalonan masing-masing di 
berbagai organisasi internasional, 
seperti Dewan HAM PBB. 

Ekonomi
Politik luar negeri Kolombia tahun 

2014 “Look into Asia” menunjukkan 
semakin pentingnya RI bagi Kolombia. 
Hal ini terlihat dari adanya kunjungan 
Delegasi Ministry of Agriculture and 
Rural Development, 8-12 September 
2014, dan juga terlihat dari nilai 
perdagangan kedua negara.

Pada periode Januari-Oktober 
2014, nilai total perdagangan RI-
Kolombia sebesar USD 133,54 juta, 
meningkat 7,4% dibandingkan periode 
yang sama tahun 2013, USD 124,3 juta. 
Surplus bagi Indonesia pun meningkat 
26,14% dari USD 95,72 juta menjadi 
USD 121,86 juta. 

Komoditi ekspor utama Indonesia 
ke Kolombia adalah produk tekstil, alas 
kaki, stainless steel, bahan kimia, karet 
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dan turunannya, mebel, kerajinan 
dan dekorasi rumah, kelapa sawit dan 
turunannya, kertas dan ATK, kaca, 
keramik (kitchen set, home elements 
dsb), bahan bangunan, alat elektronik, 
alat olahraga, plastik dan pembungkus 
lainnya, produk mesin, aksesoris, 
buku anak – anak, buah dan sayuran 
dalam kemasan, alat pertambangan, 
pupuk dan pestisida. Sementara 
komoditi impor meliputi produk serat, 
tembakau, buah – buahan, kopi, kimia, 
kayu dan peralatan pertukangan. 

Dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 
ke-29 tahun 2014 di Jakarta, terdapat 
2 pengusaha asal Kolombia yang turut 
berpartisipasi.

Sosial Budaya
Di bidang sosial dan budaya, 

rangkaian kunjungan teknis dalam 
upaya peningkatan kapasitas di 
berbagai bidang antara lain:
• Kunjungan anggota Dewan 

Pertimbangan Presiden 
(Wantimpres), dalam rangka 
workshop Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak di Bogota,  3 – 5 Maret 2014

•  Kunjungan Delegasi Kepemudaan 
Kolombia, 24 – 26 September 2014.

•  Kunjungan Delegasi Gizi Kolombia, 
13 – 16 Oktober 2014.

•  Kunjungan 5 (lima) Walikota 
Kolombia ke Dinas Pariwisata Bali, 
20 Oktober 2014.

Upaya peningkatan citra Indonesia 
di Kolombia dilakukan secara intensif 
melalui partisipasi KBRI Bogota 
pada Expo Vitrina Turistica 2014 di 
Corferias, Bogota, 26 – 28 Februari 
2014, yang merupakan pameran 
pariwisata terbesar di Kolombia 
dimana dipromosikan daerah-daerah 
wisata lainnya (beyond Bali) dan wisata 
interaktif (belajar Batik di Yogyakarta, 
pembuatan Canang Sari di Bali). 
Lebih dari 1000 pengunjung telah 
mengunjungi stand KBRI dan sekitar 
500 diantaranya menyampaikan minat 
untuk ditindaklanjuti. 

Indonesia (yang diwakili oleh 
WITA TOUR) juga mengikuti forum  
pertemuan 30.000 profesional di 
bidang industri yang diadakan oleh 
ANATO (Association of Travel & 
Tourism) tanggal 26 – 28 Februari 2014 
yang diselenggarakan di Bogota. Secara 
keseluruhan jumlah WNI yang berada 
di Kolombia sampai dengan bulan Mei 
2014 mencapai 112 jiwa.

Paraguay

Hubungan diplomatik Indonesia-
Paraguay telah terjalin sejak 29 
November 1982. Sampai saat ini 
pelaksanaan hubungan bilateral 
dengan Paraguay dirangkap oleh 
Kedutaan Besar Republik Indonesia di 
Buenos Aires. Sementara Paraguay telah 
membuka Kedutaan Besar di Jakarta 
sebagai salah satu upaya peningkatan 
hubungan bilateral kedua negara.

Nilai perdagangan RI-Paraguay 
pada periode Januari-Agustus 2014 
mencapai USD 46,8 juta, di mana RI 
mengekspor sebesar USD 13,3 juta dan 
mengimpor sebesar USD 33,6 juta. Nilai 
perdagangan ini menurun sebesar 
13% dibandingkan dengan periode 
yang sama tahun 2013 yang mencapai 
USD 53,8 juta, di mana RI mengekspor 
sejumlah USD 10 juta dan mengimpor 
sejumlah USD 43,7 juta. Jumlah WNI di 
Paraguay yang tercatat sampai dengan 
Desember 2013 sebanyak 11 orang.

Peru

Hubungan diplomatik Indonesia 
– Republik Peru telah dibuka sejak 
12 Agustus 1975. Hubungan kerja 
sama kedua negara telah berlangsung 
baik di berbagai bidang dan terdapat 
keinginan untuk mengembangkan 
kerja sama yang lebih erat di bidang 
kelautan dan perikanan mengingat 
kedua negara mempunyai kesamaan 
yaitu sumber daya maritim yang besar.

Peru merupakan salah satu mitra 
penting Indonesia di kawasan Amerika 
Selatan. Kedua negara telah sepakat 
untuk membahas pembentukan 
Preferential Trade Agreement untuk 
meningkatkan nilai perdagangan 
bilateral melalui pengurangan tarif 
dan hambatan perdagangan lainnya. 

Politik
Kerja sama Indonesia dan Peru 

di bidang politik telah berjalan 
dengan baik dalam kerangka bilateral 
maupun kerja sama saling dukung 
posisi dan pencalonan di forum-forum 
internasional. 

Kerja sama antara kedua 
pemerintah semakin diperkuat dengan 
kunjungan anggota Kongres Peru/ 
Ketua Liga Persahabatan Parlemen 
Peru-Indonesia, Tuan Yohny Lescano 
ke Indonesia pada bulan Agustus 2014. 
Kunjungan tersebut dilakukan dalam 
kapasitasnya sebagai Presidential 
Friends of Indonesia yang merupakan 
penghargaan atas perannya dalam 
meningkatkan hubungan kedua 
negara.

Dalam kunjungan ini, Tuan Yohny 
Lescano melakukan pertemuan dengan 
Grup Kerja Sama Bilateral RI-Peru DPR 
RI untuk membahas peningkatan kerja 
sama antara DPR RI dengan Kongres 
Peru. 

Ekonomi
Dalam tahun 2014, kerja sama 

terus ditingkatkan melalui kesepakan 
pembentukan Joint Study Group untuk 
menyusun Kerangka Acuan Preferential 
Trade Agreement Indonesia-Peru. 
Bila disepakati, persetujuan tersebut 
diharapkan akan mendorong 
peningkatan volume perdagangan 
Indonesia-Peru melalui pengurangan 
tarif dan hambatan perdagangan 
lainnya.

Nilai perdagangan bilateral 
RI-Peru mencapai USD 199,8 juta 
dalam periode Januari-Oktober 2014, 

Capaian Pokok Kerja sama RI-Kolombia

• Finalisasi draft perjanjian di bidang pertukaran intelijen keuangan, dan perjanjian di bidang pertanian.
• Implementasi hasil SKB terutama di bidang perbaikan gizi keluarga dan DDR (Demobilization, Disarmament and 

Reintegration).
• Peningkatan kerja sama Selatan – Selatan di bidang tenaga kerja dan kepemudaan. 
• Penjajakan kerja sama di bidang bioenergi, teknologi pertanian dan pemberantasan narkoba. 
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meningkat 18,51% dibandingkan 
total perdagangan pada periode yang 
sama tahun 2013 USD 202,81 juta. 
Nilai ekspor Indonesia pada periode 
tersebut sebesar USD 187,7 juta dan 
impor sebesar USD 52,66 juta, sehingga 
menghasilkan surplus perdagangan 
senilai USD 135 juta. Sebagai gambaran 
lengkap tren total perdagangan RI-Peru 
dapat dilihat di grafi k berikut. 

Dalam rangka meningkatkan 
ekspor Indonesia ke Peru, KBRI 
Lima telah mengikuti pameran 
internasional produk makanan dan 
minuman, Expoalimentaria 2014 di 
Lima. Selain itu, Kedutaan Besar RI 
juga aktif menjalin hubungan dengan 
Kamar Dagang di Peru, Asosiasi 
Pengusaha dan Importir dalam rangka 
mempromosikan produk Indonesia di 
negara tersebut.

Sosial Budaya 
Kedutaan Besar RI di Lima 

senantiasa memanfaatkan peluang 
untuk mempromosikan budaya 
Indonesia antara lain dengan mengikuti 
berbagai pameran/festival di berbagai 
wilayah di Peru. Dalam kesempatan 
ini, Kedutaan Besar RI menyuguhkan 
kesenian angklung dan berbagai tarian 
daerah serta menyuguhkan berbagai 
makanan khas Indonesia yang selalu 
mendapatkan apresiasi tinggi dari 
Pemerintah dan masyarakat di Peru. 

Pemerintah Indonesia juga 
memberikan beasiswa Dharmasiswa 
kepada mahasiswa Peru untuk 
mengikuti pendidikan bahasa dan 
budaya Indonesia. Program beasiswa 
ini diharapkan dapat meningkatkan 
people-to-people contact di antara 
kedua negara.  Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Peru merupakan 
salah satu permasalahan yang 
mendapatkan perhatian utama 
Pemerintah RI mengingat banyaknya 
ABK yang berasal dari Indonesia yang 
bekerja pada sejumlah perusahaan 
penangkapan ikan. Dalam kaitan 
ini, Kedutaan Besar RI di Lima telah 
memprioritaskan program pembinaan 
dan perlindungan ABK yang berada 
di Peru. Jumlah WNI di Peru sampai 
dengan bulan September 2014 tercatat 
sebanyak 108 orang. 

Uruguay

Hubungan bilateral RI-Uruguay 
yang dijalin sejak tahun 1965 dan 
dilaksanakan melalui KBRI Buenos Aires 
terus menunjukkan perkembangan 
yang positif. Pemerintah Uruguay telah 
menunjuk Sdri. Emilia Novita Sari 
sebagai Konsul Kehormatan Uruguay 
untuk Indonesia berkedudukan di Bali.

Di bidang ekonomi, nilai 
perdagangan Indonesia – Uruguay 
periode Januari – Agustus 2014 sebesar 
USD 59,41 juta dengan nilai ekspor 
sebesar USD 32,45 juta dan nilai impor 
sebesar USD 26,95 juta. Dalam 5 tahun 
terakhir, perdagangan antara kedua 
negara cenderung fl uktuatif namun 
memberikan surplus bagi Indonesia. 
Ekspor utama Uruguay ke pasar 
internasional adalah daging sapi, beras, 
wol, kulit, kedelai dan produk susu. 
Dalam rangka memperkenalkan seni 
dan budaya Indonesia, pada tanggal 
12 Agustus 2014 di Hotel Radisson, 
Montevideo telah diselenggarakan 
pagelaran angklung interaktif.

Suriname

Indonesia dan Suriname 
mempunyai hubungan yang unik dan 
bersejarah sejak migrasi masyarakat 
Indonesia keturunan Jawa ke Suriname 
pada 1890. Sejarah panjang hubungan 
kedua negara ditegaskan dengan 
pembukaan hubungan diplomatik 
pada tahun 1976. Diaspora Indonesia 
di Suriname telah menjadi perekat 
hubungan kedua negara yang 
berjauhan secara geografi s.

Hubungan baik kedua negara 
semakin diperkuat dengan kunjungan 
kerja Direktur Amerika Selatan dan 
Karibia, Kemlu guna menindaklanjuti 
persetujuan yang dicapai dalam 
kunjungan Menteri Luar Negeri 
Suriname ke Indonesia pada tanggal 
18-20 Maret  2013.

Politik 
Kerja sama bidang politik kedua 

negara telah berjalan dengan baik 
yang dilandasi oleh prinsip saling 
menghormati. Pemerintah Suriname 
baik secara implisit maupun eksplisit 
memberikan pengakuan terhadap 
integritas wilayah NKRI serta 
dukungan terhadap kepemimpinan 
dan inisiatif Indonesia di berbagai 
forum internasional. 

Hubungan baik kedua negara 
juga tercermin dari kerja sama dan 
dukungan yang diberikan dalam 
pencalonan negara masing-masing 
pada berbagai organisasi internasional. 

Ekonomi
Suriname merupakan pasar yang 

terbuka bagi produk dan investasi dari 
RI. Nilai perdagangan RI-Suriname 
pada periode Januari-Agustus 2014 
sebesar USD 4,19 juta, yang didominasi 
oleh ekspor Indonesia ke Suriname. 
Dari total perdagangan tersebut, 
nilai impor RI dari Suriname hanya 
mencapai USD 800.

Suriname juga telah mengundang 
pengusaha Indonesia untuk 
menanamkan modalnya di sektor 
energi dan pembangunan rumah 
murah. Pasar tenaga kerja di Suriname 
juga terbuka untuk WNI di sektor-sektor 
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kontruksi dan pengolahan hasil hutan. 
Dalam rangka meningkatkan ekspor 
Indonesia dan sekaligus memperkuat 
hubungan budaya Indonesia dengan 
Suriname, Kementerian Luar Negeri 
bekerja sama dengan Kedutaan Besar 
RI Paramaribo telah menyelenggarakan 
Promosi Terpadu Indonesia atau 
Indofair di Paramaribo sejak tahun 
2000. 

Indofair kembali diselenggarakan 
pada tanggal 23-29 September 2014 
untuk memamerkan berbagai produk 
Indonesia dan  pertunjukan kesenian 
tradisional Indonesia. Pada saat 
ini, Indofair telah menjadi pemeran 
tahunan terbesar kedua di Suriname 
yang selalu ditunggu dan mendapat 
sambutan hangat masyarakat di 
Suriname. 

Sosial Budaya
Dalam rangka memperkuat 

hubungan tradisional dengan diaspora 
Indonesia di Suriname,  Bupati Bantul 
dan District Commissioner Paramaribo 
Nord telah menandatangani Letter of 
Intent Kerja Sama Sister City antara 
Pemerintah Kabupaten Bantul dengan 
Pemerintah Distrik Paramaribo 
Utara. Sebelumnya, Pemerintah Kota 
Yogyakarta telah menyepakati kerja 
sama sister city dengan Pemerintah 
Distrik Paramaribo. 

Pada tahun 2014 juga telah 
diresmikan Akademi Kebudayaan 
Jawa serta counter Java Village di 
Openlught Museum Nieuw Amsterdam 
untuk melestarikan budaya diaspora 
Indonesia di Suriname. Java Village 
memamerkan benda-benda budaya 
yang banyak berasal dari sumbangan 
dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta 
dan Kabupaten Bantul. 

Dalam rangka meningkatkan kerja 
sama pendidikan dan meningkatkan 
citra Indonesia di Suriname, Pemerintah 
RI selalu memberikan beasiswa kepada 
WN Suriname untuk belajar bahasa, 

seni, dan budaya Indonesia di salah 
satu perguruan tinggi di Indonesia. 
Beasiswa ini diberikan dalam kerangka 
Darmasiswa dan Beasiswa Seni dan 
Budaya Indonesia. Selain itu, KBRI 
Paramaribo menyelenggarakan 
program kursus Bahasa Indonesia 
dan Bahasa Jawa yang diminati oleh 
masyarakat Suriname. Berdasarkan 
catatan KBRI Paramaribo,  sampai 
dengan bulan November 2014 terdapat 
sebanyak 533 orang WNI di Suriname. 

Venezuela

Indonesia dan Venezuela telah 
menjalin hubungan diplomatik 
secara resmi sejak tanggal 10 Oktober 
1959. Kedutaan Besar RI di Caracas, 
Venezuela, dibuka pada tahun 1977, 
yang diikuti dengan pembukaan 
Kedutaan Besar Venezuela di Jakarta 
pada tahun 1981. Hingga kini hubungan 
diplomatik kedua negara telah berjalan 
dengan baik. 

Politik
Mengamati perkembangan politik 

di Venezuela yang diawali oleh unjuk 
rasa yang dilakukan mahasiswa, 
Indonesia memandang bahwa sebagai 
negara demokrasi, Indonesia tetap 
menjaga hubungan baik dan kerja 
sama dengan Pemerintah Venezuela 
serta mengharapkan agar rakyatnya 
dapat menyelesaikan masalah dalam 
negeri dengan cara damai. Indonesia 
juga senantiasa dapat menekankan 
dukungannya terhadap keutuhan 
wilayah Venezuela.

Wakil Ketua Parlemen Venezuela/
Ketua Grupo Amistad Parlamentaria 
de Venezuela/GAPVI (Kelompok 
Persahabatan Parlemen Venezuela 
– Indonesia), Asdrubal Colina, dan 
anggota parlemen Venezuela, Claudio 
Faria, pada bulan Juli 2014, telah 
mengadakan kunjungan ke Indonesia 
dalam rangka Election Visit Program for 

Indonesian Presidential Election 2014 
Forum sebagai pengamat (observer) 
pemilu Presiden tanggal 9 Juli 2014.

Untuk memperingati 55 tahun 
hubungan bilateral RI – Venezuela, 
pada tanggal 9 Oktober 2014 KBRI 
Caracas menerbitkan buku berjudul 
“55 Years of Fraternal Friendship 
between Indonesia and Venezuela: A 
Refl ection and Hope”. Buku tersebut 
memuat sejarah hubungan bilateral 
dan berbagai peristiwa penting sejak 
pembukaan hubungan diplomatik 
diantaranya saling dukung antar kepala 
negara, pelaksanaan Sidang Komisi 
Bersama (SKB), penandatanganan 
11 Perjanjian dan pembentukan 
Kelompok Persahabatan Parlemen 
Indonesia – Venezuela (GAPVI). Saat 
ini kedua negara sedang dalam tahap 
perundingan penyusunan MoU Kerja 
Sama  Pemberantasan Obat Terlarang.

Ekonomi
Nilai perdagangan RI-Venezuela 

pada periode Januari-Agustus 2014 
mencapai USD 20,37 juta, dengan nilai 
ekspor sebesar USD 20,25 juta dan nilai 
impor sebesar USD 120.400, atau turun 
54,48 % dibanding periode yang sama 
pada tahun 2013.

Kamar Ekonomi Venezuela – 
Indonesia (CEVEIN) bekerja sama 
dengan KBRI Caracas terus mendorong 
pelaku bisnis Venezuela untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan promosi 
dagang yang diselenggarakan di 
Indonesia. Hasilnya, dalam Trade Expo 
Indonesia (TEI) ke-29 tahun 2014 di 
Jakarta, terdapat 2 pengusaha potensial 
Venezuela yang telah berpartisipasi 
dan tertarik membeli furnitur buatan 
Indonesia.

Mewakili Menlu RI, Dubes RI 
Caracas menghadiri The II Conference 
of Affected Countries by Transnational 
Corporations, tanggal 10 September 
2014 di Caracas sebagai observer. 
Forum ini dapat dimanfaatkan sebagai 

Capaian Pokok Kerja sama RI-Suriname
• Pelaksanaan promosi terpadu Indonesia INDOFAIR ke-14, di Paramaribo, 23-29 September 2014. 
• Penandatanganan Letter of Intent antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Distrik Paramaribo 

Utara mengenai Kerja Sama Sister City, di Paramaribo, 26 September 2014. 
• Penyerahan sumbangan benda budaya dan kerajinan tangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan  Dinas 

Kebudayan dan Pariwisata Provinsi DIY untuk dipamerkan di Java Village di Openlught Museum Nieuw Amsterdam, 
Suriname. 
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lesson learnt mengenai dampak 
sengketa perjanjian investasi yang 
dialami oleh setiap negara, khususnya 
pengalaman dalam bersengketa 
dengan investor di International 
Centre for Settlement of Investment 
Disputes (ICSID). Pada bulan Juni 2014, 
Dubes RI untuk Venezuela melakukan 
kunjungan ke Indonesia untuk 
bertemu dengan pejabat pemerintah 
dan kalangan usaha sebagai tindak 
lanjut upaya peningkatan hubungan 
dagang Indonesia dengan Venezuela, 
antara lain dengan CEO PT. Sri Rejeki 
Isman, Tbk (Sritex), Direktur Batik 
Danar Hadi, Wakil Menteri Pariwisata 
dan ekonomi Kreatif, Direktur 
Perencanaan Investasi dan Manajemen 
Risiko Pertamina, Kepala BKPM, 
Ketua MPR RI, Walikota Bandung, dan 
menjadi narasumber pada Seminar 
Nasional mengenai Pelestarian Budaya 

serta Round Table Discussion Peluang 
dan Potensi Hubungan Bisnis dengan 
negara Amerika Selatan dan Karibia.

So sial Budaya
Di bidang sosial budaya, Indonesia 

terus melakukan kegiatan promosi 
guna meningkatkan citra Indonesia 
antara lain penyelenggaraan kompetisi 
mendesain batik hasil kerja sama 
antara KBRI Caracas dengan Institut 
Mode Brivil Venezuela tanggal 13 Mei 
2014 sebagai upaya memperkenalkan 
batik di Venezuela. Penyelenggaraan 
ini telah menaikkan minat para 
designer Venezuela untuk mendalami 
motif dan corak batik Indonesia. 
Program Beasiswa Darmasiswa 
bertujuan memberikan kesempatan 
bagi mahasiswa asing yang negaranya 
memiliki hubungan diplomatik dengan 
Indonesia untuk mempelajari Bahasa 

Indonesia, seni musik, dan tarian 
tradisional Indonesia pada berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia. Tujuh 
mahasiswa Venezuela menjadi 
penerima Beasiswa Darmasiswa tahun 
ajaran 2014/2015.

Kedua negara telah melakukan 
pertukaran notifi kasi pemberlakuan 
persetujuan bebas visa untuk 
pemegang paspor diplomatik dan 
dinas. Pemberlakuan bebas visa ini 
mulai berlaku pada 3 April 2014.

Menurut data dari Direktorat 
PWNI/BHI, sampai bulan Februari 2014, 
warga negara Indonesia yang tinggal di 
Venezuela tercatat sebanyak 56 orang 
dan 786 orang di negara rangkapan, 
terdiri dari TKI yang bekerja di sektor 
formal, ABK, profesional, serta staf 
perwakilan Indonesia di Caracas.

Indonesia telah menjalin 
hubungan diplomatik dengan 12 
negara di Kepulauan Karibia dan pada 
30 Januari 2014 pembukaan hubungan 
diplomatik dengan St Kitts & Nevis 
telah diresmikan.

Negara-negara di Karibia 
mempunyai potensi yang beragam 
seperti seperti pertambangan dan 
energi, pariwisata, keolahragaan, 
pertanian dan perkebunan khususnya 
komoditi tebu, kopi dan pala. Kondisi 
geografi s kawasan ini telah mendorong 
perkembangan industri pariwisata dan 
perikanan yang menjadikan peluang 
bagi pasar tenaga kerja Indonesia.

Peningkatan hubungan bilateral 
yang lebih baik dengan negara-
negara di kepulauan ini difokuskan 
pada bidang -bidang investasi dan 
perdagangan, kerja sama di forum-
forum multilateral, kerja sama bidang 
pariwisata, pertanian khususnya 
pengolahan beberapa komoditi 
pertanian, pendidikan dan olah raga, 
serta dalam rangka perlindungan TKI 
yang bekerja di beberapa negara di 
kawasan ini.

Hubungan ekonomi dan 
perdagangan dengan negara-negara di 
kawasan Karibia relatif masih terbatas. 

Hal ini dikarenakan pasar domestik 
kecil dengan penduduk berjumlah 18,5 
juta jiwa dan total  GDP sebesar USD 
116,5 miliar (2013). Selain itu, kegiatan 
perdagangan banyak dilakukan 
melalui pihak ketiga. 

Pada tahun 2013 nilai total 
perdagangan RI dengan kawasan 
tersebut sebesar USD 175,5 juta 
dengan nilai ekspor Indonesia sebesar 
USD 157,9 juta dan impor USD 17,6 
juta. Indonesia mengalami surplus 
perdagangan sebesar USD 140,3 juta. 
Mitra dagang RI terbesar di kawasan 
ini antara lain Republik Dominika, 
Trinidad dan Tobago, Kuba dan Haiti.

Antigua dan Barbuda

Hubungan diplomatik antara 
Indonesia dengan Antigua dan 
Barbuda yang berpenduduk sekitar 
90.000 jiwa dibuka pada tanggal 23 
September 2011. Kedua negara akan 
terus meningkatkan interaksi dan 
konsultasi guna mengisi hubungan 
bilateral dengan kerja sama yang 
konkrit setelah pembukaan hubungan 
diplomatik. Pada saat ini, interaksi 
dan kerja sama kedua negara banyak 
dilakukan dalam kerangka kerja sama 
di forum-forum multilateral.

Hubungan perdagangan dengan 
Antigua dan Barbuda telah ber-
kembang dengan baik. Pada periode 
Januari-Agustus 2014 total perdagangan 
Indonesia dengan Antigua dan Barbuda 
sebesar USD 1,7 juta, di mana ekspor 
Indonesia sebesar USD 1,4 juta dan 
impor sebesar USD 289.300. Pasar 
domestik yang terbatas di negara 
tersebut merupakan pasar yang terbuka 
bagi berbagai produk dari Indonesia.

Dominika 
(Persemakmuran)

Hubungan diplomatik dengan 
Persemakmuran Dominika secara 
resmi dibuka pada tanggal 19 April 
1994. Pelaksaan hubungan bilateral 
kedua negara dilakukan melalui KBRI 
Caracas. Kerja sama bilateral kedua 
negara terwujud dalam pemberian 
dukungan timbal balik terhadap 
pencalonan maupun kepentingan satu 
sama lain di berbagai fora internasional

Pada bulan Januari-Agustus 2014, 
total perdagangan Indonesia dengan 
negara berpenduduk 72.000 jiwa 
tersebut mencapai USD 1,6 juta dengan 
nilai ekspor sebesar USD 1,4 juta dan 
impor sebesar USD 234.900. 

III.6 Kawasan Karibia
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Grenada

Hubungan diplomatik Indonesia 
- Grenada dibuka pada tahun 1992. 
Duta Besar RI di Caracas juga telah 
ditunjuk sebagai Duta Besar yang 
merangkap negara ini. Hubungan 
baik kedua negara juga tercermin 
dalam dukungan yang diberikan bagi 
pencalonan masing-masing pada 
berbagai organisasi internasional. 

Total perdagangan Indonesia 
dengan Grenada periode Januari-
Agustus 2014 sebesar USD 659.000 
dengan nilai ekspor sebesar USD 
286.000 dan impor sebesar USD 
373.000. Sebagaimana dengan negara-
negara lainnya di kawasan Karibia, 
perdagangan masih banyak dilakukan 
melalui pihak ketiga dengan  nilai yang 
relatif kecil mengingat pasar domestik 
yang juga kecil. 

Grenada mempunyai potensi dan 
keunggulan di bidang perkebunan 
dan pengolahan buah pala. Hal ini 
mendorong Pemerintah Daerah 
Kabupaten Fakfak untuk melakukan 
studi banding ke Grenada pada bulan 
Desember 2014 guna mempelajari 
pengembangan industri pala, 
khususnya terkait modernisasi sistem 
perkebunan pala.

Haiti

Indonesia dan Haiti secara resmi 
membuka hubungan diplomatik kedua 
negara pada tanggal 20 November 
2012 untuk memperkuat hubungan 
baik yang telah terjalin sebelumnya. 
Pemerintah Haiti sangat mengapresiasi 
keikutsertaan kontingen Indonesia 
dalam United Nations Stabilization 
Mission in Haiti (MINUSTAH) sejak 
tahun 2010. Kontingen terakhir yang 
dikirimkan Pemerintah RI untuk 
misi PBB di Haiti tersebut telah 
mengakhiri tugasnya pada bulan Mei 
2014. Kontingen Indonesia dinilai 
profesional dengan hasil kerja yang 
sangat memuaskan dalam membantu 
pemulihan keamanan dan rekonstruksi 
infrastruktur yang hancur akibat 
bencana alam.

Haiti merupakan salah satu mitra 
dagang utama Indonesia di kepulauan 
Karibia. Pada periode Januari-Agustus 
2014, nilai perdagangan Indonesia-
Haiti telah mencapai USD 55,54 juta, 
atau meningkat sebesar 32,99% 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2013. Indonesia mendominasi 
perdagangan bilateral dan mencatat 
surplus perdagangan sebesar USD 
55,43 juta.

Jamaika

Hubungan  bilateral Indonesia - 
Jamaika telah dilakukan sejak tahun 
1981. Duta Besar  RI yang berkedudukan 
di Havana juga telah ditugaskan untuk 
merangkap sebagai Duta Besar RI 
untuk Jamaika. Hubungan baik antara 
kedua negara umumnya tercermin 
dari kegiatan perdagangan bilateral, 
penjajakan kerja sama keolahragaan 
dan saling mendukung kepentingan / 
pencalonan satu sama lain di berbagai 
organisasi internasional. 

Jamaika memiliki konektivitas 
transportasi laut dan udara yang 
sangat baik dengan Amerika Serikat. 
Hal ini dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan perdagangan bilateral 
kedua negara. KBRI Havana telah 
menyelenggarakan penyelenggaraan 
business meeting di Jamaika untuk 
mendukung upaya promosi produk-
produk Indonesia. Beberapa produk 
Indonesia seperti sabun Harmony 
dan produk teh kemasan Joy Tea telah 
beredar luas dan dikenal masyarakat 
Jamaika.

Perdagangan bilateral Indonesia 
dengan Jamaika periode Januari-
Agustus 2014 mencapai USD 12,87 juta 
dengan nilai ekspor sebesar USD 11,53 
juta dan impor sebesar USD 1,33 juta, 
atau meningkat sebesar 22,40% dari 
periode yang sama pada tahun 2013. 

Peningkatan kerja sama olahraga 
antara kedua negara terlaksana melalui 
kunjungan  Delegasi Kemenpora ke 
Jamaika untuk mempelajari pembinaan 
cabang olahraga atletik, khususnya lari 
jarak pendek.

Kuba

Hubungan bilateral Indonesia 
dengan Kuba yang telah berlangsung 
sejak 22 Januari 1960 terus menguat 
dan menunjukkan perkembangan 
yang positif di berbagai bidang kerja 
sama. Kerja sama kedua negara 
telah berkembang dengan dinamis 
khususnya dalam mendorong kerja 
sama Selatan-Selatan. Selain itu, kedua 
negara juga telah menjalin kerja sama 
erat di bidang kesehatan dan produksi 
obat-obatan, keolahragaan  serta 
pendidikan.

Politik
Kedua negara telah menjalin 

kerja sama yang erat di bidang politik 
berkat adanya kesamaan pandangan 
pada berbagai permasalahan global 
serta keanggotaan kedua negara pada 
organisasi internasional seperti GNB 
dan FEALAC.  

Kerja sama kedua negara 
semakin diperkuat dengan kunjungan 
Direktur Amerika Selatan dan Karibia, 
Kementerian Luar Negeri, ke Havana, 
tanggal 27-30 September 2014 guna 
menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan 
Menteri Luar Negeri RI dan Menteri 
Luar Negeri Kuba di Jakarta pada 
tanggal 24 Mei 2013. 

Ekonomi
Dengan sistem perekonomian Kuba 

yang semakin terbuka, upaya untuk 
meningkatkan perdagangan bilateral 
semakin dapat ditingkatkan khususnya 
untuk mendorong perdagangan 
langsung tanpa melalui negara ketiga. 
Saat ini, telah terdapat perusahaan 
Indonesia yang mengirimkan secara 
langsung produk-produknya ke Kuba 
dengan menggunakan perusahaan 
pembiayaan di Panama. 

Pada periode Januari-Agustus 
2014, total nilai perdagangan Indonesia 
dengan Kuba sebesar USD 2,23 juta 
dengan ekspor Indonesia sebesar USD 
1,07 juta dan impor Indonesia sebesar 
USD 1,16 juta. 

Capaian Pokok Kerja Sama 
RI–Kuba

 Finalisasi draf MoU Pertanian.
 Kesepakatan kerja sama PT 

Biofarma dengan BioCubaFarma 
dalam produksi obat-obatan dan 
vaksin
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Kuba merupakan salah satu negara 
yang mempunyai potensi di bidang 
kesehatan dan farmasi. Oleh karena 
itu, PT Biofarma telah melaksanakan 
sejumlah kunjungan dan pertemuan 
dengan dengan mitranya di Kuba 
untuk menjalin kerja sama dalam 
produksi obat-obatan dan vaksin serta 
kerja sama penelitian bersama. 

Sosial Budaya 
Kerja sama bidang keolahragaan 

dan pendidikan antara kedua negara 
juga semakin meningkat. Atlet tinju 
Indonesia telah berulang kali berlatih 
di Kuba atau mendatangkan pelatih 
dari Kuba untuk meningkatkan prestasi 
mereka. 

Sejumlah mahasiswa dari 
Indonesia juga telah memperoleh 
beasiswa untuk belajar ilmu 
kedokteran di Kuba. Selanjutnya, 
Atase Pendidikan dan Kebudayaan di 
Washington DC telah berpartisipasi 
dalam 9th International Congress on 
Higher Education (Universidad 2014) 
guna mengeksplorasi kemungkinan 
kerja sama dalam hal capacity building 
di bidang pendidikan.

Dalam rangka mempromosikan 
citra Indonesia, KBRI Havana secara 
rutin mengadakan kuliah umum di 
berbagai universitas di Kuba guna 
menyampaikan perkembangan pem-
bangunan di Indonesia di berbagai 
bidang. Sampai dengan bulan Oktober 
2014, terdapat 47 orang WNI yang 
berada di Kuba. 

Persemakmuran Bahama

Hubungan diplomatik dengan 
Persemakmuran Bahama telah berjalan 
cukup baik hingga saat ini. Pemerintah 
RI juga telah menunjuk Duta Besar RI 
di Havana untuk merangkap sebagai 
Duta Besar RI untuk Bahama. 

Nilai perdagangan Indonesia-
Persemakmuran Bahama periode 
Januari-Agustus 2014 sebesar USD 
564.200 (ekspor Indonesia sebesar USD 
554.800 dan impor Indonesia sebesar 
USD 9.400). Kegiatan perdagangan 
dengan negara berpenduduk 
377.000 orang ini masih terbatas 
dan dilakukan melalui pihak ketiga. 

Bahama juga telah menjadi mitra 
kerja sama investasi dengan adanya 
proyek investasi Bahama di Indonesia.  
Di sisi lain, Indonesia berpeluang 
untuk melakukan investasi di sektor 
pertanian yang sedang dikembangkan 
di pulau Grand Bahama. 

Republik Dominika

Hubungan diplomatik Indonesia 
- Republik Dominika memasuki babak 
baru Menlu RI dan Menlu Republik 
Dominika menandatangani komunike 
bersama pembukaan hubungan 
diplomatik pada tanggal 20 September 
2011 di New York.  Republik Dominika 
merupakan salah satu negara 
terbesar di Karibia dari segi wilayah, 
jumlah penduduk dan GDP sehingga 
merupakan mitra dagang terbesar RI di 
kawasan Karibia. 

Meskipun hubungan diplomatik 
baru dibuka, hubungan perdagangan 
kedua negara telah berjalan dengan 
baik. Dalam kurun waktu Januari-
Agustus 2014, total perdagangan kedua 
negara mencapai USD 24,73 juta (ekspor 
Indonesia sebesar USD 18,58 juta dan 
impor Indonesia sebesar USD 6,14 juta). 
Peningkatan total perdagangan hanya 
sebesar 0,68% dibandingkan periode 
yang sama pada tahun 2013.

Saint Kitts dan Nevis

Pembukaan hubungan diplomatik 
RI dengan St.Kitts & Nevis ditandai 
dengan penandatanganan komunike 
bersama pada tanggal 30 Januari 
2014 di New York. Kedua negara telah 
berkomitmen untuk mengisi hubungan 
bilateral dengan bentuk-bentuk kerja 
sama konkrit khususnya di bidang 
pendidikan, disaster risk management, 
dan pariwisata, di samping terus 
berupaya meningkatkan hubungan 
perdagangan yang sudah terjalin 
sebelumnya. 

Pada periode Januari-Agustus 
2014, total perdagangan RI-St.
Kitts&Nevis baru sebesar USD 315.100 
yang seluruhnya merupakan nilai 
ekspor Indonesia.Nilai perdagangan 
bilateral yang terbatas tersebut juga 

terkait dengan pasar domestik negara 
tersebut yang relatif kecil dengan 
jumlah penduduk sebesar 54.000 jiwa 
(2013).

Saint Lucia

Hubungan bilateral Indonesia - 
Saint Lucia yang telah dilakukan sejak 
tahun 1994 melalui KBRI Caracas 
dan berjalan cukup baik hingga saat 
ini. Pengembangan hubungan politik 
Indonesia dengan Saint Lucia selama 
ini diwujudkan melalui upaya saling 
dukung pada pencalonan masing-
masing pihak di berbagai organisasi 
dan forum internasional. 

Perdagangan Indonesia dengan 
St. Lucia yang berpenduduk sekitar 
182.000, kebanyakan masih dilakukan 
melalui negara ketiga, seperti halnya 
dengan negara-negara Karibia lainnya. 
Pada periode Januari –Agustus 2014 
total perdagangan bilateral Indonesia 
- St. Lucia mencapai USD 373.300 
dengan nilai ekspor Indonesia sebesar 
USD 368.600 dan nilai impor Indonesia 
sebesar USD 4.700. 

Pariwisata merupakan tulang 
punggung perekonomian St. Lucia 
saat ini. Indonesia memiliki peluang 
yang cukup besar untuk mengekspor 
barang kerajinan tangan serta 
mengembangkan kerja sama industri 
kreatif yang memiliki keterkaitan 
dengan pariwisata. Di St. Lucia 
telah terdapat pengusaha batik yang 
mengimpor barang-barang kerajinan 
tangan dari Bali.  

 

St. Vincent & The 
Grenadines

Hubungan bilateral Indonesia 
- St.Vincent & the Grenadines telah 
berjalan cukup baik sejak pembukaan 
hubungan diplomatik kedua negara 
pada tahun 1993. St. Vincent & the 
Grenadines merupakan wilayah 
rangkapan KBRI Caracas.  Kerja 
sama di bidang politik masih terbatas 
pada interaksi di organisasi/forum 
multilateral maupun internasional, 
termasuk saling dukung bagi 
pencalonan masing-masing negara.  



111

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

Nilai perdagangan Indonesia dengan 
negara yang berpenduduk 109.000 jiwa 
ini,  sebagian besar masih dilakukan 
melalui negara ketiga dengan nilai 
relatif kecil. Pada periode Januari–
Agustus 2014 total perdagangan 
bilateral Indonesia- St. Vincent & 
Grenadines sebesar USD 111.900 yang 
seluruhnya merupakan nilai ekspor 
Indonesia. 

Trinidad dan Tobago

Hubungan diplomatik Indonesia 
dengan Trinidad dan Tobago yang 
telah terjalin sejak tahun 1973. 
Pemerintah RI telah mengangkat Duta 

Besar Prianti Gagarin Djatmiko Singgih 
sebagai Duta Besar RI untuk Trinidad 
dan Tobago yang berkedudukan di 
Caracas. Pemerintah Indonesia juga 
telah mengangkat Konsul Kehormatan 
di Port of Spain untuk membantu 
pelaksanaan tugas-tugas kekonsuleran 
seperti bantuan kepada WNI khususnya 
ABK yang bermasalah di negara ini.

Trinidad dan Tobago merupakan 
salah satu mitra dagang terbesar 
Indonesia di kawasan Karibia. Dalam 
periode Januari–Agustus 2014, total 
perdagangan bilateral RI-Trinidad 
& Tobago mencapai USD 11,10 juta 
dengan surplus untuk Indonesia 
sebesar USD 9,39 juta. 

Trinidad dan Tobago mempunyai 
potensi di bidang pertambangan, 
gas dan industri petrokimia yang 
dapat mendatangkan kemakmuran 
bagi sekitar 1,2 juta penduduknya. 
Kemajuan ekonomi dan letak geografi s 
yang strategis telah memungkinkan 
negara ini menjadi hub penerbangan 
internasional dan transportasi laut 
di kawasan Karibia. Dengan kondisi 
tersebut di atas, banyak WNI khususnya 
ABK yang bekerja pada perusahaan-
perusahaan perkapalan yang beroperasi 
di wilayah kepulauan tersebut.

Andorra

Hubungan bilateral Indonesia 
dengan Andorra masih perlu 
ditingkatkan. Mengingat perwakilan 
Indonesia di Andorra masih diwakili 
oleh KBRI Paris, upaya untuk 
meningkatkan kerja sama kedua 
negara masih terbatas. Namun 
secara umum, hubungan Indonesia-
Andorra berlangsung secara baik, 
yang ditunjukkan dengan dukungan 
yang kerap diberikan Andorra bagi 
Indonesia pada berbagai forum 
internasional.

Politik
Sebagai perwujudan hubungan 

yang baik antar kedua negara, Andorra 
tercatat beberapa kali mendukung 
pencalonan Indonesia pada beberapa 
organisasi internasional.   Pada tahun 
2014, Andorra juga telah memberikan 
dukungan bagi pencalonan Indonesia 
sebagai anggota Dewan HAM periode 
2015-2017 dan anggota Dewan 
International Telecommunication 
Union (ITU) periode 2014-2018. Guna 
meningkatkan hubungan bilateral 
antara Indonesia dan Andorra, Dubes 
RI melakukan pertemuan dengan 
pejabat tinggi Andorra, Kadin Andorra 
dan sejumlah pengusaha Andorra. 
Pertemuan-pertemuan tersebut secara 
umum membahas upaya peningkatan 

kerja sama bilateral terutama di bidang 
sosial budaya dan ekonomi. Keinginan 
Andorra untuk meningkatkan kerja 
sama perdagangan dan sosial budaya 
bilateral terakhir disampaikan oleh  
Direktur Multilateral dan Kerja Sama 
Kemlu Andorra, Mrs. Gemma Cano 
Berné mengingat krisis perekonomian 
di Eropa yang juga melanda Andorra. 

Ekonomi
Hubungan perdagangan Indonesia 

– Andorra mengalami fl uktuasi dari 
tahun ke tahun khususnya periode 
2009-2013 (data BPS) dengan tren 
positif (6,24%). Pada tahun 2010 hingga 
2012, nilai perdagangan kedua negara 
mengalami kenaikan yang cukup 
signifi kan hingga mencapai nilai USD 
22,9 juta pada tahun 2012. Namun 
pada tahun 2013 nilai perdagangan 
menurun hingga USD 470,2 ribu. 
Pada periode Januari-November 
2014, total perdagangan RI-Andorra 
mencapai USD 18,99, atau meningkat 
dibandingkan dengan periode yang 
sama di tahun sebelumnya, yaitu USD 
187.800. Dari data BKPM sampai saat 
ini tidak tercatat adanya kegiatan 
investasi Andorra di Indonesia.

Sosial Budaya
Dalam rangka peningkatan 

hubungan antara Indonesia dan 
Andorra di bidang kebudayaan, telah 

diselenggarakan pentas seni budaya 
dan Paduan Suara Mahasiswa (PSM) 
Universitas Padjajaran Bandung di 
Andorra-La-Vella pada tanggal 30 Juli 
2013 yang dihadiri oleh Menteri Luar 
Negeri Andorra, Mr. Gilbert Saboya.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Hingga saat ini mekanisme 
permohonan visa bagi Warga Negara 
(WN) Andorra masih dilakukan melalui 
proses pengiriman berkas/dokumen 
aplikasi yang bersangkutan kepada 
Fungsi Konsuler KBRI Paris. Pemerintah 
Andorra telah menyampaikan 
keinginan agar Indonesia dapat 
memberikan fasilitas bebas visa bagi 
pemegang paspor biasanya. Untuk itu 
KBRI Paris telah menyampaikan agar 
rekomendasi fasilitas Visa Kunjungan 
Saat Kedatangan/VKSK (Visa on Arrival) 
dapat diberikan kepada WN Andorra. 

Austria

Dalam kurun waktu 2014, berbagai 
kegiatan yang telah dilaksanakan 
diarahkan untuk meningkatkan 
hubungan bilateral Indonesia-Austria. 
Hubungan antar masyarakat kedua 
negara yang terus meningkat dan 
pemahaman satu sama lain merupakan 

III.7 Kawasan Eropa Barat
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landasan utama dalam peningkatan 
hubungan kedua negara di berbagai 
bidang. 

Politik
Pada tahun 2014 Indonesia 

dan Austria memperingati 60 tahun 
terjalinnya hubungan diplomatik. 
Dalam kurun waktu enam dekade, 
hubungan RI-Austria berjalan kondusif 
dan relatif tidak terdapat gangguan. 

Indonesia dan Austria sepakat 
untuk saling mendukung dalam 
pencalonan di sejumlah forum 
multilateral. Pada tahun 2014, 
Austria mendukung keanggotaan RI 
di Dewan HAM PBB untuk periode 
2015-2017 dan sebaliknya Indonesia 
mendukung keanggotaan Austria di 
Dewan HAM PBB periode 2019-2021. 
Pada tahun yang sama Austria juga 
mendukung keanggotaan RI di Dewan 
International Telecommunication Union 
(ITU) 2014-2018, melalui kesepakatan 
saling dukung terhadap pencalonan 
Austria sebagai anggota Convention 
on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women 
(CEDAW) periode 2015-2018.

Dalam pelaksanaan diplomasi 
multilateral, capaian utama yang 
diraih selama tahun 2014 mencakup 
keberhasilan dalam meningkatkan 
profi l internasional Indonesia dalam 
isu-isu nuklir global; pengakuan dunia 
internasional terhadap kemajuan iptek 
nuklir Indonesia; serta kepemimpinan 
Indonesia dalam penanganan isu-isu 
global, yaitu dalam isu perlucutan 
senjata dan non-proliferasi sebagai 
Co-President CTBT Article XIV 
Conference untuk periode 2013-2015, 
dan penanggulangan kejahatan lintas 
negara terorganisir sebagai Presiden 
Sesi ke-6 Conference of Parties to the 
United Nations Convention Against 
Transnational Organized Crime periode 
2012-2014.

Ekonomi
Kerja sama ekonomi RI-Austria 

berlangsung stabil walaupun Indonesia 
belum menjadi prioritas bagi Austria. 
Meskipun demikian, tercatat bahwa 
akhir-akhir ini terdapat suatu 
peningkatan minat dan pergeseran 
perhatian dari Austria untuk keluar 
dari lingkaran Eropa-sentris. Austria 
mulai meningkatkan hubungan dengan 

kawasan-kawasan ekonomi yang 
tumbuh positif, termasuk Indonesia.  

Total perdagangan kedua negara 
pada periode Januari-November 
2014 mencapai USD 350,57 juta, atau 
menurun 9,38% dibandingkan periode 
yang sama 2013. Hingga triwulan ketiga 
tahun 2014, nilai investasi Austria 
di Indonesia mencapai USD 1,6 juta 
dengan jumlah proyek sebanyak 13.

Keseriusan dan minat Pemerintah 
Austria untuk meningkatkan 
hubungan dan kerja sama dengan 
Indonesia terlihat dari sejumlah 
kunjungan delegasi tingkat tinggi ke 
Indonesia. Tercatat kunjungan terakhir 
adalah bulan Mei 2014 dibawah 
pimpinan Menteri Transportasi Austria 
yang saat itu membawa serta 25 
pengusaha. Dalam kunjungan tersebut, 
ditandatangani tiga Nota Kesepakatan, 
yaitu mengenai Kerja Sama Teknologi 
Infrastruktur Pembangkit Listrik 
Tenaga Air, Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi Transportasi.

Sepanjang tahun 2014, KBRI/PTRI 
Wina juga aktif melakukan sejumlah 
kegiatan promosi perdagangan dan 
investasi. Sebagai bagian rangkaian 
perayaan 60 tahun RI-Austria, pada 
tanggal 11 September 2014, telah 
diselenggarakan Forum Ekonomi 
yang menghadirkan Kepala BKPM. 
Bersamaan dengan forum tersebut 
juga diadakan B2B meeting yang 
menghadirkan 13 pengusaha UKM 
Indonesia yang bergerak antara lain 
dalam bidang kerajinan tangan, 
alat pemadam kebakaran, sepatu, 
perhiasan, dan garmen fesyen. Dari 
B2B meeting tersebut, 10 perusahaan 
Austria tercatat  melakukan 
pendekatan dengan perusahaan UKM 
Indonesia, dan terdapat satu LoI (Letter 
of Intent) yang ditandatangani dan saat 
ini telah terwujud dalam kerja sama 
dengan menggunakan skema soft loan 
dari Pemerintah Federal Austria.

Sosial Budaya
Dalam konteks soft power 

diplomacy, pada tahun 2014, tercatat 
3 orang mahasiswa Austria menjadi 
peserta Darmasiswa pada tahun ajaran 
2014-2015 dan 1 orang mengikuti 
program Beasiswa Seni dan Budaya 
Indonesia (BSBI). Perwakilan RI 
di Wina juga selalu memberikan 

pelayanan informasi terkini mengenai 
Indonesia kepada publik Austria 
melalui media massa setempat dan 
website perwakilan, serta progam 
Famtrip untuk jurnalis Austria pada 
bulan Maret dan Desember 2014.

Kegiatan promosi sosial budaya 
dilaksanakan melalui berbagai 
pagelaran kesenian antara lain: 
penampilan tarian tradisional Jawa di 
Weltmuseum Wina pada bulan April 
2014 yang dibawakan oleh kelompok 
seni Keraton Yogyakarta Kawedanan 
Hageng Punokawan Kridomardowo, 
partisipasi Indonesia pada acara 
perayaan 50 tahun Kelompok 77 (G-77) 
di Markas PBB, Wina pada bulan Juni 
2014 dan penampilan musik Kolintang 
di Weltmuseum Wina, Austria. Program 
pengenalan kesenian Indonesia 
dilakukan melalui antara lain 
lokakarya tari dan musik tradisional 
Indonesia setiap 3 bulan di sekolah-
sekolah lokal; program workshop Seni 
Karawitan Gamelan Jawa teroganisir 
bekerja sama dengan Universitas 
Musik dan Seni Pertunjukan Wina; dan 
pengiriman pesilat untuk “Train the 
Trainer”. 

Perayaan 60 tahun hubungan 
RI-Austria pada bulan September 
2014 juga menampilkan pagelaran 
kesenian kolaborasi KBRI Wina dengan 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Indonesia dengan menampilkan 
tarian nusantara, musik Kolintang dan 
Sasando serta permainan angklung 
interaktif. 

Perlindungan WNI/BHI dan  
Kekonsuleran

Selama tahun 2014, KBRI senantiasa 
melakukan pelayanan kekonsuleran 
dan perlindungan WNI yang 
berorientasi pada waktu pelayanan dan 
pemrosesan yang cepat dan tanggap, 
melalui pemutakhiran jumlah dan 
data diri WNI di wilayah Austria secara 
berkelanjutan, perlindungan dan 
pendampingan WNI yang memerlukan, 
pemutakhiran berbagai peraturan dan 
ketentuan yang berlaku di Austria, 
dan melakukan berbagai konsultasi 
dengan pemerintah Austria utamanya 
yang terkait dengan pelaksanaan tugas 
perlindungan WNI di luar negeri.

KBRI/PTRI Wina juga telah 
memfasilitasi kunjungan pejabat dan 
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delegasi RI yang mengikuti persidangan 
dan konferensi internasional di Austria.

Belgia

Menguatnya hubungan bilateral 
antara Indonesia dan Belgia 
memberikan manfaat karena Belgia 
memiliki sejumlah karakter yang 
bersifat strategis yang dapat membantu 
perwujudan kepentingan nasional 
Indonesia. Belgia merupakan negara 
demokratis seperti Indonesia. Belgia 
adalah negara maju dengan GDP 
USD 508,1 milyar (2013) sehingga 
menjadi pasar yang baik untuk produk 
barang dan jasa Indonesia. Berbagai 
pelabuhan laut yang modern dan 
berlokasi strategis terletak di Belgia 
yang memberikan akses penting bagi 
masuknya berbagai produk Indonesia 
di pasar Uni Eropa. Belgia juga memiliki 
teknologi maju di bidang kesehatan, 
pertanian dan pertahanan yang 
berpotensi membantu peningkatan 
kapasitas Indonesia secara langsung, 
misalnya alih teknologi senjata 
genggam dari FN Herstal ke PT. Pindad.

Politik 
Hubungan bilateral Belgia-

Indonesia pada tahun 2014 berjalan 
dengan baik tanpa adanya gangguan 
yang berarti. Belgia merupakan 
negara pendiri Uni Eropa yang 
mampu mempengaruhi pengambilan 
keputusan di UE. Belgia juga 
telah meratifi kasi Partnership and 
Comprehensive Agreement (PCA) 
Indonesia – Uni Eropa yang telah 
mulai berlaku sejak 1 Mei 2014. Belgia 
senantiasa mendukung kedaulatan 
dan integritas wilayah NKRI yang 
terefl eksikan dalam penyataan resmi 
para pejabat pemerintah federal 
Belgia. Dengan meratifi kasi PCA, Belgia 
juga terikat secara hukum mendukung 
keutuhan wilayah NKRI.

Belgia mendukung pencalonan 
Indonesia sebagai anggota Dewan 
HAM periode 2015-2017, keanggotaan 
Indonesia dalam Dewan International 
Telecommunication Union (ITU) 
periode 2014-2018 dan pencalonan Dr. 
Meiditomo Sutyarjoko sebagai anggota 
Radio Regulations Board ITU periode 
2014-2018.

Ekonomi
Kegiatan fasilitasi business 

gathering dan partisipasi yang intensif 
dalam berbagai pameran dan kegiatan 
komunitas bisnis telah meningkatkan 
jumlah investasi asal Belgia bagi 
Indonesia. Belgia adalah investor 
asal Eropa ke-6 terbesar di Indonesia. 
Realisasi investasi penanaman modal 
asing Belgia cenderung mengalami 
peningkatan sebagaimana sepanjang 
periode 2011-2013. Proyek asal Belgia di 
Indonesia pada tahun 2011 berjumlah 
16 dengan nilai investasi USD 11,7 juta; 
meningkat pada tahun 2013 menjadi 
35 proyek dengan nilai USD 60,3 juta. 
Hingga paruh pertama tahun 2014, 
jumlah proyek sudah mencapai 15 
proyek dengan total nilai USD 10,1 juta. 
Bidang-bidang investasi yang diminati 
Belgia antara lain tekstil, pariwisata, 
mebel, PVC Filter, jasa konsultan, 
cooling system, power transformer, 
minyak kelapa sawit, teh dan kopi. Total 
perdagangan RI-Belgia pada periode 
Januari-November 2014 mencapai USD 
1,65 miliar (Indonesia sebesar USD 1,1 
milyar, impor Indonesia sebesar USD 
539,3 juta), atau turun sebesar 4,99% 
dibanding periode yang sama 2013, 
yaitu USD 1,73 milyar.

Salah satu hasil konkrit yang 
spesifi k dalam hal peningkatan 
investasi pada tahun 2014 adalah 
perluasan investasi perusahaan di 
bidang industri kimia asal Belgia, 
Solvay, sebanyak 10 juta euros melalui 
pembangunan pabrik di Manyar 
Gresik, Jawa Timur. Keputusan Solvay 
berinvestasi di Indonesia berawal dari 
keikutsertaan perusahaan ini pada 
kegiatan Marketing Investasi Indonesia 
tahun 2013. Pembukaan pabrik Solvay 
di Gresik diperkirakan akan menyerap 
tenaga kerja sebanyak 500 orang 
dengan total penjualan per tahun 
sebesar 30 juta euros.

Di bidang digital economy, KBRI 
Brussel bersama dengan Kementerian 
Perindustrian RI pada tahun 2014 telah 
melaksanakan roadshow delegasi IT 
Indonesia ke Brussel, Eindhoven dan 
Dublin. Delegasi IT juga berpartisipasi 
aktif pada pameran IT internasional, 
CeBIT 2014, pada bulan Maret 2014 
di Hanover, Jerman. Sebanyak 15 
perusahaan IT Indonesia yang bergerak 
di bidang IT dan Web solution, ERP 
(Enterprise Resource Planning), Game 

& Animation dan ICT Research and 
Incubation Center telah berpartisipasi.

Pada kesempatan pameran 
CeBIT, perusahaan IT Indonesia 
menandatangani kontrak sebesar USD 
750 ribu. Sebagai tindak lanjut dari 
CeBIT, perusahaan Indonesia lainnya 
menandatangani kontrak sebesar USD 
3 juta. 

Sosial Budaya
Partisipasi Indonesia yang rutin 

dan aktif pada Brussels Holiday Fair 
yang diselenggarakan setiap tahun 
telah berkontribusi pada peningkatan 
jumlah wisatawan asal Belgia 
setidaknya selama kurun waktu tiga 
tahun terakhir. Peningkatan jumlah 
wisatawan ini terjadi di tengah-
tengah krisis ekonomi Eropa yang 
juga melanda Belgia. Berdasarkan 
data BPS, sepanjang 2011-2013 terjadi 
peningkatan jumlah wisatawan Belgia 
yang berkunjung ke Indonesia yang 
mencapai 22,551 (2011), 24,129 (2012) 
dan 28,329 (2913). Di samping itu, setiap 
tahunnya juga terjadi peningkatan rata-
rata pengeluaran turis Belgia dalam 
kunjungannya ke Indonesia. Dengan 
demikian, dari sektor pariwisata, 
pendapatan Pemri yang dihasilkan 
dari pajak hotel dan restoran 
sepanjang 2011-2013 mencapai Rp. 
46.262.000.000. Tren serupa diprediksi 
akan terus berlangsung pada tahun 
2014 ini.

Peluncuran perangko Belgia edisi 
khusus Tintin di Kemayoran dan Tintin 
di Pulau Komodo diselenggarakan 
dalam kesempatan Resepsi Diplomatik 
Peringatan HUT RI ke-69 di Brussel 
pada 22 September 2014. Pembuatan 
perangko ini merupakan kerja sama 
KBRI Brussel dengan Museum Her dan 
Moulinsart, perusahaan pemegang 
lisensi karya cipta Herge, serta 
perusahaan pos Belgia (B-post).

Perlindungan WNI/BHI dan  
Kekonsuleran 

KBRI Brussels meluncurkan 
“KBRI Brussel Apps” dalam pameran 
ICT terbesar di dunia, CeBIT, yang 
diselenggarakan di Hannover, Jerman, 
10-14 Maret 2014. KBRI Brussel Apps 
adalah fi tur pelayanan kekonsuleran 
dan informasi terkait KBRI Brussel 
yang dapat diakses pada mobile phone 
untuk memberikan kemudahan bagi 



114

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

WNI dan warga negara Belgia dan 
Luksemburg. Inovasi ini merupakan 
hasil kerja sama antara KBRI Brussel 
dengan tenaga professional IT di dalam 
negeri.

Denmark

Denmark menyambut baik 
dan mengakui kemajuan pesat 
demokrasi di Indonesia. Denmark juga 
mengapresiasi peranan RI di kawasan 
Asia-Pasifi k dalam memajukan nilai-
nilai demokrasi, antara lain melalui 
pelaksanaan Bali Democracy Forum. 
Selanjutnya, Denmark memandang RI 
sebagai negara yang penting di ASEAN 
dan juga di dunia Islam sebagai negara 
dengan penduduk Muslim terbesar di 
dunia yang bersifat demokratis dan 
terbuka.

Politik
Pada tahun 2014, KBRI 

Kopenhagen telah menyelenggarakan 
seminar tentang demokrasi dan Pemilu 
2014 serta kuliah umum tentang 
multikulturalisme di Indonesia guna 
menyebarluaskan informasi tentang 
kemajuan politik RI di Denmark. 
Sepanjang tahun 2014, didorong pula 
saling-kunjung pejabat, termasuk pada 
tingkat teknis, untuk membuka peluang 
kerja sama yang lebih luas lagi.

Kedua negara juga melakukan 
kerja sama dalam kerangka forum 
multilateral, seperti dalam isu 
pemajuan HAM. Pada tahun 2014, 
RI dan Denmark telah bersama-
sama mengupayakan pemajuan dan 
percepatan implementasi Convention 
Against Torture oleh negara-negara 
pihak.

Ekonomi
Dalam sektor perdagangan, pada 

periode Januari-Juli 2014, nilai ekspor 
Denmark ke Indonesia  mencapai 
USD 102,701 juta atau turun 15,33% 
dibandingkan periode yang sama tahun 
2013 yang senilai USD 121,291 juta. 
Sementara itu nilai impor Denmark 
dari Indonesia mencapai USD 176,876 
juta, atau alami kenaikan sebesar 
2,02% jika dibandingkan periode yang 
sama tahun 2013 yang senilai USD 
173,376 juta. Dalam hal ini Indonesia 
mengalami peningkatan surplus pada 

periode Januari-Juli 2014 yakni sebesar 
42,41% jika dibandingkan periode yang 
sama tahun 2013.

Selama tahun 2014, KBRI 
Kopenhagen telah melakukan 
promosi investasi, antara lain dengan 
menyebarluaskan/diseminasi  paket 
booklet ”Invest in Indonesia” dan 
buku  “Public-Private Partnerships 
Infrastructure Projects Plan in 
Indonesia” terbitan BAPPENAS, ke 
organisasi bisnis dan lobby yaitu DI, 
DAFC, IFU, PFA, DBP, DBF, perusahaan-
perusahaan investasi, individual 
dll. baik melalui pos ataupun pada 
kesempatan pertemuan langsung.

Selain itu, Perwakilan RI di 
Denmark juga memonitor pelaksanaan 
bantuan Denmark dalam ESP3 2014-
2017 bernilai 270 juta danish kroner 
dengan executing agensinya KLH, 
Pemrov Jateng (BAPPEDA),  kementerian 
ESDM di bawah koordinasi BAPPENAS 
dan Bank Dunia. 

KBRI juga melakukan pertemuan 
dengan para peserta Danida Fellowship 
dari Indonesia, yaitu dari kementerian-
kementerian ESDM, LH, dan pihak 
swasta dari PT. Petro Turbo Indonesia, 
PT Pandega Desain Weharima, PT. 
Tansoputra, Universitas Bakrie, 
PT. Restorasi Ekosistem Indonesia/ 
Harapan Rainforest, dan Transparency 
International-Indonesia, yang telah 
mengikuti pelatihan dengan sejumlah 
tema antara lain “Green Energy and Low 
Carbon Development”, dan “Addressing 
Climate Change in Development 
Assistance”.

KBRI Kopenhagen melakukan 
promosi pariwisata Indonesia melalui 
partisipasi pada beberapa event wisata 
internasional antara lain Ferie for Alle 
di Copenhagen, Travel Fair di Herning, 
Ferie for Allee di  Aarhus; Pameran 
International Food Expo di Herning, di 
Denmark. Yang dihadiri 24.243 orang; 
Roadshow Forum Bisnis ASEAN serta 
Bazaar ekonomi Indonesia 2014 dengan 
tema “Art and Craft” Exhibition yang 
dihadiri oleh 500 orang pengunjung.

Bersama-sama dengan wakil-
wakil dari Kementrian ESDM, 
Kemenkeu dan 2 perusahaan 
Indonesia, KBRI berpartisipasi dalam 
acara Global Green Growth Forum 

(3GF) 2014, 20-21 Oktober, dimana 
wakil dari Kementerian ESDM telah 
menyampaikan paparan berjudul 
“Scaling Up Green Off-Grid Energy 
Solution in Indonesia”. Selain itu, KBRI 
juga memfasilitasi persiapan kerja 
sama di sektor konservasi energi 
antara Universitas Tanjungpura, 
Kalimantan dengan satu perusahaan 
energi Denmark dalam skema program 
Danida Business Partnership bernilai 
750.000 DKK. Tujuan kerja sama 
adalah untuk membentuk ”kampung 
inovasi” yaitu suatu pusat penyebaran 
informasi pendidikan, kebudayaan, 
ekonomi kreatif, inovasi dan iptek di 
Universitas Tanjungpura.  

Sosial Budaya
Di bidang pendidikan tinggi, 

tercatat meningkatnya jumlah 
MOU kerja sama antar universitas, 
baik universitas unggulan maupun 
universitas di daerah-daerah di 
Indonesia, meningkatnya jumlah 
pertukaran pengajar, mahasiswa pada 
tingkat doktoral dan para peneliti. 
Tercatat pula meningkatnya jumlah 
kunjungan penjajagan peluang kerja 
sama dari Indonesia ke Denmark 
dan sebaliknya, serta menguatnya 
intensitas kerja sama antar universitas 
kedua negara, khususnya di bidang 
pelestarian hutan, pengurangan emisi, 
green building, renewable energy, 
manajemen bisnis dan ilmu-ilmu 
kemaritiman. Terbentuknya forum 
diskusi dan asosiasi Friends of Indonesia 
yang mulai melembaga, meliputi 
kalangan pengusaha, akademisi, atlet, 
artist/budayawan, termasuk pejabat 
pemerintah dan parlemen.  Reaktifasi 
DANIF, asosiasi Indonesia-Denmark 
yang telah vacuum bertahun-tahun 
sebagai bagian dari peole to people 
contact, serta meningkatnya peran 
PPI Denmark antara lain sebagai 
pendorong terbentuknya Forum 
Komunikasi PPI Se-Nordic.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

KBRI Kopenhagen telah 
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi 
kekonsuleran dan keimigrasian kepada 
masyarakat Indonesia di Denmark 
dengan memanfaatkan kegiatan 
tertentu di KBRI, antara lain pada 
acara  sosialisasi Pemilu Legislatif 2014, 
Bazaar dan lain-lain.



115

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

Finlandia

Pada tahun 2014 hubungan 
bilateral RI-Finlandia di bidang politik, 
ekonomi dan sosial budaya semakin 
meningkat. Tahun 2014 menandai 60 
tahun terjalinnya hubungan diplomatik 
RI-Finlandia. Kerja sama di bidang 
pendidikan merupakan fokus utama 
kerja sama RI-Finlandia pada tahun 
2014 yang ditandai dengan serangkaian 
kunjungan, penandatangan MOU dan 
seminar tentang pendidikan yang 
dilakukan oleh ke dua belah pihak. 

Politik
Hubungan RI-Finlandia dalam 

bidang politik telah berjalan dengan 
baik dan tahun 2014 merupakan waktu 
yang tepat bagi kedua negara untuk 
mengembangkan kerja sama di bidang 
pertahanan dan keamanan. Kerja sama 
di bidang pertahanan dan keamanan 
ditandai dengan partisipasi Finlandia 
pada Jakarta International Defence 
Dialogue (JIDD) 2014 sebagai salah satu 
pembicara dan kunjungan Menteri 
Pertahanan RI ke Finlandia pada 
tanggal 14-16 Juli 2014. Fokus utama 
pengembangan kerja sama adalah 
di bidang Peace Keeping Operation 
(PKO), penelitian dan pengembangan 
industri pertahanan serta kerja sama 
pendidikan dan pelatihan bagi staf TNI.

Ekonomi 
Total perdagangan kedua negara 

pada periode Januari-November 2014 
mencapai USD 729,66 juta, meningkat 
39,56% dibandingkan periode yang 
sama 2013. Nilai investasi Finlandia 
pada tahun 2014 sampai dengan 

November senilai USD 3,9 juta. 
Komoditi ekspor Indonesia ke Finlandia 
didominasi fi xed vegetable fats and oils, 
karet mentah, dan footwear. Sedangkan 
impor dari Finlandia yang utama bagi 
Indonesia adalah power generating 
machinery and equipment, peralatan 
mesin untuk industri, dan kertas.

Sebagai bagian dari peringatan 60 
tahun hubungan diplomatik Indonesia 
dan Finlandia,  KBRI Helsinki bekerja 
sama dengan University of Vaasa 
(UVA) telah menyelenggarakan 
seminar mengenai Indonesia dengan 
tema : “Cooperation and Business 
Opportunities between Southeast Asia 
and Finland, Focus on Indonesia” pada 
tanggal 25 September 2014 di Vaasa.  
Acara seminar presentasi budaya 
Indonesia berupa tari-tarian serta 
sajian makanan tradisional Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan 
kerja sama ekonomi dengan Finlandia, 
Finnpartnership menjadi salah satu 
narasumber dalam Inter active 
Dialogue yang diselenggarakan di 
sela-sela pelaksanaan TEI tanggal 
10 Oktober 2014 di Jakarta. Paparan 
Finnpartnership sangat membantu 
para pelaku usaha Indonesia untuk 
mendapatkan gambaran mengenai 
potensi kerja sama ekonomi dengan 
Finlandia dan dapat memanfaatkan 
keberadaan Finnpartnership untuk 
mencari mitra usaha di Finlandia.

Sosial dan Budaya
Dalam rangka 60 tahun Hubungan 

Diplomatik Republik Indonesia dengan 
Republik Finlandia, serangkaian 

pertunjukan kebudayaan Indonesia 
yang bernilai tinggi ditampilkan bagi 
kalangan masyarakat di berbagai 
kota di Finlandia antara lain pada 
pertunjukan gamelan dan wayang 
kulit di Percussion Plus di Helsinki, 
Turku International Puppetry 
Festival (TIPFEST 2014) di Turku, 
Pori International Puppetry Festival 
(PIPFEST 2014) di Pori, pertunjukan 
Barong Bali dan tarian tradisional 
Indonesia di Hämeenpuisto Festival di 
Tampere, MATKA Nordic Travel Fair 
2014 di Helsinki, Kuopio Dance Festival 
di Kuopio, Spring Opening Willa Fantti 
di Nastola dan pada kegiatan seminar 
mengenai Indonesia di Universitas 
Vaasa di Vaasa. Film-fi lm Indonesia 
bermutu diputar pada festival fi lm 
Helsinki Cine Aasia di Helsinki dan 
pertunjukan band Indonesia, the 
Trees and the Wild pada Europe-Asia 
Roundtable Session (EARS) di Helsinki 
mendapatkan sambutan yang meriah 
dari kalangan pecinta musik dan media 
massa di Helsinki.   

Diplomasi di bidang Sosial-
Budaya juga diupayakan melalui 
peningkatan kerja sama pendidikan 
dengan ditandatanganinya MoU antara 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 
dan University of Tampere (UTA) pada 28 
April 2014, yang ditindaklanjuti dengan 
kegiatan nyata seperti pengiriman 
tim peneliti dari masing-masing 
universitas dan seminar bersama di 
bidang pendidikan. Selama tahun 2014 
serangkaian kunjungan dari pejabat 
Kemdikbud RI dari tingkat pendidikan 
dasar, menengah hingga pendidikan 
tinggi telah dilakukan untuk menjajaki 
kerja sama di bidang pendidikan 
dengan pihak Finlandia. 

Kerja sama di bidang pendidikan 
juga ditingkatkan dengan pembahasan 
MoU kerja sama pendidikan antar 
Pemerintah kedua negara. Setiap 
tahunnya terdapat setidaknya 75 (tujuh 
puluh lima) pelajar dan mahasiswa 
Finlandia yang mengikuti program 
singkat untuk belajar bahasa dan 
budaya Indonesia di Universitas 
Udayana (UNUD) Bali melalui program 
Bali International Program on Asian 
Studies (BIPAS). Pelajar serta mahasiswa 
Finlandia juga telah memanfaatkan 
program beasiswa Darmasiswa RI 
untuk belajar ke Indonesia, dimana dari 
tahun 1993 hingga tahun 2014 terdapat 

Workshop Gamelon Open Day dalam rangka perayaan 30 tahun hubungan 
Diplomatik Irlandia-Indonesia
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sebanyak 24 (dua puluh empat) pelajar 
Finlandia yang telah memanfaatkan 
program beasiswa tersebut. 

Jumlah WNI yang berdomisili 
di Finlandia hingga 31 Oktober 2014 
mencapai 546 orang. Komposisi 
terbesar dari WNI merupakan wanita 
yang menikah dengan pria Finlandia 
sebanyak 180 orang.

Irlandia

Hubungan bilateral Indonesia – 
Irlandia telah terjalin baik selama 30 
tahun sejak September 1984 dan tidak 
terdapat isu spesifi k yang menjadi 
hambatan pengembangan hubungan 
bilateral kedua negara. 

Pada tahun 2014, Indonesia - 
Irlandia memperingati 30 Tahun 
Hubungan Diplomatik dan rangkaian 
kegiatan peringatan 30 Tahun 
Hubungan Diplomatik Indonesia - 
Irlandia telah diselenggarakan di 
Dublin pada 4-7 September 2014, 
melalui berbagai momentum kegiatan 
antara lain 1) Business Forum 
dengan Enterprise Ireland; 2) Resepsi 
Diplomatik memperingati HUT ke-
69 Kemerdekaan RI dan 30 tahun 
pembukaan hubungan diplomatik 
Indonesia-Irlandia pada 4 September 
2014; 3) Workshop Gamelan Open Day 
oleh Tim Kesenian Keraton Yogyakarta 
di National Concert Hall, Dublin, pada 6 
September 2014, dan Gamelan Naming 
Ceremony oleh Sri Sultan Hamengku 
Buwono X dilanjutkan dengan Gamelan 
Gala Concert Performance, pada tanggal 
7 September 2014. 

Politik
Irlandia mengakui peran penting 

Indonesia sebagai aktor regional dan 
global. Meskipun diantara Irlandia 
dan Indonesia terdapat perbedaan 
karena letak geografi s yang berjauhan, 
keduanya memiliki pandangan dan 
berbagi kepentingan yang sama yakni 
komitmen terhadap multilateralisme 
dan PBB. 

Pembukaan Kedutaan Besar 
Irlandia di Jakarta pada akhir tahun 
2014 juga merupakan tonggak sejarah 
dalam hubungan bilateral kedua 
negara yang akan mendorong dan 

mendukung perdagangan, investasi 
dan pariwisata.

KBRI London secara berkesin-
ambungan membina hubungan baik 
dengan pejabat-pejabat Irlandia, baik 
Kementerian Luar Negeri, kalangan 
parlemen maupun pengusaha. 
Pemerintah Irlandia memberikan 
dukungan dan komitmen untuk 
meningkatkan kerja sama dalam 
berbagai bidang politik, ekonomi, 
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
pariwisata dengan Indonesia.

Ekonomi
Selama kurun waktu 2014, 

beberapa kegiatan terkait penguatan 
kerja sama ekonomi diantaranya 
adalah kunjungan Ketua dan Tim 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LKPP) menghadiri 
6th International Public Procurement 
Conference (IPPC) di Dublin, 14-
16 Agustus 2014; penyelenggaraan 
Business Forum Trade Tourism and 
Investment bekerja sama dengan 
Enterprise Ireland, di Dublin, 4 
September 2014; dan partisipasi 
Indonesia dalam Tea and Coffee 
Festival di Dublin, 12-14 September 
2014 dan pertemuan Tim Kementarian 
Perindustrian dan Tim Kementerian 
Pertanian dengan jajaran Departemen 
Pertanian, Departemen Perdagangan 
dan Luar Negeri, dan Kamar Dagang 
Irlandia. Selain itu, Dublin Airport 
Authority (DAA) International, telah 
menyatakan minat untuk bekerja sama 
dengan pengelola bandara Indonesia, 
dan menjadi salah satu pembicara 
pada Indonesia Infrastructure Week di 
Jakarta, 3-7 November 2014 di Jakarta.

Total perdagangan RI-Irlandia 
periode Januari-Agustus 2014 
berdasarkan data Kementerian 
Perdagangan mencapai nilai USD 108,2 
juta (ekspor USD 40,97 juta; impor USD 
67,25 juta), sedangkan total realisasi 
investasi dari Irlandia untuk sampai 
tahun 2013 berdasarkan data BKPM 
tercatat senilai USD 7,9 juta.

Sosial Budaya
Hubungan bilateral antara 

Indonesia dengan Irlandia di bidang 
sosial dan budaya lebih ditujukan 
untuk meningkatkan pemahaman 
mengenai Indonesia kepada 
masyarakat Irlandia dalam rangka 

pencitraan positif Indonesia. Program 
tersebut dijalankan melalui berbagai 
kegiatan yang diselenggarakan melalui 
kerja sama dengan berbagai pihak di 
Irlandia. 

Kegiatan promosi seni dan budaya 
Indonesia serta penguatan hubungan 
bilateral antara Indonesia dengan 
Irlandia yang dilakukan pada tahun 
2014 adalah Pertunjukan Tim Gamelan 
Krida Mardawa Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat pada Resepsi Diplomatik 
memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 
69 dan 30 Tahun Hubungan Diplomatik 
Indonesia - Irlandia, 4 September 2014 
di Dublin; pelaksanaan “Gamelan Open 
Day and Concert” oleh Tim Gamelan 
Krida Mardawa Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat, dan Gamelan Naming 
Ceremony oleh Sri Sultan Hamengku 
Buwono X dilanjutkan dengan Gamelan 
Gala Concert Performance, pada 4 - 7 
September 2014.

Dalam rangka memperkenalkan 
dan meningkatkan promosi sosial 
budaya serta pembinaan kelompok 
kesenian tradisional Indonesia, 
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta telah menghibahkan 
seperangkat alat gamelan kepada 
National Concert Hall (NCH). Gamelan 
tersebut telah dimanfaatkan untuk 
program pendidikan musik gamelan di 
gedung  NCH yang telah dimulai pada 
awal tahun 2014 dan ditujukan  kepada 
anggota masyarakat secara umum 
(community learning) dengan maksud 
untuk membentuk kelompok musisi 
gamelan yang berbasis tetap (resident) 
di NCH Dublin. Program pendidikan 
musik gamelan di NCH selain sebagai 
pengenalan serta pembentukan basis 
promosi budaya tradisional Indonesia 
di Irlandia juga dapat menciptakan 
jejaring dengan pemerhati seni budaya 
Indonesia yang merupakan komunitas 
Indonesianists di Irlandia. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Jumlah Warga Negara Indonesia 
di Irlandia mencapai kurang lebih 200 
jiwa, yang terdiri dari mayoritas pelaku 
pernikahan campur. KBRI London 
secara berkala melakukan komunikasi 
dan secara langsung melakukan 
pendampingan kepada masyarakat 
Indonesia yang ada di Irlandia guna 
membantu berbagai masalah yang 
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dihadapi oleh WNI. Mengingat jarak 
yang cukup jauh antara kantor KBRI 
London dengan Irlandia, secara rutin 
KBRI London melakukan pelayanan 
kekonsuleran di Dublin, Irlandia.

Islandia

Hubungan bidang politik Rl-
lslandia berjalan baik, ditandai dengan 
pengaturan saling dukung kedua 
negara dalam berbagai pencalonan di 
organisasi internasional. Hal tersebut 
antara lain dukungan Islandia terhadap 
pencalonan Indonesia pada Dewan 
HAM PBB periode 2015-2017 dan pada 
International Telecommunication Union 
periode 2014-2018. Kerja sama di 
bidang geothermal antara RI-Islandia 
memiliki peluang besar untuk dapat 
dikembangkan. Total perdagangan 
kedua negara pada periode Januari-
November 2014 tercatat mencapai USD 
1,33 juta. Angka ini meningkat dari 
capaian periode yang sama tahun 2013, 
yaitu  USD 757.500. Selama tahun 2012-
2013, lslandia telah berinvestasi pada 
dua proyek di Indonesia dengan nilai 
investasi yang kecil.

Antara kedua negara telah terjalin 
kerja sama di sektor energi panas 
bumi melalui perusahaan Iceland 
Driling Indonesia, cabang perusahaan 
Iceland Drilling Ltd. bekerja sama 
dengan Pertamina Geothermal Energy 
di Indonesia sebagai kontraktor yang 
memiliki spesialisasi eksklusif di 
bidang high temperature geothermal 
drilling.

Dalam bidang pendidikan, belum 
terdapat perjanjian kerja sama antara 
pemerintah kedua negara. Namun 
demikian, sudah ada WNI ada yang 
mengenyam pendidikan di lslandia, 
khususnya program studi geothermal 
di United Nations University (UNU) di 
Reykjavik. Demikian pula warga negara 
lslandia menunjukkan minat belajar di 
Indonesia, antara lain melalui program 
beasiswa Darmasiswa. Saat ini, satu 
pelajar lslandia menjalani pendidikan 
tinggi dengan memanfaatkan program 
beasiswa Darmasiswa.

Italia

Politik
Sejak pembukaan hubungan 

diplomatik dengan RI di tahun 1959, 
Italia secara konsisten mengakui 
secara penuh kedaulatan dan integritas 
NKRI. RI merupakan mitra strategis 
Italia di kawasan Asia, sebagaimana 
disampaikan oleh Under Secretary 
Menteri Luar Negeri Italia pada bulan 
September 2014. Kedua negara juga 
telah melakukan kerja sama saling 
dukung pencalonan pada forum-forum 
multilateral di tahun 2014.

Ekonomi
RI dan Italia sepakat untuk 

memanfaatkan peluang kerja sama 
di bidang industri kreatif, khususnya 
industri kulit dan fashion. Komitmen 
ini dicapai dalam pertemuan bilateral 
antara Presiden RI, Joko Widodo 
dengan Perdana Menteri Italia, Matteo 
Renzi, di sela-sela KTT G-20 di Canberra, 
Australia, 15 November 2014. Di bidang 
maritim, Presiden RI dan PM Italia 
sepakat untuk memperkuat kerja 
sama infrastruktur pelabuhan, serta 
mendorong kerja sama swasta dan 
BUMN dalam pembangunan kapal.

Kerja sama pengembangan 
industri strategis kedua negara terus 
dikembangkan, dengan berlandaskan 
MoU Kerja Sama di Bidang Industri 
Pertahanan (ditandatangani pada 
Februari 1998). Saat ini sedang berjalan 
kerja sama pelatihan untuk kapal selam 
serta keikutsertaan TNI dalam berbagai 
kegiatan terkait dengan pelatihan dan 
seminar. 

Dalam kurun empat tahun terakhir, 
Italia menjadi mitra dagang terbesar 
ketiga bagi Indonesia di kawasan 
Uni Eropa. Pada periode Januari-
November 2014, perdagangan RI-Italia 
tercatat mencapai USD 3,74 milyar, 
meningkat dibanding periode yang 
sama tahun 2013 (USD 3,49 milyar). 
Indonesia selalu mencatat surplus 
perdagangan dengan Italia. Capaian 
ini dapat diraih di tengah situasi krisis 
di Italia dan juga kawasan karena 
kedua pemerintahan berkomitmen 
untuk terus meningkatkan kerja sama 
di segala bidang.  Di bidang investasi, 
sampai dengan kuartal ketiga tahun 
2014, Italia memiliki investasi senilai 
USD 1 juta di Indonesia yang terdiri 

dari 8 proyek. Sementara itu, total nilai 
investasi Italia di Indonesia pada tahun 
2013 adalah USD 36,9 juta, terdiri dari 
39 proyek. Kedua negara saat ini sedang 
menyelesaikan MoU on Cooperation in 
the Field of the Development of Industrial 
Sector RI-Italia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan 
dalam rangka meningkatkan kerja 
sama ekonomi bilateral, antara adalah 
pertemuan KBRI Roma bersama 
dengan Direktur Seni Akademi Mode 
Koefi a, dengan Presiden Camera 
Nazionale della Mode Italiana di Milan 
dan mengemukakan potensi Italia 
sebagai mitra dagang terbesar ketiga 
bagi Indonesia di Eropa mencapai USD 
3,8 miliar; fasilitasi perusahaan Bartelli 
Walter & Rolando Carburanti Spa, yang 
bergerak di bidang distribusi bahan 
bakar minyak di Italia untuk bekerja 
sama dengan Pertamina; KBRI Roma 
juga telah secara intensif memfasilitasi 
keinginan perusahaan Magneti Mareli 
SpA, anak perusahaan FIAT yang 
bergerak di bidang produksi suku 
cadang otomotif, untuk berinventasi di 
Indonesia.

Kemlu Italia telah menyampaikan 
rencananya untuk mengadakan 
konferensi khusus mengenai peluang 
ekonomi Indonesia. Konferensi ini 
dimaksudkan untuk mendorong para 
pengusaha Italia melihat potensi RI 
sebagai negara demokrasi yang saat ini 
tumbuh menjadi salah satu kekuatan 
ekonomi global.

Di bidang ekonomi kreatif, untuk 
pertama kalinya di Italia, KBRI Roma 
telah melakukan promosi 30 Ikon 
Kuliner Indonesia di kota Roma yang 
dikemas dalam bentuk Indonesian 
Culinary Week dari tanggal 27 
September-4 Oktober 2014. Kegiatan ini 
telah mendapat sambutan positif dari 
masyarakat setempat. 

Salah satu peluang kerja sama 
RI-Italia yang juga dapat ditingkatkan 
adalah di bidang tenaga kerja. 
Kualifi kasi tenaga pelaut Indonesia 
dapat memenuhi standar yang 
ditetapkan oleh pihak Italia. Saat 
ini, sejumlah ABK Indonesia telah 
direkrut bekerja di kapal-kapal pesiar 
milik perusahaan-perusahaan Italia. 
KBRI Roma juga telah mendorong 
perusahaan pelayaran Italia untuk 
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memberikan pelatihan bagi para ABK 
Indonesia agar dapat meningkatkan 
kapasitasnya. Saat ini, jumlah ABK 
yang bekerja di industri perkapalan 
yang dibawah manajemen berbagai 
perusahaan perkapalan di Italia 
diperkirakan berjumlah 2.000 orang.

Sosial Budaya
Di bawah kepemimpinan RI (sebagai 

Chair ASEAN Committee in Rome (ACR) 
untuk periode Juli-Desember 2014), 
untuk pertama-kalinya ACR menggelar 
kegiatan ASEAN Sports Day pada 
tanggal 23 Agustus 2014 dan dihadiri 
lebih dari 220 orang anggota keluarga 
besar negara anggota ASEAN yang 
memiliki perwakilan di Roma, yaitu RI, 
Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand 
dan Vietnam. Kegiatan ini dimaksudkan 
untuk memperkuat rasa kebersamaan 
seluruh warga ASEAN yang ada di 
Roma dalam rangka menyongsong 
pencapaian komunitas ASEAN 2015 serta 
mempromosikan komunitas ASEAN 
2015 kepada berbagai pihak di Italia 
untuk semakin mendorong penguatan 
kerja sama khususnya di bidang 
ekonomi dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan masyarakat ASEAN.  

Citra positif RI di mata masyarakat 
Italia meningkat, selain karena 
pembelian saham Klub Sepak Bola Italia 
Inter Milan oleh pengusaha Indonesia, 
Erick Thohir, pada bulan Oktober 
2013, juga karena fi lm Indonesia juga 
telah menembus beberapa festival fi lm 
internasional di Italia seperti Far East 
Film Festival dan Venice Internastional 
Film Festival. Salah satu Film Indonesia 
yang disutradai oleh Sidi Saleh bahkan 
bisa menjadi juara untuk kategori fi lm 
pendek pada Venice International Film 
Festival tersebut. 

Indonesia  juga telah berpartisipasi 
selama 6 bulan pada Pameran Arsitektur 
Internasional La Biennale di Venezia. 
Terdapat juga grup asal Italia, Gamelan 
Gong Cenik, yang mempopulerkan 
tari topeng Bali di berbagai kota di 
Italia. Pertunjukkan budaya Minahasa 
Utara juga telah diselenggarakan oleh 
Yayasan Torang Samua Bersaudara. 
Promosi Indonesia juga dilakukan 
dalam Festival Puisi Internasional ke-
20 di Genoa, penampilan beberapa kali 
misi budaya, dan paduan suara pelajar 
dari PPI Italia maupun yang datang 
dari Indonesia 

Walaupun Italia masih dalam 
situasi krisis, berdasarkan data dari 
Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah 
wisatawan Italia ke Indonesia pada 
tahun 2013 adalah 63.043 orang. 
Jumlah tersebut meningkat 30% dari 
tahun 2012 yaitu 48.382 orang.  Jumlah 
WNI di Italia hingga April 2014 tercatat 
sebanyak 2.075 orang.

Liechtenstein

Hubungan bilateral Indonesia 
– Liechtenstein selama tahun 2014 
ditandai dengan berbagai komitmen 
pejabat pemerintah negara tersebut 
untuk meningkatkan kerja sama 
dengan Indonesia. Komunikasi wakil 
pemerintah kedua negara yang terus 
meningkat dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya menjadi dasar yang kuat 
bagi peningkatan hubungan bilateral di 
masa mendatang. Beberapa hubungan 
kerja sama Indonesia – Liechtenstein 
yang sedang dikembangkan adalah di 
bidang perdagangan, pendidikan dan 
pelatihan, promosi seni budaya, serta 
peningkatan kunjungan pejabat tinggi 
pemerintah kedua negara. 

Politik
Walaupun kebijakan luar negeri 

Liechtenstein lebih banyak difokuskan 
kepada negara-negara tetangga 
(neighborhood policy), negara tersebut 
tetap memiliki perhatian dan harapan 
yang besar terhadap Indonesia. Saat 
penyerahan Credential Dubes RI kepada 
pemerintah Liechtenstein di Vadus 
tanggal 25 April 2014 , Kepala Negara 
Kaharyapatihan Liechtenstein, His 
Serene Highness Alois mengharapkan 
hubungan kedua negara dapat 
terus ditingkatkan terutama 
dibidang ekonomi. Secara khusus 
mengharapkan juga agar perjanjian 
EFTA / IECEPA (Liechtenstein termasuk 
anggotanya) dapat segera diselesaikan 
dalam waktu dekat sehingga kalangan 
bisnis di Indonesia dan Liechtenstein 
dapat memanfaatkan potensi ekonomi 
kedua negara. 

Hubungan politik Indonesia – 
Liechtenstein pada tahun 2014 ditandai 
pula dengan berbagai acara kunjungan 
wakil pemerintah RI ke Vadus. Duta 
Besar RI telah melakukan pertemuan 
dengan beberapa Menteri Liechtenstein 

antara lain Menteri Luar Negeri, 
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri 
Dalam Negeri, Ekonomi dan Hukum, 
serta Menteri Sosial. Hasil penting 
dari pertemuan tersebut antara lain 
adalah komitmen untuk meningkatkan 
kerja sama di bidang ekonomi dan 
perdagangan, kerja sama bantuan 
hukum (MLA), kerja sama pendidikan 
dan kebudayaan, peningkatan 
kunjungan pejabat tinggi pemerintah 
dan peningkatan hubungan masyarakat. 
Sebagai tindak lanjutnya, KBRI Bern 
telah melakukan kegiatan promosi seni 
dan budaya serta pertemuan teknis 
dengan pihak-pihak terkait. 

Ekonomi
Hubungan bilateral ekonomi 

RI–Liechtenstein belum memiliki 
landasan/pengaturan bersama dan 
saat ini mulai tampak terlihat adanya 
peningkatan walaupun masih tergolong 
sangat kecil. Meski merupakan negara 
dengan pendapatan per kapita sangat 
tinggi, Liechtenstein merupakan 
pasar yang relatif kecil untuk produk-
produk Indonesia. Total perdagangan 
RI-Liechtenstein pada periode Januari-
November 2014 tercatat senilai USD 
521.500, atau turun 29,7% dibanding 
capaian tahun 2013 yang mencapai 
USD 741.900. Meski demikian, ekspor 
dari Indonesia tampak meningkat, dari 
USD 500 menjadi USD 5.300.

Liechtenstein sebagai anggota 
EFTA, terlibat kerja sama aktif dalam 
kerangka IE-CEPA. Saat ini tengah 
dirundingkan IE-CEPA dan saat ini 
telah dilakukan sebanyak sebanyak 9 
(sembilan) kali putaran perundingan 
(terakhir di Surabaya, tanggal 12-
14 Mei 2014). Pada putaran IECEPA 
ke-9 tersebut ditandatangani Joint 
Consolidated Record (JCR), yang 
merupakan dokumen resmi yang 
memuat pending matters bagi kedua 
pihak, mengingat Indonesia dan 
EFTA belum dapat menyelesaikan 
perundingan pada tahun 2014. 

Sosial Budaya
Di Bidang Sosial Budaya, pada 

tanggal 16-17 Juni 2014, KBRI Bern 
berpartisipasi dalam Festival Film 
Liechtenstein bertema Wanita, 
Perdamaian dan Keamanan di Vadus, 
Liechtenstein. Festival fi lm, yang dibuka 
oleh Menlu Leichtenstein Aurelia 
Frick tersebut, menampilkan fi lm-
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fi lm dari Swiss, Bulgaria, Indonesia, 
Rumania, Kanada, Kuba, Kosta Rika, 
Nigeria, Kolumbia, Republik Dominika 
dan Afrika Selatan tersebut digelar 
oleh perkumpulan Duta Besar wanita 
di Bern, Swiss. Pada acara tersebut, 
Indonesia menampilkan fi lm berjudul 
“Tjoet Nja’ Dhien. Selain menampilkan 
fi lm “Tjoet Nja’ Dhien”, Indonesia 
juga menyajikan makanan kecil khas 
Indonesia dan pelayanan kekonsuleran 
bagi masyarakat Indonesia yang 
bermukim di perbatasan Swiss dan 
Liechtenstein. 

Jumlah Warga Negara Indonesia di 
Liechtenstein hingga akhir November 
2014 adalah 7 (tujuh) jiwa.

Luxemburg

Hubungan bilateral Indonesia-
Luksemburg senantiasa berjalan 
dengan baik tanpa hambatan yang 
berarti. Kondisi Keharyapatihan 
Luksemburg sebagai negara yang 
sangat kecil (penduduk 543 ribu 
jiwa) tampaknya juga mendorong 
Luksemburg untuk melakukan 
penyusunan prioritas polugrinya 
secara selektif. Hal ini pada gilirannya 
membuat pertemuan kepentingan 
antara Indonesia dengan Luksemburg 
menjadi belum optimal. Indonesia dan 
Luksemburg sejauh ini masing-masing 
belum melihat kepentingan yang 
mendesak untuk memiliki keberadaan 
fi sik berupa Kedutaan Besar di masing-
masing ibukota dan keduanya saling 
melakukan perangkapan.

Luksemburg memiliki sejumlah 
karakter yang strategis bagi 
kepentingan Indonesia yakni negara 
demokratis yang merupakan salah satu 
negara terkaya di dunia dengan GDP 
USD 60.38 milyar (2013). Luksemburg 
menjadi salah satu pusat keuangan 
dunia yang berpotensi memberikan 
baik makna positif dari sisi peluang 
investasi fi nansial bagi Indonesia 
maupun makna negatif dari sisi 
kemungkinan negara ini menjadi 
tempat penyimpanan aset hasil korupsi 
dari Indonesia. Hubungan perdagangan 
dengan Luksemburg dilakukan secara 
langsung atau melalui negara ketiga. 
Investasi Luksemburg ke Indonesia juga 
sangat berpotensi untuk ditingkatkan. 

Kegiatan diplomasi kebudayaan dan 
pembinaan masyarakat dilakukan 
secara bersamaan mengingat kondisi 
faktual Luksemburg yang kecil.

Politik
Selama tahun 2014, hanya terdapat 

satu kali kunjungan pejabat tinggi 
RI ke Luksemburg yaitu pertemuan 
Menteri Hukum dan HAM RI dengan 
Menteri Kehakiman Luksemburg pada 
tanggal 31 Januari 2014, membahas 
pembentukan perjanjian Mutual Legal 
Assistance (MLA) RI-Luksemburg 
sebagai suatu bentuk kerja sama anti 
korupsi. Pertemuan di tingkat Kepala 
Negara/Pemerintah telah beberapa 
kali direncanakan, namun hingga kini 
belum dapat terlaksana. Sementara 
itu, Menteri Luar Negeri Luksemburg 
dalam sejumlah kesempatan 
menyampaikan keinginannya untuk 
berkunjung ke Indonesia atau bertemu 
dengan Menteri Luar Negeri RI, 
namun belum dapat terwujud karena 
belum terdapat kesesuaian waktu 
bagi kedua belah pihak. Kunjungan 
pejabat Luksemburg ke Indonesia di 
tahun 2014 yaitu partisipasi Direktur 
Jenderal Politik Kementerian Luar 
Negeri Luksemburg pada UN Alliance 
of Civilization 2014.

Luksemburg sebagai salah 
satu negara pendiri Uni Eropa 
telah meratifi kasi Partnership and 
Comprehensive Agreement (PCA) 
Indonesia – Uni Eropa yang telah 
mulai berlaku pada 1 Mei 2014. Pada 
tahun 2014, Luksemburg mendukung 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Dewan HAM periode 2015-2017 dan 
keanggotaan Indonesia dalam Dewan 
International Telecommunication Union 
periode 2014-2018. 

Ekonomi
Hasil nyata kerja sama bilateral 

Indonesia-Luksemburg dapat 
tercermin dari peningkatan investasi 
Luksemburg di Indonesia dari tahun 
ke tahun. Statistik BKPM mencatat 
bahwa nilai investasi Luksemburg ke 
Indonesia di tahun 2011 sebesar USD 
48,3 juta (7 proyek), tahun 2012 sebesar 
USD 98 juta (17 proyek), tahun 2013 
sebesar USD 140,1 juta (33 proyek), 
dan tahun 2014 hingga kuartal ke-
II sebesar USD 49,4 juta (19 proyek). 
Mengingat posisi Luksemburg sebagai 
pusat perputaran dana-dana investasi 

global terbesar kedua di dunia 
setelah AS, hubungan RI-Luksemburg 
difokuskan pada upaya pemanfaatan 
posisi Luksemburg tersebut untuk 
menunjang proyek pembangunan di 
Indonesia.

Potensi peningkatan investasi 
Luksemburg ke Indonesia dinilai akan 
lebih tergali dengan pembaharuan 
Belgium-Luxembourg Economic Union 
(BLEU) – Indonesia Bilateral Investment 
Treaty tahun 1970 yang saat ini 
tengah difi nalisasi kedua belah pihak. 
Mengingat Luksemburg merupakan 
salah satu pusat keuangan dunia yang 
telah memikili undang-undang tentang 
perbankan Syariah dan juga sebagai 
sumber outfl ow investasi portofolio 
terbesar di Uni Eropa, terdapat peluang 
kerja sama strategis di bidang jasa 
keuangan yang akan dikembangkan di 
masa mendatang. Di sisi lain, Indonesia 
menjadi daya tarik bagi Luksemburg 
karena merupakan pintu masuk 
ke pasar tunggal ASEAN 2015 dan 
menembus pasar 600 juta penduduk 
Asia Tenggara dengan 3 Milyar 
Dollar Free Trade Agreement (FTA), 
serta berpotensi luas untuk aktivitas 
perbankan syariah.

Indonesia juga berpartisipasi pada 
Luxembourg International Satellite 
Conference 2014 di Luksemburg, 6-8 
Mei 2014. Sebagai tindak lanjut, akan 
dilangsungkan kembali pertemuan 
koordinasi satelit Indonesia-
Luksemburg membahas berbagai 
agenda seperti koordinasi satelit yang 
memiliki separasi orbit besar dan orbit 
kecil.

Malta

Selama tahun 2014 Perwakilan 
RI di Roma yang membawahi Malta 
telah memulai penjajakan untuk 
meningkatkan kerja sama dengan 
Malta, khususnya di beberapa bidang 
yang menjadi mutual interests 
kedua negara antara lain di bidang 
pendidikan, diplomatic training, 
pertukaran pemikiran dan berbagi 
pengalaman di bidang illegal migrant, 
perdagangan dan jasa keuangan, 
serta potensi Malta untuk menjadi 
hub produk Indonesia di kawasan 
Mediterania dan Afrika Utara.
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Politik
Hubungan bilateral antara RI 

dan Malta semakin baik khususnya di 
bidang politik. Hal ini diawali dengan 
ratifi kasi Malta atas Partnership and 
Cooperation Agreement (PCA) antara 
Indonesia dengan UE pada bulan 
Agustus 2011 dan ditandai dengan 
upaya saling dukung Indonesia 
dan Malta pada organisasi/lembaga 
internasional seperti pada pencalonan 
Indonesia di keanggotaan Dewan HAM 
PBB yang pemilihannya berlangsung 
pada 21 Oktober 2014 di New York. 
Sebagai hasil dukungan tersebut, 
Indonesia terpilih kembali sebagai 
anggota Dewan HAM PBB untuk 
periode 2015-2017.

Ekonomi
Sementara itu di bidang 

ekonomi, krisis keuangan global 
juga mempengaruhi perekonomian 
Malta, namun tingkat pengaruh 
tersebut tidak terlalu besar terhadap 
keseluruhan perekonomian Malta. Hal 
ini disebabkan karena Malta memiliki 
fondasi sektor keuangan yang relatif 
kuat sehingga Malta dapat keluar dari 
krisis ekonomi global. Sejak bergabung 
dengan Uni Eropa, Malta terus  
melakukan serangkaian reformasi 
dalam bidang ekonomi dan moneternya 
untuk memenuhi persyaratan yang 
diharuskan oleh Uni Eropa, seperti 
pengurangan angka defi sit di bawah 3% 
dan penentuan rezim devisanya. 

Dalam konteks perdagangan 
bilateral, pada tahun 2013, nilai 
perdagangan mencapai USD 8,3 juta 
mengalami sedikit kenaikan sebesar 
18,6% dibanding tahun 2012 dengan 
nilai USD 7 juta. Total perdagangan RI-
Malta pada periode Januari-November 
2014 tercatat USD 6,12 juta, atau  
menurun 19,39% dari periode yang 
sama tahun 2013, yaitu USD 7,59 juta.

Terdapat beberapa peluang untuk 
peningkatan ekpor Indonesia ke Malta. 
Malta memiliki sumber daya alam yang 
sangat terbatas dan mengimpor 80% 
dari keseluruhan kebutuhan makanan 
dan minuman, serta mengimpor 
bahan bakar untuk kebutuhan energi. 
Beberapa produk unggulan Indonesia 
yang memiliki prospek baik di Malta 
adalah bahan bakar mineral, produk 
hasil hutan, produk makanan dan 
minuman, lemak dan minyak hewan, 

tekstil dan produk tekstil, serta 
karet dan produk karet. Mengingat 
potensi tersebut, peningkatan kerja 
sama Indonesia – Malta saat  ini 
masih terus berupaya dikembangkan 
melalui pembahasan berbagai 
perjanjian bilateral seperti Perjanjian 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Malta juga berpotensi sebagai 
hub masuknya barang-barang ekspor 
Indonesia ke kawasan Mediterania dan 
Afrika Utara dan saat ini telah terdapat 
tawaran pemerintah Malta untuk 
memanfaatkan free port yang mereka 
miliki dan menjadikannya sebagai 
hub masuknya barang-barang ekspor 
Indonesia ke kawasan Mediterania dan 
Afrika Utara. 

Pelabuhan internasional Malta 
merupakan hub transhipment pertama 
di wilayah Mediterania. Alat-alat 
berat yang dipergunakan untuk 
bongkar muat Hub Malta saat ini 
menempati urutan kedua belas di 
antara pelabuhan utama Eropa dan 
merupakan transhipment terbesar 
ketiga dan pusat logistik di wilayah 
Mediterania. Lebih dari 95% lalu lintas 
kontainer Malta Freeport (Pelabuhan 
di Malta) adalah transhipment bisnis. 
Sebagai pelabuhan transhipment 
terbesar ketiga Mediterania, Malta 
Freeport merupakan platform strategis 
bagi jalur pelayaran  sebagai pelabuhan 
hub Mediterania yang terletak di 
persimpangan beberapa rute terbesar 
di jantung Eropa, Afrika dan Asia 
Timur dan Tengah. 

Sosial Budaya
Indonesia dan Malta juga memiliki 

potensi untuk melakukan kerja 
sama yang saling menguntungkan 
antara lain di sektor pariwisata dan 
pelayaran. Selain itu, juga dapat 
diupayakan peningkatan people-to-
people contact melalui pemanfaatan 
kesepakatan kerja sama antar media 
di Indonesia dan media di Malta dalam 
hal diseminasi informasi di berbagai 
sektor dengan asas timbal-balik. 

Peluang kerja sama lainnya 
adalah peningkatan kerja sama di 
sektor pendidikan dimana Malta bisa 
dijadikan alternatif pilihan belajar 
selain Amerika Serikat, Australia dan 
Eropa karena Malta menggunakan 
bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, 

selain bahasa Malta. Sekitar 88% 
populasi Malta menggunakan bahasa 
Inggris. Hal ini diharapkan juga dapat 
mendukung peningkatan people-to-
people contact kedua negara.   

Monako

Upaya untuk memelihara 
hubungan RI dan Monako senantiasa 
dilakukan antara lain melalui 
kunjungan Dubes RI pada acara 
hari Nasional Monako pada bulan 
November 2012. Pada kesempatan 
tersebut, Dubes RI telah bertemu 
dengan Pangeran Albert II beserta 
para menteri dan pejabat tinggi 
lainnya untuk membicarakan upaya 
peningkatan hubungan bilateral. 
Penguatan hubungan bilateral juga 
ditandai dengan keinginan Monako 
untuk membuka kantor Konsulat di 
Jakarta yang perlu disambut baik agar 
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 
nasional Indonesia. 

Dalam upaya meningkatkan 
hubungan bilateral, kerja sama, dan 
saling dukung Indonesia dengan Monako, 
Indonesia sedang mempertimbangkan 
untuk menunjuk Konsul Kehormatan 
di Monako. Sebagai informasi, Monako 
telah menunjuk Karmina Damiri sebagai 
Konsul Kehormatan Monako di Indonesia 
sejak 30 Agustus 2013. Monako tercatat 
telah mendukung pencalonan Indonesia 
sebagai anggota Dewan ITU periode 
2014-2018. Di samping itu, dukungan 
Monako untuk pencalonan Indonesia 
sebagai anggota tidak tetap Dewan 
Keamanan PBB periode 2019-2020 masih 
terus digalang. Sampai saat ini Monako 
masih mempertimbangkannya dan 
akan menyampaikan jawaban resmi 
menjelang waktu pemilihan dimaksud. 

Hubungan perdagangan Indonesia 
– Monako mengalami fl uktuasi dari 
tahun ke tahun khususnya periode 
2009-2013 (data BPS) dengan trend 
yang positif (22,07%). Pada tahun 2012 
hingga 2013, nilai perdagangan kedua 
negara mengalami kenaikan yang 
cukup signifi kan hingga mencapai 
nilai USD 2,72 juta pada tahun 2013. 
Dari data BKPM sampai saat ini tidak 
tercatat adanya kegiatan investasi 
Monako di Indonesia.
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Norwegia

Hubungan diplomatik RI – Norwegia 
telah berlangsung lebih dari enam 
puluh tahun. Pada 8 November 2010 
kedua negara menandatangani Joint 
Declaration by the Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Indonesia and 
the Minister of Foreign Affairs of the 
Kingdom of Norway on Cooperation 
Towards a Dynamic Partnership in the 
21st Century. Kemudian pada Juli 2013 
telah ditandatangani Memorandum of 
Understanding between the Ministry 
of Foreign Affairs of the Republic of 
Indonesia and the Ministry of Foreign 
Affairs of the Kingdom of Norway on 
the Establishment of  Joint Commission 
for Bilateral Cooperation. Kedua 
dokumen ini menjadi basis kerja sama 
kedua negara dalam bidang konsultasi 
bilateral.

Politik 
Dalam tahun 2014, tercatat 

kunjungan Komisi I DPR RI (April 2014) 
dan dari Norwegia tercatat Deputi 
Menlu/State Secretary, Morten Høglund, 
telah menghadiri Global Forum of the 
United Nations Alliance of Civilizations 
yang berlangsung di Bali (Agustus 
2014). Menteri Iklim dan Lingkungan 
Hidup Norwegia, Tine Suntoft, juga 
berkunjung ke Indonesia pada 21-25 
April 2014 guna meninjau langsung 
kemajuan proyek percontohan kerja 
sama REDD+ di Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

Kerja sama politik kedua negara 
ditandai dengan adanya saling dukung 
terhadap pencalonan di berbagai 
organisasi internasional. Norwegia 
mendukung terpilihnya Indonesia 
di Dewan HAM periode 2015 – 2017 
melalui mekanisme saling dukung 
dengan pencalonan wakil Norwegia 
pada Committee on the Right of the Child 
(CRC) periode 2015 – 2019. Indonesia 
dan Norwegia juga menyepakati 
pengaturan saling dukung bagi 
pencalonan ke dua negara sebagai 
Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan 
PBB (RI untuk periode 2019 – 2020; 
Norwegia untuk periode 2012 – 2022) 
yang pemilihannya akan berlangsung 
pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 
2018. 

Ekonomi 
Nilai perdagangan Indonesia-

Norwegia selama tahun 2014 tercatat 
sebesar US$ 278,24 juta atau turun 
6,93% dibandingkan tahun 2013 dengan 
nilai US$ 298,96 juta. Pada tahun 2014, 
nilai ekspor Indonesia adalah US$ 65,29 
juta, sedangkan nilai impornya adalah 
US$ 212,96 juta (defi sit perdagangan 
pada Indonesia sebesar US$ 147,67 
juta).

Pada 10 – 12 Januari 2014, KBRI 
Oslo telah mengawal partisipasi 
Indonesia bersama 115 negara lainnya 
dalam Reiselivsmessen, ajang pameran 
pariwisata terbesar di Norwegia. 
Anjungan Indonesia  menawarkan 
17 lokasi wisata alam dan 11 produk 
kreatif karya masyarakat adat. Salah 
satu hasil penting dari rangkaian 
kegiatan ini adalah kesepakatan 
kemitraan guna pengembangan 1 pilot 
project di Indonesia untuk memajukan 
industri kreatif. Sedangkan 1 pilot 
project budidaya perikanan KBRI Oslo 
telah membuahkan hasil nyata melalui 
kesepakatan kerja sama Business to 
Business Perusahaan BUMD Kepulauan 
Yapen, Papua, PT Yapen Hatchery & 
Fishfarming dengan Aqua Optima AS di 
Bergen (10 Maret 2014). 

Kegiatan bidang ekonomi lainnya 
yang dilakukan guna mempererat 
hubungan kerja sama antara lain 
adalah Konsultasi Bilateral Bidang 

Energi RI-Norwegia yang dipimpin oleh 
Direktur Jenderal Migas Kementerian 
ESDM kedua negara; pertemuan 
antara Badan Pengelola (BP) REDD+ 
dengan para mitra di Norwegia; 
pertemuan antara BKPM dengan 
lembaga Pemerintah dan sektor swasta 
di Norwegia; kunjungan Wagub Jawa 
Timur ke Oslo, dan benchmarking bank 
Indonesia – Norwegia.

Sebagai tindak lanjut MoU 
antara Kementerian PU dengan 
NPRA telah dilaksanakan program 
in job training 2 tenaga ahli dari 
Kementerian PU di Norwegia untuk 
memberikan pemahaman mengenai 
alih teknologi perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan tunnel. 
Selain itu, KBRI Oslo bekerja sama 
dengan PATA – Norway Chapter juga 
telah menyelenggarakan exclusive 
educational trip ke Bali, Lombok dan 
Jogyakarta yang diikuti 12 orang 
peserta dari biro perjalanan dan 
penulis Norwegia. 

Sosial Budaya
Sampai Oktober 2014, tercatat 

66 mahasiswa Indonesia belajar di 
berbagai universitas di Norwegia, 
seperti Universitas Oslo (UIO), 
Universitas Ilmu Pengetahuan dan 
Teknik Trondheim (NTNU); Univesitas 
Stavanger, Universitas Pertanian Aas, 
Universitas Bergen, Universitas Tromso, 
Universitas Agder. Meskipun belum 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (beserta ibu Negara) bertemu Presiden 
Anibal Cavaco Silva saat berkunjung ke Portugal
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terdapat payung kerja sama formal 
di sektor pendidikan namun terdapat 
beberapa universitas di Indonesia dan 
Norwegia yang telah memiliki kerja 
sama U-to-U, di antaranya Universitas 
Gadjah Mada dengan Universitas 
Agder dan Universitas Oslo, dan 
Institut Teknologi Bandung dengan 
Norwegian University of Science and 
Technology Trondheim. Kerja sama 
bidang pendidikan lainnya adalah 
antara Pemda Aceh dengan Hedmark 
University College. 

Di bidang seni-budaya, KBRI 
Oslo terus memperkokoh pengenalan 
Indonesia di Norwegia melalui 
berbagai kegiatan, seperti International 
Food Evening, Festival Anak Stoppested 
Verden, Festival Barnas Verdensdager, 
dan Sprak og Kulturfestivalen. KBRI 
Oslo juga mendukung kegiatan promosi 
seni-budaya yang dilakukan oleh 
Diaspora Indonesia di Norwegia, antara 
lain penyelenggaraan pameran lukisan 
batik Joko Sudadiyo di Trondheim dan 
partisipasi dalam United Nations Day 
di Technip Norge, Oslo. Pengenalan 
terhadap Indonesia juga dilakukan 
dengan memberikan presentasi kepada 
sekolah St. Olav International School 
dan Sandnes High School di Stavanger.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran 

KBRI Oslo setiap bulan melakukan 
pendataan WNI/BHI yang menetap 
di wilayah akreditasi. Tercatat WNI 
sebanyak 966 jiwa di Norwegia di 
tahun 2013. Hingga akhir Oktober 2014, 
jumlah WNI yang berada di Norwegia 
sebanyak 1034 jiwa. Selama kurun 
waktu yang sama tidak tercatat adanya 
kasus perselisihan perburuhan yang 
menimpa TKI di Norwegia.

Portugal

Politik
Atas udangan Presiden Portugal, 

Presiden RI, Susilo Bambang 
Yudhoyono, telah melakukan 
kunjungan kenegaraan ke Portugal 
pada tanggal 18 – 20 September 2014 
sebagai kunjungan balasan. Dalam 
kunjungan ke Portugal ini, Presiden 
Portugal menyampaikan penegasan 
atas kepemimpinan Indonesia di 
kawasan dan keberhasilan proses 

konsolidasi demokrasi, toleransi dan 
pluralism, dan kemajuan ekonomi 
Indonesia. Sementara itu, Ketua 
Parlemen Portugal mengharapkan 
Indonesia dapat menjalin asosiasi 
dengan Komunitas Negara-Negara 
Berbahasa Portugis (CPLP).

Menteri Luar Negeri RI telah 
mengadakan kunjungan ke Portugal 
tanggal 27 Januari 2014 dan telah 
bertemu dengan Menlu Portugal, Rui 
Machete. Kedua Menlu  membicarakan   
berbagai  isu di tingkat bilateral, 
regional dan internasional, antara lain 
take stock kemajuan pengembangan 
hubungan bilateral kedua negara, 
implementasi Forum Konsultasi 
Bilateral/FKB, serta mendorong kerja 
sama lebih lanjut bidang pendidikan, 
olah raga, wisata sejarah dan religi, 
dan pertukaran misi kesenian.

Kedua Kepala Pemerintahan 
sepakat mengenai pentingnya 
memperluas hubungan melalui  kerja 
sama di berbagai bidang dengan 
prioritas bidang ekonomi yang 
mencakup perdagangan, investasi, 
energi, pembangunan infrastruktur, 
perikanan dan kelautan; serta people-
to-people contact yang mencakup 
pendidikan, budaya dan pariwisata. 
Dalam kaitan ini disepakati untuk 
mengefektifkan mekanisme bilateral 
sebagaimana tercantum dalam MoU on 
Bilateral Consultation. Selain itu, selama 
kunjungan ini telah ditandatangani 
Nota Kesepahaman Kerja Sama Energi 
dan Sumber Daya Mineral, MoU 
Kerja Sama yang Diperbaharui dan 
Ditingkatkan dalam Pertukaran Berita, 
Foto dan Video, antara Kantor Berita 
ANTARA dan Kantor Berita Portugal, 
LUSA. 

Dalam masalah ekonomi 
global, kedua Kepala Pemerintahan 
menggarisbawahi pentingnya 
menghubungkan Indonesia dan 
Portugal dengan ASEAN dan Uni Eropa, 
serta mendorong dibangunnya kerja 
sama triangular yang melibatkan 
Indonesia, Portugal dan Timor Leste 
yang diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagaimana kerja sama 
triangular yang melibatkan Indonesia, 
Australia dan Timor Leste. 

Ekonomi
Sepanjang kurun waktu tahun 2014, 

kerja sama ekonomi dan perdagangan 
RI – Portugal telah berjalan cukup baik. 
Pada periode Januari-Agustus 2014, 
total perdagangan meningkat 20% 
dengan total USD 144 juta dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu.  
Pada periode Januari-Agustus 2014, 
Indonesia surplus USD 62 juta.

KBRI Lisabon sepanjang tahun 
2014 telah melakukan promosi peluang 
usaha di berbagai kota, seperti Lisabon, 
Leiria, Porto, Coimbra, Agueda, Figuera 
da Foz dan Beja. Pada tahun 2013, 
realisasi investasi Portugal di Indonesia 
sebesar USD 300.000, dan pada tahun 
2014, terdapat rencana realisasi 
investasi Portugal sebesar $US1,4 juta 
di bidang jasa dan perdagangan.

Sosial Budaya
Pada tahun 2014 terdapat 

sejumlah raihan penting diantaranya 
peningkatan kerja sama pendidikan 
antar perguruan tinggi Portugal-
Indonesia, pertukaran berita oleh 
media, kerja sama kota kembar dan 
diseminasi budaya.  Di samping itu 
juga Perjanjian Kerja sama Bilateral 
di Bidang Pendidikan, Sains-Ristek, 
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, 
Olah Raga dan Media Massa, yang 
ditandatangani Indonesia-Portugal dan 
sejak Mei 2014 diratifi kasi oleh Portugal 
serta akan segera disusul penyelesaian 
ratifi kasi dari pihak Indonesia.

Menjelang akhir tahun 2014 
penguatan kerja sama kota kembar 
Kabupaten Flores Timur - Distrik 
Ourem yang dijalin sejak Mei 2012 
dicapai melalui kunjungan Walikota 
Ourem ke Larantuka dalam rangka 
kerja sama pariwisata dan religi 
dengan Pemerintah Kabupaten Flores 
Timur. Dalam kunjungan tersebut 
selain menandatangani kesepakatan 
rencana aksi kerja sama sosial budaya 
dan pariwisata, Walikota Ourem 
mendapat penghargaan meletakkan 
batu pertama pembangunan gereja 
Fatima di Larantuka, yang merupakan 
replika gereja Senhora Fatima di 
Fatima, Ourem.

Secara konkret, pada tahun 2014 
telah ditandatangani kesepakatan kerja 
sama baru oleh 2 perguruan tinggi di 
Indonesia dengan Portugal, yakni MOU 
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kerja sama pendidikan dan riset antara 
Universitas Aveiro-Institute Teknologi 
Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) 
dan LOI kerja sama penguatan SDM 
melalui pendidikan antara Institute 
Superior Teknik (Univ. Lisbon) dengan 
Sekolah Tinggi Energi dan Mineral 
(STEM) Kementerian ESDM pada bulan 
September 2014. Kedua kerja sama 
baru tersebut melengkapi kerja sama 
yang telah dibangun oleh Universitas 
Indonesia-Universitas Minho, 
Universitas Gadjah Mada-Universitas 
Porto, serta Universitas Pelita Harapan-
Universitas Lisboa. 

KBRI Lisbon telah membuka kelas 
gamelan untuk diaspora Indonesia, 
pengajaran dan promosi Bahasa 
Indonesia dengan pembukaan kursus 
Bahasa di KBRI Lisbon, melengkapi 
kursus Bahasa Indonesia yang 
ditawarkan oleh Universitas Nova 
Lisboa beberapa tahun terakhir. 
Pagelaran seni melalui kerja sama 
dengan Universitas Diponegoro dan 
kelompok budaya Indonesia dalam 
bentuk pertunjukan dan workshop 
seni. 

Promosi Indonesia melalui 
penerbitan buku dan katalog serta 
pembukaan pameran dicapai 
dalam bentuk penerbitan edisi 
ke-3 buku berjudul “Portuguese 
Infl uence in Indonesia” karya Alm. 
Amb. António Pinto da França, 
pameran dan peluncuran katalog 
tenun Ikat Indonesia oleh KBRI dan 
Museum Oriente, serta pameran dan 
katalog topeng Bali oleh KBRI dan 
Museum Marioneta. Indonesia juga 
berpartisipasi pada Festival Film di 
Madeira dan Festival Film International 
Motelx di Lisbon dengan  menayangkan 
2 fi lm Indonesia.

San Marino

Hubungan diplomatik RI - 
San Marino dibuka pada tanggal 
26 September 2011 melalui 
penandatanganan Agreement 
between the Republic of Indonesia 
and the Republic of San Marino on the 
Establishment of Diplomatic Relations 
oleh Menlu RI, Marty Natalegawa dan 
Menlu San Marino Antonella Mularoni 
di sela-sela SMU PBB ke-66 di New York. 

Menindaklanjuti perjanjian tersebut, 
Pemerintah San Marino berencana 
untuk membuka kantor Kedubesnya 
di Jakarta dan akan segera menunjuk 
Duta Besarnya di Jakarta. Pemri telah 
menetapkan KBRI Roma merangkap 
akreditasi untuk San Marino sejak 
tahun 2012. 

Dalam peningkatan hubungan 
bilateral, sejak pembukaan hubungan 
diplomatik, Pemerintah San Marino 
telah beberapa kali memberikan 
dukungan secara unilateral kepada 
Indonesia pada organisasi-organisasi 
internasional, antara lain pada 
dukungan terhadap pencalonan 
Indonesia sebagai Anggota Dewan 
HAM PBB yang berlangsung pada 
tanggal 21 Oktober 2014 di New 
York serta dukungan terhadap 
pencalonan Indonesia sebagai anggota 
Radio Regulation Board (RRB) yang 
pemilihannya berlangsung di Busan, 
Korea Selatan pada tanggal 27 Oktober 
2014. Sebagai hasil dukungan tersebut, 
Indonesia terpilih kembali sebagai 
anggota Dewan HAM PBB untuk 
periode 2015-2017.

Ekonomi San Marino sangat 
bergantung pada industri pariwisata 
dan perbankan, serta industri 
manufaktur seperti keramik, pakaian, 
fabrik, furniture, cat, ubin, dan 
minuman  anggur (wine). PDB San 
Marino tahun 2013 mencapai USD 1,3 
milyar, dengan pendapatan per kapita 
sebesar USD 36.200 masyarakat San 
Marino memiliki standar kehidupan 
yang tinggi. Krisis yang terus melanda 
Italia memberikan dampak negatif 
terhadap perekonomian San Marino 
sebab Italia merupakan pangsa pasar 
ekspor terbesar San Marino yaitu 
sebesar 85%.

Nilai perdagangan bilateral RI-San 
Marino tergolong kecil, yaitu USD 10.200 
di tahun 2011, USD 4.200 di tahun 2012 
dan USD 17.200 sampai dengan bulan 
Agustus 2013. Hingga November 2014, 
belum tercatat adanya perdagangan 
bilateral maupun investasi dari 
San Marino ke Indonesia. Namun 
demikian, terdapat potensi untuk 
terus mengembangkan kerja sama 
perdagangan dan investasi mengingat 
banyaknya pengusaha San Marino 
yang memiliki dwi-kewarganegaraan 
dan memegang paspor Italia.  

Siprus

Hubungan bilateral RI – Siprus 
berlangsung cukup positif berupa saling 
dukung Siprus dan Indonesia pada 
pencalonan keanggotaan organisasi 
internasional, misalnya dukungan 
Siprus terhadap pencalonan Indonesia 
di keanggotaan Dewan HAM PBB yang 
pemilihannya berlangsung pada 21 
Oktober 2014 di New York. Sebagai hasil 
dukungan tersebut, Indonesia terpilih 
kembali sebagai anggota Dewan HAM 
PBB untuk periode 2015-2017.

Politik
Sekalipun Siprus mengalami krisis, 

hubungan RI - Siprus terus mengalami 
peningkatan. Siprus membuka 
Kedutaan di Jakarta pada bulan Januari 
2010, namun sebagai dampak gejolak 
krisis, Siprus menutup kedutaannya di 
beberapa negara termasuk di Jakarta. 

Pada kunjungan Menlu Siprus 
ke Jakarta pada tahun 2011, Siprus 
sepakat untuk meratifi kasi PCA 
Indonesia - UE. Selain itu, kunjungan 
juga menghasilkan penandatanganan 
MOU on Bilateral Political Consultation 
di antara kedua negara.

Saling kunjung anggota Parlemen 
Indonesia dan Siprus juga terlaksana 
pada tahun 2014. Pada bulan September 
2014 Anggota MPR RI telah melakukan 
pertemuan dengan Ketua Parlemen 
Siprus, Presiden Siprus dan Menteri 
Luar Negeri dalam rangka mempererat 
hubungan kerja sama parlemen kedua 
negara dan melakukan courtesy call 
dengan Presiden Siprus. Presiden 
Siprus Anastasiades mendukung 
peningkatan kerja sama antar 
parlemen kedua negara yang telah 
melakukan saling kunjung. Dalam 
pertemuan tersebut Delegasi MPR RI 
juga menyampaikan harapannya kerja 
sama antar parlemen dapat semakin 
meningkat dengan dibentuknya grup 
kerja sama antar parlemen/ Grup Kerja 
Sama Bilateral (GKSB) RI – Siprus. 
Sebelumnya, pada tahun 2013, delegasi 
Parlemen Siprus yang telah berkunjung 
ke Indonesia dan menyampaikan 
keinginannya untuk mempelajari 
keberhasilan Indonesia keluar dari 
keterpurukan krisis di tahun 1998. 

Siprus mengapresiasi sikap dan 
posisi Indonesia yang mendukung 
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segala upaya penyelesaian masalah 
Siprus dalam kerangka resolusi-
resolusi PBB. Sebagai anggota OKI 
yang berpengaruh, Indonesia memiliki 
posisi yang sangat strategis dalam 
kerangka penyelesaian masalah 
Siprus khususnya di forum OKI, dalam 
penyelesaian masalah tersebut yang 
konsisten berpedoman pada resolusi-
resolusi DK PBB. Dalam kaitannya 
dengan upaya penyelesaian masalah 
Siprus, Pemerintah Siprus sangat 
menghargai posisi konsisten Indonesia 
pada berbagai forum internasional, 
khususnya dalam sidang-sidang OKI, 
yang mendukung upaya penyelesaian 
masalah Siprus dalam koridor resolusi-
resolusi PBB. 

Ekonomi
Di bidang ekonomi dan 

perdagangan, sekalipun belum 
terlalu berkembang, namun masih 
terdapat potensi untuk meningkatkan 
hubungan ekonomi dan perdagangan 
antara Indonesia dan Siprus mengingat 
Siprus banyak bergantung pada produk 
impor. Upaya peningkatan promosi 
perdagangan terus akan ditingkatkan. 
Indonesia dan Siprus juga sedang 
menjajaki untuk membahas draft-draft 
Perjanjian Kerja sama Transportasi 
Laut, Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda, dan Perjanjian Kerja 
sama di Bidang Pariwisata. Selain itu 
kedua negara juga sedang membahas 
Draft Agreement on visa exemptions 
for holders of diplomatic and service 
passports between Indonesia and 
Cyprus. 

Dalam konteks perdagangan 
kedua negara, data terakhir Kemendag 
RI menunjukan bahwa total nilai 
perdagangan RI – Siprus tahun 2013 
mencapai USD 14 juta dengan surplus 
bagi Indonesia sebesar USD 5,5, juta. 
Ekspor utama Indonesia ke Siprus 
antara lain adalah kertas dan produk 
kertas, furniture, insektisida, karet dan 
produk karet, sepeda dan suku cadang 
sepeda, serta kabel dan konduktor 
listrik. Sedangkan produk impor utama 
Indonesia dari Siprus di antaranya 
adalah sutra kertas hasil daur ulang, 
obat-obatan, jus, perlengkapan 
kecantikan, dan peralatan sound 
system. Masih terdapat beberapa 
peluang untuk peningkatan ekpor 
Indonesia ke Siprus. Beberapa produk 
unggulan Indonesia yang memiliki 

prospek cerah di Siprus adalah tekstil 
dan produk tekstil, produk hasil hutan, 
kakao, bahan bakar mineral, dan mobil 
serta lemak dan minyak hewan. 

 

Spanyol

Selama tahun 2014 terdapat 
sejumlah kunjungan pejabat RI tingkat 
Menteri, yaitu Menteri Pertahanan 
(Februari 2014), Wakil Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Juni 
2014), Wakil Menteri Luar Negeri 
(Juli 2014), Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Juli 2014), Menteri 
Pemuda dan Olah Raga (September dan 
Oktober 2014), Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (September 2014), Ketua 
MPR (September 2014), Wakil Ketua 
DPD, Komisi DPR RI dan DPD (Juni-
September 2014). 

Dari pihak Spanyol, pejabat tinggi 
yang berkunjung ke Indonesia yaitu 
Menteri Luar Negeri dan Kerja sama 
(Agustus 2014) untuk pertemuan 
UNAOC dan bilateral dengan Menlu 
RI, pada tanggal 28-30 Agustus 2014; 
Delegasi Komisi Bersama Kerja sama 
Pertahanan (Oktober); dan Delegasi 
IndoDefence Expo (Oktober 2014). 

Politik
Menhan RI telah berkunjung ke 

Spanyol untuk meninjau pesawat C 295 
yang telah dipesan oleh pemerintah RI, 
dan galangan kapal milik pemerintah 
Navantia dan galangan kapal Freire 
yang membangun kapal pengganti 
KRI Dewa Ruci. Pemerintah RI juga 
berencana untuk membeli tambahan 
tujuh pesawat C 295 untuk melengkapi 
satu skuadron pesawat angkut C 295. 
Dalam kerangka kerja sama produksi, 
dua pesawat C 295 dibuat di fasilitas PT 
Dirgantara Indonesia, dengan skema 
Transfer of Technology. Perusahaan 
Spanyol mulai ikut ambil bagian dalam 
pemeliharaan dan perbaikan kapal 
milik TNI AL. Perusahaan Spanyol 
bekerja sama untuk overhaul corvet 
KRI Malahayati-362 dalam modernisasi 
sistem radar dan penginderaaan, serta 
sistem pendorong dan permesinannya.  

Dalam kerja sama penanggulangan 
dan pemberantasan terorisme, tengah 
difi nalisasi  perjanjian antara badan 

penanggulangan terorisme BNPT – 
CNCA. RI- Spanyol telah menyetujui 
draft fi nal MoU tentang kerja sama dan 
Dialog Politik antara Kemlu Indonesia 
dengan Kemlu Spanyol untuk 
ditandatangani.

Dalam kerja sama di organisasi 
internasional, Spanyol memberi 
dukungan terhadap pencalonan 
Indonesia sebagai anggota Dewan HAM 
periode 2015 – 2017 dan  secara timbal 
balik Indonesia memberikan dukungan 
pencalonan Spanyol sebagai anggota 
tidak tetap di Dewan Keamanan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa periode  
2019 – 2020. Pemerintah Indonesia 
dan Spanyol sepakat untuk saling 
dukung pencalonan masing-masing 
sebagai anggota Dewan International 
Telecomunication Union (ITU). 

Ekonomi
Pada periode Januari-November 

2014, total perdagangan kedua negara 
mencapai USD 2,24 miliar dengan 
surplus di pihak Indonesia sebesar 
USD 1,3 milyar. Angka ini meningkat 
2,56% dari periode yang sama tahun 
2013 (USD 2,18 milyar). Adapun total 
nilai perdagangan bilateral di tahun 
2013 adalah USD 2,35 miliar, dengan 
surplus bagi Indonesia sebesar USD 
USD 1,26 miliar. Hingga kuartal ketiga 
2014, investasi Spanyol di Indonesia 
mencapai USD 1,8 juta dalam 11 proyek.

Selama tahun 2014, KBRI Madrid 
menyelenggarakan Promosi Ekonomi 
dan Investasi Bidang Infrasruktur yang 
di Madrid dan Barcelona pada tanggal 
21 - 23 Mei 2014. Hadir pejabat BKPM, 
Kementerian PU, serta para Dirut 
dan perwakilan dari PT Kereta Api 
Indonesia, PT Wijaya Karya, PT Pelindo 
II, dan Jasa Marga. Terdapat sedikitnya 
sembilan perusahaan infrastruktur dan 
konstruksi Spanyol yang berpartisipasi 
dalam Indonesia Infrastructure Week, 
di Jakarta tanggal 5-7 Nopember 2014.

Dalam konteks diplomasi 
multilateral pada forum United Nation 
World Tourism Organization (UNWTO), 
Indonesia terpilih sebagai Chairman 
Executive Council EC UNWTO periode 
2013-2014. Dalam periode keketuaan, 
Indonesia memimpin Sidang Executive 
Council - Ninety-eighth session, 4- 6 
Juni 2014 Santiago de Compostela, 
Spanyol, dan Sidang Executive Council 
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Samarkand, Uzbekistan. Keketuaan 
Indonesia telah mendapat apresiasi 
negara anggota UNWTO dalam 
keputusan-keputusan sidang untuk 
menentukan program UNWTO. 

Sosial Budaya
Dalam hal promosi budaya, setiap 

tahun KBRI konsisten melaksanakan 
berbagai kegiatan  yang dianggap 
strategis untuk dapat menarik minat 
warga Spanyol terhadapa kebudayaan 
Indonesia. Beberapa kegiatan yang 
dianggap dapat menunjang promosi 
budaya Indonesia diantaranya berupa 
Bazar Solidario yang diadakan setiap 
tahun;  memfasilitasi partisipasi 
tim kesenian dari Telenta Propinsi 
Sumbar pada Festival Asia di 
Barcelona (Casa Asia, Kemlu Spanyol); 
menyelenggatakan Malam Budaya 
Sumatera Barat di Teatro Cibeles, 
Madrid; berpartisipasi pada  Pameran 
Pariwisata Internasional (FITUR) dan 
Pameran Pasar Perjalanan Bisnis 
Internasional (EIBTM); bekerja sama 
dengan Hotel Intercontinental Madrid 
untuk mempromosikan wisata kuliner 
Indonesia; serta menyelenggarakan 
Malam Peringatan 10 Tahun 
Rekonstruksi Aceh yang dihadiri oleh 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, para 
relawan Aceh asal Spanyol; dan Friends 
of Indonesia.

Upaya khusus promosi Indonesia di 
Spanyol pada tahun 2014 ditunjukkan 
dengan  diluncurkannya buku berjudul 
“55 Tahun Persahabatan RI-Spanyol” 

di KBRI Madrid pada 10 Februari 2014, 
yang ditulis oleh tim KBRI Madrid. 

Di bidang olahraga, kerja sama 
RI-Spanyol meningkat, antara lain 
dengan ditandatanganinya MOU Kerja 
sama Bidang Pembinaan Olahraga 
Prestasi oleh Menpora RI dan Sekneg 
Bidang Olahraga / Ketua Dewan Tinggi 
Olahraga Spanyol dan penyelenggaraan 
dan demo Pencak Silat di Dewan Tinggi 
Olahraga Spanyol pada 1 Oktober 
2014, serta Pembukaan Sasana Pencak 
Silat KBRI Madrid dengan dukungan 
Federasi Pencak Silat Spanyol. Selain 
itu, Timnas PSSI U-19 dan U-23 juga 
telah memanfaatkan kemajuan 
sepakbola Spanyol untuk “Europe 
Tour” pada April dan Oktober 2014.  

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Pada kunjungan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi ke Spanyol 
telah dilaksanakan pertemuan dengan 
perwakilan WNI yang bekerja di 
perusahaan perkapalan Spanyol. 
Delegasi dari Kementerian Kelautan 
dan Perikanan berkunjung ke Madrid 
dan Vigo pada bulan Mei 2014, untuk 
koordinasi dan sosialisasi penanganan 
kasus-kasus ABK di luar negeri. 

KBRI terus melakukan pembinaan 
dan perlindungan kepada WNI dan TKI 
di wilayah akreditasi yang berjumlah 
1.600 orang (mayoritas merupakan 
Anak Buah Kapal) yang tersebar di 
beberapa daerah pelabuhan Spanyol 
seperti di Galicia dan Kepulauan 
Canarias.

Swedia

Pada tahun 2014 tercatat bahwa 
hubungan bilateral antara Indonesia 
dan Swedia di bidang politik, keamanan 
dan promosi HAM semakin menguat, 
yang secara khusus ditunjukan 
oleh semakin solidnya dukungan 
pemerintah dan rakyat Swedia bagi 
keutuhan NKRI dan juga keanggotaan 
RI pada organisasi internasional. 
Disamping itu diplomasi bilateral 
antara Swedia dengan Indonesia tahun 
2014, juga diselenggarakan dalam 
rangka mencapai tujuan bersama bagi 
perdamaian dan kesejahteraan dunia 
melalui kerja sama global. Untuk itu 
diplomasi KBRI Stockholm di Kerajaan 
Swedia selama 2014 memperoleh 
kesempatan yang lebih luas untuk 
difokuskan kepada pelaksanaan 
kesepakatan kerja sama bilateral 
di bidang ekonomi, pembangunan 
dan sosial budaya khususnya terkait 
dengan kesepakatan-kesepakatan yang 
dicapai dalam kunjungan Presiden RI 
ke Swedia pada bulan Mei 2013. 

Politik 
Pada tahun 2014 menguatnya 

dukungan pemerintah dan rakyat 
Swedia terhadap NKRI di Indonesia telah 
ditunjukan melalui peningkatan kerja 
sama pembangunan bilateral antara 
Indonesia dan Swedia di provinsi Aceh. 
Kepercayaan dan apresiasi pemerintah 
dan rakyat Swedia terhadap kemajuan 
pelaksanaan perlindungan dan 
promosi HAM di Indonesia juga telah 
ditunjukan melalui usul pemerintah 
Swedia untuk mengintegrasikan dialog 
HAM bilateral antara Indonesia dan 
Swedia ke dalam proses konsultasi 
bilateral antara kedua Kementerian 
Luar Negeri.

Melalui kerja sama bilateral 
pada tahun 2014 Indonesia dan 
Swedia juga secara bersama-sama 
telah memberikan kontribusi bagi 
kerja sama global untuk perdamaian, 
keamanan, pembangunan dan 
kesejahteraan sosial melalui kegiatan 
internet freedom, CTBT, UN Development 
Agenda, dan New Climate Economy. 
Dalam tahun 2014 Indonesia dan 
Swedia telah bekerja sama dengan erat 
untuk saling memberikan dukungan 
dalam pencalonan masing-masing di 
berbagai badan internasional.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Spanyol ke Indonesia, disambut Menteri Luar 
Negeri RI.
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Ekonomi
Kerja sama bilateral Indonesia-

Swedia di bidang perdagangan dan 
investasi pada tahun 2014 mengalami 
peningkatan yang signifi kan dimana 
telah terjadi perluasan investasi 
perusahaan produsen produk  
pertahanan Swedia yang telah 
melakukan produksi pembuatan 
kapal patroli angkatan laut yang anti 
radar di Banyuwangi yang tidak saja 
dipasarkan di Indonesia tetapi juga 
telah mulai diekspor ke luar negeri 
(Bangladesh). Pada tahun 2014 ini juga 
tercatat perusahaan otomotif Swedia 
yang memperluas produksi pabrik 
truknya untuk memproduksi bis yang 
tidak saja telah dijual di Indonesia 
dan juga telah diekspor ke luar negeri 
(Fiji). Tahun 2014 tercatat adanya 
perusahaan Swedia yag melakukan 
investasi infrastruktur transportasi 
darat di Jakarta melalui penyediaan 
jasa dan teknologi Electronic Road 
Pricing (ERP). Disamping itu tercatat 
pula bahwa pada tahun 2014 retailer 
Swedia di bidang garmen dan fashion 
dan perlengkapan rumah tangga telah 
melakukan investasi di Indonesia 
dengan mulai membuka gerai (outlet) 
di Jakarta dan sekitarnya.

Sejalan dengan meningkatnya 
investasi Swedia di Indonesia, 
volume perdagangan kedua negara 
juga mengalami peningkatan, yang 
tidak saja ditunjukkan melalui 
meningkatnya ekspor barang modal 
Swedia ke Indonesia, tetapi juga terjadi 
peningkatan ekspor-ekspor komoditi 
kopi dan produk tekstil kualitas tinggi 
Indonesia ke Swedia.

Pada periode Januari-November 
2014, nilai perdagangan RI-Swedia 
mencapai USD 772,65 juta dengan 
defi sit bagi Indonesia sebesar USD 
495,06 juta. Total investasi Swedia di 
Indonesia dari 2010-2014 mencapai USD 
9,1 juta. Adapun produk ekspor utama 
Indonesia ke Swedia adalah kopi, teh, 
minyak kelapa dan kelapa sawit, karet, 
dan produk-produk lainnya seperti 
alas kaki, pakaian, elektronik dan 
alat-alat permesinan. Dalam kerangka 
kerja sama bilateral bidang energi 
baru dan terbarukan pada tahun 2014 
telah berhasil dibentuk Indonesia-
Swedia Initiative for Sustainable 
Technology Solution (INSIST), dengan 
beberapa proyek yang telah berhasil 

diimplementasikan di beberapa 
wilayah Indonesia seperti pengolahan 
sampah menjadi energi llistrik di kota 
Palu dan direncanakan akan membuat 
pembangkit listrik tenaga air mini (mini 
hydropower) yang akan disesuaikan 
dengan arus air sungai di Indonesia. 
Dalam rangka mendukung Indonesia 
melaksanakan program pengurangan 
emisi gas rumah kaca, Indonesia 
dan Swedia mulai tahun 2014 telah 
melaksanakan kerja sama bilateral di 
bidang community based sustainable 
forest management yang dimulai di 
Kalimantan Tengah dan standarisasi 
pengelolaan hutan berkesinambungan 
di Jawa dalam rangka fair traded wood 
from small scale farmers in Java. 

Sosial Budaya
Untuk kerja sama bilateral di 

bidang sosial budaya dan pariwisata 
selama tahun 2014 KBRI Stockholm telah 
mempromosikan tenun dan pakaian 
tradisional dari seluruh Indonesia 
serta kulinari khususnya “Bakso” 
bagi masyarakat Swedia. Disamping 
itu KBRI Stockholm juga telah dapat 
memperkenalkan secara luas paduan 
suara dari Universitas Negeri di 
Manado di Swedia. melalui kegiatan 
sosial budaya ini pada tahun 2014 
dapat dicatat semakin meningkatnya 
jumlah kunjungan pariwisata dan 
sosial budaya masyarakat Swedia ke 
Indonesia.

Di bidang kerja sama bilateral 
untuk riset dan pendidikan pada tahun 
2014, Indonesia dan Swedia pada 
bulan Mei 2014 telah meresmikan 
dioperasikannya Indonesia 
International Institute for Life Sciences 
(i3L) di Pulo Mas, Indonesia. Melalui i3L 
ini kedua negara akan mendidik warga 
negara Indonesia menjadi peneliti di 
bidang biomolecular life sciences untuk 
strata S1, S2 dan S3 di Indonesia dengan 
fokus penelitian untuk pengembangan 
pengobatan dengan sel (cell treatment), 
termasuk untuk pengembangan 
pengobatan kanker.

Swiss

Perhatian Swiss terhadap 
Indonesia terus meningkat pada tahun 
2014. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
beberapa kunjungan dari pemerintah 

Indonesia ke Swiss serta dukungan 
yang terus diberikan kepada Indonesia 
dalam berbagai forum. Sebagai contoh, 
dalam forum multilateral, Swiss 
memberi dukungan kepada Indonesia 
secara resiprositas dengan terpilihnya 
kembali Indonesia sebagai anggota 
Dewan ITU periode 2015 – 2018 serta 
sebagai anggota Dewan HAM untuk 
periode 2015 – 2017. 

Persepsi Swiss terhadap Indonesia 
dapat dikatakan sangat positif seperti 
yang disampaikan Presiden Swiss, 
Didier Burkhalter, yang menganggap 
penting Indonesia terutama untuk 
keberhasilan dalam mempersatukan 
berbagai wilayah dan keragamannya. 

Politik
Dalam hubungan politik kedua 

negara, sepanjang tahun 2014 
tercatat beberapa hal penting. Hal-
hal tersebut berupa dilaksanakannya 
Dialog Politik RI-Swiss untuk pertama 
kalinya di Jakarta dimana pertemuan 
tersebut berhasil mengidentifi kasi 
berbagai masalah dan upaya-upaya 
peningkatan hubungan bilateral.  
Beberapa kunjungan dari pemerintah 
Indonesia juga dilakukan, salah 
satunya kunjungan Komisi III DPR RI 
untuk mengadakan pertemuan dengan 
Komite Hukum Parlemen (Federal 
Assembly), Kementerian Kehakiman, 
National Commission for Prevention of 
Torture, yang membahas permasalahan 
HAM serta menghadiri sidang Universal 
Periodic Review di kantor PBB Jenewa. 
Hal lain yang penting pada tahun 2014 
adalah berupa diresmikannya ASEAN 
Parliamentary Group di Swiss pada 23 
September 2014. 

Selain itu, KBRI Bern juga telah 
menyelenggarakan beberapa kegiatan 
outreach, antara lain: (1) Guest lecture 
mengenai Peran Indonesia di dalam 
memelihara keamanan di kawasan 
Asia Pasifi k kepada mahasiswa post-
graduate Universitas St. Gallen di 
Jenewa tanggal 29 Oktober 2014, dan (2) 
Seminar mengenai ASEAN Community 
di kampus Universitas Zurich di 
Winterthur tanggal 9 Oktober 2014. 

Ekonomi
Sampai saat ini, Indonesia 

masih terus mengalami defi sit dalam 
transaksi perdagangannya dengan 
Swiss. Berdasarkan data Kementerian 



127

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

Perdagangan RI, total perdagangan RI-
Swiss pada periode Januari - Agustus 
tahun 2014 mencapai USD 465,55 juta 
(Ekspor USD 66,06 juta dan Impor 
sebesar USD 399,48 juta). Posisi 
defi sit tersebut lebih disebabkan oleh 
komoditi ekspor utama Indonesia ke 
Swiss memiliki nilai produk yang jauh 
lebih rendah, dengan komoditi ekspor 
Swiss ke Indonesia. 

Dalam sektor investasi, 
berdasarkan data BKPM, sampai 
dengan Kwartal II Tahun 2014 tercatat 
nilai investasi Swiss di Indonesia 
sebesar USD 115,7 juta dengan 42 
proyek. Sekitar 75 perusahaan Swiss 
saat ini beroperasi di Indonesia dan 
mempekerjakan kurang lebih 59.415 
orang. Beberapa perusahaan besar 
Swiss di Indonesia antara lain:Ades 
Water, Crédit Suisse, Nestlé, Holcim, 
UBS, Zurich Insurance Société, dan 
lainnya. 

Upaya-upaya peningkatan 
kerja sama bilateral Indonesia dan 
Swiss di bidang ekonomi dilakukan 
melalui berbagai mekanisme seperti 
pelaksanaan promosi perdagangan, 
investasi, kepariwisataan dan ekonomi 
kreatif dengan tema “Indonesian Night” 
di sela-sela pertemuan World Economic 
Forum, Davos, tanggal 23 Januari 2014. 

Sebagai langkah untuk menarik 
lebih banyak investasi Swiss ke 
Indonesia, KBRI telah melaksanakan 
berbagai kegiatan seperti kunjungan 
ke Kawasan Industri dan Komersial 
Altenrhein, Swiss; pertemuan dengan 
CEO “Stadler Altenrhein AG” (Swiss);  
pertemuan dengan Board of Switzerland 
Tourism yang dihadiri oleh 116 buyers 
/ tour & travel operators dari negara-
negara Asia, termasuk Indonesia, serta 
96 suppliers / tour & travel operators 
Swiss. KBRI Bern, bekerja sama 
dengan perancang desain WNI yang 
berdomisili di Swiss, juga kembali 
menyelenggarakan International 
Fashion and Batik Festival (IFBF) ke-2, 
dengan tema “The Dawn of Monumetal 
Harmony” di Zürich. 

Sosial Budaya
Selama tahun 2014 KBRI Bern 

terus mempromosikan kebudayaan 
Indonesia ke masyarakat di Swiss. 
Hal yang dilakukan diantaranya  
menyelenggarakan pekan promosi 

Indonesia dengan tema “Koestlichen 
Indonesia” atau “Delicious Indonesia 
Festival” di Rumah Tropis Wolhusen 
bekerja sama dengan Tropenhaus 
(Rumah Tropis),  penyelenggaraan 
“Malam Merah Putih” bekerja 
sama dengan Restauran Dapur 
Indonesia Swiss serta mengadakan 
kegiatan “Sate Festival” di Musiksaal 
Kurbrunnen, Rheinfelden. Dalam 
rangka meningkatkan kesadaran akan 
kelestarian hutan hujan Sumatera, 
KBRI Bern telah berpartisipasi dalam 
Festival Budaya Hutan Hujan Sumatera 
(Sumatera Regenwald Kulturfestival) 
yang diselenggarakan oleh PanEco 
Foundation dan Bruno Manser 
Foundation serta  menyelenggarakan 
kegiatan promosi budaya dengan tema 
“The Beauty of Indonesia”, bekerja 
sama dengan Persatuan Indonesia 
Swiss (Verein Indonesia Swiss / VIS)

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Jumlah Warga Negara Indonesia di 
Swiss hingga November 2014 tercatat 
2.936 jiwa (termasuk 927 pelajar/
mahasiswa Indonesia). Masyarakat 
Indonesia di Swiss pada umumnya 
bekerja sebagai skilled labour. Dalam 
menjalankan fungsi konsuler, KBRI 
Bern menyelenggarakan kegiatan 
warung konsuler bagi pendataan 
masyarakat Indonesia yang terdapat di 
negara tersebut.

Vatikan

Vatikan memiliki hubungan 
diplomatik dengan RI sejak tahun 
1947. Hal ini diperkuat dengan mulai 
beroperasinya KBRI Vatikan sejak 1947 
dan Apostolic Nunciature/Kedutaan 
Besar Vatikan di Jakarta sejak 1950. 
Vatikan adalah salah satu dari 25 
negara pertama yang memberikan 
pengakuan atas kemerdekaan RI.

Politik
Vatikan memandang Asia 

sebagai kawasan penting mengingat 
pertumbuhan umat Katolik yang 
demikian pesat, kedua terbesar setelah 
Afrika. Sebagai salah satu mesin 
ekonomi terbesar di Asia dan negara 
dengan jumlah penduduk terbesar 
ke-4 di dunia, pertumbuhan dan 
perkembangan RI, khususnya terkait 

umat Katolik di Indonesia, RI tentu 
menjadi salah satu perhatian utama 
Vatikan. Satu-satunya ganjalan dalam 
reorientasi skala prioritas Vatikan di 
kawasan Asia adalah masih bekunya 
hubungan diplomatik Vatikan-RRT. 

RI memandang Vatikan sebagai 
aktor penting struktur politik 
internasional mengingat peran Paus 
sebagai pemimpin umat Katolik, yang 
penganutnya mencapai lebih dari 
1 miliar jiwa. Vatikan memandang 
RI sebagai negara demokrasi yang 
memiliki penduduk muslim terbesar 
di dunia dan kebijakan perannya 
dalam mengedepankan dialog demi 
terciptanya kerukunan antar umat 
beragama.

Ekonomi
Total perdagangan RI-Vatikan pada 

periode Januari-November 2014 adalah 
USD 155.000, atau meningkat 471,9% 
dibanding capaian periode yang sama 
tahun sebelumnya (USD 27.100). 
Hanya saja, Indonesia mengalami 
defi sit sekitar USD 46.800 karena 
meningkatnya impor dari Vatikan. 

Sosial Budaya
Vatikan memberikan arti 

penting pendekatan kebudayaan 
untuk memajukan kehidupan antar 
agama melalui Pontifi cal Council 
for Culture (setingkat kementerian) 
yang juga membawahi Museum 
Vatikan. Melalui KBRI Vatikan, 
pendekatan kebudayaan dan seni 
untuk memberikan pemahaman lebih 
luas tentang pluralisme Indonesia 
terus dikedepankan. Upaya tersebut 
dilakukan melalui:
• Temporary Exhibition of Indonesian 

Arts, Culture and Tourism di 
Museum Vatikan. Pameran benda-
benda seni dan budaya Indonesia ini 
dilakukan selama setahun, dibuka 
secara resmi 13 Februari 2014 
oleh Kardinal Giuseppe Bertelo, 
President of the Governatorate of 
Vatican dan Dr. Sapta Nirwandar, 
Wakil Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif. Pameran ini 
menjadi peluang promosi yang 
strategis karena Museum Vatikan 
merupakan museum dengan rata-
rata 5 juta pengunjung setiap 
tahun. Termasuk dalam kerja sama 
ini adalah program pertukaran 
ahli museum, di mana tahun ini 
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kurator Museum Etnologi Vatikan 
telah melakukan kunjungan ke 
Indonesia, 8-16 April 2014. 

•  Promosi Film, Tari Tradisional 
dan Seni Kontemporer Indonesia. 
Bekerja sama dengan Asiatica 
Film Mediale, pada tanggal 26 
September-4 Oktober 2014. 
Indonesia ikut berpartisipasi dalam 
Festival Film Asia (FFA) ke-15 di 
Roma sebagai focus country, melalui 
3 kegiatan: (i) menghadirkan 
14 fi lm yang menampilkan ciri 
pluralisme, agama, dan dinamika 
masyarakatnya; (ii) mendatangkan 
tim kesenian Puspo Budoyo dari 
Jakarta untuk menampilkan seni dan 
budaya melalui tarian tradisional 
Indonesia pada pembukaan FFA 
ke-15, dan; (iii) penyelenggaraan 
menyelenggarakan Shout!, 
Indonesian Contemporary Arts 
Exhibition, bekerja sama dengan 
pengusaha muda Indonesia Konfi r 
Kabo, dan kurator Australia, Bryan 
Colie dari Melbourne Intercultural 
Fine Arts (MIFA), menampilkan 
11 karya seniman Indonesia di 
MACRO, salah satu museum and art 
gallery terbesar di Roma. 

•  Implementasi MoU kerja sama ISI 
Yogyakarta dengan Universitas 
La Sapienza Roma dengan 
mendatangkan guru gamelan 
dari ISI Yogyakarta untuk melatih 
Kelompok Gong Wisnu Wara yang 
dibentuk oleh KBRI Vatikan dengan 
beranggotakan murid dan dosen 
Universitas La Sapienza.

•  Kerja sama Universitas Islam 
Negeri Jakarta dengan Universitas 
Kepausan Urbaniana dengan 
ditandatanganinya MoU kedua 
universitas di Jakarta pada Agustus 
2014.

Di bidang pendidikan, ada sekitar 
80-90 orang rohaniwan Indonesia 
yang belajar di berbagai Pontifi cal 
Universities untuk mendapatkan gelar 
S1, S2, dan S3 yang pendidikannya 
dibiayai oleh lembaga gereja Vatikan. 
Tahun ini seorang mahasiswa S2 ITB 
jurusan astronomi diundang untuk 
magang selama musim panas di 
Boscha, peneropong bintang milik TSV 
di Castel Gondolfo.

Kegiatan interfaith dianggap 
penting oleh Vatikan, dan dilakukan 
melalui lembaga setingkat menteri 

yaitu Pontifi cal Council for Interreligious 
Dialogue (PCID). PCID berpendapat 
bahwa dialog antar agama perlu 
dilakukan di tingkat gereja. Kegiatan 
dialog antar agama tahun 2014 adalah 
Catholic-Muslim Forum III, tanggal 
11-13 November 2014 di Vatikan. 
Mengingat dialog tersebut melibatkan 
pengikut Islam dan Katholik, maka 
yang diundang adalah tokoh-tokoh 
kedua agama tersebut. Hadir sebagai 
perwakilan dari RI adalah Prof. 
Dr. Din Syamsuddin, Ketua Umum 
Muhammadiyah. Delegasi Katholik 
dipimpin oleh His Eminence Cardinal 
Jean Louis Taurant. PCID dengan 12 
anggota delegasi di mana 2 orang dari 
PCID dan 10 orang terdiri dari tokoh 
Katholik berbagai negara. Sementara 
delegasi muslim terdiri dari berbagai 
tokoh agama dari beberapa negara 
sebanyak 12 orang, dipimpin oleh Prof. 
Seyyed Hossein Nasr.

Yunani

Politik
Hubungan bilateral RI – Yunani 

di tahun 2014 terus terpelihara dan 
berjalan dengan baik, terlihat dari 
dukungan yang terus diberikan pada 
pencalonan Indonesia di PBB dan 
berbagai badan internasional lainnya 
seperti UN Human Rights Council (HRC) 
2014-2017 dan Dewan International 
Telecommunication Union (ITU) periode 
2014-2018. 

Kerja sama juga ditunjukkan 
dengan kunjungan Pimpinan MPR RI ke 
Yunani ke Ketua Parlemen Yunani dan 
pertemuan Friendship Group between 
the Hellenic Republic and the Republic 
of Indonesia pada 8-13 September 
2014. Pada pertemuan kedua Parlemen 
sepakat meningkatkan hubungan 
persahabatan parlemen RI-Yunani, 
mempererat people-to-people contact 
melalui kerja sama antar parlemen serta 
mendorong kerja sama bilateral kedua 
negara di bidang politik, ekonomi dan 
sosial budaya. Kunjungan delegasi MPR 
RI ke Yunani mendekatkan kembali 
hubungan kerja sama parlemen kedua 
pihak serta melakukan review terhadap 
sektor-sektor potensial yang dapat 
dikembangkan oleh Indonesia dan 
Yunani yaitu  perdagangan, pariwisata 
dan pelayaran (shipping).

Sebagai tindak lanjut dari 
kunjungan KBRI Athena ke 
Multinational Peace Support Operations 
Training Centre (MPSOTC),  Indonesia 
mengirimkan 2 (dua) peserta pada 
pelatihan Sea/Land Border Security and 
Refugees/Arms/Dual-Use Goods Control 
Course di pusat pelatihan MPSOTC 
Kilkis 13-24 Oktober 2014. Kementerian 
Pertahanan Yunani mengundang KBRI 
Athena untuk melihat langsung  fasilitas 
pusat pelatihan Pangkalan Laut Yunani 
di Souda Bay, Krete dan menawarkan 
kerja sama bagi Indonesia untuk 
mengikuti pelatihan NATO Maritime 
Interdiction Operational Training 
Centre (NMIOTC) berupa pelatihan 
pengamanan perairan dan pelayaran 
dari serangan teroris, pembajakan dan 
pencurian ikan. 

Indonesia terpilih menjadi 
Ketua penyelenggaraan ASEAN 
Committee in Athens (ACAT) untuk 
periode Oktober – Desember 2014 
setelah dideklarasikannya pertemuan 
ACAT pada 27 September 2013 dan 
setelah disahkan oleh Sekjen ASEAN 
Sekretariat pada 4 Maret 2014.

Ekonomi
Di bidang ekonomi, volume 

perdagangan kedua negara 
menunjukkan kenaikan meskipun 
Yunani masih dalam masa krisis. Pada 
periode Januari-November 2014, total 
perdagangan RI-Yunani mencapai 
USD 228,03 juta dengan surplus bagi 
Indonesia sebesar USD 58,22 juta. 
Angka ini meningkat 6,78% dibanding 
capaian periode yang sama tahun 
2013 (USD 213,55 juta). Selama 3 tahun 
terakhir, tidak tercatat investasi Yunani 
di Indonesia.

Selama kurun waktu 2014, 
beberapa kegiatan terkait penguatan 
kerja sama ekonomi diantaranya adalah 
kunjungan delegasi Kementerian 
Perdagangan RI yang dipimpin oleh 
Sekretaris Jenderal Kementerian 
Perdagangan untuk menjajagi potensi 
Yunani untuk pengembangan kerja 
sama perdagangan dengan Indonesia; 
kunjungan 12 pengusaha Yunani 
ke Trade Expo Indonesia (TEI) 2014 
dimana 1 (satu) pengusaha Yunani di 
bidang asesoris telah menandatangani 
kontrak dagang sebesar 350 juta 
rupiah; partisipasi pada 30th 
Philoxenia International Tourism 



129

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

Exhibition yang dikuti 34 negara asing, 
travel operator dan dihadiri lebih dari 
30.000 pengunjung.  penyelenggaraan 
business forum dengan tema “Doing 
Business with Indonesia” pada tanggal 
8 September 2014 yang dihadiri oleh 70 
pelaku usaha Yunani, dan menyepakati 
pembentukan Bisnis Forum Indonesia 
– Yunani. 

Sosial Budaya
Di bidang Sosial Budaya, 

Pemerintah Yunani berkeinginan untuk 
meningkatkan kerja sama Pendidikan 
dan Budaya RI-Yunani yang dibentuk 
tahun 2008 melalui penyampaian 
draft executive program 2013-2015 
bidang seni dan budaya pada Maret 
2014. Peserta Yunani pada program 
Dharmasiswa dan Beasiswa Seni 
Budaya Indonesia (BSBI)sejak tahun 
2005 dan sampai sekarang berjumlah 
40 orang. Sementara penerima BSBI 
dari Yunani yang dimulai tahun 2013 
berjumlah 2 (dua) orang.  

Sebagai bentuk dari promosi 
budaya Indonesia, pada tahun 2014 
KBRI Athena menyelenggarakan 
program belajari tari Kelas Tari 
Gandrung, dan kelas Tari Bali, yang  

memanfaatkan guru tari peserta 
dari program Beasiswa Seni Budaya 
Indonesia (BSBI) tahun 2014; pentas 
budaya Indonesia “Joko Kendil” 
di Teater Knossos, Athena, 25 Mei 
2014 yang dihadiri 150 undangan 
masyarakat Athena dan sekitarnya;. 
program “Indonesian Cultural Night” 
pada 5 Agustus 2014 di Dora Stratou 
Theatre sekaligus memperingati HUT RI 
ke-69, menampilkan tarian dan musik 
Indonesia oleh kelompok tari LISTRA 
Universitas Parahyangan dan KBRI 
Athena;  penyelenggaraan ujian UT 
untuk peserta masyarakat Indonesia di 
Yunani diikuti oleh 21 peserta dengan 
program S-1 bidang ilmu komunikasi, 
sastra Inggris, manajemen dan 
administrasi negara. 

Selain itu, Dubes RI Athena 
bertindak sebagai pembicara pada 
forum “Interfaith Conference: Seeking 
Coexistence Ways with Religious 
Differences” yang diselenggarakan oleh 
The Exelixis Youth Leadership Institute, 
Athena tanggal 5 Mei 2014. serta dalam  
forum “The Ambassadors’ Academic 
Tribune” di Athena tanggal 23 Oktober 
2014. Berbagai festival tari juga diikuti, 
seperti Festival Tari Internasional 

di Aigio dan Volos oleh kelompok 
tari LISTRA; The 52nd International 
Cultural Festival di Lefkada yang 
diwakili oleh Kelompok tari Satampang 
Baniah dari Pemprov Sumatera 
Barat. Keikutsertaan Indonesia pada 
festival budaya tersebut merupakan 
ke-7 kalinya dan mendapat predikat 
tertinggi untuk ragam budaya pada 
Festival tersebut. 

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Kegiatan kewarganegaraan 
masyarakat Indonesia di Yunani terus 
dilakukan melalui keikutsertaan 
WNI dalam Pileg dan Pilpres 2014. 
Masyarakat Indonesia di Yunani 
menggunakan hak pilih pada Pileg 
April 2014 sebanyak 500 orang dan 
Pilpres Juli 2014 sebanyak 700 orang 
dari 975 masyarakat Indonesia yang 
berada di Yunani di TPS KBRI Athena. 
Berbagai pelayanan kewarganegaan 
juga ditingkatkan dalam tahun 2014 
yaitu melalui bantuan penyediaan 
pengacara kepada 1 (satu) WNI yang 
terlibat perkara, 9 ABK Indonesia yang 
dipulangkan dan bantuan pembiayaan 
pemulangan 1 (satu) WNI yang 
menderita sakit kronis di Yunani.

III.8 Kawasan Eropa Tengah Timur

Selama periode tahun 2014, 
Indonesia terus berupaya untuk 
mengisi hubungan bilateral yang 
telah terjalin dengan baik dengan 
negara-negara di kawasan Eropa 
Tengah dan Timur. Upaya tersebut 
dilakukan dengan penjajakan peluang, 
realisasi berbagai proyek kerja sama 
bilateral yang bermanfaat bagi kedua 
belah pihak, pertukaran kunjungan 
pejabat tinggi, penyelenggaraan forum 
konsultasi bilateral/sidang komisi 
bersama, serta penandatanganan dan 
pemberlakuan sejumlah perjanjian 
kerja sama di berbagai bidang yang 
telah disepakati bersama.

Selama periode Januari-November 
2014, Menteri Luar Negeri RI telah 
mengadakan pertemuan dengan dua 
Menteri Luar Negeri dari negara-
negara di kawasan Eropa Tengah 
dan Timur, yaitu Georgia dan Latvia. 
Adapun pertemuan konsultasi bilateral 
yang berhasil dilaksanakan pada 

tahun 2014 adalah dua Sidang Komisi 
Bersama (SKB) yaitu SKB RI-Rusia 
dan RI-Bulgaria dan 1 (satu) Forum 
Konsultasi Bilateral (FKB) antara 
Indonesia dan Romania. 

Pada tahun 2014, tiga perjanjian 
bilateral ditandatangani dengan 
negara-negara di kawasan Eropa 
Tengah dan Timur, yaitu kerja sama 
bidang energi dan pariwisata.  Selain 
kerja sama antar pemerintah, sekitar 
10 sepuluh perjanjian/MoU antara 
universitas dan BUMN di bidang 
pendidikan, maritim, dan riset. 

Di bidang ekonomi dan 
perdagangan, jumlah total nilai 
perdagangan RI dengan negara-negara 
di kawasan Eropa Tengah dan Timur 
tercatat sebesar USD 3,44 milyar untuk 
periode Januari-September 2014 atau 
menurun 14,5% dibandingkan periode 
yang sama pada tahun 2013, yaitu 
sebesar USD 4,03 milyar. Negara-negara 

di kawasan Eropa Tengah dan Timur 
yang menempati posisi lima besar 
mitra dagang RI berdasarkan nilai total 
perdagangan bilateral adalah Rusia, 
Polandia, Ceko, Hongaria dan Belarus. 
Namun demikian, patut dicatat bahwa 
terdapat peningkatan jumlah volume 
perdagangan bilateral untuk periode 
Januari-September 2014 yang cukup 
signifi kan dibandingkan periode 
yang sama tahun sebelumnya, seperti 
dengan Bosnia (824 %), Rep. Macedonia 
(713%), Moldova (528%), dan Serbia 
(312%).

Di bidang pendidikan dan 
kebudayaan, Beasiswa Darmasiswa dan 
Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia 
(BSBI) menjadi media utama untuk 
peningkatan people-to-people contact, 
yang diyakini akan memberikan efek 
positif terhadap peningkatan kerja 
sama ekonomi di masa mendatang. 
Selain itu, dialog lintar agama dengan 
beberapa negara Eropa Tengah dan 
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Timur, seperti Rusia, Kroasia, Serbia, 
Slowakia, Bosnia dan Herzegovina. 

Meningkatnya minat pelajar di 
kawasan Eropa Tengah dan Timur 
untuk mempelajari seni dan budaya 
Indonesia terlihat dari meningkatnya  
jumlah penerima beasiswa Darmasiswa 
untuk periode tahun ajaran 2013/2014 
yaitu sebesar 209 orang, atau 
meningkat dari tahun ajaran 2012/2013 
yaitu sebanyak 174 orang. Sedangkan 
untuk penerima Beasiswa Seni dan 
Budaya Indonesia (BSBI) tahun 2014 
tercatat sebanyak 9 orang, atau sedikit 
menurun dibandingkan tahun 2013 
sebesar 10 orang.

Albania

Hubungan diplomatik RI-
Albania terjalin sejak penandatangan 
Komunike Bersama pada 4 Mei 1994. 
Dalam sejarahnya, hubungan RI 
dengan Albania sempat dirangkap 
melalui KBRI Roma sebelum kemudian 
dipindahkan ke KBRI Sofi a sejak 27 
Februari 2008.

Secara umum, kedua negara terus 
berupaya meningkatkan kerja sama 
bilateral di berbagai bidang, khususnya 
di bidang ekonomi dan sosial-budaya. 
Namun, akibat krisis ekonomi global, 
volume perdagangan RI-Albania yang 
sempat mencatatkan pertumbuhan 
positif dalam dua tahun terakhir, 
mengalami penurunan sekitar 55,02% 
pada periode Januari-Oktober 2014 
(USD 5,78 juta) dibandingkan periode 
yang sama tahun 2013 yaitu USD 12,86 
juta.

Armenia

Hubungan diplomatik RI-Armenia 
terjalin sejak ditandatanganinya 
Komunike Bersama di Moskow pada 
tanggal 22 September 1992. Negara 
pecahan Uni Soviet ini memandang RI 
sebagai mitra penting di kawasan Asia 
Pasifi k, khususnya ASEAN. Untuk lebih 
meningkatkan hubungan kedua negara, 
sebagai tindak lanjut kunjungan Menlu 
Armenia, H.E Mr. Edward Nalbandian, 
ke Indonesia pada 7-8 Agustus 2012, 
Armenia membuka perwakilannya 

di Jakarta sejak Desember 2013, yang 
merupakan kedubes pertamanya di 
Asia Tenggara. Adapun pada 30 Januari 
2014, Duta Besar Armenia untuk 
Indonesia, H.E. Mrs. Anna Aghadjanian, 
menyerahkan Surat-surat Kepercayaan 
kepada Presiden Republik Indonesia 
Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada 13-15 Juni 2014, KBRI Kyiv 
menyelenggarakan pameran promosi 
terpadu Windows to Indonesia 2014 di 
Yerevan, Armenia. Sebagai rangkaian 
acara tersebut diselenggarakan focus 
group discussion mengenai peluang 
kerja sama ekonomi dan investasi. 
Acara dihadiri oleh Deputi Menteri 
Luar Negeri dan Deputi Menteri 
Perekonomian Armenia, Ketua Kadin 
Yerevan dan Ketua ITPC Budapest.

Di bidang ekonomi dan 
perdagangan, pada periode Januari-
Oktober 2014 nilai perdagangan 
bilateral sebesar USD 3,88 juta dengan 
surplus di pihak Indonesia sebesar 
USD 3,38 juta. Nilai perdagangan 
pada periode tersebut tersebut 
menunjukkan peningkatan sebesar 
18,6% dibandingkan periode yang sama 
pada tahun 2013 sebesar USD 3,26 juta. 

Belarus

Hubungan diplomatik RI-Belarus 
terjalin sejak 18 Juni 1993. Belarus 
memandang RI sebagai mitra penting 
di kawasan Asia Pasifi k, khususnya 
ASEAN. Keinginan Belarus untuk 
mengembangkan hubungan dengan 
RI antara lain dilakukan dengan 
pembukaan perwakilan Belarus di 
Jakarta (yang merangkap sejumlah 
negara ASEAN dan Pasifi k lainnya), 
pada Agustus 2011. Pada tanggal 18-
19 Maret 2013, Presiden Belarus Y.M. 
Aleksander Lukashenko berkunjung ke 
RI.

RI dan Belarus saat ini tengah 
menjajaki kerja sama di bidang teknik 
militer antara lain melalui pertemuan 
delegasi Belarus yang terdiri dari 
Kepala Delegasi Wakil Ketua Komite 
Industri Milter Negara Republik 
Belarus, Mr. Oleg Mozorov; Duta Besar 
Belarus untuk RI dan Perwakilan dari 
Perusahaan Ekspor dengan Menteri 
Pertahanan pada 6 November 2014 di 

sela-sela penyelenggaraan Indo Defense 
Expo Forum 2014.

Di bidang ekonomi dan 
perdagangan, pada periode Januari-
Oktober 2014 nilai perdagangan 
bilateral RI-Belarus sebesar USD 
166,24 juta dengan defi sit di pihak RI 
sebesar USD 160,29 juta. Angka ini 
menunjukkan peningkatan sebesar 
26,46% dibandingkan periode 
yang sama 2013 (USD 131,45 juta).
Untuk mengembangkan potensi 
ekonomi dan perdagangan, RI dan 
Belarus menyelenggarakan Sidang 
Komisi Bersama (SKB) Kerja Sama 
Perdagangan, Ekonomi dan Iptek. SKB 
ke-4 telah diselengarakan di Bogor 
pada 23-24 September 2013 dan SKB 
ke-5 akan diselenggarakan pada tahun 
2015 di Belarus. 

Dalam rangka peningkatan kerja 
sama RI-Belarus di bidang minyak dan 
gas, telah diselenggarakan pertemuan 
Indonesia-Belarus Meeting on Oil and 
Gas di Jakarta pada 4 September 2014.  
Dalam pertemuan tersebut, juga telah 
dilakukan penandatanganan MoU 
Kerja Sama antara Kementerian ESDM 
dan Belarusian State Concern of Oil and 
Chemistry. MoU ini merupakan payung 
kerja sama sektor energi antara kedua 
negara.

Bosnia dan Herzegovina

Politik
Selama tahun 2014, hubungan 

Indonesia dan Bosnia Herzegovina 
dalam bidan politik mencatat 
beberapa pencapaian utama. Pertama, 
diperolehnya dukungan terhadap 
pencalonan Indonesia menjadi anggota 
Dewan Hak Azasi Manusia PBB, periode 
tahun 2015 – 2017, dan dukungan 
terhadap pencalonan Indonesia dalam 
International Telecommunication Union 
Council (ITU Council), Region E.

Kedua, dalam rangka memperkuat 
hubungan antara komunitas islam di 
Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina, 
atas prakarsa KBRI Sarajevo, telah 
dilaksanakan kunjungan kerja Y.M. 
Husein Kavazovic pemimpin “Islamic 
Community of Bosnia and Herzegovina” 
ke Indonesia, tanggal 20 – 25 Januari 
2014. Dalam kunjungan ini beliau 
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lain:
• Dr. Anwar Abbas, Ketua Majelis 

Ulama Indonesia bidang Ekonomi. 
untuk membicarakan mengenai 
kemungkinan kerja sama antara 
MUI dan Islamic Community of 
Bosnia and Herzegovina.

•  Prof. Nasarudin Umar (Wakil 
Menteri Agama RI) untuk menjajaki 
kemungkinan kerja sama dalam 
bidang manajemen pelaksanaan 
ibadah haji dan penawaran 
beasiswa kepada siswa di Bosnia 
dan Herzegovina.

•  Pengurus Pusat (PP) 
Muhammadiyah, Pengurus Besar 
(PB) Nahdlatul Ulama, Kepala Pusat 
Kerukunan Umat Beragama, Wakil 
Bupati Bogor, Direktur “Madrasah 
Pembangunan (Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah), serta 
Imam Besar Masjid Istiqlal. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan 
pemahaman dan toleransi antar 
umat beragama kedua negara telah 
menyelenggarakan Interfaith Dialogue 
Indonesia – Bosnia dan Herzegovina  
pada tanggal 16 – 19 April 2014.

Ekonomi
Peningkatan kerja sama 

ekonomi kedua negara terlihat dari 
meningkatnya total perdagangan 
kedua negara pada periode Januari-
Oktober 2014 mencapai USD 18,14 
juta, meningkat 59,27% dibandingkan 
periode yang sama tahun 2013 (USD 
11,39 juta). RI tercatat mengalami 
defi sit sebesar USD 13,67 juta.

Dalam bidang ekonomi, 
peningkatan hubungan kedua negara 
dilakukan dalam berbagai partisipasi 
di berbagai pameran, antara lain:
•  Pameran Ekonomi dan Pariwisata 

“Lukavacki Sajam Turizma LIST” 
di kota Lukavac pada tanggal 8 – 12 
Mei 2014. 

•  Partisipasi pengusaha Bosnia 
dan Herzegovina, khususnya dari 
sektor peternakan, pertanian, 
industri pangan dan sektor system 
pemanasan di Trade Expo Indonesia 
2014 pada tanggal 8 – 12 Oktober 
2014.

Selain itu saat ini juga sedang 
dilakukan penjajakan pembentukan 
sister city antara kota Tangerang 
Selatan dan Kota Visoko. Elemen yang 
akan dimasukkan dalam kerja sama 
tersebut antar lain pertukaran siswa 
atau mahasiswa, pertukaran budaya 
pada festival budaya di masing masing 
wilayah, kunjungan pengusaha, serta 
kerja sama dalam bentuk lainnya. 

Sosial Budaya
Dalam bidang sosial budaya, upaya 

diplomasi dilakukan melalui kegiatan-
kegiatan untuk lebih mengenalkan 
Indonesia ke masyarakat Bosnia dan 
Herzegovina. Selain itu,  Delegasi Arsip 
Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
ke Bosnia dan Herzegovina juga telah 
berkunjung ke Bosnia dan Herzegovina 
untuk menjajaki kerja sama dalam 
bidang digitalisasi arsip video ANRI. 
Kunjungan kerja sekaligus juga 
dalam rangka persiapan peringatan 
penyelenggaraan Konferensi Asia – 

Afrika ke-60 dan usulan Indonesia 
untuk memasukkan arsip Konferensi 
Asia – Afrika dan Konferensi Gerakan 
Non-Blok menjadi salah satu bagian 
dari Memory of the World (MoW) 
UNESCO.

Kegiatan lainnya antara lain 
melalui penyampaian kuliah umum 
Duta Besar di International University of 
Sarajevo. Selain itu, KBRI Sarajevo juga 
aktif berpartisipasi dalam berbagai 
festival seni budaya seperti: 
- Penampilan tari tradisional (Tari 

Indang) dan ensemble angklung 
yang memainkan sebuah lagu 
lokal pada upacara pembukaan 
Pameran Ekonomi dan Pariwisata 
“Lukavacki Sajam Turizma LIST” di 
Kota Lukavac pada 8  Mei 2014;

- Partisipasi dalam 11th Kid’s Festival 
2014. 

- Partisipasi dalam Sarajevo 
International Youth Festival 
(SIYFest) pada tanggal 31 Mei – 
1 Juni 2014. Dalam festival ini 
tampil wakil dari kelompok Gita 
Seni & Budaya Indonesia (GISBI) 
yang menyuguhkan beberapa 
tarian tradisional, yaitu Rampai 
Aceh, Ngibing Betawi, Tari Perang 
Kalimantan. 

- Selain itu, pada tanggal 19 
Mei 2014, KBRI Sarajevo telah 
menyelenggarakan sebuah acara 
Fashion Show pakaian tradisional 
Indonesia yang diperagakan oleh 
istri Home Staff serta Local Staff 
KBRI Sarajevo. Acara ini dihadiri 
oleh para istri duta besar/diplomatic 
corps, Philharmonic, serta pejabat 
perempuan pemerintah Bosnia dan 
Herzegovina (BiH). 

Dalam bidang pendidikan, 
pemerintah Indonesia telah 
menganugerahkan beasiswa 
Dharmasiswa kepada seorang WN 
Bosnia dan Herzegovina untuk tahun 
ajaran 2014 / 2015, untuk belajar di 
Jurusan Bahasa Indonesia, Universitas 
Gadjah Mada Yogyakarta. Namun 
demikian karena alasan keluarga yang 
bersangkutan terpaksa mengundurkan 
diri.

Perlindungan WNI/BHI dan 
Kekonsuleran

Dalam bidang perlindungan 
warga negara, KBRI Sarajevo telah 
memulangkan seorang pembantu 

5 Tahun Session of Join Commission on Economi Cooperation between Republik of 
Indonesia and Republik of Bulgaria (Juni 2014
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rumah tangga asal Indonesia yang 
bekerja dengan keluarga diplomat 
asal Libya di Sarajevo setelah yang 
bersangkutan membuat pengaduan 
telah menerima perlakuan kasar 
dari majikannya. Dalam masalah 
ini, KBRI Sarajevo telah bertindak 
sebagai mediator untuk menyelesaikan 
masalah yang terkait kewajiban 
kontraktual di antara kedua belah 
pihak dan membantu pemulangan 
pembantu rumah tangga tersebut.

Bulgaria

Tahun 2014 menandai 58 tahun 
terjalinnya hubungan diplomatik 
antara Indonesia dan Bulgaria. Selama 
tahun 2014 terdapat perkembangan 
penting yang patut untuk dicatat.
terutama yaitu kunjungan Menpora Roy 
Suryo bulan September dan Oktober 
dalam rangka penandatanganan 
perjanjian kerja sama bilateral.

Politik
Aktifi tas diplomasi utama bidang 

politik di tahun 2014 adalah saling 
dukung terhadap pencalonan masing-
masing negara pada pemilihan anggota 
Dewan HAM dan ITU. Selain itu kedua 
negara juga menyelenggarakan Sidang 
Komisi Bersama yang dilaksanakan 
pada tanggal 24 Juni 2014 di Jakarta.   

Ekonomi
Hubungan perdagangan kedua 

negara ditahun 2014 mengalami 
peningkatan jika dibandingkan 
dengan periode sebelumnya.  Pada 
periode Januari-Agustus 2014 nilai 
perdagangan kedua negara tercatat 
sebesar USD 89,60 juta atau naik 
sebesar  45.26% dari tahun sebelumnya 
yang sejumlah USD 61,68 juta. Ekspor 
Indonesia ke Bulgaria tercatat sebesar 
USD 60,79 juta dan impornya sebesar 
USD 28,81 juta, atau surplus sebesar 
USD 31,98 juta untuk Indonesia. Nilai 
ekspor Indonesia tersebut naik sebesar 
89,58% dari periode tahun sebelumnya 
yang sebesar USD 32,07 juta sedangkan 
impor menurun tipis -2,73% dari tahun 
sebelumnya yang sebesar USD 29,62 
juta.

Untuk meningkatkan kerja sama 
di bidang ekonomi, selama tahun 
2014 KBRI telah mengadakan empat 

kali business meeting, dua kali market 
survey (untuk produk kelapa sawit dan 
furniture), satu kali business and tourism 
trip dengan membawa 15 pengusaha 
Bulgaria mengunjungi Trade Expo 
Indonesia pada bulan Oktober 2014 
di Jakarta dan beberapa tujuan 
wisata di Indonesia, partisipasi pada 
International Tourism and Spa Expo 
di Sofi a (Februari 2014), International 
Tourism Fair di kota Veliko Tornovo 
(April) dan International  Bazaar IWC 
(Desember). Pada 24 Juni 2014 telah 
pula ditandatangani Perjanjian Bidang 
Pariwisata antara kedua Negara. 

Selanjutnya, KBRI tengah 
memproses pengusulan calon Konhor 
RI di Varna yang siap menyediakan 
sebuah gedung untuk show room  
produk Indonesia, lengkap dengan 
gudang seluas 500 M. KBRI telah pula 
memfasilitasi kunjungan pejabat 
instansi terkait/pengusaha Indonesia 
ke Bulgaria untuk menjajaki peluang 
dagang. 

Sosial Budaya
Hal yang paling menonjol di 

bidang kerja sama Sosial Budaya tahun 
ini adalah kunjungan Menpora Roy 
Suryo ke Bulgaria pada 6-7 September 
dan 2-3 Oktober. Pada kunjungan 
Menpora ke-2, telah ditandatangani 
MoU kerja sama Pemuda dan Olahraga 
kedua negara dan diselenggarakan 
demonstrasi “Pencak Silat”. Selain 
itu Tim Badminton Indonesia juga 
berpartisipasi pada “Bobolat Bulgarian 
International Badminton” bulan 
Oktober 2014 dan meraih predikat 
juara umum; dan Tim Catur Indonesia 
juga berpartisipasi pada Kejuaraan 
Catur Klasik Berseri Grand Europe Cup 
di Albena dan Golden Sands Bulgaria 
pada Juni 2014.

Di bidang sosial budaya, tercatat 
pula bahwa Kelas Bahasa dan Budaya 
Indonesia di Universitas Sofi a yang 
dibuka sejak tahun 2009, telah 
berkembang menjadi 2 kelas dengan  
total mahasiswa 33 orang di tahun 
2014. Hal ini dimungkinkan karena 
KBRI telah memiliki dosen tetap untuk 
kelas tersebut.  Untuk menyediakan 
informasi mengenai Indonesia kepada 
para mahasiswa, pada Maret 2014 
telah diresmikan Indonesian Corner di 
Universitas Sofi a. Pada 17 November 
2014 KBRI mulai membuka Kelas yang 

sama di Sekolah “Vela Blagoeva” di Kota 
Veliko Tornovo. KBRI juga membina 
2 (dua) Klub Batik di kota Targovishte 
dan Burgas antara lain dengan 
mengadakan lomba melukis batik. 

Di tahun ini juga, KBRI 
memfasilitasi 4 (empat) tim kesenian 
Indonesia yang berpartisipasi pada 
Festival Internasional Tarian Rakyat di 
Bulgaria. Tim kesenian Indonesia juga 
tampil pada kegiatan charity dengan 
Tema “Journey of Taste” pada bulan Juli 
2014 dan Resepsi HUT RI ke-69 pada 
bulan September 2014. Dalam promosi 
budaya di beberapa kota di Bulgaria, 
KBRI telah pula dibantu oleh Grup Tari 
KBRI “Pesona Mawar Nusantara” yang 
sebagian besar anggotanya adalah 
pelajar Bulgaria. 

Tahun 2014 juga mencatat suatu 
berita membanggakan dimana Film 
Promosi Wisata Indonesia produksi 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif memperoleh nominasi di 
International Tourism Festival Film di 
Veliko Tornovo (April).

Di bidang pendidikan, pada 26 
Oktober 2014 telah ditandatangani  
Kerja sama antara Universitas  
Gunadarma dengan Varna Free 
University; 8 (delapan) kali presentasi 
di berbagai Universitas di Bulgaria, 
fasilitasi partisipasi Tim Matematik 
Indonesia pada International 
Mathematics Competition (IMC) di kota 
Blageovgrad (meraih satu emas, dua 
perak,  2  perunggu); dan fasilitasi 
12 pelajar Indonesia yang sedang 
mengikuti Program AIESEC di Bulgaria 
dan fasilitasi 3 (tiga) pelajar Bulgaria 
pada Program Darmasiswa, satu BSBI 
dan satu KNB.

Ceko

Hubungan diplomatik RI-Ceko telah 
dimulai sejak Ceko masih tergabung 
dalam Republik Sosialis Cekoslowakia 
tahun 1956. Ketika Republik Sosialis 
Cekoslowakia pecah secara damai, 
RI memberikan pengakuan kepada 
Republik Ceko pada 31 Desember 1992. 
Hubungan diplomatik RI-Ceko resmi 
dimulai pada 1 Januari 1993.
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Politik
Hubungan dan kerja sama 

politik RI-Ceko berlangsung stabil 
dan harmonis. Untuk meningkatkan 
hubungan bilateral, kedua negara telah 
beberapa kali melaksanakan Political 
Consultation / Forum Konsultasi 
Bilateral (FKB).

Ceko dan Indonesia sedang 
menjajaki pembukaan area kerja 
sama baru di bidang pertahanan, 
yang dimulai dengan kehadiran Wakil 
Menteri Pertahanan Ceko di acara 
Indo Defence 2014. Telah ada kontak 
dengan Kementerian Pertahanan RI 
dan serta wacana pembentukan Joint 
Committee on Defense Indonesia-Ceko, 
pertemuannya dijadwalkan pada 
musim semi 2015. 

Ekonomi
Total perdagangan RI-Ceko pada 

periode Januari-Oktober  2014 tercatat 
sebesar USD 220,25 juta, atau meningkat 
11,71% dibanding periode yang sama 
ditahun sebelumnya (USD 197,16 juta). 
Dari total nilai perdagangan tersebut, 
RI mengalami defi sit sebesar USD 75,16 
juta. 

Sebagai mitra dagang kedua 
terbesar di kawasan ASEAN, hubungan 
ekonomi antara RI-Ceko mengalami 
penguatan dengan adanya perjanjian 
Kerja Sama Ekonomi (ditandatangani 
di tahun 2007) yang mendasari 
terbentuknya Joint Commission on 
Economic Committee/Sidang Komisi 
Bersama (SKB) sebagai wadah 
konsultasi antara pelaku ekonomi RI 
dan Ceko. 

Sosial Budaya
Kerja sama sosial-budaya RI-

Ceko terlihat dalam bentuk kegiatan 
interfaith dialogue, serta pertukaran 
misi budaya dan kesenian kedua 
negara. Pelaksanaan Interfaith 
Dialogue yang terakhir terlaksana pada 
tahun 2010 di KBRI Praha. Sementara 
dalam bidang pendidikan, sejak tahun 
1995 Pemerintah RI telah memberikan 
Beasiswa Darmasiswa kepada para 
pelajar Ceko. Selain itu, saat ini juga 
tengah dijajaki pendirian Indonesia 
Cultural Studies sebagai bagian dari 
Asian Studies di Fakultas Filosofi  dan 
Sastra Universitas Palacky di Olomouc 
yang berdiri sejak 1573. 

Dalam rangka peningkatan kerja 
sama di bidang olahraga, Menpora 
RI telah berkunjung ke Ceko pada 
tanggal 29-30 September 2014, dan 
telah menghasilkan kesepakatan untuk 
memperbaharui kerja sama ilmiah, 
pendidikan, dan kebudayaan antara RI-
Ceko yang ditandatangani pada tahun 
1958.

Estonia

Hubungan diplomatik RI-Estonia 
dibuka sejak 5 Juli 1993. Estonia 
dirangkap oleh KBRI Helsinki di 
Finlandia. Estonia merupakan salah 
satu mitra dagang utama RI di kawasan 
Baltik, dan menjadi entry point bagi 
komoditas Indonesia, khususnya CPO 
ke kawasan Baltik, Nordik, dan sebagian 
wilayah Rusia. Selain itu, RI-Estonia 
memiliki potensi kerja sama dalam 
bidang informasi teknologi terkait 
cyber security dan good governance.

Kerja sama di bidang ini tercatat 
ditandai dengan penjajagan kerja sama 
di bidang keamanan cyber pada saat 
kunjungan Menteri Pertahanan ke 
Estonia, pada 15 Juli 2014. Kerja sama 
tersebut diharapkan dapat mendukung 
pengembangan program cyber security 
di Indonesia. Dalam waktu dekat, 
Kementerian Pertahanan berencana 
mengirimkan staf untuk pelatihan 
cyber security pada pusat cyber security 
di Estonia. 

Perkembangan ekonomi di 
Estonia masih dipengaruhi krisis 
ekonomi Eropa. Namun demikian, 
volume perdagangan RI-Estonia 
periode Januari-Oktober 2014 (USD 
51,30 juta) mengalami peningkatan 
36,26% dibandingkan periode yang 
sama tahun sebelumnya (USD 37,65 
juta), dengan nilai ekspor Indonesia ke 
Estonia meningkat sebesar 37%. 

Untuk terus mendorong kerja 
sama perdagangan, KBRI Helsinski 
telah memfasilitasi partisipasi 15 
pengusaha Estonia dalam acara 
Trade Expo Indonesia 2014 guna 
menjajaki kemungkinan kerja sama. 
Pengusaha Estonia telah menunjukkan 
ketertarikan dan minatnya terhadap 
produk-produk Indonesia, terutama 
furnitur berbahan baku daur ulang. 

Selain itu, salah satu perusahaan 
Estonia yang bergerak di bidang 
pengolahan dan daur ulang limbah 
juga tengah menjajali kemungkinan 
kerja sama dengan kota Bandung. 

Dalam rangka meningkatkan 
kerja sama sosial budaya dan people-
to-people contact, selama kurun waktu 
tahun 2014 ini, KBRI Helsinki telah 
menyelenggarakan berbagai kegiatan, 
seperti pertunjukan budaya Indonesia 
pada TOUREST Travel Fair 2014 di 
Talinn dan Juu Jääb Festival di Pulau 
Sareemaa, Estonia. Selain itu, upaya 
penguatan citra positif RI di kalangan 
masyarakat Estonia juga dilakukan 
dengan menfasilitasi kunjungan 
jurnalistik media TV dan travel writer 
ke sejumlah tujuan wisata. 

Di bidang pendidikan, tiga 
mahasiswa Estonia berpartisipasi 
pada program beasiswa Darmasiwa 
untuk periode tahun 2013/2014. 
Dengan demikian, jumlah penerima 
beasiswa Darmasiswa RI dari Estonia 
sejak tahun 2010 s/d 2014 mencapai 25 
orang. Jumlah WNI yang berdomisili di 
Estonia hingga 31 Oktober 2014 tercatat 
sebanyak 13 orang.

Georgia

Pada tanggal 25 September 2014, di 
sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-
69 telah diselenggarakan pertemuan 
bilateral antara Menlu RI dengan 
Menlu Georgia, H.E. Maia Panjikidze. 
Pertemuan membahas perkembangan 
kerja sama kedua Negara khususnya 
di bidang perdagangan, investasi, 
energi dan pendidikan. Kedua Menlu 
juga sepakat meningkatkan kerja sama 
dalam pencalonan kedua negara di 
forum multilateral.

Kerja sama ekonomi kedua Negara 
juga menunjukkan peningkatan 
dengan nilai perdagangan tahun 
2013 yang mencapai USD 65,57 juta 
dengan surplus di pihak Indonesia 
sebesar USD 51,73 juta. Untuk periode 
Januari – Agustus 2014, tercatat volume 
perdagangan bilateral sebesar USD 
55,03 juta (ekspor USD 49,42 juta, impor 
USD 5,61juta) dengan surplus di pihak 
Indonesia sebesar USD 43,81juta.
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Upaya untuk meningkatkan 
hubungan ekonomi kedua negara 
juga telah diangkat dalam Seminar 
mengenai Peluang Pasar Non-
Tradisional Negara-Negara Eropa 
Tengah danTimur di Kupang Nusa 
Tenggara Timur pada tanggal 27 Maret 
2014.

Peningkatan kerja sama sosial 
budaya kedua Negara di tahun 2014 
dilakukan melalui pemberian beasiswa 
Darmasiswa kepada 1 (satu) mahasiswa 
asal Georgia. 

Hongaria

Politik
Hubungan bilateral RI-Hongaria, 

yang berlangsung sejak 26 Juni 
1955, telah berlangsung dengan 
baik. Sebagai tindak lanjut dari 
Kunjungan Presiden RI tahun 2013, 
KBRI Budapest menargetkan untuk 
lebih meningkatkan interaksi antar 
pemerintah, parlemen, masyarakat, 
dan pengusaha kedua negara.

Upaya peningkatan kerja 
sama bilateral RI-Hongaria antara 
lain terwujud melalui pertukaran 
kunjungan pejabat tinggi, seperti 
kunjungan Minister of State for Eastern 
Affairs, Mr. Istvan Ijgyarto, dalam 
rangka menghadiri BDF 2014 di Bali. 
Selain itu, pada tanggal 25-29 Juni 2014, 
delegasi DPRD DKI telah berkunjung ke 
Budapest dalam rangka pembahasan 
program Sister City Jakarta-Budapest 
periode 2014-2016.

RI-Hongaria telah memiliki 
mekanisme kerja sama saling dukung 
untuk pencalonan di berbagai forum 
internasional. Pada tahun 2014, 
tercapai kesepakatan saling dukung 
untuk pencalonan RI dan Hongaria 
sebagai anggota Dewan HAM PBB. 
Hongaria juga mendukung RI 
sebagai anggota Dewan International 
Telecommunication Union (ITU) wilayah 
E periode 2014-2018. Sedangkan 
RI mendukung pencalonan Mr. 
Peter Major sebagai anggota Radio 
Regulations Board (RRB) wilayah B 
periode 2014-2018.

Ekonomi
RI dan Hongaria terus berupaya 

untuk meningkatkan kerja sama di 
bidang ekonomi antara lain melalui 
partisipasi dalam Pameran Pariwisata 
Internasional, UTAZAS, dengan tema 
Green Travel pada tanggal 27 Februari-2 
Maret 2014, penyelenggaraan 
Indonesian Days and Charity Bazaar 
pada tanggal 9-11 Mei 2014. Sebagai 
tindak lanjut kunjungan Presiden RI 
ke Hongaria pada tahun 2013, Ketua 
KADIN Hongaria, Laszlo Parragh juga 
telah berkunjung ke Indonesia pada 
bulan Juli 2014, dan mengadakan 
pertemuan dengan Dirjen Kerja Sama 
Industri (Kementerian Perindustrian), 
dalam rangka menjajaki kerja sama 
di bidang perindustrian antara RI dan 
Hongaria dan mencari mitra lokal 
untuk melakukan investasi seperti 
dalam sektor otomotif, pengelolaan air, 
pembangkit listrik.

Total perdagangan RI-Hongaria 
pada periode Januari-Oktober 2014 
tercatat sebesar USD 128,04 juta. Ini 
menunjukkan penurunan sebesar 
27% karena pada periode yang sama 
tahun sebelumnya nilai perdagangan 
RI-Hongaria mencapai USD 175,42 juta. 
Meskipun mengalami penurunan total 
perdagangan dari tahun sebelumnya, 
RI mengalami surplus sebesar USD 
18,60 juta.   

Dalam rangka peningkatan kerja 
sama pendidikan, KBRI Budapest 
telah berhasil mengupayakan 
penandatanganan dua MoU yaitu 
antara Ilyes Gyula Faculty of Education, 
University of Oecs and Faculty of 
Teacher Training and Education dan 
Sanata Dharma University, Yogyakarta, 
12 Mei 2014; dan MoU antara University 
of Szeged (salah satu universitas 
terkemuka di Hongaria) dan Asosiasi 
Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) di 
Yogyakarta pada 11 Juni 2014. 

Sosial Budaya
Satu orang mahasiswi Hongaria 

telah berhasil mendapatkan beasiswa 
Kemitraan Negara Berkembang (KNB) 
yang diberikan oleh Kemendikbud 
serta memberikan kesempatan untuk 
melanjutkan program Master di UNS 
Solo selama dua tahun. Untuk pertama 
kalinya pada tahun 2014 didatangkan 
seorang dosen untuk mengajar bahasa 
dan budaya Indonesia di Universitas 

Szeged. Pengajaran tersebut dilakukan 
selama kurang lebih enam bulan di 
Fakultas Sastra Universitas Szeged dan 
Pusat Pengajaran Bahasa Asing Szeged. 
Diharapkan prakarsa ini akan menjadi 
cikal-bakal pembentukan pusat studi 
Indonesia di Universitas Szeged. 

Kroasia

Politik
Sejak terjalinnya hubungan 

diplomatik pada tanggal 2 September 
1992, kerja sama bilateral RI-Kroasia 
terus menunjukkan perkembangan 
yang positif. Selain enam sektor 
prioritas kerja sama bilateral RI- 
Kroasia yang disepakati pada tahun 
2013, yaitu  (i) perdagangan, investasi 
dan pariwisata, (ii) industri, (iii) energi, 
(iv) transportasi, (v) usaha kecil dan 
menengah (UKM), (vi) pendidikan, 
riset dan teknologi, RI dan Kroasia juga 
tengah menjajaki kemungkinan kerja 
sama di bidang pertahanan. 

Kerja sama RI-Kroasia di bidang 
politik diperkuat dengan penjajakan 
kerja sama pertahanan. Keinginan 
Kroasia yang cukup kuat untuk 
menjalin kerja sama pertahanan 
dengan Indonesia tercetus dalam 
kunjungan delegasi Lemhannas ke 
Zagreb, 31 Agustus-5 September 2014. 
Keinginan melakukan kerja sama 
tersebut juga terlihat dalam partisipasi 
delegasi Kroasia pada Indo Defense 2014 
serta dalam FGD yang diselenggarakan 
oleh Lemhannas mengenai peluang 
kerja sama pertahanan RI-Kroasia di 
Indonesia, November 2014.

Ekonomi
Total perdagangan RI-Kroasia 

pada periode Januari-Oktober 2014 
mencapai USD 32,13  juta. Dari 
perdagangan bilateral ini, Indonesia 
mengalami surplus sebesar USD 11,66 
juta. Angka perdagangan  ini meningkat 
37,24 % dibandingkan capaian periode 
yang sama tahun 2013 (USD 23,41 juta).     

Dalam rangka peningkatan kerja 
sama perdagangan, Kepala Kadinda 
Jawa Tengah telah berkunjung ke 
Zagreb pada tanggal 7-8 September 
2014 dan bertemu dengan pihak 
Kadin Kroasia. Selain itu sekitar 12 
pengusaha dari Kroasia juga telah 
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berpartisipasi dalam TEI 2014 guna 
mencari mitra bisnis di Indonesia yang 
bergerak di bidang energi, obat-obatan 
dan furniture.

Sosial Budaya
Pada bulan September 2014, Wakil 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
dan Olahraga, Prof. Roko Andricevics, 
telah berkunjung ke Indonesia dan 
mengadakan pertemuan dengan 
Sekretaris Kemenpora RI, dan Sekretaris 
Kemenristek RI untuk membahas 
peluang kerja sama di bidang 
pendidikan antara RI dan Kroasia.

Untuk memperkuat kerja sama 
antar universitas, khususnya di bidang 
pengembangan teknologi kelautan, 
telah ditandatangani kerja sama antara 
Brodarski Institute Zagreb dengan PT. 
PAL dan ITS Surabaya pada tanggal 6 
November 2014 di Jakarta. 

Latvia

Hubungan diplomatik RI-Latvia, 
yang dilaksanakan melalui KBRI 
Stockholm, telah terjalin dengan baik 
selama lebih dari dua dekade sejak 25 
Agustus 1993. Hubungan kedua negara 
pada tahun 2014 memasuki suatu 
babak baru setelah dilaksanakannya 
kunjungan Menlu RI ke Riga, Latvia 
pada tanggal 26-27 Maret 2014 yang 
merupakan kunjungan balasan 
kunjungan Menlu Latvia, Edgars 
Rinkēvičs, ke Indonesia, 27-30 April 
2012. Dalam kunjungan tersebut, kedua 
negara sepakat untuk mengoptimalkan 
FKB RI-Latvia sebagai mekanisme 
pokok peningkatan hubungan kerja 
sama kedua negara di berbagai bidang.

Pada tahun 2014 ini, hubungan 
kedua negara juga ditandai dengan 
pengangkatan Konsul Kehormatan 
Indonesia untuk di Riga, Latvia, 
Mr.Valdis Tilgalis. Selain itu, Latvia 
akan mengangkat seorang Duta Besar 
Latvia untuk Indonesia (non-resident) 
yang sampai periode November 2014 
ini masih menunggu proses agrément 
dari Pemerintah RI. Menlu RI juga telah 
melaksankan pertemuan bilateral 
dengan Menlu Latvia, H.E. Edgar 
Rinkevics, di sela-sela Sidang Majelis 
Umum PBB, New York, 25 September 
2014.

Total perdagangan RI-Latvia pada 
periode Januari-Oktober 2014 mencapai 
USD 43,22 juta dengan surplus di pihak 
Indonesia sebesar USD 40,09 juta. 
Volume perdagangan tersebut menurun 
6,73% dari periode yang sama tahun 
2013, yang tercatat sebesar USD 46,34 
juta (ekspor sebesar USD 41,24 juta dan 
impor sebesar USD 5,09 juta). Latvia 
merupakan mitra ke-12 dari 22 negara 
Eropa Tengah dan Timur.     

Untuk terus mendorong 
peningkatan kerja sama di bidang 
sosial budaya, kedua negara 
berkomitmen mendorong kerja sama 
antar universitas dan people-to-people 
contacts. Di bidang budaya, salah satu 
museum di Latvia memiliki koleksi 
karya seniman Indonesia, Raden Saleh. 

Lithuania

Terbangun sejak 15 Juni 1993, 
perkembangan hubungan bilateral 
RI-Lithuania telah mengalami 
peningkatan yang positif. Hubungan 
RI-Lithuania dilakukan melalui KBRI 
Kopenhagen di Denmark. Untuk 
mendorong kerja sama bilateral 
kedua negara, pada bulan Juni 2014 
RI-Lithuania telah menyepakati draft 
MoU pembentukan Konsultasi Bilateral 
RI-Lithuania yang siap ditandatangani 
oleh kedua belah pihak. 

Total perdagangan RI-Lithuania 
pada periode Januari-Oktober 2014 
mencapai USD 27,13 juta dengan nilai 
ekspor RI sebesar USD 19,77 juta dan 
nilai impor RI sebesar USD 7,36 juta. 
Jumlah tersebut menurun 9,49% dari 
periode yang sama tahun 2013 sebesar 
USD 29,97 juta.

Tercatat beberapa perkembangan 
positif dalam kerja sama bidang 
pendidikan, sosial-budaya, dan 
people-to-people contact, diantaranya 
penandatanganan MoU Kerja Sama 
antara Institut Teknologi Bandung 
dan Vytautas Magnus University, dan 
penjajagan kerja sama sister city antara 
kota Kupang dan Kaunas. Lithuania juga 
merupakan salah satu target negara 
penerima beasiswa Darmasiswa. Pada 
periode tahun 2013/2014, tercatat 
terdapat 10 mahasiswa Lithuania 
penerima beasiswa Darmasiswa.

Makedonia

Sejak pembukaan hubungan 
diplomatik pada tahun 1993, 
perhatian hubungan bilateral RI-
Makedonia difokuskan pada bidang 
politik, ekonomi, sosial-budaya, serta 
pendidikan. Hubungan dan kerja 
sama bilateral di bidang politik telah 
berlangsung dengan baik. Kedua negara 
terus meningkatkan upaya untuk 
mengisi hubungan bilateral melalui 
realisasi kerja sama yang konkret, 
khususnya menindaklanjuti hasil-
hasil kunjungan Menlu Makedonia, 
Y.M. Nikola Poposki ke Indonesia pada 
bulan November 2012.

Di bidang ekonomi, RI dapat 
memanfaatkan Makedonia sebagai 
pintu masuk produk-produk Indonesia 
ke wilayah Balkan dan juga ke negara UE, 
sekaligus tujuan investasi pengusaha 
Indonesia dengan memanfaatkan 
kemudahan-kemudahan investasi yang 
diberikan pemerintah Makedonia. 
Total perdagangan RI-Makedonia pada 
periode Januari-Oktober 2014 mencapai 
USD 5,28 juta, atau meningkat 670,88% 
dibandingkan periode yang sama pada 
tahun 2013 yang hanya mencapai USD 
685 ribu.    

Dalam rangka memperkuat 
hubungan bilateral RI-Makedonia, 
terus digiatkan upaya untuk 
meningkatkan people-to-people contact 
antara kedua negara, termasuk antara 
lain melalui penjajakan kerja sama di 
bidang pendidikan.

Moldova

Hubungan bilateral RI-
Republik Moldova terjalin sejak 
ditandatanganinya Komunike Bersama 
pada 12 Februari 1993. Kedua negara 
senantiasa memperlihatkan persamaan 
sikap dan prinsip menghormati 
kedaulaan dan menghargai kebijakan-
kebijakan yang ditempuh masing-
masing negara. Interaksi hubungan 
terlihat pada saling dukung dalam 
pencalonan masing-masing negara di 
berbagai badan internasional.

PBV RI-Moldova yang 
ditandatangani pada 10 Desember 
2013, telah diratifi kasi oleh Moldova 
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pada 29 April 2014 dan diratifi kasi 
oleh RI pada  11 Juni 2014. Perjanjian 
tersebut berlaku mulai 15 September 
2014.

Pemri telah memutuskan untuk 
menyetujui usulan Moldova terkait 
pengaturan saling dukung antara 
pencalonan kedua negara sebagai 
anggota Dewan HAM periode 2020-
2022 dengan pencalonan Indonesia 
sebagai anggota Dewan HAM periode 
2015-2017.

Hubungan bilateral RI-Republik 
Moldova di bidang ekonomi dan 
perdagangan masih sangat kecil 
meskipun terdapat peningkatan. Pada 
periode Januari-Oktober tahun 2014, 
nilai perdagangan internasional RI-
Moldova mencapai USD 12,03 juta 
meningkat sebesar 538.9% dibanding 
periode yang sama tahun 2013 (USD 
1,88 juta). Dalam hal ini, RI mengalami 
defi sit neraca perdangan USD 10,86 
juta.

Aktivitas hubungan bilateral di 
bidang kebudayaan RI-Moldova praktis 
baru dimulai pada tahun 2002, saat 
KBRI Bucharest menyelenggarakan 
resepsi diplomatik di Chisinau, di mana 
dipertunjukkan berbagai kesenian 
Indonesia. Hingga saat ini kegiatan 
serupa sering dilakukan, antara lain 
penyelenggaraan Indonesia Day.

Di bidang pendidikan, dari 
tahun 2007-2014, Pemerintah RI telah 
menawarkan beasiswa Darmasiswa 
kepada Moldova. Hingga tahun 
ajaran 2014, tercatat lima orang 
mahasiswa Moldova telah menerima 
beasiswa Darmasiswa dari Indonesia. 
Pengembangan kerja sama di 
bidang pendidikan juga dilakukan 
melalui penjajakan kerja sama antar 
Universitas di Moldova dengan 
Universitas di Indonesia.

Montenegro

Sejak peresmian pembukaan 
hubungan diplomatik pada tanggal 21 
September 2011, hubungan bilateral 
RI-Montenegro terus menunjukkan 
perkembangan positif. Pada bulan 
Desember 2014, Duta Besar Non-
Resident pertama Montenegro untuk 

Indonesia, Y.M. Branko Perović, telah 
menyerahkan kredensial kepada 
Presiden RI.  

Perkembangan positif juga ditandai 
dengan peningkatan total perdagangan 
bilateral sebesar 9,72% pada periode 
Januari-Oktober 2014 yang mencapai 
USD 1,87 juta dibandingkan periode 
yang sama pada tahun sebelumnya 
sebesar USD  1,70 juta. Indonesia selalu 
mengalami surplus selama lima tahun 
terakhir, karena tidak tercatat impor 
barang dari Montenegro. 

Polandia

Hubungan bilateral RI-Polandia 
terjalin sejak tahun 1955. Secara geo-
ekonomi, dengan didukung oleh jumlah 
penduduk yang relatif besar, tingkat 
infrastruktur yang memadai, Polandia 
merupakan entry point strategis untuk 
mengembangkan ekspor Indonesia ke 
kawasan Eropa Tengah dan Timur. Saat 
ini, Polandia merupakan mitra dagang 
Indonesia ke-3 terbesar di wilayah 
Eropa Tengah dan Timur, dengan nilai 
total perdagangan bilateral Indonesia-
Polandia hampir mencapai USD 500 
juta dalam 2 tahun terakhir (2011-
2012). 

Untuk nilai total perdagangan pada 
periode Januari-Oktober 2014 antara 
RI-Polandia tercatat sebesar USD 445,47 
juta, atau meningkat 5,67% dari periode 
yang sama di tahun sebelumnya, USD 
421,55 juta. Dalam neraca perdagangan 
tahun 2014 dengan Polandia, RI 
mengalami surplus sebesar USD 210,38 
juta.

Dalam rangka peningkatan 
kerja sama di bidang sosial-budaya, 
telah diselenggarakan dialog lintas 
agama RI-Polandia ke-3 pada 
tanggal 1-6 November 2014 di 
Universitas Bialystiok. Selain itu, juga 
diselenggarakan penandatanganan 
MoU antara UIN Malang dan UIN 
Jakarta dengan Universitas Bialystok. 
Sebagai catatan, dari penyelenggaraan 
dua dialog sebelumnya telah 
diselenggarakan kerja sama di bidang 
pendidikan dengan pengiriman 
sembilan mahasiswa dari Universitas 
Wroclaw untuk mengikuti Cross 
Cultural Program di UIN Yogyakarta 
pada tahun 2013. Jumlah WNI di 
Polandia hingga September 2013 
mencapai 224 orang.

Romania

Politik
Kegiatan penting bidang politik 

dalam hubungan bilateral Indonesia 
dan Rumania di tahun 2014, adalah 
penyelenggaraan Forum Konsultasi 
Bilateral (FKB) V RI - Romania 
padatanggal 30 Agustus 2014 di 
Bali Nusa Dua Convention Center 
(BNDCC) Nusa Dua, Bali di sela-
selapenyelenggaraan the 6th Global 
Forum of UN Alliance of Civilizations. 
Pada pertemuan ini, delegasi Romania 
dipimpin oleh State Secretary - Kemlu 
Romania, Y.M. Ny. Carmen Liliana 
Burlacu dan Delegasi RI dipimpin oleh 
Dirjen Amerika dan Eropa.

Dalam pertemuan ini disepakati 
peningkatan perdagangan melalui 
kerja sama antar KADIN kedua 
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negara. Selain itu juga disepakati 
percepatan fi nalisasi Persetujuan 
Bebas Visa untuk Pemegang Paspor 
Diplomatik dan Dinas. Kedua delegasi 
sepakat meningkatkan kontak 
antarmasyarakat kedua Negara untuk 
meningkatkan hubungan bilateral 
melalui peningkatan kerja sama di 
bidang pendidikan, kebudayaan dan 
pariwisata.

Ekonomi
Secara umum, kerja sama 

ekonomi dan perdagangan kedua 
negara menunjukkan peningkatan. 
Terdapat tren positif pertumbuhan 
nilai perdagangan RI-Romania selama 
lima tahun (periode 2009-2013) sebesar 
21,3%. Nilai perdagangan periode 
Januari-Oktober 2014 adalah sebesar 
USD 120,15 juta, naik 15,3% dibanding 
tahun sebelumnya pada periode 
yang sama, dengan surplus di pihak 
Indonesia sebesar USD 74,86 juta.

Selain itu, 2014 menandai 
berlakunya MoU Kerja sama Pertanian 
RI – Romania yang ditandatangani 
pada 2006 mulai tanggal 31 Juli 2014, 
dengan telah diselesaikannya prosedur 
internal (ratifi kasi) Romania.

Dalam rangka meningkatkan 
kerja sama perdagangan, KBRI 
Bucharest secara aktif terlibat dalam 
pameran dan berkunjung ke kota 
propinsi potensial di Romania seperti 
Giurgiu, Iasi, Cluj, dan Anina dalam 
kerangka menarik lebih banyak minat 
pengusaha Romania terkait dengan 
produk unggulan RI.

Sebagai salah satu upaya untuk 
mempromosikan Indonesia, KBRI 
Bucharest telah berpartisipasi dalam 
berbagai acara promosi, antara lain 
Romanian Tourism Fair pada tanggal 
13-18 Maret 2014 dan TIBCO Expo pada 
29 Mei-1 Juni 2014, serta Romanian 
Tourism Fair pada tanggal 13-16 
November 2014.

Sosial Budaya
Dalam bidang sosial budaya, 

tercatat sejumlah kerja sama antar 
perguruan tinggi kedua Negara antara 
lain kerja sama antara Universitas 
Lucian Blaga dengan Universitas 
Indonesia dan Universitas Padjadjaran, 
serta Spiru-Haret University dengan 
Universitas MercuBuana. Pada tahun 

2014, KBRI Bucharest telah menfasilitasi 
penandatangan MoU kerja sama di 
bidang akademis, iptek, dan budaya 
antara Lucian Blaga University of 
Sibiu dan Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS).

Selain itu, Pemerintah Indonesia 
juga menawarkan beasiswa 
Darmasiswa kepada mahasiswa 
Romania untuk mempelajari seni 
budaya Indonesia. Pada tahun 
ajaran2014/2015 terdapat 17 mahasiswa 
Romania yang berhasil masuk seleksi 
untuk mengikuti program tersebut dan 
pada tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 
11 (sebelas) mahasiswa Romania 
mendapatkan beasiswa Darmasiswa. 
Total terdapat 71 (tujuh puluh satu) 
penerima beasiswa Darmasiswa dari 
Romania sejak tahun 1998.

Jumlah WNI di Romania hingga 
September 2014 tercatat mencapai 128 
jiwa.

Serbia

Hubungan diplomatik dan 
kerja sama bilateral RI-Serbia yang 
telah berlangsung sejak 1954 terus 
menunjukkan perkembangan yang 
positif. Dalam berbagai kesempatan, 
RI dan Serbia  terus berupaya 
mewujudkan komitmen peningkatan 
hubungan bilateral kedua negara 
melalui realisasi kerja sama yang 
konkret. 

Politik
Dalam pertemuan Dubes RI 

dengan Menlu Serbia, Ivan Mrkic, 
pada tanggal 13 Maret 2014, dibahas 
berbagai capaian hubungan bilateral 
kedua negara, sekaligus menegaskan 
kembali komitmen untuk mendorong 
peningkatan kerja sama kontak antar 
masyarakat dan kalangan pengusaha. 
Serbia juga telah memberikan 
dukungan nyata terhadap pencalonan 
Indonesia di berbagai organisasi 
internasional antara lain sebagai 
anggota Dewan HAM periode 2015-
2017, dan anggota tidak tetap DK PBB 
periode 2019-2020.

Mantan Menlu RI, Hassan 
Wirrajuda, dalam posisinya sebagai 
eminent member of CISED-Center of 

International Relations and Sustainable 
Development, juga berkunjung ke 
Belgrade pada tanggal 29 Mei-2 Juni 
2014, dalam rangka menghadiri the 2nd 
CIRSD Conference di Belgrade. Dalam 
kunjungan ini, mantan Menlu RI, 
Hassan Wirrajuda, juga berkesempatan 
untuk memberikan public lectures 
di salah satu lembaga think tank 
terkemuka di Belgrade, Institute of 
Politics and Economy, pada tanggal 
1 Juni 2014, bertemakan Indonesia 
Raising.

Sementara itu, sebagai upaya 
implementasi MoU Kerja Sama 
bidang Pertahanan RI-Serbia, dalam 
pertemuan Dubes RI-Belgrade dengan 
Menhan Serbia, Bratislav Gasic, 
pada tanggal 31 Oktober 2014, telah 
disampaikan sejumlah peluang kerja 
sama seperti kerja sama intelijen dan 
kerja sama kesehatan militer.

Ekonomi
Trend peningkatan angka 

perdagangan bilateral RI-Serbia yang 
cukup signifi kan terus berlanjut. 
Total angka perdagangan pada bulan 
Januari-Oktober 2014 tercatat sebesar 
USD 10,56 juta atau meningkat 325,80% 
dibandingkan periode yang sama pada 
tahun 2013, yaitu sebesar USD 2,48 juta. 
Hal ini menunjukkan defi sit di pihak RI 
sebesar USD 4,06 juta.

Meski demikian, masih terdapat 
peluang besar untuk meningkatkan 
transaksi perdagangan bilateral 
mengingat besarnya minat pengusaha 
Serbia terhadap komoditas produk 
ekspor RI, seperti karet dan minyak 
sawit. 

Sosial Budaya
Salah satu capaian utama dalam 

kerja sama sosial budaya RI-Serbia di 
bidang sosial-budaya adalah partisipasi 
Indonesia sebagai country partner 
untuk International Fair of Tourism di 
Beograd 27 Februari-2 Maret 2014, yang 
merupakan kegiatan pameran wisata 
terbesar di kawasan Eropa Tenggara 
dan Eropa Timur. Dalam pameran 
yang diikuti oleh 1.100 perusahaan 
dari 46 negara tersebut, RI telah 
mempromosikan 16 tujuan wisata dan 
tujuh kegiatan khusus untuk wisatawan 
yang berlokasi di luar Bali. Selain itu, 
Ketua Arsip Nasional RI (ANRI) dan 
Tim juga telah berkunjung ke Belgrade 
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pada tanggal 18-21 September 2014 
dalam rangka tindak lanjut kerja sama 
di bidang kearsipan dengan Arsip 
Yugoslavia-Republik Serbia (AJRS). 
Dalam kunjungan ditandatangani 
kesepakatan Working Plan on Archives 
Cooperation Period 2013-2016 yang 
fokus utamanya untuk mewujudkan 
dokumentasi sejarah Gerakan Non 
Blok (GNB) sebagai salah satu Memory 
of the World UNESCO. Rencana ini 
diharapkan dapat terealisasi pada 
tahun 2016.

Kolaborasi akademisi Serbia 
juga telah menghasilkan peluncuran 
buku Yugoslavia-Indonesia from 1945-
1967 yang ditulis bersama oleh Prof 
Ljubodrag Dimic (Guru Besar Fakultas 
Filosofi -Universitas Beograd), Dr. 
Aleksandar Rakovic (Ketua Asosiasi 
Nusantara) dan Mr. Miladin Milosevic 
(Direktur Arsip Yugoslavia).

Slowakia

Hubungan bilateral RI dan 
Slowakia dimulai sejak 1 Januari 1993. 
Sepanjang tahun 2014, hubungan 
bilateral berjalan cukup dinamis 
dengan titik berat pada kerja sama di 
bidang ekonomi. Kerja sama politik 
kedua negara dapat terlihat dari 
pelaksanaan Political consultation/
Forum Konsultasi Bilateral (FKB) yang 
telah terlaksana tiga kali. Terakhir, FKB 
RI-Slowakia dilaksanakan di Bratislava 
pada tahun 2008. 

Total perdagangan RI-Slowakia 
pada periode Januari-Oktober 
2014 adalah USD 24,25 juta. Total 
perdagangan tersebut menurun 45,32% 
dari periode yang sama tahun 2013 
sebesar USD 44,39 juta. Meski demikian, 
RI masih surplus sebesar USD 4,55 juta. 
Jumlah total investasi Slowakia ke RI 
sejak tahun 2011-2013 sebesar USD 2,2 
juta, dengan sektor unggulan investasi 
pada pengembangan infrastruktur, 
konstruksi, pertanian pengolahan air, 
energi, dan pembangkit listrik. 

Upaya peningkatan kerja sama 
sosial-budaya RI-Slowakia terlihat 
dari kegiatan Interfaith dialogue yang 
baru dilaksanakan di Bratislava pada 
27 Oktober-1 November 2014. Selain 
itu, ada kerja sama antara Universitas 

Nitra di Slowakia dan Universitas 
Andalas yang cukup intensif di 
bidang riset bibit tropical wheat di 
Sumatera Barat. Sejumlah guru besar 
dan peneliti dari Universitas Andalas 
telah berkunjung ke Slowakia dalam 
rangka menindaklanjuti kerja sama 
pengembangan gandum tersebut.

Di bidang pendidikan, guna 
meningkatkan people-to-people contact, 
Pemerintah RI telah memberikan 
beasiswa Darmasiswa kepada 185 
pelajar Slowakia selama periode 2001-
2013. Untuk TA 2013/2014, beasiswa 
Darmasiswa telah diberikan kepada 23 
pelajar Slowakia. Sementara beasiswa 
BSBI diberikan pada satu pelajar. 
Pemerintah Slowakia sendiri sejak 
2007 telah menghidupkan kembali 
pemberian beasiswa bagi satu orang 
pelajar Indonesia untuk menuntut 
ilmu di Slowakia setiap tahunnya. Pada 
tahun 2011, terdapat sebanyak empat 
WNI yang mengambil Program Master 
di Slowakia.

Slovenia

Hubungan diplomatik RI-Slovenia 
dikelola melalui  KBRI Wina sejak 9 
Juli 1994. Pada tahun 2014 terdapat 
perkembangan signifi kan dalam kerja 
sama politik antar kedua negara dengan 
diselenggarakannya FKB ke-2 RI-
Slovenia di Jakarta pada tanggal 6 Maret 
2014, setelah pelaksanaan konsultasi 
bilateral terakhir pada tanggal 26 

November 2010 di Slovenia, Ljubljana. 
Pada FKB ini, kedua negara sepakat 
untuk meningkatkan saling kunjung, 
penyelesaian pending agreement, 
khususnya ratifi kasi Perjanjian Kerja 
Sama IPTEK RI-Slovenia. Wujud 
lain upaya peningkatan hubungan 
bilateral RI-Slovenia juga ditandai 
dengan pengangkatan untuk pertama 
kalinya Duta Besar Slovenia untuk RI, 
berkedudukan di Canberra, Australia.

Total perdagangan RI-Slovenia 
pada periode Januari-Oktober 2014 
mencapai USD 71,41 juta. Total 
perdagangan tersebut menurun 1,39% 
dari periode yang sama tahun 2013 
sebesar USD 72,41 juta dengan ekspor 
Indonesia sebesar USD 57,62 juta dan 
impor sebesar USD 14,78 juta.

Kerja sama sosial-budaya RI-
Slovenia masih terbatas, tetapi 
diharapkan akan berkembang 
setelah terlaksananya kerja sama 
pembangunan rumah joglo di Slovenia 
antara Arboretum (Kebun Raya) Volcji 
Potok Slovenia dengan Pemerintah D.I. 
Yogyakarta. Prosesnya koordinasinya 
dimulai sejak tahun 2012.  

Pada bidang pendidikan, jumlah 
pelajar Slovenia yang berpartisipasi 
pada Darmasiswa tahun ajaran 
2013/2014 sebanyak 9 orang, 
meningkat dibandingkan tahun ajaran 
sebelumnya yang berjumlah 4 orang. 

Jumlah WNI di Slovenia hingga 
Agustus 2014 tercatat mencapai 34 jiwa.

Foto: Forum Konsultasi Bilateral RI-Slovenia, Jakarta 6 Maret 2014
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Ukraina

Politik
Krisis politik dan keamanan di 

dalam negeri Ukraina pada tahun 
2014 telah menyebabkan tertundanya 
berbagai agenda pertemuan bilateral, 
seperti kunjungan Menlu Ukraina dan 
Presiden Ukraina ke Indonesia, dan 
rencana penandatanganan persetujuan 
bebas visa bagi pemegang paspor 
diplomatik dan dinas serta persetujuan 
kerja sama pelatihan diplomatik Kemlu 
kedua negara. Namun demikian, 
komunikasi terus dilakukan untuk 
penjajakan pelaksanaan Sidang Komisi 
Bersama ke-3 dan Forum Konsultasi 
Bersama RI-Ukraina yang seharusnya 
dilaksanakan pada bulan Desember 
2013. Ditengah tengah itu, kedua belah 
pihak terus melakukan koordinasi 
dalam rangka peningkatan kerja sama 
kedua negara secara bilateral maupun 
multilateral.

Terkait dengan musibah 
ditembaknya pesawat terbang 
Malaysian Airlines MH-17 di Grabove, 
wilayah Donetsk, pada 17 Juli 2014, 
KBRI secara intensif melakukan 
koordinasi dengan pihak-pihak 
terkait di Ukraina untuk memberikan 
bantuan dan memantau secara 
seksama penanganan kasus ini. Untuk 
kepentingan ini, KBRI telah membuka 
posko dan hotline untuk menerima dan 
meneruskan informasi terkait insiden 
ini. KBRI juga menyaksikan secaran 
langsung proses pengangkutan jenazah 
korban insiden ini ke Belanda dan juga 
penyerahan black box pesawat terbang 
ke pemerintah Malaysia. KBRI juga 
memfasilitasi Tim KNKT Indonesia 
untuk turut berkoordinasi dengan 
pihak Ukraina, Belanda dan Malaysia 
terkait penanganan lebih lanjut kotak 
hitam tersebut. Selanjutnya KBRI juga 
telah melegalisasi 11 orang korban 
asal Indonesia dan hingga saat ini 
masih terdapat satu orang korban 
asal Indonesia yang belum dapat 
diidentifi kasi.

Pada 30 September 2014, 
Pemerintah Ukraina mengusulkan 
saling dukung pencalonan RI di 
Dewan ITU periode 2014-2018 dengan 
pencalonan Mr. Yevgen Khairov pada 
Radio Regulations Committee of ITU 
periode 2014-2018  pada pemilihan 
yang akan diselenggarakan pada 20 

Oktober-7 November 2014 di Busan, 
Korsel. Pada 3 Oktober 2014, Pemri 
memohon dukungan Parlemen Ukraina 
atas pencalonan Nurhayati Assegaf 
sebagai Presiden Inter-Parliamentary 
Union periode 2014-2017 yang 
pemilihannya akan berlangsung pada 
pertemuan 195th Governing Council 
of the IPU di Jenewa pada tanggal 16 
Oktober 2014.

Ekonomi
Pada periode Januari-Oktober 

2014 total perdagangan RI-Ukraina 
mencapai USD 611,56 juta, menurun 
38,93% dibanding pada periode yang 
sama 2013. Namun demikian, RI 
mengalami surplus sebesar USD 50,48 
juta

Berdasarkan data BPS RI (yang 
diolah oleh Kemendag RI), total 
perdagangan bilateral periode bulan 
Januari-Agustus 2014 sebesar USD 
512,346 juta, dengan surplus bagi 
Indonesia sebesar USD 70 juta, atau 
penurunan 35% year-on-year. Produk 
unggulan Indonesia yang diimpor 
Ukraina antara lain adalah minyak  
hewani & nabati; ores, slag & ashes; 
produk kertas, bubur kertas & karton; 
peralatan elektrik & elektronik; 
kimia organik; pesawat terbang & 
suku cadangnya; mesin & peralatan 
pemanas; kopi, teh & bumbu; alas kaki; 
produk laut; apparel; dan furnitur, alat 
pencahayaan & bangunan pre-fabrikasi 
(data International Trade Center). 

Untuk mempromosikan Trade, 
Tourism and Investment pada 
pengusaha setempat KBRI Kyiv telah 
melaksanakan Roadshow pada 4-20 
Oktober 2014 di Indonesia. Selain 
mendampingi pengusaha  setempat 
pada  TEI ke-29, Dubes RI Kyiv juga telah 
bertemu dengan Dirjen Pengembangan 
Ekspor Nasional, Kemendag;  Dirjen 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan (P2HP), KKP RI;Deputi 
Pemasaran dan Jejaring Usaha, 
Kementerian KUKM RI; Perwakilan 
Pemprov Kalimantan Timur dan Jawa 
Timur; Pelaksana Inafest; Direktur 
Sinematek Indonesia; serta beberapa 
unsur swasta dan KUKM lainnya.
Dari seluruh pertemuan dan rapat 
koordinasi yang telah dilaksanakan 
di Indonesia, KBRI Kyiv telah 
mendapatkan animo dan dukungan 
yang positif atas rencana pelaksanaan 

pameran promosi terpadu “Windows 
to Indonesia 2015”dan kegiatan lainnya 
yang akan dilaksanakan di negara-
negara akreditasi KBRI Kyiv pada 
tahun 2015. 

Kemhan RI telah menandatangani 
kontrak pengadaan 5 BTR-4 
armored personnel carries dengan 
Ukrspecexport. Penandatanganan 
dilakukan pada kuartal pertama 
2014. Pada tanggal 5-8 November 
2014 Jakarta telah diselenggarakan 
Indo Defence 2014. Pada acara ini, 
Ukraina berpartisipasi dengan 
mengirimkan dua BUMN-nya yaitu 
Spetstechnoexport dan Ukrspetsexport. 
Ukraina tertarik menjalin kerja sama 
industri pertahanan dengan RI.

Sosial Budaya
Di bidang pendidikan, tercatat satu 

universitas di Ukraina mengajarkan 
program S1 Bahasa dan Sastra 
Indonesia yaitu di Universitas Nasional 
Kyiv, Taras Shevchenko. Selain itu, 
terdapat Pusat Kajian Indonesia 
di Universitas Nasional Kharkov. 
Pada bulan Agustus 2014, Kemlu RI 
bekerja sama dengan Kemdikbud RI 
mengirimkan satu tenaga pengajar 
Bahasa Indonesia ke Universitas Taras 
Shevchenko, Kyiv, Ukraina.

Di tahun 2014 KBRI Kyiv 
berpartisipasi pada peringatan Hari 
Perdamaian Dunia di kota Kremenchuk 
yang biasa diperingati setiap tanggal 21 
September. Peringatan ini menandai 
pula 4 tahun dipasangnya Gong 
Perdamaian Dunia asal Indonesia 
di kota tersebut. Delegasi KBRI yang 
didukung oleh para mahasiswa 
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Kyiv National University of Taras 
Shevchenko mendapat perhatian 
khusus dengan persembahan seni dan 
budaya yang ditampilkan.Kesempatan 
tersebut juga dimanfaatkan untuk 
berpartisipasi dalam pertemuan Young 
Diplomatic Assembly dan Festival 
Folklore Pemuda Internasional 
ke-2 di Gedung Istana Kebudayaan 
Kremenchuk.

Sebagai rangkaian penutup 
dari kegiatan perayaan Hari Ulang 
Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI 
ke-69 di Ukraina, KBRI Kyiv pada 
tanggal 10 September 2014 telah 
menyelenggarakan resepsi diplomatik 
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di Ball Room hotel Intercontinental, 
Kyiv. Resepsi tersebut dihadiri oleh 
sekitar 250 orang dari berbagai 
kalangan pejabat Ukraina, antara lain 
Wakil Menteri Kebudayaan Ukraina, 
Homenko Svitlana Valeriivna, pejabat 
Kemlu Ukraina, Kantor Walikota Kyiv, 
Kementerian Ekonomi, Kementerian 
Pendidikan,  para  Duta Besar negara-
negara sahabat, serta mitra Indonesia 
dari kalangan pengusaha, organisasi 
internasional, wartawan media 
cetak dan elektronik serta friends of 
Indonesia.

Pada 8-12 Oktober 2014, sebagai 
tindak lanjut dari kompetisi penulisan 
essay mengenai Indonesia, para 
pemenang yang berasal dari akademisi 
dan tour operator Ukraina, Georgia 
dan Armenia berkesempatan untuk 
melakukan Familiarization Trip 

ke Jakarta dan Bali. Dalam rangka 
pengenalan mengenai Indonesia, telah 
dilakukan pelatihan tari dan gamelan 
di KBRI Kyiv pada Maret-Mei 2014, 
serta penerimaan kunjungan study 
tour siswa-siswi duasekolah menengah 
tingkat atas kota Kremenchuk ke KBRI 
pada 17 Oktober 2014. 

Beberapa kegiatan budaya lainnya 
yang diikuti oleh KBRI Kyiv antara lain 
adalah International Festival “Parade of 
Culture” (31 Mei 2014); workshop Batik, 
sajian kuliner dan pentas seni dalam 
rangka HUT ke-10Fakultas Filologi Kyiv 
National University Taras Sevchenko (30 
Oktober 2014) dimana Jurusan Bahasa 
Indonesia diajarkan; penyelenggaraan 
Master-Class Batik selama 6 minggu 
(Oktober - November 2014) bekerja 
sama dengan International Women Club 
of Kyiv.

KBRI Kyiv juga menjadi motor 
dan penggagas Asian Food and Culture 
Festival 2014 yang diselenggarakan 
pada tanggal 8 November 2014, dimana 
dalam kesempatan ini beragam 
makanan khas Indonesia, permainan 
instrumen Angklung, dan tari Indonesia 
ditampilkan kembali.

Terdapat 53 orang mahasiswa 
Ukraina yang belajar bahasa dan 
budaya Indonesia selama satu tahun 
di RI melalui program beasiswa 
Darmasiswa, dan satu orang mahasiswa 
Ukraina mendapat beasiswa S2 melalui 
program beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB) sejak tahun 1998-
2014.  Jumlah WNI di Ukraina hingga 
Oktober 2014 mencapai 73 jiwa.



Bab IV
Kerja Sama Regional dan Antar Kawasan
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Tenggara. Hal tersebut tidak terlepas 
dari pembentukan norma-norma di 
kawasan, salah satunya Treaty of Amity 
and Cooperation (TAC). Terkait dengan 
TAC, KTT ke-25 ASEAN menyambut 
hangat keinginan dari berbagai negara 
non-anggota ASEAN untuk mengaksesi 
TAC. Lebih jauh ASEAN menegaskan 
pentingnya sinergi antara berbagai 
usulan inisiatif mengenai arsitektur 
keamanan di kawasan.

1. Resolusi Konfl ik dan Manajemen 
Konfl ik
ASEAN telah memiliki ASEAN 
Institute for Peace and Reconciliation 
(AIPR) yang disahkan pada tahun 
2011. Institute ini merupakan 
tempat berkumpulnya ahli dalam 
bidang resolusi konfl ik guna 
membahas isu-isu konfl ik yang 
berkembang di ASEAN dan memberi 
masukan terkait penyelesaian 
konfl ik tersebut. Di tahun 2015, 
AIPR akan berfokus kepada upaya 
penguatan institusi melalui proses 
penunjukan Executive Director 
serta operasionalisasi secara penuh 
Sekretariat AIPR yang bertempat di 
Gedung Pusdiklat Kementeri Luar 
Negeri RI, Jl. Sisingamangaraja 
No. 73, Jakarta. Hingga saat ini, 
AIPR telah menyelenggarakan 
berbagai kegiatan, antara lain: 
AIPR Symposium on Peace and 
Reconciliation: Principles and Best 
Practices, Bali, 22-23 April 2014 dan 
Symposium on Peace Reconciliation 
Processes and Inisiatives” di Davao 
City, Filipina, pada tanggal 7-8 April 
2014. Di tahun 2015, AIPR juga 
telah diundang dalam ASEAN-UN 
Workshop: Regional Dialogue II on 
Political Security Cooperation di 
Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 25-
26 Februari 2015.

2. Laut Tiongkok Selatan (LTS)
Indonesia memandang penting 
perdamaian dan stabilitas di 
kawasan, termasuk terkait 
sengketa di LTS. Sebagai tindak 
lanjut Declaration on the Conduct 
of Parties in the South China Sea 
(DOC), Indonesia senantiasa 

Untuk memastikan keberlanjutan 
pembangunan Masyarakat ASEAN, 
ASEAN sedang menyusun Visi 
Masyarakat ASEAN Pasca 2015. 
Indonesia mengusulkan elemen-elemen 
pokok ASEAN Community’s Post 2015 
Vision yaitu: (i) melakukan konsolidasi 
internal Masyarakat ASEAN; (ii) 
menciptakan arsitektur regional untuk 
memastikan kestabilan,  perdamaian, 
keamanan, dan kemakmuran  di 
kawasan; (iii) kontribusi ASEAN untuk 
mengatasi berbagai isu dan tantangan  
global; dan (iv) mengidentifi kasi 
ASEAN Development Goals (ADGs). 
ASEAN menyambut baik prakarsa 
Presiden RI mengenai dua aspirational 
goals sebagai elemen ADGs, yaitu 
menggandakan PDB ASEAN dari USD 
2,2 triliun menjadi USD 4,4 triliun 
dan memangkas separuh persentase 
kemiskinan di kawasan ASEAN dari 
18,6% menjadi 9,3% pada tahun 2030.

Sejalan dengan proses 
pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 
dan Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015 
serta sebagai bagian dari implementasi 
Bali Declaration on ASEAN Community 
in a Global Community of Nations (Bali 
Concord III), Indonesia menekankan 
agar ASEAN lebih “outward looking” 
dalam mena nggapi kesempatan 
untuk menjalin hubungan dan 
kerja sama kemitraan baik dengan 
negara, organisasi regional maupun 
internasional lainnya.

Bagi Indonesia, langkah-langkah 
tersebut dimaksudkan untuk: 
(i) Menjaga dan meningkatkan 
kepemimpinan Indonesia di ASEAN 
agar proses pembentukan Masyarakat 
ASEAN sejalan dengan kepentingan 
nasional; (ii) Menjaga dan memperkuat 
sentralitas ASEAN dalam arsitektur 
geo-politik dan geo-ekonomi kawasan.

Sorotan 2014: Pilar Masyarakat 
Politik-Keamanan ASEAN

Capaian utama ASEAN sejak 
pembentukannya hingga kini adalah 
keberhasilan dalam menciptakan dan 
memperkuat stabilitas keamanan 
dan perdamaian di kawasan Asia 

ASEAN

Sebagai cornerstone Politik Luar 
Negeri (Polugri) Indonesia di kawasan, 
ASEAN akan senantiasa menjadi 
elemen pokok dalam pelaksanaan 
Polugri Indonesia. Oleh karena itu, 
upaya pembentukan Masyarakat 
ASEAN 2015 perlu terus menjadi salah 
satu prioritas Polugri Indonesia guna 
penciptaan perdamaian, stabilitas, 
dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 
Dalam konteks  tersebut, Indonesia 
perlu memastikan terciptanya kondisi 
kondusif bagi pencapaian Masyarakat 
ASEAN 2015. Selain itu, Indonesia 
juga terus  memastikan bahwa 
pembentukan Masyarakat ASEAN 
merupakan suatu proses berkelanjutan 
dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. 

Menyongsong peluncuran 
Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 
2015, secara umum, tolak ukur realisasi 
pembangunan Masyarakat ASEAN 
sebagai berikut:
1. Pilar Polkam, dari 147 rencana 

aksi ASEAN, 125 telah dan tengah 
diimplementasikan (85%). 
Sementara sisa yang belum 
diimplementasikan bersifat 
kualitatif dan ongoing, seperti 
penelitian, confi dence building 
measures (CBM), dan lain-lain.  
Indonesia telah melaksanakan 
4 dari 13 langkah aksi yang 
menjadi komitmennya sebagai 
lead shepherd. Indonesia telah 
juga melaksanakan 1 langkah 
aksi lainnya, di luar komitmen 13 
langkah aksi tersebut.

2. Pilar Ekonomi, prioritize key 
deliverables rata-rata ASEAN adalah 
82,1%, sementara Indonesia telah 
mengimplementasikan 85.5%. 
Yang belum diimplementasikan 
umumnya terkait dengan 
perdagangan di bidang jasa dan 
keuangan. 

3. Pilar Sosial Budaya bisa dikatakan 
sebagai yang paling maju dengan 
Scorecard rata-rata ASEAN adalah 
96.7%.

BAB IV
Kerja Sama Regional dan Antar Kawasan
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Visi Masyarakat ASEAN 2025 
dan langkah aksi penguatan 
Masyarakat ASEAN pasca 2015, 
untuk menggantikan Cetak Biru  
Langkah Aksi Masyarakat ASEAN 
2009-2015 yang akan selesai di 
akhir tahun 2015 ini. HLTF telah 
melakukan pertemuan pertama 
di bulan Februari 2015 dan telah 
berhasil mengesahkan time frame 
dan kerangka kerja dari HLTF. 
Memasuk pertemuan kedua di 
bulan Maret 2015, HLTF tengah 
mengumpulkan masukan dari 
berbagai pemangku kepentingan di 
ASEAN tentang langkah aksi yang 
baru yang akan dijalankan oleh 
ASEAN untuk periode 2016-2025. 

Sorotan 2014: Pilar Masyarakat 
Ekonomi ASEAN

Pada KTT ke-25 ASEAN tahun 
2014, disampaikan bahwa kinerja 
perekonomian di Kawasan ASEAN 
mencatatkan hasil yang baik ditengah 
ketidakpastian perekonomian global. 
GDP ril ASEAN tumbuh sebesar 5.1% 
pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 
diproyeksikan menurun menjadi 4.6%. 

Dalam kaitan dengan 
ketidakpastian ekonomi, terdapat 
beberapa resiko yang perlu dikelola 
oleh ASEAN, antara lain, yaitu proses 
pemulihan ekonomi negara maju, 
perlambatan pertumbuhan ekonomi di 
Tiongkok, resiko terkait perkembangan 
geopolitik, dan pengaruh pasar 
keuangan global. Resiko tersebut 
akan berimplikasi pada upaya ASEAN 
merealisasikan Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA). Beberapa langkah 
yang perlu dilakukan ASEAN dalam 
mengelola berbagai resiko tersebut, 
antara lain, yaitu mempertahankan 
fundamental makroekonomi dan 
stabilitas keuangan, membangun 
infrastruktur, dan melanjutkan 
implementasi berbagai langkah 
integrasi ekonomi.

Pembentukan MEA akan semakin 
mengintegrasikan perekonomian 
negara anggota ASEAN. Dalam hal 
ini, MEA akan memperlancar arus 
barang, jasa, modal, investasi dan 
meningkatkan pengaturan lalu lintas 
tenaga kerja profesional di ASEAN 
secara lebih terarah sesuai dengan 
kebutuhan investasi.

Group (ACCWG) untuk membahas 
semua aspek terkait permohonan 
keanggotaan tersebut sesuai 
dengan Pasal 6 Piagam ASEAN. 
ACCWG pada perkembangannya 
menyepakati perlunya pelaksanaan 
independent study untuk mengkaji 
dampak dan implikasi keanggotaan 
Timor-Leste di tiga pilar (ekonomi, 
sosial-budaya, dan politik-
keamanan). Studi independen di 
Pilar Ekonomi telah diselesaikan. 
Sementara kajian di Pilar Politik-
Keamanan dan Pilar Sosial-Budaya 
masih dalam proses. Indonesia 
senantiasa berupaya mendorong 
kemajuan proses dan konsultasi 
terkait aplikasi keanggotaan Timor 
Leste di ASEAN. Pada saat yang sama 
Indonesia terus mengupayakan 
agar Timor Leste dapat terlibat 
dalam kegiatan yang bersifat low 
level, seperti konferensi/workshop, 
sebagai observer agar Timor 
Leste dapat memiliki gambaran 
mengenai sistem kerja ASEAN. 

5. ASEAN Common Visa 
Untuk mendorong pelembagaan 
Komunitas ASEAN dibidang people 
to people dan turisme, Indonesia 
telah memprakarsai usulan 
pembuatan kajian terkait dengan 
kemungkinan pembuatan ASEAN 
Common Visa untuk non-ASEAN 
nationals. Mengingat kompleksitas 
dan luasnya jangkauan 
pembahasan tersebut, belum 
terdapat kesepahaman di antara 
negara anggota ASEAN terkait 
bagaimana studi tersebut dapat 
dilaksanakan. Saat ini, pertemuan 
Direktur Jenderal Imigrasi dan 
Kepala Konsuler ASEAN (DGICM) 
telah sepakat untuk membentuk 
working group guna membahas 
isu ASEAN Common Visa dari sisi 
keimigrasian. Langkah ini perlu 
diikuti oleh badan sektoral ASEAN 
lainnya untuk juga membentuka 
working group serupa guna 
mencapai studi yang komprehensif. 

6. High Level Task Force (HLTF) on 
ASEAN Community’s Post 2015 
Vision 
Pembentukan HLTF disahkan 
pada rangkaian Pertemuan KTT 
ASEAN ke-25 di Nay Pyi Taw, 
Myanmar bulan November 2014. 
HLTF bertujuan untuk membahas 

mendorong agar ASEAN-RRT dapat 
menyelesaikan sesegera mungkin 
code of conduct in the South China 
Sea (COC) sebagai pelaksanaan Pasal 
10 dari DOC. Sehubungan dengan 
hal tersebut, Indonesia mengajukan 
beberapa proposal, antara lain, 
Formula 3+1 (Promoting Confi dence, 
Avoiding Incidents, Managing 
Incidents should they occur, dan 
Creating Condition Conducive to 
Peace), yang telah diterima oleh 
ASEAN dan RRT sebagai dasar dari 
draft COC. Selain itu, Indonesia 
juga mendorong terwujudnya early 
harvest measures, seperti hotline 
of communication, joint search and 
rescue, dan sebagainya. Saat ini, 
perundingan terkait COC masih 
terus berlanjut.

3. Southeast Asian Nuclear 
Weapons Free Zone (SEANWFZ)
ASEAN terus berusaha agar 
negara-negara (Nuclear Weapons 
State (NWS) bersedia untuk 
menandatangani protokol 
SEANWFZ untuk mendapatkan 
Negative Security Assurance. Pada 
tahun 2012, Protokol SEANWFZ 
hampir ditandatangani oleh 
NWS. Namun demikian, karena 
beberapa NWS mengajukan 
reservasi dan/atau deklarasi 
terhadap Protokol dan Traktat 
SEANWFZ, penandatanganan 
tersebut batal dilaksanakan akibat 
keberatan beberap negara anggota 
ASEAN. Hingga saat ini, proses 
penandatangan ratifi kasi NWS 
terhadap Protokol SEANWFZ masih 
terkendala akibat belum dicapainya 
jalan tengah untuk menjembatani 
keinginan NWS dengan ASEAN. 
Sehubungan dengan hal tersebut, 
Indonesia terus berupaya untuk 
mencari jalan tengah agar Protokol 
SEANWFZ  segera dapat diratifi kasi 
oleh NWS. 

4. ASEAN Membership application 
by Timor Leste 
Aplikasi Timor Leste menjadi 
anggota ASEAN masih terkendala 
oleh keraguan beberapa AMS 
mengenai kemampuan Timor 
Leste dalam memenuhi berbagai 
kewajiban keanggotaannya pada 
ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN telah 
menyepakati pembentukan ASEAN 
Coordinating Council Working 
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Hal tersebut ditunjukkan dengan 
peran Indonesia sebagai ketua 
ASEAN Committee on Disaster 
Management Working Group (ACDM 
WG) on Recovery bersama dengan 
Myanmar untuk merumuskan 
Disaster Recovery Toolbox yang 
akan dipakai sebagai referensi 
guna memperkuat kapasitas ASEAN 
dalam pemulihan bencana. 
Peran aktif Indonesia dalam 
kerja sama penanggulangan 
bencana di kawasan juga terlihat 
dari kesuksesan Indonesia 
sebagai pemrakarsa dan tuan 
rumah penyelenggaraan Latihan 
Gabungan Mentawai Megathrust 
Disaster Relief Exercise (MM DiREx) 
pada 17-22 Maret 2014 di Padang. 
Latihan gabungan penanggulangan 
bencana dalam konteks sipil 
militer yang melibatkan 18 negara 
anggota East Asia Summit (EAS) 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
kerja sama dan kemitraan dalam 
tanggap darurat bencana guna 
mewujudkan kawasan yang 
tangguh terhadap bencana alam.

2. Perlindungan dan Pemajuan Hak-
hak Pekerja Migran
Indonesia terus mendorong 
kelanjutan pembahasan 
pembentukan ASEAN Instrument on 
the Protection and Promotion of the 
Rights of Migrant Workers dalam 
upaya memberikan perlindungan 
bagi para pekerja migran di 
kawasan tanpa membeda-bedakan 
status (legal/illegal, documented/
undocumented, skilled/unskilled). 
Pertemuan ASEAN Committee on 
the Implementation of the ASEAN 
Declaration on the Protection and 
Promotion of the Migrant Workers 
Drafting Team (ACMW-DT) terus 
bergulir semenjak pertemuan 
pertamanya yang berlangsung 
tahun 2009. Pada ACMW-DT ke-
15 di Luang Prabang, Laos, 15-17 
Desember 2014, Indonesia terus 
memperjuangkan kepentingan 
nasional di ASEAN untuk 
merumuskan instrumen ASEAN 
mengenai perlindungan dan 
pemajuan hak-hak pekerja migran 
yang mengikat secara hukum dan 
mencakup seluruh elemen pekerja 
migran secara non-diskriminasi 
beserta anggota keluarganya.

lebih lebar dalam proses integrasi 
ASEAN.
Hasil monitoring World Bank yang 
akan dilaporkan dalam KTT ASEAN 
menunjukkan bahwa pencapaian 
Equitable Economic Development di 
ASEAN telah berjalan dengan baik 
meskipun development gaps pada 
setiap indikator tersebut masih 
relatif besar.

Sorotan 2014: Pilar Masyarakat 
Sosial-Budaya ASEAN

Menjelang 31 Desember 2015, 
Indonesia telah melakukan serangkaian 
langkah untuk memastikan Indonesia 
siap memasuki era baru Masyarakat 
ASEAN. Kontribusi Indonesia 
ditunjukkan dalam keaktifannya 
mendukung kemajuan yang dicapai 
ASEAN pada beberapa bidang yang 
menjadi fokus kerja sama pada pilar 
Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. 
Bidang fokus kerja sama tersebut 
antara lain penanggulangan bencana, 
perlindungan dan pemajuan hak-hak 
pekerja migran, lingkungan hidup, 
pemajuan dan perlindungan hak-hak 
perempuan dan anak, dan pendidikan.

1. Penanggulangan Bencana Alam 
di Kawasan
Sebagai salah satu negara yang 
terkena dampak paling parah 
akibat bencana Gempa Bumi 
dan Tsunami Samudera Hindia 
tahun 2004, Indonesia menyadari 
bahwa diperlukan kerja sama 
dalam menanggulangi bencana di 
kawasan. Komitmen kuat Indonesia 
untuk serius menangani isu 
kebencanaan ditunjukkan dengan 
berdirinya ASEAN Coordinating 
Centre for Humanitarian Assistance 
on Disaster Management (AHA 
Centre) di Jakarta pada tahun 2011. 
Sampai saat ini, Indonesia terus 
memberikan dukungan penuh 
dengan menyediakan tempat dan 
fasilitas sehingga AHA Centre 
dapat beroperasi dan menjalankan 
fungsinya sebagai Pusat 
Koordinasi ASEAN untuk Bantuan 
Kemanusiaan bagi Penanggulangan 
Bencana. 
Indonesia juga terlibat aktif dalam 
upaya mengimplementasikan 
ASEAN Agreement on Disaster 
Management and Emergency 
Response (AADMER) Work 
Programme Phase 2 (2013-2015). 

1. Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP)
Indonesia telah menggagas 
ASEAN Framework for Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) untuk 
mempertahankan sentralitas 
ASEAN dalam regional architecture 
economy di kawasan Asia Pasifi k. 
RCEP merupakan konsolidasi dari 
ASEAN FTA+1 (RRT, Jepang, Korea 
Selatan, Australia, Selandia Baru 
dan India) dan diharapkan dapat 
memperluas integrasi ekonomi 
guna menciptakan perekonomian 
kawasan yang berdaya 
saing, berkeadilan, inclusive, 
berkelanjutan dan tangguh.

2. Master Plan on ASEAN 
Connectivity (MPAC)
MPAC merupakan dokumen 
strategis untuk mewujudkan 
kawasan yang terhubungkan, 
baik antar sesama Negara ASEAN 
maupun antara ASEAN dengan 
kawasan lainnya, dengan 3 
fokus, yakni physical connectivity, 
institutional connectivity, dan 
people-to-people connectivity. 
Sebagai negara kepulauan, 
Indonesia berkepentingan untuk 
memperkuat jaringan transportasi 
maritim, serta menghubungkan 
negara kepulauan dengan mainland 
(dengan roll-on roll-off dan short-
sea-shipping).  
MPAC Scorecard hingga 2015 
(without timelines) diperkirakan 
akan tercapai sekitar 65%, atau 
sebesar 74 measures yang terbagi 
atas 26 measures terkait physical 
connectivity, 32 measures terkait 
institutional connectivity, dan 16 
measures terkait people to people 
connectivity. 

3. ASEAN Framework for Equitable 
Economic Development
Indonesia telah menggagas 
dibentuknya ASEAN Framework on 
Equitable Economic Development 
(AFEED) untuk mencapai 
kesetaraan dalam pembangunan 
ekonomi dengan mengedepankan 
upaya-upaya seperti menjembatani 
kesenjangan pembangunan, 
penguatan kualitas sumber 
daya manusia, peningkatan 
kesejahteraan sosial, serta 
membuka ruang partisipasi yang 
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pembentukan ASEAN adalah untuk 
mewujudkan perdamaian, kemajuan, 
dan kemakmuran di kawasan Asia 
Tenggara. Di samping itu, ASEAN juga 
bertujuan untuk memelihara kerja 
sama yang erat dan bermanfaat dengan 
organisasi kawasan dan internasional 
yang mempunyai kesamaan tujuan. 
Dengan demikian, ASEAN sejak 
berdirinya telah berkeinginan untuk 
secara aktif menjalin hubungan 
dengan pihak-pihak di luar ASEAN. 
Sesuai semangat tersebut, ASEAN 
telah menjalin hubungan dengan 
berbagai negara dan organisasi kerja 
sama kawasan di wilayah Asia, Pasifi k, 
Amerika, dan Eropa. 

Hubungan ASEAN dengan 
beberapa pihak di luar ASEAN tersebut, 
didasarkan pada Bab XII, Pasal 41 
Piagam ASEAN yang secara khusus 
mengatur pelaksanaan Hubungan 
Eksternal sebagai berikut:
1. ASEAN akan mengembangkan 

hubungan yang bersahabat dan 
dialog, kerja sama, dan kemitraan 
yang saling menguntungkan 
dengan negara-negara, dan 
organisasi-organisasi dan lembaga-
lembaga sub-kawasan, kawasan, 
dan internasional. 

2. Hubungan eksternal ASEAN akan 
memegang teguh tujuan-tujuan 
dan prinsip-prinsip sebagaimana 
dinyatakan dalam Piagam ini. 

3. ASEAN wajib menjadi kekuatan 
penggerak utama dalam tatanan 
kawasan yang diprakarsainya dan 
mempertahankan sentralitasnya 
dalam kerja sama kawasan serta 
pembentukan komunitas. 

4. Dalam pelaksanaan hubungan 
eksternal ASEAN, Negara-Negara 
Anggota akan, atas dasar persatuan 
dan solidaritas, berkoordinasi dan 
berupaya mengembangkan posisi-
posisi bersama dan mengambil 
tindakan-tindakan bersama. 

5. Arah kebijakan strategis hubungan 
eksternal ASEAN ditentukan 
oleh Konferensi Tingkat Tinggi 
ASEAN berdasarkan rekomendasi 
Pertemuan para Menteri Luar 
Negeri ASEAN. 

6. Pertemuan para Menteri Luar 
Negeri ASEAN akan memastikan 
konsistensi dan keterpaduan dalam 
pelaksanaan hubungan eksternal 
ASEAN. 

Pemerintahan ASEAN juga telah 
mengadopsi the Declaration 
on the Elimination of Violence 
Against Women and Elimination of 
Violence Against Children in ASEAN 
(DEVAWVAC) di Brunei Darussalam 
pada tanggal 9 Oktober 2013. Hingga 
akhir tahun 2014, telah terlaksana 9 
(sembilan) kali pertemuan ASEAN 
Committee on the Promotion and 
Protection of the Rights of Women 
and Children (ACWC). 
Di dalam ACWC Work Plan 2012-
2016, Indonesia menjadi negara 
koordinator untuk tiga kegiatan, 
yaitu Consultative Meeting on 
Cultural Religious Practices 
Impacting the Rights of Children; 
Setting Performance Standard on 
ASEAN Integrative Child Protection 
System: A Baseline Study; dan 
Strengthening Economic Rights of 
Women with Regard to Feminization 
of Poverty Particularly Women’s 
Rights to Land and Property. 
ASEAN Consultation on Cultural 
and Religious Practices Impacting 
the Rights of Children telah 
diselenggarakan dengan dukungan 
UNICEF pada 18-20 November 
2014 di Jakarta. Sementara itu, 
tahap awal proyek Study on 
Women’s Economic Rights to Land 
and Property in ASEAN Countries 
berupa expert meeting telah 
diselenggarakan pada 10-11 Juni 
2013 di Jakarta dengan dukungan 
UN Women. 

5. Pendidikan
Indonesia berkomitmen untuk 
membangun sumber daya manusia 
yang cerdas dan berkarakter 
melalui kerja sama pendidikan 
dengan negara-negara anggota 
ASEAN lainnya, antara lain 
melalui ASEAN Credit Transfer 
System (ACTS), ASEAN University 
Network (AUN), pembentukan 
Master Degree Programme on 
ASEAN Studies, ASEAN Quality 
Reference Framework (AQRF), dan 
memperluas kerja sama pendidikan 
dengan negara-negara mitra wicara 
melalui kerangka ASEAN Plus Three 
(APT) dan East Asia Summit (EAS).

Sorotan 2014: Kerja Sama Eksternal 
ASEAN

Dalam Deklarasi Bangkok tahun 
1967 disebutkan bahwa tujuan 

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sebagai bukti keseriusan Indonesia 
dalam melindungi warga Indonesia 
yang terdampak kebakaran 
hutan dan lahan, serta komitmen 
pada kerja sama kawasan untuk 
memerangi asap lintas batas, 
Indonesia telah mengesahkan/
meratifi kasi Persetujuan ASEAN 
tentang Pencemaran Asap Lintas 
Batas (ASEAN Agreement on 
Transboundary Haze Pollution/
AATHP). Pengesahan melalui 
UU No. 26 tahun 2014 tersebut 
membuka jalan Indonesia untuk 
bekerja sama lebih erat dengan 
negara-negara di kawasan dalam 
menangani permasalahan yang 
terus berulang. Indonesia juga 
tengah mempersiapkan langkah-
langkah untuk menjadi tuan 
rumah ASEAN Coordinating Centre 
for Transboundary Haze Pollution 
Control. 
Beberapa kota di Indonesia seperti 
Surabaya dan Tangerang juga 
telah dipilih untuk menjadi kota 
percontohan Program kerja sama 
ASEAN Green Cities pada kerangka 
kerja sama ASEAN+3. Melalui 
program tersebut, diharapkan 
tercapai pola pembangunan 
wilayah kota yang berkelanjutan, 
yang terus memperhatikan faktor 
lingkungan hidup.
Indonesia juga mengambil peran 
penting dalam negosiasi antara 
ASEAN dan Amerika Serikat 
dalam menyusun ASEAN-US Joint 
Statement on Climate Change. 
Pernyataan bersejarah tersebut 
menunjukkan kesepakatan negara-
negara ASEAN dan Amerika Serikat 
untuk menghadapi perundingan 
perubahan iklim mendatang dan 
memperhatikan prinsip common 
but differentiated responsibilities 
and respective capabilities. 
Pernyataan tersebut disepakati dan 
disampaikan pada 12 November 
2014 bertepatan dengan Konferensi 
Tingkat Tinggi ke-2 ASEAN-AS di 
Nay Pyi Taw, Myanmar.

4. Pemajuan dan Perlindungan Hak-
Hak Perempuan dan Anak
Pada saat Indonesia menjadi Ketua 
ASEAN tahun 2011, telah dibentuk 
ASEAN Ministerial Meeting on 
Women (AMMW). Selain itu, 
pada tahun 2013, Kepala Negara/
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3. Pertemuan dengan mitra wicara 
(Post Ministerial Conference/PMC), 
dan pertemuan tingkat menteri 
diluar rangkaian PMC;

4. Tingkat Menteri Sektoral;
5. Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN 

(Senior Offi  cials Meeting/SOM), 
mitra wicara, dan pertemuan di 
luar rangkaian SOM seperti Senior 
Offi  cials Consultations/SOC,  Forum, 
dan Consultation among Senior 
Offi  cials;

6. Tingkat Direktur Jenderal 
seperti Working Group/WG, Joint 
Cooperation Committee/JCC, Joint 
Planning Committee/JPC, dan Japan-
ASEAN Integration Fund /JAIF 
Management Committee/JMC);

7. Tingkat Pejabat Tinggi Sektoral;
8. Tingkat Kelompok Ahli;
9. Tingkat Komite Wakil Tetap 

(Committee of Permanent 
Representatives/CPR).

Kerja sama ASEAN dengan Mitra 
Wicara 
1. ASEAN-Jepang

Kerja sama ASEAN-Jepang, yang 
pada awalnya ditekankan pada 
hubungan kerja sama ekonomi, 
secara formal dimulai dari 
pembentukan Forum ASEAN-Jepang 
pada bulan Maret 1977. Forum ini 
kemudian diikuti dengan pendirian 
Pusat Promosi Perdagangan, 
Investasi, dan Pariwisata yang saat 
ini lebih dikenal sebagai ASEAN-
Japan Centre (AJC) pada tahun 1981. 
Kerja sama ASEAN-Jepang 
memberikan prioritas pada 
bidang kontra terorisme, ekonomi, 
lingkungan hidup, penanganan 
bencana alam, kesehatan dan 
kesejahteraan, keamanan 
maritim, termasuk penanganan 
pembajakan laut, dan pertukaran 
pemuda/masyarakat. Jepang juga 
mendukung implementasi Master 
Plan of ASEAN Connectivity (MPAC) 
melalui kerja sama pengembangan 
konektivitas, termasuk konektivitas 
maritim. 
Pada KTT ke-17 ASEAN-Jepang 
yang telah diselenggarakan di Nay 
Pyi Taw, Myanmar, 12 November 
2014, Presiden Jokowi menekankan 
pentingnya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi yang 
seimbang bagi kesejahteraan 
rakyat dan pentingnya penciptaan 
kualitas kehidupan yang lebih baik, 

1. Calon negara mitra harus 
menganut prinsip-prinsip dasar 
yang tercakup dalam dokumen-
dokumen dasar ASEAN, seperti 
Deklarasi Bangkok, TAC, ZOPFAN 
dan SEANWFZ. Calon negara Mitra 
Wicara dapat memberikan bantuan 
teknis dan/atau pembangunan.

2. Pertimbangan politik, antara lain, 
memiliki perbatasan langsung 
dengan negara anggota ASEAN atau 
merupakan bagian dari Asia Timur, 
memiliki perwakilan diplomatik di 
semua negara anggota ASEAN, dan 
sebaliknya, memiliki kerja sama 
politik dan keamanan dengan salah 
satu negara anggota ASEAN, serta 
memiliki potensi menjadi aktor 
utama dalam kawasan.

3. Kerja sama ekonomi, antara lain, 
adanya: peningkatan hubungan 
perdagangan yang positif, 
peningkatan hubungan investasi 
yang positif, dan perjanjian 
investasi, serta pengaturan pajak 
ganda atau perjanjian ekonomi 
lainnya antara ASEAN dan negara 
terkait.

4. Hubungan sosial-budaya, antara 
lain, melalui pertukaran budaya, 
ilmu pengetahuan atau riset dan 
pengembangan selama lima tahun 
terakhir, adanya hubungan antara 
Organisasi non-Pemerintah ASEAN 
dari negara terkait, dan adanya 
warga negara ASEAN yang bekerja 
atau belajar di negara tersebut, 
atau sebaliknya.

Sejak tahun 1999, ASEAN 
memberlakukan moratorium 
penambahan hubungan kemitraan 
baru hingga waktu yang tidak 
ditentukan. Hal itu bertujuan agar 
ASEAN dapat mengintensifkan dan 
mengonsolidasikan hubungannya 
dengan mitra wicara yang telah ada. 
Selain itu, juga dimaksudkan agar 
ASEAN dapat memfokuskan pada 
upaya integrasi kawasan.

Mekanisme hubungan ASEAN 
dengan mitra wicara dilaksanakan 
melalui sejumlah mekanisme 
pertemuan sebagai berikut:
1. Tingkat Kepala Negara dilakukan 

melalui KTT ASEAN dan KTT terkait 
lainnya;

2. Tingkat Menteri dilakukan melalui 
pertemuan tingkat menteri ASEAN 
(ASEAN MinisterialMeeting/AMM). 

7. ASEAN dapat menandatangani 
perjanjian-perjanjian dengan 
negara-negara atau organisasi-
organisasi dan lembaga-lembaga 
sub-kawasan, kawasan dan 
internasional. Prosedur pembuatan 
perjanjian dimaksud diatur 
oleh Dewan Koordinasi ASEAN 
melalui konsultasi dengan Dewan 
Komunitas ASEAN. 

Kerja sama ASEAN dengan setiap 
negara mitra wicara dikenal dengan 
mekanisme ASEAN Plus One (ASEAN+1) 
yang memiliki bidang prioritas 
masing-masing. Kerja sama ASEAN+1 
dilaksanakan di tingkat Komite 
Perwakilan Tetap untuk ASEAN, 
tingkat pejabat tinggi, tingkat menteri 
dan tingkat kepala negara/pemerintah. 
Juga terdapat kerja samaASEAN Plus 
Three (APT) yang merupakan kerja 
sama yang dikembangkan oleh ASEAN 
dengan tiga negara mitra wicaranya 
yaitu RRT, Jepang, dan Republik Korea. 

Kerja sama ASEAN dengan 
mitra wicara secara penuh dimulai 
sejak tahun 1974 dengan Australia. 
Kemudian, diikuti Selandia Baru 
(1975), Amerika Serikat, Kanada, 
Jepang, Uni Eropa dan United Nations 
Development Programme (1977), 
Republik Korea (ROK) (1991), India 
(1995), Tiongkok dan Rusia (1996). 
Sementara itu, Pakistan menjadi Mitra 
Wicara Sektoral ASEAN pada tahun 
1997. Dalam Piagam ASEAN yang mulai 
berlaku tahun 2008, kerja sama ASEAN 
dengan mitra wicara diatur dalam Bab 
XII tentang Pelaksanaan Hubungan 
Eksternal,antara lain, disebutkan 
bahwa ASEAN akan mengembangkan 
hubungan persahabatan dan dialog, 
kerja sama, serta kemitraan yang 
saling menguntungkan dengan negara, 
organisasi,kelembagaan sub-kawasan, 
kawasan, dan internasional. Dalam 
pelaksanaan hubungan eksternal 
ASEAN, atas dasar persatuan dan 
solidaritas negara-negara anggota 
akan berkoordinasi serta berupaya 
mengembangkan posisi-posisi bersama 
dan mengambil tindakan-tindakan 
bersama. 

Untuk menentukan status 
suatu negara sebagai mitra wicara, 
ASEAN menetapkan kriteria dengan 
mempertimbangkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut:
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India Cooperation Fund dan 
ASEAN Development Fundyang 
digunakan untuk membiayai 
berbagai proyek kerja sama. Untuk 
lebih meningkatkan hubungan 
kemitraan ASEAN-India, India telah 
menunjuk Duta Besar India untuk 
ASEAN pada tahun 2014. 
Pada KTT ASEAN-India ke 12 di 
Nay Pyi Taw tanggal 12 November 
2014 Pemimpin ASEAN dan 
Perdana Menteri India mengulas 
hubungan kemitraan ASEAN-India 
dan arahnya masa depannya serta 
membahas penyusunan Plan of  
Action on ASEAN-India Partnership 
for Peace, Progress and Shared 
Prosperity untuk mewujudkan the 
ASEAN Community Building. KTT 
juga menyambut baik pendirian 
Nalanda University.
Prioritas tindak lanjut dari hasil 
KTT ke-12 ASEAN-India adalah 
untuk segera mendorong kerja 
sama ekonomi untuk mencapai 
tingkat perdagangan ASEAN-India 
sebesar 100 miliar melalui kerja 
sama investasi, infrastruktur, 
manufaktur dan ekonomi kreatif 
pada tahun 2015 serta tindak 
lanjut keinginan India untuk 
memperbaharui space station di 
Indonesia.

5.  ASEAN-Australia
Kerja sama kemitraan ASEAN–
Australia dimulai pada tahun 
1974 yang diawali dengan 
pembentukan ASEAN-Australia 
Consultative Meeting (AACM). Pada 
perkembangannya, kerja sama 
ASEAN-Australia diselenggarakan 
di berbagai tingkatan antara lain 
pada tingkat menteri luar negeri 
yaitu PMC+1 Session with Australia, 
ASEAN-Australia Forum pada 
tingkat pejabat tinggi ASEAN.
Kerja sama dilaksanakan secara 
meluas pada bidang politik-
keamanan, bidang perdagangan 
dan investasi, pendidikan dan 
pelatihan, industri, teknologi, 
lingkungan hidup, serta 
kebudayaan. Salah satu tahapan 
penting kerja sama ASEAN-
Australia adalah aksesi Australia 
dalam TAC pada tahun 2005. 
Tahun 2014 merupakan tahun 
peringatan 40 Tahun Kerja Sama 
Kemitraan ASEAN Australia. 
Pada tahun ini, serangkaian 

pada bulan November 1989 dan 
sejak tahun 1991 ROK menjadi 
mitra dialog penuh ASEAN. 
Kemitraan ASEAN-ROK memasuki 
tahap baru dengan diadopsinya 
Joint Declaration on ASEAN-
ROK Strategic Partnership for 
Peace and Prosperity dan Plan of 
Action to Implement ASEAN-ROK 
Strategic Partnership for Peace and 
Prosperity2011-2015 pada KTT ke-
13 ASEAN-ROK bulan Oktober 2010 
di Hanoi. 
Kerja sama ASEAN-ROK hingga saat 
ini banyak menitikberatkan pada 
bidang ekonomi dan perdagangan 
serta sosial budaya. Kerja sama 
pembangunan ASEAN-ROK 
difokuskan pada perdagangan, 
investasi, transportasi, pariwisata, 
pertanian, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, teknologi informasi dan 
komunikasi, kehutanan,lingkungan 
hidup, kesehatan, pembangunan 
SDM, kebudayaan, pertukaran 
masyarakat dan pengurangan 
kesenjangan pembangunan.
Tahun 2014 merupakan peringatan 
ke-25 tahun kerja sama kemitraan 
ASEAN-ROK. Sepanjang tahun 
2014, telah diadakan serangkaian 
kegiatan peringatan seperti 
seminar, pameran dan festival seni 
budaya baik di negara anggota 
ASEAN maupun Republik Korea. 
Puncak dari rangkaian kegitan 
tersebut adalah terselenggaranya 
KTT Peringatan 25 tahun Kerja 
Sama Kemitraan ASEAN-ROK di 
Busan, Republik Korea pada tanggal 
11-12 Desember 2014 dengan 
dihadiri oleh seluruh Kepala 
Negara/Pemerintahan ASEAN dan 
Republik Korea.

4. ASEAN-India
India menjadi Mitra Wicara ASEAN 
pada tanggal 14-15 Desember 
1995 setelah sebelumnya menjadi 
mitra wicara sektoral sejak 1992. 
ASEAN dan India berkomitmen 
untuk meningkatkan kerja sama 
dalam bidang perdagangan dan 
investasi, pengembangan SDM, 
ilmu pengetahuan dan teknologi, 
teknologi informasi, dan hubungan 
antarmasyarakat.
India menyatakan berkomitmen 
untuk meningkatkan hubungan 
ASEAN-India dengan memberikan 
kontribusi melalui ASEAN-

salah satunya melalui universal 
health coverage. Ditegaskan pula 
pentingnya kerja sama dalam 
penanganan bencana yang 
menjadi salah satu prioritas kerja 
sama kemitraan ASEAN-Jepang. 
Selain itu, Presiden Jokowi juga 
menggarisbawahi pentingnya 
menciptakan stabilitas dan 
keamanan di kawasan, khususnya 
melalui kerja sama maritim.

2. ASEAN-RRT 
Hubungan kerja sama ASEAN 
dengan Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) secara informal dimulai 
pada tahun 1991 dan kemudian 
RRT secara resmi menjadi mitra 
wicara ASEAN pada tahun 1996. 
Hubungan kerja sama ASEAN-RRT 
semakin meningkat dan ditandai 
dengan pembukaan secara resmi 
misi diplomatik RRT untuk ASEAN 
dengan H.E. Mme Yang Xiuping 
sebagai Duta Besar pertama untuk 
ASEAN pada tahun 2012.
Kerja sama kemitraan ASEAN dan 
RRT memiliki 11 prioritas bidang 
kerja sama, yaitu pertanian, 
energi, informasi dan teknologi 
komunikasi, sumber daya manusia, 
investasi bersama, pembangunan 
wilayah Mekong, transportasi, 
kebudayaan, pariwisata, kesehatan 
publik dan lingkungan hidup, 
infrastruktur, sumber daya alam 
dan energi.
Pada KTT ke-17 ASEAN-RRT yang 
berlangsung pada tanggal 13 
November 2014 di Nay Pyi Taw, 
Myanmar, Presiden RI menekankan 
bahwa upaya pencapaian target 
perdagangan bilateral ASEAN-
RRT sebesar USD 500 miliar 
hingga tahun 2015 dan investasi 
sebesar USD 150 miliar hingga 
tahun 2020 harus ditujukan 
untuk peningkatan kesejahteraan 
bersama, pertumbuhan ekonomi 
yang seimbang dan investasi yang 
berkualitas, serta perdagangan 
yang adil. Ditekankan pula bahwa 
untuk mendukung pertumbuhan 
ekonomi ASEAN dan kebutuhan 
masyarakat, perlu diprioritaskan 
pembangunan dan investasi 
infrastruktur regional.

3. ASEAN-Republik Korea
Kemitraan ASEAN dan Republik 
Korea (ROK) pertama kali terjalin 
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Cooperation yang diharapkan 
dapat memberikan efek positif 
dalam penciptaan perdamaian 
bagi negara-negara di kawasan 
Asia dan Pasifi k. Pertemuan 
sepakat bahwa momentum 
peringatan 40 tahun hubungan 
kemitraan ASEAN-Selandia 
Baru dan proses penyusunan 
PoA ASEAN-New Zealand yang 
baru merupakan waktu yang 
tepat bagi ASEAN dan Selandia 
Baru untuk melakukan stock 
taking, review dan menyamakan 
visi tentang hubungan ASEAN-
Selandia Baru di masa mendatang, 
guna meningkatkan hubungan 
kemitraan ASEAN-Selandia Baru ke 
tingkat yang lebih tinggi.
Indonesia akan menjadi Country 
Coordinator Kerja sama Kemitraan 
ASEAN-Selandia Baru periode 2015-
2018 mulai bulan Agustus 2015 ini, 
yaitu pada saat rangkaian AMM/ 
PMC di Malaysia. Sehubungan 
dengan hal tersebut, Indonesia 
selaku Country Coordinator 
nantinya akan mengupayakan agar 
seluruh persiapan substantif KTT 
Peringatan Kerja sama Kemitraan 
ASEAN-Selandia Baru ke-40, 
khususnya POA yang baru dan 
Joint Statement sebagai outcome 
documents utama KTT dimaksud, 
dapat diselesaikan penyusunan dan 
pembahasannya serta disahkan. 
Dalam penyusunan Joint ASEAN-
New Zealand Leader’s Statement 
on the 40th Anniversary of ASEAN-
New Zealand Commemorative 
Summit yang akan disampaikan 
di Kuala Lumpur November 2015 
nanti, Indonesia menyatakan 
dukungan penyelenggaraan 
kegiatan commemorative activities 
dan mengusulkan agar Plan of 
Action ASEAN-New Zealand 2016-
2020 dapat segera disusun untuk 
disahkan pada KTT Peringatan 
ASEAN-Selandia Baru. Hal tersebut 
dipandang penting mengingat 
pada akhir 2015, Masyarakat 
ASEAN akan terbentuk sehingga 
program-program dalam PoA harus 
mencerminkan jenis program 
second generation kemitraan 
ASEAN-Selandia Baru yang setara 
dan saling menguntungkan.

7. ASEAN-Amerika Serikat
Pada tanggal 10 Juni 2014 telah 

ASEAN dan Selandia Baru untuk 
mengevaluasi dan membahas isu-
isu politik, keamanan, ekonomi, 
dan pembangunan yang menjadi 
perhatian bersama; ASEAN-New 
Zealand Dialogue yang merupakan 
pertemuan tahunan di tingkat 
pejabat tinggi untuk membahas 
secara mendalam kerja sama 
bidang politik, ekonomi, dan 
fungsional; ASEAN-New Zealand 
Joint Cooperation Committee yang 
diadakan di antara CPR dengan 
Duta Besar Selandia Baru untuk 
ASEAN; serta dalam kerangka ARF, 
ADMM Plus dan EAS.
Pada Pertemuan ASEAN Post 
Ministerial Conferences (PMC)10+1 
Sessions with New Zealand, Nay 
Pyi Taw, Myanmar, 10 Agustus 
2014, Pertemuan membahas 
perkembangan hubungan kerja 
sama ASEAN-Selandia Baru serta 
implementasi Plan of Action (PoA) 
to Implement Joint Declaration for 
ASEAN-New Zealand Comprehensive 
Partnership 2010-2015 dan the Four 
Flagship Initiatives. Pertemuan 
memandang positif perkembangan 
hubungan kerja sama kemitraan 
ASEAN-Selandia Baru. Namun 
demikian, dipandang masih 
terdapat berbagai potensi kerja 
sama yang dapat ditingkatkan lebih 
lanjut. 
Dalam intervensinya, Menlu 
RI menekankan 2 (dua) area 
kerja sama yang perlu untuk 
ditingkatkan, yaitu ketahanan 
pangan, dan konektivitas dalam 
kerangka Master Plan on ASEAN 
Connectivity (MPAC). Kedua area 
tersebut dipandang akan sangat 
bermanfaat bukan saja bagi ASEAN 
dan Selandia Baru, namun juga 
kawasan yang lebih luas, yaitu 
kawasan Asia Tenggara dan Pasifi k. 
Menlu RI kembali menekankan 
perlunya implementasi komitmen 
para Leaders terhadap prinsip-
prinsip tata kelola hubungan antar 
negara di kawasan yang pada 
hakekatnya telah diakomodasi 
dalam dokumen Declaration of the 
East Asia Summit on the Principles for 
Mutually Benefi cial Relations (Bali 
Principles), terutama principle non 
use of force dan peaceful setlement 
of confl ict. Menlu RI mengharapkan 
Selandia baru dapat mendukung 
konsep Treaty of Friendship and 

kegiatan commemorative activities 
diselenggarakan dan ditutup 
dengan penyelenggaraan KTT 
Peringatan 40 Tahun Kerja Sama 
ASEAN-Australia pada tanggal 12 
November 2014, di Nay Pyi Taw, 
Myanmar.
Outcome document Pada KTT 
tersebut adalah Joint ASEAN-
Australia Leaders’ Statement on 
the 40th Anniversary of ASEAN-
Australia Dialogue Relations 
Towards a Strategic Partnership 
for Mutual Benefi t. Prioritas tindak 
lanjut dari hasil KTT Peringatan 
40 Tahun Kerja Sama Kemitraan 
ASEAN-Australia antara lain 
status kemitraan ASEAN-Australia 
menjadi strategic partnership. 
Sejauh ini, tidak terdapat 
kategorisasi khusus untuk setiap 
tingkat kemitraan yang dimiliki 
ASEAN dengan Mitra Wicaranya. 
Meskipun demikian, sebagai 
konsekuensi dari peningkatan 
status kemitraan tersebut, 
Australia telah mengusulkan 
penyelenggaraan KTT ASEAN-
Australia secara reguler guna 
memperkuat kerja sama ASEAN-
Australia. Hal ini telah disepakati, 
namun perlu dibahas lebih lanjut 
modalitas implementasinya. Di 
samping itu, KTT juga menghasilkan 
perpanjangan program ASEAN-
Australia Development Cooperation 
Program (AADCP) II periode 
2015-2019. KTT juga mendukung 
inisiatif Australia terkait rencana 
pembentukan ASEAN-Australia 
Council untuk membantu 
peningkatan hubungan people-to-
people, antar institusi serta sektor 
swasta.

6.  ASEAN-Selandia Baru
Hubungan kerja sama kemitraan 
ASEAN-Selandia Baru telah 
berlangsung sejak tahun 1975. 
Sejumlah kerja sama telah 
dilakukan kedua pihak sebagai 
bentuk dukungan Selandia Baru 
untuk meningkatkan pembangunan 
dan integrasi kawasan di ASEAN. 
Adapun hubungan kemitraan 
ASEAN-Selandia Baru dilakukan 
melalui berbagai mekanisme 
pada berbagai level, antara lain 
ASEAN-New Zealand Ministerial 
Meeting yang merupakan sarana 
bagi para Menteri Luar Negeri 
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tahun 1977. Saat itu Kanada 
menyampaikan komitmen bantuan 
program pembangunan untuk 
ASEAN dan berkeinginan menjalin 
kerja sama di bidang ekonomi, 
perdagangan, investasi, industri, 
dan kerja sama pembangunan. 
Dalam perkembangannya, kedua 
belah pihak sepakat untuk bekerja 
sama di bidang pemberantasan 
terorisme internasional, kejahatan 
lintas negara, keamanan kesehatan, 
dialog antarkeyakinan, dan bantuan 
teknis serta pengembangan 
kapasitas Sekretariat ASEAN.  
Pada tanggal 2 Juli 2014 
diselenggarakan Pertemuan 
11th ASEAN-Canada Dialogue di 
Singapura. Pertemuan tersebut 
membahas tentang perkembangan 
Plan of Action (2010-2015) to 
Implement the Joint Declaration 
on a ASEAN-Canada Enhanced 
Partnership dan sepakat untuk 
menyusun Plan of Action (PoA) yang 
baru untuk periode selanjutnya. 
Pada ASEAN Post Ministerial 
Conferences (PMC) 10+1 Session with 
Canada, Nay Pyi Taw, Myanmar, 
9 Agustus 2014, pertemuan 
menyampaikan apresiasi atas 
peran dan kontribusi Kanada dalam 
proses pembentukan Masyarakat 
ASEAN 2015. Pertemuan membahas 
berbagai perkembangan dalam 
implementasi Plan of Action 
to Implement Joint Declaration 
on ASEAN-Canada Enhanced 
Partnership (2010-2015), termasuk 
implementasi the 2012-2015 ASEAN-
Canada Trade and Investment 
Workplan, dan mencatat berbagai 
area kerja sama yang dinilai 
mengalami kemajuan pesat antara 
lain di bidang pendidikan, HAM 
dan penanggulangan bencana.

9. ASEAN-Rusia
Dialog kerja sama ASEAN-Rusia 
telah dimulai sejak tahun 1991 
dan diresmikan sebagai Mitra 
Wicara ASEAN pada tahun 1996. 
Status Rusia sebagai anggota tetap 
Dewan Keamanan PBB, serta 
besarnya pasar Rusia dan sumber 
daya alam yang dimiliki menjadi 
pertimbangan ASEAN untuk 
menjadikan Rusia sebagai Mitra 
Wicara. Kerja sama kemitraan 
ASEAN-Rusia dikembangkan 
pada bidang pembangunan, 

dan perdamaian di kawasan. 
KTT menyambut baik kemajuan 
implementasi Plan of Action to 
Implement the ASEAN-US Enhanced 
Partnership for Enduring Peace 
and Prosperity (2011-2015). KTT 
juga sepakat memperbaharui Plan 
of Action yang akan habis masa 
berlakunya pada tahun 2015. 
Terkait isu politik dan keamanan, 
KTT menyepakati untuk 
mempererat hubungan kerja 
sama ASEAN-AS demi terciptanya 
perdamaian dan keamanan di 
kawasan yaitu melalui mekanisme 
yang dimotori ASEAN, antara lain 
ASEAN Regional Forum (ARF), 
East Asia Summit (EAS), Expanded 
ASEAN Maritime Forum (EAMF) 
dan ASEAN Defence Ministers’ 
Meeting Plus (ADMM Plus). AS juga 
mendorong peningkatan kerja 
sama di bidang non-traditional 
security khususnya piracy, human 
traffi  cking dan wildlife traffi  cking.  
Pertemuan mencatat bahwa AS 
merupakan mitra dagang terbesar 
ke-empat ASEAN, dan begitu pun 
sebaliknya, ASEAN sebagai suatu 
regional grouping merupakan 
mitra dagang terbesar ke-empat 
AS. Saat ini terdapat lebih dari 3000 
perusahaan AS yang berinvestasi 
di ASEAN dan hal ini akan terus 
meningkat dalam beberapa tahun 
ke depan. Selain itu, para Pemimpin 
ASEAN dan AS juga menyambut 
baik Pertemuan ASEAN-U.S. 
Business Summit, Nay Pyi Taw, 
Agustus 2014 lalu.
Indonesia mendorong peningkatan 
kerja sama ekonomi dengan prinsip 
saling menguntungkan khususnya di 
bidang Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) dan konektivitas ASEAN. 
Selain itu, Indonesia juga mendorong 
penguatan kerja sama ASEAN-AS 
dalam menjaga perdamaian dan 
stabilitas kawasan melalui berbagai 
mekanisme yang dimotori ASEAN, 
serta kerja sama yang lebih erat 
di bidang sosial-budaya meliputi 
pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, penanggulangan 
bencana alam, lingkungan hidup, 
perubahan iklim, ketahanan pangan 
serta pendidikan.

8. ASEAN-Kanada
Kerja sama ASEAN dan Kanada 
pertama kali dimulai pada 

dilaksanakan Pertemuan 27Th 
ASEAN-US Dialogue di Yangon, 
Myanmar. Pada pertemuan tersebut 
pejabat tinggi dari 10 negara 
anggota ASEAN dan Amerika Serikat 
bertukar pandangan mengenai isu-
isu regional yang menjadi concern 
kedua belah pihak, misalnya 
mengenai perkembangan terkini 
isu Laut Tiongkok Selatan dengan 
kompleksitasnya. Pertemuan juga 
melakukan review kerja sama 
antara ASEAN dan AS serta setuju 
untuk meningkatkan kolaborasi 
dalam kerangka Lower Mekong 
Initiative (LMI).
ASEAN Post Ministerial Conferences 
(PMC) 10+1 Session with United States 
of America (U.S.) diselenggarakan 
di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 
tanggal 9 Agustus 2014. Pertemuan 
tersebut membahas review of 
ASEAN-US cooperation and its 
future direction serta exchange of 
views mengenai isu-isu regional 
dan internasional. Dokumen hasil 
Pertemuan ini adalah Chairman’s 
Statement of the ASEAN PMCs 
10+1 Session with the Dialogue 
Partners. Dalam Pertemuan 
dimaksud, Indonesia menekankan 
3 hal dalam transformasi kawasan 
secara damai. Pertama, dibutuhkan 
greater reservoir of trust jika masih 
terdapat trust defi cit (kurangnya 
rasa saling percaya) diantara 
negara-negara di kawasan. 
Kedua, pentingnya prinsip-
prinsip penyelesaian konfl ik 
secara damai. Ketiga, kemampuan 
kawasan untuk beradaptasi 
dengan berbagai perubahan yang 
terjadi dalam konteks global. 
Indonesia telah menyampaikan 
kembali gagasannya mengenai 
suatu Indo-Pacifi c Treaty yang 
bersifat legally-binding. Indonesia 
juga menyampaikan harapannya 
agar AS dapat mendukung proses 
penandatanganan dan ratifi kasi 
Protokol SEANFWZ oleh NWS 
(Nuclear Weapon States).
Pada KTT ke-2 ASEAN-AS di Nay 
Pyi Taw, Myanmar, tanggal 13 
November 2014, KTT menyambut 
baik kerja sama kemitraan ASEAN-
AS yang dimulai sejak tahun 1977. AS 
merupakan salah satu mitra utama 
ASEAN dalam proses pembentukan 
Komunitas ASEAN serta dalam 
upaya menjaga stabilitas keamanan 
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Lumpur pada tahun 1980. 
Pada Pertemuan ASEAN-EU 
Ministerial Meeting, di Brussel, 
Belgia, tanggal 23 Juli 2014, Para 
Menteri ASEAN dan UE membahas 
tindak lanjut kerja sama kemitraan 
ASEAN-UE. Secara khusus di 
area kerja sama ekonomi, telah 
dicatat perkembangan positif 
dari perdagangan antara ASEAN-
EU yang mengalami peningkatan 
sebesar USD 3,6 miliar pada tahun 
2013, dibandingkan pada tahun 
2012. Foreign Direct Investment 
(FDI) dari UE ke ASEAN juga telah 
meningkat sebesar 53,2% mencapai 
total USD 26,7 milyar pada tahun 
2013. Saat ini, UE merupakan mitra 
dagang ketiga terbesar untuk ASEAN 
dan sumber FDI terbesar bagi 
ASEAN. Pertemuan menekankan 
pentingnya kerja sama di bidang 
ketahanan pangan, UKM, perubahan 
iklim, pembangunan SDM, dan 
mendukung berbagai inisiatif untuk 
mewujudkan integrasi ASEAN. 
Terkait dengan implementasi 
Master Plan on ASEAN Connectivity, 
Pertemuan menekankan bahwa 
physical connectivity merupakan 
isu yang sangat penting dan juga 
memberikan penekanan pada 
konektivitas institutional dan 
people-to-people contacts.
Di area kerja sama sosial-budaya, 
Pertemuan menekankan perlunya 
kerja sama dalam perlindungan hak 
wanita, anak-anak, dan penyandang 
cacat; peningkatan people-to-people 
contacts; dan pertukaran pemuda 
dan budaya. UE mendukung upaya 
penguatan Sekretariat ASEAN guna 
mewujudkan Masyarakat ASEAN 
pada tahun 2015. 
Pada PMC 10+1 Session with 
the European Union yang 
diselenggarakan di Nay Pyi Taw, 
Myanmar, 9 Agustus 2014, dibahas 
review of ASEAN-EU cooperation and 
its future direction serta exchange of 
views on regional and international 
issues. Pertemuan ini menghasilkan 
Chairman’s Statement of the 
ASEAN PMCs 10+1 Session with the 
Dialogue Partners. Pada Pertemuan 
ini, Indonesia menekankan kerja 
sama kemitraan ASEAN-UE pada 3 
isu, yaitu: (i) mendorong UE untuk 
lebih memperkuat perannya dalam 
perlindungan HAM diantaranya 
dengan berpartisipasi aktif dalam 

Partnership dalam mendukung 
konektivitas ASEAN. Pertemuan 
juga menghargai upaya Rusia 
dalam meningkatkan kerja sama di 
bidang Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM).
Di bidang sosial budaya, Pertemuan 
menyambut baik peran aktif 
ASEAN Centre in the Moscow 
State Institute of International 
Relations (MGIMO University) 
dalam meningkatkan awareness 
masyarakat Rusia mengenai ASEAN 
serta meningkatkan people-to-
people connectivity. Pertemuan 
juga memberikan apresiasi atas 
penyelenggaraan 2nd ASEAN-Russia 
Youth Summit di Malaysia pada 
tahun 2014.
Pada Pertemuan 11th ASEAN-Russia 
Senior Offi  cials’ Meeting (SOM) yang 
diselenggarakan di Moskow, Rusia, 
tanggal 23-24 Oktober 2014, telah 
dibahas kerja sama kemitraan 
ASEAN-Rusia khususnya di bidang 
perdagangan. Pertemuan mencatat 
bahwa angka perdagangan ASEAN-
Rusia meningkat dari USD 18,2 
miliar di tahun 2012 menjadi 
USD 19,9 miliar di tahun 2013. 
Foreign Direct Investment (FDI) 
Rusia di ASEAN juga mengalami 
peningkatan dengan nilai USD 540 
juta pada tahun 2013. Beberapa 
upaya untuk meningkatkan volume 
kerja sama ekonomi ASEAN-
Rusia antara lain: peningkatan 
engagement ASEAN-Russia Business 
Council, penyelenggaraan ASEAN-
Russia Business Summit, serta 
peningkatan kunjungan pelaku 
bisnis Rusia ke negara anggota 
ASEAN dan begitu juga sebaliknya. 
Selain itu, akan dibentuk pula 
Eminent Persons Group (EPG) 
ASEAN-Rusia untuk memberikan 
evaluasi dan rekomendasi arah 
kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia 
di masa mendatang.

10. ASEAN-Uni Eropa
Kemitraan ASEAN-Uni Eropa 
(European Union) secara informal 
dimulai pada tahun 1972. Kemitraan 
ini kemudian diformalkan pada 
tahun 1977 dan dilembagakan 
melalui pembentukan kerja sama 
perdagangan, ekonomi, dan 
teknis, serta pembentukan Joint 
Cooperation Committee (JCC) pada 
2nd Ministerial Meeting di Kuala 

ilmu pengetahuan dan teknologi, 
perdagangan, sumber daya 
manusia, investasi dan ekonomi, 
lingkungan hidup, pariwisata, 
kebudayaan, serta peningkatan 
people-to-people contact.
Pada ASEAN Post Ministerial 
Conference (PMC)10+1 Sessions 
with the Russian Federation, Nay 
Pyi Taw, Myanmar, 9 Agustus 
2014, Pertemuan mencatat 
perkembangan signifi kan dalam 
kerja sama kemitraan ASEAN-
Rusia. Pertemuan menekankan 
pentingnya percepatan 
implementasi Comprehensive 
Programme of Action (CPA) to 
Promote Cooperation between 
ASEAN and the Russian Federation 
(2005-2015), termasuk dengan 
memanfaatkan secara efektif 
ASEAN-Russian Federation 
Dialogue Partnership Financial 
Fund (ARDPFF), serta memulai 
penyusunan Comprehensive 
Programme of Action yang baru 
dengan memasukan elemen-
elemen Visi Komunitas ASEAN 
Pasca 2015.
Di bidang politik keamanan, 
Pertemuan memandang penting 
dukungan Rusia terhadap 
sentralitas ASEAN, pengembangan 
arsitektur regional, proses integrasi 
ASEAN, terciptanya perdamaian 
dan keamanan di kawasan, 
serta mengapresiasi peran aktif 
Rusia dalam ASEAN Defense 
Ministers’ Meeting Plus dan ASEAN 
Regional Forum. Pertemuan  juga 
menyampaikan penghargaan 
atas penyelenggaran Workshop 
’Strengthening Security and 
Developing Cooperation in the Asia-
Pacifi c Region’ (2nd East Asia Summit 
Workshop) di Moskow, Rusia, pada 
bulan April 2014.
Di bidang ekonomi dan 
perdagangan, Pertemuan 
menyambut baik terlaksananya 
kunjungan misi bisnis ASEAN-
Russia Business Council ke 
Indonesia, Malaysia, dan Singapura, 
pada bulan Maret 2014. Pertemuan 
juga mengharapkan kolaborasi 
aktif Rusia dalama berbagai proyek 
guna mengimplementasikan 
Master Plan of ASEAN Connectivity 
(MPAC) termasuk pendanaan 
proyek-proyek infrastruktur 
melalui skema Public and Private 
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KTT ke-6 ASEAN-PBB di Nay Pyi 
Taw, Myanmar, 12 November 2014 
dipimpin bersama oleh Presiden 
Myanmar, selaku Ketua ASEAN dan 
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-
Moon, selaku co-chairs. Pertemuan 
mengesahkan Chairman’s Statement of 
the 6thASEAN-UN Summit. Beberapa hal 
yang mengemuka dalam pertemuan 
itu, antara lain, ialah sebagai berikut:
a. Melakukan upaya bersama untuk 

dalam mencapai Millennium 
Development Goals, antara 
lain,mengurangi kesenjangan 
pembangunan, pemberantasan 
kemiskinan, pemajuan 
pembangunan daerah tertinggal, 
dan pemajuan usaha kecil dan 
menengah bagi lancarnya proses 
integrasi kawasan di ASEAN;

b. ASEAN-UN Workplan for 2015 
yang disahkan pada KTT ini 
diharapkan dapat dijadikan 
pedoman bagi ASEAN dan PBB 
agar memperkuat kolaborasi dan  
engagement pada setiap level untuk 
mengimplementasikan kerja sama 
ASEAN-PBB yang konkret dan 
saling menguntungkan;

c. Dukungan PBB dalam 
pengembangan kapasitas dan 
pemberian bantuan teknis pada 
program-program kemanusiaan 
yang dilakukan oleh ASEAN 
Coordinating Center for 
Humanitarian Assistance on disaster 
management (AHA Centre) maupun 
badan-badan lainnya yang terkait 
early warning dan disaster relief;

d. Dukungan ASEAN juga 
mendukung sepenuhnya upaya 
penandatanganan persetujuan UN 
Framework Convention on Climate 
Change di Paris pada tahun 2015;

e. Meningkatkan kerja sama dalam 
berbagai isu keamanan tradisional 
dan non-tradisional di kawasan dan 
global serta penguatan pengawasan 
dan perlindungan HAM di negara-
negara anggota ASEAN; 

f. Meningkatkan kerja sama antar 
Sekretariatdalam mendukung 
implementasi Joint Declaration of 
Comprehensive Partnership between 
ASEAN-UN.

Dalam kesempatan KTT ASEAN-
PBB tersebut Presiden RI juga 
melakukan pertemuan dengan 
Sekretaris Jenderal PBB, H. E. Ban Ki 
Moon.

interaksi people-to-people serta 
mempromosikan mobilitas 
mahasiswa dan akses generasi 
muda terhadap pendidikan 
berkualitas di negara-negara APT.
KTT juga menyepakati untuk 
meningkatkan kerja sama di 
bidang pendidikan, human 
resource development, kesehatan 
public, informasi dan media, ilmu 
pengetahuan, teknologi dan inovasi, 
kebudayaan serta meningkatkan 
people-to-people contacts. Para 
pemimpin ASEAN Plus Three juga 
menekankan pentingnya peran 
East Asia Vision Group II (EAVG II) 
dalam meninjau dan mengevaluasi 
kerja sama APT guna menentukan 
arah peningkatan kerja sama 
APT dalam konteks yang lebih 
bermakna dan terkonsolidasi.
Indonesia terus mendukung upaya 
APT untuk memperkuat proses 
track 2 dengan meningkatkan 
peran Jaringan Think-Tank Asia 
Timur (NEAT). NEAT diharapkan 
menjadi jembatan penghubung 
antara komunitas akademis 
dan para pengambil kebijakan. 
Dalam hal ini, Indonesia akan 
menjadi tuan rumah Pertemuan 
22nd NEAT Country Coodinators 
Meeting dan 23rd NEAT CCM/13th 
Annual Conference pada tahun 
2015. Pada kedua pertemuan 
NEAT itu, Indonesia berencana 
mengedepankan pembahasan 
mengenai kerja sama maritim 
yang menjadi salah satu prioritas 
kebijakan Pemerintah Indonesia 
saat ini. Indonesia mendorong 
agar kerja sama maritim dapat 
lebih ditingkatkan dalam berbagai 
mekanisme ASEAN, termasuk 
dalam kerja sama APT.

Kerja Sama ASEAN dengan Organisasi 
Internasional dan Kawasan
ASEAN-United Nations (PBB)

Kemitraan ASEAN-Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) telah berkembang 
sejak diselenggarakannya KTT ASEAN-
PBB tahun 2000 di Bangkok, dimana 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB 
menyatakan bahwa ASEAN merupakan 
mitra PBB yang terpercaya di  bidang 
pembangunan. Sampai saat ini telah 
diadakan KTT sebanyak lima kali, yaitu 
pada tahun 2000, 2005, 2010, 2011 dan 
2014.  

AICHR; (ii) menekankan perlunya 
kerja sama erat di bidang maritim 
sebagai tindak lanjut ASEAN-EU 
High Level Dialogue on Maritime 
Cooperation yang diselenggarakan 
di Jakarta pada bulan November 
2013; dan (iii) menggarisbawahi 
perlunya meningkatkan kerja sama 
ekonomi dan perdagangan ASEAN-
UE serta isu konektivitas.

11. ASEAN Plus Three (APT) 
Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) 
yang melibatkan tiga negara mitra 
wicara, yaitu Jepang, Republik 
Korea (ROK), dan Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) terjalin sejak 
tahun 1997 pada saat kawasan Asia 
sedang dilanda krisis ekonomi. 
Selama lebih dari 17 tahun, kerja 
sama APT telah berfokus pada 
bidang pembangunan ekonomi 
berkelanjutan, ketahanan 
pangan dan energi, kesehatan, 
jaring pengaman keuangan, dan 
penggunaan mata uang lokal dalam 
perdagangan regional. 
Pada KTT ke-17 APT di Nay Pyi 
Taw, Myanmar, 13 November 2014, 
Presiden RI menekankan bahwa 
program kerja sama APT, seperti 
CMIM, pembinaan usaha kecil 
dan menengah (UKM), serta APT 
Emergency Rice Reserve (APTERR), 
dapat memberikan landasan 
kuat bagi pertumbuhan ekonomi 
regional. Selain itu, penguatan 
kerja sama sektor pariwisata 
dinilai penting sebagai sektor yang 
berperan dalam pertumbuhan 
ekonomi. Peningkatan sektor 
pariwisata membutuhkan 
penguatan konektivitas. Untuk itu, 
Indonesia menegaskan pentingnya 
implementasi dari Master Plan on 
ASEAN Connectivity.
Selain itu, Presiden RI menekankan 
APT untuk lebih giat menjaga 
perdamaian dan stabilitas 
kawasan, sebagai syarat penting 
bagi pembangunan ekonomi. Lebih 
lanjut Presiden RI juga menekankan 
pentingnya meningkatkan kerja 
sama guna mengatasi ancaman 
keamanan tradisional dan non-
tradisional, memajukan good 
governance, memperkuat rule of law 
dan melindungi hak asasi manusia. 
Indonesia juga menegaskan 
perlunya mengembangkan sumber 
daya manusia dan meningkatkan 
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planning untuk menangani penyebaran 
virus MERS-CoV danancaman 
kesehatan lainnya secara tepat.

ASEAN-Economic Cooperation 
Organisation (ECO)

ECO merupakan organisasi yang 
didirikan oleh Iran, Pakistan, dan 
Turki pada tahun 1985. Pada tanggal 
28 November 1992 keanggotaan ECO 
bertambah dengan bergabungnya 
Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, 
Kyrgyztan, Tajikistan, Turkmenistan, 
dan Uzbekistan. Sekretariat ECO 
berada di Iran. ECO bertujuan untuk 
meningkatkan kerja sama ekonomi, 
teknis dan kebudayaan di antara 
anggotanya. Proyek-proyek ECO 
meliputi kerja sama di bidang energi, 
perdagangan, transportasi, pertanian 
dan pengendalian narkoba.

Pertemuan 14th ASEAN-ECO 
Ministerial Meeting telah diadakan di 
sela-sela Sidang Majelis Umum ke-69 
di New York pada bulan September 
2014. Pertemuan itu mengusulkan 
penjajakan bidang-bidang kerja sama 
ASEAN-ECO, antara lain di bidang: 
ketahanan pangan, energi, disaster 
management, dan transnational crimes 
seperti drug traffi  cking.

Dengan penyelenggaraan ASEAN-
ECO Tourism Forum pada tahun 2014, 
maka ASEAN dan ECO telah memasuki 
tahapan baru kemitraan yang beranjak 
dari exchange of information menuju 
kerja sama konkret. ASEAN mendorong 
peningkatan kerja sama business-to-
business, melalui penyelenggaraan 
ASEAN-ECO Business Forum. Indonesia 
mendorong upaya ASEAN dan ECO 
dalam mencapai visi masing-masing, 
khususnya pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan dan kesejahteraan 
masyarakat pada masing-masing 
kawasan. 

ASEAN-Pacifi c Alliance (PA)
Pacifi c Alliance (PA) yang 

beranggotakan Chile, Colombia, 
Meksiko, dan Peru, dibentuk dengan 
mandat untuk menjembatani kerja 
sama  ke kawasan Asia Pasifi k. PA 
merupakan ekonomi yang potensial 
dengan pertumbuhan sekitar 4-5 persen 
per tahun. Kerja sama Pacifi c Alliance 
ditekankan pada integrasi ekonomi 
antar negara anggotanya, khususnya di 
bidang pergerakan barang, jasa, modal 

menunjukkan peningkatan signifi kan 
dalam beberapa tahun terakhir. 
Perusahaan-perusahaan ASEAN telah 
beroperasi di GCC dan dalam beberapa 
tahun terakhir, jumlah perusahaan 
ASEAN di GCC semakin meningkat 
dan begitupun sebaliknya.Di masa 
mendatang, peningkatan kesejahteraan 
di antara masyarakat kedua kawasan 
juga menjadi sumber pertumbuhan 
perdagangan yang sangat potensial.

Workshop membahas lebih lanjut 
upaya meningkatkan kerja sama 
pertukaran budaya, people mobility 
serta kerja sama antar museum. 
Workshop merekomendasikan adanya 
pembentukan ASEAN Platform 
on Youth Heritage Leaders guna 
memberdayakan generasi muda ASEAN 
melalui program-program peningkatan 
keterampilan dan kompetensi, 
perlindungan dan pelestarian warisan 
budaya, serta pertukaran informasi 
dengan melibatkan GCC. Dalam kaitan 
ini, kerja sama ASEAN-GCC dapat 
difokuskan pada program pertukaran 
pelajar, mahasiswa, dan Technical and 
Vocational Education Training (TVET), 
serta kegiatan penelitian ilmiah yang 
dikoordinir oleh ASEAN University 
Network (AUN).

Workshop juga merekomendasi-
kan perlunya upaya meningkatkan 
kesadaran dan saling memahami di 
antara masyarakat ASEAN dan GCC 
melalui diseminasi mengenai “success 
stories” dan kegiatan ASEAN dan GCC 
yang telah berjalan. Beberapa inisiatif 
yang ada di ASEAN seperti ASEAN 
TV News (ATN), ASEAN-in-Action 
(AiA), ASEAN Quiz dan ASEAN Virtual 
Learning Research Center (AVLRC) 
dapat digunakan sebagai media untuk 
information sharing antara ASEAN dan 
GCC.

ASEAN-GCC perlu mengembangkan 
kerja sama dalam mengatasi berbagai 
tantangan Emerging Infectious Disease 
(EID) seperti malaria, Middle East 
Respitory Syndrome-Coronavirus 
(MERS-CoV), dan pandemi fl u. 
Hal ini dapat dilakukan dengan 
menyelenggarakan consultative 
workshop sebagai forum diskusi dan 
dialog untuk meningkatkan health 
preparedness dalam menghadapi 
pandemik seperti MERS-CoV, serta 
melakukan joint preparedness response 

ASEAN- Community of Latin 
American and Caribbean States 
(CELAC)

CELAC yang memiliki 33 negara 
anggota, juga memiliki kemiripan 
dengan ASEAN yang saat ini berupaya 
untuk mencapai Masyarakat Ekonomi 
ASEAN, antara lain dalam promosi 
mengenai perdagangan, manufaktur, 
pertanian, petrokimia, dan ketahanan 
pangan yang tentunya akan 
bermanfaat dalam rangka mempererat 
hubungan dengan ASEAN. Pertemuan 
Tingkat Menteri ASEAN-CELAC telah 
diselenggarakan di sela-sela Sidang 
Majelis Umum ke-69 PBB di New York 
pada bulan September 2014.

Indonesia menyampaikan bahwa 
pertemuan pertama dengan CELAC 
ini merupakan langkah penting 
untuk saling berbagi pengalaman dan 
peningkatan kerja sama. Salah satu area 
kerja sama yang dapat dijajaki adalah 
people-to-people contacts sebagai dasar 
bagi peningkatan hubungan kedua 
kawasan, baik melalui pendidikan, 
pertukaran pelajar dan pariwisata. 
Para Duta Besar negara anggota CELAC 
di Jakarta juga dapat melakukan 
dialog dengan Committee of Permanent 
Representatives (CPR) to ASEAN di 
Jakarta untuk membahas potensi kerja 
sama dalam ketiga pilar Masyarakat 
ASEAN yang sejalan dengan CELAC.

ASEAN-Gulf Cooperation Council 
(GCC)

Negara Anggota GCC terdiri dari 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi 
Arabia dan Persatuan Emirat Arab. 
Para Menlu ASEAN bertemu mitranya 
dari GCC pertama kali di sela-sela 
Sidang Umum PBB di New York tahun 
1990. Disepakati bahwa para Menlu 
dari kedua organisasi akan bertemu 
rutin setiap tahun di New York dan 
mendorong Sekretariat ASEAN untuk 
menjalin kerja sama dengan Sekretariat 
GCC. Namun, kesepakatan ini belum 
dapat sepenuhnya diimplementasikan.

Pada tanggal 11 Juni 2014 telah 
diselenggarakan ASEAN-GCC Workshop 
di Singapura. ASEAN-GCC Workshop 
diharapan dapat menghasilkan 
rekomendasi dan masukan substansial 
bagi peningkatan kerja sama kemitraan 
ASEAN-GCC ke depannya. Workshop 
mencatat bahwa perdagangan 
di antara kedua kawasan telah 
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upaya menangani sumber konfl ik, 
seperti pencurian ikan, pelanggaran 
kedaulatan, sengketa wilayah, 
perompakan, dan pencemaran laut; v) 
membangun kekuatan maritim sebagai 
bentuk tanggung jawab Indonesia 
menjaga keselamatan pelayaran dan 
keamanan maritim.

KTT ke-9 EAS menghasilkan 
sejumlah dokumen yang bermanfaat 
bagi Indonesia dan juga kawasan 
mengenai isu dan tantangan di 
kawasan, yaitu:
1. EAS Declaration on Combating 

Wildlife Traffi  cking merupakan 
upaya bersama EAS dalam 
mengatasi perdagangan ilegal 
satwa liar. Indonesia sebagai 
negara kepulauan dan kaya 
dengan keanekaragaman hayati 
perlu bekerja sama secara 
regional untuk mengatasi 
permasalahan tersebut baik di 
negara asal, negara transit dan 
negara tujuan. 

2. Statement on EAS Guidelines for 
Rapid Disaster Response akan 
memperkuat kerja sama di bidang 
penanganan bencana dengan 
suatu guidelines yang mengatur 
penanganan bencana di suatu 
negara maupun pemberian 
bantuan dari negara peserta EAS 
sesuai dengan peraturan dan 
hukum yang berlaku di masing-
masing negara peserta EAS 
dan juga perjanjian regional di 
kawasan.

3. Joint Statement of the 9th EAS on 
Regional Response to the Outbreak 
of Ebola Virus Disease merupakan 
komitmen regional EAS untuk 
menangani penyebaran virus 
Ebola. Joint Statement ini 
merupakan salah satu prakarsa 
Indonesia dalam mekanisme EAS.

4. EAS Statement on the Rise 
of Violence and Brutality 
Committed by Terrorist/Extremist 
Organisations in Iraq and 
Syria merupakan sikap politik 
bersama EAS untuk mengecam 
dan berkomitmen dalam bekerja 
sama kekejaman aksi terorisme 
dan ekstrimis. 

Pada tahun 2014, ASEAN 
melakukan stocktaking kerja sama 
EAS sebagai langkah awal untuk 
memperkuat kerja sama EAS.

tujuan dan prinsip-prinsip EAS termuat 
dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang 
Pembentukan EAS tahun 2005, yaitu 
sebagai berikut:
1. The EAS is a forum for dialogue 

on broad strategic, political and 
economic issues of common 
interest and concern with the aim 
of promoting peace, stability and 
economic prosperity in East Asia.

2. The EAS’s efforts to promote 
community building in the region 
will be consistent with and reinforce 
the realization of the ASEAN 
Community.

3. The EAS will be an open, inclusive, 
transparent and outward-looking 
forum.

Plan of Action (PoA) for 
Implementing the Phnom Penh 
Declaration on East Asia Summit 
Development Initiative (2014-2015) 
telah disahkan pada pertemuan the 
4thEAS Foreign Ministers’ Meeting 
(FMM) di Nay Pyi Taw, Myanmar 
tanggal 10 Agustus 2014. Dalam PoA 
tersebut, disepakati 6 (enam) kerja 
sama  area prioritas kerja sama EAS, 
yaitu di bidang lingkungan hidup dan 
energi; pendidikan; keuangan; isu-
isu kesehatan global dan penyakit 
pandemik; penanganan bencana alam; 
konektivitas ASEAN; dan dua (2) area 
kerja sama, yaitu perdagangan dan 
ekonomi dan ketahanan pangan. 

Pada KTT ke-9 EAS di Nay Pyi 
Taw, Myanmar, tanggal 13 November 
2015, topik-topik utama yang menjadi 
perhatian para pemimpin EAS antara 
lain; keamanan non-tradisional, 
perubahan iklim, penanganan bencana, 
kesehatan global dan penyakit menular, 
ekonomi dan keuangan, konektivitasm 
maritim dan politik-keamanan.

 Pada KTT tersebut, Presiden RI 
menyampaikan konsep Indonesia 
sebagai Poros Maritim Dunia yang 
mencakup 5 (lima) pilar untuk 
mewujudkannya, yaitu; i) membangun 
kembali budaya maritim Indonesia; 
ii) menjaga sumber daya laut dan 
menciptakan kedaulatan pangan laut 
dengan menempatkan nelayan pada 
pilar utama; iii) memberi prioritas 
pada infrastruktur dan konektivitas 
maritim; iv) menerapkan diplomasi 
maritim, melalui usulan peningkatan 
kerja sama di bidang maritim dan 

dan orang. Sejak lebih dari 3 tahun 
berdiri, kerja sama Pacifi c Alliance 
telah berkembang secara signifi kan, 
antara lain melalui kerja sama Free 
Trade Agreement, integrasi pasar 
saham, aggressive regulatory dialogue, 
investasi, liberalisasi perdagangan, 
maupun pemberian beasiswa, 
pertukaran pelajar, dan pariwisata. 

Pada tanggal 26 September 
2014, Pertemuan Tingkat Menlu 
ASEAN dengan Pacifi c Alliance (PA) 
telah diselenggarakan di sela-sela 
Sidang Majelis Umum (SMU) PBB di 
New York. Pertemuan pertama pada 
Tingkat Menlu tersebut menyepakati 
berbagai potensi kerja sama di 
bidang ekonomi, konektivitas, good 
governance, demokrasi dan rule of law 
serta penanganan isu keamanan non-
tradisional. 

Terdapat berbagai kemiripan 
dalam proses integrasi antara ASEAN 
dan PA, antara lain upaya kedua 
organisasi dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi untuk 
mencapai kemakmuran dan menjaga 
perdamaian dan keamanan di 
kawasan. Dalam kaitan ini, Indonesia 
mendorong upaya menjajaki awal 
kerja sama, antara lain pertukaran 
kunjungan antar pejabat tinggi, people-
to-people contacts, pertukaran pemuda, 
interfaith dialogue, dan kolaborasi 
antara CPR dengan para Duta Besar 
negara anggota Pacifi c Alliance di 
Jakarta. Indonesia juga mendorong 
terbentuknya forum bisnis antara 
ASEAN dan PA untuk memperluas 
networking di antara para pengusaha.

East Asia Summit (EAS)

East Asia Summit (EAS) merupakan 
satu forum regionalisme terbuka yang 
dibentuk tahun 2005 di kawasan Asia 
Timur. Saat ini terdapat 18 negara 
peserta EAS, yaitu 10 negara ASEAN, 
Australia, Tiongkok, India, Jepang, 
Republik Korea, Selandia Baru, AS dan 
Rusia.

EAS merupakan forum leaders-
led summit dengan ASEAN sebagai 
kekuatan penggerak (driving force) 
dalam kemitraan dengan negara-
negara anggota lainnya. Secara rinci 
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(JVP/Fam Trip), Outreach Programme, 
Festival Film FEALAC (FFF), kuliner 
FEALAC, forum, konferensi dan 
seminar-seminar mengenai bisnis, 
pariwisata, UKM, terorisme, penegakan 
hokum terhadap kejahatan narkoba, 
kesehatan dan bio-teknologi dan 
lainnya. Indonesia juga berpatisipasi 
aktif dalam kegiatan proyek nasional 
negara lainnya di berbagai bidang.

SOM ke-15 di Bangkok
Dalam SOM tersebut Delri telah 

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Indonesia’s Non-Paper on the 

Follow-Up on Uluwatu Declaration 
untuk menjadi tuntunan bagi 
negara-negara anggota guna 
melaksanakan kerja sama dalam 
kerangka FEALAC di masa depan;

b. Pengajuan FEALAC National 
Projects Indonesia pada tahun 
2014-2015, yaitu:
(i). WG on Culture, Youth and 

Gender, Sports (WGCYGS), 
dengan focal point Kementerian 
Pemuda dan Olahraga serta 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.
• Rencana 2nd World Culture 

Forum (WCF II), dengan 
tema “The Power of 
Culture and Sustainable 
Development” pada tahun 
2015, dengan focal point 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan;

• FEALAC Youth Forum 
bertemakan “Strengthening 
the Pacifi c Web”, yang semula 
akan diselenggarakan 
pada tahun 2014, namun 
kemudian ditunda menjadi 
tanggal 19-21 September 
2015 di Bandung, dan 
berubah namanya menjadi 
“Indonesia-FEALAC Youth 
Conference: Empowering the 
Atlantic-Pacifi c Net”.

(ii).WG on Science and Technology, 
Innovation and Education 
(WGSTIE):
• The 2nd ASEAN-FEALAC 

International Joint Workshop 
bertemakan “Initiatives on 
Sustainable Bio-Resources 
for Bio-Energy, Potential 
Cooperation between East 
Asia and Latin America”, 
yang pertama kali telah 
diselenggarakan di Bogor 

keputusan, menerima dokumen akhir, 
mengarahkan kebijakan FEALAC ke 
depan dan menyetujui proyek-proyek 
nasional dan bi-regional. PTM telah 
diselenggarakan selama 6 (enam) kali, 
dan PTM ke-6 diselenggarakan di Bali, 
Indonesia, pada bulan Juni 2013.

Ad.2: SOM diselenggarakan 
setiap tahun di salah satu negara 
coordinator regional. SOM 
bertugas mempersiapkan PTM dan 
memberikan petunjuk pelaksanaan 
serta rekomendasi mengenai tugas 
FEALAC kepada PTM. SOM berperan 
penting dalam merumuskan arah dan 
perkembangan kerja sama negara-
negara FEALAC. Hingga saat ini SOM 
telah diselenggarakan 15 (lima belas) 
kali, dan terakhir di Bangkok, Thailand, 
pada bulan Agustus 2014.

Ad.3: Pertemuan Kelompok Kerja 
(working groups/WG), melaksanakan 
keputusan PTM dan mengembangkan 
serta merekomendasikan rencana 
khusus mengenai kerja sama di 
berbagai bidang dan mengidentifi kasi 
proyek nasional dan bi-regional yang 
dapat dimasukan ke dalam FEALAC. 
WGs sesuai keputusan Uluwatu 
Declaration 2013, terdiri dari 4 
(empat) WGs, yaitu (1) WG on Socio-
Political Cooperation and Sustainable 
Development (WGSPCSD); (2) WG on 
Culture, Youth and Gender, Sports 
(WGCYGS); (3) WG on Trade, Investment, 
Tourism, MSMEs (WGTTIs); dan (4) WG 
on Science and Technology, Innovation 
and Education (WGSTIE). Setiap WG 
dikoordinasikan oleh co-chairs yang 
terdiri dari 2 (dua) negara dan bersifat 
sukarela sebagai co-chairs.

Proyek Nasional dan Bi-regional
Berdasarkan data FEALAC, ada 

ratusan proyek-proyek nasional 
yang diselenggarakan oleh negara 
anggota yang isu penyelenggaraannya 
didasarkan pada kelompok kerja. 
Proyek nasional ada yang bersifat 
domestik tanpa melibatkan negara 
FEALAC lainnya, ataupun yang sifatnya 
internasional dengan melibatkan 
negara FEALAC, termasuk partisipasi 
Indonesia. Di Indonesia, telah puluhan 
kali menyelenggarakan proyek nasional 
yang bersifat domestik ataupun 
internasional, seperti FEALAC Youth 
Leaders’ Dialogue (FYD), Journalist 
Visit Programme/Familiarization Trip 

Forum for East Asia and 
Latin America Cooperation 

(FEALAC)

Forum for East Asia and Latin 
America Cooperation (FEALAC) digagas 
oleh PM Singapura dan Presiden Chile 
pada tahun 1998.  FEALAC menjadi 
resmi pada saat PTM ke-1 tahun 2001 di 
Santiago, Chile, dengan menghasilkan 
dokumen Framework for a Forum for 
Dialogue and Cooperation between East 
Asia and Latin America. FEALAC saat ini 
merupakan satu-satunya mekanisme 
kerja sama regional antara kawasan 
Asia Timur dan Amerika Latin.

FEALAC beranggotakan 36 negara 
(16 negara dari kawasan Asia Timur 
dan 20 negara dari kawasan Amerika 
Latin).

Pembentukan FEALAC 
dilandaskan pada prinsip “respect for 
sovereignty and territorial integrity, 
non- interference, equal, mutual benefi t, 
common goal of development, respect 
and understanding for culture, way of 
life, and decision making by consensus”, 
dan diarahkan untuk:
1. Meningkatkan saling kesepahaman, 

kepercayaan, dialog politik dan 
kerja sama antar negara anggota,  

2. Menggali potensi kerja sama di 
berbagai bidang seperti ekonomi, 
perdagangan, investasi, keuangan, 
ilmu pengetahuan, teknologi, 
perlindungan lingkungan hidup, 
budaya, olah raga dan people-to-
people exchange, dan, 

3. Memperluas common ground atas 
isu-isu internasional di bidang 
politik dan ekonomi agar dapat 
bekerja sama dalam berbagai 
forum internasional dalam 
memperjuangkan kepentingan 
bersama.

Modalitas FEALAC didasarkan 
pada pertemuan-pertemuan (1) 
tingkat menteri luar negeri (PTM), (2) 
pertemuan pejabat tinggi (SOM), dan 
(3) kelompok kerja (working groups/
WGs).

Ad 1: PTM dilaksanakan setiap 
2 (dua) tahun sekali yang secara 
bergiliran diselenggarakan di salah 
satu negara yang menjabat sebagai 
koordinator regional. PTM merupakan 
forum tertinggi untuk mengambil 
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ASEM SMEs Eco-Innovation Center).

Sementara itu, kerja sama di bidang 
sosial dan budaya merupakan satu pilar 
kerja sama yang digunakan Indonesia, 
antara lain guna meningkatkan SDM 
dan pemahaman mengenai keragaman 
budaya negara-negara anggota ASEM. 
Program yang telah berjalan saat ini 
antara lain interfaith dialogue, human 
rights seminar, networking antara 
universitas, pengiriman pemuda/
mahasiswa, dll.

Update Kerja Sama ASEM: 
Connectivity
• Pada KTT ASEM ke-10 di Milan pada 

16-17 Oktober 2014, para Pemimpin 
ASEM telah menggariskan visi 
mengenai konektivitas yang antara 
lain meliputi fasilitasi mobilitas 
masyarakat ASEM, perdagangan, 
investasi, energi, informasi, 
pengetahuan dan gagasan dan 
kelembagaan. Selain itu secara 
khusus telah disinggung mengenai 
pentingnya pembentukan sistem 
transportasi darat, maritim dan 
udara yang terpadu, aman dan 
efi sien.

• Operasionalisasi konsep 
konektivitas telah diupayakan 
antara lain melalui penyelenggaraan 
ASEM Think-Thank Symposium on 
Connectivity di Shanghai, tanggal 
22-23 Juli 2014. Direkomendasikan 
agar penekanan konektivitas 
ASEM dijadikan prioritas kerja 
sama dan bertumpu pada sektor 
ekonomi. Hal ini berarti diperlukan 
adanya hard infrastructure antara 
lain infrastruktur transportasi, 
perdagangan dan investasi, people-
to-people contact, jaringan logistik, 
jalur energi, dan informasi dan 
teknologi komunikasi. Selain itu 
diperlukan soft infrastructure 
berupa kebijakan, strategi, cukai, 
pengembangan kapasitas dalam 
kerja sama lintas batas.

• Dalam simposium disinggung 
bench-marking ASEM untuk 
konektivitas adalah Master 
Plan on ASEAN Connectivity, EU 
Single Market dan inisiatif China 
mengenai Silk Road Economic Belt 
and 21st Century Maritime Silk Road.

ASEM Tangible Areas of Cooperation
• Pada ASEM Foreign Ministers 

Meeting (FMM) ke-11/2013 di New 

terus berkembang hingga mencakup 
53 mitra (partners) yang terdiri dari 
21 negara Asia, 30 negara Eropa, 
Sekretariat ASEAN, dan Uni Eropa. 
ASEM merupakan forum dialog 
dan kerja sama antar-kawasan Asia 
dan Eropa yang ditujukan untuk 
menciptakan kemitraan dan kemajuan 
Asia-Eropa, memperkuat dialog 
yang setara dan membangun saling 
pengertian kedua kawasan. Sifat 
kerja sama ASEM adalah informal, 
non-binding, multi-dimensional dan 
evolutionary. Fokus ASEM pada tiga 
pilar kerja sama yaitu politik; ekonomi; 
dan sosial-budaya.

Saat ini dalam lingkup ASEM 
antara lain Foreign Ministers Meeting 
dan KTT telah muncul pemikiran 
yang semakin kuat untuk mendorong 
agar kerja sama ASEM ke depan dapat 
menghasilkan dampak nyata (kongkrit) 
kepada pemangku kepentingan ASEM 
yang luas. Selain itu terdapat misi agar 
ASEM semakin dikenal masyarakat.  

Bagi politik luar negeri Indonesia, 
ASEM merupakan “jembatan” yang 
dibangun untuk mengurangi celah 
(gap) antara kedua kawasan. ASEM 
juga merupakan salah satu media bagi 
Indonesia untuk memperkuat posisi 
diantara negara-negara Asia dalam 
bekerja sama dengan Eropa (UE).

Kerja sama bidang ekonomi 
merupakan bidang yang terus 
diupayakan melalui ASEM. Guna 
mendukung upaya ini, maka telah 
dibentuk Asia-Europe Business Forum 
(AEBF) dengan anggota para pelaku 
bisnis dari negara-negara ASEM. 
Antara AEBF dan forum resmi ASEM 
dilakukan dialog dengan harapan 
dicapai suatu keharmonisan antara 
pengambil kebijakan dengan pelaku 
bisnis. ASEM antara lain juga 
dimanfaatkan sebagai media untuk 
penguatan kemampuan Indonesia 
dalam menghadapi peraturan/
standar yang ditetapkan UE dan juga 
dalam menghadapi aturan-aturan 
WTO.  Selain melalui forum ASEM, 
pelaksanaan kerja sama juga dilakukan 
melalui jalur bilateral sehingga terjadi 
kerja sama saling menguatkan dan 
melengkapi satu sama lain, contohnya 
kerja sama dengan Korea Selatan di 
bidang UKM (pembentukan Green 
Business Center di bawah kerangka 

pada tanggal 27 Agustus 
2014 dan merupakan 
rangkaian dari the 9th ASEAN 
Science and Technology 
(ASTW IX), focal point 
Kementerian Riset, teknologi 
dan Pendidikan Tinggi;

• Program Beasiswa bagi 
negara-negara anggota 
FEALAC (Kemenlu);

• Usulan Indonesia bersama 
dengan Thailand untuk 
membentuk Latin America 
Study dan/atau East Asia 
Study di universitas di 
masing-masing kawasan, 
dengan memanfaatkan 
“Network of Networks” guna 
menindaklanjuti FEALAC 
University Network, voval 
point Kementerian Luar 
Negeri serta Kementerian 
Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi.

c. Kesepakatan untuk mendukung 
tindak lanjut dari 2 (dua) iconic 
project FEALAC, yaitu:
(i).National project Brazil mengenai 

status FEALAC University 
Network (FUN). 

(ii).National project Ekuador 
mengenai Pembentukan 
Portal FEALAC Bi-Regional 
Development Center for SMEs. 

d. Kesepakatan untuk mendukung 
usulan Indonesia pada Pertemuan 
Pertama WG on Socio-Political 
Cooperation and Sustainable 
Development (WGSPCSD I) agar 
Workshop on FEALAC Drug 
Law Enforcement Offi  cials dapat 
diselenggarakan setiap tahun.

e. Perlunya keterlibatan pelaku usaha, 
khususnya di sektor pariwisata 
untuk meningkatkan arus wisata dan 
perdagangan antar kedua kawasan 
dalam rangka mewujudkan lebih 
lanjut connectivity dan networking, 
sebagaimana usulan Indonesia 
pada Pertemuan Pertama WG on 
Trade, Investment, Tourism, MSMEs 
(WGTTIs).   

Asia Europe Meeting 
(ASEM)

Asia Europe Meeting (ASEM) 
didirikan di Bangkok tahun 1996. 
Hingga saat ini keanggotaan ASEM 
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fokus pada upaya pelestarian 
sumber daya alam dan lingkungan.

4. Perkembangan positif kerja sama 
BIMP-EAGA, khususnya pilar 
konektivitas (pembukaan jalur 
udara baru dan proyek pembangkit 
tenaga listrik Kalimantan Barat-
Sawarak).

5. Penyelesaian hambatan 
pembentukan BIMP Facilitation 
Center (BIMP-FC) sebagai langkah 
penguatan institusional.

6. Peningkatan kerja sama dan 
kolaborasi dengan negara Mitra 
Pembangunan BIMP-EAGA, 
Sekretariat ASEAN, dan ADB dalam 
pengembangan berbagai program 
BIMP-EAGA.

Terkait dengan pencapaian dalam 
kerja sama BIMP-EAGA, perkembangan 
kerja sama meliputi:
1. Konektivitas

Sebagai building block dari 
ASEAN Connectivity, BIMP-EAGA 
mengembangkan rute General 
Santos/Davao - Bitung, yang 
masih membahas aspek Customs, 
Immigration, Quarantine and 
Security (CIQS). Dalam pembahasan 
Air Linkages, terdapat upaya 
pembukaan 2 rute yakni (1) Kuching 
– Mulu – Bandar Sri Begawan oleh 
Express Air dan (2) Manado – Davao 
oleh MASwings.

2. Perdagangan dan Investasi
Kegiatan yang dilaksanakan antara 
lain BIMP-EAGA Integrated Culture 
Expo, 2nd SMED WG, 2nd BIMP-EAGA 
IMT-GT Trade Fair di Davao, Sabah 
International Expo, SMIDEX 2014, 
Access to Market dalam kerangka 
Sharing of Best Practices on SME 
Development, dan Identifi kasi 
terhadap 200 top BIMP-EAGA 
Recognized SMEs.

3. Pariwisata
Proyek prioritas dalam isu 
pariwisata adalah Community 
based Eco-Tourism (CBET) yakni 
mengembangkan pariwisata 
berbasis lingkungan hidup dan 
melibatkan masyarakat lokal. 
Perkembangan lainnya adalah 
bahwa beberapa tempat yang 
termasuk dalam proyek CBET sudah 
dimasukan dalam situs Equator 
Asia sebagai media promosi. Salah 
satu proyek Indonesia adalah situs 
wisata Manado Tua, Sulawesi Utara.

bisnis dari Asia dan Eropa dalam 
rangka memperkuat kerja sama 
ekonomi melalui jalur pelaku 
usaha. AEBF diadakan setiap dua 
tahun sekali, back to back dengan 
penyelenggaraan KTT ASEM. 

• Pertemuan AEBF terakhir (ke-14) 
diadakan di Milan, Italia tanggal 
15-16 Oktober 2014 dan bertema 
“Enhancing business relations to 
foster economic integration between 
Europe and Asia”. Dalam Joint 
Business Declaration AEBF14 di 
Milan ini telah disoroti komitmen 
para tokoh bisnis Asia-Eropa 
untuk meningkatkan kerja sama 
ekonomi dan perdagangan serta 
memperkuat kolaborasi industri 
dalam rangka memperkuat 
integrasi kedua kawasan. 

BIMP-EAGA

Kerja sama Brunei Darussalam-
Indonesia-Malaysia-the Philippines 
East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) 
dibentuk secara resmi pada Pertemuan 
Tingkat Menteri  (PTM) ke-1 di Davao 
City, Filipina, pada tanggal 26 Maret 
1994. Kerja sama tersebut bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat di daerah perbatasan 
negara-negara BIMP-EAGA. Wilayah 
Indonesia yang masuk dalam kerja 
sama BIMP-EAGA adalah Kalimantan, 
Sulawesi, Maluku dan Papua. Para 
pelaku usaha diharapkan menjadi 
motor penggerak kerja sama dimaksud 
sedangkan pemerintah bertindak 
sebagai regulator dan fasilitator. 

Pada KTT ke-10 BIMP-EAGA di 
Nay Pyi Taw, Myanmar tanggal 11 
Mei 2014, Delegasi RI dipimpin oleh 
Presiden RI. KTT tersebut secara umum 
menyepakati beberapa hal antara lain:
1. Peran BIMP-EAGA penting untuk 

mendukung integrasi ekonomi 
ASEAN.

2. Pentingnya peningkatan kerja sama 
di bawah empat pilar strategis dari 
IB 2012-2016, yaitu konektivitas, 
lumbung pangan, pariwisata dan 
lingkungan hidup.

3. Perwujudan integrasi kawasan 
melalui peningkatan konektivitas, 
sektor pariwisata, dan 
pembangunan berkelanjutan yang 

Delhi dan diperkuat pada KTT 
ASEM ke-10 di Milan tahun 2014, 
para mitra ASEM telah bersepakat 
untuk mengembangkan kegiatan-
kegiatan ASEM yang konkrit 
(tangible cooperation) agar dapat 
memberikan manfaat kepada 
para pemangku kepentingan yang 
seluas-luasnya.

• Dalam kerangka ASEM tangible 
cooperation, para mitra ASEM 
berinisiatif menyelenggarakan 
berbagai kegiatan seminar, 
workshop maupun konferensi 
mengenai berbagai sektor antara 
lain manajemen resiko bencana, 
manajemen perairan, kurikulum 
pendidikan, kebijakan anti-
korupsi, kesehatan, dalam rangka 
memfasilitasi pertukaran gagasan, 
informasi, pengalaman, best-
practice, dan pengembangan net-
working.

• Kontribusi Indonesia pada 
ASEM tangible-cooperation 
tahun 2014 dilakukan melalui 
penyelenggaraan ASEM Seminar 
on Social Dialogue (Co-host) dengan 
Belgia pada bulan Maret 2014; 
ASEM Conference on Fostering 
Green Business of the SMEs pada 
bulan Juni 2014 dan ASEM Seminar 
on Nuclear Safety pada bulan 
November 2014. Indonesia pada 
periode 2013-2017 juga berperan 
sebagai ASEM Education Secretariat 
dimana Indonesia terlibat aktif dan 
mengkoordinasi semua kegiatan 
ASEM education process.

Kerja Sama Ekonomi ASEM
• Acara 11th Asia-Europe Finance 

Ministers’ Meeting (FinMM) di Milan, 
Italia antara lain ditujukan untuk 
merevitalisasi komitmen kerja 
sama ekonomi ASEM. Pertemuan 
bertema “A New Strategic Alliance 
to Create Sustainable and Profi table 
Growth” yang berisi seruan agar 
Asia dan Eropa bekerja sama dalam 
menjaga stabilitas ekonomi dan 
kerja sama antara negara maju 
dan berkembang karena stabilitas 
merupakan kondisi utama dalam 
mencapai pertumbuhan yang lebih 
kuat;

• Selain melalui mekanisme antar-
pemerintah, ASEM memiliki 
mekanisme Asia Europe Business 
Forum (AEBF) sebagai forum 
pertemuan bagi para tokoh 
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sebagai upaya penguatan institusi 
atas sekretariat IMT-GT. Para Leaders 
juga mengamati kemajuan proyek-
proyek konektivitas yang terangkum 
dalam Priority Connectivity Projects 
dan terintegrasi dengan Master Plan 
on ASEAN Connectivity (MPAC). Proyek-
proyek tersebut antara lainGreen Cities 
Initiative, Special Border Economic Zone 
dan Melaka Dumai Ro-Ro Service.

Menko Perekonomian yang 
mewakili Presiden RI saat KTT 
menyampaikan pentingnya kontribusi 
IMT-GT dalam mewujudkan dengan 
MPAC (proyek Penang-Belawan-Trang 
dan Dumai-Melaka serta Melaka-
Pekanbaru Power Interconnection).

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri 
ke-20 di Banda Aceh, 14 September 
2014, Indonesia menerima keketuaan 
IMT-GT untuk periode 2014-2015. Pada 
pertemuan tersebut, para pihak telah 
memperbaharui komitmen dalam kerja 
sama IMT-GT terutama sektor swasta 
dari Indonesia mengingat swasta 
merupakan penggerak kerja sama. 
Area yang perlu mendapat prioritas 
adalah infrastruktur serta fasilitasi 
transportasi dan perdagangan. 
Pengembangan SBEZ diharapkan dapat 
juga mengikutsertakan Indonesia, 
dimana selama ini SBEZ baru 
melibatkan Thailand dan Malaysia. 
Quick win project yang memiliki nilai 
strategis a.l. pariwisata, halal products 
dan karet.

Integrasi regional merupakan 
pilar dalam berbagai kerja sama dan 
dalam kaitan tersebut penting untuk 
mensinergikan hardware and software 
infrastructure terkait transit dan 
fasilitasi logistik.

Proyek pada kerja sama ini meliputi 
(a) transportasi dan infrastruktur; 
(b) perdagangan dan investasi; (c) 
pertanian, agro-based industry, dan 
lingkungan; (d) pariwisata; (e) produk 
dan jasa halal; dan (f) pengembangan 
SDM.

Beberapa proyek yang dianggap 
”fast tracked” projects untuk menopang 
relevansi IMT-GT adalah Melaka-
Pekanbaru Power Interconnection, 
dan Melaka-Dumai RoRo connectivity. 
Empat proyek utama yang termasuk 
dalam Signature Projects IMT-GT yaitu 

Kerja sama BIMP-EAGA telah 
mencapai beberapa kemajuan di 
berbagai bidang. Dengan keterlibatan 
institusi publik di pusat dan daerah 
serta masyarakat dalam BIMP-
EAGA, diharapkan forum ini akan 
memperlancar proses transisi 
dan persiapan Indonesia untuk 
memasuki Masyarakat Ekonomi 
ASEAN. BIMP EAGA juga diarahkan 
pada upaya mendukung penguatan 
implementasi ASEAN Master Plan of 
ASEAN Connectivity (MPAC) untuk 
membangun konektivitas yang bersifat 
inklusif dan menyeluruh dalam rangka 
meningkatkan kapasitas sumber daya 
dan membangun integrasi ekonomi 
yang lebih baik dengan negara 
tetangga.

IMT-GT

Pembentukan kerja sama 
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle (IMT-GT) diresmikan pada 
Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 
di Langkawi, Malaysia pada tanggal 
20 Juli 1993. IMT-GT bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat 
di daerah perbatasan negara-negara 
IMT-GT. Wilayah Indonesia yang 
masuk dalam kerja sama IMT-GT 
adalah Pulau Sumatera yang terdiri 
dari provinsi-provinsi Aceh, Bangka-
Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, 
Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan 
Riau, Sumatera Utara dan Sumatera 
Barat. 

Mekanisme pada kerja sama 
ini pemerintah bertindak sebagai 
regulator dan fasilitator sedangkan 
swasta menjadi penggerak dan 
pelaku utama. Dalam kaitan ini, telah 
dibentuk wadah bagi para pengusaha 
di kawasan IMT-GT yang disebut Joint 
Business Council (JBC).

Pada KTT IMT-GT ke-8 di Nay Pyi 
Taw, Myanmar, 11 Mei 2014, para 
Pemimpin IMT-GT menyampaikan 
apresiasi atas perhatian forum 
kerja sama pada isu konektivitas, 
perdagangan, investasi, pariwisata 
serta pertanian. Para Leaders 
juga menyambut baik atas mulai 
beroperasinya Centre for IMT-GT 
Subregional Cooperation (CIMT) 

4. Agri-business
Indonesia mengembangkan 
proyek produksi benih jagung 
Corn Seeds Production. Pada isu 
perikanan, akan didirikan pusat 
pengembangan benih bandeng di 
Sulawesi Utara yang didanai oleh 
ADB. 

5. Lingkungan Hidup 
Indonesia sedang menjajaki proyek 
Turtle Island Heritage Protected 
Area (TIHPA) Conservation and 
Ecotourism Project yang diusulkan 
Malaysia dan Filipina sebagai 
upaya konservasi Penyu Hijau di 
Turtle Islands.

6. Energi dan infrastruktur
Proyek Trans Borneo Power Grid 
yang sudah disetujui di dalam 
The Power Exchange Agreement 
pada tanggal 5 September 2012 
dan dilanjutkan oleh proyek 
Sarawak – West Kalimantan 
Power Interconnection dibawah 
Amendment and restated Power 
Exchange Agreement yang 
ditandatangani pada tahun 
2013. Selain itu, terdapat pula 2 
(dua) proyek baru yakni Borneo-
Kalimantan-Mindanao Power 
Interconnection dan Community-
based Capacity Building on Micro-
Hydro Power.

7. Isu Informasi, Komunikasi dan 
Teknologi
Salah satu proyek pengembangan 
informasi dan komunikasi di 
bawah Implementation Blueprint 
(IB) 2012-2014 adalah BIMP-EAGA 
Submarine and Terrestial (BEST) 
Cable Project. Studi kelayakan telah 
diselesaikan pada bulan Mei 2013 
dan konsorsium para investor telah 
dibentuk.

8. Pendirian BIMP-FC
Negara anggota masih berupaya 
untuk menyelesaikan pendirian 
BIMP Facilitation Center (BIMP 
FC) sebagai sekretariat dari BIMP-
EAGA. Pembahasan MoU draft 
pendirian BIMP FC tidak kunjung 
selesai karena terdapat ketidak-
sepahaman antara Malaysia 
dan Filipina terkait salah satu 
paragraf Prejudicial Clause yang 
terdapat dalam MoU. Dalam 
beberapa kesempatan, Indonesia 
selalu berupaya membantu 
dan memfasilitasi proses 
penyelesaiannya.  
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selaku Koordinator MOI. Melalui 
posisi tersebut maka Indonesia 
dapat mendorong peningkatan 
kerja sama di bidang kelautan, 
termasuk dengan mengembangkan 
pandangan Blue Economy yang 
sudah disepakati di APEC 2014. 
Koordinator MOI dari BAPPENAS 
diharapkan dapat segera menyusun 
prioritas Indonesia di APEC, agar 
sesuai dengan agenda isu maritim 
Pemri. 

f. Dengan pengesahan program kerja 
untuk mempermudah pengiriman 
personil tanggap bencana dan 
peralatannya (Workplan on 
Emergency Response Travel 
Facilitation), yang dimaksudkan 
untuk mempercepat telaksananya 
bantuan tanggap bencana di 
lapangan dan saat rekonstruksi 
di tengah Asia-Pasifi k yang rawan 
bencana. Untuk terus menjalankan 
program kerja dimaksud perlu 
koordinasi secara domestik.

Enam agenda tersebut telah 
dicerminkan dalam dokumen-
dokumen hasil akhir APEC China 2014, 
yaitu:
a. Leaders’ Statement on the 25th 

Anniversary of APEC “Shaping 
the Future through Asia-Pacifi c 
Partnership”, yang menyepakati 
peningkatan kemitraan Asia-Pasifi k 
selama 25 tahun mendatang,

b. APEC Leader’s Declaration 2014 
“Beijing Agenda for an Integrated, 
Innovative and Interconnected 
Asia-Pacifi c” dengan 4 Annex, 
yang meliputi kesepakatan untuk 
meneruskan upaya pencapaian 
Free Trade Area of the Asia Pacifi c 
(FTAAP) di masa mendatang 
melalui cara yang komprehensif 
dan sistematis; dan kesepakatan 
peningkatan konektivitas kawasan 
hingga tahun 2025, termasuk 
pembangunan dan investasi 
infrastruktur, melalui suatu Cetak 
Biru Konektivitas APEC,

c. APEC Ministerial Meeting Joint 
Ministerial Statement 2014 dengan 
8 Annex meliputi kerja sama 
terkait data standar global, energi 
terbarukan, kepabeanan, investasi 
infrastruktur melalui kerja sama 
pemerintah-swasta, peningkatan 
kapasitas dalam perdagangan dan 
investasi, ekonomi internet, kerja 
sama laut, dan anti-korupsi.

Upaya selanjutnya adalah 
untuk memastikan bahwa studi 
akan diselesaikan tepat waktu, 
dilanjutkan dengan trade policy 
dialogue, dan membuka peluang 
pada komoditas-komoditas 
tersebut, sehingga tidak dihambat 
dan bahkan mendapatkan 
keringanan tarif. 

b. Di bawah prioritas Strengthening 
Comprehensive Connectivity and 
Infrastructure, and Promoting 
Innovative Development, 
Indonesia berhasil mendorong 
komitmen APEC untuk menyusun 
dan menyepakati suatu APEC 
Connectivity Blueprint (kelanjutan 
dari keputusan para Pemimpin 
APEC tahun 2013 di Bali) yang 
memastikan bahwa isu konektivitas 
dan infrastruktur menjadi visi APEC 
hingga 2025. Selanjutnya berbagai 
instansi Pemri perlu berkoordinasi 
dan memastikan bahwa berbagai 
target dan 27 key initiatives RI 
dalam Blueprint dapat dicapai. 

c. Selain itu, dengan dukungan 
APEC bagi kelanjutan Public-
Private Partnership (PPP) Expert 
Panel yang akan membantu 
Indonesia mendirikan PPP Center 
di Kementerian Keuangan RI dan 
disambutnya rencana Indonesia 
untuk menyusun Guidebook on 
PPP Framework, maka dapat 
disusun rencana konkrit bagi 
pemanfaatan kerja sama APEC 
dalam pengembangan dan investasi 
infrastruktur, diantaranya guna 
peningkatan pemahaman tentang 
mekanisme Kemitraan Pemerintah-
Swasta (KPS).  

d. APEC juga telah menerima gagasan 
Indonesia untuk meningkatkan 
sinergi antara APEC dengan 
berbagai fora dan proses 
regional dan internasional, untuk 
memastikan tidak terjadinya 
duplikasi pembahasan isu, 
menjadikan APEC tetap relevan dan 
memastikan upaya bersama dalam 
mengatasi berbagai tantangan 
global.

e. Di bawah prioritas Promoting 
Innovative Development, Economic 
Reform, and Growth, Indonesia 
berhasil mendorong kesepakatan 
mengenai pembentukan Steering 
Council of Mainstreaming Ocean-
Related Issues (MOI) usulan 
Indonesia, dan keketuaan Indonesia 

jalur ferry Melaka-Dumai Roro, Melaka-
Pekanbaru Power Interconnection, 
Green Cities Initiatives dan Special 
Border Economic Zone (SBEZ).

Melalui keterlibatan Indonesia 
dalam kerja sama ini, institusi publik 
di pusat dan daerah serta masyarakat 
termasuk di dalamnya pihak swasta 
secara bersama telah melakukan kontak 
dengan institusi dari negara tetangga 
untuk menyamakan pandangan dan 
secara bersama merumuskan suatu 
kegiatan yang secara riil akan memiliki 
dampak bagi kemajuan masyarakat di 
daerah-daerah yang selama ini berada 
di perbatasan dan jarang terkena 
dampak langsung pembangunan di 
pusat. Melalui keterlibatan dalam 
proyek IMT-GT, pemerintah pusat, 
daerah serta masyarakat termasuk 
swasta telah memberikan fondasi 
bagi persiapan Indonesia dalam 
menyongsong era masyarakat ekonomi 
ASEAN mengingat IMT-GT merupakan 
building block dari ASEAN dan proyek-
proyeknya sebagai test-bed dari MPAC.

APEC

Pada tahun 2014, RRT telah 
menjadi tuan rumah dan ketua APEC. 
Tema yang diangkat dalam APEC 
China 2014 adalah “Shaping the Future 
through Asia-Pacifi c Partnership”. 
Tema ini dijabarkan dalam tiga 
prioritas yaitu Strengthening Regional 
Economic Integration, Strengthening 
Comprehensive Connectivity and 
Infrastructure, and Promoting 
Innovative Development, Economic 
Reform, and Growth. 

Di bawah ketiga prioritas tersebut, 
Indonesia berhasil memajukan 6 
agenda utama yang mencerminkan 
kepentingan nasional, yaitu: 
a. Di bawah prioritas Strengthening 

Regional Economic Integration, 
Indonesia berhasil menggalang 
dukungan APEC untuk melanjutkan 
studi tentang “development 
products”, yang dimaksudkan 
untuk memperjuangkan beberapa 
komoditas penting seperti minyak 
sawit, karet alam, kertas, rotan, 
dan produk perikanan, yang 
dapat mengentaskan kemiskinan 
dan pengembangan pedesaan. 
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Pacifi c Islands Developments Forum 
(PIDF)

Berbeda dengan PIF yang 
merupakan forum antarpemerintah, 
Pacifi c Islands Developments 
Forum (PIDF) merupakan prakarsa 
Pemerintah Fiji untuk mempertemukan 
unsur-unsur pemerintah, bisnis dan 
masyarakat sipil dalam membahas isu-
isu pembangunan di negara-negara 
kepulauan Pasifi k. 

Sebagai wujud arti penting 
kawasan ini, pada tahun 2014, Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono melakukan 
kunjungan bersejarah ke Pasifi k 
memenuhi undangan Perdana Menteri 
Fiji untuk hadir sebagai chief guest pada 
Pertemuan Ke-2 PIDF pada tanggal 18-
20 Juni 2014 di Nadi, Fiji. Kunjungan 
ini merupakan kali pertama seorang 
presiden RI mengunjungi sebuah 
negara di kawasan Pasifi k selain Papua 
Nugini.

Dalam kesempatan itu, Presiden 
menegaskan:
a. Indonesia berkomitmen dalam 

peningkatan kerja sama dengan 
negara-negara PIDF di bidang-
bidang yang menjadi kepentingan 
bersama, melalui: (i) perluasan 
kawasan lindung maritim sebagai 
wujud kerja sama konservasi 
sumber daya kelautan dan 
perikanan;  (ii) kemungkinan 
partisipasi negara-negara PIDF 
dalam kerja sama Coral Triangle 
Initiative yang diinisiasi Indonesia; 
(iii) undangan kepada negara-
negara PIDF untuk menghadiri 
exercise penanganan bencana di 
forum regional seperti ASEAN 
sebagai bagian dari upaya mitigasi 
dampak perubahan iklim; serta 
(iii) pengalokasian US$ 20 juta 
untuk pendanaan program capacity 
building bagi negara-negara Pasifi k 
untuk lima tahun ke depan. 

b. Indonesia juga mendorong 
konektivitas antara kedua kawasan 
guna memfasilitasi people-to-people 
contact melalui pembangunan 
infrastruktur hubungan udara 
maupun laut dengan melibatkan 
kalangan bisnis. 

c. Indonesia berkomitmen mening-
katkan volume perdagangan 
dengan Pasifi k dari USD 318 juta 
(2013) menjadi USD 1 milyar melalui 
forum kerja sama subregional.

Pacifi c Islands Forum (PIF)
Pacifi c Islands Forum (PIF) 

merupakan organisasi utama 
antarpemerintah di kawasan Pasifi k 
yang dibentuk pada tahun 1971, 
beranggotakan 16 negara, yaitu 
Australia, Cook Islands, Fiji (dibekukan 
sejak 2009), Kiribati, Marshall Islands, 
Nauru, Niue, Federasi Micronesia, 
Palau, Papua Nugini, Selandia Baru, 
Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, Tonga, 
dan Vanuatu. Di samping anggota tetap, 
PIF memiliki dua associate members 
yaitu Kaledonia Baru dan Polinesia 
Perancis. 

PIF juga memiliki 13 mitra dialog, 
yaitu: Amerika Serikat, China, Filipina, 
India, Indonesia, Inggris, Jepang, 
Kanada, Korea, Malaysia, Perancis, 
Thailand, dan Uni Eropa. Indonesia 
menjadi mitra dialog PIF sejak tahun 
2001. 

Sejak tahun 1989, PIF secara rutin 
bertemu dengan mitra-mitra dialognya 
dan beberapa organisasi terpilih 
dalam Post Forum Dialogue (PFD), 
yang diadakan setelah pertemuan 
para kepala negara PIF. Sejak menjadi 
negara mitra dialog PIF, Indonesia 
selalu aktif berpartisipasi dalam 
Pertemuan PIF-PFD. 

Dalam Pertemuan ke-26 PIF-PFD 
di Palau, 1 Agustus 2014, para mitra 
dialog menyampaikan dukungannya 
terhadap kesepakatan PIF yang 
kali ini bertemakan “The Ocean: 
Life and Future”. Indonesia sendiri 
menyampaikan komitmennya untuk 
terus bekerja sama dengan PIF 
dalam penanganan konservasi laut, 
serta melanjutkan kerja sama teknik 
dalam bidang pertanian, perikanan, 
kebudayaan, good governance dan 
mitigasi bencana alam.

Sebagai negara mitra dialog, 
Indonesia telah aktif berkontribusi 
secara konkret dalam kerja sama di 
kawasan Pasifi k. Hal ini diwujudkan, 
antara lain, dengan menyelenggarakan 
berbagai program capacity building 
bagi negara-negara Pasifi k, maupun 
dengan mengikutsertakan mereka 
dalam program kegiatan yang diadakan 
oleh Pemerintah Indonesia, seperti 
Bandung Spirit Program yang diadakan 
setiap dua tahun sejak tahun 2007.

Penyelenggaraan rangkaian KTT 
ke-22 APEC di Beijing tanggal 10-11 
November 2014, merupakan kunjungan 
internasional pertama untuk Presiden 
RI 2014-2019, dan Menteri Luar Negeri 
dan Menteri Perdagangan dari Kabinet 
Indonesia Hebat. Setelah melalui 
berbagai upaya dan komunikasi di 
berbagai tingkatan Pemerintahan RRT, 
Presiden RI akhirnya dijadwalkan 
menjadi salah satu pembicara tunggal 
pada APEC CEO Summit 2014, seperti 
halnya Presiden AS, Presiden Russia, 
dan Presiden RRT. Pada ABAC Dialogue 
with Leaders, Presiden RI berada di 
kelompok 1 bersama dengan AS, Korea 
dan Singapura. 

Selama tahun keketuaan APEC 
2014, RRT telah menyelenggarakan 
sekitar 210 pertemuan di tingkat teknis, 
Pejabat Tinggi, Menteri, maupun 
Pemimpin APEC di berbagai kota di 
RRT. 

Filipina akan menjadi Ketua APEC 
tahun 2015 dan akan mengawalinya 
dengan menyelenggarakan Informal 
Senior Offi  cials Meeting (ISOM) pada 8-9 
Desember 2014 di Legazpi City, Filipina. 
Pada tahun 2015, Indonesia akan 
memperjuangkan berbagai komitmen 
yang telah disepakati di APEC 2014, 
utamanya terkait promosi kerja sama 
perdagangan produk-produk yang 
berkontribusi terhadap pembangunan 
berkelanjutan melalui pembangunan 
pedesaan dan pengentasan kemiskinan; 
pengembangan konektivitas; 
dan pembangunan dan investasi 
infrastruktur.

Forum Kepulauan 
Pasifi k (PIF) dan Forum 

Pembangunan Kepulauan 
Pasifi k

Kawasan Pasifi k merupakan 
wilayah yang berbatasan dengan 
Indonesia bagian Timur dan memiliki 
nilai strategis yang sangat besar. Posisi 
geografi s Indonesia yang berada di 
antara Benua Asia dan Australia serta 
di antara Samudera Pasifi k dan Hindia, 
memberikan Indonesia peluang besar 
untuk berperan menjembatani dan 
membantu mengintegrasikan kawasan 
Pasifi k dengan forum-forum kerja 
sama yang lebih luas.
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pembentukannya juga disepakati 
bahwa di masa mendatang, 
keanggotaan SwPD dapat diperluas 
berdasarkan kriteria pertimbangan 
geografi s dan persetujuan dari seluruh 
anggota.

Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) 
SwPD diadakan setahun sekali di sela-
sela Sidang ASEAN Ministerial Meeting/
Post Ministerial Conference dan ASEAN 
Regional Forum (AMM/PMC dan ARF).

Pada pertemuan SwPD tahun 2012 
disepakati bahwa isu konektivitas, 
kerja sama dan konservasi maritim, 
serta demokrasi menjadi agenda tetap 
dalam SwPD.

Dalam PTM Ke-12 SwPD di 
Myanmar tanggal 9 Agustus 2014,  
Menlu RI menyampaikan perlunya 
membangun sinergi antara kerja 
sama regional dan bilateral, termasuk 
terkait pengembangan konektivitas. 
Disampaikan pula bahwa guna 
memanfaatkan forum SwPD bagi 
pembangunan sub-kawasan, 
Pemerintah Indonesia berencana 
mengadakan workshop mengenai 
konektivitas dengan melibatkan 
sektor pemerintah dan swasta 
guna mengidentifi kasi kesenjangan 
konektivitas dan potensi ekonomi 
yang dapat dimanfaatkan.  Workshop 
diadakan pada tanggal 2-3 Desember 
2014 di Bali dan dihadiri oleh wakil-
wakil pemerintah maupun swasta dari 
negara-negara anggota SwPD.

Coral Triangle Initiative on 
Coral Reefs, Fisheries, and 

Food Security 
(CTI-CFF)

CTI-CFF merupakan tindak lanjut 
dari gagasan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono yang disampaikan di 
sela-sela Convention on Biological 
Diversity (CBD) ke-8 di Brazil pada 
2006. Gagasan ini didasarkan pada 
besarnya keanekaragaman terumbu 
karang di perairan Indonesia dan 
kawasan sekitarnya (highest level of 
coral diversity), dengan lebih dari 5000 
jenis terumbu karang, sehingga dengan 
sendirinya memiliki kekayaan sumber 
daya hayati yang besar. 

area kepentingan bersama; serta 
meningkatkan pertukaran kunjungan 
pejabat, akademisi, pemuda dan 
olahragawan.

Sebagai salah satu tindak 
lanjut kesepakatan para menteri 
yang merupakan hasil kerja keras 
diplomasi Indonesia tersebut, untuk 
pertama kalinya festival kesenian dan 
kebudayaan Melanesian Festival of Arts 
and Culture, yang diadakan di PNG 
pada bulan Juni-Juli 2014, mengundang 
Indonesia yang mengikutsertakan 
sekitar 238 penari, seniman dan 
delegasi dari Papua, Papua Barat, 
Maluku dan NTT.  Delegasi yang 
dihantar oleh Gubernur Papua ini telah 
mendapatkan sambutan yang sangat 
positif dari berbagai pihak. 

Sebagai negara yang berada di 
antara kawasan Asia Tenggara dan 
kawasan Pasifi k yang berpenduduk 
Melanesia, Indonesia perlu 
memanfaatkan lokasi strategis tersebut 
baik secara politik maupun ekonomi. 
Hal ini telah mulai dilakukan dengan 
membantu mengintegrasikan kawasan 
Pasifi k dengan forum-forum kerja 
sama yang lebih luas, melalui inisiatif 
Pemerintah Indonesia mengundang 
Dirjen MSG untuk hadir dalam 
Pertemuan Tingkat Menteri APEC di 
Bali dan dalam Bali Democracy Forum 
tahun 2013. Melanjutkan inisiatif 
tersebut, Dirjen MSG telah kembali 
diundang dan menghadiri United 
Nations Alliance of Civilizations di Bali 
pada 29-30 Agustus 2014.

Southwest Pacifi c Dialogue 
(SwPD)

Southwest Pacifi c Dialogue (SwPD) 
merupakan forum yang digagas oleh 
Indonesia sebagai upaya menjembatani 
sekaligus mempererat hubungan 
antara negara-negara anggota ASEAN, 
khususnya Indonesia, dengan negara-
negara di kawasan Pasifi k Barat Daya 
yang berbatasan dengan wilayah 
Indonesia bagian timur. 

Hingga saat ini, SwPD 
beranggotakan enam negara, yaitu 
Australia, Filipina, Indonesia, Papua 
Nugini, Selandia Baru, dan Timor 
Leste. Namun demikian, pada saat 

Melanesian Spearhead 
Group (MSG)

Melanesian Spearhead Group 
(MSG) dibentuk pada tahun 2007 dan 
beranggotakan Fiji, Front de liberation 
nationale kanak et socialiste (FLNKS) 
Kaledonia Baru, Papua Nugini, Solomon 
Islands, dan Vanuatu. MSG bertujuan 
untuk meningkatkan hubungan 
perdagangan, pertukaran budaya dan 
kerja sama teknik guna mencapai 
pertumbuhan ekonomi, pembangunan 
berkelanjutan, good governance, dan 
keamanan.

Subkawasan Melanesia ditinggali 
oleh 90% penduduk Pasifi k Selatan dan 
95% GDP Pasifi k Selatan di luar Australia 
dan Selandia Baru. Bagi Indonesia, 
subkawasan ini memiliki nilai penting 
karena berbatasan langsung dengan 
wilayah Indonesia. Lebih dari itu, lima 
provinsi di Indonesia (Papua, Papua 
Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa 
Tenggara Timur) memiliki karakteristik 
dan latar belakang budaya Melanesia 
yang hampir sama dengan negara-
negara anggota MSG. Oleh karenanya, 
Indonesia sangat serius menjalin kerja 
sama yang lebih erat di segala bidang 
dengan negara-negara MSG sebagai 
tetangga terdekat. 

Indonesia diterima menjadi 
observer MSG pada KTT MSG 
ke-18 bulan Maret 2011 di Fiji. 
Sebagai negara peninjau, Indonesia 
berkomitmen untuk berkontribusi 
dalam pembangunan dan kerja sama 
di kawasan berpenduduk Melanesia 
tersebut. Kontribusi itu diberikan di 
antaranya dalam bentuk program 
capacity building dan bantuan teknik 
lainnya sesuai kebutuhan negara-
negara anggota MSG. 

Hubungan kerja sama antara 
Indonesia dan MSG mengalami 
peningkatan yang sangat signifi kan 
dengan adanya kunjungan peningkatan 
kerja sama ekonomi dan pembangunan 
yang dilakukan oleh para Menteri Luar 
Negeri anggota MSG ke Jakarta, Jayapura 
dan Ambon pada tanggal 11-16 Januari 
2014. Kunjungan ini menghasilkan 
komitmen penting Indonesia, Fiji, 
PNG, Solomon Islands dan FLNKS 
Kaledonia Baru untuk, antara lain, 
saling mendukung kedaulatan negara; 
meningkatkan kerja sama di berbagai 
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Sebagai suatu bentuk 
implementasi dari Deklarasi NAASP 
dan sebagai wujud solidaritas politik 
negara-negara Asia-Afrika, pada tahun 
2008 di Jakarta telah diadakan NAASP 
Ministerial Conference on Capacity 
Building for Palestine yang dihadiri 218 
peserta dari 56 negara dan 3 organisasi 
internasional. Sebagai hasil dari 
pertemuan tersebut, negara-negara 
Asia dan Afrika telah memberikan 
komitmen untuk membantu 10.000 
warga Palestina untuk kurun waktu 
2008-2013, dimana Indonesia sendiri 
berkomitmen untuk memberikan 
bantuan peningkatan kapasitas bagi 
1.000 warga Palestina selama kurun 
waktu dimaksud. Komitmen Indonesia 
tersebut juga telah dipertegas kembali 
oleh Presiden RI,Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam suratnya kepada 
Presiden Palestina pada bulan Februari 
2012.

Komitmen bantuan NAASP 
Capacity  Building for Palestine periode 
pertama telah berakhir pada tahun 
2013. Indonesia telah memenuhi 
komitmennya dengan menyampaikan 
pelatihan capacity building yang terdiri 
atas 128 program dengan melibatkan 
modul pelatihan bagi 1257 warga 
Palestina. Beberapa bentuk pelatihan 
yang telah diberikan oleh Indonesia 
kepada Palestina selama tahun 
2008-2013 adalah pelatihan pejabat 
diplomatik, pertanian, perindustrian, 
pemberdayaan perempuan, 
pendidikan, Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM), infrastruktur, lingkungan 
hidup, dan pariwisata. 

Pada 1 Februari 2014, setelah 
mendapatkan persetujuan dari 
negara-negara anggota NAASP, 
Indonesia dan Afrika Selatan selaku 
NAASP Co-Chairs telah melakukan 
pertemuan guna membahas mengenai 
pelaksanaan program NAASP Capacity 
Building for Palestine selama kurun 
waktu lima tahun terakhir. Selain 
melakukan evaluasi, pertemuan juga 
menyepakati untuk memperpanjang 
komitmen NAASP guna memberikan 
bantuan capacity building untuk warga 
Palestina.

Sejalan dengan solidaritas bangsa-
bangsa Asia-Afrika yang tinggi, 
kerja sama NAASP selama sepuluh 
tahun sejak dideklarasikan oleh 

dilandaskan atas kesadaran bahwa 
pasca Konferensi Asia Afrika 1955, 
terdapat kevakuman atau “missing-
link” dalam kerja sama Asia-Afrika. 
Hal tersebut terjadi ditengah-tengah 
adanya Joint Communique yang 
mencakup “Dasasila Bandung”. 
Tidak adanya ikatan institusional 
antara kedua benua menyebabkan 
prinsip-prinsip Dasasila Bandung 
tersebut tidak berhasil diwujudkan 
secara optimal. Disamping itu, jika 
dibandingkan dengan kerja sama 
intra kawasan di dunia, seperti APEC 
(Asia Pacifi c Economic Cooperation); 
FEALAC (Forum for East Asia and Latin 
America Cooperation); ASEAN+Dialogue 
Partners, SwPD (Southwest Pacifi c 
Dialogue) yang bermunculan, bangsa-
bangsa Asia dan Afrika belum memiliki 
forum kerja sama. 

Kondisi tersebut akhirnya 
mendorong munculnya kesadaran 
untuk membangkitkan kembali 
semangat solidaritas dan kerja 
sama antara bangsa-bangsa di Asia 
dan Afrika. Indonesia dan Afrika 
Selatan sebagai inisiator kemudian 
mengambil langkah-langkah untuk 
mulai membangun “jembatan” yang 
menghubungkan kedua benua. Salah 
satu langkah yang dilakukan adalah 
dengan menyelenggarakan Konferensi 
Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT AA) 
pada tanggal 22-23 April 2005 di 
Jakarta, yang sekaligus diikuti dengan 
penyelenggaraan Commemoration of 
the Golden Jubilee of the 1955 Asian-
African Conference pada tanggal 24 
April 2005 di Bandung. Pertemuan KTT 
AA 2005 dan peringatan 50 tahun KAA 
tersebut dihadiri oleh para pemimpin 
dari 106 negara-negara di Asia dan 
Afrika.

KTT AA tahun 2005 tersebut telah 
menghasilkan beberapa kesepakatan 
akhir diantaranya yang terpenting 
adalah mengenai Declaration on 
the New Asian-African Strategic 
Partnership (NAASP) serta Joint 
Ministerial Statement on the New 
Asian-African Strategic Partnership 
Plan of Action. Deklarasi tersebut 
merupakan pernyataan kembali 
solidaritas dari bangsa-bangsa Asia-
Afrika dan penegasan komitmen untuk 
memajukan kerja sama guna mencapai 
kesejahteraan dan kemajuan bersama. 

CTI-CFF dikembangkan untuk 
membentuk mekanisme kerja sama 
antar negara-negara yang memiliki 
tujuan dan pandangan yang sama 
mengenai pengelolaan lingkungan 
hidup dan mempertahankan 
kesinambungan SDA laut di kawasan 
Coral Triangle. Inisiatif ini mencakup 
6 negara, yaitu Indonesia, Filipina, 
Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini 
dan Kepulauan Solomon, serta 
didukung oleh mitra-mitra yaitu 
Amerika Serikat, Australia, Asian 
Development Bank (ADB), Conservation 
International (CI), Nature Conservancy 
(TNC), World Wildlife Fund (WWF), dan 
Global Environment Facility (GEF).

Beberapa peran Indonesia melalui 
CTI-CFF adalah sebagai berikut: [i] 
Indonesia telah ditetapkan menjadi 
host country untuk Sekretariat Regional 
CTI-CFF; [ii] Indonesia ditunjuk sebagai 
ketua Coordination Mechanism Working 
Group (CMWG) yang menerima 
mandat dari Council of Minister 
untuk menyusun struktur organisasi 
Sekretariat Permanen CTI-CFF serta  
dokumen legal pembentukan CTI-CFF; 
serta iii) Indonesia juga menjadi ketua 
Financial Resources Working Group  
(FRWG) yang bertugas menyusun 
Financial Resources Strategy.

Pada pertemuan ke-10 pejabat 
senior (SOM) CTI-CFF di Dili pada 5-7 
November 2014, disepakati antara 
lain i) untuk menominasikan mantan 
Sekjen D-8 dan Sekjen Kementerian 
Kelautan dan Perikanan Indonesia, 
Prof. Widi Pratikno, sebagai Executive 
Director Sekreatriat Regional CTI-CFF; 
ii) Indonesia bersedia menjadi tuan 
rumah CTI SOM ke-11, Regional Business 
Forum (RBF), dan Women’s Leaders 
Forum (WLF) yang direncanakan 
diselenggarakan pada Agustus 2015; 
serta iii) SOM sepakat mengubah CTI-
CFF menjadi CTI Informal Gathering di 
sela-sela APEC 2015 bulan November 
2015 di Filipina.

New Asian-African 
Strategic Partnership 

(NAASP)

NAASP merupakan suatu 
mekanisme kerja sama yang 
menjembatani antara benua Asia 
dan Afrika. Dibentuknya NAASP 
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sama akademis dan ilmu pengetahuan 
dan teknologi, (vi) promosi pariwisata 
dan pertukaran budaya.

Kerja sama di IORA terus mengalami 
peningkatan semenjak keketuaan India 
(2011-2013)dan  Australia (2013-2015). 
Australia berhasil memberikan energi 
baru dengan memasukkan berbagai 
cross cutting issue seperti blue/ocean 
economy dan women empowerment 
dalam pembahasan di IORA. Besar 
harapan negara anggota IORA terhadap 
Indonesia pada masa keketuannya 
pada periode 2015-2017 bahwa dengan 
pengalaman Indonesia di ASEAN, 
APEC dan lain-lain, selama keketuaan 
Indonesia, kerja sama IORA akan 
memasukan babak baru yg semakin 
solid.

Perhatian Indonesia yang 
semakin besar terhadap Samudera 
Hindia perlu dimanifestasikan dalam 
kebijakan konkret Pemerintah RI, 
termasuk dalam alokasi sumber daya 
pemikiran, manusia, dan material guna 
memberi isi kepada niat politik untuk 
meningkatkan kerja sama Samudera 
Hindia. Salah satu sarananya adalah 
memanfaatkan momentum yang 
diciptakan oleh peran Indonesia 
sebagai Wakil Ketua IORA periode 2013-
2015 dan Ketua IORA periode 2015-
2017. Australia akan menyerahkan 
tongkat keketuaan IORA kepada 
Indonesia pada saat pertemuan Council 
of Ministers (COM), Oktober 2015.

yaitu Australia, Bangladesh, India, 
Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, 
Malaysia, Mauritius, Mozambique, 
Oman, Seychelles, Singapura, Afrika 
Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, 
Uni Emirat Arab, Uni Commoros dan 
Yaman. Sedangkan mitra wicara IOR-
ARC adalah Cina, Mesir, Perancis, 
Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. 

Pada pertemuan ke-14 Council 
of Ministers di Perth, 9 Oktober 2014, 
sebagaimana telah disepakati pada 
pertemuan sebelumnya tahun 2013, 
Piagam IORA diamandemen dengan 
diubahnya nama Indian Ocean Rim 
Assosication for Regional Cooperation 
(IOR-ARC) menjadi Indian Ocean Rim 
Association (IORA). Alasan utama dari 
perubahan nama tersebut adalah agar 
penyebutan nama organisasi lebih 
mudah diucapkan sehingga organisasi 
IORA lebih mudah dimasyarakatkan. 
Amandemen Piagam IORA tersebut 
ditandatangani oleh 18 negara anggota 
termasuk Indonesia.

IORA sebagai organisasi utama 
kerja sama regional di kawasan 
Samudera Hindia diharapkan dapat 
memainkan peran yang lebih luas 
melalui peluang-peluang kerja sama di 
enam bidang prioritas IORA. Keenam 
bidang prioritas tersebut adalah: (i) 
keamanan dan keselamatan maritim, 
(ii) fasilitasi perdagangan dan investasi, 
(iii) manajemen perikanan, (iv) 
pengurangan resiko bencana, (v) kerja 

para pemimpin bangsa-bangsa Asia-
Afrika dirasakan belum mencapai 
perkembangan yang cukup berarti. 
Salah satu upaya yang tengah 
dilakukan oleh pihak Afrika guna 
mendorong kerja sama NAASP adalah 
mengupayakan agar NAASP masuk ke 
dalam struktur dan proses Uni Afrika. 
Sementara itu, Indonesia selaku salah 
satu penggagas dan Co-chairs NAASP 
juga memandang bahwa NAASP perlu 
dihidupkan kembali melalui upaya-
upaya yang dapat mendorong kerja 
sama nyata antara kedua benua. 
Hal tersebut sejalan dengan sikap 
Pemerintah RI yang berpandangan 
bahwa peringatan 10 tahun NAASP 
dan 60 tahun KAA pada tahun 2015 
merupakan momentum yang tepat 
untuk mengupayakan revitalisasi 
NAASP sekaligus meningkatkan kerja 
sama Indonesia dengan negara-negara 
Afrika secara keseluruhan.

Indian Ocean Rim 
Association for Regional 
Cooperation (IOR-ARC)

Indian Ocean Rim Association 
for Regional Cooperation (IOR-ARC) 
dideklarasikan di Mauritius pada bulan 
Maret 1997. IOR-ARC beranggotakan 20 
negara yang terletak di kawasan yang 
strategis bagi rute perdagangan dan 
jalur ekonomi yang menghubungkan 
Samudera Pasifi k dan Atlantik 
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Pokok kerja sama energi dalam 
PoA adalah menciptakan ketahanan 
energi terutama terkait sumber energi 
baru terbarukan dan bahan bakar 
alternatif. PoA memuat beberapa area 
kerja sama antara lain:
a. Mengembangan dan pemanfaatan 

sumber energi baru terbarukan dan 
bahan bakar non-konvensional;

b. Melakukan eksplorasi, 
pengembangan dan pemanfaatan 
sumber energi setempat 
(indigenous) dengan menggunakan 
teknologi yang efi sien dan ramah 
lingkungan;

c. Mempromosikan efi siensi energi 
dan program konservasi energi;

d. Mendirikan regional network dan 
fasilitasi perdagangan infrastruktur 
energi;

e. Mendukung investasi baru dalam 
sumber bahan bakar fosil yang 
ramah lingkungan.

Dalam rangka 
mengimplementasikan 5 (lima) area 
kerja sama tematik sebagaimana 
tersebut di atas, PoA memuat beberapa 
kegiatan yang merupakan komitmen 
negara-negara anggota ACD. Indonesia 
untuk tahun 2014 mengagendakan 
2 (dua) kegiatan yakni Workshop on 
Promotion ad Standardization of Biofuels 
dan Best practices of Micro-hydro Power 
Plant for Rural Electrifi cation. 

Pada tanggal 29-30 Oktober 2014 
telah diselenggarakan Workshop on 
Promotion and Standardization of 
Biofuels di Jakarta yang telah dihadiri 
oleh 11 negara anggota ACD antara 
lain Afganistan, Bangladesh, Kuwait, 
Malaysia, Filipina, Sri Lanka, Thailand, 
Laos, Rusia, Pakistan dan Kamboja. 
Adapun Workshop on Best practices 
of Micro-hydro Power Plant for Rural 
Electrifi cation akan diagendakan pada 
tahun 2015.

Dengan cakupan kerja sama yang 
cukup luas dan penting khususnya 
isu energi dan konektivitas. Indonesia 
memiliki kepentingan yang cukup 
besar dalam kerja sama ACD mengingat 
isu energi merupakan isu sentral 
dalam pembangunan nasional. Sejalan 
dengan kebijakan pemerintahan 
baru di Indonesia, isu konektivitas 
khususnya maritim menjadi salah 
satu area dalam kerangka kerja sama 

Prinsip dasar yang dianut oleh ACD 
adalah mengkonsolidasi kekuatan dan 
daya kemampuan kompetisi dengan 
memaksimalkan keanekaragaman 
dan kekayaan sumber daya di Asia 
dan berpedoman pada nilai dasar ACD 
yakni positive thinking; informality; 
voluntarism; non-institutionalization; 
keterbuka-an; respect for diversity; the 
comfort level of member countries dan 
the evolving nature of ACD.

Adapun tujuan dari ACD adalah:
1. Mempromosikan interdependensi 

dan kerja sama antar negara 
Asia dengan mengidentifi kasi 
persamaan kekuatan dan 
kesempatan untuk mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat Asia 
serta meningkatkan masyarakat 
yang berbasis pengetahuan di 
wilayah Asia dan meningkatkan 
kemampuan komunitas dan 
masyarakat.

2. Memperluas pasar fi nansial 
dan perdagangan di Asia dan 
meningkatkan nilai tawar negara 
Asia dalam hal kompetisi dan 
meningkatkan ekonomi Asia dan 
kompetisi di pasar global.

3. Menyediakan wadah untuk 
mengurangi missing link 
dalam kerja sama Asia dengan 
mengimplementasikan kerangka 
kerja sama yang sudah ada 
sehingga menjadi rekan yang nyata 
di kawasan.

4. Mentransformasi benua Asia 
menjadi Asian Community, yang 
mampu untuk berinteraksi dengan 
bagian lain di dunia dengan pijakan 
yang sama dan mengkontribusi 
positif  menuju perdamaian dan 
kesejahteraan bersama.

Bidang kerja sama ACD meliputi 20 
area kerja sama, antara lain di bidang 
pariwisata dan energy. Bersama-
sama dengan Bahrain, Cina, Filipina, 
Kazakhstan, dan Qatar, Indonesia 
menjadi co-prime movers bidang 
energi. Sebagai salah satu co-prime 
movers, Indonesia terlibat secara aktif 
dalam berbagai aktivitas di area kerja 
sama tersebut. Energy Action Plan 
prakarsa Indonesia telah disahkan 
dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-
12 ACD di Manama, 25 November 2013.

Indonesia juga secara 
berkesinambungan mendukung upaya 
penguatan organisasi dan Sekretariat. 
Sebagai wujud dari komitmen 
Indonesia tersebut, sejak April 2014, 
Indonesia telah menempatkan seorang 
diplomat untuk mengisi salah satu 
posisi Direktur pada Sekretariat IORA 
di Mauritius. Pertemuan Council 
of Ministers (COM) ke-14 diadakan 
di Perth, Australia, 9 Oktober 2014, 
dihadiri oleh 19 dari 20 negara anggota 
IORA serta enam negara mitra dialog. 
Isu blue/ocean economy menjadi salah 
satu agenda utama yang mengemuka 
pada pertemuan yang diselenggarakan 
di Perth, Australia, 6-9 Oktober 2014 
tersebut. 

Pertemuan menghasilkan Piagam 
IORA yang sudah diamandemen dan 
ditandatangani oleh 18 negara anggota 
termasuk Indonesia. Pertemuan 
juga menghasilkan 2 (dua) dokumen 
penting yaitu Perth Communique dan 
IORA Economic Declaration.

Sentralitas isu kemaritiman pada 
kerja sama dalam kerangka IORA 
mendapatkan momentum terbaiknya 
ketika Indonesia menjadi Ketua IORA 
pada tahun 2015-2017. Sebagaimana 
diketahui, Pemerintah RI saat ini 
menjadikan isu maritim sebagai 
prioritas. Dengan demikian, bagi 
Indonesia, masa keketuaan pada IORA 
dapat menjadi sarana untuk mencari, 
menjajaki, membuka, dan mewujudkan 
berbagai kerja sama konkrit terkait isu 
kemaritiman dengan negara-negara 
anggota IORA.

Asia Cooperation Dialogue 
(ACD)

ACD didirikan pada Juni 2002 di 
Cha-Am Thailand oleh 18 Menteri Luar 
Negeri se-Asia termasuk Indonesia. 
ACD adalah forum tingkat benua 
pertama di Asia, yang didirikan untuk 
menyambungkan missing link forum-
forum yang sudah ada di Asia dan 
menyediakan wadah bagi negara-
negara di Asia untuk membangun 
Komunitas Asia tanpa membuat 
duplikasi organisasi yang sudah 
ada maupun membentuk blok yang 
berseberangan dengan lainnya. 
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Zipping akan menjadi Chairman SWG/
SOC CICA selama keketuaan RRT.

Tema keketuaan RRT adalah 
“On Enhancing Dialogue, Trust and 
Coordination for a New Asia of Peace, 
Stability and Cooperation”. Keketuaan 
RRT selama 2 tahun sejak 2014 namun 
dapat diperpanjang untuk 2 tahun 
berikutnya. Sebagai ketua yang baru, 
RRT menegaskan CICA tetap menjadi 
platform dialog keamanan di Asia 
disamping memberikan perhatian pula 
terhadap isu pembangunan ekonomi di 
kawasan.         

Forum CICA terus diapresiasi 
sebagai forum lintas regional yang 
bersifat non-tradisional yang mencoba 
untuk mengakomodir berbagai isu 
yang menjadi kepentingan negara 
anggotanya. 

Uni Afrika (UA)

Uni Afrika beranggotakan 54 
negara di benua Afrika dan merupakan 
organisasi regional yang menjadi 
wadah kerja sama dan menyatukan 
seluruh negara di benua Afrika. 
Didirikan pada 9 September 1999 
dan bermarkas besar di Addis Ababa, 
Ethiopia, Uni Afrika merupakan suatu 
kemajuan besar bagi hubungan dan 
kerja sama antara negara-negara di 
benua Afrika.

Tujuan utama didirikannya Uni 
Afrika adalah untuk menghapuskan 
sisa-sisa pengaruh penjajahan dan 
sistem apartheid, meningkatkan 
persatuan dan solidaritas di antara 
negara-negara Afrika, membentuk 
mekanisme koordinasi guna 
menunjang peningkatan kerja sama 
di antara negara-negara di Afrika, 
melindungi dan mempertahankan 
kedaulatan dan integritas territorial 
dari negara anggota dan untuk 
meningkatkan kerja sama internasional 
dalam kerangka PBB.

Melalui keanggotaannya di Uni 
Afrika, negara-negara di Afrika mampu 
mengkoordinasikan kepentingan dan 
posisi mereka terkait dengan isu-isu 
yang menjadi kepentingan bersama 
di forum internasional. Dengan kata 
lain, melalui semangat regionalism 

Indonesia berstatus observer 
sejak tahun 2002. Dalam beberapa kali 
kesempatan, Ketua CICA (Kazakhstan, 
Turki dan RRT)  telah menanyakan 
keinginan Indonesia untuk menjadi 
anggota penuh. Namun sejauh ini, 
Indonesia masih mengkaji peningkatan 
status keanggotaan tersebut. Indonesia 
selama ini selalu menghadiri berbagai 
pertemuan CICA baik pada tingkat KTT, 
PTM maupun Senior Offi  cial Committee 
dan Special Working Group. Indonesia 
akan terus hadir pada pertemuan-
pertemuan CICA untuk memantau 
perkembangan kerja sama dalam 
organisasi tersebut. 

CICA memfokuskan diri pada 
penerapan Confi dence Building 
Measures (CBM) dalam dimensi militer 
dan politik dan mendorong kegiatan 
saling kunjung; saling undang pejabat 
dalam penyelenggaraan hari-hari 
khusus; pertukaran CV pejabat tinggi 
militer dan pertukaran informasi 
terkait konvensi yang pernah diaksesi/
ratifi kasi. Pada masa keketuaan Turki 
2010-2014, pertemuan CICA selain 
membahas isu keamanan juga mulai 
memberikan prioritas pembahasan di 
bidang ekonomi dan lingkungan.

Selain membahas isu keamanan 
dalam rangka confi dence building 
measures, CICA juga turut membahas 
isu ekonomi, people to people, 
lingkungan hidup dan pemberantasan 
narkotika. CICA memiliki platform 
tersendiri untuk pembahasan isu 
ekonomi melalui Business Council 
dan penyelenggaraan Business Forum 
secara rutin tiap setahun sekali. Untuk 
isu people to people CICA juga memiliki 
platform Youth Council sebagai wahana 
membangun mutual understanding 
generasi muda negara anggota CICA. 
Pada beberapa kesempatan, negara 
anggota CICA juga menyelenggarakan 
seminar bertajuk pemberantasan 
narkotika, penegakan hukum dan kerja 
sama pariwisata.

Pada KTT CICA ke-4, 18-21 Mei 
2014 di Shanghai, Turki menyerahkan 
keketuaan CICA pada RRT. Selain itu 
KTT ditandai pula dengan pemindahan 
sekretariat CICA dari Almaty ke Astana 
serta penunjukkan Executive Director 
baru dari RRT, Dubes Gong Jianwei, 
mantan Dubes RRT untuk Moldovia, 
Georgia dan Belarusia. Dubes Gu 

ACD yang mendapat perhatian khusus 
Indonesia. Pengembangan kerja 
sama konektivitas maritim melalui 
ACD diharapkan dapat mendorong 
upaya pemerintah untuk melakukan 
pemerataan pembangunan di seluruh 
wilayah kepulauan Indonesia.

Conference on Interaction 
and Confi dence Building 

(CICA)

Conference on Interaction and 
Confi dence Building Measures in Asia 
(CICA) adalah suatu forum antar-
pemerintah mengenai Confi dence 
Building Measures (CBM) yang resmi 
didirikan pada tahun 2002. Negara-
negara anggota CICA berusaha 
untuk meningkatkan kerja sama, 
menciptakan dan memperkuat situasi 
damai, confi dence, dan persahabatan 
di benua Asia untuk mendorong 
keamanan kawasan. 

Pembentukan CICA digagas oleh 
Presiden Kazakhstan, Nursultan 
Nazarbayev pada tahun 1992. Semangat 
yang mendasari dibentuknya organisasi 
ini adalah terbentuknya wadah yang 
efi sien dan dapat diterima oleh negara-
negara Asia untuk menciptakan 
perdamaian dan stabilitas. Gagasan 
ini kemudian direspon oleh 16 negara 
pada Pertemuan Tingkat Menteri yang 
pertama tanggal 14 September 1999. 
Kazakhstan selanjutnya menjadi Ketua 
CICA pertama sejak pendiriannya 
sampai dengan tahun 2009.

Anggota tetap CICA berjumlah 26 
negara yakni Afghanistan, Azerbaijan, 
Bahrain, RRT, India, Irak, Iran, Israel, 
Yordania, Kamboja, Kazakhstan, 
Kyrgysztan, Mesir, Mongolia, Pakistan, 
Palestina, Korea Selatan, Rusia, 
Tajikistan, Thailand, Turki, Uni Emirat 
Arab, Uzbekistan, Vietnam. Dua negara 
terakhir yakni Bangladesh dan Qatar 
bergabung ke dalam CICA saat KTT ke-4 
bulan Mei 2014 di Shanghai. Indonesia 
merupakan negara observer bersama 
Belarus, Jepang, Malaysia, Filipina, 
Ukraina, Amerika Serikat, Organization 
for Security and Co-operation in Europe 
(OSCE), Parliamentary Assembly of the 
Turkic Speaking Countries (TURKPA), 
Liga Arab dan PBB.
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memiliki kesamaan posisi dengan 
negara-negara Liga Arab.

Indonesia memahami bahwa 
peningkatan hubungan kerja sama 
dengan Liga Arab dapat memberikan 
banyak manfaat bagi kedua belah 
pihak. Keinginan Indonesia tersebut 
mendapatkan tanggapan yang positif 
dari Liga Arab dan mulai September 
2012, Duta Besar Indonesia di Kairo 
telah menjadi Accredited Ambassador 
to Arab League. Dengan demikian, 
Indonesia dapat menghadiri beberapa 
pertemuan Liga Arab serta memiliki 
peluang yang lebih besar untuk dapat 
mengupayakan peningkatan kerja 
sama dengan negara-negara Liga Arab 
dan mendapatkan informasi terkini 
mengenai perkembangan kerja sama 
di Liga Arab.

Upaya peningkatan kerja sama 
antara Indonesia dan Liga Arab 
terus dilakukan. Pada akhir tahun 
2014, Indonesia dan Liga Arab telah 
merampungkan proses penyusunan 
naskah Nota Kerja Sama (Memorandum 
of Cooperation/MoC). Nota Kerja Sama 
tersebut akan menjadi landasan 
bagi Indonesia dan Liga Arab untuk 
meningkatkan kerja sama secara lebih 
luas dan lebih terstruktur. Melalui 
penandatanganan MoC, Indonesia 
akan menjadi Dialogue Partner dari 
Liga Arab. Hingga saat ini tidak banyak 
negara yang telah memiliki status 
sebagai Dialogue Partner dari Liga 
Arab. Dengan demikian, MoC tersebut 
dapat membuka peluang kerja sama 
yang lebih besar lagi antara Indonesia 
dan Liga Arab di berbagai sektor, 
mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya.

dimanfaatkan guna mendorong kerja 
sama Indonesia – Afrika di kemudian 
hari.   

Guna mengupayakan kerja 
sama yang lebih erat dan saling 
menguntungkan dengan kawasan 
Afrika, Pemerintah Indonesia saat 
ini tengah mengupayakan langkah-
langkah konkrit serta perumusan 
kebijakan dalam meningkatkan 
engagement dengan negara-
negara Afrika secara keseluruhan. 
Beberapa upaya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Indonesia saat ini adalah 
dengan mengoptimalkan peranan 
dan kontribusi Indonesia melalui 
status observer pada Uni Afrika dan 
rencana untuk membentuk forum 
kemitraan antara Indonesia-Afrika. 
Hal tersebut merupakan langkah 
yang dipandang penting dan strategis 
dalam meningkatkan kerja sama 
dengan negara-negara Afrika secara 
keseluruhan serta untuk lebih efektif 
dalam mengupayakan kepentingan 
Indonesia di kawasan Afrika. 

Liga Arab

Liga Arab memiliki arti penting 
secara historis dan strategis bagi 
Indonesia. Sejarah perjuangan 
Indonesia dalam memperjuangkan 
kemerdekaan telah menunjukkan 
bahwa Liga Arab merupakan salah 
satu dari beberapa pihak yang 
mengakui kemerdekaan Indonesia 
pada 17 Agustus 1945. Sedangkan 
secara strategis, Liga Arab memiliki 
arti penting dalam mengupayakan 
kepentingan nasional Indonesia dalam 
forum-forum internasional terutama 
terkait isu-isu dimana Indonesia 

yang ditunjukkan oleh negara-negara 
Afrika dari keanggotaannya pada Uni 
Afrika bukan hanya telah menciptakan 
suatu mekanisme kerja sama yang 
efektif di kawasan sekaligus sebagai 
building block yang cukup efektif 
dalam menyatukan visi dan misi 
dalam memperjuangkan kepentingan 
bersama Afrika, utamanya pada forum 
internasional. 

Memahami perkembangan di 
Afrika tersebut, pada Januari 2012 
Indonesia telah menjadi salah satu 
negara permanent observer pada 
Uni Afrika dengan Duta Besar RI di 
Addis Ababa merupakan Accredited 
Ambassador to the African Union. 
Status observer pada Uni Afrika 
tersebut telah memberikan peluang 
yang lebih luas bagi Indonesia untuk 
dapat meningkatkan kerja sama 
dengan negara-negara Afrika secara 
keseluruhan.

Ikatan historis yang kuat antara 
Indonesia dengan negara-negara 
Afrika merupakan salah satu modalitas 
utama Indonesia dalam meningkatkan 
kerja sama dengan negara-negara 
Afrika baik secara bilateral maupun 
secara keseluruhan melalui Uni 
Afrika. Kedekatan hubungan tersebut 
tercermin pada peringatan 50 tahun 
Organization of African Unity (OAU) 
yang diselenggarakan pada bulan 
Mei 2013, dimana Presiden Indonesia 
yang pada saat itu diwakili oleh Wakil 
Menlu RI diundang secara khusus pada 
peringatan tersebut. Indonesia secara 
khusus disebut oleh para Pemimpin 
negara-negara Afrika ikut berjasa 
dalam perjuangan kemerdekaan 
bangsa Afrika. Kedekatan sejarah dan 
hubungan politik yang saat ini secara 
baik terbina tersebut kiranya perlu 
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Bab V
               Kerja Sama Multilateral
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Pelaksanaan diplomasi multilateral 
sepanjang tahun 2014 telah semakin 
menegaskan ciri khas Indonesia, 
antara lain berupa kepemimpinan 
dalam mendorong kemajuan di 
berbagai bidang melalui upaya untuk 
membangun konsensus, pendekatan 
kooperatif, menjembatani perbedaan 
tanpa mengkompromikan kepentingan 
nasional, menonjolkan convergence 
of interests, konsisten dengan prinsip-
prinsip hukum internasional, serta 
memprioritaskan kepentingan 
negara-negara berkembang secara 
umum. Polugri Indonesia dilakukan 
melalui peningkatan peran aktif dan 

BAB V
Kerja Sama Multilateral

kepemimpinan Indonesia dalam 
mewujudkan perdamaian dan 
keamanan internasional, pemajuan 
dan perlindungan HAM, kerja 
sama kemanusiaan, peningkatan 
kesejahteraan sosial, dan peningkatan 
kerja sama internasional di bidang-
bidang lainnya yang menjadi 
kepentingan Indonesia, seperti 
penanggulangan kejahatan lintas batas 
negara dan terorisme, peningkatan 
kerja sama ekonomi dan keuangan, 
perdagangan, ketahanan pangan dan 
energi, penanggulangan terhadap 
tantangan perubahan iklim, serta 
perlindungan kekayaan budaya milik 

bangsa Indonesia. Sifat dan cakupan 
isu-isu multilateral yang menjadi 
perhatian utama menuntut kerja sama 
banyak pihak untuk mengatasinya. 
Dalam konteks inilah diplomasi 
multilateral memainkan peran 
yang sangat penting. Menghadapi 
berbagai persoalan global, diplomasi 
multilateral Indonesia diarahkan untuk 
menjadi bagian dari solusi, selain pada 
saat yang sama juga diabdikan untuk 
mencapai kepentingan nasional. Dari 
waktu ke waktu, peran Indonesia di 
kancah diplomasi multilateral semakin 
menunjukkan signifi kansinya.

V.1 Perdamaian Dan Keamanan Dunia

Dalam rangka melaksanakan 
amanat Konstitusi untuk turut 
melaksanakan ketertiban dunia 
yang berlandaskan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
sepanjang tahun 2014 mesin diplomasi 
Indonesia turut bekerja menciptakan 
dan memelihara stabilitas, keamanan, 
dan perdamaian di tingkat global.

Upaya dan kontribusi diplomasi 
Indonesia dalam menciptakan dunia 
yang lebih aman, lebih stabil, lebih 
damai, lebih adil, dan lebih makmur 
secara terukur dan tepat bentuk terekam 
di berbagai belahan dunia, misalnya 
dalam menyikapi perkembangan di 
Ukraina, Suriah, Mesir, dan Palestina 
hingga Afrika. Dalam hal ini peran 
nyata Indonesia dilaksanakan melalui 
kontribusi pasukan Indonesia pada 
misi pemeliharaan PBB, hingga melalui 
partisipasi peninjau untuk perdamaian 
di Filipina Selatan.

Perlucutan Senjatan dan 
Non-Proliferasi

Indonesia dalam isu perlucutan 
senjata nuklir telah membawa 
peran sebagai bridge builder yang 
menjembatani kepentingan berbagai 

kelompok yang berbeda pandangan 
dalam isu perlucutan senjata dan non-
proliferasi. 

Dalam kerangka mempromosikan 
entry-into-force dan universalisasi 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty 
(CTBT), Indonesia dan Hungaria telah 
terpilih sebagai Co-Presidents Article 
XIV Conference untuk periode 2013-
2015. Dalam CTBT Ministerial Meeting 
yang diselenggarakan di sela-sela 
Sidang Majelis Umum PBB ke-69 pada 
tanggal 26 September 2014, Indonesia 
dalam kapasitas sebagai Co-President 
Article XIV Conference menyerukan 
agar negara-negara Annex II yang 
belum meratifi kasi Traktat CTBT 
tidak menjadikan kebijakan negara 
lain sebagai pertimbangan untuk 
melakukan ratifi kasi. 

Dalam kerangka lain, Indonesia 
bekerja sama dengan James Martin 
Center for Non-Proliferation Studies 
(CNS) guna penyelenggaraan rangkaian 
pertemuan “Disarmament Dialogue”, 
yang sudah berlangsung selama 6 
(enam) putaran. Pertemuan tersebut 
telah dihadiri  oleh sejumlah Duta 
Besar dan experts dari negara-negara 
yang memiliki posisi berbeda dalam isu 
perlucutan senjata dan non-proliferasi, 
termasuk NWS, dan menjadikannya 

sebagai wahana untuk melakukan 
dialog dalam situasi yang informal.

Peran lainnya adalah inisiatif 
Indonesia yang mengajukan rancangan 
resolusi berjudul “Third Conference 
of States Parties and Signatories to 
Treaties that Establish Nuclear-Weapon-
Free Zones and Mongolia 2015” dalam 
Sidang Komite I SMU PBB ke-69. 
Resolusi tersebut akhirnya disahkan 
melalui pemungutan suara, dengan 164 
negara mendukung, 0 negara menolak, 
dan 4 negara abstain.

Pada tahun 2014, Indonesia 
terpilih sebagai President-designate 
dari Third Conference of States Parties 
and Signatories of Treaties that 
Establish Nuclear-Weapon-Free Zones 
and Mongolia 2015 (CNWFZ 2015). 
Dalam rangka hal tersebut PTRI New 
York telah menyelenggarakan Third 
Preparatory Meeting (PrepMeeting) 
dalam rangka mempersiapkan CNWFZ 
2015. 

Selain itu, Indonesia juga terlibat 
aktif dalam Informal Plenary Meeting of 
the General Assembly to Commemorate 
the International Day for the Total 
Elimination of Nuclear Weapons yang 
dilaksanakan tanggal 26 September 
2014.
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Dalam konteks penguatan 
nuclear-weapon-free zone secara 
internasional, Indonesia telah 
berkomitmen untuk mengemban 
keketuaan Third Conference of State 
Parties and Signatories of Treaties that 
Establish Nuclear-Weapon-Free Zones 
and Mongolia (CNWFZ) yang akan 
diselenggarakan pada tahun 2015, 
di sela-sela pelaksanaan NPT Review 
Conference 2015. 

Walaupun berbagai pertemuan 
dan inisiatif terus diupayakan 
untuk mendorong proses, namun 
kemajuan untuk mencapai tujuan 
akhir perlucutan senjata nuklir masih 
terbilang sulit. Kendala utama terkait 
kemajuan dalam upaya perlucutan 
senjata nuklir adalah adanya 
perbedaan pandangan terkait dengan 
metode pencapaian tujuan perlucutan 
senjata nuklir antara negara-negara 
pemilik senjata nuklir (nuclear-weapon 
States/NWS) dan negara yang berada 
di bawah perlindungan senjata nuklir 
milik NWS (“nuclear umbrella”) di satu 
sisi, dengan negara-negara yang tidak 
memiliki senjata nuklir di sisi lain. 

Perbedaan pandangan tersebut, 
telah menyebabkan kebuntuan 
negosiasi pada forum-forum PBB terkait 
perlucutan senjata, seperti United 
Nations Disarmament Commission dan 
Conference on Disarmament (CD).

Dalam lingkup senjata 
konvensional, Indonesia  telah aktif 
pula dalam negosiasi Arms Trade 
Treaty (ATT). Namun demikian 
Indonesia masih belum pada posisi 
untuk mendukung ATT mengingat 
terdapat beberapa prinsip ATT yang 
belum dapat diterima antara lain 
tidak mencerminkan pentingnya 
prinsip pengakuan integritas 
territorial dan tidak berimbang dalam 
mengakomodasi kepentingan negara 
pengimpor senjata konvensional 
seperti Indonesia.

Peningkatan Peran 
Indonesia dalam 

Pemeliharaan Perdamaian 
Dunia

Komitmen Indonesia untuk ikut 
melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial 
sesuai dengan alinea IV Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 senantiasa terus 
diwujudkan melalui partisipasi dan 
kontribusi aktif Indonesia di dalam 
Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB 
(UN Peacekeeping Operations/UNPKOs). 

Dalam kaitan ini, dicatat peran 
penting Kementerian Luar Negeri 
RI selaku Ketua Tim Koordinasi Misi 
Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) 
yang dibentuk melalui Peraturan 
Presiden No. 85 Tahun 2011 dan 
diberikan mandat menyiapkan 
perumusan kebijakan dan 
mengoordinasikan langkah-langkah 
yang diperlukan dalam pelaksanaan 
partisipasi Indonesia pada misi-misi 
pemeliharaan perdamaian dunia 
berdasarkan kepentingan nasional.

Saat ini, terdapat 2.729 personel 
Indonesia pada sepuluh UNPKOs 
(sesuai data United Nations Department 
of Peacekeeping Operations per 31 Mei 
2015), yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID 
(Darfur, Sudan), MINUSCA (Republik 
Afrika Tengah), MONUSCO (Republik 
Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), 
UNMISS (Sudan Selatan), MINUSTAH 
(Haiti), MINURSO (Sahara Barat), 
UNISFA (Abyei) dan UNMIL (Liberia). 
Jumlah tersebut menempatkan 
Indonesia di urutan ke-11 dari 121 
negara penyumbang personel pada 
UNPKOs. 

Keterlibatan Indonesia pada 
UNPKOs sejak tahun 1957 telah 
mendapatkan penghargaan dan 
pengakuan dari berbagai pihak. 
Kredibilitas, profesionalisme serta 
peran dan partisipasi aktif Indonesia 
dalam misi pemeliharaan perdamaian 
PBB menjadi salah satu pertimbangan 
semakin tingginya permintaan PBB 
kepada pemerintah Indonesia untuk 
meningkatkan kontribusinya dan 
menempatkan personel Indonesia 
untuk mengisi jabatan-jabatan 
strategis, baik di misi pemeliharaan 
perdamaian PBB maupun pada markas 
besar PBB.

Sebagai kontributor personel 
terbesar di UNIFIL, Indonesia 
menduduki beberapa posisi jabatan 
Perwira Senior UNIFIL, termasuk 

Kepala Staf Maritime Task Force (MTF) 
dan jabatan Wakil Komandan Sektor 
Timur (Deputy Commander Sector 
East). Salah satu capaian penting 
dan strategis lain adalah penunjukan 
Mayor Jenderal Imam Edy Mulyono 
oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai 
Force Commander (FC) di MINURSO 
(Western Sahara), yang penugasannya 
telah diperpanjang hingga tahun 2015.

Pada tahun 2014, Kementerian 
Luar Negeri RI telah berhasil memimpin 
penyusunan Roadmap Vision 4,000 
Peacekeepers 2015-2019 yang memuat 
langkah-langkah strategis yang perlu 
dilakukan oleh Pemerintah RI guna 
menempatkan Indonesia pada jajaran 
sepuluh besar negara penyumbang 
personel melalui kontribusi 4.000 
personel pada UNPKOs pada tahun 
2019. Dalam kaitan ini, telah 
diterbitkan Peraturan Menteri Luar 
Negeri RI No. 5 Tahun 2015 tentang 
Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers 
2015-2019 guna memberikan kekuatan 
hukum terhadap Roadmap tersebut.  
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah 
RI terhadap upaya pemeliharaan 
perdamaian yang dilakukan di bawah 
kerangka PBB, Pemerintah RI telah 
menyampaikan komitmen untuk 
menjadi tuan rumah pertemuan 
regional terkait UNPKOs untuk 
kawasan Asia-Pasifi k dalam pertemuan 
Peacekeeping Summit di sela-sela 
SMU PBB ke-69, 26 September 2014. 
Pertemuan regional tersebut bertujuan 
untuk memperkuat dukungan dan 
potensi kontribusi negara-negara di 
kawasan Asia-Pasifi k terhadap UNPKOs, 
serta membahas sejumlah lessons 
learned dan best practices terkait 
pengalaman negara-negara di kawasan 
dalam berpartisipasi pada UNPKOs. 
Dalam kaitan ini, pertemuan tersebut 
akan diselenggarakan di Jakarta, 27-
28 Juli 2015, dengan mengangkat tema 
“Complex Peacekeeping Strategies: 
Enhancing Capabilities and Effective 
Responses of UNPKOs”. 

Peningkatan kontribusi Indonesia 
pada UNPKOs dan peran aktif 
Pemerintah RI dalam mendukung 
upaya pemeliharaan perdamaian 
di bawah kerangka PBB merupakan 
bentuk nyata peran Indonesia 
dalam pemeliharaan perdamaian 
dan keamanan internasional, dan 
diharapkan dapat memperkuat 
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kampanye pencalonan Indonesia 
sebaai anggota tidak tetap DK PBB 
periode 2019-2020. 

Peningkatan Peran 
Indonesia dalam 

Pembangunan Perdamaian 
di Negara-Negara Pasca 

Konfl ik

Dalam kerangka multilateral, 
dukungan Indonesia terhadap upaya 
pembangunan perdamaian di negara-
negara pasca konfl ik dilakukan 
melalui keanggotaan Indonesia dalam 
Peacebuilding Commission (PBC) 
selaku intergovernmental advisory 
body PBB untuk isu-isu pembangunan 
perdamaian yang dibentuk pada 
tahun 2005 melalui Resolusi MU 
PBB A/60/180. Sejauh ini, peran aktif 
Indonesia dalam PBC antara lain bisa 
dilihat dari keanggotaan Indonesia 
pada Organizing Committee PBC (2006-
2008, 2010-2012, 2013-2014), peran 
Wakil Tetap RI New York sebagai Ketua 
Gugus Tugas Working Group on Lessons 
Learned (2008), peran Indonesia 
sebagai Fasilitator PBC Strategy and 
Policy Task Force on Private Sector 
(2008), serta peran Indonesia sebagai 
koordinator pembahasan modalitas 
Sidang Tahunan PBC (2013) yang 
pada akhirnya telah terlaksana untuk 
pertama kalinya pada tanggal 23 
Juni 2014 secara back-to-back dengan 
Pertemuan Tahunan Peacebuilding 
Fund (PBF) pada tanggal 24 Juni 2014.

Selain itu, Pemerintah RI juga telah 
secara rutin memberikan kontribusi 
fi nansial sukarela sebesar USD 20.000 
per tahun kepada PBF sejak tahun 2006 
hingga tahun 2014. Dalam kaitan ini, 
total kontribusi fi nansial yang telah 
diberikan oleh Pemerintah RI kepada 
PBF sejauh ini berjumlah USD 160.000.

Indonesia juga berperan aktif 
dalam berbagai pembahasan dan 
konsultasi penyusunan Terms of 
Reference (ToR) dan modalitas 2015 
Review of the UN Peacebuilding 
Architecture. Saat ini, Indonesia 
merupakan anggota dari Country-
Specifi c Confi gurations Liberia dan 
Republik Afrika Tengah.

Dukungan Indonesia terhadap 
upaya pembangunan perdamaian 
di negara-negara pasca konfl ik juga 
dilakukan melalui pemberian bantuan 
kerja sama teknis dan pengiriman 
pakar-pakar sipil Indonesia. Dalam 
kaitan ini, pengalaman Indonesia 
dalam melewati masa transisi 
menuju demokrasi serta keberhasilan 
Indonesia dalam hal pembangunan 
perdamaian dan rekonsiliasi pasca-
konfl ik di Aceh telah melahirkan pakar-
pakar sipil yang piawai.

Kepemimpinan Indonesia dalam 
pemajuan agenda pakar sipil pada 
tingkat multilateral antara lain dapat 
dilihat dari peran Indonesia dalam 
memprakarasai rancangan resolusi 
mengenai “Civilian Capacity in the 
Aftermath of Confl ict” yang selanjutnya 
telah diadopsi secara konsensus oleh 
MU PBB (A/66/255) pada bulan Maret 
2012. Resolusi tersebut merupakan 
resolusi pertama terkait peran pakar 
sipil dalam situasi pasca konfl ik dan 
menekankan mengenai perlunya 
broadening dan deepening pool 
kepakaran sipil dari negara-negara 
yang memiliki pengalaman transisi 
dari konfl ik. 

Pada tingkat nasional, guna 
mengkaji potensi pengiriman pakar 
sipil Indonesia ke misi-misi PBB, 
khususnya melalui mekanisme 
Government-Provided Personnel (GPP) 
PBB, telah dilaksanakan Roundtable 
Discussion on “Developing National 
Mechanism for Civilian Capacity in the 
Aftermath of Confl ict” di Jakarta, 15 
Desember 2014. 

Untuk periode 2015-2019, 
Pemerintah RI akan terus memajukan 
agenda kepakaran sipil sejalan dengan 
Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers, 
termasuk melalui pelaksanaan 
kajian lanjutan terkait pembentukan 
mekanisme nasional untuk 
mengirimkan pakar sipil Indonesia 
(tahun 2015), fi nalisasi peraturan 
pelaksanaan sebagai landasan 
hukum pengiriman dimaksud (tahun 
2016), penyusunan roster kepakaran 
sipil Indonesia dan mendorong 
keterwakilan perempuan dalam roster 
tersebut (tahun 2017), dan penempatan 
pakar sipil Indonesia pada berbagai 
misi PBB (tahun 2018).

Penyelundupan Manusia 
dan Perdagangan Orang

Indonesia, dalam kerangka 
Bali Process, mengambil peran 
kepemimpinan dalam berbagai 
upaya mengatasi permasalahan 
penyelundupan manusia dan 
perdagangan orang. Pada tanggal 3-4 
Maret 2014, Indonesia dan Selandia 
Baru menjadi ketua bersama pada 
pertemuan Mapping on Disembarkation 
Options: Towards Strengthening 
Cooperation in Managing Irregular 
Movement by Sea yang diselenggarakan 
di Bangkok, Thailand. Keseriusan 
Indonesia dalam isu penyelundupan 
manusia dan perdagangan orang 
kembali ditunjukkan melalui 
diadakannya International Workshop 
on the Protection of Irregular Movement 
of Persons di Jakarta pada tanggal 21-22 
April 2014 atas prakarsa Indonesia. 

Indonesia juga telah menjadi 
Ketua, bersama Australia, pada 
pertemuan Bali Process 28th Steering 
Group Meeting (SGM) dan 8th Ad 
Hoc Group Senior Offi  cials’ Meeting 
(AHG SOM) di Canberra, Australia, 
5-6 Agustus 2014. Pada pertemuan 
tersebut, Indonesia menjadi salah 
satu anggota Drafting Committee 
guna penyusunan Policy Guides on 
Criminalizing Migrant Smuggling 
dan Policy Guides on Criminalizing 
Traffi  cking in Persons. Indonesia juga 
menjadi penggagas pembentukan Ad-
Hoc Group (AHG) Working Group on 
Traffi  cking in Persons (WGTIP) di mana 
Indonesia dan Australia menjadi Co-
Chairs untuk periode pertama yang 
akan berlangsung selama dua tahun 
terhitung mulai tahun 2015.

Dalam upaya memecahkan 
akar permasalahan, yaitu perlunya 
meningkatkan kesadaran bahaya 
penyelundupan dan perdagangan 
manusia melalui pelaksanaan 
komunikasi massa yang efektif, 
Indonesia dan Selandia Baru 
mengadakan Regional Workshop on 
Addressing Irregular Migration through 
Effective Information Campaigns: 
Preventing Traffi  cking in Persons and 
People Smuggling (Regional Workshop) 
di Bali, pada tanggal 19-20 November 
2014. 
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Regional Workshop melalui 
kemitraan dengan International 
Organization for Migration (IOM) dan 
Bali Process Regional Support Offi  ce 
(RSO) dalam kerangka Bali Process. 
Sebagai penyelenggara, Indonesia dan 
Selandia Baru juga bertindak selaku 
Ketua Bersama. 

Regional Workshop diselenggara-
kan sebagai bagian dari penguatan 
strategi pencegahan migrasi iregular, 
utamanya melalui peningkatan 
kesadaran masyarakat terhadap 
bahaya yang muncul dari migrasi 
iregular, utamanya penyelundupan 
manusia dan perdagangan orang. 

Regional Workshop menghasilkan 
rekomendasi dengan pokok-pokok 
sebagai berikut:
1. Kerja sama sub-regional perlu 

ditingkatkan dalam pengembangan 
kampanye peningkatan kesadaran 
terkait dengan migrasi untuk 
menghasilkan dampak paling 
optimal.

2. Koordinasi antara negara 
asal, transit dan tujuan harus 
ditingkatkan untuk i) menghindari 
duplikasi di dalam kawasan; 
ii) memastikan pemanfaatan 
pengetahuan dan kebijakan 
lokal di mana kampanye akan 
diselenggarakan; iii) menjangkau 
daerah-daerah yang selama ini 
tertinggal secara informasi; iv) 
memastikan efektivitas kampanye 
di daerah yang menjadi rute 
migrasi; dan v) mengedepankan 
kekuatan dan keunggulan neagra-
negara di rute migrasi.

3. Para peserta mendukung gagasan 
Indonesia bagi penyusunan 
suatu panduan bagi desain 
dan implementasi kampanye 
peningkatan kesadaran masya-
rakat, yang mencerminkan 
pembahasan dalam Workshop. Hal 
ini akan ditindaklanjuti oleh Bali 
Process RSO.

Pencegahan Kejahatan dan 
Peradilan Pidana

Di bidang pencegahan kejahatan 
dan peradilan pidana, Indonesia 
secara konsisten berusaha untuk 
mendorong berbagai prioritas nasional 

dalam berbagai fora, khususnya 
mengarusutamakan kejahatan lintas 
negara baru, mengingat mengingat 
kejahatan lintas negara baru belum 
banyak mendapat perhatian khusus 
dari dunia internasional. Indonesia 
memiliki kepentingan besar agar 
kejahatan lintas negara baru dapat 
diatur secara lebih komprehensif 
mengingat kerugian besar yang 
ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Khusus dalam isu perdagangan 
ilegal benda budaya, Indonesia 
telah menjadi salah satu co-sponsor 
penetapan resolusi “International 
Guidelines for Crime Prevention and 
Criminal Justice Responses with Respect 
to Traffi  cking in Cultural Property 
and Other Related Offences” pada 
pertemuan Commission on Crime 
Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) 
sesi ke-23 tahun 2014. Resolusi tersebut 
kemudian ditetapkan menjadi Resolusi 
Majelis Umum PBB dan menjadi 
panduan bagi negara-negara di dunia 
dalam meningkatkan upaya untuk 
melindungi benda-benda budaya, 
utamanya dari perdagangan ilegal dan 
pencuriannya. 

Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi

Pencegahan dan pemberantasan 
korupsi merupakan prioritas utama 
Pemerintah RI yang dilaksanakan pada 
tingkat nasional maupun global. Terkait 
upaya Indonesia dalam pencegahan 
korupsi dan perampasan aset hasil 
korupsi, Indonesia telah berpartisipasi 
aktif dalam pertemuan 5th Intersessional 
of the Open Ended Working Group on 
the Prevention of Corruption dan 8th 
Intersessional Meeting of the Open 
Ended Working Group on Asset Recovery 
di Wina, Austria, 8-12 September 2014. 
Pertemuan tersebut menjadi ajang 
bagi Indonesia dalam mempromosikan 
upaya-upaya yang telah berhasil 
dilakukan Indonesia dalam pencegahan 
korupsi dan pemulihan aset.

Indonesia juga terus mengawal 
pembahasan isu pencegahan dan 
pemberantasan korupsi di forum G20 
melalui G20 Anti-Corruption Working 
Group (G20 ACWG). Indonesia telah 
berperan aktif dalam pertemuan 

2nd G20 ACWG dan High Level Anti-
Corruption for G20 Governments 
and Business di Roma, Italia, 9-11 
Juni 2014 yang telah meng-endorse 
High Level Principles on Benefi cial 
Ownership Transparency sebagai dasar 
penanganan benefi cial ownership, yaitu 
kepemilikan sejati yang memiliki atau 
mengontrol konsumen atau transaksi 
yang dilakukan, termasuk kepemilikan 
kontrol efektif terhadap legal person 
atau arrangement di negara-negara 
G20.

Indonesia merupakan salah satu 
founding members dan negara pihak 
ke-49 IACA dan telah meratifi kasi 
Perjanjian IACA melalui Peraturan 
Presiden No. 49 tahun 2013 tentang 
Pengesahan Perjanjian Pembentukan 
Akademi Anti Korupsi Internasional 
sebagai Organisasi Internasional pada 
tanggal 30 Juli 2013. 

Pada tanggal 19-21 November 2014, 
telah diselenggarakan Third Assembly 
of the Parties of the International Anti-
Corruption Academy (IACA) di Baku, 
Azerbaijan.  Pertemuan tersebut 
membahas beberapa agenda pokok, 
yaitu pemilihan anggota Dewan 
Gubernur IACA, serta pembaasan draft 
Baku Declaration dan Ranres engenai 
General Matters. 

Kerja sama Indonesia dan IACA 
dinilai terus berkembang, terlihat dari 
pelaksanaan kegiatan yang melibatkan 
kefdua Pihak, antara lain: pelatihan di 
IACA yang melibatkan pejabat KPK dan 
Ombudsman, serta kunjungan Wakil 
kepala BPKP dan Ketua BPK masing-
masing pada bulan Oktober dan 
November tahun 2014, guna menjajagi 
kemungkinan pembentukan kerja 
sama pengembangan kapsitas pejabat 
kedua instansi. Kerja sama tersebut 
menegaskan kembali komtimen 
Indonesia dalam mendukung 
perkembangan IACA sebagai institusi 
yang memiliki kapasitas dan potensi 
menyelenggarakan pendidikan, 
pelatihan, dan riset dengan 
pendekatan komprehensif dalam 
upaya pemberantasan korupsi pada 
tingkat global.
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Presidensi Indonesia pada 
Konferensi Para Pihak 

(Conference of the Parties/
COP) pada United Nations 

Convention Against 
Transnational Crime 

(UNTOC) Sesi Keenam

Puncak dari pengakuan 
masyarakat internasional atas peran 
aktif Indonesia dalam penanganan 
isu-isu kejahatan transnasional 
terorganisasi adalah dengan terpilihnya 
Indonesia sebagai Presiden  Konferensi 
Para Pihak (Conference of the Parties/
COP) pada United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime 
(UNTOC) Sesi Keenam periode 2012 
hingga 2014. 

Kepemimpinan Indonesia tersebut 
dihadapkan pada tantangan utama, 
yaitu pembentukan sebuah mekanisme 
review UNTOC. Melalui proses 
konsultasi informal yang terbuka, 
inklusif, dan transparan melibatkan 
seluruh kelompok regional dan negara-
negara kunci. COP UNTOC, di bawah 
kepemimpinan Indonesia, akhirnya 
berhasil menghasilkan resolusi 
mengenai penekanan akan pentingnya 
review implementasi UNTOC dan 
ketiga protokolnya, yang diadopsi pada 
Pertemuan Sesi ketujuh tanggal 6-10 
Oktober 2014, di Wina. Pada Konferensi 
Para Pihak Ketujuh tersebut, tongkat 
presidensi Indonesia pada COP UNTOC 
telah diserahkan kepada Rumania 
sebagai Presiden COP UNTOC Sesi 
ketujuh periode 2014-2016. 

Penanggulangan 
Terorisme

Indonesia memiliki komitmen 
untuk sepenuhnya mendukung upaya 
dan memberikan kontribusi bagi 
pencegahan dan pemberantasan 
terorisme, serta dalam memberikan 
kontribusi bagi upaya-upaya nyata 
dalam pemberantasan terorisme, 
baik dalam tingkat nasional dan 
internasional.

Sebagai bukti nyata, Indonesia 
telah meratifi kasi delapan dari 16 
instrumen internasional terkait 
terorisme. Aksesi terakhir dilakukan 

Indonesia terhadap International 
Convention for the Suppression of Acts 
of Nuclear Terrorism, pada bulan Maret 
2014. Indonesia dipandang sebagai 
negara yang mempunyai kredibilitas 
tinggi dalam pemberantasan terorisme. 

Indonesia kembali menjadi 
anggota Advisory Board UN Counter-
Terrorism Center (AB UNCCT) untuk 
periode 2015-2018. Lembaga ini 
bertujuan untuk membantu negara-
negara menjalankan strategi dan upaya 
PBB dalam menanggulangi terorisme. 
Dalam kaitan ini, Keanggotaan 
Indonesia dalam AB CCT ini merupakan 
pengakuan dari PBB atas peran yang 
telah dijalankan oleh Indonesia selama 
ini dalam AB UNCCT maupun dalam 
bidang penanggulangan terorisme.

Selain itu, Indonesia berpartisipasi 
aktif dalam Global  Counter Terrorism 
Forum (GCTF), khususnya sebagai 
co-chairs dari GCTF Southeast 
Asia Capacity Building Working 
Group (SEAWG) bersama dengan 
Australia pada tahun 2011-2013, 
dan  melanjutkan peran aktifnya 
sebagai co-chairs dari Detention and 
Reintegration Working Group (DRWG) 
bersama Australia untuk periode 2015-
2016 yang membahas isu pengelolaan 
lembaga pemasyarakatan dan program 
rehabilitasi dan reintegrasi narapidana 
teroris. Dalam kerangka lain, Indonesia 
merupakan salah satu dari 104 negara 
yang telah menjadi co-sponsor Resolusi 
DK PBB 2178 (2014) mengenai Foreign 
Terrorist Fighters yang telah diadopsi 
secara “unanimous” pada pertemuan 
Konferensi Tingkat Tinggi DK PBB pada 
tanggal 24 September 2014. 

Indonesia juga berperan aktif 
dalam penguatan kapasitas para 
penegak hukum di kawasan dalam 
rangka penanganan terorisme, yakni 
dengan membentuk Jakarta Centre 
for Law Enforcement Cooperation 
(JCLEC) bersama dengan Australia. 
Sejak terbentuknya di tahun 2004 
hingga 1 Juni 2015, JCLEC telah 
menyelenggarakan 731 program 
pelatihan yang melibatkan 17.668 
peserta dari 70 negara, dan 4.198 
trainer, serta mendapatkan pendanaan 
dari 17 negara.

Pemberantasan 
Perdagangan Narkotika 

dan Obat-obatan Terlarang

Perdagangan dan penyelundupan 
narkotika dan zat-zat psikotropika 
sudah menjadi permasalahan 
serius dunia. Menurut laporan 
International Narcotic Control Board 
tahun 2014, peningkatan pemakaian 
amphetamine-type stimulants se-
perti methamphetamine di Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia, sangat 
mengkawatirkan.

Sebagai negara pihak di ketiga 
Konvensi PBB terkait narkotika 
Indonesia senantiasa aktif dalam 
kerja sama internasional di bidang 
penanggulangan tindak pidana 
perdagangan narkotika dan obat-
obatan terlarang. Pada tahun 2013, 
Indonesia telah terpilih sebagai 
salah satu dari 53 negara anggota 
Commission on Narcotic Drugs (CND), 
dan Indonesia akan menjalankan 
tugasnya hingga tahun 2017. 
Pada tahun 2014, Indonesia telah 
menghadiri High Level Review (HLR) 
tingkat Menteri dan sesi ke-57 Sidang 
CND. Indonesia berpartisipasi aktif 
dengan menyuarakan kepentingan dan 
posisi Indonesia terkait pemberantasan 
peredaran dan perdagangan liar obat 
terlarang dan narkotika.

CND-57 telah berhasil mengadopsi 
Joint Ministerial Statement dan 15 
resolusi serta agenda sementara sidang 
CND ke-58 yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2015. Pada kesempatan 
tersebut, Indonesia juga telah 
menyatakan dukungannya terhadap 
sejumlah rancangan resolusi sebagai 
berikut:
• Promoting the implementation of the 

United Nations Guiding Principles 
on Alternative Development 
and proposal to organize an 
international seminar/workshop on 
the implementation of the Guiding 
Principles

• Enhancing international cooperation 
in the identifi cation and reporting of 
new psychoactive substances and 
incidents involving such substances

• Preventing the diversion of ketamine 
from legal sources, while ensuring 
availability for medical use
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Pada kesempatan yang sama, 
Indonesia telah berpartisipasi 
pada side event CND 57 dengan 
menyelenggarakan suatu pameran 
yang diadakan oleh Badan Narkotika 
Nasional dengan fokus pada program 
demand reduction.

Kepentingan utama Indonesia 
dalam menanggulangi peredaran 
dan perdagangan gelap narkoba 
adalah dengan mencegah arus keluar 
masuk narkoba dan prekursornya. 
Indonesia berprinsip pada pendekatan 
berimbang antara ‘supply and demand 
reduction’ dan penanggulangan secara 

komprehensif dan terintegrasi. Selain 
itu, Indonesia juga berprinsip pada 
permasalahan narkoba sebagai ‘shared 
responsibility’.

Pada tingkat multilateral, 
Indonesia terus berupaya memainkan 
peran aktifnya dalam memberantas 
peredaran dan perdagangan gelap 
narkoba. Indonesia akan mendukung 
setiap upaya penguatan peran lembaga-
lembaga PBB, peningkatan koordinasi 
antar para pemangku kepentingan 
pada tingkat internasional dan 
regional, dalam upaya menanggulangi 
masalah narkotika secara terpadu 

dan komprehensif, termasuk melalui 
pendekatan alternative development, 
yang mengurangi penanaman 
tumbuhan mengandung zat 
narkotika melalui langkah-langkah 
pembangunan pedesaan.

Indonesia juga akan mendukung 
berbagai prakarsa kolektif masyarakat 
internasional dalam mencegah dan 
memerangi perdagangan obat-obatan 
terlarang, termasuk dalam bentuk co-
sponsorship bagi ranres yang diarahkan 
pada pengembangan kapasitas negara 
berkembang dan peningkatan kerja 
sama internasional yang lebih efektif.

V.2 Pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Lingkungan Hidup

Kerja sama ekonomi, sosial budaya 
dan lingkungan hidup sepanjang 
tahun 2014 dilatarbelakangi dengan 
berbagai tantangan yang peluang 
muncul dari tahun-tahun  sebelumnya. 
Sedangkan forum multilateral lebih 
difokuskan pada isu percepatan 
pencapaian MDGs, upaya penyelesaian 
follow-up Konferensi PBB tahun 2012 
tentang pembangunan berkelanjutan 
dan diskursus penyusunan agenda 
pembangunan pasca 2015, selain 
juga perundingan perdagangan 
pembangunan Doha, ketahanan 
pangan dan energi, perlindungan 
keragaman hayati dan budaya, serta 
perubahan iklim.

Peran aktif Indonesia dalam 
pembahasan dan penetapan agenda 
pada isu-isu tersebut ditujukan agar 
agenda pembangunan internasional 
dapat koheren dengan agenda 
pembangunan nasional sehingga 
Indonesia dapat mengambil manfaat 
dari kerangka kerja sama internasional 
yang menjadi inti dari agenda tersebut.

Percepatan 
Pencapaian Millenium 

Development Goals 
(MDGs), Pembangunan 

Berkelanjutan, dan 
Penyusunan Agenda 

Pembangunan Pasca 2015

Indonesia memandang MDGs 
merupakan bagian dari upaya 

pembangunan menyeluruh guna 
mewujudkan pengentasan kemiskinan 
dan peningkatan taraf hidup rakyat. 
MDGs juga merupakan elemen penting 
dalam kebijakan luar negeri Indonesia. 
Dalam konteks ini Indonesia terus 
memainkan peran aktifnya dalam 
memajukan kerja sama internasional 
terkait pencapaian MDGs. 

Menjelang berakhirnya target 
pencapaian Millennium Development 
Goals (MDGs) tahun 2015, komunitas 
internasional di bawah PBB telah 
memulai pembahasan perumusan 
agenda pembangunan pasca-2015.

Pembahasan agenda pemban-
gunan pasca-2015 dilakukan melalui 
dua workstreams yaitu melalui inisiatif 
yang dilakukan di bawah Sekjen PBB dan 
juga melalui intergovernmental proses 
yang dimandatkan oleh Konferensi 
Pembangunan Berkelanjutan PBB (KTT 
Rio+20).

Pada workstream pertama, 
Sekjen PBB telah mengambil inisiatif 
membentuk High-Level Panel of Eminent 
Persons on the Post-2015 Development 
Agenda (HLP) yang terdiri dari 27 
anggota panel dan diketuai bersama 
(co-Chairs) oleh Presiden RI, Susilo 
Bambang Yudhoyono; Presiden Liberia, 
Ellen Johnson Sirleaf; dan Perdana 
Menteri Inggris, David Cameron.

Sementara itu, workstream 
kedua dilakukan dengan proses 
intergovernmental melalui KTT Rio+20 

yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, 
Brazil pada bulan Juni 2012. Konferensi 
tersebut menghasilkan dokumen 
Deklarasi dengan judul “The Future 
We Want”, yang antara lain berisi 
penegasan kembali komitmen bersama 
untuk mencapai pembangunan 
berkelanjutan.

Salah satu hasil penting yang 
tercantum dalam Outcome Document 
tersebut adalah terkait formulasi 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals) atau 
yang biasa dikenal dengan SDGs. 
Untuk memulai pembahasan mengenai 
SDGs ini negara-negara sepakat untuk 
membentuk Open Working Group on 
SDGs (OWG on SDGs). 

Dalam hal ini, OWG on SDGs 
dimandatkan untuk menghasilkan 
proposal mengenai Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan yang 
akan dilaporkan pada Sidang Umum 
PBB. Proses pembahasan dalam OWG 
on SDGs harus dilakukan dalam proses 
intergovernmental yang inklusif dan 
transparan. Indonesia menduduki 
kursi dalam OWG on SDGs dengan 
format Troika bersama China dan 
Kazakhstan. Melalui OWG on SDGs, 
Indonesia  memberikan pandangan 
dan masukan mengenai bentuk 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
ke depannya, sesuai dengan semangat 
KTT Rio+20 bahwa substansi SDGs 
harus koheren dan terintegrasi dengan 
agenda pembangunan pasca 2015.
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Pada Juli 2014, OWG on SDGs telah 
menyepakati dokumen akhir yang 
mencakup 17 (tujuh belas) goals dan 
169 (seratus enam puluh sembilan) 
targets. Secara umum, pandangan dan 
posisi Indonesia telah tercantum dalam 
dokumen akhir tersebut.

Sebagai tindak lanjut penyusunan 
agenda pembangunan pasca 2015, 
Dokumen akhir SDGs, beserta berbagai 
proses lainnya yang merupakan 
mandat KTT Rio+20, beserta rangkaian 
proses yang digagas oleh Sekjen 
PBB (termasuk laporan HLP), akan 
dirangkum sebagai synthesis report 
Sekjen PBB. Selanjutnya, synthesis 
report tersebut akan menjadi 
masukan pada pembahasan agenda 
pembangunan pasca-2015 secara 
intergovernmental yang akan dimulai 
pasca-bulan September 2014 untuk 
disepakati pada SMU PBB ke-70 tahun 
2015.

Terkait perumusan agenda 
pembangunan global pasca-2015, 
Indonesia juga mendukung UN-
led process lainnya seperti Global 
Partnership for Effective Development 
Cooperation (GPEDC), di mana 
Indonesia menjadi salah satu co-chairs 
bersama Inggris dan Nigeria. Pada 
forum ini, Indonesia memperkuat 
kerangka global partnership dalam 
mendorong kerja sama pembangunan 
global.

Dalam isu pembangunan 
berkelanjutan, khususnya follow-up 
Konferensi Rio+20, Indonesia telah 
berperan aktif dalam pembahasan 
sebagai anggota Intergovernmental 
Committee of Experts on Sustainable 
Development Financing (ICESDF). Peran 
Indonesia dalam komite ini adalah 
memprakarsai pemajuan isu fi nancial 
inclusion dalam agenda pembangunan 
paska 2015.  Dalam konteks ini, 
Indonesia berinisiatif membentuk 
Group of Friends of Financial Inclusion 
yang beranggotakan sekitar 30 negara. 
Acara peluncuran kelompok ini tanggal 
4 Februari 2014 di PTRI New York, turut 
dihadiri oleh United Nations Secretary-
General Special Advocate for Inclusive 
Finance for Development (UNSGSA) 
yang dijabat oleh Ratu Maxima dari 
Belanda.

Dialog Interaktif Indonesia 
dengan Komite Hak-Hak 

Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya PBB (CESCR)

Pertemuan pembahasan Laporan 
Inisial dan Periodik Pertama Indonesia 
sebagai Negara Pihak Konvensi Hak-
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 
(International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights/ICESCR) 
dengan Komite CESCR dilaksanakan 
di Jenewa, pada tanggal 30 April – 1 

Mei 2014. Proses pembahasan ini 
merupakan mekanisme reguler yang 
diterapkan bagi seluruh Negara Pihak 
ICESCR yang sampai saat ini berjumlah 
162 Negara.

Komite ICESCR menyampaikan 
apresiasi atas upaya Pemri dalam 
pemenuhan dan perlindungan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya di 
Indonesia. Dalam kesimpulan akhirnya 
(concluding observations), Komite 
ICESCR menyampaikan catatan hasil 
dialog konstruktif dan rekomendasi 
yang dapat menjadi acuan bagi 
Pemerintah Indonesia dalam 
meningkatkan implementasi Kovenan, 
antara lain:
- Peninjauan ulang peraturan 

daerah yang bersifat diskriminatif, 
termasuk kepada kelompok 
minoritas.  

- Penyebarluasan ketentuan-
ketentuan instrumen HAM 
internasional yang sudah 
diratifi kasi.

- Penguatan peraturan-peraturan 
yang ada agar sejalan dengan 
ketentuan-ketentuan instrumen 
HAM internasional. 

- Proses pembangunan nasional 
yang mengedepankan HAM.

- Penguatan kesetaraan gender.

Gambar: Suasana Pembahasan Laporan Nasional ICESCR Indonesia, Jenewa, 30 April – 1 Mei 2014.



176

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

Perubahan Iklim

Pembahasan isu perubahan iklim 
di tingkat global saat ini difokuskan 
pada upaya untuk mendorong 
kelancaran dan kesuksesan rangkaian 
perundingan yang membahas 
kesepakatan global baru dalam 
penanganan dampak perubahan 
iklim. Kesepakatan global baru tentang 
perubahan iklim tersebut rencananya 
akan diadopsi dalam pertemuan COP-
21/CMP-11 UNFCCC di Paris, Perancis 
tahun 2015. Pembahasan susbtantif 
untuk menuju pada kesepakatan 
tersebut akan dilaksanakan pertemuan 
COP-20/CMP-10 UNFCCC di Lima, Peru 
tanggal 1-12 Desember 2014.

Dalam konteks PBB, komitmen 
Sekjen PBB untuk mendorong  
kesuksesan perundingan global dalam 
rangka penanganan perubahan iklim 
di bawah UNFCCC telah ditunjukkan 
melalui penyelenggaraan United 
Nations Climate Change Summit di New 
York, tanggal 23 September 2014. Pada 
sesi negosiasi, Indonesia menegaskan 
kembali komitmennya dalam 
perubahan iklim. Presiden RI dalam 
kesempatan tersebut telah berperan 
sebagai Co-leads dalam diskusi terkait 
isu kehutanan guna meningkatkan 
berbagai inisiatif dan aksi konkrit 
baru sebagai upaya pengendalian 
perubahan iklim di bidang kehutanan.

Untuk memperkuat komitmen 
tersebut para pemimpin pemerintah, 
bisnis, keuangan, bank pembangunan 
multilateral, dan civil society bersama-
sama akan berupaya menyediakan 
dana sebesar $200 milyar dollar untuk 
mendanai low-carbon dan climate-
resilient development. Selain itu juga 
terdapat beberapa skema pendanaan 
dari public dan private fi nance, Green 
Climate Fund, Uni Eropa, International 
Development Finance Club, dan South-
South Cooperation.

Ditegaskan pula komitmen untuk 
membangun koalisi baru antara 
pemerintah, bisnis, dan masyakat 
madani dalam menghadapi tantangan 
perubahan iklim. Dalam kaitan ini telah 
dikembangkan koalisi penanganan 
perubahan iklim melalui multilateral 
and multi-stakeholders actions antara 
pemerintah, lembaga keuangan, private 
sector, dan masyarakat madani.

Ketahanan Pangan

Isu ancaman ketahanan pangan 
mengemuka dan menjadi salah satu 
agenda global yang mendapatkan 
perhatian utama dunia akibat 
terjadinya pertambahan penduduk 
dunia secara signifi kan, meningkatnya 
harga bahan pangan, penggunaan 
lahan pangan sebagai sumber energi 
baru, penurunan produksi pertanian 
akibat gangguan perubahan iklim, 
serta menurunnya kesejahteraan 
sebagian masyarakat dunia, terutama 
di negara-negara berkembang.

Perhatian PBB sendiri terhadap isu 
ini  diawali dengan adanya pengalaman 
krisis pangan global tahun 2008, dimana 
Indonesia berinisiatif dan mendorong 
PBB untuk memberikan perhatian yang 
bermuara pada pembentukan mata 
acara khusus terkait ketahanan pangan 
pada SMU PBB ke-63.

Pembahasan isu ketahanan pangan 
dalam lingkup PBB terus berlanjut 
hingga saat ini dan telah dimuat 
sebagai salah satu isu kunci dalam 
outcome document Konferensi Rio+20 
dan menjadi goal tersendiri dalam 
proposal sustainable development goals 
(SDGs).

Peran Indonesia dalam ketahanan 
panan tercatat pada sidang SMU PBB 
ke-69 tahun 2014, dimana Indonesia 
dipercaya sebagai koordinator/juru 
runding Kelompok 77 dan China untuk 
isu pertanian dan ketahanan pangan 
yang telah berlangsung sejak SMU PBB 
ke-64, 65, 66, 67, 68 dan Konferensi 
Rio+20.  Indonesia sampai saat ini juga 
tercatat sebagai anggota group of friends 
on food security yang dikoordinasikan 
oleh Belanda.

Dalam konteks lain, upaya 
diplomasi Indonesia dalam forum 
multilateral terkait ketahanan pangan 
selalu diarahkan untuk mendorong 
terlaksananya global governance for 
food security. Hal ini merupakan 
tindak lanjut dari pelaksanaan Five 
Rome Principles for Sustainable Global 
Food Security yang diamanatkan oleh 
World Summit on Food Security 2009.  
Indonesia terus mendorong agar FAO 
dapat secara efektif merumuskan 
kebijakan global di sektor pertanian 
dan perbaikan nutrisi.

Dalam forum FAO dan forum 
multilateral lainnya terkait food security 
seperti World Food Programme (WFP) 
dan International Fund for Agriculture 
Development (IFAD), Indonesia 
menyerukan agar penanganan 
masalah kerawanan pangan dunia 
di berbagai negara dan wilayah oleh 
berbagai organisasi internasional, 
hendaknya dilakukan secara koheren, 
efektif  dan sinergis guna menghindari 
duplikasi dan tumpang tindih.  

Bagi Indonesia keikutsertaan 
dalam diskursus ketahanan pangan 
penting agar norma internasional 
terkait pangan dan pertanian dapat 
mendorong dukungan internasional 
untuk peningkatan daya saing 
komoditas pangan domestik serta 
kemandirian pangan.

Diplomasi kedepan akan 
diarahkan untuk menciptakan 
keadaan internasional yang kondusif 
(enabling environment) guna 
meningkatkan produksi, produktivitas 
dan sustainabilitas produk pertanian, 
dan memperkuat sektor agro-industri 
dan akses pasar bagi petani negara 
berkembang, serta meningkatkan 
pendanaan baik dalam bentuk investasi 
pemerintah maupun swasta.

Kehutanan

Pelaksanaan kerja sama global 
bidang kehutanan PBB atau dikenal 
dengan International Arrangement 
on Forest (IAF) dilaksanakan di 
bawah koordinasi United Nations 
Forum on Forests (UNFF).  Dalam 
pelaksanaannya UNFF didukung oleh 
Collaborative Partnership on Forests 
(CPF) yang beranggotakan 14 organisasi 
internasional terkait sektor kehutanan, 
organisasi regional serta organisasi 
internasional relevan lainnya. 

Sasaran utama dari IAF 
adalah untuk memperkuat kerja 
sama pengelolaan, konservasi dan 
pembangunan berkelanjutan dari 
semua jenis hutan serta memperkuat 
komitmen politik jangka panjang untuk 
mencapainya. Sedangkan tujuan IAF 
adalah meningkatkan implementasi 
berbagai kerja sama di sektor 
kehutanan di tingkat nasional, regional 
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maupun global, termasuk untuk 
membentuk sebuah kerangka global 
bagi pelaksanaan, koordinasi dan 
pengembangan kebijakan yang bersifat 
koheren, transparan dan partisipatif.

Isu prioritas UNFF saat ini adalah 
mengkaji perlu tidaknya penetapan 
konvensi global yang mengikat 
secara hukum guna pengelolaan 
hutan (seluruh jenis hutan) secara 
berkelanjutan pakca 2015. Saat 
ini UNFF tengah mempersiapkan 
pertemuan ke -11 yang rencananya 
akan diselenggarakan tanggal 4-15 Mei 
2015 di New York. Persiapan tersebut 
akan terdiri atas rangkaian pertemuan 
open-ended intergovernmental ad 
hoc expert group (AHEG), konsultasi 
dengan pemangku kepentingan dan 
independent experts assessment 
mengenai efektifi tas pelaksanaan 
IAF.  Rangkaian proses ini diharapkan 
dapat menghasilkan rekomendasi 
mengenai opsi-opsi strategis terkait 
fungsi dan kelembagaan (institutional 
arrangements) IAF paska 2015 
guna digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pembahasan/
perundingan intergovernmental pada 
UNFF-11.

Indonesia telah terlibat dalam 
rangkaian proses dan penyusunan 
rekomendasi mengenai opsi strategis 
terkait fungsi serta kelembagaan 
(institutional arrangements) IAF 
pasca 2015. Dalam konteks negosiasi 
pembahasan SDGs, Indonesia juga 
merupakan salah satu penganjur agar 
isu kehutanan mendapatkan perhatian 
dan dirumuskan sebagai goal atau 
target SDGs. Indonesia akan terus 
memajukan isu ini dalam negosiasi 
pembangunan paska 2015 mendatang.

Selain itu peran aktif Indonesia 
dapat dilihat dari upaya Indonesia 
memajukan isu reducing emissions 
from deforestation and forest 
degradation (REDD+), khususnya 
terkait isu pendanaan dalam lingkup 
penanganan perubahan iklim.  Sebagai 
salah satu negara pemilik hutan tropis 
terbesar di dunia, peran aktif Indonesia 
dalam pembahasan terkait masa depan 
kerja sama global sektor kehutanan 
perlu menjadi prioritas mengingat 
pentingnya sektor kehutanan untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
dan pengentasan kemiskinan, 

mendorong pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan khususnya dalam 
mendorong pengelolaan sumber daya 
hutan secara berkelanjutan, mengatasi 
deforestasi dan meningkatkan 
konservasi kawasan hutan.

Indonesia perlu terus mengikuti 
dan berpartisipasi dalam pembahasan 
IAF mengingat rencana pembentukan 
kerja sama internasional (rezim) di 
bidang kehutanan yang mengikat 
(legally binding IAF) akan memunculkan 
dorongan internasional kepada 
sektor kehutanan Indonesia untuk 
melakukan penyesuaian dan sinergi 
dengan kesepakatan global.  Hal ini juga 
akan menimbulkan pengaruh, tidak 
hanya terkait kerja sama pengelolaan/
konservasi ekosistem hutan, namun 
juga mempengaruhi lintas sektoral, 
termasuk kebijakan terkait pengelolaan 
sumber daya hutan, kebijakan 
pertanian dan perkebunan termasuk 
ketahanan pangan dan perdagangan 
komoditas kehutanan, serta kebijakan 
sosial menyangkut masyarakat yang 
secara ekonomi bergantung pada hutan.

Indonesia berkepentingan untuk 
mendorong implementasi secara 
penuh Framework for REDD Plus 
yang disepakati pada COP19/CMP 9 di 
Warsawa tahun 2013  dan mendukung 
integrasi isu kehutanan termasuk REDD 
Plus dalam agenda pembangunan 
paska 2015.

Pengarusutamaan Risiko 
Bencana

Indonesia senantiasa terus 
menegaskan komitmen dan leadership-
nya dalam isu Kemanusiaan di bidang 
penanggulangan bencana,  baik pada 
tataran regional maupun global. Hal 
tersebut diantara tercermin dalam 
berbagai kerja sama yang intensif dan 
komprehensif dalam isu Pengurangan 
Risiko Bencana (PRB). Sebagai salah 
satu negara terdepan dalam isu 
tersebut, Indonesia terus berperan 
aktif dalam melaksanakan koordinasi 
dan kerja sama di berbagai tingkatan, 
terutama pada tataran regional dan 
global. Pada tahun 2014 Indonesia telah 
berpartisipasi pada penyelenggaraan 
Pertemuan 6th Asian Ministerial 
Conference on Disaser Risk Reduction 

(AMCDRR) di Bangkok, Thailand. Di 
samping terus menyerukan pentingnya 
penguatan kapasitas masyarakat 
lokal yang tangguh terhadap bencana, 
pertemuan tersebut juga menyepakati 
pentingnya investasi pemerintah 
dalam sektor PRB serta pentingnya 
meningkatan korelasi antara kerangka 
Hyogo Framework for Action post-2015 
dengan Sustainable Development Goals 
(SDGs).

Dalam kerangka group of friends 
for disaster risk reduction (GoF DRR) 
dan dengan kapasitas sebagai salah 
satu co-chairs, Indonesia pada bulan 
Februari 2014 telah menyelenggarakan  
pertemuan “Civil Society Dialogue: 
DRR-related targets in the SDGs Group 
of Friends for Disaster Risk Reduction” 
yang menghasilkan berbagai rumusan 
usulan sebagai masukan dalam 
pembahasan SDGs. 

Selanjutnya, pada bulan 
Oktober 2014, Indonesia juga telah 
menyelenggarakan pertemuan dialog 
antara negara GoF DRR dengan co-chairs 
dari Preparatory Committee World 
Conference on Disaster Risk Reduction 
(WCDRR) untuk persiapan pembahasan 
zero draft HFA2 sebagai outcome dari 
WCDRR.  Indonesia akan terus meman-
faatkan keketuaannya GoF DRR 
dan keanggotaan pada dialogue 
for humanitarian partnership 
untuk mengarusutamakan pengu-
rangan risiko bencana, kesiapan 
(preparedness) dan pembangunan 
ketahanan terhadap bencana,. 
Pengarusutamaan isu-isu dimaksudkan 
untuk berkontribusi dalam proses PBB. 

Bantuan Kemanusiaan

Indonesia berpartisipasi dalam 
penanganan persoalan kemanusiaan 
global, antara lain dengan kontribusi 
pendanaan melalui Central Emergency 
Response Fund (CERF) maupun dalam 
pengiriman tim bantuan kemanusiaan 
langsung, misalnya terkait dengan 
gempa bumi Haiti serta gempa dan 
tsunami Jepang.  Masyarakat madani 
Indonesia juga telah menunjukkan 
peningkatan peran terhadap isu 
kemanusiaan dan pemberian bantuan 
kemanusiaan di tingkat global.
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Dalam penanganan persoalan 
kemanusiaan global, Pemri juga 
telah bekerja sama dengan berbagai 
organisasi internasional, seperti CERF 
untuk kontribusi pendanaan, United 
Nations Offi  ce for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (UNOCHA) untuk 
peningkatan kapasitas tanggap darurat 
dan penanggulangan bencana, dan 
United Nations Offi  ce of the Recovery 
Coordinator (UNORC) untuk rehabilitasi 
dan rekonstruksi daerah bencana.

Sebagai negara yang dipandang 
memiliki peran sentral dalam 
penanganan isu kebencanaan dan 
pemberian bantuan kemanusiaan pada 
tataran global, Indonesia bersama 
Pemerintah Jepang menjadi co-chair 
penyelenggaraan konsultasi World 
Humanitarian Summit (WHS) untuk 
Kawasan Asia Tenggara dan Asia 
Timur di Tokyo pada tanggal 23-24 Juli 
2014 untuk menyusun modalitas dan 
substansi penyelenggaraan WHS di 
Istanbul, Turki, pada tahun 2016. 

Perlindungan Sumber 
Daya Genetik, 

Pengetahuan Tradisional, 
dan Ekspresi Budaya 

Tradisional (SDGPTEBT)

Indonesia sebagai salah satu negara 
mega biodiversity semakin menyadari 
potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
yang dapat diperoleh dari pemanfaatan 
dan pengolahan lebih lanjut Sumber 
Daya Genetik (SDG), Pengetahuan 
Tradisional (PT), dan Ekspresi Budaya 
Tradisional (EBT) untuk menunjang 
pembangunan di Indonesia terutama 
melalui pengembangan produk yang 
memiliki indikasi geografi s, industri 
kreatif, pariwisata, dan sebagainya. 

Ketiadaan rezim hukum 
internasional yang mampu memberikan 
perlindungan menyeluruh terhadap 
pemanfaatan SDGPTEBT telah 
memacu negara-negara berkembang, 
yang mayoritas memiliki potensi 
SDGPTEBT yang besar, untuk menjadi 
penggerak utama perundingan, salah 
satunya adalah di World Intellectual 
Property Organization (WIPO).  Dalam 
WIPO, Indonesia turut terlibat aktif 
dalam Intergovernmental Committee 
on Intellectual Property of Genetic 

Resources, Traditional Knowledge, and 
Folklore (IGC-GRTKF). Perundingan 
GRTKF telah dimulai sejak tahun 
2001, namun sempat beberapa kali 
mengalami deadlock akibat resistensi 
yang tinggi dari negara maju terhadap 
usulan negara berkembang yang 
menginginkan agar IGC GRTKF 
mengarah pada pembentukan 
international legally binding instrument 
untuk melindungi dan menjamin 
kepastian access and benefi t sharing. 

Indonesia telah menjadi salah 
satu pendorong utama pembahasan 
dalam IGC-GRTKF, salah satunya 
dengan menyelenggarakan beberapa 
pertemuan yang dihadiri oleh negara-
negara yang memiliki pandangan yang 
sama/Like Minded Countries (LMCs), 
pertemuan terakhir dilaksanakan di 
Bali pada tanggal 10-12 Maret 2014. 

Perlindungan Budaya

Indonesia sebagai salah satu negara 
yang kaya akan keanekaragaman 
budaya sangat berkepentingan untuk 
menjaga dan melestarikan elemen-
elemen budaya, baik yang benda 
maupun tak benda.  Dalam forum 
multilateral, Indonesia terlibat secara 
aktif dalam berbagai program budaya 
UNESCO. 

Indonesia merupakan negara 
pihak pada beberapa Konvensi 
UNESCO, seperti Convention on the 
Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions (2005), 
Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage (2003), dan 
Convention Concerning the Protection of 
the World Cultural and natural Heritage 
(1972).

Saat ini, 7 (tujuh) elemen budaya 
takbenda Indonesia (Wayang, Keris, 
Batik, Pelatihan Batik, Angklung, Tari 
Saman, dan Noken) telah terdaftar 
sebagai Intangible Cultural Heritage 
(ICH) UNESCO. Pada tahun 2014, 
Indonesia tengah mempersiapkan 
pengajuan TMII sebagai best 
safeguarding practice dan Perahu Pinisi 
sebagai warisan budaya takbenda.  Di 
samping itu, 8 (delapan) situs telah 
diakui sebagai warisan alam dan 
budaya dunia (World Heritage), yakni 

Candi Borobudur, TN. Komodo, Candi 
Prambanan, TN Ujung Kulon, Situs 
Sangiran, TN Lorentz, Hutan Tropis 
Sumatra, dan Bentang Budaya Bali. 

Upaya perlindungan budaya 
melalui forum UNESCO juga dilakukan 
melalui program Memory of the 
World. Program Memory of the World 
(MOW) UNESCO ditetapkan tahun 
1992 didorong oleh keprihatinan akan 
status pelestarian dan akses terhadap 
warisan dokumenter di berbagai 
belahan dunia. Warisan dokumenter 
Indonesia yang telah diakui sebagai 
ingatan kolektif dunia adalah: Babad 
Diponegoro, Babad Nagarakretagama, 
La Galigo, dan Archives of the Dutch 
East India Company (2003). Pada tahun 
2014, Indonesia tengah mengupayakan 
untuk meregister Dokumen Konferensi 
Asia Afrika  (KAA) sebagai MOW 
dengan meminta dukungan negara-
negara penggagas KAA.

Pemberdayaan Perempuan

Perumusan dan pembahasan isu 
penyetaraan gender dan pemberdayaan 
perempuan pada kerangka agenda 
pembangunan paska 2015 dan 
peringatan dua dekade Deklarasi 
Beijing dan Platform for Action tahun 
1995 diharapkan dapat memperkuat 
pengarusutamaan penyetaraan gender 
dan pemberdayaan perempuan dalam 
berbagai bidang pembangunan.

Pada Sidang Majelis Umum ke-
69, partisipasi Indonesia difokuskan 
pada upaya peningkatan kapasitas 
perempuan dan penguatan aspek 
perlindungan terhadap perempuan. 

Pada pokok pembahasan women 
in development, Indonesia mendorong 
penguatan peran perempuan sebagai 
pelaku ekonomi melalui peningkatan 
akses terhadap berbagai sumber 
keuangan dan pasar. Indonesia juga 
mendorong peningkatan kapasitas 
perempuan melalui berbagai 
program pendidikan dan pelatihan 
dalam berbagai sektor politik 
dan ekonomi serta meningkatkan 
partisipasi perempuan dalam proses 
pembangunan dan pengambilan 
keputusan. 
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Untuk aspek perlindungan, 
Indonesia juga aktif berpartisipasi 
dalam negosiasi berbagai resolusi 
Majelis Umum terkait seperti 
Intensifi cation of Efforts to Eliminate 
All forms of Violence against 
Women; Traffi  cking in Women and 
Girls; Intensifying Global Efforts for 
the Elimination of Female Genital 
Mutilation; dan Intensifi cation of Efforts 
to end Obstetric Fistula.

Peran Indonesia juga diwujudkan 
dalam kontribusi Indonesia terhadap 
organisasi UNWomen, dimana 
Indonesia telah menjanjikan bantuan 
kontribusi sebesar USD 147.000 untuk 
tahun 2015 mendatang.

Partisipasi aktif Indonesia dalam 
perumusan norm setting terefl eksikan 
dalam berbagai resolusi Majelis 
Umum PBB. Selanjutnya isu ini juga 
diupayakan untuk diintegrasikan 
kedalam proposal SDGs yang 
dirumuskan dalam goal tersendiri 
terkait pemberdayaan perempuan. 
Indonesia akan terus mendukung 
pengarusutamaan isu penyetaraan 
gender dan pemberdayaan perempuan 
di lingkup isu pembangunan PBB, 
termasuk dalam agenda pembangunan 
paska 2015. 

Upaya tersebut dilaksanakan 
guna  menempatkan perempuan 
sebagai bagian dari kelompok rentan 
dan benefi ciary pembangunan 
semata, namun lebih sebagai agen 
pembangunan. Indonesia juga akan 
mengupayakan pencalonan kembali 
keanggotaannya di Dewan Eksekutif 
UN Women untuk periode 2015-2017 
mewakili kawasan Asia, agar dapat 
dimanfaatkan demi kepentingan 
nasional dan pembangunan hak-hak 
perempuan di tanah air. 

Foreign Policy and Global 
Health

Foreign Policy and Global Health 
(FPGH) merupakan  inisiatif yang 
diprakarsai oleh 7 Menlu (Norwegia, 
Prancis, Indonesia, Thailand, Brazil, 
Afrika Selatan, dan Senegal) dalam 
rangka mempromosikan pentingnya 
isu kesehatan global dalam lensa 
politik luar negeri. FPGH diluncurkan 

pada kesempatan Sidang Majelis 
Umum (SMU) PBB ke-59 tahun 2006 di 
New York.

Pada tahun 2014, Indonesia 
berperan aktif dalam pembahasan 
dan turut mendorong disahkannya 
resolusi Global Health and Foreign 
Policy di Sidang Majelis Umum PBB ke-
69 yang menekankan pada pentingnya 
perlindungan, kesehatan, keselamatan 
dan kesejahteraan para pekerja 
kesehatan.

Perdagangan Internasional

Indonesia berkepentingan atas 
terciptanya sistem perdagangan 
internasional yang terbuka, adil dan 
bebas hambatan guna menunjang 
dan mempercepat pelaksanaan 
pembangunan nasional melalui 
peningkatan ekspor, khususnya 
komoditi non-migas, peningkatan daya 
saing, serta perluasan pasar luar negeri. 
Indonesia juga berkepentingan adanya 
kerangka perlindungan multilateral 
yang lebih baik bagi kepentingan 
nasional khususnya dalam menghadapi 
mitra dagang. 

Dalam upaya meningkatkan peran 
perdagangan bagi pembangunan, 
reformasi sistem perdagangan 
multilateral perlu dilakukan, 
khususnya terkait perdagangan 
produk pertanian dan produk non-
pertanian. Upaya  reformasi kebijakan 
perdagangan dilakukan melalui 
perundingan Agenda Doha (Doha 
Development Agenda/DDA). Secara 
umum, penyelesaian perundingan 
Agenda Pembangunan Doha dinilai 
akan dapat membantu Negara 
berkembang dan LDCs dalam mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Sayang sekali, upaya reformasi 
sistem perdagangan multilateral 
melalui negosiasi DDA tidak berjalan 
sebagaimana yang diharapkan, 
yang disebabkan oleh perbedaan 
kepentingan dan pandangan di antara 
major player mengenai seberapa jauh 
tingkat konsesi yang harus diberikan 
khususnya oleh emerging economies, 
yang selama ini dinilai paling banyak 
mengambil manfaat dari sistem 
perdagangan global. 

Sedikit titik terang muncul pada 
penyelenggaraan KTM ke-9  di Bali, 
tanggal 3 – 6 Desember 2013 yang lalu, 
di mana KTM berhasil menyepakati 
apa yang disebut sebagai “Paket 
Bali” (Bali Package), yang mencakup 
Persetujuan Fasilitasi Perdagangan, 
Ministerial Decision on Tariff Rate Quota 
Administration (TRQ),  Ministerial 
Decision on Public Stockholding for 
Food Security Purposes. Paket Bali juga 
memberikan mandat pada anggota 
untuk menyusun Program Kerja 
Pasca Bali (Post-Bali Work Program) 
dengan tujuan akhir menyelesaikan 
perundingan Doha. 

Persetujuan Paket Bali merupakan 
capaian yang cukup bersejarah bagi 
WTO. Karena untuk pertama kalinya 
sejak organisasi ini berdiri pada tahun 
1995, WTO berhasil menyepakati 
sesuatu yang sifatnya mengikat secara 
hukum (legally binding). Namun dalam 
perkembangannya, implementasi Paket 
Bali ini ternyata tidak berjalan dengan 
mudah. Perbedaan kepentingan dan 
minimnya mutual trust antar anggota 
sangat mewarnai proses implementasi 
Paket Bali ini.  Beberapa Negara 
berkembang yang dimotori oleh India 
menolak untuk menyepakati draft 
Protocol of Amendment Persetujuan 
Fasilitasi Perdagangan,  sekiranya 
belum ada kejelasan mengenai 
bentuk solusi permanen terkait public 
stockholding for food security. 

Tidak disepakatinya Protocol of 
Amendment secara otomatis menunda 
implementasi Persetujuan Fasilitasi 
Perdagangan. Penundaan implementasi 
Persetujuan Fasilitasi Perdagangan 
telah berdampak pada keengganan 
Negara maju dan Negara berkembang 
eksportir untuk membahas isu-isu 
perundingan lainnya.

Selaku tuan rumah KTM WTO IX 
di Bali, Indonesia berkepentingan agar 
implementasi Paket Bali dilakukan 
secara menyeluruh dan sesuai dengan 
kerangka waktu yang disepakati 
oleh para Menteri. Penyelesaian 
perundingan diharapkan dapat 
menciptakan sistem perdagangan 
yang adil dan responsif terhadap 
kepentingan pembangunan Negara 
berkembang. Kondisi status quo ini 
sangat merugikan kepentingan akses 
pasar dan pembangunan sektor 
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pertanian Indonesia dan Negara 
berkembang lainnya. Indonesia juga 
berkepentingan untuk memanfaatkan 
hasil-hasil KTM ini demi pembangunan 
nasional. Hasil KTM memungkinkan 
Indonesia memanfaatkan tambahan 
akses pasar produk pertanian ke pasar 
tradisional dan non-tradisional, serta 
memberikan ruang gerak (policy space) 
yang lebih besar dalam melaksanakan 
program-program ketahanan pangan.

Pengembangan Kerja 
Sama Internasional 

Sektor Komoditi Unggulan 
Indonesia

Salah satu upaya untuk 
mendukung sektor komoditi Indonesia 
yang ditempuh Pemri adalah melalui 
jalur diplomasi pada berbagai 
organisasi internasional berbasis 
komoditi. Dalam berbagai organisasi 
komoditi internasional tersebut, 
dibahas secara luas dan mendalam 
berbagai isu dan topik yang terkait 
produksi dan pemasaran sektor 
komoditi. Selain itu, hampir semua 
negara-negara kunci sektor komoditi 
global, baik negara-negara produsen 
maupun konsumen, menjadi anggota 

organisasi internasional dimaksud 
dan melakukan pembahasan intensif 
tentang berbagai isu dan topik sektor 
komoditi global sehingga kesepakatan 
yang tercapai dapat mengakomodasi 
kepentingan semua negara anggota. 

Indonesia hingga saat ini telah 
menjadi anggota berbagai organisasi 
internasional sektor komoditi sebagai 
berikut: 
• International Coffee Organization 

(ICO), 
• International Cocoa Organization 

(ICCO), 
• International Sugar Organization 

(ISO), 
• International Tropical Timber 

Organization (ITTO), 
• International Pepper Community 

(IPC), Asia and Pacifi c Plant 
Protection Commission (APPPC),

•  International Tripartite Rubber 
Council (ITRC),

•  International Network for Bamboo 
and Rattan (INBAR),

•  Association of Natural Rubber 
Producing Countries (ANRPC),

•  Indian Ocean Tuna Commission 
(IOTC), 

• Western and Central Pacifi c Fisheries 
Commission (WCPFC), 

• Commission for the Conservation of 

Southern Bluefi n Tuna (CCSBT), 
• Asian and Pacifi c Coconut 

Community (APCC), dan 
• Common Fund for Commodities (CFC). 

Selain itu, Indonesia juga terlibat 
aktif dalam forum-forum komoditi 
internasional lain yang merupakan 
bagian dari Food and Agriculture 
Organization (FAO) seperti Inter-
Governmental Group on Tea (IGG on 
Tea) dan International Rice Commision 
(IRC). 

Manfaat nyata yang dapat 
diperoleh dari keanggotaan Indonesia 
di berbagai organisasi internasional 
tersebut, antara lain berupa dukungan 
pembiayaan dan berbagai bantuan 
teknis terhadap proyek-proyek 
pengembangan komoditi Indonesia. 

Beberapa proyek-proyek 
pengembangan komoditi yang telah 
memperoleh bantuan pembiayaan di 
Indonesia tidak terbatas hanya pada 
pengembangan produk komoditi, 
namun juga proyek-proyek pemasaran 
komoditi, business development, 
pelestarian lingkungan hidup dan 
pemahaman regulasi.

Gambar: Dubes/Watapri New York, H.E. Desra Percaya ketika memasukkan suara Indonesia ke kotak 
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Diplomasi HAM 
Multilateral

Indonesia terus memperkuat 
berbagai upaya diplomasi multilateral 
di bidang Hak Asasi Manusia Indonesia 
terus melanjutkan peran aktifnya 
sebagai anggota Dewan HAM periode 
2011-2014 dan dalam berbagai 
pembahasan isu hak asasi manusia 
di Komite III Majelis Umum PBB dan 
ECOSOC.

Sebagai anggota Dewan HAM, 
Indonesia telah menunjukkan peran 
dan memberikan kontribusi yang besar 
bagi upaya pemajuan dan perlindungan 
HAM di tingkat global. Indonesia 
bersama kelompok negara-negara 
sehaluan telah berupaya menegakkan 
kiprah DHAM yang selaras dengan 
resolusi MU-PBB 60/251, khususnya 
prinsip-prinsip DHAM sebagai forum 
antar-pemerintah; keseimbangan hak 
sipol dan ekososbud; dialog dan kerja 
sama internasional; universalitas, 
objektivitas, non-selectivity; serta 
penghilangan standar ganda dan 
politisasi.

Pemri juga telah membangun 
kerja sama yang konstruktif dengan 
Badan Traktat PBB. Pada tanggal 30 
April – 1 Mei 2014 di Jenewa dalam 
Sidang Komite CESCR ke-52, Indonesia 
telah membahas laporan inisial 
Indonesia pada Komite Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya PBB (CESCR), serta  
Laporan Periodik ke-3 dan 4 Indonesia 
mengenai implementasi Konvensi Hak 
Anak di Indonesia pada tanggal 5 Juni 
2015 di Jenewa dalam Sidang Komite 
CRC ke-66. 

Partisipasi aktif Indonesia selama 
ini di berbagai forum termasuk Dewan 
HAM PBB telah mendapatkan apresiasi 
dari masyarakat internasional, 
sebagaimana disampaikan berbagai 
mekanisme HAM PBB. Pemri juga 
mendapatkan apresiasi masyarakat 
internasional sebagai negara yang 
telah meratifi kasi 8 konvensi HAM 
internasional utama berikut 2 protokol 
opsional dari Konvensi Hak-Hak Anak 
serta atas inisiatif Pemri dalam upaya 
meratifi kasi Konvensi Internasional 
untuk Perlindungan Semua Orang dari 

Penghilangan Paksa.   Indonesia juga 
telah berperan aktif dalam membangun 
dialog peradaban dan toleransi 
beragama dengan memanfaatkan 
berbagai forum internasional termasuk 
salah satunya UN Alliance of Civilization 
(UNAOC). Indonesia telah berperan 
dalam penyelenggaraan UNAOC tahun 
2014, dan berpartisipasi aktif dalam 
forum demokrasi di tingkat global 
terutama Community of Democracies.  

Pemri juga telah berperan aktif 
dalam berbagai inisiatif internasional 
seperti Global Summit to End Sexual 
Violence in Confl ict dan #WeProtect 
Children Online Summit pada tahun 
2014.  Pada tahun 2015, Indonesia 
kembali diundang untuk menjadi 
penggerak isu kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan melalui 
Kampanye Global HeForShe. 

Diundangnya Indonesia 
dalam berbagai inisiatif dimaksud 
menunjukkan pengakuan dunia 
internasional terhadap komitmen 
Indonesia untuk memajukan kesetaraan 
gender di tingkat nasional. Masyarakat 
internasional mempunyai harapan 
besar untuk dapat memanfaatkan lebih 
lanjut peran dan partisipasi Indonesia 
dalam memajukan isu ini di tataran 
kawasan dan internasional. Lebih lanjut, 
keikutsertaan Indonesia ini, selain 
sebagai manifestasi dari komitmen 
Indonesia dalam perlindungan hak-
hak perempuan dan anak, juga sesuai 
dengan Prinsip Nawa Cita Presiden Joko 
Widodo.

Apresiasi dan pengakuan tersebut 
telah ditunjukkan secara nyata dengan 
terpilihnya kembali Indonesia sebagai 
anggota Dewan HAM untuk periode 
2015-2017 pada tanggal 21 Oktober 
2014, dalam Sidang Pleno ke-29 Majelis 
Umum PBB. 

Diplomasi HAM Regional 
dan Bilateral

Pada tingkat regional, Indonesia 
terus berperan aktif dalam 
pembentukan mekanisme HAM 
regional melalui penguatan peran 

ASEAN Inter-Governmental Commission 
of Human Rights (AICHR). Terpilihnya 
anggota AICHR dari Indonesia yang 
merupakan tokoh LSM menjadikan 
Indonesia sebagai negara ASEAN 
satu-satunya yang menunjuk tokoh 
LSM sebagai wakil resmi pemerintah 
di AICHR. Perwujudan mekanisme 
HAM di ASEAN akan menjadi sebuah 
terobosan besar di abad ini, mengingat 
dari empat kawasan besar dunia hanya 
Asia yang belum benar-benar memiliki 
sebuah mekanisme penegakan dan 
perlindungan HAM regional.    

Selain itu, isu hak perempuan dan 
anak dibahas dengan lebih ekstensif 
di bawah pilar Sosial Budaya ASEAN, 
termasuk melalui pembentukan ASEAN 
Commission on the Promotion and 
Protection of the Rights of Women and 
Children (ACWC) sebagai mekanisme 
independen di kawasan dalam bidang 
pemajuan dan perlindungan hak 
perempuan dan anak. Sebagaimana 
halnya dengan AICHR, Pemri menunjuk 
perwakilan LSM sebagai representasi 
pemerintah Indonesia.

Pemri juga terlibat aktif dalam 
pembahasan suatu draft instrumen 
perlindungan tenaga kerja migran 
dalam kerangka ASEAN (ASEAN 
Instrument on the Protection and 
Promotion of the Rights of Migrant 
Workers). Upaya ini merupakan kerja 
sama dengan Kementerian Luar 
negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan 
BNP2TKI.

Indonesia mengambil inisiatif 
untuk menginisiasi dialog HAM 
(semacam UPR di bawah Dewan HAM) 
sebagai upaya untuk memperkuat 
mandat proteksi dari AICHR. Dalam 
kaitan ini, Indonesia secara suka rela 
menempatkan diri sebagai negara 
untuk dilakukan review oleh AICHR 
melalui dialog dan terjadi pada tahun 
2012. Indonesia mengharapkan dialog 
ini menjadi standing practice (praktek 
reguler) di AICHR dan mendorong 
negara lain untuk mengikuti jejak. 
Dua negara ASEAN telah menyatakan 
kesediaan mengikuti jejak Indonesia, 
yaitu Thailand dan Filipina, dimana 
Thailand telah melaksanakannya 
paruh kedua tahun 2014. Prakarsa 

V.3 Kerja Sama Internasional HAM
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Indonesia ini mendapat apresiasi dari 
banyak pihak termasuk negara-negara 
mitra dari Eropa. 

Pemri juga berkomitmen 
untuk terus mendorong pemajuan 
HAM di negara-negara OKI melalui 
Independent Permanent Human 
Rights Commission/IPHRC (Komisi 
HAM OKI). Peran Indonesia dalam 
Komisi HAM OKI, terbukti dengan 
keberhasilan penyelenggaraan sesi 
inaugural Komisi HAM OKI. Pertemuan 
ini telah memainkan peran penting 
dalam proses pembentukan serta 
pelaksanaan kinerja dari Komisi HAM 
OKI, di mana Ketua Komisi pada saat 
yaitu Komisioner dari Indonesia DR. 
Siti Ruhaini Dzuhayatin. 

Selanjutnya, Pemri diberi 
kepercayaan oleh Komisi HAM OKI 
untuk menjadi tuan rumah Pertemuan 
Reguler Komisi HAM OKI dengan tema 
perlindungan hak-hak perempuan dan 
anak yang rencananya diselenggarakan 
pada bulan Mei 2015. Pada Seminar 
ini, Pemri juga akan mendorong 
engangement antara Komisi HAM 
OKI dengan National Human Rights 
Institution (NHRI) sebagai upaya 
perluasan engangement Komisi dengan 
pemangku kepentingan HAM lainnya. 

Pada tingkat bilateral, Indonesia 
juga terus memberdayakan Dialog HAM 
Bilateral dengan Norwegia, Swedia, 
Kanada, Rusia, Iran dan Uni Eropa 
sebagai bagian dari upaya Indonesia 
untuk membangun kerja sama di 
bidang HAM dengan masyarakat 
internasional.

Implementasi 
Rekomendasi Komisi 

Kebenaran dan 
Persahabatan (KKP) 

Indonesia-Timor Leste

Pemri bekerja sama dengan 
Pemerintah Timor-Leste terus 
mengupayakan kemajuan dalam 
implementasi rekomendasi KKP RI-
RDTL. Dalam upaya mempercepat 
dan menigkatkan implementasi 
rekomendasi KKP tersebut, Pemri telah 
menyusun Peraturan Presiden nomor 
72 tahun 2011 tentang Rencana Aksi 
Implementasi Rekomendasi Komisi 

Kebenaran dan Persahabatan Republik 
Indonesia dan Republik Demokratik 
Timor-Leste. Dengan Peraturan 
Presiden tersebut memungkinkan 
Kementerian/Lembaga terkait untuk 
mengimplementasikan secara bersama 
atau sendiri-sendiri rekomendasi 
terkait dimaksud.

Berbagai kemajuan telah dicapai 
dalam implementasi KKP antara lain 
sebagai berikut:
a. Peluncuran keseluruhan 9 

(sembilan) titik lintas batas 
untuk penerapan Pas Lintas 
Batas (PLB) sebagaimana diatur 
dalam Arrangement 2003 dengan 
diluncurkannya 2 (dua) titik lintas 
batas RI-TL yang terakhir dari 
Arrangement 2003 (Laktutus (RI)-
Belulik Leten (TL) dan Oepoli (RI)-
Citrana (TL)) pada kesempatan 
kunjungan Presiden RI ke Dili 
tanggal 25-27 Agustus 2014. 

b. Peluncuran pasar tradisonal 
perbatasan di Mota’ain dan 
Batugade oleh kedua Kepala Negara 
RI-TL saat kunjungan Presiden RI 
ke Dili pada tanggal 25-27 Agustus 
2014

c. Kesepakatan pembentukan Forum 
Persahabatan Indonesia – Timor-
Leste dalam kunjungan Presiden RI 
ke Dili pada tanggal 25-27 Agustus 
2014.  

d. Peluncuran pendirian Rumah 
Pintar Timor-Leste di Dili 
oleh kedua Ibu Negara dalam 
kesempatan kunjungan Presiden 
RI ke Timor-Leste pada tanggal 26 
Agustus 2014.

e. Peresmian Pusat Budaya Indonesia 
(PBI) oleh Presiden RI yang ditandai 
dengan Ground Breaking Ceremony 
pada saat kunjungan Presiden RI ke 
Dili pada tanggal 27 Agustus 2014.

f. Dilanjutkannya pembayaran 
kembali Tabungan Hari Tua (THT) 
untuk Tahap III bagi mantan 
PNS, serta Tahap II bagi mantan 
anggota TNI dan Polri, Tabungan 
Perumahan (Taperum) bagi mantan 
PNS, dan Jaminan Hari Tua (JHT) 
Tahap I bagi mantan karyawan 
swasta eks-Propinsi Timor Timur 
pada bulan Oktober 2014.

g. Kelanjutan proses renovasi dan 
relokasi Taman Makam Pahlawan 
(TMP) Indonesia di Timor-Leste.

h. Kelanjutan pembahasan proses 
penyelesaian aset, serta

i. Kelanjutan pembahasan proses 
penanganan orang hilang dan yang 
terpisah dari keluarganya.

Upaya kedua Negara, termasuk 
melalui pelaksanaan rencana aksi 
implementasi rekomendasi KKP, 
telah memberikan dasar yang kuat 
bagi rakyat dan pemerintah kedua 
Negara untuk melakukan rekonsiliasi, 
membangun persahabatan, dan 
mengembangkan kerja sama di semua 
bidang. Hingga saat ini, hubungan 
bilateral RI dan Timor-Leste di semua 
tingkatan berjalan secara sangat 
baik dan diakui bahwa KKP dan 
hasil yang ditunjukkan selama ini 
merupakan model yang sangat baik 
dan dapat ditiru oleh Negara yang 
menghadapi situasi serupa. Dalam 
sejarah kontemporer, tidak terdapat 
Negara seperti RI dan Timor-Leste 
yang memiliki latar belakang bersama 
dan kemudian memisahkan diri dapat 
dengan cepat melakukan rekonsiliasi 
dan mengembangkan persahabatan 
dan kerja sama yang erat.

Bencana Alam dan 
Kemanusiaan

Indonesia selalu berperan 
aktif dalam memajukan kerja sama 
internasional di bidang kemanusiaan. 
Hal ini tercermin dalam berbagai 
inisiatif dan dukungan yang 
disampaikan pada tataran bilateral, 
regional maupun global. Inisiatif dan 
dukungan Indonesia telah disambut 
baik dan mendapatkan dukungan 
luas oleh masyarakat internasional, 
antara lain dalam situasi kemanusiaan 
di Rakhine state, Myanmar. Dengan 
dukungan masyarakat internasional, 
insiatif Indonesia untuk menciptakan 
situasi yang lebih kondusif di Rakhine 
State memberikan hasil yang positif 
tidak hanya bagi Myanmar namun 
juga kestabilan kawasan Asia tenggara 
secara umum.  Indonesia berpegang 
pada prinsip kemanusiaan dalam 
penanganan isu pencari suaka dan 
pengungsi. 

Di lingkup nasional, Pemerintah 
sedang menyusun sebuah Peraturan 
Presiden yang mengatur tentang 
penanganan orang asing pencari suaka 
dan pengungsi. Peraturan ini akan 
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menjadi pedoman bagi aparat dalam 
menangani orang asing pencari suaka 
dan pengungsi di Indonesia. Pada 
tataran internasional, Indonesia terus 
bekerja sama dengan negara lain, salah 
satunya melalui kerangka kerja sama 
Bali Process. 

Sebagai negara rawan bencana, 
Indonesia memiliki banyak lessons-
learned dan best-practices yang 
dapat dibagi dengan negara lain. 
Pada tahun 2011, Presiden SBY 
mendapatkan gelar Global Champion 

for Disaster Risk Reduction dari Sekjen 
PBB karena dinilai berhasil dalam 
mengintegrasikan kerangka global 
Hyogo Framework for Action dalam 
sistem kebencanaan nasional. Kerja 
sama internasional merupakan aspek 
penting dalam bidang kebencanaan. 
Oleh sebab itu, Indonesia terus 
menggalakkan kerja sama dengan 
negara-negara untuk berbagi 
informasi dan pengetahuan terkait 
bencana. Peran aktif Indonesia dalam 
diplomasi kemanusiaan tercermin 
dari terpilihnya Indonesia menjadi 

co-chair dalam Konferensi-konferensi 
internasional antara lain AMCDRR ke-6 
di Bangkok dan Konsultasi Regional 
World Humanitarian Summit (WHS) 
tahun 2014. Indonesia merupakan tuan 
rumah AMCDRR ke-5 di Yogyakarta 
tahun 2012, yang dihadiri oleh 50 
pejabat setingkat Menteri di Asia 
Pasifi k, dan menghasilkan Yogyakarta 
Declaration yang menjadi rujukan bagi 
dokumen-dokumen kebencanaan lain 
di tingkat regional.
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dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) periode 
2010-2014. Walaupun reformasi 
DK PBB tidak lagi menjadi prioritas 
nasional pada RPJMN periode 2015-
2019, prakarsa Indonesia untuk 
senantiasa mendorong reformasi DK 
PBB di waktu-waktu mendatang akan 
terus diperkuat. Hal ini khususnya 
mengingat isu terkait penyelesaian 
konfl ik (confl ict resolution), penjagaan 
perdamaian (peacekeeping), dan bina 
perdamaian (peacebuilding) menjadi 
salah satu agenda aksi terkait upaya 
peningkatan peran global Indonesia 
dan menempatkan Indonesia sebagai 
kekuatan regional dengan keterlibatan 
global sebagai salah satu prioritas 
utama politik luar negeri Indonesia 
untuk lima tahun ke depan di bawah 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo. 
Dalam kaitan ini, berbagai isu tersebut 
sejatinya merupakan bagian dari 
core business DK PBB, yang proses 
reformasinya perlu terus didukung 
oleh Indonesia.

Kerja Sama G-20

Indonesia secara konsisten telah 
berperan aktif dalam seluruh kerja 
sama G20, baik kerja sama dalam 
bidang keuangan maupun kerja sama 
non-keuangan. Melalui forum G20, 
Indonesia memiliki kedudukan strategis 
tidak hanya untuk memperjuangkan 
kepentingan nasionalnya dan juga 
memajukan kepentingan negara-
negara berkembang secara umum, 
tetapi juga dengan berperan aktif dalam 
upaya mengatasi krisis ekonomi global, 
termasuk perlambatan pertumbuhan 
ekonomi emerging economies. 

Pada berbagai rangkaian 
pertemuan G20 tahun 2014 di bawah 
keketuaan Australia, Indonesia 
mendukung kebijakan G20 untuk 
secara fokus menjaga kesinambungan 
ekonomi makro, yang antara lain 
dilakukan dengan melakukan 
keseimbangan kebijakan konsolidasi 
fi skal, moneter dan target pertumbuhan 

kesempatan pembahasan isu reformasi 
DK, Indonesia juga terus mendorong 
pembahasan intermediate approach 
yang dapat menjembatani perbedaan 
di antara negara negara anggota.

Indonesia juga terus menekankan 
agar setiap negara dapat menunjukkan 
fl eksibilitas dan merumuskan usulan 
yang dapat diterima oleh mayoritas 
negara anggota PBB.

Indonesia akan terus mendorong 
agar upaya reformasi dalam tubuh 
PBB untuk dapat berjalan transparan 
dan menghasilkan PBB yang lebih 
demokratis, inklustif dan efektif serta 
mencerminkan dinamika dunia abad 
ke-21.

Sepanjang tahun 2014, Pemerintah 
RI telah berpartisipasi pada Pertemuan 
Tingkat Menteri mengenai inisiatif 
pembentukan Code of Conduct (CoC) di 
antara negara-negara anggota tetap DK 
PBB yang bertujuan untuk mencegah 
penggunaan hak veto dalam menyikapi 
situasi-situasi mass atrocities/
kejahatan besar (meliputi antara 
lain genosida, kejahatan terhadap 
kemanusiaan, dan kejahatan perang), 
yang diselenggarakan di sela-sela SMU 
PBB ke-69 atas inisiatif Perancis dan 
Meksiko. 

Selain itu, telah diselenggarakan 
pula Lokakarya “Reformasi DK PBB 
dan Refl eksi Peran Indonesia” di Bali, 
21 November 2014, guna melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan 
terkait mengenai perkembangan dan 
tantangan dalam upaya mereformasi 
Dewan Keamanan (DK) PBB, termasuk 
melakukan refl eksi atas peran dan 
posisi intermediate approach yang 
diajukan oleh Indonesia, serta untuk 
memperkaya strategi bagi pencalonan 
Indonesia dan potensi peran kontribusi 
Indonesia sebagai anggota tidak 
tetap DK PBB periode 2019-2020. 
Dicatat bahwa prakarsa Indonesia 
untuk mendorong reformasi DK 
PBB merupakan salah satu prioritas 
nasional bidang politik, hukum dan 
keamanan sebagaimana termuat 

Reformasi Dewan
Keamanan PBB

Indonesia terus terlibat aktif 
dalam upaya reformasi tata kelola 
dunia, termasuk melalui upaya 
reformasi DK PBB. Sejak pertemuan 
World Summit pada tahun 2005, yang 
menghasilkan resolusi 60/1 tahun 2005 
mengenai World Summit Outcome, 
negara-negara telah menegaskan 
dukungan bagi terlaksananya “early 
reform of the Security Council” sebagai 
elemen penting dari keseluruhan 
reformasi PBB guna menjadikan 
Dewan Keamanan (DK) PBB lebih 
representatif, efi sien, transparan dan 
untuk itu menjadikannya lebih efektif, 
serta memperkuat legitimasi dan 
implementasi berbagai keputusannya. 

Namun demikian, hingga saat ini 
perbedaan mendasar antara negara 
anggota masih berlanjut dalam proses 
reformasi DKK PBB di bawah kerangka 
Intergovernmental Negotiations (IGN) 
on the Equitable Representation and 
Increase in the Membership of the 
Security Council and Other Matters 
Related to the Security Council di Majelis 
Umum (MU) PBB, yang dibentuk 
berdasarkan Decision 62/557, tahun 
2008. 

Sejauh ini, IGN telah melakukan 
10 putaran negosiasi yang diketuai 
oleh Dubes Zahir Tanin (Watap 
Afganistan) dan difokuskan pada lima 
isu kunci yaitu kategori keanggotaan; 
veto; keterwakilan kawasan; jumlah 
perluasan dan metode kerja; dan 
hubungan antara SMU PBB dan DK 
PBB. Namun, sejauh ini, belum berhasil 
dicapai kesepakatan, termasuk untuk 
merumuskan sebuah ‘framework 
document’ yang dapat dijadikan 
dasar bagi perundingan sebagaimana 
diupayakan oleh Ketua IGN saat ini, 
Dubes Courtenay Rattray (Watap 
Jamaika).

Indonesia sendiri berpartisipasi 
aktif dalam IGN dan terus mendorong 
upaya reformasi DK PBB yang 
komprehensif. Dalam berbagai 

BAB VI 
Lain-Lain



188

DI
PL

OM
AS

I I
ND

ON
ES

IA
 2

01
4

misi meningkatkan pemahaman 
dan implementasi kebijakan yang 
mendukung partisipasi warga negara 
dalam proses pemerintahan. Hal ini 
sesuai dengan visi open government, 
transparansi, dan akuntabilitas yang 
diusung oleh Pemerintah Indonesia

Indonesia telah menyelenggara-
kan dua kegiatan besar, yaitu:
. OGP Asia Pacifi c Regional Meeting, 

6-7 Mei 2014, di Bali (back-to-back 
dengan Steering Committee Meeting 
tanggal 4-5 Mei 2014), dan

. OGP High Level Event di sela-sela 
perhelatan Sidang Umum PBB, yang 
telah diselenggarakan pada tanggal 
23 September 2014.

Tata Kelola Internet dan ICT

Dewasa ini telekomunikasi dan 
information communications and 
technology (ICT) telah menjadi sektor 
yang sangat strategis dan memberikan 
banyak kemudahan bagi umat 
manusia. Kerja sama telekomunkasi 
Internasional yang berlangsung 
selama ini telah berjalan dengan baik 
dan memberikan dampak kemajuan 
yang luar biasa bukan hanya bagi 
sektor telekomunikasi dan ICT tetapi 

Masing-masing negara G20 akan 
menerapkan langkah-langkah tersebut 
sesuai kebijakan nasional dan kondisi 
setempat yang berlaku.

Open Government 
Partnership (OGP)

Guna mendorong prinsip-prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik di tingkat global, sejak 2011, 
Indonesia aktif terlibat dalam Open 
Government Partnership (OGP). OGP 
merupakan kemitraan internasional 
untuk memajukan penyelenggaraan 
pemerintahan yang lebih efektif dan 
akuntabel melalui prinsip-prinsip 
keterbukaan informasi, transparansi, 
partisipasi publik, dan kolaborasi.

Pada OGP London Summit 2013, 
Indonesia secara resmi menjabat 
sebagai Government Lead Chair OGP 
untuk periode Oktober 2013 – September 
2014, dengan Meksiko sebagai 
Government Support Chair. Adapun 
dua Co-chair dari CSO adalah Rakeesh 
Rajani dari Twaweza (Tanzania) 
dan Suneeta Kaimal dari Revenue 
Watch International (AS). Indonesia 
mengusung tema ‘civic participation’ 
dalam keketuaannya, dengan 

GDP yang ingin dicapai yaitu sebesar 
2 persen di atas tingkat GDP yang 
diramalkan oleh IMF,  World Bank dan 
OECD dengan target waktu tahun 2018. 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
G20 di bawah Presidensi Australia telah 
diselenggarakan di Brisbane, Australia, 
pada tanggal 15-16 November 2014. 
Tema KTT G20 kali ini adalah upaya 
untuk memperkuat pertumbuhan dan 
resiliensi ekonomi global. Presiden 
RI, Joko Widodo, hadir dalam KTT 
G20 dimaksud, dan memberikan 
pernyataan di hadapan para Leaders 
mengenai dukungan Indonesia 
terhadap target pertumbuhan G20 
melalui berbagai proyek infrastruktur, 
reformasi struktural, serta program 
pemberdayaan dan kesejahteraan 
masyarakat. Hasil pembahasan para 
pemimpin G20 dituangkan dalam G20 
Leaders Communique dan dilengkapi 
dengan 12 dokumen akhir lain, 
termasuk Brisbane Action Plan yang 
secara konkret menjabarkan langkah-
langkah yang perlu dilaksanakan 
negara-negara G20.

Selain itu, G20 berkomitmen 
untuk meningkatkan upaya mengatasi 
masalah pengangguran melalui 
kebijakan terpadu makroekonomi, 
keuangan, dan ketenagakerjaan. 

Gambar: Presiden Joko Widodo disambut hangat oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abbott pada KTT G20 di Brisbane, 
Australia, tanggal 15-16 November 2014.
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perikanan, antara lain :   
• Indian Ocean Tuna Commission 

(IOTC);
• Commission for the Conservation of 

Southern Bluefi n Tuna (CCSBT); 
• Western and Central Pacifi c Fisheries 

Commission (WCPFC).

Konsep Blue Economy 
memiliki potensi dalam paradigma 
pembangunan baru dengan 
menerapkan model pengembangan 
bisnis yang mensinergikan antara 
pertumbuhan, pembangunan 
dan lingkungan, sehingga prinsip 
Blue Economy dinilai tepat dalam 
membantu dunia untuk menghadapi 
tantangan perubahan iklim, ekosistem 
laut yang kian rentan terhadap dampak 
perubahan iklim akibat pemanasan 
global (global warming). 

Dalam perkembangannya, prinsip-
prinsip Blue Economy telah terkandung 
dalam rekomendasi HLPEP on the Post 
2015 Development Agenda yang telah 
disampaikan Presiden RI selaku co-chair 
kepada Sekjen PBB pada 31 Mei 2013 di 
New York. Dalam ke-12 rekomendasi 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ 
Sustainable Development Goals (SDGs), 
prinsip-prinsip Blue Economy telah 
tercermin dengan jelas pada SDGs 
nomor 1 (end poverty), 2 (empower girls 
and women dan achieve gender quality), 
5 (ensure food security and good 
nutrition), 7 (secure sustainable energy), 
8 (create jobs, sustainable livelihoods, 
and equitable growth) dan 9 (manage 
natural resources assets sustainably).

Pertemuan Blue Economy Summit 
di Abu Dhabi, tanggal 19-20 Januari 
2014 telah berhasil menggalang 
dukungan politik dari negara-negara 
peserta terkait upaya pemajuan dan 
pengarusutamaan konsep dan isu 
Blue Economy, termasuk pentingnya 
upaya untuk meningkatkan kerja sama 
regional dan global di dalam konteks 
pemanfaatan laut bagi pencapaian 
pembangunan berkelanjutan serta 
agar isu Blue Economy dapat menjadi 
bagian integral pembahasan tujuan-
tujuan pembangunan paska-2015. 

Indonesia juga menjadi tuan 
rumah World Coral Reef Conference 
(WCRC) di Manado pada tanggal 14 – 17 
Mei 2014.  Melalui tema “Coral Reefs for 
Sustained Fisheries, Food Security and 

yang telah disepakati, diantaranya 
perubahan atas Resolusi 182, mengenai 
“The role of telecommunications/
information and communication 
technologies in regard to climate change 
and the protection of the environment” 
dengan mempertimbangkan 
keterbatasan sumber daya ITU. 
Modifi kasi atas Resolusi 130 yang 
menekankan pentingnya satu 
kesepahaman umum (common 
understanding) dan kerja sama 
internasional dalam mewujudkan 
lingkungan dunia maya (cyberspace) 
yang aman. 

Indonesia sebagai negara 
pengusul pengesahan 2 (dua) ranres 
tentang Palestina yaitu Ranres 99 
yang berjudul Status of Palestine in 
ITU serta Ranres 125 yang berjudul 
Assistance and support to Palestine 
for rebuilding its telecommunication 
networks. Kedua resolusi tersebut pada 
intinya mensahkan Palestina sebagai 
negara pengamat (observer) yang 
diperkuat dengan hak-hak sebagai 
negara anggota (full member states) ITU 
dimana semua resolusi ITU berlaku 
pada Palestina sebagaimana berlaku 
untuk negara anggota ITU lainnya. 
Selain itu, Palestina akan mendapatkan 
meja dengan nama Palestina dalam 
setiap sidang ITU disertai dengan hak-
hak lainnya.

Pengelolaan Potensi 
Maritim Indonesia

Sebagai negara kepulauan dengan 
17.499 pulau dan memiliki garis pantai 
sepanjang 104 ribu kilometer atau 
terpanjang kedua di dunia, potensi 
kelautan Indonesia sangat besar. 
Potensi ekonomi di sektor kelautan, 
baik yang berhubungan dengan 
sumber daya alam dan pelayanan 
maritim nilainya mencapai lebih 
dari USD 1,2 triliun/tahun atau setara 
dengan 10x lipat Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 
2012. 

Untuk mendukung peningkatan 
pengelolaan sumber daya alam, 
khususnya komoditas perikanan 
dan kehutanan, Indonesia saat ini 
menjadi anggota berbagai organisasi 
internasional sektor komoditas 

juga bagi sektor lainnya dalam 
beberapa tahun terakhir. Kerja sama 
internasional dapat menjadi jembatan 
bagi kesenjangan perkembangan 
teknologi digital antara negara maju 
dan berkembang dalam mendukung 
pemanfaatan ICT yang mendukung 
pembangunan kesejahteraan 
masyarakat dunia.  Dalam kaitan ini, 
Indonesia telah aktif berpartisipasi 
dalam pembahasan isu tata kelola 
internet di tingkat multilateral, 
termasuk diantaranya dalam kerangka 
International Telecommunication 
Union (ITU), Internet Governance 
Forum (IGF), World Summit on the 
Information Society (WSIS), dan Global 
Multistakeholder Meeting on Internet 
Governance (GMMIG). 

Indonesia telah menghadiri 
pertemuan GMMIG atau NetMundial 
yang diselenggarakan pada 23 – 24 
April 2014 di Sao Paolo, Brazil, dan 
menekankan bahwa penyelenggaraan 
IGF ke-8 di Bali pada tahun 2013 
sebagai bukti komitmen Indonesia 
atas proses global multistakeholders 
di dalam proses tata kelola internet. 
Indonesia juga menyampaikan 
pentingnya penguatan representasi 
unsur pemerintah dalam tata kelola 
internet melalui penguatan Government 
Advisory Committee (GAC) yang menjadi 
perwakilan unsur pemerintah di dalam 
Internet Corporations for Assigned 
Names and Numbers (ICANN).

Pada pertemuan Internet 
Governance Forum (IGF) yang 
diselenggarakan tanggal 1-5 September 
2014 di Istanbul, Turki, terdapat 
beberapa hal yang dianggap perlu 
mendapatkan perhatian, di antaranya 
adalah aspirasi negara-negara 
berkembang untuk peningkatan 
capacity building, meningkatkan 
kreativitas local content, serta 
menurunkan biaya broadband. Manfaat 
yang diberikan oleh internet belum 
dapat dinikmati secara adil oleh semua 
pengguna secara global, oleh karena itu 
diperlukan free and open internet serta 
capacity building. 

Di tahun 2014 juga telah 
dilaksanakan pertemuan ITU 
Plenipotentiary Conference 2014 (PP14), 
selain pencalonan pada Dewan ITU 
dan Radio Regulations Board (RRB), 
Indonesia menyampaikan usulan 
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ini juga dapat diarahkan untuk 
mengamankan pasar dalam negeri dari 
kebijakan perdagangan negara lain 
yang kurang adil. 

Gerakan Non-Blok (GNB)

Indonesia senantiasa aktif menjaga 
GNB untuk terus mengedepankan 
pendekatan yang berorientasi pada 
kemitraan, dialog dan kerja sama. 
Selama tahun 2014, Indonesia juga 
tetap berperan aktif dalam GNB sebagai 
Ketua  Kelompok Kerja Perlucutan 
Senjata dan anggota Komite Palestina. 

Pada KTM Biro Koordinasi GNB 
di Alger, Aljazair, tanggal 26-29 Mei 
2014, Indonesia kembali menekankan 
perlunya GNB mengantisipasi berbagai 
tantangan keamanan yang ada dan 
berdampak pada sejumlah negara 
anggota GNB, melakukan langkah-
langkah  yang kuat secara kolektif dan 
individual agar prinsip-prinsip GNB 
dapat terus dijunjung tinggi, serta 
menekankan pentingnya GNB untuk 
memperkuat solidaritas dan persatuan 
GNB melalui strict adherence terhadap 
nilai dan prinsip GNB guna mengatasi 
berbagai posisi yang berbeda antar 
negara anggota GNB.

Terkait dengan agresi militer 
Israel di Gaza, atas permintaan 
Indonesia, pada tanggal 11 Juli 2014 
telah dilaksanakan pertemuan GNB 
di New York guna membahas agresi 

Kegiatan diplomasi ekonomi di 
forum multilateral di lakukan dengan 
menegosiasikan pembentukan aturan-
aturan, norma-norma dan sistem-sistem 
yang berlaku secara internasional, 
membuka akses pasar produk ekspor 
Indonesia, mengamankan pangsa 
pasar produk lokal di pasaran domestik 
dan mendorong masuknya investasi 
asing ke Indonesia.

Otonomi daerah telah memberikan 
peluang kepada daerah di tanah 
air untuk mengembangkan potensi 
yang dimilikinya. Potensi ekonomi-
perdagangan, investasi dan pariwisata 
dari daerah dapat “ditawarkan” 
kepada calon mitra luar negeri dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat banyak. Selain itu, 
globalisasi dan otonomi daerah juga 
telah memberikan peluang bagi 
pengusaha UKM untuk melihat pasar 
luar negeri sebagai pasar potensial. 

Meskipun demikian penggarapan 
pasar potensial tersebut masih perlu 
didukung dengan pengetahuan yang 
memadai mengenai kondisi pasar 
setempat, permasalahan ekspor-impor 
serta pemahaman mengenai kredit dan 
lain sebagainya.

Indonesia dipandang perlu 
untuk secara aktif mengoptimalkan 
keanggotaannya di organisasi 
Perdagangan Dunia (World Trade 
Organization)  guna meningkatkan 
akses pasar produk ekspor Indonesia. 
Partisipasi aktif Indonesia di organisasi 

Eco-Friendly Bussiness“, konferensi ini 
merupakan salah satu upaya Indonesia 
untuk penyelamatan dan pelestarian 
terumbu karang sekaligus pemanfaatan 
sumber daya dalam ekosistem laut, 
terlebih Indonesia sebagai salah 
satu negara yang memiliki kekayaan 
terumbu karang terbesar di dunia. 

Selain itu, selama penyelenggaraan 
GOAS for Food Security and Blue 
Growth di Den Haag, Belanda (22-
25 April 2014) Indonesia juga 
menampilkan pameran bertajuk “Blue 
Growth to Support Food Security”. 
Melalui pameran tersebut, Indonesia 
mempresentasikan kepada publik 
mengenai implementasi blue economy, 
Bali Communique yang dihasilkan 
pada Asia Conference on Oceans, 
Food Security and Blue Growth yang 
diselenggarakan Juni 2013, 
International Indian Ocean Expedition 
(ekspedisi penelitian mengenai tuna 
di selatan Jawa), dan World Coral Reef 
Conference di Manado (14-17 Mei 2014). 

Penguatan Diplomasi 
Ekonomi

Politik luar negeri Indonesia 
diarahkan untuk mendukung 
pembangunan nasional. Upaya 
tersebut diwujudkan dalam kegiatan 
diplomasi ekonomi yang menjadi salah 
satu prioritas Kementerian Luar Negeri 
dan perwakilan-perwakilan Indonesia 
di luar negeri. 

Gambar: Presiden SBY bersama Presiden Meksiko, Amerika Serikat dan Prancis pada OGP High Level Event di sela-sela per-
helatan Sidang Umum PBB, New York, Amerika Serikat, 23 September 2014.
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the Exercise of the Inalienable Rights 
of the Palestinian People (CEIRPP). 
Majelis Umum PBB melalui resolusi 
nomor 68/12 telah menetapkan tahun 
2014 sebagai “International Year of 
Solidarity with Palestinian People”. 
Guna melaksanakan resolusi tersebut, 
CEIRPP telah menyelenggarakan 
berbagai kegiatan menyambut 
peringatan tersebut yang telah 
melibatkan aktor-aktor non-Negara, 
dan kegiatan budaya.

Sepanjang tahun 2014, CEIRPP aktif 
melakukan berbagai kegiatan antara 
lain guna melanjutkan diseminasi 
informasi mengenai perjuangan 
rakyat Palestina ke berbagai pihak 
internasional, dan memperkuat 
posisi friends of Palestine di dunia 
internasional.

Di sela-sela High Level Segment 
Sesi ke-69 Sidang Majelis Umum PBB 
tahun 2014, Komite Palestina GNB 
mengadakan Pertemuan Tingkat 
Menteri, yaitu tanggal 26 September 
2014. Pertemuan tersebut antara lain 
menegaskan kembali kompleksitas 
politik berkaitan dengan konfl ik 
Palestina-Israel, dan menegaskan 
perlunya GNB untuk terus mendukung 
perjuangan rakyat Palestina. 

Khusus berkaitan dengan agresi 
Israel di Gaza, GNB, atas permintaan 
Indonesia, mengadakan pertemuan 
darurat tingkat duta besar pada tanggal 
11 Juli 2014 di New York. Pertemuan 
tersebut menghasilkan communiqué 
yang isinya antara lain mengutuk keras 
agresi Israel dan agar negara tersebut 
segera menghentikan agresinya. 

S epanjang tahun 2014, Indonesia 
berperan aktif dalam penyelesaian isu 
Palestina. Tercatat, Indonesia secara 
bilateral maupun dalam kerangka OKI 
dan GNB, telah menunjukan solidaritas 
kepada Palestina dan memberi 
bantuan senilai USD 1 juta. Dalam 
konteks ini Indonesia juga berperan 
aktif di forum GNB dan OKI di New 
York dalam menyuarakan kecaman 
dunia internasional terhadap Israel. 
Indonesia juga aktif memberi bantuan 
capacity building kepada Palestina di 
bawah kerangka New Asian African 
Strategic Partnership. Indonesia 
menjadi tuan rumah The Second 
Conference on Cooperation among 

pembentukan mekanisme independen 
untuk melakukan investigasi atas 
pelanggaran HAM di wilayah OPT 
Palestina. 

Indonesia juga berpartisipasi aktif 
dalam KTM OKI ke-41 di Jeddah tanggal 
18-19 Juni 2014 yang bertema Exploring 
Areas of Islamic Cooperation. Wamenlu 
RI sebagai Ketua Delri menyampaikan 
identifi kasi bidang-bidang kerja 
sama OKI yang strategis; pentingnya 
implementasi efektif resolusi OKI 
dan pembaharuan the OIC Ten Year 
Program of Action; serta peningkatan 
peran penting OKI dalam komunitas 
internasional.

Dalam KTM OKI ke-41 ini, Dr. 
Siti Ruhaini Dzuhariyatin kembali 
terpilih sebagai salah satu Komisioner 
Independent Permanent Human Rights 
Commission (IPHRC) dari wilayah 
Asia. Pada tanggal 29 September 
2014 Menteri Kesehatan RI dalam 
kapasitasnya sebagai Chair of Islamic 
Conference of Health Ministers telah 
menyelenggarakan pertemuan darurat 
Perwakilan Tetap negara-negara 
anggota OKI di WHO, Jenewa guna 
membahas masalah epidemi Ebola. 

Selama tahun 2014, Indonesia 
menjadi tuan rumah the 1st OIC 
International Forum on Islamic Tourism  
tanggal 2-3 Juni 2014 di Jakarta dan 
Pertemuan Gubernur Bank Sentral 
dan Otoritas Moneter OKI di Surabaya 
tanggal 5-6 November 2014. Pada 
tahun 2014, Indonesia juga terus 
aktif memberikan kontribusi dalam 
penanganan isu muslim minoritas di 
OKI. Dalam isu Myanmar, Indonesia 
tetap berupaya agar OKI terus menjaga 
momentum dialog dengan Myanmar 
dan melakukan engagement yang 
konstruktif yang selaras dengan 
kerangka bilateral maupun dalam 
kerangka ASEAN. Terkait isu Filipina 
Selatan, Indonesia senantiasa 
mendorong dan berperan aktif 
bagi tercapainya perdamaian yang 
komprehensif di Filipina Selatan. 

Palestina

Dalam kerangka Majelis Umum 
(MU) PBB, kiranya perlu dicatat 
peran Wakil Tetap RI New York 
sebagai wakil ketua Committee on 

berkelanjutan Israel terhadap warga 
Palestina dan situasi terakhir di 
Occupied Palestinian Territory (OPT). 
Indonesia menggarisbawahi sejumlah 
hal, antara lain mengutuk keras agresi 
Israel sebagai tindakan yang secara 
jelas melanggar hukum internasional 
dan kesediaan Indonesia untuk 
terus membantu Palestina dalam 
memastikan terbentuknya negara 
Palestina yang merdeka.

Dalam Pertemuan Komite 
Palestina GNB di Tehran, 4 Agustus 
2014, Indonesia juga mendesak agar 
GNB memprioritaskan langkah-
langkah konkrit dalam mendukung 
Palestina, memanfaatkan berbagai 
forum bilateral, regional, dan global 
dalam memberikan tekanan kepada 
Israel, mencegah Israel mengambil 
manfaat ekonomi dari pendudukannya, 
memastikan tidak adanya impunitas 
bagi Israel, mendorong terbentuknya 
international monitoring team oleh 
PBB guna memantau gencatan senjata; 
serta mendorong dibentuknya misi 
kemanusiaan GNB.

Sesuai gagasan Indonesia telah 
disepakati pembentukan Special Action 
Task Force untuk mengidentifi kasikan 
berbagai aksi nyata untuk membantu 
perjuangan rakyat Palestina. Melalui 
prakarsa ini, negara-negara Komite 
GNB Palestina saat ini sedang 
merumuskan rincian aktifi tas 
dimaksud untuk dilaporkan pada 
pertemuan tingkat Menlu.

Organisasi Kerja Sama 
Islam (OKI)

Selama tahun 2014, Indonesia 
terus berperan aktif pada pembahasan 
isu Palestina dalam kerangka OKI. 
Sehubungan dengan agresi Israel di 
Gaza, atas permintaan Indonesia telah 
diselenggarakan Pertemuan Kelompok 
OKI di New York tanggal 11 Juli 2014, 
di mana Indonesia mendesak negara-
negara OKI untuk mengambil langkah-
langkah nyata dalam menghentikan 
agresi Israel dan menyampaikan 
komitmen bantuan kemanusiaan 
Indonesia sebesar USD 1 juta. Dalam 
pertemuan kelompok OKI New 
York tanggal 23 Juli 2014, Indonesia 
menyampaikan dukungan pada 
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berkembang dan negara maju dengan 
fokus kegiatan yaitu meningkatkan 
pembangunan kapasitas sumber daya 
manusia di kawasan Asia Pasifi k. 

Selain merupakan negara 
penerima bantuan Colombo Plan,  
Indonesia juga menjadi negara 
pemberi bantuan kapasitas bagi 
negara-negara anggota Colombo 
Plan baik secara mandiri (dalam 
kerangka bilateral) maupun dalam 
skema triangular (sebagai co-host). 
Indonesia telah secara berkelanjutan 
melaksanakan berbagai kegiatan 
pengembangan kapasitas kepada 
negara-negara anggota Colombo Plan 
dalam berbagai bidang yang menjadi 
unggulan Indonesia. 

Pada tanggal 27-31 Oktober 2014, 
Indonesia telah menyelenggarakan 
Workshop mengenai “Sharing 
Experiences and Best Practices on Public 
Administration and Good Governance 
between Colombo Plan Countries” 
di Jakarta dan Bandung. Workshop 
diikuti oleh 22 peserta yang terdiri 
dari 11 negara anggota Colombo Plan, 
yaitu: Afghanistan, Iran, Bangladesh, 
Fiji, Pakistan, Myanmar, Laos, Bhutan, 
Nepal, Mongolia dan Sri Lanka.  
Penyelenggaraan Workshop mengenai 
good governance dan administrasi 
publik mendapatkan apresiasi 
positif dari negara-negara Colombo 
Plan yang menilai kegiatan tersebut 
sangat bermanfaat bagi peningkatan 
pelayanan publik di negara masing-
masing. 

Di masa mendatang, Indonesia 
akan terus melanjutkan komitmen 
untuk mendukung peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia di 
negara-negara anggota Colombo Plan 
melalui program-program pelatihan 
dan workshop dalam berbagai bidang. 
Kemitraan Indonesia dengan Colombo 
Plan akan terus ditingkatkan guna 
mendorong tercapainya pembangunan 
berkelanjutan di kawasan Asia Pasifi k. 

G-77 dan RRT

Kerja sama antar negara 
berkembang merupakan suatu 
kekuatan politis yang sangat strategis 
di dalam arena konstelasi politik 
internasional. Dalam kerangka 

perkembangan global. D-8, yang 
beranggotakan Bangladesh, Mesir, 
Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, 
Pakistan, dan Turki, terus berupaya 
mendorong tercapainya target intra-
trade D-8 sebesar USD 517,7 milyar atau 
sebesar USD 2,5 triliyun (15-20%) dari 
total perdagangan dunia ini.  

Pada tahun 2014, D-8 membentuk 
Eminent Persons Group (EPG) yang 
memiliki mandat untuk mengkaji 
capaian D-8 sekaligus memberikan 
rekomendasi ke depan bagi strategi dan 
arah kerja sama D-8. Wakil Indonesia 
untuk EPG, Dubes Adiyatwidi Adiwoso 
Asmady, terpilih sebagai Wakil Ketua 
EPG.

Di bawah kepemimpinan 
Indonesia, pada Pertemuan Kedua EPG 
di Turki, pada tanggal 8-9 September 
2014, EPG berhasil mengesahkan 
laporan rekomendasi bagi peningkatan 
dan penguatan kerja sama antar 
negara D-8. 

Indonesia juga turut berperan 
dalam upaya mendorong peningkatkan 
profi l dan citra D-8 di mata 
internasional. Indonesia mendukung 
pengesahan resolusi Majelis Umum 
PBB mengenai status D-8 sebagai 
observer pada Majelis Umum PBB. 
Pada pertemuan Komisi D8 ke-32 di 
Islamabad, Pakistan tahun 2012, negara 
anggota telah menyepakati untuk 
mempromosikan profi l D-8 melalui 
Permanent Representative negara-
negara anggota di fora multilateral 
seperti New York, Jenewa, Nairobi, 
serta berbagai forum internasional 
lainnya. Melalui D-8, Indonesia akan 
terus berupaya meningkatkan daya 
tawar (leverage) di sektor-sektor 
prioritas yang telah disepakati dalam 
D-8 Road Map 2008-2018, seperti 
Perdagangan, Pertanian, Industri dan 
UKM, Transportasi, serta Energi dan 
Mineral.

Colombo Plan

Colombo Plan merupakan salah 
satu organisasi internasional yang 
menjadi mitra Indonesia dalam 
pelaksanaan Kerja Sama Selatan-
Selatan (KSS). Organisasi yang 
didirikan tahun 1951 ini beranggotakan 
27 negara yang terdiri dari negara 

East Asian Countries for Palestinian 
Development pada akhir Februari 2014. 
Dalam Konferensi tersebut, Indonesia 
menyampaikan komitmen bantuan 
capacity building untuk sejumlah 
bidang utama, seperti pemberdayaan 
UKM, teknologi komunikasi dan 
informasi, pariwisata, pertanian, dan 
industri. 

Dalam kaitan ini, dicatat pula bahwa 
Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-
Afrika yang diselenggarakan di Jakarta, 
bulan April 2015, telah menghasilkan 
Deklarasi yang menegaskan kembali 
dukungan dan solidaritas negara-
negara Asia dan Afrika terhadap 
perjuangan kemerdekaan Palestina. 
Di sela-sela Peringatan tersebut, 
telah diselenggarakan pula Informal 
Gathering on Strengthening Solidarity 
and Cooperation in the Islamic World 
yang dipimpin oleh Presiden RI dan 
dilatarbelakangi oleh keprihatinan 
Pemerintah RI atas perkembangan 
situasi politik dan keamanan di 
dunia Islam yang diwarnai konfl ik, 
ketegangan hubungan antar 
negara dan meluasnya pengaruh 
kelompok terorisme. Pertemuan telah 
merekomendasikan pembentukan 
Task Force/Contact Group Organisasi 
Kerja Sama Islam (OKI) yang akan 
mengupayakan pencarian solusi atas 
tiga masalah utama yang dihadapi oleh 
dunia Islam saat ini, yaitu isu Palestina. 

Isu Palestina terus mendapatkan 
perhatian khusus Indonesia, termasuk 
dalam forum multilateral. Indonesia 
akan selalu mendukung berdirinya 
Negara Palestina dengan garis batas 
1967 dan meyakini bahwa keanggotaan 
Palestina di dalam PBB akan 
meningkatkan derajat Palestina di 
dunia internasional serta memberikan 
Palestina hak dan kewajiban yang sama 
seperti anggota PBB lainnya. Indonesia 
juga akan senantiasa berpartisipasi 
aktif dalam pembahasan open debate, 
dengan menyampaikan dukungan 
terhadap perjuangan rakyat Palestina 
untuk mendapatkan kemerdekaannya.

Developing Eight (D-8)

Fokus organisasi Developing 
Eight (D-8) pada tahun 2014 adalah 
pada upaya revitalisasi dan reformasi 
organisasi agar relevan dengan 
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Ormas asing antara lain pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, kesehatan, 
pendidikan, kesejahteraan sosial, 
pelestarian alam, penanggulangan 
bencana, ketenagakerjaan, dan good 
governance.

Indonesia – United Nations 
Consultative Forum

Seiring dengan meningkatnya 
profi l Indonesia di fora internasional, 
PBB juga berupaya meningkatkan 
dukungannya terhadap pembangunan 
di Indonesia.  Sejalan dengan reformasi 
di Indonesia, Country Team PBB, 
berkomitmen untuk berubah, dan 
merancang kerja sama dan kemitraan 
inovatif antara Indonesia dan PBB. 

Untuk itu, pada tahun 2013, telah 
dibentuk mekanisme baru kemitraan 
strategis antara Indonesia dan sistem 
PBB dalam sebuah  “Indonesia-United 
Nations Consultative Forum (IUNCF)”. 
IUNCF diresmikan oleh Menteri Luar 
Negeri RI, R.M. Marty M. Natalegawa, 
pada pada tanggal 9 September 2013, 
yang mengharapkan IUNCF tidak 
menjadi lembaga yang kaku dan 
sebaiknya secara berkala disesuaikan 
dan direvitalisasi untuk lebih merespon 
dinamika yang selalu berubah dari 
pembangunan nasional Indonesia.

IUNCF menyatukan perwakilan 
dari semua pemangku kepentingan 
utama dalam Pemerintah Indonesia 
dan Country Team dengan tujuan 
memperkuat kerja sama dan koordinasi 
kemitraan antara Indonesia dengan 
PBB. 

Forum ini akan menjadi forum 
yang akan memfasilitasi koordinasi 
berkelanjutan dan konstruktif antara 
Pemerintah dan PBB, di antara 
kementerian dan juga di antara 
perwakilan badan-badan PBB di 
Indonesia. Tujuan dari forum ini 
adalah untuk memperkuat kemitraan 
antara Pemerintah Indonesia dan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 
terkoordinasi, berorientasi tujuan, 
transparan dan efektif.

Pada tahun 2014, Kementerian 
Luar Negeri telah memfasilitasi 
pertemuan 2 (dua) Working Group (WG) 

negosiator Indonesia sebagai juru 
runding G-77 dalam berbagai negosiasi 
agenda pembangunan, ekonomi dan 
lingkungan hidup.

Penanganan LSM Asing 
dan Lembaga/Badan Kerja 

Sama Asing

Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas) dengan segala bentuknya 
hadir, tumbuh dan berkembang sejalan 
dengan perkembangan demokrasi 
di Indonesia. Kehadiran Ormas di 
tengah masyarakat dari dalam maupun 
luar negeri berperan penting dalam 
mengawasi jalannya pembangunan 
nasional, sebagai lembaga pemikir/
think tank maupun mitra pemerintah 
dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional. Dalam hal ini, peningkatan 
peran dan fungsi Ormas dalam 
pembangunan menuntut Ormas 
menjadi organisasi nirlaba yang 
demokratis, profesional, mandiri, 
transparan dan akuntabel. 

Penanganan Ormas asing di 
Indonesia dilakukan dengan mengacu 
pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan. Pada 
UU tersebut, Pasal 43 s.d. 56 khusus 
mengatur Ormas yang didirikan oleh 
warga negara asing. UU tersebut juga 
mengamanatkan Kementerian Luar 
Negeri untuk mengkoordinasikan 
Tim Perizinan Ormas Asing yang 
berwenang untuk meregistrasi Ormas 
asing yang beroperasi di Indonesia. 
Ormas asing yang telah diregistrasi 
kemudian wajib bermitra dengan salah 
satu kementerian/lembaga pemerintah 
tingkat pusat yang sesuai dengan 
bidang kegiatannya.

Dari Januari hingga Desember 
2014, telah dilaksanakan enam kali 
rapat koordinasi Tim Perizinan Ormas 
Asing. Rapat tersebut telah membahas 
permohonan registrasi dari 14 
Ormas asing, selain juga membahas 
perkembangan kerja sama Ormas asing 
dengan berbagai instansi pemerintah. 

Hingga bulan Desember 2014, 
terdapat 85 Ormas asing yang terdaftar 
pada Tim Perizinan Ormas Asing 
tersebut, yang beroperasi di 34 provinsi 
di seluruh Indonesia. Bidang kegiatan 

pemikiran ini, Indonesia telah ikut 
memprakarsai dibentuknya G-77 dan 
RRT (G-77) pada tanggal 15 Juni 1964 
melalui pengesahan Joint Declaration 
dari 77 anggota negara berkembang, 
dan terus memanfaatkan forum 
ini untuk mendukung tercapainya 
kepentingan-kepentingan Indonesia 
dan negara berkembang umumnya. 

Pada tanggal 14 - 15 Juni 2014 di 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia telah 
diselenggarakan KTT G-77 + RRT 
dalam rangka memperingati 50 tahun 
berdirinya G-77, dengan tema “For A 
New World Order for Living Well” yang 
menegaskan kembali arti penting kerja 
sama antar negara berkembang.

Bagi Indonesia, keberadaan G-77 
saat ini dapat memberikan dukungan 
dalam bentuk lobbying support dari 
133 negara berkembang anggota G-77 
bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah 
Indonesia di PBB. Untuk mencapai 
tujuan sebagaimana yang dicantumkan 
dalam Charter of Algiers, kegiatan 
G-77 merupakan satu-satunya forum 
negosiasi terbesar bagi negara-negara 
berkembang yang memperjuangkan 
aspirasi dan kepentingan negara-
negara berkembang di berbagai forum 
PBB untuk mendorong kerja sama 
internasional bagi pembangunan.

Saat ini, kegiatan G-77 lebih 
difokuskan antara lain pada 
penanganan isu pembangunan 
berkelanjutan khususnya kelanjutan 
follow-up Rio+20, pencapaian MDGs, 
penyusunan Agenda Pembangunan 
Pasca 2015 serta reformasi sistem 
keuangan dan ekonomi internasional.

Peran diplomasi Indonesia selama 
tahun 2014 dalam lingkup G-77 and 
RRT diwujudkan dalam posisi sebagai 
koordinator berbagai Resolusi SMU 
PBB yang diprakarsai oleh G-77 antara 
lain adalah resolusi terkait dengan 
ketahanan pangan, komoditi dan isu 
pemukiman.

G-77 tetap merupakan kekuatan 
politik yang diperhitungkan dalam 
negosiasi agenda pembangunan global. 
Peran Indonesia di dalam kelompok 
G-77 diperhitungkan sebagai kekuatan 
konstruktif dan jernih dari dalam 
kelompok.  Peran Indonesia tetap 
diharapkan melalui penempatan 
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Sehubungan dengan keperluan 
untuk meningkatkan jumlah dan 
level keterwakilan WNI yang bekerja 
di PBB, serta untuk menarik minat 
WNI dari kalangan mahasiswa dan 
profesional muda yang ingin berkarir 
atau mengikuti program magang di 
PBB, PTRI New York antara lain telah 
melakukan langkah-langkah dan upaya 
sebagai berikut:
1. Menjalin kontak dengan Kantor 

Manajemen SDM PBB (Offi  ce of 
Human Resources Management/
OHRM), untuk memperoleh 
informasi mengenai lowongan 
pekerjaan dan kesempatan magang 
di PBB, serta informasi mengenai 
perkembangan jumlah WNI yang 
bekerja di UN. 

2. Menginformasikan lowongan 
pekerjaan maupun kesempatan 
magang di PBB kepada instansi-
instansi terkait di Jakarta melalui 
Kementerian Luar Negeri RI, 
menyebarluaskan informasi 
tersebut melalui website Kemlu dan 
PTRI New York.

3. Bekerja sama dengan Kantor 
Manajemen SDM PBB (OHRM) 
serta Perwakilan-perwakilan RI 
se-wilayah Amerika Serikat untuk 
mengadakan kegiatan outreach 
(“jemput bola”) berupa workshop 
mengenai peluang bekerja dan 
magang di PBB untuk WNI di 
Amerika Serikat, khususnya 
dari kalangan mahasiswa serta 
profesional muda WNI. 

Sampai saat ini jumlah warga 
negara Indonesia (WNI) yang bekerja 
di Sekretariat PBB tercatat sebanyak 83 
orang.  Untuk membuka kesempatan 
yang lebih besar bagi WNI agar 
dapat bekerja di badan-badan PBB, 
sejak tahun 2012 s.d. 2014, Indonesia 
memperoleh kesempatan dan 
kepercayaan sebagai salah satu tuan 
rumah penyelenggaraan ujian seleksi 
calon pegawai profesional PBB (Young 
Professionals Programme/YPP), yang 
diselenggarakan serentak di seluruh 
dunia. Dalam ujian seleksi yang sangat 
ketat tersebut, jumlah WNI yang 
diterima terus mengalami peningkatan.  
Untuk tahun 2014, Indonesia akan 
menjadi tuan rumah penyelenggaraan 
ujian YPP. Ujian tersebut direncanakan 
akan diselenggarakan di Jakarta pada 4 
Desember 2014. 

11. Terpilihnya Dr. Winantuningtyas 
Titi Swasanany sebagai anggota 
Executive Committee Association of 
Secretaries General of Parliaments 
(ASGP) (pemilihan berlangsung 
pada Sidang ASGP, di Jenewa, Swiss, 
17-20 Maret 2014)

Pencalonan pada organisasi 
internasional merupakan upaya 
strategis Pemerintah Indonesia 
untuk memperjuangkan kepentingan 
nasional melalui jabatan strategis 
pada organisasi internasional. Dengan 
menduduki jabatan-jabatan tersebut, 
Indonesia berkesempatan untuk turut 
serta menyusun kebijakan suatu 
organisasi internasional; menyusun 
dan melaksanakan program-program 
kerja organisasi internasional yang 
dapat dimanfaatkan dan disesuaikan 
untuk memperjuangkan kepentingan 
nasional Indonesia, maupun 
memperjuangkan kepentingan 
regional dan negara-negara 
berkembang guna meningkatkan 
postur internasional Indonesia; dan 
dalam rangka meningkatkan peran 
aktif Indonesia dalam berbagai kerja 
sama internasional dan menjadi bagian 
dari solusi permasalahan global.

Peningkatan Jumlah WNI 
yang Bekerja dan Magang 

di Sekretariat PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa 
memberikan kesempatan seluas-
luasnya bagi negara-negara anggotanya 
untuk mengisi berbagai posisi jabatan 
dan pekerjaan, baik di Markas Besar 
PBB di New York maupun di berbagai 
kantor/sekretariat PBB lainnya di 
seluruh dunia. Sebagai catatan, PBB 
saat ini memiliki sekitar 41.000 staf 
yang berasal dari 193 negara. 

Peningkatan jumlah dan 
keterwakilan WNI di PBB maupun 
organisasi-organisasi internasional 
lainnya diharapkan tidak saja 
menjadi salah satu bentuk kontribusi 
dan partisipasi aktif Indonesia di 
tingkat global, melainkan juga dapat 
memberikan manfaat peningkatan 
kesejahteraan, wawasan, dan jaringan 
kerja sama yang dapat memberikan 
kontribusi bagi kepentingan nasional 
Indonesia.

yaitu Working Group on Information 
Sharing and Cooperation Development 
dan Working Group on Administration. 
Kedua pertemuan WG tersebut telah 
menghasilkan kesepahamanan dalam 
memperkuat dan meningkatkan kerja 
sama antara PBB dan Kementerian/
Lembaga di Indonesia.

Pencalonan Indonesia 
pada Organisasi 

Internasional

Salah satu bentuk partisipasi 
aktif Indonesia di dunia internasional 
adalah dengan menjadi anggota 
atau memimpin suatu badan/forum 
di organisasi internasional. Hingga 
November 2014, Indonesia atau 
wakil Indonesia telah terpilih pada 
pencalonan-pencalonan berikut:
1. Anggota Dewan HAM PBB periode 

2015-2017
2. Anggota Dewan International 

Telecommunication Union (ITU) 
periode 2015-2018

3. Anggota Dewan International 
Seabed Authority (ISA) 2015-2018

4. Anggota Governing Body 
International Labour Organization 
(GB ILO) periode 2014-2017

5. Anggota Executive Committee 
Association of Secretaries General 
of Parliaments (ASGP) periode 2014-
2017

6. Anggota Governing Council UN 
HABITAT 2015-2019  

7. Dr. Ruhaini Dzuhayatin sebagai 
Anggota Indigenous Peoples’ Health 
Research Centre (IPHRC) OKI, 
periode 2015-2018

8. Dr. Andi Eka Sakya, M. Eng. sebagai 
President RA V World Meteorological 
Organization, periode 2014-2018.

9. Dr. Nurul Taufi qu Rochman, 
M.Eng. sebagai anggota Governing 
Council Asian and Pacifi c Centre 
for Transfer of Technology, periode 
2014-2017 

10. Terpilihnya Dr. Siti Ruhaini 
Dzuhayatin sebagai anggota 
Independent Permanent Human 
Rights Commission (IPHRC) - 
Organisasi Konferensi Islam (OKI) 
periode 2015-2018 (pemilihan 
dilaksanakan pada Konferensi 
Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-41, 
di Jeddah, Saudi Arabia, 18-19 Juni 
2014);
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4. Membentuk mekanisme yang dapat 
mendesiminasi informasi secara 
lebih cepat dan efi sien kepada 
perusahaan Indonesia mengenai 
peluang pengadaan barang dan 
jasa PBB.

Sehubungan dengan hal tersebut, 
bekerja sama dengan Kantor PBB 
di Jakarta, pihak Sekretariat PBB di 
New York dan PTRI New York telah 
diadakan seminar tanggal 14 Oktober 
2014. Kegiatan tersebut telah dihadiri 
oleh 80 pengusaha nasional dan 
telah digunakan sebagai one-on-one 
business meeting serta registrasi online 
pada sistem UN Procurement, dengan 
dipandu oleh narasumber dan staf dari 
Divisi Pengadaan Barang dan Jasa (UN 
Procurement Division/UNPD) PBB. 

Indonesia perlu untuk memperkuat 
upaya untuk meningkatkan partisipasi 
Indonesia pada UN Procurement di 
masa-masa mendatang. Dengan upaya 
yang lebih besar, ke depan diharapkan 
Indonesia dapat masuk dalam 
peringkat 20 besar penyuplai barang 
dan jasa di PBB untuk kategori seluruh 
negara berkembang dan negara dalam 
transisi ekonomi.

Untuk membantu meningkatkan 
akses pasar produk Indonesia dalam 
pengadaan barang dan jasa di PBB, 
serta untuk menarik minat dan 
partisipasi perusahaan Indonesia 
dalam proses procurement di PBB, PTRI 
New York antara lain telah dan akan 
terus melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Mempererat kerja sama dengan 

Divisi Pengadaan Barang dan 
Jasa PBB guna meningkatkan 
peluang kapasitas perusahaan 
nasional untuk ikut dalam 
sistem UN Procurement dan guna 
memperoleh informasi secara lebih 
dini mengenai mengenai berbagai 
peluang pengadaan barang dan 
jasa di PBB.

2. Meningkatkan kegiatan outreach 
(“jemput bola”) guna menarik 
minat perusahaan Indonesia dalam 
proses pengadaan barang dan jasa 
di PBB, seperti seminar dan one-on-
one meeting.

3. Mengadakan seminar atau 
pelatihan untuk membantu 
perusahaan Indonesia memenuhi 
berbagai kriteria yang diperlukan 
untuk menjadi rekanan 
procurement PBB.

Pengadaan Barang dan 
Jasa di PBB

Berbagai resolusi Majelis Umum 
PBB mengenai procurement reform 
telah meminta Sekretariat PBB 
untuk meningkatkan peluang bagi 
perusahaan negara berkembang 
menjadi penyedia kebutuhan barang 
dan jasa di PBB.  Kebutuhan pengadaan 
barang dan jasa PBB pada tahun 
2013 mencapai USD 16,1 miliar, atau 
meningkat 4.6% dari jumlah total 
tahun 2012 sebesar USD15,4 miliar. 
Dari nilai total belanja pengadaan 
barang dan jasa PBB tersebut, nilai 
transaksi Indonesia telah mencapai 
USD 117,09 juta, atau hanya sebesar 
0.72% (tahun 2013). Dengan demikian, 
masih terdapat peluang yang sangat 
besar bagi perusahaan maupun vendor 
Indonesia untuk berpartisipasi dalam 
sistem pengadaan barang dan jasa di 
PBB. 

Pengembangan akses pasar dan 
jumlah perusahaan Indonesia yang 
ikut dalam proses pengadaan barang 
dan jasa di PBB merupakan langkah 
konkrit perluasan akses pasar non-
tradisional yang akan berkontribusi 
pada pertumbuhan ekonomi nasional.





Bab VII
                                             Isu-Isu Khusus
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Diplomatic Tour

Diplomatic Tour (DT) merupakan 
kegiatan kunjungan ke daerah oleh 
para diplomat asing di Indonesia 
untuk melihat berbagai potensi 
seperti pengembangan ekonomi dan 
pariwisata di berbagai daerah di 
Indonesia. 

Selama tahun 2014 telah 
diselenggarakan 4 (empat) kali 
Diplomatic Tour, yaitu:
a. 19-20 Juni 2014 – Diplomatic Tour 

Festival Danau Sentani di Propinsi 
Papua. Kegiatan Diplomatic Tour 
FDS yang juga dilaksanakan 
bekerja sama dengan Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 
dihadiri oleh 4 (empat) Duta Besar 
dan 1 (satu) Konsul Jenderal, yaitu 
Duta Besar Zimbabwe, Duta Besar 
India dan istri, Duta Besar Tunisia 
dan istri, Duta Besar Kazakhstan 
dan Konsul Jenderal India di 
Denpasar. Pada kesempatan 
tersebut telah dibicarakan berbagai 
peluang dan upaya peningkatan 
kerja sama antara negara-negara 
peserta Diplomatic Tour dengan 
Propinsi Papua, khususnya 
Kabupaten Jayapura. Duta Besar 
Zimbabwe mengusulkan adanya 
kerja sama ”sister city” antara 
salah satu propinsi di Zimbabwe 
dengan Kabupaten Jayapura. 
Kerja sama yang dapat dilakukan 
dalam kerangka ”sister city” 
dimaksud antara lain di bidang 
agro-industri. Adanya ”sister city” 
juga dapat mendorong saling 
kunjung, baik antar pemerintah 
daerah, pengusaha, tim kesenian 
maupun masyarakat kedua 
wilayah. Sementara Duta Besar 
Tunisa, menawarkan kerja sama di 
bidang ekonomi kreatif, khususnya 
pengembangan kerajinan tangan 
Papua. Dikemukakan bahwa 
pihak Tunisia dapat memberikan 
keahlian kepada masyarakat 
Kabupaten Jayapura untuk 
meningkatkan kemampuannya 
dalam menghasilkan berbagai 
kerajinan tangan.

kekayaan alam yang sangat 
berpotensi pada peningkatan 
peluang pasar dan kerja sama luar 
negeri. 
Sedangkan Sekretaris Dewan 
Kelautan Indonesia/Sekretaris 
Panitia Nasional Sail Raja Ampat 
2014 dalam presentasinya 
menjelaskan mengenai persiapan 
dari Pelaksanaan Acara Puncak 
Sail Raja Ampat 2014 yang 
diselenggarakan pada tanggal 21 
Juni 2014 di Waisai, Papua Barat dan 
dibuka oleh Presiden RI. Kegiatan 
Sail Raja Ampat merupakan model 
pembangunan dan pengembangan 
di daerah kepulauan dan terpencil.

2. 20 November 2014 dengan 
Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat
Kementerian Luar Negeri bekerja 
sama dengan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat menyelenggarakan 
kegiatan UFTR dengan tema 
“Exploring the Potentials of West 
Sumatera Province” pada tanggal 20 
November 2014 di Ruang Nusantara 
Kemlu. 
Kegiatan ini dihadiri oleh para 
undangan yang terdiri dari para 
Duta Besar negara-negara sahabat, 
perwakilan korps diplomatik, 
Organisasi Internasional, 
Kementerian/Lembaga terkait, 
pengusaha asing dan dalam 
negeri, Kamar Dagang bilateral RI 
dengan negara-negara sahabat, 
perhimpunan persahabatan dan 
media massa.
Acara dimulai dengan Tarian 
Persembahan dari Sumatera Barat 
dan dilanjutkan dengan laporan 
Dirjen IDP dan Sambutan dari 
Gubernur Sumatera Barat. Acara 
secara resmi dibuka dengan 
sambutan dari Menteri Luar Negeri 
RI dan diselingi dengan tarian 
daerah, yaitu Tari Payung.
Sesi talkshow diisi oleh Guberur 
Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan 
Prayitno, Spsi, MSc. dan Presiden 
Direktur PT Incasi Raya, Bpk. Zainal 
Arifi n, sebagai pelaku usaha di 
Sumatera Barat. 

Updates From The Region 
(UFTR)

Berdasarkan pada fakta tersebut, 
Kemlu menginisiasi kegiatan Updates 
From The Region (UFTR). Kegiatan ini 
merupakan salah satu pelaksanaan 
Diplomasi Ekonomi yang ditujukan 
untuk mempromosikan potensi 
ekonomi daerah dengan peluang pasar 
dan investasi luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, 
Kementerian Luar Negeri mengundang 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk 
mempromosikan daerahnya dihadapan 
para Duta Besar (Dubes) negara-
negara sahabat, perwakilan organisasi 
internasional, para pengusaha, calon 
investor, asosiasi persahabatan, serta 
media massa.

Pada tahun 2014, kegiatan UFTR 
telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) 
kali, yakni:

1. 26 Maret 2014 dengan Pemerintah 
Provinsi Papua Barat
Kemlu bekerja sama dengan 
Pemerintah Provinsi Papua Barat 
telah melaksanakan kegiatan 
promosi ekonomi pada tanggal 26 
Maret 2014 di Ruang Nusantara 
Kemlu. Kegiatan dihadiri oleh 
sekitar 200 undangan terdiri dari 
korps diplomatik (38 Kedutaan 
Besar: 13 Duta Besar, 3 KUAI), 
Organisasi Internasional, 
Kementerian/Lembaga terkait, 
pengusaha asing dan dalam negeri, 
tokoh-tokoh masyarakat dan media 
massa.
Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Dirjen 
IDP sementara sesi talkshow pada 
UFTR Papua Barat diisi oleh 2 
(dua) narasumber, yaitu Gubernur 
Papua Barat dan Sekretaris Dewan 
Kelautan Indonesia. Moderator 
pada sesi ini adalah Ibu Duta Besar 
Esti Andayani.
Potensi ekonomi di Papua Barat 
dipaparkan lebih jauh dalam sesi 
talkshow oleh Gubernur Papua 
Barat. Beliau menyampaikan bahwa 
wilayah Papua Barat memiliki 

BAB VII 
Isu-Isu Khusus
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yang mendorong pembangunan 
politik, melalui dialog dan pertukaran 
pengalaman dan kerja sama 
internasional. 

Sejak tahun 2008, BDF telah 
diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) 
kali dengan mengangkat tema-tema 
terkait pengembangan dan penguatan 
demokrasi sebagai berikut:
a. BDF I (10-11 Desember 2008): 

“Building and Consolidating 
Democracy as Agenda for Asia”. 

b. BDF II (10-11 Desember 2009): “In 
Search of Synergy: Democracy, Rule 
of Law, and Development”.

c. BDF III (8-9 Desember 2010): 
“Democracy and the Promotion of 
Peace and Stability”.

d. BDF IV (8-9 Desember 2011): 
“Enhancing Democratic 
Participation in a Changing World: 
Responding to Democratic Voices”.

e. BDF V (8-9 November 2012): 
“Advancing Democratic Principles at 
the Global Setting: How Democratic 
Global Governance Contributes to 
International Peace and Security, 
Economic Development, and Effective 
Enjoyment of Human Rights”

f. BDF VI (7-8 November 2013): 
“Consolidating Democracy in 
Pluralistic Society”.

g. BDF VII (10 – 11 Oktober 2014): 
“Evolving Regional Democratic 
Architecture: The Challenges of 
Political Development, Public 
Participation, and Socio-Economic 
Progres in the 21st Century”.

Bali Democracy Forum (BDF) VII 
diselenggarakan di Bali International 
Convention Center (BICC), Nusa Dua - 
Bali pada tanggal 10 – 11 Oktober 2014.  
Forum diketuai bersama yaitu Presiden 
RI dan Presiden Filipina, dan dihadiri 
oleh Sultan Brunei dan PM Timor 
Leste serta 42 negara Peserta dan 45 
negara dan 4 organisasi internasional 
sebagai Peninjau. Tema BDF VII 
adalah “Evolving Regional Democratic 
Architecture: The Challenges of Political 
Development, Public Participation, 
and Socio-Economic Progres in 
the 21st Century”. Tema dimaksud 
diharapkan mampu memberikan 
kesempatan kepada para partisipan 
untuk menjajaki berbagai cara dan 
sarana efektif dan tepat guna untuk 
membentuk tata bangun demokrasi di 
kawasan.

Kegiatan diikuti oleh 11 Duta Besar 
negara sahabat (Laos, Kazakhstan, 
Irak, Yordania, Kroasia, Argentina, 
Afrika Selatan, Kepulauan 
Solomon, Swiss, High Commissioner 
Seychelles, dan Dubes RRT untuk 
ASEAN), perwakilan dari Kedubes 
Venezuela, Ekuador, Bosnia 
Herzegovina, Norwegia, Australia, 
serta Perwakilan FAO. 

Duta Besar Kepulauan 
Solomon, Yang Mulia Salana Kalu, 
menyatakan ketertarikannya untuk 
mengembangkan kerja sama budidaya 
tanaman serealia seperti jagung dan 
gandum dengan Balitsereal, yang telah 
berhasil mengembangkan bibit jagung 
dan gandum yang mampu bertahan 
di iklim tropis, bahkan dalam kondisi 
kering yang ekstrim (drought). Selain 
itu, dalam rangka peningkatan people 
to people contact, Dubes Afrika Selatan 
dan Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan direncanakan membangun 
monumen pahlawan asal Sulawesi 
Selatan, Syeikh Yusuf dan juga mantan 
Presiden Afrika Selatan, Nelson 
Mandela di Makassar dan Cape Town. 
Sementara itu wakil dari Kedubes 
Norwegia telah menawarkan kerja 
sama dalam masalah konservasi hutan 
di Sulawesi Selatan.

Bali Democracy Forum 
(BDF)

Bertolak dari pengalaman 
Indonesia pasca reformasi, Indonesia 
berinisiatif melaksanakan Bali 
Democracy Forum (BDF) dalam bentuk 
forum antar pemerintah pada tingkat 
menteri luar negeri yang diikuti oleh 
negara-negara demokrasi dan yang 
beraspirasi menjadi lebih demokratis 
di kawasan Asia Pasifi k bagi 
pembangunan dan penguatan institusi-
institusi demokrasi. 

Bali Democracy Forum membahas 
masalah demokrasi dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip yang 
bersifat home-grown, konstruktif, 
terbuka dan inklusif, lepas dari 
political taboo dan standarisasi yang 
restriktif menuju suatu kerja sama 
dalam konteks sharing of experiences 
dan best practices. Tujuan BDF adalah 
untuk menciptakan forum regional 

b. 20-24 Agustus 2014 – Diplomatic 
Tour ke Propinsi Papua Barat 
dalam rangka menghadiri Acara 
Puncak Sail Raja Ampat 2014. 
Selain menghadiri Acara Puncak 
Sail Raja Ampat di Pantai Waisai 
Torang Cinta, peserta juga 
melakukan kunjungan ke Wayag, 
destinasi wisata yang menjadi 
icon Raja Ampat, Kabui dan Desa 
Wisata Arborek. Kegiatan diikuti 
oleh 11 Duta Besar negara sahabat 
(Argentina, Armenia, Azerbaijan, 
Bulgaria, Ekuador, Iraq, Kroasia, 
Paraguay, Peru, Portugal, dan 
Selandia Baru), 1 Utusan Tetap 
untuk ASEAN (China), dan 2 orang 
diplomat dari negara sahabat 
(Thailand dan China) serta spouse 
Dubes Polandia.

c. 25-27 September 2014 – Diplomatic 
Tour ke Jawa Timur (Surabaya). 
Kegiatan ini dihadiri oleh 22 
Duta Besar dari negara-negara 
sahabat (Selandia Baru, Brunei 
Darussalam, Chile, Tiongkok, Ceko, 
Swedia, Laos, Romania, Fiji, Iran, 
Malaysia, Myanmar, Ukraina, 
Oman, Uzbekistan, Romania, 
Australia untuk ASEAN, Republik 
Korea untuk ASEAN, Uni Eropa, 
Vietnam untuk ASEAN, Singapura 
untuk ASEAN, Malaysia untuk 
ASEAN), pengusaha dan pejabat 
kantor Walikota. Kegiatan ini diisi 
dengan paparan dari Walikota 
Surabaya dan kegiatan kunjungan 
ke Pasuruan.

d. 4-6 November 2014 – Diplomatic 
Tour ke Propinsi Sulawesi Selatan 
dalam rangka menghadiri acara 
puncak Hari Pangan Sedunia ke-
34 di Makassar. Pada kesempatan 
tersebut para peserta juga 
melakukan kunjungan ke beberapa 
sentra industri dan pariwisata di 
Sulawesi Selatan, yakni: kunjungan 
ke Fort Rotterdam dan Museum La 
Galigo, Balai Penelitian Tanaman 
Serealia (Balitsereal) dan Balai 
Penelitian dan Pengembangan 
Budidaya Air Payau di Kabupaten 
Maros, menghadiri jamuan makan 
siang oleh Wakil Bupati Maros di 
Taman Nasional Bantimurung-
Bulusaraung, melakukan 
penanaman pohon di kompleks 
Taman Nasional Bantimurung-
Bulusaraung, dan kunjungan ke 
Museum Balla Lompoa di Gowa. 
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pengalaman dan best practices dengan 
4 anggota Dewan Pers Indonesia yang 
hadir sebagai narasumber. Adapun 
topik-topik yang mengemuka pada 
diskusi adalah mengenai peran 
dan etika pers dalam kehidupan 
berdemokrasi. Selain itu, para 
anggota Dewan Pers Indonesia 
juga memberikan masukan kepada 
pemerintah Myanmar mengenai 
Undang-undang Pers Myanmar yang 
sedang digodok oleh pemerintah 
Myanmar.

BIMD RI-Myanmar tidak hanya 
bermanfaat untuk mendorong tumbuh 
kembangnya demokrasi di kawasan 
ASEAN, namun juga secara spesifi k 
membantu menggalang hubungan 
yang lebih erat antara Indonesia dan 
Myanmar. 

Public Outreach

Sepanjang tahun 2014, 
Kementerian Luar Negeri secara rutin 
melaksanakan sosialisasi dan terus 
mempertajam strategi pendekatan 
kepada pemangku kepentingan 
dalam negeri, yaitu masyarakat 
Indonesia. Kegiatan ini ditujukan 
untuk memberikan pemahaman 
mendalam terkait kinerja Kementerian 
Luar Negeri secara umum dan 
implementasi diplomasi Indonesia di 
luar negeri, agar khalayak umum dapat 
memperoleh gambaran berimbang 
terkait penerapan politik luar negeri 
Indonesia.

a. Open House
Kegiatan Open House dilaksanakan 
dalam upaya menjadikan 
Kementerian Luar Negeri RI 
lebih terbuka dan memberikan 
pemahaman yang lebih baik 
mengenai pelaksanaan politik luar 
negeri dan diplomasi RI kepada 
publik di tanah air, khususnya di 
kalangan pelajar dan mahasiswa. 
Pada tahun 2014, Kementerian 
Luar Negeri  RI telah melaksanakan 
kegiatan Open House sebanyak 5 
(lima) kali sejak bulan Februari 
2014 dan dihadiri oleh 591 (lima 
ratus sembilan puluh satu) peserta 
yang berasal dari 18 (delapan 
belas) perguruan tinggi dan 5 
(lima) sekolah menengah pertama 

KPK, Ketua KPU, Ketua Dewan Pers, 
Plt. Gubernur DKI Jakarta, Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat, dan civitas 
akademika Universitas Padjadjaran. 
Diskusi yang berlangsung meliputi 
topik-topik terkini antara lain terkait 
Pemilu 2014, peran Indonesia di ASEAN 
dan forum-forum multilateral lainnya, 
serta isu-isu domestik/lokal yang 
mengemuka. Sebagai puncak acara, 
para peserta ikut serta dalam upacara 
bendera peringatan HUT RI di Istana 
Merdeka, dan melakukan pertemuan 
tatap muka dengan Presiden RI.

Bilateral Inter Media 
Dialogue (BIMD)

Pengalaman media Indonesia 
dalam melewati fase-fase genting dalam 
proses nation building dapat dijadikan 
contoh negara lain dalam bentuk 
sharing of experiences dan best practices. 
Melalui upaya ini, diharapkan bahwa 
media Indonesia dan negara-negara 
lain akan saling belajar satu sama 
lain dan membawa kembali praktek-
praktek terbaik untuk mempromosikan 
jurnalisme perdamaian, dalam rangka 
proses nation-building, dan turut 
meningkatkan kualitas pers di negara 
masing-masing.

Dengan semangat tersebut, 
Indonesia melaksanakan kegiatan 
Bilateral Inter-Media Dialogue (BIMD) 
yang pertama dengan Myanmar. 
Kegiatan terlaksana sebagai kerja sama 
antara Kementerian Luar Negeri bekerja 
sama dengan KBRI Yangon dan Dewan 
Pers Indonesia (DPI) pada tanggal 27-
30 Mei 2014. Kegiatan menampilkan 6 
(enam) anggota Dewan Pers Indonesia 
(DPI) sebagai narasumber, yakni Sdr. 
Bambang Harymurti, Nezar Patria, 
Ninok Leksono,Yosep Adi Prasetyo, 
Muhammad Ridlo Eisy, dan I Made Ray 
Karuna Wijaya. Di pihak Myanmar, 
tampil sebagai pembicara adalah U 
Thiha Shaw, anggota Myanmar Press 
Council; U Nyo Ohn Myint, Associate 
Program Director of Peace Dialogue 
Program; dan Dr. Daw Thida Tin, 
Deputy Director General Information 
and Public Relation Department.

Melalui kegiatan ini, sejumlah 
perwakilan media besar di Myanmar 
berkesempatan untuk berbagi 

Sementara itu, untuk pelaksanaan 
sesi diskusi interaktif mengangkat 2 
(dua) sub-tema yakni “The Dynamics 
of Political Development and Socio-
Economic Progress” dan “Promoting 
Active, Effective, and Meaningful 
Public Participation in the Democratic 
Process”.

Presidential Friends of 
Indonesia

Program PFoI pertama kali 
diselenggarakan pada tahun 2008 
dengan mengundang peserta dari 
beragam latar belakang (negarawan, 
akademisi, jurnalis, serta Indonesianis) 
dari berbagai negara.   

PFoI bertujuan untuk 
meningkatkan pemahaman dan 
memberikan updates mengenai 
perkembangan Indonesia kepada 
para Indonesianists terpilih sebagai 
bagian dari masyarakat madani di 
luar negeri, yang sekaligus memiliki 
pengaruh luas di negaranya masing-
masing. Disamping sebagai upaya 
meningkatkan people to people 
contact, program ini dimaksudkan 
mempromosikan potensi-potensi 
strategis yang dimiliki Indonesia, 
baik di bidang ekonomi (investasi, 
perdagangan, dan parisiwata), sosial, 
dan budaya dari Indonesia yang 
dikenal sebagai negara demokrasi 
terbesar ketiga, moderat, bertoleransi 
tinggi, dan majemuk.

Peserta PFoI dikhususkan pada 
tokoh-tokoh yang mempunyai potensi 
bagi pengenalan Indonesia di negara 
masing-masing, guna penguatan citra 
dan membuka berbagai kemungkinan 
kerja sama antara Indonesia dengan 
negara-negara peserta, baik secara 
bilateral, regional, maupun bilateral. 

Sejak diselenggarakan sejak tahun 
2008, kegiatan PFoI telah diikuti oleh 
112 orang peserta dari 45 negara.  Pada 
tahun 2014, PFoI diselenggarakan 
di Jakarta dan Bandung dengan 
melibatkan 9 peserta dari 9 negara 
yaitu: Australia, AS, India, Jepang, 
Korea Selatan, Myanmar, Prancis, Peru, 
Tiongkok. Para peserta berkesempatan 
bertemu dan berdiskusi dengan 
Menteri Luar Negeri RI, Pimpinan 
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Sebelumnya, pengukuhan peserta 
OSTW 2014 diselenggarakan 
pada tanggal 14 Mei 2014 oleh 
Wakil Menteri Luar Negeri RI di 
Ruang Nusantara Kemlu. Acara 
pengukuhan juga dihadiri oleh 
Pejabat dari Kedutaan Besar 
Kanada untuk Indonesia, para 
orang tua/wali siswa, perwakilan 
LIPI, Surya Institute, serta beberapa 
Kepala Sekolah dari para siswa 
berprestasi.

d. Public Lecture 
Kegiatan Public Lecture diadakan 
bekerja sama dengan berbagai 
universitas di Indonesia dan di 
luar negeri. Pada tahun 2014 
Public Lecture diselenggarakan 
di Universitas Islam Riau 
Pekanbaru, Universitas Syiah 
Kuala Banda Aceh, Witts University, 
Johannesburg, University of 
Pretoria, Pretoria, Azerbaijan 
Diplomatic Academy (ADA) 
University, Baku, dan di Indonesian 
Study Center, Azebaijan University 
of Languages, Baku. Kegiatan Public 
Lecture di Banda Aceh diikuti 
pula dengan kegiatan sosialisasi 
pelaksanaan politik luar negeri 
dan diplomasi Indonesia untuk 
pelajar tingkat Sekolah Menengah 
Atas se-Banda Aceh.  Adapun 
maksud dari penyelenggaraan 
seminar ataupun sosialisasi dan 
lokakarya yang membahas isu-
isu internasional, adalah untuk 
memperkenalkan secara lebih 
dekat tindakan-tindakan nyata atau 
kegiatan-kegiatan yang dijalankan 
Kementerian Luar Negeri  sebagai 
wujud pelaksanaan Politik Luar 
Negeri Indonesia dalam berbagai 
hal. 
Beberapa isu yang telah diangka 
tantara lain: penguatan diplomasi 
publik di daerah strategi 
diplomasi publik di daerah; aset-
aset diplomasi publik; ASEAN; 
isu Palestina; warisan nilai-nilai 
Semangat Bandung dan Konferensi 
Asia-Afrika pada masa kini; 
strategi Kementerian Luar Negeri  
dalam menghadapi tantangan 
dinamika keamanan internasional 
dalam studi kasus Wikileaks dan 
terorisme; kebijakan diplomasi 
perbatasan; demokrasi dalam 
kaitannya dengan perkembangan 
ekonomi dan pluralisme; area 

pengetahuan masyarakat (pada 
khususnya kalangan muda) 
mengenai pelaksanaan diplomasi 
Indonesia, isu-isu terkini dalam 
hubungan luar negeri Indonesia, 
tugas-tugas yang dilakukan oleh 
Kementerian Luar Negeri ataupun 
struktur organisasi Kementerian 
Luar Negeri. Kunjungan ini 
merupakan kunjungan rutin yang 
dilakukan oleh berbagai mahasiswa 
dan pelajar dari seluruh Indonesia.

c. Outstanding Students for The 
World (OSTW)
Program Outstanding Students 
for the World (OSTW) memiliki 
beberapa tujuan, diantaranya 
adalah untuk memberikan 
kesempatan kepada generasi muda 
ikut berperan dalam mendukung 
kegiatan promosi dan peningkatan 
citra Indonesia di luar negeri; 
memberikan pemahaman dan 
pengetahuan kepada pemuda 
berprestasi tentang bagaimana 
politik luar negeri dan praktik 
diplomasi Indonesia dijalankan 
pada tingkat bilateral dan 
multilateral; memperluas 
wawasan dan pengetahuan siswa 
pilihan terhadap berbagai isu 
internasional; dan juga untuk 
memperkuat rasa nasionalisme 
dan kebangsaan generasi muda 
berprestasi kepada NKRI.
Pada tahun 2014, program OSTW 
dilaksanakan pada tanggal 19 – 
24 Mei 2014. Sebanyak 16 siswa 
berprestasi Indonesia melakukan 
kunjungan ke Kanada. Kegiatan 
OSTW 2014 diselenggarakan ke 3 
(tiga) kota yaitu Ottawa, Montreal 
dan Toronto untuk melakukan 
pertemuan dan diskusi interaktif 
dengan Kemlu Kanada, pertemuan 
dengan Diaspora Indonesia yang 
bekerja di Perusahaan Penerbangan 
Bombardier, kunjungan ke Kantor 
Pusat International Civil Aviation 
Organization (ICAO), pertemuan 
dengan McGill University, 
kunjungan ke perusahaan 
Bombardier (Mirabel), kunjungan 
ke Universitas Toronto, kunjungan 
ke Silver Thorn Collegiate, 
kunjungan ke Universitas Waterloo, 
kunjungan ke Perimeter Institute, 
kunjungan ke perusahaan 
Blackberry dan presentasi ilmiah di 
KJRI Toronto. 

dan atas (daftar nama sekolah/ 
perguruan tinggi terlampir). 
Kegiatan yang dilakukan termasuk 
melakukan kunjungan ke unit-unit 
kerja Kementerian Luar Negeri, 
antara lain:
• Direktorat Diplomasi Publik, 

Direktorat Politik dan 
Keamanan ASEAN serta 
Direktorat Timur-Tengah 
(Februari);

• Direktorat Diplomasi Publik, 
Direktorat Amerika Utara 
dan Tengah serta Direktorat 
Informasi dan Media (Maret);

• Direktorat Diplomasi Publik 
(April);

• Direktorat Diplomasi 
Publik, Direktorat Hak Asasi 
Manusia dan Kemanusiaan 
serta Direktorat Keamanan 
Diplomatik (Mei);

• Kuliah umum dari Duta Besar 
Dino Patti Djalal dan Kepala 
Museum Konferensi Asia Afrika 
(September).

Berdasarkan pengamatan, kegiatan 
Open House telah mendapat 
sambutan positif dari para pelajar 
dan mahasiswa yang diundang. 
Mereka menyatakan bahwa 
kegiatan sangat bermanfaat untuk 
menambah wawasan mereka 
mengenai Kementerian Luar Negeri  
dan pelaksanaan tugasnya.

Diharapkan kedepannya, kegiatan 
seperti ini dapat dilaksanakan 
lagi, melihat animo yang positif 
dari pelajar, mahasiswa dan guru/ 
dosen pembimbing yang hadir. 
Kegiatan ini dimaksud untuk dapat 
menjadi sarana bagi Kementerian 
Luar Negeri untuk mengenalkan 
lebih dekat tugas dan fungsinya, 
khususnya mengenai pelaksanaan 
diplomasi publik dan isu-isu terkini 
dalam hubungan luar negeri 
Indonesia kepada konstituen 
diplomasi Indonesia, antara lain 
pelajar dan mahasiswa. 

b. Kunjungan Pelajar dan 
Mahasiswa
Kementerian Luar Negeri   juga 
telah menerima berbagai 
kunjungan dari mahasiswa, 
pelajar, dan akademisi sebagai 
pemangku kepentingan. Kegiatan 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
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sebagai bagian dan wadah bagi 
kalangan generasi muda Indonesia 
untuk memahami pelaksanaan 
diplomasi dan politik luar negeri 
Indonesia. 

Diplomasi Melalui Media

Berbagai kegiatan Kementerian 
Luar Negeri di bidang Informasi dan 
Media mengedepankan kemitraan 
dengan media, baik nasional maupun 
internasional dalam diseminasi 
informasi mengenai pelaksanaan 
politik luar negeri Indonesia. Sepanjang 
2014 telah difasilitasi 50 peliputan 
kegiatan Menlu RI dan Kementerian 
Luar Negeri lainnya, terkait kerjasama 
dan hubungan bilateral, regional dan 
multilateral.

Penghargaan Adam Malik
Sejak 2002, Kementerian Luar 

Negeri memberikan Penghargaan 
Adam Malik atau ADAM MALIK 
AWARD (AMA) kepada media/ 
jurnalis yang berpartisipasi aktif 
dalam memberitakan isu hubungan 
internasional dan politik luar 
negeri Indonesia, khususnya 
kegiatan diplomasi Menteri Luar 
Negeri RI, Kementerian Luar 
Negeri dan Perwakilan RI secara 
akurat dan berimbang serta konten 

yang diberikan kepada anggota 
Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka (Paskibraka). Namun 
sejak tahun 2006 program Duta 
Belia dilaksanakan dengan 
mengikutsertakan siswa teladan 
di Indonesia yang terpilih setiap 
tahunnya. Program Duta Belia 
terdiri atas tiga segmen kegiatan, 
yaitu pembekalan yang dilakukan 
di dalam kelas, pengukuhan yang 
dilakukan oleh Menteri Luar Negeri 
dan kunjungan ke luar negeri untuk 
bertemu dengan Pemerintah dan 
generasi muda dari negara maju.
Pada tahun 2014, untruk pertama 
kalinya sistem pemilihan anggota 
Paskibraka menggunakan sistem 
seleksi yang dilakukan di tingkat 
nasional, dimana pada tahun-
tahun sebelumnya seleksi hanya 
dilakukan pada tingkat provinsi. 
Dalam seleksi yang berlangsung 
di Kompleks RS Olahraga Cibubur 
tanggal 30-31 Juli 2014, Tim Penilai 
yang terdiri dari unsur Kemlu, 
Kemdikbud, Setneg, TNI/Polri, 
BNN, Dokter, Alumni Paskibraka, 
dan jurnalis melakukan penilaian 
berdasarkan komponen psikotes, 
jasmani/fi sik, kesehatan, dan 
pengetahuan umum/wawasan.
Seusai menjalankan tugas, pada 
tanggal 25-29 Agustus 2014 seluruh 
peserta Paskibraka melakukan 
kunjungan Duta Belia ke Jepang, 

perdagangan bebas dan kerja sama 
internasional; penanggulangan 
masalah TKI di luar negeri oleh 
Kementerian Luar Negeri  dan 
Perlindungan WNI di luar negeri 
(Citizen Service); Gerakan Non-Blok; 
pengenalan Kementerian Luar 
Negeri  sebagai organisasi; etika 
diplomat; dan upaya pembenahan 
profesi diplomat Indonesia.
Untuk ke depannya, public lecture 
diharapkan dapat menjangkau para  
mahasiswa/pelajar/akademisi/
peneliti, tokoh-tokoh agama dan 
komunitas pada komunitas-
komunitas masyarakat marjinal 
dan adat, pemerintah maupun 
kepolisian/militer, media, dan para 
pemangku kepentingan politik luar 
negeri Indonesia baik di dalam 
maupun di luar negeri. Isu-isu 
yang diangkat dalam public lecture 
pun diupayakan dapat lebih luas 
dan mencakup isu-isu terkini yang 
strategis seperti permasalahan 
perbatasan, perlindungan WNI/TKI 
di luar negeri, diaspora, demokrasi 
dan HAM, dialog lintas agama 
dan isu-isu keberagaman budaya 
Indonesia, maupun pemberdayaan 
aset-aset diplomasi publik serta 
strategi publik di daerah.

e. Duta Belia
Program Duta Belia pada awalnya 
merupakan program pembekalan 

Gambar: Penghargaan Adam Malik Award bagi insan media diberikan pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 
RI. (Sumber: Dit. Infomed 2014)
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memperoleh kesempatan untuk 
mengenal lebih luas dan mendalam 
mengenai Indonesia. Untuk itu, para 
peserta melakukan kunjungan ke 
destinasi wisata di Indonesia seperti 
Labuan Bajo, Pulau Komodo dan 
Bali.  Selain itu para peserta juga 
diperkenalkan dengan seni budaya 
Indonesia melalui kunjungan ke Desa 
Kalah serta mengunjungi potensi 
ekonomi wisata agro luwak “Bali 
Pulina” di Ubud.

Selama berkunjung di Indonesia, 
para peserta juga senantiasa 
berinteraksi dengan warga daerah 
setempat guna mendapatkan gambaran 
mengenai dinamika kehidupan 
masyarakat Indonesia.

Seusai mengikuti program, para 
jurnalis telah memuat tulisan dalam 
bentuk artikel atau feature mengenai 
seni, budaya, ekonomi dan pariwisata 
Indonesia di media mereka masing-
masing.

Melalui program yang diadakan 
sejak tahun 2006 ini, pemahaman 
masyarakat dari negara-negara peserta 
program diharapkan semakin positif 
mengenai Indonesia, khususnya  
di bidang pariwisata, budaya dan 
ekonomi. Selama periode 2009-2014 
program JVP telah diikuti oleh 50 
jurnalis dari 37 negara (Argentina, 
Brazil, Chile, Kuba, Kanada, Colombia, 
Suriname, Venezuela, Selandia Baru, 
Serbia, Polandia, Ukraina, Slovakia, 
Romania, Ceko, Hongaria, Rusia, 
Bulgaria, Finlandia, Denmark, Kroasia, 
Inggris, Estonia, Jepang, Kazakhstan, 
Perancis, Turki, Australia, serta 
kesembilan negara anggota ASEAN 
selain Indonesia). 

Diseminasi Informasi 
Capaian Diplomasi

Melalui Portal Situs Kemlu

Sejak disahkannya Peraturan 
Menteri Luar Negeri (Permenlu) 
Nomor 03 Tahun 2012, Portal Situs 
Kementerian Luar Negeri telah 
berkembang menjadi gerbang digital 
informasi dan basis data yang aktual, 
akurat, kredibel, akuntabel dan 
berkesinambungan bagi publik. Portal 
Situs Kemlu telah menjadi rujukan bagi 

dokumenter maupun non-dokumenter.

Keragaman budaya dan etnis yang 
tersebar dari Sabang sampai Merauke, 
menarik untuk diliput / dibuat fi lm 
documenter.

Demokratisasi dan kebebasan pers 
serta kondisi politik dalam negeri yang 
dinamis menjadi daya tarik bagi jurnalis 
asing untuk meliput perkembangan 
dalam negeri Indonesia.

Isu-isu menonjol: permasalahan 
dan perlindungan WNI/TKI, pemilu 
legislatif, pemilu presiden-wapres, 
Pelantikan presiden-wapres, 
pembentukan kabinet, terorisme, 
bencana alam, dll.

Journalist Visit Program (JVP)
Kementerian Luar Negeri telah 

melaksanakan Journalist Visit Program 
(JVP) tahun 2014, yang diikuti oleh 4 
(empat) orang jurnalis dari Argentina 
dan Australia. Para peserta JVP 2014 

pemberitaannya bersifat informatif 
dan edukatif bagi masyarakat luas. 
Penghargaan AMA diberikan setiap 
tahun pada kegiatan Pernyataan Pers 
Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM). 

Pemenang AMA
AMA terdiri dari 5 (lima) kategori 

penghargaan, yaitu Media Cetak 
Terbaik, Media Online Terbaik, Media 
Televisi Terbaik, Media Radio Terbaik, 
dan Jurnalis Terbaik. Tahun 2014, 
penghargaan AMA diberikan kepada 
Harian Kompas (media Cetak terbaik), 
Antaranews.com (media online 
terbaik), SCTV (media televisi terbaik), 
RRI (media radio terbaik) serta Natalia 
Santi dari Tempo (jurnalis terbaik). 

Natalia Santi dari Tempo, SCTV 
dan RRI berkesempatan untuk meliput 
kegiatan Menteri Luar Negeri RI pada 
Sidang Umum PBB di New York di 
bulan September 2014. Sementara itu, 
Antaranews.com dan harian Kompas 
berkesempatan untuk mewawancarai 
Menlu Australia, Julie Bishop; dan 
Dubes RI Canberra, Najib Riphat 
Kesoema di Australia pada Juni 2014.

Kunjungan Jurnalistik 
Asing ke Indonesia

Keindahan dan keberagaman 
lanskap alam mulai dari pegunungan, 
pantai, hutan tropis, taman laut serta 
keanekaragaman fl ora dan fauna 
menjadi daya tarik  pembuatan fi lm 

Gambar: Peserta JVP 2014 menerima penjelasan dari guide di kawasan wisata agro 
luwak, “Bali Pulina”, Ubud. (sumber: Dit. Infomed, 2014).
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Kemlu RI memiliki 18.908 pengikut, 
naik dari 9800 pengikut pada Bulan 
Desember 2013. Sedangkan Twitter 
berbahasa Inggris memiliki meningkat 
dari 647 pengikut menjadi 1193 
pengikut.

Dari kedua grafi k, dapat dilihat 
bahwa sepanjang tahun, grafi k media 
sosial mengalami kenaikan. 

Diplomatic Gathering

Kementerian Luar Negeri telah 
beberapa kali menyelenggarakan 
Diplomatic Gathering sebagai sarana 
untuk dapat meningkatkan jejaring dan 
kerja sama dengan korps diplomatik 
dan para pemangku kepentingan 
Indonesia yang terlibat aktif dalam 
diplomasi publik.

Foreign Policy Breakfast
Foreign Policy Breakfast 

merupakan suatu forum pertemuan 
informal atau outreach Menteri Luar 
Negeri RI dengan konstituen-konstituen 
politik luar negeri Indonesia di dalam 
negeri telah dilaksanakan pada 4 
Desember 2014 bertempat di Gedung 
Pancasila. Tamu yang diundang antara 
lain para pemangku kepentingan 
politik kebijakan luar negeri Indonesia 
yang terdiri dari kalangan akademisi 
dan think tanks dari beberapa 
universitas dan lembaga penelitian di 
Indonesia. Dalam forum ini, Menteri 
Luar Negeri RI dan tamu undangan 
berdiskusi dan membahas berbagai 
isu-isu politik, keamanan, dan ekonomi 
kawasan maupun global yang menjadi 
perhatian bersama.

pengunjung baru.

Portal Situs Kemlu juga memiliki 
aksesibilitas yang tinggi. Hal ini 
ditunjukkan dengan kemampuannya 
menjangkau berbagai smartphone 
dengan Situs versi mobile. Penggunaan 
versi mobile dapat diakses melalui 
berbagai smartphone seperti: (1) Ipad, 
(2) Samsung Galaxy, (3) Nokia Lumia dan 
(4) Blackberry. Hal ini juga didukung 
aksesibilitas Portal Situs Kemlu ke 
berbagai Provider Komunikasi yang ada 
di Indonesia. Portal Situs Kemlu juga 
memaksimalkan penggunaan media 
sosial dalam diseminasi informasi 
baik yang berbahasa Indonesia dan 
berbahasa Inggris. Pada tahun 2014, 
pengunjung media sosial Kemlu 
mengalami peningkatan. Di tahun 
2014,  Facebook Kemlu mendapatkan 
peningkatan LIKEs dari 9.201 (tahun 
2013) LIKEs menjadi 17954 LIKEs. 
Facebook berbahasa Inggris meningkat 
dari 254 LIKEs menjadi 3458 LIKEs.  
Untuk twitter, hingga Desember 2014, 

para akademisi, peneliti, mahasiswa, 
Kedubes-kedubes di Jakarta, Organisasi 
Internasional, instansi/lembaga terkait 
dan media massa untuk mendapatkan 
data yang mereka perlukan. 

Pengunjung Portal Situs Kemlu 
sangat beragam dari segi umur. Di 
tahun 2014, pengunjung terbanyak 
mayoritas merupakan kaum muda dan 
menengah (25-34) dengan prosentase 
33.50%. Portal Situs Kemlu juga dapat 
dikatakan mampu menjangkau semua 
golongan dengan berimbangnya 
prosentase pengunjung wanita dan 
laki-laki. Dari total pengunjung  di 
tahun 2013, 54,15% laki-laki dan 
45,85 % perempuan. Perbandingan 
pengunjung lama dan baru Portal 
Situs  Kemlu cukup berimbang. Seiring 
dengan semakin berkembangnya 
teknologi informasi dan kebutuhan 
akan informasi diplomasi Indonesia, 
pengunjung baru situs Kemlu terus 
bertambah. Pada tahun 2014, Portal 
Situs Kemlu memiliki 416.526 

Gambar: Peserta JVP 2014 belajar memainkan gamelan Bali (sumber : Dit. Infomed, 
2014)
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Pejambon Ifthar. 
Diplomatic Gathering 

Pada tahun 2014, diplomatic 
gathering juga diselenggarakan pada 
tanggal 1- 2 November 2014, bekerja 
sama dengan PTRI ASEAN, Pemerintah 
Provinsi Bali, Jakarta Ambassador Golf 
Association (JAGA) dan Goodway Hotel 
and Resort di Nusa Dua, Bali. 

Dalam acara Diplomatic Gathering, 
para Duta Besar negara sahabat 
mendapatkan penjelasan mengenai 
potensi-potensi yang dimiliki oleh 
kawasan-kawasan pertumbuhan 
ekonomi di Bali yang disampaikan 
oleh Executive Director of Institute 
for Peace and Democracy (IPD), I 
Ketut Erawan, PhD dengan topik 
Investment Opportunity and Democratic 
Consolidation: The Experience of Bali.

Diplomatic Gathering menjadi satu 
sarana untuk berdialog secara secara 
terbuka, interaktif, dan komunikatif 
antara Menteri Luar Negeri untuk 
membahasa isu-isu aktual dan strategis 
yang menjadi perhatian bersama, 
yaitu isu konfl ik wilayah, sengketa 
perbatasan, keamanan regional, 
keamanan internasional, ekonomi 
keuangan, arsitektur kawasan, 
pembangunan dan kesejahteraan 
Papua, dan soft power politik luar 
negeri Indonesia. Forum Diplomatic 
Gathering ini memungkinkan setiap 
undangan untuk menyampaikan 
pandangan-pandangan personalnya 
secara lebih informal dan akrab.

Diharapkan sub-sub kegiatan 
diplomatic gathering dapat 
terselenggara dalam bentuk yang 
lebih variatif, dengan mengundang 
berbagai kalangan dan kelompok, 
di samping diplomatic corps guna 
dapat berinteraksi langsung dengan 
Menteri Luar Negeri RI, berdiskusi dan 
berbincang secara informal terkait isu-
isu khusus serta prioritas dalam politik 
luar negeri Indonesia maupun isu-isu 
yang menjadi perhatian bersama.

Dialog Lintas Agama

Sebagai bentuk upaya pro-
aktif Pemri dalam mengedepankan 
sikap toleransi, saling memahami 
dan menghargai antar sesama umat 

Pejambon Ifthar
Pada tahun 2010-2014, kegiatan 

Diplomatic Gathering diselenggarakan 
bertepatan dengan bulan suci 
Ramadhan dengan tajuk Pejambon 
Ifthar. Kegiatan ini merupakan 
forum bagi pimpinan Kementerian 
Luar Negeri untuk bersilaturahmi 
dengan Duta Besar/ diplomat asing 
di Jakarta khususnya negara anggota 
OKI, anggota-anggota Komisi I DPR, 
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen 
(BKSAP), kalangan media, pengusaha, 
budayawan, think tanks, dan akademisi 
selaku mitra dalam pelaksanaan politik 
luar negeri Indonesia.  Sejak tahun 2013 
Kemlu juga mengundang anak-anak 
dari panti asuhan untuk menghadiri 

FAKTA SINGKAT 
PORTAL KEMLU 2014

• Page views: 2.210.861
• Jumlah pengunjung 

427.940
• Jumlah sessions: 695.957
• Rata-rata lama kunjungan: 

3 menit 43 detik
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Sekretaris Jenderal PBB, H. E. Ban 
Ki Moon, Sekretaris Jenderal OKI, 
H. E. Iyad Ameen Madani, dan 
Direktur Jenderal UNESCO, H. E. 
Irina Bokova.

2. Pada tingkat regional, Indonesia 
turut berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan ASEM High 
Level Conference on Intercultural 
and Inter-Religious Dialogue yang 
diselenggarakan pada 2-4 Juli 2014 
di St. Petersburg, Rusia.

3. Untuk tingkat bilateral, Indonesia 
telah menyelenggarakan rang-
kaian Dialog Lintas Agama (DLA) 
dengan 25 negara mitra yaitu: 
Amerika Serikat, Argentina, 
Austria, Belanda, Bulgaria, Ceko, 
Chile, Ethopia, Hungaria, Inggris, 
Italia, Jerman, Kanada, Lebanon, 
Pakistan, Polandia, Rusia, Serbia, 
Spanyol, Uni Eropa, Vatikan, Yunani, 
Kroasia, Bosnia dan Slowakia. 

4. Program Vienna International 
Christian-Islamic Summer 
University (VICISU) 2014. Dalam 
rangka menindaklanjuti forum 
DLA sebelumnya, sejak tahun 
2010 pengajar UIN telah menjadi 
visiting professor di VICISU dan 
University of Salzburg, dimana UIN 
Yogyakarta mengajar mengenai 
Islam in Indonesia dalam credit 
course di universitas-universitas 
tersebut.  Selain itu, dalam rangka 
memperkuat jaringan masyarakat 
madani antar kedua negara 
adalah di bidang pendidikan, 
ketika Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta 
mengirimkan 5 mahasiswanya 
untuk mengikuti program Vienna 
International Christian-Islamic 
Summer University (VICISU) pada 
tahun 2012 dan 2014. Generasi 
muda tersebut saat ini telah 
memiliki mind-set dan perspektif 
baru yang lebih dalam mengenai 
penerapan toleransi dan hubungan 
antar agama. 

Museum Konferensi Asia 
Afrika Bandung

Peristiwa Konferensi Asia 
Afrika (KAA) 1955 di Kota Bandung 
menghasilkan sebuah deklarasi 
untuk memajukan kerja sama dan 
perdamaian dunia. Deklarasi itu 

1. Pada tingkat multilateral, Indonesia 
berperan aktif dalam Dialog Lintas 
Agama dan Budaya melalui United 
Nations Alliance of Civilizations 
(UNAOC) yang dipandang sebagai 
sebagai salah satu forum dialog 
tentang perkembangan peradaban 
global termasuk agama dan budaya 
yang memiliki peran penting dalam 
menjaga keharmonisan.  Oleh 
karena itu, pada 28-30 Agustus 2014 
di Bali, Indonesia telah menjadi 
tuan rumah penyelenggaraan The 
Sixth United Nations Alliance of 
Civilizations (UNAOC) yang dihadiri 
1480 peserta dari 95 negara dan 23 
organisasi internasional, juga 100 
pemuda yang terpilih mengikuti 
Youth Event yang terdiri dari 40 
pemuda internasional dari 41 
negara dan 60 pemuda Indonesia 
dari 23 provinsi serta mewakili 
10 agama/kepercayaan dan 120 
kebudayaan. Dalam kesempatan 
tersebut, Presiden RI juga 
melakukan pertemuan dengan 

beragama dan antar peradaban 
demi terciptanya “harmony among 
civilizations”, Kementerian Luar Negeri 
RI telah mengembangkan kegiatan 
dialog lintas agama (DLA) sejak tahun 
2004. DLA difokuskan pada visi 
nasional yaitu untuk meningkatkan 
pemahaman pemerintah dan 
masyarakat global mengenai Islam di 
Indonesia yang moderat; memperkuat 
status Indonesia sebagai negara yang 
mengedepankan the force of dialogue; 
meningkatkan people to people contact 
serta memperkuat citra  Indonesia 
sebagai salah satu negara pelopor 
interfaith dialogue.

Indonesia terus berperan aktif 
dalam berbagai dialog lintas agama 
di tataran multilateral, regional dan 
bilateral. Untuk periode Januari s/d 
November 2014, Kementerian Luar 
Negeri RI telah menyelenggarakan 
beberapa kegiatan DLA sebagai berikut 
:
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Public Outreach Program dalam 
rangka Bulan Tokoh Diplomasi 
Indonesia Menuju 60 Tahun 
Konferensi Asia Afrika 1955-2015
Dalam rangka memperingati 
bulan tokoh diplomasi Indonesia, 
Museum KAA menyelenggarakan 
rangkaian kegiatan sebagai berikut:
• Pameran foto Ali Sastroamidjojo 

(Juni 2014), 
• Talkshow “Tonggak-Tonggak 

Perjalanan Menuju Kedaulatan 
Bangsa: Kilas Balik Perjuangan 
Diplomasi Ali Sastroamidjojo 
(21 Juni 2014),

• Pemutaran dan diskusi fi lm 
“Soekarno: Ketika Bung di 
Ende” ( 24 Juni 2014).

Rangkaian kegiatan pada bulan 
tokoh diplomasi Indonesia 
berdampak pada pembentukan 
citra. Melalui kegiatan itu, dedikasi 
dan keteladanan dari para tokoh 
pendiri bangsa selain dapat menjadi 
inspirasi juga bermakna terhadap 
pendidikan. Pasalnya, pendidikan 
berpeluang hadir sebagai tool dari 
soft diplomacy.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-
54 Konferensi Asia-Afrika, 18 - 24 
April 2014. 
Peringatan Hari Jadi KAA yang 
digelar setiap tahun merupakan 
simpul keterlibatan dan dukungan 
masyarakat. Selama sepekan 
seluruh kegiatan peringatan 
mendapat dukungan berbagai 
elemen masyarakat luar negeri 
dan dalam negeri. Tak kurang dari 
19 duta besar negara Asia Afrika 
turut menghadiri acara peringatan. 
Selain itu, sebanyak 50 mahasiswa 
internasional yang tengah 
menuntut ilmu di Kota Bandung tak 
ketinggalan memeriahkan acara. 
Selama sepekan acara peringatan, 
Museum KAA sukses menggelar 
21 acara yang didukung berbagai 
elemen masyarakat. Dukungan 
relawan terhadap acara menembus 
angka 10.000 relawan. 

Pameran Foto “Membangun 
Solidaritas Asia Afrika: Menuju 
60 Tahun Konferensi Asia-Afrika, 
12 Agustus-21 September 2014. 
Kegiatan ini menekankan 
pentingnya untuk memahami dan 
mendalami upaya-upaya yang telah 

Program Museum KAA untuk 
Membangun Citra dan Opini Publik

Dalam upaya membangun opini 
publik terhadap kebijakan politik luar 
negeri Indonesia, Museum KAA pada 
tahun 2014 telah melakukan diseminasi 
dan publikasi Nilai-nilai KAA, sebagai 
berikut: 
a.  Diseminasi  

Pekan Literasi Asia Afrika dan 
Milangkala ke-3 Sahabat Museum 
KAA, 15-18 Februari 2014
Museum KAA bekerja sama dengan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
menggelar acara Pekan Literasi 
Asia Afrika (PLAA) dan Milangkala 
ke-3 Sahabat Museum KAA. Acara 
itu bertujuan untuk memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat untuk 
mengeksplorasi koleksi buku-buku 
di Perpustakaan Museum KAA. 
Mulai dari pelajar tingkat SD, 
SMP, SMA hingga mahasiswa 
serta kalangan umum hadir 
dan dapat membaca sepuasnya 
di Perpustakaan Museum KAA 
dengan ruang baca yang nyaman 
dan menyenangkan. Selain itu, 
terdapat pula ruang baca dan 
beraktifi tas bagi penyandang 
disabilitas. Ketersediaan fasilitas 
bagi penyandang disabilitas itu 
merupakan upaya Museum KAA 
untuk mendukung peningkatan 
aksesibilitas terhadap penyandang 
disabilitas. Selain itu, turut pula 
digelar kegiatan storytelling, 
pemutaran dan diskusi fi lm anak, 
dan bedah buku anak dengan tema 
persahabatan dan perdamaian. 

Pameran Kolaborasi Budaya 
Indonesia-Jepang “Keris-Katana”, 
17 Mei-01 Juni 2014
Kegiatan ini merupakan acara 
kolaborasi budaya Indonesia-
Jepang. Dalam kegiatan ini 
dipamerkan koleksi keris dari 
Indonesia dan katana dari Jepang. 
Tema yang diangkat adalah “Museum 
Collections Make Connection”. 
Kegiatan terselenggara atas kerja 
sama antara Museum KAA dan 
samurai.jp dari Jepang. Selain 
itu, acara mendapat dukungan 
pula dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat dan Balai Pengelolaan 
Museum Negeri Jawa Barat Sri 
Baduga serta Klab Heiwa Sahabat 
Museum KAA. 

kelak dikenal dunia sebagai Dasasila 
Bandung. Disepakati oleh 29 negara 
Asia-Afrika yang mewakili hampir 
lebih dari separuh penduduk dunia, 
Dasasila Bandung muncul sebagai Code 
of Conduct yang menjadi jalan tengah 
(The Third Way) atas fenomena Balance 
of Power di masa Perang Dingin. 

Selain itu, bagi setiap negara Asia 
Afrika yang kala itu baru merdeka, 
Dasasila Bandung pula dianggap 
sebagai sebuah realita baru dalam 
arsitektur hubungan internasional 
yang lebih berimbang antara negara-
negara di dunia ketiga dan negara-
negara pusat. Prinsip-prinsip Dasasila 
Bandung terbukti efektif sebagai 
instrumen bagi negara Asia Afrika 
untuk turut serta melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Dasasila Bandung 
sebagai nilai kekeluargaan bangsa-
bangsa dunia yang profan dan imanen 
diabadikan di Museum KAA untuk 
terus menjadi sumber inspirasi bagi 
perdamaian dunia.

Konsep Participatory Public dan 
Community Development

Konsep Participatory Public 
dan Community Development mulai 
diterapkan di Museum KAA pada tahun 
2008. Kedua konsep itu diproyeksikan 
sebagai jembatan antara interpretasi 
nilai-nilai KAA dan upaya membangun 
citra, mempengaruhi sikap publik untuk 
penanaman opini publik. Pasalnya, 
opini publik sangat berhubungan 
dengan dukungan masyarakat terhadap 
suatu kebijakan negara. 

Sedangkan citra dibangun 
berdasarkan pengalaman yang dialami 
suatu bangsa. Dalam hal ini adalah 
sejarah KAA dan Solidaritas Rakyat 
Asia Afrika. Sejarah KAA hadir sebagai 
kesatuan mental atau interpretasi 
sensual bangsa-bangsa Asia Afrika yang 
didasarkan kepada bukti yang tersedia. 
Bukti-bukti itu lalu dikondisikan 
oleh adanya kesan, kepercayaan, 
gagasan, dan emosi di Museum 
KAA. Citra yang baik atas peran 
Indonesia melalui KAA 1955 di dunia 
internasional dapat menumbuhkan 
opini publik yang menguntungkan 
yang akan menjadi modal utama 
untuk melaksanakan diplomasi 
publik yang menguntungkan pula.
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Permintaan tersebut merupakan 
permintaan resmi pemerintah negara-
negara berkembang yang telah diterima 
Kementerian Luar Negeri dari berbagai 
sumber. Data ini menggambarkan 
posisi Indonesia berada pada tahap 
giving while receiving, dimana 
Indonesia dengan kapasitasnya yang 
terbatas sebagai negara penerima 
bantuan juga berperan sebagai negara 
pemberi bantuan teknik. Postur 
tersebut menjadikan Indonesia sebagai 
knowledge hub yang menjembatani 
antara negara berkembang dengan 
negara maju dan sebaliknya, dimana 
posisi tersebut merupakan posisi yang 
ideal untuk pengembangan diplomasi 
Indonesia saat ini.

Sebagai pemenuhan permintaan 
dari negara-negara berkembang, dari 
tahun 1999 – 2014, tercatat bahwa 
Indonesia telah menyelenggarakan 
program pemberian bantuan teknik 
berjumlah sekitar 409 program dengan 
jumlah peserta tidak kurang dari 
4480 orang yang berasal dari negara-
negara di kawasan Asia, Pasifi k, 
Afrika, dan Amerika Latin. Bidang-
bidang kerja sama diantaranya adalah 
demokratisasi, perikanan, pertanian, 
pembangunan sosial, makroekonomi, 
infrastruktur, pemberdayaan 
perempuan, penanggulangan bencana, 
dan pengembangan UKM. Pelaksanaan 
kerja sama teknik bukan hanya 
diberikan dalam bentuk pelatihan, 
pemagangan, seminar, dan lokakarya, 
namun juga dalam bentuk pemberian 
peralatan baik itu peralatan yang 
terkait dengan pelatihan ataupun 
pemberian peralatan lainnya. 

Untuk tahun 2014, Indonesia telah 
menyelenggarakan sekitar 37 program 
capacity building dengan diikuti 
oleh sejumlah 550 peserta pelatihan 
dari berbagai negara berkembang. 
Dalam rangka memperluas jangkauan 
pemberian bantuan pembangunan 
kapasitas, Indonesia bersama sama 
dengan mitra pembangunan lainnya 
menyelenggarakan program dalam 
skema triangular. Khusus tahun 2014 
telah terselenggara sejumlah program 
yaitu: Civil Society Organisation (CSO) 
Summit (RI-AS), pelatihan polisi wanita 
Afghanistan (RI-Norwegia), pelatihan 
guru Myanmar (RI-Jerman), serta 
ASEAN Institute for Peace Reconciliation 
Seminar on Confl ict Types and 

c. Tantangan
Museum KAA, merupakan salah 
satu focal point sosialisasi sejarah 
diplomasi Republik Indonesia, 
sehingga Museum KAA dikunjungi 
oleh lebih dari 200.000 pengunjung 
per tahun yang sebagian besar 
adalah pelajar. Selain itu Museum 
KAA merupakan sarana sosialisasi 
politik luar negeri Republik 
Indonesia, saat ini memiliki 
reputasi yang baik di mata publik, 
sehingga dituntut untuk selalu 
mengembangkan layanan dan 
fasilitas prima yang dimilikinya 
menuju suatu museum yang dikelola 
secara profesional dan museum 
yang bertaraf internasional.  Upaya 
untuk meningkatkan layanan dan 
fasilitas tersebut dilakukan melalui 
revitalisasi dan penataan kembali 
Museum KAA dengan melibatkan 
sebanyak mungkin pemangku 
kepentingan, agar upaya diplomasi 
publik yang dilakukan oleh Museum 
KAA selama ini akan tetap eksis 
dan dapat berjalan dengan baik. 
Optimalisasi pemanfaatan ruangan, 
sumber daya manusia, sarana/
prasarana dan program kegiatan 
Museum KAA harus dtingkatkan 
terutama dari segi kualitas. 

Kerja Sama Selatan – 
Selatan

 Dalam pemerintahan yang 
baru, Kerja Sama Selatan-Selatan 
dan Triangular (KSST) akan semakin 
memegang peranan penting dalam 
diplomasi Indonesia. Salah satu 
poin dalam Agenda Strategis Jokowi-
JK tahun 2015-2019 disebutkan 
bahwa Pemerintah Indonesia akan 
meningkatkan peran global melalui 
diplomasi middle power yang 
menempatkan Indonesia sebagai 
kekuatan regional dengan keterlibatan 
global secara selektif, yakni dengan 
meningkatkan KSST. Dengan 
adanya komitmen yang kuat dari 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, 
peran aktif Indonesia dalam kerja 
sama pembangunan internasional 
akan semakin meningkat. 

Pada tahun 2012-2014, tidak 
kurang dari 303 permintaan bantuan 
teknik yang diterima Indonesia yang 
datangnya dari 43 negara berkembang. 

dilakukan para pemimpin bangsa 
Indonesia dan bangsa-bangsa 
Asia Afrika dalam memberikan 
kontribusi bagi perdamaian dunia. 
Melalui kegiatan pameran foto yang 
berlangsung selama satu bulan, 
Museum KAA membuka ruang 
pendidikan publik seluas-luasnya 
sebagai sarana pembelajaran 
dan pengetahuan mengenai KAA 
1955 dan berbagai mekanisme 
kerja sama lanjutan yang telah 
dilaksanakan guna meneguhkan 
komitmen membangun kerja sama 
antara bangsa-bangsa Asia Afrika.
Museum KAA juga melaksanakan 
Talkshow “Bandung, Candradimuka 
Perjuangan Diplomasi Indonesia: 
Kekuatan Ketiga, dan Jamuan makan 
malam “International Dinner in 
the Capital City of Asia and Africa: 
Commemorating the 204th, 26 - 27 
September 2014, serta Pameran 
Lambang Negara Republik Indonesia 
di Institut Pendidikan Dalam Negeri 
(IPDN), 10 November 2014.

b. Publikasi
Sebagai vocal point dalam 
mewujudkan diseminasi sejarah 
politik luar negeri Indonesia, 
Museum KAA tetap konsinten 
melakukan aktifi tas peningkatan 
layanan informasi mengenai nilai-
nilai kebangsaan khususnya terkait 
dengan Konferensi Asia Afrika dan 
konferensi-konferensi lanjutan. 
Selama tahun 2014, Museum KAA 
telah dikunjungi oleh berbagai 
elemen yaitu Anggota Parlemen 
Sudan (National Congress Party), 
Minister Counselor Mozambik, 
Dubes Austria, Dubes Kanada, 
Dubes Prancis, Dubes Sudan, 
Kementerian Keuangan Belanda 
dan para pengusahanya, 
Panglima Bersenjata Myanmar, 
serta Pangdam III Siliwangi dan 
jajarannya. 
Di samping itu, dalam upaya 
meningkatkan peran public 
diplomacy, Museum KAA  menerima 
kunjungan Workshop on Sharing 
Experience and Best Practises on 
Public Administration and Good 
Governence between Colombo Plan 
Countries, kunjungan peserta 
Joint of Delegation of College of Air 
Warfare and College of Defence 
Management India, serta kunjungan 
Gubernur Bank Indonesia. 
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sebanyak 3.770 kasus  masih dalam 
proses penyelesaian.

Salah satu isu yang seringkali 
mendapatkan perhatian publik 
terkait upaya perlindungan WNI di 
luar negeri adalah kasus WNI yang 
dijatuhi hukuman mati di luar  
negeri, atas tindak pidana berat 
seperti pembunuhan (31,38%), 
penyelundupan  narkoba (61,09%), 
zinah (3,77%), dll. Sejak tahun 
2011 sampai dengan November  
2014, Direktorat Perlindungan WNI 
dan BHI mencatat 480 kasus hukuman 
mati,  dimana 208 kasus sudah 
selesai dan sisanya sedang dalam 
proses penyelesaian. Di  tahun 2014 
sendiri, tercatat 47 tambahan kasus 
baru dengan 46 orang WNI yang  
berhasil dibebaskan dari hukuman 
mati di berbagai negara.

Secara umum, terdapat tiga 
langkah strategis dalam upaya 
perlindungan WNI di luar negeri, yang 
meliputi: (i) pencegahan (prevention); 
(ii) deteksi dini(early detection); dan 
(iii) perlindungan secara cepat dan 
tepat (immediate response) yang 
bertujuan untuk menekan terjadinya 
peningkatan jumlah kasus-kasus yang 
menimpa WNI di luar negeri.

Langkah pencegahan (prevention)
a.  Peningkatan kapasitas staff Kemlu/

Perwakilan RI dalam berbagai 
aspek pelayanan dan perlindungan 
WNI di luar negeri.

b. Meningkatkan infrastruktur di 
Perwakilan RI untuk mendukung 
kegiatan pelayanan dan perlin-
dungan, yakni fasilitas shelter, call 
center, program pemberdayaan TKI, 
bantuan hukum, dan sebagainya.

c.  Pembangunan database WNI di 
luar negeri untuk mendukung 
perlindungan WNI di luar negeri 
menjadi sistem aplikasi database 
yang terintegrasi dan menjadi 
database pendataan WNI di luar 
negeri. 

d. Menetapkan standarisasi teknis 
pelayanan dan perlindungan bagi 
WNI di luar negeri, termasuk 
standarisasi teknis yang telah 
tersertifi kasi ISO 9001:2008 tentang 
Manajemen Mutu.

e.  Menyelenggarakan public awar-
eness campaign di dalam negeri 
melalui media cetak dan media 

dan dengan negara-negara di Pasifi k 
Selatan sebesar 20 juta dollar AS (2014-
2018).

Perlindungan WNI

Perlindungan WNI di luar 
negeri tidak terlepas dari tujuan 
dasar berdirinya negara  Republik 
Indonesia sebagaimana diamanatkan 
dalam Paragraf keempat Pembukaan  
Undang-Undang Dasar 1945, Amanat 
tersebut diterjemahkan ke dalam UU 
No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 
Luar Negeri yang memberikan 
mandat kepada Pemerintah RI 
untuk melakukan perlindungan dan 
pengayoman kepada WNI di luar negeri 
melalui bantuan hukum dan cara-cara 
lain yang sesuai dengan perundang-
undangan, antara lain UU Nomor 39 
tahun 2004 dan Permenlu Nomor 
04 Tahun 2008 tentang Pelayanan 
Warga, serta hukum dan kebiasaan 
internasional yang berlaku. 

Saat ini terdapat kurang lebih 4,6 
Juta WNI yang berada di luar negeri. 
Dimana persentase penyebaran 
WNI yang terbesar berpusat di Asia 
(74%) dan Timur Tengah (20%). 
Dari jumlah WNI tersebut, 60% 
diantaranya merupakan TKI sektor 
domestik, 20% pelajar, 8% pekerja 
professional, dan 6% sebagai ABK. 
Sisanya adalah WNI  yang menikah 
dengan WN asing, pelajar, mahasiswa, 
pemagang, dsb. Angka  tersebut terus 
berkembang seiring dengan semakin 
berkembangnya teknologi  informasi 
dan transportasi yang semakin 
memudahkan mobilisasi lintas batas.  
Selain  itu, wilayah NKRI yang sangat 
luas dan berbatasan dengan 13 negara 
menjadikan  terdapat banyak 
sekali titik keluar masuk wilayah NKRI 
yang tidak semuanya dapat diawasi oleh 
Pemerintah. Dengan semakin besarnya 
jumlah WNI di luar negeri,  tantangan 
yang dihadapi dalam memberikan 
pelayanan dan perlindungan secara 
maksimal juga semakin meningkat.

Selama periode 1 Januari sampai 
dengan Oktober 2014, Direktorat PWNI 
dan BHI telah menerima sebanyak 
13.780 laporan kasus yang diterima 
dari masyarakat, dimana sebanyak 
10.010 kasus berhasil diselesaikan dan 

Resolution (RI-Belanda). Indonesia 
juga telah menerima tawaran kerja 
sama triangular untuk mendorong 
pembangunan negara-negara 
berkembang dari negara-negara di 
kawasan Amerika dan Eropa yang 
datangnya dari, antara lain: Argentina, 
Meksiko, Brazil, Kanada, Belanda, 
Finlandia, Inggris, Perancis, Belgia, 
serta Uni Eropa. Adanya peluang kerja 
sama tersebut menunjukkan adanya 
pengakuan negara-negara barat 
terhadap kapasitas Indonesia sebagai 
negara donor.

Terkait pemberian bantuan 
peningkatan kapasitas, Indonesia 
menaruh perhatian serius terhadap 
isu kemerdekaan Palestina. Komitmen 
Pemerintah Indonesia dalam 
membantu kemandirian Palestina 
selain diimplementasikan dalam 
capacity building di bawah kerangka 
NAASP, Indonesia juga mendukung 
inisiatif Pemerintah Jepang dengan 
menyelenggarakan Conference 
on Cooperation among East Asian 
Countries for Palestinian Development 
(CEAPAD) yang kedua. 

Pada CEAPAD II yang 
diselenggarakan tanggal 28 Februari - 1 
Maret 2014, Indonesia telah menggalang 
bantuan untuk Palestina dari negara-
negara di Kawasan Asia Timur dan 
berbagai organisasi internasional. 
Penggalangan bantuan dari negara-
negara di Asia Timur tersebut 
diprioritaskan kepada 11 sektor, 
yakni Water, Tourism, Agriculture, 
Local Governance, Economic Sector, 
Vocational Training, Finance, Education, 
Public Administration, ICT, dan 
Infrastructure. Pertemuan CEAPAD II 
dihadiri oleh Perdana Menteri Palestina 
Rami Ramdallah dan pejabat setingkat 
Menteri dari 21 negara dan 5 organisasi 
internasional. Di sela-sela CEAPAD 
II, Indonesia juga menyelenggarakan 
CEAPAD Business Meeting dan Trade 
Expo. 

Disamping komitmen untuk 
Palestina, mulai tahun 2014, Indonesia 
juga telah melaksanakan berbagai 
program bantuan teknik dalam rangka 
implementasi komitmen Indonesia 
untuk meningkatkan kerja sama 
pembangunan ekonomi di kawasan, 
diantaranya dengan Timor Leste 
sebesar 6 juta dollar AS (2014-2016), 
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Langkah perlindungan secara cepat 
dan tepat (immediate response)
a. Perbantuan teknis bagi Perwakilan 

RI dalam rangka percepatan 
penyelesaian kasus atau evakuasi.

b. Pelaksanaan video conference untuk 
melakukan sinkronisasi dengan 
pihak-pihak terkait yang difasilitasi 
Perwakilan RI ketika terjadi kondisi 
darurat.

c. Penyediaan fasilitas bantuan 
hukum dan penerjemah bagi WNI 
yang menghadapi  kasus hukum 
berat dengan ancaman hukuman 
mati di luar negeri. (Malaysia dan 
Arab Saudi).

d. Peningkatan kapasitas untuk 
memfasilitasi evakuasi dan 
repatriasi WNI/TKI di wilayah-
wilayah konfl ik dan wilayah 
lainnya dimana terdapat ancaman 
nyata terhadap keselamatan WNI. 

e. Koordinasi dengan berbagai pihak-
pihak terkait kasus yang menimpa 
WNI di luar negeri (Keluarga, 
kementerian/instansi terkait, dll).

f. Menyusun dan mengaplikasikan 
contigency plan perlindungan WNI 
dalam kondisi darurat(konfl ik 
bersenjata, wabah penyakit, dll).

g. Fasilitasi repatriasi dan evakuasi 
WNI dari wilayah yang mengalami 
kondisi darurat.

Penanganan Kasus High Profi le Case 
(HPC)

Kasus HPC adalah kasus-kasus 
terkait upaya perlindungan WNI 
yang menjadi sorotan publik, seperti 
misalnya kasus WNI yang dijatuhi 
hukuman mati di luar negeri. 
Dalam penanganan kasus WNI yang 
dijatuhi hukuman mati, dilakukan 
pendekatan ad- hoc dalam setiap 
penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan 
sistem hukum setempat dan 
karakteristik kasus yang berbeda 
satu dengan yang lainnya, sehingga 
pendekatan yang  berbeda akan selalu 
digunakan dalam tiap kasus. Upaya ini 
dilakukan dengan tujuan  agar WNI 

dalam bentuk joint working group).

Langkah deteksi dini (early 
detection)
a. Memberdayakan komunitas WNI 

di luar negeri sebagai jejaring 
kerja Perwakilan RI dalam 
upaya pemberian pelayanan dan 
perlindungan WNI di luar negeri.

b. Membangun sistem hotline service 
(KBRI di Singapura telah memiliki 
hotline yang diakses 24 jam).

c. Melakukan monitoring dan evaluasi 
secara berkala ke Perwakilan RI-
Perwakilan RI yang menangani 
banyak masalah WNI di luar 
negeri guna memastikan kualitas 
pelayanan publik yang diberikan 
oleh Perwakilan RI terkait 
pelayanan dan perlindungan bagi 
WNI di luar negeri telah sesuai 
dengan standarisasi UU Pelayanan 
Publik dan Peraturan Menlu 
No.04 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pelayanan Warga pada Perwakilan 
RI di Luar Negeri.

d. Kunjungan secara berkala ke 
penjara dan kantong-kantong WNI

e. Sinkronisasi penanganan kasus 
antara pusat dan perwakilan.

f. Menyediakan layanan pengaduan 
kasus-kasus WNI yang mengalami 
permasalahan di luar negeri.

elektronik serta sosialisasi 
terhadap pihak-pihak terkait untuk 
membangun pemahaman pubik 
yang komprehensif mengenai 
isu-isu perlindungan WNI di luar 
negeri, khususnya tentang prosedur 
migrasi yang aman dan bahaya 
tindak pidana perdagangan orang.

f.  Mendorong pembentukan kerangka 
hukum di tingkat bilateral, regional 
dan multilateral terkait dengan 
perlindungan bagi pekerja migran, 
khususnya yang bekerja pada 
sektor domestik.

g.  Berpartisipasi aktif dalam upaya 
penguatan sistem hukum nasional 
di bidang penempatan dan 
perlindungan TKI, khususnya 
dalam pembahasan revisi UU No. 
39 tahun 2004 tentang penempatan 
perlindungan TKI di luar negeri.

h. Merekomendasikan kebijakan 
moratorium penempatan TKI PLRT 
ke negara-negara yang belum 
memiliki perjanjian bilateral atau 
tidak memiliki perangkat hukum 
nasional yang mengatur mengenai 
perlindungan bagi pekerja asing, 
khususnya yang bekerja pada 
sektor domestik.

i. Membentuk standard operating 
procedure (SOP) di Perwakilan RI 
dan Kementerian Luar Negeri, 
khususnya untuk penanganan 
kasus-kasus WNI di luar negeri dan 
repatriasi.

j. Perbaikan sistem pendataan WNI 
di luar negeri.

k. Peningkatan komunikasi di 
berbagai tingkatan dengan negara 
terkait (Pelaksanaan pertemuan 
reguler pejabat konsuler dengan 
negara tujuan penempatan TKI 
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negeri sampai November 2014 semakin 
beragam dan tidak hanya terfokus 
pada kasus tradisional yang menimpa 
TKI saja, melainkan juga meluas 
ke repatriasi WNI terkait konfl ik, 
wabah penyakit, pembunuhan, dll. 
Dengan semakin berkembangnya 
isu-isu tersebut, upaya perlindungan 
WNI pun akan semakin dinamis. 
Mengingat perlindungan WNI sebagai 
salah satu tujuan dasar berdirinya 
NKRI, tidak akan ada kata selesai 
dalam upaya perlindungan WNI di 
luar negeri. Merupakan kewajiban 
semua kementerian dan lembaga 
pemerintahan yang berkepentingan 
untuk bekerja sama dalam rangka 
mencapai tujuan tersebut.

Dapat disimpulkan, bahwa 
akar dari permasalahan yang sering 
menimpa WNI di luar negeri berasal 
dari banyak aspek yang saling berkaitan 
satu sama lainnya, baik dari individu, 
aturan pemerintah, negara tujuan dan 
perusahaan pengerah. Sebagian besar 
dari faktor-faktor tersebut berasal 
jauh dari sebelum WNI tersebut 
berada di luar negeri. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa sebaik-baiknya 
upaya yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah untuk melindungi WNI 
yang berada di luar negeri, upaya 
perlindungan harus dimulai terlebih 
dahulu dari dalam negeri sebelum WNI 
tersebut berangkat ke luar negeri.

Akar masalah yang   multi-aspek 
tersebut mengharuskan penyelesaian 
yang multiaspek juga. Oleh karena itu, 
koordinasi yang baik antara semua pihak 
terkait merupakan suatu keniscayaan. 
Berkaca dari penyelesaian beberapa 
kasus highlight sepanjang tahun 2014, 
dapat dilihat betapa koordinasi yang baik 
antara semua pihak-pihak yang terkait 
dapat membantu proses perlindungan 
dan penjaminan hak-hak dari WNI yang 
mengalami permasalahan di luar negeri. 
Pihak-pihak disini tidak hanya terbatas 
pada koordinasi antara kementerian dan 
lembaga Pemerintah Indonesia saja, tapi 
juga termasuk pihak PPTKIS dan otoritas 
yang berada di negara penempatan serta 
masyarakat Indonesia. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa koordinasi antara 
seluruh pemangku kepentingan adalah 
kunci utama dalam memberikan upaya 
perlindungan WNI di yang maksimal di 
luar negeri.

berkepentingan seperti keluarga serta 
kementerian atau institusi terkait.

Public Awareness Campaign (PAC)
Sepanjang tahun 2014, tercatat 

bahwa telah dilakukan beberapa 
upaya PAC yang telah dilakukan oleh 
Direktorat Perlindungan WNI dan 
BHI dengan rincian kegiatan sebagai 
berikut:
a. Sosialisasi kepada masyarakat, 

akademisi, LSM dan stakeholders 
lainnya yang telah dilakukan 
sebanyak 7 kali di berbagai kota di 
Indonesia.

b. Penerbitan majalah Peduli yang 
telah terbit sebanyak 3 kali sampai 
pada bulan November 2014. Edisi 
ke-empat dari majalah Peduli akan 
terbit pada akhir bulan November 
2014.

c. Penerbitan media sosialisasi 
lainnya seperti buku “99 Tips 
Menjadi TKI Sukses,”, baliho, talk 
show dengan media massa, dll

Penguatan Sistem Perlindungan
Berikut adalah hasil nyata dari 

upaya penguatan sistem perlindungan 
WNI di luar negeri sepanjang tahun 
2014, antara lain:
a.  Diluncurkannya sistem e-perlin-

dungan yang dapat diakses oleh 
pusat, perwakilan RI dan juga 
pihak pelapor. Sistem tersebut 
memungkinkan semua pihak 
terkait dapat terus melakukan 
update terakhir perkembangan 
penanganan kasus yang menimpa 
WNI di luar negeri yang dapat 
dengan segera dilihat dan 
ditindaklanjuti oleh semua pihak 
berkepentingan.

b. Pada Desember 2014, sistem 
e-perlindungan telah terintegrasikan 
dengan SISKOM KTKLN BNP2TKI.

c.  Pada tanggal 18 Juli 2014, 
Direktorat Perlindungan WNI dan 
BHI juga telah menerima Predikat 
Kepatuhan Standar Pelayanan 
Publik yang sesuai dengan UU No. 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik dari OMBUDSMAN.
Jenis kasus yang muncul dalam 

upaya perlindungan WNI di luar 

yang bersangkutan dapat menerima 
keringanan hukuman ataupun  
pengampunan/pemaafan sebagaimana 
diatur dalam hukum negara setempat. 
Berikut  disampaikan data hasil upaya 
perlindungan yang dilakukan terhadap 
WNI yang dijatuhi hukuman mati di 
luar negeri:

Penanganan dalam Situasi Darurat
Sepanjang tahun 2014, upaya 

perlindungan WNI dalam situasi 
darurat berupa fasilitasi proses 
repatriasi WNI yang berada di wilayah-
wilayah yang terkena konfl ik dengan 
data WNI yang telah  direpatriasi 
sampai dengan tanggal 17 November 
2014 sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Oktober 2014, 
juga telah dilakukan repatriasi WNI 
yang berada di wilayah yang terkena 
wabah virus Ebola di Liberia, dimana 
Kementerian Luar Negeri telah berhasil 
memulangkan 29 WNI yang bekerja di 
Liberia kembali ke Indonesia. Proses 
pemulangan dari wilayah yang terkena 
wabah virus ebola yang sangat mudah 
menular ini dilakukan lewat koordinasi 
yang baik antara Kementerian Luar 
Negeri dan Kementerian Kesehatan, 
terutama dalam proses pemeriksaan 
kesehatan dan penanganan ketika para 
WNI yang direpatriasi mendarat di 
Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan 
hasil pemeriksaan kesehatan dan 
wawancara yang dilakukan, seluruh 
WNI yang telah direpatriasi dari 
Liberia tersebut dinyatakan sehat dan 
bebas dari virus ebola.

Kasus-kasus Umum
Upaya penanganan kasus-kasus 

umum yang dilakukan sejauh ini telah 
membuahkan hasil dimana sampai 
pada bulan Oktober 2014, 72,64% 
atau sebanyak 10.110 kasus dari 
seluruh pengaduan masyarakat yang 
diterima telah berhasil diselesaikan 
dengan baik. Hal ini belum termasuk 
sekian banyaknya kasus-kasus yang 
mungkin dapat terjadi namun dapat 
dicegah melalui langkah-langkah 
pencegahan yang terus dilakukan dan 
koordinasi dengan berbagai pihak yang 
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Diplomasi Perbatasan merupa-
kan upaya untuk menetapkan per-
batasan dan mengelola kawasan per-
batasan melalui kerja sama antar 
negara atas dasar prinsip-prinsip politik 
luar negeri RI dan hukum internasional 
yang berlaku. Seperti tahun-tahun 
sebelum nya penyelesaian penetapan 
batas laut dan batas darat merupakan 
salah satu prioritas utama. Oleh karena 
itu komunikasi yang intensif terus 
dilakukan untuk menjajaki kesiapan dan 
kesediaan pemerintah negara tetangga, 
baik melalui perwakilan RI di negara 
tersebut maupun melalui per wakilan 
diplomatik negara tersebut di Jakarta. 

Indonesia memiliki perbatasan 
maritim dengan 10 (sepuluh) negara 
yakni India, Thailand, Malaysia, 
Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, 
Papua Nugini, Australia dan Timor-
Leste. Pemerintah Indonesia c.q. 
Kemlu terus melakukan penjajakan 
dan perundingan perbatasan laut yang 
terkait dengan Laut Wilayah (Laut 
Teritorial), Zona Ekonomi Eksklusif 
(ZEE), dan Landas Kontinen (LK) dengan 
negara-negara tetangga. 

BAB VIII
Penanganan Perbatasan

Dari negara tersebut di atas, 
penetapan batas secara tuntas telah 
dilakukan dengan Papua Nugini, yaitu 
pada matra darat dan laut. Indonesia 
juga telah menyepakati batas Landas 
Kontinen (LK) dan Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) dengan Australia. Pada 
matra laut, Indonesia telah menyepakati 
sebagian segmen batas Laut Wilayah 
dengan Malaysia dan Singapura. 
Indonesia juga sudah menyepakati 
batas Landas Kontinen dengan India, 
Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, 
dan Papua Nugini dan menyepakati 
batas Zona Ekonomi Eksklusif dengan 
Filipina. Hingga tahun 2014 telah 
terdapat 18 (delapan belas) perjanjian 
perbatasan maritim Indonesia dengan 
negara-negara tetangga. Adapun 
batas maritim yang sedang dan akan 
dirundingkan adalah:
[i] Batas Laut Wilayah dengan 

Malaysia, Singapura, dan Timor-
Leste;

[ii] Batas Landas Kontinen dengan 
Malaysia, Filipina, Palau dan 
Timor-Leste;

[iii]  Batas ZEE dengan India, Thailand, 
Malaysia, Vietnam, Palau dan 
Timor Leste.

Sampai dengan bulan November 
2014, Pemerintah Indonesia telah 
melaksanakan 12 kali perundingan 
batas maritim dengan Malaysia, 
Filipina, dan Singapura.

Indonesia memiliki perbatasan 
darat dengan 3 (tiga) negara, yakni 
Malaysia, Papua Nugini, dan Timor 
Leste. Penetapan batas darat dengan 
Papua Nugini telah dilakukan dengan 
tuntas, namun dengan Malaysia 
dan Timor Leste masih menyisakan 
sebagian kecil segmen batas yang harus 
diselesaikan. Untuk menyikapi hal ini, 
sampai dengan bulan November 2014 
Indonesia telah melaksanakan 19 kali 
Pertemuan Teknis Penegasan Batas 
Darat dengan Malaysia dan Timor-Leste, 
serta pengelolaan perbatasan darat 
dengan Papua Nugini. Penanganan 
penegasan dan penetapan batas darat 
dikoordinasikan oleh Kementerian 
Dalam Negeri dan melibatkan 
Kementerian Luar Negeri sebagai 
bagian dari Tim Perunding Indonesia.

VIII.1 Perbatasan Maritim

Indonesia-Malaysia

Perundingan penetapan batas 
maritim dengan Malaysia dilakukan 
melalui forum Technical Meeting on 
Maritime Boundary Delimitation yang 
telah dilakukan sebanyak 26 (dua 
puluh enam) kali sejak tahun 2005. 
Segmen yang dirundingkan dalam 
pertemuan teknis meliputi: [a] Laut 
Sulawesi (Laut Wilayah, ZEE dan 
Landas Kontinen); [b] Selat Singapura 
bagian timur (Laut Wilayah); [c] 
Selat Malaka (ZEE); [d] Selat Malaka 
bagian selatan (Laut Wilayah); dan [e] 
Laut Tiongkok Selatan (Laut Wilayah 
dan ZEE). Pertemuan teknis juga 
merupakan forum untuk membahas 
dan menyelesaikan berbagai insiden 
di kawasan perbatasan maritim kedua 
negara.

Khusus mengenai kasus konstruksi 
rambu suar Malaysia di perairan 
sekitar Tanjung Datu, setelah melalui 
serangkaian upaya diplomatik, 
Indonesia berhasil meyakinkan pihak 
Malaysia untuk menghentikan serta 
membongkar konstruksi rambu 
suar yang dibangun oleh Malaysia di 
wilayah Landas Kontinen Indonesia di 
perairan sekitar Tanjung Datu. Pihak 
Malaysia telah membongkar konstruksi 
dimaksud pada tanggal 17 Oktober 
2014.  

Indonesia-Singapura

Indonesia dan Singapura telah 
memiliki Perjanjian Batas Laut 
Wilayah dengan Singapura di Selat 

Singapura yang meliputi Segmen 
Tengah (diatur dalam Perjanjian yang 
ditandatangani tanggal 25 Mei 1973), 
Segmen Barat (diatur dalam Perjanjian 
yang ditandatangani pada tanggal 10 
Maret 2009) dan Segmen Timur (diatur 
dalam Perjanjian antara Republik 
Indonesia dan Republik Singapura 
tentang Penetapan Garis Batas Laut 
Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur 
Selat Singapura yang ditandatangani 
pada 3 September 2014).  Saat ini batas 
maritim yang masih harus ditetapkan 
adalah batas Laut Wilayah di bagian 
Timur Selat Singapura, yaitu: Segmen 
Timur 2 (Pedra Branca-Bintan) yang 
diharapkan dapat dimulai setelah 
diperoleh kejelasan status kepemilikan 
South Ledge antara Singapura-
Malaysia pasca keputusan Mahkamah 
Internasional tahun 2008.
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Indonesia-Vietnam

Indonesia dan Vietnam telah 
menandatangani Perjanjian Batas 
Landas Kontinen pada tanggal 26 Juni 
2003. Saat ini Pemerintah RI dan Viet 
Nam telah melaksanakan 5 (lima) kali 
Pertemuan Teknis untuk membahas 
batas ZEE di Laut Tiongkok Selatan. Saat 
ini kedua negara telah menyepakati 
waktu pelaksanaan Pertemuan Teknis 
ke-6 akan dilaksanakan di Indonesia 
pada paruh pertama tahun 2015.  

Indonesia-Filipina

Setelah melalui pembahasan 
selama 20 tahun, Indonesia dan 
Filipina pada tanggal 23 Mei 2014 telah 
menandatangani Persetujuan Batas 
ZEE di Laut Sulawesi dan Laut Filipina. 

Menteri Luar Negeri RI dan Menteri 
Luar Negeri Republik Filipina juga 
telah melakukan penandatanganan 
Joint Statement between the Republic 
of Indonesia and the Republic of the 
Philippines concerning the Delimitation 
of the Continental Shelf Boundary di 
Bali tanggal 10 Oktober 2014, untuk 
memulai perundingan batas Landas 
Kontinen kedua negara. 

Indonesia-Palau

Indonesia dan Palau berbatasan 
maritim langsung (Zona Ekonomi 
Eksklusif / ZEE dan Landas Kontinen / 
LK) di perairan sekitar Laut Halmahera 
dan Samudra Pasifi k. Kedua negara saat 
ini tengah merundingkan penetapan 
batas ZEE. Tim teknis RI dan Palau 
sejak tahun 2010 telah melakukan 4 

putaran perundingan batas ZEE yang 
difokuskan pada penentuan area 
delimitasi. Saat ini kedua negara tengah 
menjajaki Pertemuan Teknis ke-5 yang 
akan diselenggarakan di Indonesia 
pada paruh kedua tahun 2015. 

Indonesia-Timor Leste

Tim Teknis penetapan batas 
maritim RI-RDTL telah melakukan 
konsultasi informal untuk menjajaki 
dimulainya pertemuan delimitasi 
batas maritim kedua negara di Bali 
pada tanggal 25 April 2013. Sesuai 
kesepakatan pemimpin kedua negara 
di Dili akhir Agustus 2014, tim teknis 
RI dan Timor-Leste akan memulai 
perundingan batas maritim yang 
direncanakan pada paruh kedua tahun 
2015.

VIII.2 Perbatasan Darat

Indonesia-Malaysia

Batas darat Indonesia-Malaysia 
pada dasarnya mengikuti perjanjian 
penetapan batas antara Belanda dan 
Inggris di Kalimantan tahun 1891, 
1915 dan 1928. Namun demikian, 
kedua negara masih belum berhasil 
sepenuhnya menyelesaikan survei dan 
demarkasi di beberapa segmen batas 
khususnya menyangkut beberapa 
Outstanding Boundary Problems (OBP) 
di sektor Kalimantan Barat-Sarawak 
dan Kalimantan Timur-Sabah. 

Kedua negara telah menyepakati 
dokumen Standard Operating 
Procedure (SOP) on the Outstanding 
OBP on the Joint Demarcation and 
Survey of the International Boundary 
between Malaysia (Sabah) and 
Indonesia (Kalimantan Timur) pada 
Pertemuan Ke-6 Joint Working Group 
on Outstanding Boundary Problems 
(JWG-OBP) RI-Malaysia, di Kuching, 
Malaysia, tanggal 23-24 Januari 2014. 
Kedua negara juga tengah membahas 
naskah Memorandum of Understanding 
(MoU) terkait penegasan batas darat 
di sektor B300-B400 dan B700-B1000 
pada Area Prioritas II (B - C). Selain itu, 
pada tahun 2014 kedua negara juga 
telah melakukan survei Investigation 
Re-fi xation and Maintenance (IRM) di 

Sektor Kalimantan Utara-Sabah pada 
Area Prioritas I (A-B) yaitu pada area A 
500 - A 600 dengan jarak 5.3 km dan di 
sektor Kalimantan Barat-Sarawak pada 
Area Prioritas III (D-E) yaitu pada area 
D 600 – D 700 dengan jarak 10.9 km.  

Indonesia-Papua Nugini

Indonesia dan PNG tidak 
mempunyai masalah pending terkait 
dengan penetapan batas darat. Dalam 
hal ini, kedua negara membahas 
permasalahan-permasalahan yang 
terkait dengan penegasan batas 
darat dan pengelolaan kawasan 
perbatasan dalam forum Joint Border 
Committee (JBC) yang pada tahun 2014 
diselenggarakan di Port Moresby, 
Papua Nugini pada tanggal 14 Agustus 
2014. 

Indonesia-Timor Leste

Berdasarkan Persetujuan 
Sementara antara Pemerintah RI 
dan Pemerintah Timor-Leste tentang 
Perbatasan Darat yang ditandatangani 
pada tanggal 8 April 2005 di Dili, 
Timor-Leste, masih terdapat 3 (tiga) 
unresolved segments yaitu segmen 
Dilumil/Memo, Bijael Sunan/Oben dan 

Noel Besi/Citrana. Pada tahun 2013, 
kedua belah pihak telah menyepakati 
penyelesaian salah satu Unresolved 
Segments yaitu segmen Dilumil-Memo, 
melalui penandatanganan Addendum 
No. 1 to the Provisional Agreement 
between the Government of the Republic 
of Indonesia and the Government of the 
Democratic Republic of Timor-Leste on 
the Land Boundary (Addendum No. 
1 PA 2005) oleh kedua Menteri Luar 
Negeri tanggal 21 Juni 2013. 

Saat ini kedua negara tengah 
melanjutkan pembahasan penyelesaian 
unresolved segments Bijael Sunan/
Oben dan Noel Besi/Citrana yang 
diharapkan dapat diselesaikan 
dengan mempertimbangkan 
kondisi perekonomian dan 
sosial kemasyarakatan setempat. 
Pembahasan dilakukan pada forum 
Special Working Group (SWG) yang 
dibentuk pada pertemuan 3rd Joint 
Border Committee antara RI-RDTL 
pada tahun 2013. Dalam periode 
Januari - Desember tahun 2014, kedua 
negara telah menyelenggarakan dua 
pertemuan, yaitu Informal Senior 
Offi  cial Meeting (SOM) SWG di Jakarta 
pada tanggal 4-5 Februari 2014 dan 
Pertemuan ke-2 SWG pada tanggal 13-
14 Maret 2014 di Dili, Timor Leste.
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dinas yang akan ditempatkan di negara 
tersebut.

Kendala negosiasi yang dihadapi 
dalam berdiplomasi adalah perbedaan 
hukum nasional antara Indonesia 
dengan negara-negara sahabat yang 
juga menginginkan adanya PBV dengan 
Indonesia, yakni persoalan pemberian 
bebas Visa tidak satu paket. Terdapat 
beberapa negara (utamanya negara-
negara Eropa Barat seperti Spanyol 
dan Italia) yang menginginkan agar 
bebas Visa diberikan untuk paspor 
diplomatik terlebih dahulu, dan dalam 
PBV tersebut diperjanjikan untuk 
kemudian diberikan untuk paspor 
dinas. Sedangkan dalam koordinasi 
dengan Kementerian/Lembaga terkait, 
ditentukan bahwa praktek yang 
berlaku adalah satu paket, paspor 
diplomatik dan dinas.

Dalam pencapaian PBV antara 
Indonesia dengan negara-negara 
sahabat sejumlah 54 negara, hingga 
saat ini ada beberapa yang telah 
diratifi kasi dan beberapa diantaranya 
masih dalam proses ratifi kasi dengan 
rincian sebagai berikut:
1. Persetujuan telah berlaku efektif: 

50 negara
2. Persetujuan ditandatangani sudah 

diratifi kasi namun belum berlaku: 
4 negara

3. Persetujuan dalam proses negosiasi: 
17 negara 

Selama tahun 2014 telah 
dicapai sejumlah kemajuan dalam 
perundingan PBV dengan negara-
negara sahabat seperti di bawah ini:

waktu (length of stay) yang seharusnya 
diberikan bagi WNA yang negaranya 
melakukan PBV dengan Indonesia.

Perpres No. 18 Tahun 2003 sebagai 
aturan pelaksana dari UU Keimigrasian 
mensyaratkan 30 hari, dalam praktiknya 
Indonesia sudah pernah memberikan 
jangka waktu 14, 60 dan 90 hari dalam 
beberapa PBV yang berbeda. Berkaitan 
dengan polemik ini, Ditjen Imigrasi 
memberikan masukan bahwa jangka 
waktu 90 hari bebas Visa bila diberikan 
kepada WNA akan menyulitkan dalam 
mengawasi keberadaan dan kegiatan 
WNA tersebut oleh pihak keimigrasian. 
Sementara dalam praktiknya 
kunjungan diplomat ke Indonesia, baik 
untuk mengikuti konferensi maupun 
untuk keperluan wisata tidak pernah 
melebihi 90 hari. Terkait dengan 
Bebas Visa Kunjungan Sementara yang 
dimaksud dalam Perpres No. 18 tahun 
2003 ini, Kemlu c.q. Direktorat Hukum 
berpandangan secara hukum bahwa 
Bebas Visa Kunjungan Sementara 
tersebut meliputi pula Visa diplomatik 
dan dinas, yang mana jangka waktu 
bebas Visa juga harus diberikan 30 hari 
sesuai dengan amanat Perpres tersebut. 
Penetapan jangka waktu tinggal ini 
sering menjadi kendala, terutama 
dengan negara-negara Schengen, yang 
menetapkan jangka waktu selama 90 
(sembilan puluh) hari.

Persoalan kedua mengenai apakah 
bebas Visa bisa diberikan pula bagi 
para diplomat asing (dari negara yang 
mempunyai PBV dengan Indonesia) dan 
keluarganya yang hendak ditempatkan 
di Indonesia. Dari catatan kami bahwa 
hal tersebut bertentangan dengan 
sistem administrasi di Indonesia, 
selain pencatatan diplomat asing di 
Indonesia yang belum komprehensif 
seperti di negara-negara maju, terlebih 
lagi PBV pada prinispnya adalah untuk 
kunjungan sementara dan bukan 
untuk penempatan. Oleh karena itu, 
dalam PBV selalu dimasukkan pasal 
yang mengatur bahwa bebas Visa tidak 
berlaku untuk pejabat diplomatik dan 

Pemerintah Indonesia telah 
membentuk dan merumuskan 
Persetujuan Bebas Visa untuk 
pemegang Paspor Diplomatik dan 
Dinas (PBV) antara Indonesia dengan 
Negara-Negara Sahabat, yang 
diperuntukkan bagi para pejabatnya 
yang akan melakukan kunjungan 
diplomatik/dinas singkat. PBV adalah 
kerja sama strategis dengan negara-
negara sahabat yang memiliki arti 
penting meningkatkan hubungan 
politik, ekonomi, sosial dan budaya RI 
dengan negara lain, baik pada tingkat 
bilateral maupun regional.

Sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku 
terkait dengan keimigrasian, 
Pemerintah Indonesia memiliki posisi 
dasar dalam memberikan fasilitas 
pembebasan visa kepada negara-
negara sahabat, sebagai berikut:
1. Fasilitas pembebasan visa 

diberikan dalam satu paket, yaitu 
pembebasan visa bagi pemegang 
paspor diplomatik dan bagi 
pemegang paspor dinas, tidak 
tertutup kemungkinan untuk 
Indonesia memberikan fasilitas 
yang sama bagi pejabat asing yang 
menggunakan paspor khusus;

2. Penetapan jangka waktu 
pembebasan visa selama 30 (tiga 
puluh) hari, berdasarkan Keppres 
No. 18 Tahun 2003;

3. Ruang lingkup PBV hanya mengatur 
mengenai kunjungan singkat, tidak 
dapat diberikan kepada pemegang 
paspor diplomatik dan dinas yang 
ditempatkan di misi diplomatik 
atau konsuler di Indonesia; dan

4. Ratifi kasi dengan Perpres harus 
dilakukan sebagai syarat untuk 
mulai berlakunya PBV.

PBV dibuat sebagai instrumen 
penting antara Indonesia dengan 
negara-negara sahabat dalam rangka 
peningkatan kerja sama luar negeri 
di segala bidang. Namun, terkadang 
masih terdapat 2 persoalan yang 
umum terjadi yakni mengenai jangka 

BAB IX 
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Persetujuan Bebas Visa Diplomatik dan Dinas yang ditandatangani tahun 2014

NO. NEGARA TEMPAT DAN TANGGAL PENANDATANGANAN

1. Papua Nugini Jakarta, 15 Januari 2014

2. Perancis Paris, 25 Januari 2014

3. Meksiko Meksiko City, 14 April 2014

4. Fiji Nadi, 18 Juni 2014

Persetujuan Bebas Visa Diplomatik dan Dinas yang diratifi kasi tahun 2014

 NO NEGARA TEMPAT DAN 
TANGGAL DIRATIFIKASI MELALUI MULAI 

BERLAKU

1. Nikaragua Jakarta, 
18 Juni 2013

Perpres No.3 Tahun 2014,
Tanggal 22 Januari 2014,
Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2014

Belum berlaku

2. Kolombia Bali, 
10 Juni 2013

Pepres No.4 Tahun 2014,
Tanggal 22 Januari 2014, 
Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 2014

30 Maret 2014

3. Uruguay Bali, 
13 Juni 2013

Perpres No. 7 Tahun 2014, 
Tanggal 6 Februari 2014, 
Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2014

15 Februari 2015

4. Venezuela Bali, 
11 Juni 2013

Pepres No. 8 Tahun 2014, 
Tanggal 6 Februari 2014, 
Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2014

3 April 2014

5. Polandia Warsawa, 
4 September 2013

Perpres No. 9 Tahun 2014, 
Tanggal 10 Februari 2014, 
Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2014

4 April 2014

6. Timor-Leste Jakarta,
21 Juni 2013

Perpres No. 31 Tahun 2014, 
Tanggal 21 April 2014, 
Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 2014

17 Agustus 2014

7. Papua Nugini Jakarta, 
15 Januari 2014

Perpres No. 55 Tahun 2014, 
Tanggal 4 Juni 2014, 
Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2014

Belum berlaku

8. Moldova Chisinau, 
10 Desember 2013

Perpres No. 60 Tahun 2014, 
Tanggal 11 Juni 2014, 
Lembaran Negara Nomor 132 Tahun 2014

15 September 2014

9. Perancis Paris, 
25 Januari 2014

Perpres No. 61 Tahun 2014, 
Tanggal 11 Juni 2014, 
Lembaran Negara Nomor 133 Tahun 2014

16 Agustus 2014

10. Kostarika Jakarta, 
29 Oktober 2013

Perpres No. 67 Tahun 2014, 
Tanggal 3 Juli 2014, 
Lembaran Negara Nomor 150 Tahun 2014

Belum berlaku

11. Meksiko Meksiko City, 
14 April 2014

Perpres No. 94 Tahun 2014, 
Tanggal 12 September 2014,
Lembaran Negara Nomor 210 Tahun 2014

12 Desember 2014

12. Georgia Bali, 
6 November 2013

Perpres No. 160 Tahun 2014, 
Tanggal 17 Oktober 2014, 
Lembaran Negara Nomor 317 Tahun 2014

13 Desember 2014

13. Fiji Nadi, 
18 Juni 2014

Perpres Nomor 161 Tahun 2014, 
Tanggal 17 Oktober 2014, 
Lembaran Negara Nomor 318 Tahun 2014

Belum berlaku
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Kerja Sama Internasional 
Pemberantasan Korupsi

Kerja sama Bantuan Hukum Timbal 
Balik dalam Masalah Pidana / Mutual 
Legal Assistance (MLA)

Persatuan Emirat Arab
Pada tanggal 2 Februari 2014 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 
Persatuan Emirat Arab (“Pemerintah 
PEA”) telah menandatangani Perjanjian 
mengenai Bantuan Timbal Balik dalam 
Masalah Pidana antara Republik 
Indonesia dan Persatuan Emirat Arab 
(Treaty on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters between the Republic of 
Indonesia and the United Arab Emirates) 
di Abu Dhabi. Saat ini pemerintah 
kedua negara masih mempersiapkan 
langkah-langkah yang diperlukan 
guna mendorong ratifi kasi perjanjian 
tersebut.

Selain dengan Pemerintah PEA, 
Pemerintah Indonesia sedang menjajaki 
waktu perundingan yang tepat dengan 
Brazil, Perancis dan Iran.

Korea Selatan
Indonesia telah meratifi kasi 

Perjanjian MLA antara Republik 
Indonesia dengan Republik Korea melalui 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2014. 

India
Indonesia telah meratifi kasi 

Perjanjian MLA antara Republik 
Indonesia dengan Republik India melalui 
Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014.

Kerja sama dalam bidang 
Pemberantasan Terorisme
Filipina

Kerja Sama Internasional 
di Bidang Hukum 

Terkait Pencegahan dan 
Penanggulangan Kejahatan 

Lintas Negara

Pada tanggal 23 Mei 2014 di 
sela-sela kunjungan Presiden RI ke 
Manila, Filipina, Kepala BNPT RI telah 

BAB X 
Isu-Isu Khusus Hukum

menandatangani MoU between the 
National Counter-Terrorism Agency of 
the Republic of Indonesia and the Anti-
Terrorism Council of the Republic of the 
Philippines on Combating International 
Terrorism. 

MoU tersebut mengatur kerja 
sama terkait pencegahan, penindakan, 
penanggulangan dan pemberantasan 
kejahatan terorisme internasional 
dan berbagai kejahatan lintas 
negara lainnya melalui pertukaran 
informasi intelejen dan peningkatan 
pengembangan kapasitas. Bentuk kerja 
sama peningkatan pengembangan 
kapasitas meliputi networking, 
pelatihan, pendidikan, seminar, joint 
exercise serta pertukaran kunjungan 
pejabat kedua lembaga.

Pelaksanaan MoU ini diharapkan 
dapat meningkatkan kerja sama yang 
telah berjalan antara para penegak 
hukum kedua negara di bidang 
keamanan, pertahanan, intelijen atau 
antara aparat pada lembaga penegak 
hukum lainnya. 

Kerja sama dalam Pemberantasan 
Narkoba
Fiji

Letter of Intent dalam 
Pemberantasan Perdagangan Gelap 
Narkotika, Bahan-bahan Psikotropika 
dan Prekursor ditandatangani di Nadi, 
Fiji pada tanggal 18 Juni 2014 dan mulai 
berlaku pada saat penandatanganan. 

Pencapaian Indonesia 
dalam Bidang Hukum dan 
Perjanjian Internasional

Kerja sama dalam bidang Pertahanan

Belanda
Kementerian Pertahanan Repu-

blik Indonesia dan Kementerian 
Pertahanan Kerajaan Belanda telah 
menandatangani Nota Kesepahaman 
antara Kementerian Pertahanan 
Republik Indonesia dan Kementerian 
Pertahanan Kerajaan Belanda tentang 
Kerja sama terkait Pertahanan 

(Memorandum of Understanding between 
the Ministry of Defence of the Republic of 
Indonesia and the Ministry of Defence 
of the Kingdom of the Netherlands on 
Defence-Related Cooperation). Nota 
tersebut ditandatangani di Den Haag 
pada tanggal 4 Februari 2014, namun 
belum diratifi kasi oleh kedua negara.

Arab Saudi
Pada tanggal 23 Januari 2014, 

Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Kerjasaan Arab Saudi telah 
menandatangani Persetujuan Kerja 
sama Pertahanan antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah 
Kerajaan Arab Saudi (Defense 
Cooperation Agreement between the 
Government of the Republic of Indonesia 
and the Government of the Kingdom of 
Saudi Arabia) di Jakarta. Pemerintah 
kedua Negara masih mempersiapkan 
proses ratifi kasi.

Selain kedua negara tersebut di 
atas, Pemerintah Indonesia saat ini 
dalam tahap negosiasi Perjanjian 
Pertahanan dengan Brazil dan sedang 
melakukan penjajakan kerja sama 
pertahanan dengan Rusia.

Kerja sama dalam bidang Perikanan 
dan Kelautan
Fiji

Telah ditandatangani Memoran-
dum Saling Pengertian antara 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia dan Kementerian 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
Republik Fiji tentang Kerja Sama 
Kelautan dan Perikanan (Memorandum 
of Understanding between the Ministry 
of Marine Affairs and Fisheries of the 
Republic of Indonesia and the Ministry of 
Agriculture, Fisheries and Forestry of the 
Republic of Fiji on Marine and Fisheries 
Cooperation), di Nadi, Fiji pada tanggal 
18 Juni 2014.

Perancis
Memorandum Kesepahaman (MoU) 

dalam Pengembangan Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Perikanan 
antara Direktorat Jenderal Pengolahan 
dan Pemasaran Hasil Perikanan 
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Kementerian Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia dan Indonesian 
French Chamber of Commerce and 
Industry (IFCCI) ditandatangani pada 
tanggal 20 Februari 2014 dan mulai 
berlaku pada saat penandatanganan.

Kerja sama Maritim
Dengan RRT - Implementasi MoU 
Kerja sama Maritim RI-RRT 2012

Maritime Cooperation Committee 
(MCC), forum yang membahas 
kerja sama maritim tersebut telah 
mengadakan Pertemuan MCC ke-
2  tanggal 12 Mei 2014 di Jakarta. 
Pertemuan menyepakati untuk 
mengadopsi proyek baru, yaitu China 
– Indonesia Joint Table-Top Maritime 
SAR Exercise Project dan mencatat 
pentingnya beberapa proyek, antara 
lain Natuna Fisheries Comprehensive 
Fisheries Base dan All Weather, All-Time 
Ocean and Fisheries Remote Sensing 
Monitoring System. Proyek-proyek 
ini kemudian akan dibawa untuk 
pembahasan ke dalam pertemuan 
Technical Committee Meeting on 
Maritime Cooperation (TCM). 

Sebagai tindak lanjut dari kerja 
sama satelit laut (KAMLASAT) Fase I, 
pada tanggal 6 November 2014, China 
National Space Administration dan 
Badan Koordinasi Keamanan Laut 
(BAKORKAMLA) telah menandatangani 
MoU Kerja sama KAMLASAT Fase II 
yang terdiri dari Pembangunan dan 
Upgrading Ground Stations di Bangka 
Belitung. 

Kerja sama Selat Malaka dan Selat 
Singapura (Cooperative Mechanism) 
antara Negara pantai (Littoral 
States) dan Negara Pengguna (User 
States) 

Terdapat kerangka kerja sama 
terpadu antara Indonesia, Malaysia 
dan Singapura dalam Tripartite 
Technical Expert Group (TTEG), yang 
merupakan pertemuan yang dibentuk 
dalam rangka penanganan dan 
pengelolaan keselamatan pelayaran 
dan perlindungan lingkungan di 
Selat Malaka dan Selat Singapura. 
Dalam perkembangannya, terdapat 
Cooperative Mechanism yang 
merupakan kerja sama yang difokuskan 
pada keselamatan pelayaran dan 
perlindungan lingkungan laut di 
Selat Malaka dan Selat Singapura. 
Cooperative Mechanism terdiri atas 3 

(tiga) komponen utama Cooperation 
Forum (CF) – forum diskusi dan dialog; 
Project Coordination Committee (PCC) 
– forum pembahasan implementasi 
proyek yang digagas oleh littoral 
States dan atau yang disponsori oleh 
pihak ketiga; dan Aids to Navigation 
Fund (ANF) – forum pengumpulan 
dana bantuan/kontribusi untuk 
pemeliharan sarana bantu navigasi 
pelayaran (SBNP). Salah satu proyek 
disepakati dalam Cooperative 
Mechanism yaitu Marine Electronic 
Highway Demonstration Project (MEH 
Project) antara Negara Pantai/Littoral 
States (Indonesia, Malaysia dan 
Singapura) dan International Maritime 
Organization (IMO). 

Selanjutnya, pada pertemuan ke-
39 TTEG di Langkawi, Malaysia tanggal 
22-26 September 2014, disepakati hal-
hal sebagai berikut: 
a. Mengadopsi usulan Indonesia 

terkait proposal kajian Blue 
Print for Future Development of 
Safety of Navigation and Marine 
Environmental Protection in the 
SOMS. 

b. Mengadopsi usulan Jepang terkait 
Joint Hydrographic Re-survey in the 
Strait of Malacca and Singapore 
(SOMS) Phase 2 (Traffi  c Separation 
Scheme SOMS). Pembahasan 
lebih lanjut akan dilaksanakan 
pada Working Group MEH. 
Sedangkan untuk Phase 1 akan 
segera dilaksanakan, sebagaimana 
disepakati dalam 6th MEH Working 
Group Meeting di Batam bulan Juni 
2014. 

c. Mencatat usulan Malaysia terkait 
Feasibility Study of the Places of 
Refuge in SOMS serta komitmen 
IMO Straits Fund untuk mendanai 
sebesar USD. 50.000. Secara 
prinsip littoral states menyatakan 
masih memerlukan waktu untuk 
mempelajari proposal dan akan 
menyampaikan pandangannya 
pada TTEG berikutnya. 

d. Mencatat proposal Malaysia terkait 
Feasibility Study on Identifi cation 
of Particularly Sensitive Sea Areas 
(PSSA) in the Strait of Malacca.

a. The 5th ASEAN Maritime Forum 
Pertemuan AMF ke 5 mencatat 
beberapa hal: perlunya 
pengelompokan isu dan level of 
engagement masing-masing sectoral 

bodies on maritime related issues 
pada matriks overlapping yang telah 
disusun oleh ASEAN Secretariat, 
perlu diadakan seminar/workshop 
mengenai SAR dan perlunya 
memperkuat AHA Center. Pada 
AMF kali ini, Filipina mengusulkan 
pembentukan ASEAN Coast Guard 
Forum (ACGF), namun pertemuan 
melihat perlunya penyempurnaan 
dari concept paper ACGF dan 
pelaksanaan expert meeting on 
coast guard sebelum diadopsinya 
ACGF tersebut.

b. The 6th ARF Inter-Sessional 
Meeting on Maritime Security 
(ISM-MS)
Indonesia telah menjadi tuan rumah 
ARF ISM-MS ke-6 bersama-sama 
Korea Selatan dan Amerika Serikat 
pada tanggal 22-23 Mei 2014 di 
Bali. Pertemuan menggarisbawahi 
perlunya peningkatan kerja sama 
regional dalam penanggulangan 
pencemaran laut dan tumpahan 
minyak. Mengingat peristiwa 
Typhoon Haiyan dan pencarian 
pesawat MH 730, pertemuan 
memandang perlunya isu SAR 
menjadi isu prioritas ARF. 
Selanjutnya, ditekankan pentingnya 
information sharing dan kerja sama 
yang kuat dalam penegakan hukum 
perikanan, khususnya dengan 
negara tetangga. 

c. The 10th Heads of Asian Coast 
Guard Meeting (HACGAM) 
Pertemuan HACGAM ke-10 
tanggal 29 September – 1 Oktober 
2014 di Yokohama, Jepang 
mencatat usulan pembuatan 
website penanggulangan oil spill 
yang akan dibahas pada expert 
meeting. Disamping itu, ReCAAP 
mengusulkan agar negara-negara 
HACGAM dapat menerbitkan 
pemberitaan di media massa 
terkait capaian-capaian dalam 
pemberantasan piracy, dan ReCAAP 
meminta persetujuan agar capaian-
capaian negara HACGAM dapat 
disampaikan pada pertemuan 
Maritime Safety Committee di 
IMO London, November 2014. 
Pertemuan juga memutuskan 
untuk membahas permohonan 
keanggotaan Australia pada 
HACGAM selanjutnya. 
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Konsultasi Bilateral 
Republik Gambia

RI-Gambia telah membentuk 
Komisi Bersama untuk Kerja sama 
Bilateral melalui penandatanganan 
Memorandum Saling Pengertian antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Gambia di Jakarta 
pada tanggal 13 Maret 2014. Perjanjian 
berlaku pada saat penandatanganan.

Yordania
Kerja sama sektoral antar 

instansi pemerintah dibuat melalui 
penandatanganan Memorandum 
Saling Pengertian antara Kementerian 
Luar Negeri Republik Indonesia dan 
Kementerian Luar Negeri dan Orang 
Asing Kerajaan Yordania Hasyimia 
mengenai Konsultasi Bilateral di Jakarta 
pada tanggal 25 Februari 2014 dan 
berlaku pada saat penandatanganan.

Afrika Selatan
Dalam rangka Kunjungan 

Kenegaraan Yang Mulia Ms. Maite 
Nkoana-Mashabane, Menteri Kerja 
sama dan Hubungan Internasional 
Republik Afrika Selatan ke Indonesia, 
pada tanggal 1 Maret 2014 telah 
ditandatangani Pernyataan Bersama 
(Joint Statement). 

Filipina
Rencana Aksi Indonesia-Filipina 

2014-2016 (2014 – 2016 Indonesia-
Philippines Plan of Action), yang 
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 
24 Februari 2014 dan berlaku pada saat 
penandatanganan.

Perjanjian yang telah diratifi kasi
a. Coral Triangle Initiative on Coral 

Reefs, Fisheries and Food Security 
(CTI-CFF) merupakan prakarsa 
Pemerintah Indonesia untuk 
pengelolaan kawasan dan sumber 
daya alam secara berkelanjutan 
di Kawasan Segi Tiga Karang 
(Coral Triangle) yang mencakup 
6 (enam) negara: Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Papua New 
Guinea, Kepulauan Solomon dan 
Timor Leste. Prakarsa ini bertujuan 
untuk mewujudkan ketahanan 
pangan serta meningkatnya 
pola pengelolaan sumber daya 
perikanan berbasis ekosistem 
dan kemampuan adaptasi 
terhadap perubahan. Agreement 

on the Establishment of the 
Regional Secretariat of the Coral 
Triangle Initiative on Coral Reefs 
Fisheries and Food Security telah 
ditandatangani di Jakarta tanggal 
28 Oktober 2011 dan Indonesia 
telah meratifi kasinya melalui 
Perpres No.19 Tahun 2014 tanggal 
11 Maret 2014. Persetujuan tersebut 
akan berlaku efektif pada tanggal 
27 November 2014 sesuai dengan 
persyaratan telah diratifi kasinya 
Persetujuan tersebut oleh minimal 
4 (empat) negara, yaitu Indonesia, 
Malaysia, Kepulauan Solomon dan 
Timor Leste. 

b. Konvensi International 
Penanggulangan Tindakan 
Terorisme Nuklir (International 
Convention For The Suppression Of 
Acts Of Nuclear Terrorism) yang 
ditandatangani pada tanggal 14 
September 2005 telah diratifi kasi 
melalui  Undang-Undang No.10 
Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 
Lembaran Negara No.59 Tambahan 
Lembaran Negara No.5518. Dalam 
rangka penyerahan Piagam 
Aksesi, Indonesia juga telah 
memutuskan untuk mendepositkan 
Persyaratan (Reservation) dan 
Pernyataan (Declaration) atas 
beberapa ketentuan ICSANT. 
Reservasi terhadap Pasal 23 ayat (1) 
ICSANT yang mengatur mengenai 
penyelesaian sengketa, Pemri 
menyatakan bahwa sengketa terkait 
interpretasi dan pelaksanaan 
ICSANT yang melibatkan Indonesia 
hanya dapat diajukan ke forum 
arbitrase atau Mahkamah 
Internasional apabila disepakati 
oleh pihak-pihak yang bersengketa. 
Deklarasi terkait Pasal 4 ICSANT 
tidak ditarfsirkan sebagai bentuk 
dukungan, dorongan, pembiaran, 
pembenaran, atau legitimasi 
penggunaan atau ancaman 
penggunaan senjata nuklir untuk 
tujuan apapun.

c. Konvensi Internasional Mengenai 
Tanggung Jawab Sipil Terhadap 
Kerusakan Akibat Pencemaran 
Minyak Bahan Bakar, 2001 
(International Convention On Civil 
Liability For Bunker Oil Pollution 
Damage, 2001) yang ditandatangani 
di London, Inggris pada tanggal 23 

Maret 2001 telah diratifi kasi melalui  
Perpres No.65 Tahun 2014 tanggal 
3 Juli 2014. Konvensi bertujuan 
untuk memastikan kompensasi 
pada pihak-pihak yang dirugikan 
akibat tumpahan minyak pada saat 
kapal membawa minyak sebagai 
bahan bakarnya. Konvensi tersebut 
berlaku terhadap kerusakan yang 
terjadi di kawasan laut teritorial 
dan zona ekonomi eksklusif negara 
pihak.

d. International Convention on the 
Control of Harmful Anti-Fouling 
Systems on Ships, 2001 (AFS 
Convention) yang ditandatangani 
di London, Inggris pada tanggal 
5 Oktober 2001 telah diratifi kasi 
melalui Peraturan Presiden No. 
66 Tahun 2014 tanggal 4 Juli 2014. 
Konvensi bertujuan untuk melarang 
penggunaan bahan-bahan 
berbahaya dalam cat-cat anti teritip 
(anti-fouling) yang dipergunakan di 
kapal-kapal dan akan menciptakan 
suatu mekanisme untuk mencegah 
penggunaan dari bahan-bahan 
berbahaya di kemudian hari.

Perjanjian Ekstradisi

Persatuan Emirat Arab
Pada tanggal 2 Februari 2014, 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 
Persatuan Emirat Arab telah 
menandatangani Perjanjian Ekstradisi 
antara Republik Indonesia dan 
Persatuan Emirat Arab (Treaty between 
the Republic of Indonesia and the 
United Arab Emirates on Extradition). 
Kedua pemerintah juga masih 
mempersiapkan langkah-langkah yang 
diperlukan guna mendorong ratifi kasi 
perjanjian ekstradisi dimaksud.

Papua Nugini
Perjanjian Ekstradisi antara 

Indonesia dengan Papua Nugini telah 
ditandatangani pada tanggal 17 Juni 
2013 di Jakarta. Pada tanggal 9 Oktober 
2014 Presiden SBY telah menyampaikan 
RUU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi 
antara Republik Indonesia dengan 
Papua Nugini kepada Ketua DPR 
RI. Ratifi kasi Perjanjian Ekstradisi 
dimaksud akan dibahas bersama DPR 
untuk kemudian diundangkan.
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Nota Kesepahaman 
Rogatory Letter

Pada tanggal 19 Februari 2013 telah 
ditandatangani Nota Kesepahaman 
antara Kemlu dan Mahkamah Agung 
mengenai Penanganan Surat Rogatori 
dan Permintaan Bantuan Penyampaian 
Dokumen Dalam Masalah Perdata 
dari Pengadilan Negara Asing Kepada 
Pengadilan di Indonesia dan dari 
Pengadilan di Indonesia Kepada 
Pengadilan Negara Asing yang 
merupakan terobosan untuk semakin 
memudahkan kerja Kemlu di masa 
mendatang. Dalam hubungan luar 
negeri dengan negara lain, Kemlu 
seringkali menerima permintaan 
bantuan teknis hukum (judicial 
assistance) dalam masalah perdata 
berupa surat rogatori dari pengadilan 
negara asing kepada pengadilan di 
Indonesia yang disampaikan melalui 
perwakilan diplomatiknya di Jakarta. 
Hal ini termasuk juga permintaan 
bantuan penyampaian dokumen yang 
diperuntukkan bagi warga negara 
Indonesia atau badan hukum Indonesia 
dari pengadilan negara asing. 

Di sisi lain, Kemlu juga menerima 
bantuan serupa dari pengadilan-
pengadilan di Indonesia untuk 
disampaikan kepada pengadilan negara 
lain, khususnya permintaan untuk 
menyampaikan dokumen pengadilan 
yang umumnya berupa relaas panggilan 
sidang, pemberitahuan isi putusan, 
maupun surat rogatori. Namun 
demikian, dalam tataran legislasi 
ternyata belum terdapat peraturan 
perundang-undangan mengenai 
tata cara penanganan permintaan 
bantuan timbal balik dalam masalah 
perdata yang mengatur prosedur dan 
persyaratan permintaan bantuan, serta 
proses hukum acara yang mengatur 
hal tersebut. Dengan demikian 
keberadaan Nota Kesepahaman ini 
merupakan terobosan bagi kelancaran 
teknis penanganan antara Kemlu 
dan Mahkamah Agung dimana salah 
satu poin penting adalah tindaklanjut 
pembuatan suatu Peraturan Mahkamah 
Agung mengenai penanganan surat 
rogatori dan pembentukan Forum 
Koordinasi bersama untuk membahas 
kendala dan hambatan teknis yang 
timbul. Nota kesepahaman ini akan 
bertindak sebagai pedoman koordinasi 

antara Kemlu dan Mahkamah Agung 
untuk menangani surat rogatori dan 
permintaan bantuan penyampaian 
dokumen kepada warga negara 
Indonesia atau badan hukum 
Indonesia dalam masalah perdata yang 
disampaikan oleh pengadilan negara 
asing kepada Indonesia, dan bantuan 
sebaliknya dari pengadilan Indonesia 
kepada pengadilan negara asing.

Sebagai tindak lanjut dari Nota 
Kesepahaman antara Kementerian 
Luar Negeri dan Mahkamah Agung 
mengenai Penanganan Surat Rogatori 
dan Permintaan Bantuan Penyampaian 
Dokumen Dalam Masalah Perdata 
dari Pengadilan Negara Asing Kepada 
Pengadilan di Indonesia dan dari 
Pengadilan di Indonesia Kepada 
Pengadilan Negara Asing, Direktorat 
Jenderal Hukum dan Perjanjian 
Internasional perlu menetapkan 
suatu Standard Operasional Prosedur 
(SOP) penanganan surat rogatori dan 
permintaan bantuan dokumen dalam 
masalah perdata dimaksud. 

Terkait penyampaian surat 
rogatori secara terpadu, Direktorat 
Hukum telah berkoordinasi dengan 
Pusat Komunikasi untuk merancang  
Aplikasi Rogatory Online Monitoring 
(ROM). ROM merupakan sistem 
aplikasi dokumentasi alur sirkulasi 
surat rogatori dan permintaan bantuan 
penyampaian dokumen dalam masalah 
perdata berskala nasional yang 
meliputi 4 (empat) alur, yakni:
a) Penanganan Surat Rogatori Dalam 

Masalah Perdata Dari Pengadilan 
Negara Asing;

b) Pengajuan Surat Rogatori Dalam 
Masalah Perdata Dari Pengadilan 
Di Indonesia Kepada Pengadilan 
Negara Asing;

c) Penanganan Permintaan Bantuan 
Penyampaian Dokumen Dalam 
Masalah Perdata Dari Pengadilan 
Negara Asing Kepada Warga Negara 
Indonesia dan/Atau Badan Hukum 
Indonesia Yang Berkedudukan Di 
Indonesia;  dan

d) Pengajuan permintaan bantuan 
penyampaian dokumen mengenai 
masalah perdata dari pengadilan 
di Indonesia kepada warga negara 
asing dan/atau badan hukum asing 
di luar negeri. 

Direktorat Hukum akan menjadi 
pengelola/administrator utama dari 
ROM dan dibantu oleh administrator 
pendamping yang terdiri dari: 
Mahkamah Agung, 34 (tiga puluh 
empat) Pengadilan Tinggi dan 
Pengadilan Negeri yang terletak di 
wilayah ibu kota provinsi di Indonesia, 
serta di seluruh Perwakilan RI di Luar 
Negeri yang terlibat dalam keempat 
alur sirkulasi penyampaian surat 
rogatori dan permintaan bantuan 
penyampaian dokumen dalam masalah 
perdata diatas. Mahkamah Agung telah 
sepakat untuk berkoordinasi dengan 
Direktorat Hukum dalam penerapan 
ROM.

ROM bertujuan untuk  
melakukan pengawasan (monitoring), 
mendokumentasikan alur sirkulasi 
dan memberikan informasi kepada 
para pihak yang berperkara terkait 
penyampaian surat rogatori dan 
permintaan bantuan penyampaian 
dokumen dalam masalah perdata 
sehingga para pihak dimaksud dapat 
melakukan penelusuran terhadap 
dokumen hukum terkait dan dapat 
menentukan langkah selanjutnya 
dalam proses upaya hukum litigasi 
maupun non-litigasi. 

Dalam penyampaian informasi 
kepada para pihak yang berperkara/
kuasa hukum para pihak yang 
berperkara, Direktorat Hukum sebagai 
pengelola/administrator utama dari 
ROM akan memberikan akses kepada 
para pihak tersebut dengan mekanisme 
yang telah ditetapkan, yaitu:
a) Pihak yang berperkara/Kuasa 

hukum terkait melakukan registrasi 
online di situs ROM;

b) Pihak yang berperkara harus 
menyertakan salinan bukti 
pendaftaran gugatan di pengadilan 
terkait yang telah dilegalisir oleh 
pengadilan tersebut yang kemudian 
diunduh pada form registrasi di 
situs ROM;

c) Kuasa Hukum dari pihak yang 
berperkara harus menyertakan 
Salinan Surat Kuasa yang telah 
didaftarkan ke pengadilan terkait 
yang kemudian diunduh pada form 
registrasi di situs ROM.
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Program Retainer Lawyer 
Unit Kerja Khusus dalam 
Penanganan Kasus WNI/
TKI di Luar Negeri yang 

Terancam Hukuman Mati

Retainer Lawyer
Dalam rangka peningkatan 

perlindungan hukum bagi WNI/
TKI di luar negeri yang menghadapi 
kasus hukum, terutama kasus yang 
memuat ancaman hukuman mati, 
Presiden telah membentuk Satuan 
Tugas Penanganan Kasus WNI/TKI di 
Luar Negeri yang Terancam Hukuman 
Mati (Satgas WNI/TKI) pada tahun 2011 
dengan masa tugas sampai tanggal 
7 Juli 2012. Satgas WNI/TKI bertugas 
memberikan bantuan/advokasi hukum 
bagi WNI/TKI bersama Kementerian 
Luar Negeri  (Kemlu) serta Perwakilan 
RI melalui program Retainer Lawyer  
dan Unit Kerja Khusus. 

Penetapan Retainer Lawyer di 
Perwakilan RI dilakukan melalui 
proses fi t & proper test oleh pihak 
Satgas TKI bersama Kemlu serta 
Perwakilan RI yang bersangkutan. 
Dengan adanya Retainer Lawyer 
maka WNI/TKI di luar negeri yang 
menghadapi masalah hukum, terutama 
yang sedang terancam hukuman mati 
akan mendapatkan bantuan hukum 
dan pembelaan secara profesional 
dan maksimal dalam menghadapi 
dakwaan/tuntutan hukum di hadapan 
pengadilan Negara setempat serta 
memastikan pemenuhan hak-hak 
hukum para WNI/TKI tersebut sesuai 
ketentuan hukum setempat.

Satgas WNI/TKI bersama Kemlu 
dan Perwakilan RI telah berhasil 
menunjuk dan menetapkan Retainer 
Lawyer yang berasal dari pengacara 
setempat dan secara resmi telah 
digunakan oleh Perwakilan RI di 
Malaysia dan Perwakilan RI di Arab 
Saudi , yaitu:
a. Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur;
b. Konsulat Jenderal RI di Kuching;
c. Konsulat Jenderal RI di kota 

Kinabalu;
d. Konsulat RI di Tawau;
e. Kedutaan Besar RI di Riyadh; dan
f. Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

Unit Kerja Khusus
Satgas WNI/TKI, Kemlu dan 

Perwakilan RI di Malaysia dan Arab 

Saudi dalam evaluasi pada akhir 
tahun 2011 memandang perlunya 
penanganan yang terkoordinasi 
dan berkelanjutan atas setiap kasus 
hukum WNI/TKI yang diketahui oleh 
perwakilan agar dapat ditangani 
dengan cepat dan tepat. Oleh karena 
itu, perlu dibentuk Unit Kerja Khusus 
(UKK) dan Buku Besar yang berfungsi 
mencatat setiap perkembangan proses 
hukum atas kasus hukum yang dialami 
oleh WNI/TKI, terutama kasus yang 
memuat ancaman hukuman mati.

Unit Kerja Khusus bekerja dan 
berkoordinasi melalui upaya terpadu 
antar instansi pemerintah, di pusat 
dan perwakilan RI, Pengacara, serta 
pemangku kepentingan terkait lainnya, 
guna dapat memastikan pelaksanaan 
pelayanan dan perlindungan WNI/
TKI secara prima, memberikan 
evaluasi secara menyeluruh terhadap 
segala aspek yang berkaitan dengan 
permasalahan WNI/TKI yang terancam 
hukuman mati dan mengusulkan 
rekomendasi kebijakan kepada 
pimpinan perwakilan RI. Pelaksanaan 
tugas Unit Kerja Khusus meliputi 3 
(tiga) aspek perlindungan, yaitu tahap 
deteksi diri, tahap pencegahan dan 
tahap penanganan perlindungan WNI/
TKI.

Dalam melaksanakan tugasnya, 
Unit Kerja Khusus menunjuk 1 (satu) 
orang Home Staff dan minimal 2 (dua) 
orang Pegawai Setempat yang secara 
khusus dan terpadu menangani kasus 
WNI/TKI yang menghadapi hukuman 
mati. Untuk Pemutakhiran Data 
dilakukan pengisian Buku Besar yang 
memuat informasi berupa catatan yang 
ditulis tangan yang berisi garis besar 
informasi serta perkembangan kasus 
yang mengemukakan proses hukum 
WNI/TKI yang terancam hukuman 
mati di suatu negara. Perwakilan 
RI menyiapkan Buku Besar yang 
merupakan hasil inventarisasi dan 
rekapitulasi pencatatan kasus-kasus 
WNI/TKI yang terancam hukuman 
mati. Unit Kerja Khusus bertugas untuk 
memutakhirkan data pada Buku Besar. 
Setiap perkara yang ada, seketika 
harus dimasukan ke Buku Besar. 
Pemutakhiran Data wajib dilakukan 
apabila ada perubahan informasi yang 
bersangkutan dengan perkara.

Perlindungan Sumber 
Daya Genetika, 

Pengetahuan Tradisional, 
dan Ekspresi Budaya 

Tradisional (SDGPTEBT)

Indonesia sebagai negara yang 
mempunyai kekayaan sumber daya 
genetika, pengetahuan tradisional 
dan ekspresi budaya tradisional 
kerap mengalami misapropriasi 
dan penyalahgunaan oleh pihak 
asing dengan menggunakan rejim 
hak kekayaan intelektual (HKI) 
konvensional. Oleh karena itu, Indonesia 
terus mendorong pembentukan rejim 
hukum internasional sui generis untuk 
melindungi kekayaan SDGPTEBT 
dalam kerangka WIPO. Setelah lebih 
dari satu dekade pembahasan di 
WIPO Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge 
and Folklore (IGC), masih terdapat 
perbedaan posisi antara negara yang 
mendesak legally-binding instruments 
atas SDGPTEBT (umumnya negara-
negara berkembang) dengan negara 
yang menolak instruments dimaksud 
(umumnya negara-negara maju). 
Negara-negara maju cenderung 
menyarankan agar aspek perlindungan 
SDGPTEBT cukup dilakukan melalui 
rejim HKI konvensional, seperti paten 
dan hak cipta, atau melalui rejim soft 
laws (non-binding) atau bahkan political 
declaration.

Menyikapi perbedaan posisi 
antara negara berkembang dan 
negara maju tersebut, Indonesia terus 
mendorong dan memperjuangkan 
terwujudnya legally-binding instru-
ments bagi perlindungan yang efektif 
terhadap SDGPTEBT. Indonesia 
senantiasa melaksanakan upaya 
diplomasi aktif baik dalam forum 
resmi WIPO-IGC maupun pertemuan-
pertemuan informal lain yang 
diselenggarakan dalam upaya 
mendukung negosiasi. Indonesia 
menjadi leading country dalam forum 
WIPO-IGC dengan menjadi koordinator 
Like-Minded Countries Group yang 
merupakan kelompok negara-negara 
berkembang lintas wilayah (cross-
regional developing countries). 

Guna mengakselerasi proses 
perundingan, Indonesia kembali 
mengambil inisiatif untuk memfasilitasi 
Pertemuan Consultative Meeting of 
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the Like-Minded Countries and other 
Interested Countries on the Work of the 
WIPO Intergovernmental Committee 
on Intellectual Property and Genetic 
Resources, Traditional Knowledge 
and Folklore yang diselenggarakan 
di Bali, 10 – 12 Maret 2014. Dalam 
Pertemuan tersebut, negara-negara 
yang hadir melakukan brainstorming 
dan semakin memahami posisi masing-
masing guna mencapai posible common 
ground terkait isu krusial dalam WIPO-
IGC, khususnya isu-isu yang saling 
berhubungan dalam ketiga rancangan 

teks perjanjian SDG, PT dan EBT. 
Dapat dicatat bahwa meskipun masih 
terdapat perbedaan pandangan di 
antara negara-negara maju dan negara 
berkembang dalam isu SDGPTEBT, 
namun peran Indonesia dalam 
menjembatani perbedaan tersebut 
dihargai dan disambut baik oleh kedua 
belah pihak.

Dalam rangka memperjuangkan 
segera terwujudnya international 
legally-binding instruments bagi 
perlindungan SDGPTEBT, Indonesia 

juga mengupayakan dilaksanakannya 
pembahasan isu SDGPT EBT secara 
paralel dalam forum multilateral lain 
untuk mendorong proses perundingan 
di forum WIPO-IGC. Pada pertemuan 
Asian African Legal Consultative 
Organization (AALCO) tahun 2014, 
Indonesia menyampaikan usulan 
mata agenda baru khusus untuk 
membahas isu SDGPTEBT. Pertemuan 
mencatat usulan Indonesia dan akan 
mempertimbangkan lebih lanjut 
usulan dimaksud pada Pertemuan 
AALCO berikutnya.
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